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ABSTRAK

Tujuan disertasi ini adalah membuktikan bahwa pendekatan tafsir
magqasididapat digunakan untuk mengonstruk penafsiran atas ayat tentang
perkawinan beda agama dan menghasilkan implikasi hukum yang berbasis
kepada tujuan syariat dan konteks keindonesiaan.

Disertasi ini mendukung Abu al-Ma’ali al-Juwayni, Jasser Auda, al-
Ghazali, Abu Ishaq al-Shatibi, yang menyatakan bahwa nass yang terbatas
tidak bisa mengatasi problem yang terjadi, dengan mempertimbangkan
konsepal- ‘ismah(penjagaan); keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.
Selain itu, disertasi ini juga sependapat dengan pendapat al-Tahir ibn
‘Ashur, yang menawarkan konsep a/-daruriyah(kebutuhan pokok) yang lebih
luas, dengan poin tambahan; kesetaraan, kebebasan, toleransi, kesucian, dan
keadilan yang harus dilindungi sebagai bagian dari kebutuhan manusia.
Disertasi ini tidak sependapat dengan al-Raysuni,yang menyatakan bahwa
konsep tafsirmaqgasididianggap sebagai salah satu pandangan bebas dan
tidak memiliki kekuatan otoritatif, dan pendapat Duski Ibrahim, yang
menyatakan bahwa dalam tafsirmaqasidi terjadi kerawanan tidak
terakmodasinya sesuatu yang partikular (al-istiqra’ al-‘amm) dalam suatu
penggunaan nalar induksi.

Metode yang digunakan dalam disertasi ini menggunakan

pendekatan fafSir maqasidiatas al-Quran yang berfokus kepada pewujudan
tujuan syariat. Alasannya adalah bahwa pemahaman terhadap teks harus
mencerminkan kepada tujuan teks, sehingga konstruk yang dibangun
dalammagqasid al-shari‘ahadalah kognitif tafsir, keutuhan, keterbukaan,
interrelasi hierarki, multidimensi, dan tujuan proses penafsiran al-Quran itu
sendiri.
Operasionalisasi atas tafsir magqasidiyang diterapkan dalam kaitannya
dengan ayat perkawinan beda agama dilakukan dengan cara
mengindentifkasi ayat; mengidentifikasi makna; mengeksplorasimaqasid al-
shari ‘ah;mengontekstualisasikan makna; dan konklusi. Analisis yang
digunakan dalam disertasi ini menggunakan metode analisis isi (content
analysis) dan analisis sistem (system analysis), untuk memahami sejumlah
karya tafsir, ‘ulum al-qur’an, maqasid al-shari‘ah, fikih, usul fikih, dan
keilmuan lainnya, dengan mengikuti nalar berfikir Jasser Auda yang
menjadikanmaqasid al-shari‘ah sebagai basis landasan filosofis melalui
pembacaan hermeneutik.

Disertasi ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya syariat
membolehkan perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut
disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah, terdiri dari syarat
subjektif dan objektif. Adanya perbedaan ketentuan hukum pada ayat-ayat



perkawinan beda agama, tidak dapat dipahami secara parsial. Dari sudut
pandang holistik, larangan maupun izin melakukan perkawinan beda agama,
keduanya mendukung prinsip kebebasan beragama, salah satu tujuan umum
syariat Islam (maqasid al-shari’ah al-‘ammah). Perkawinan beda agama
belum bisa dipraktikkan di Indonesia, karena konstitusi menutup
kemungkinan terjadinya perkawinan tersebut. pernikahan beda agama harus
dipahami dalam konteks keberagaman. Kebolehan syariat Islam atas
pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan generalisasi dan ayat-ayat
terkait perkawinan beda agama harus dilihat dari perspektif holistik, dengan
berlandaskan kepada kebebasan beragama, sebagai salah satu syariat umum
(magqasid al-shari’ah al-‘ammah) dan konteks keindonesiaan sebagai salah
satu basis pertimbangannya. Atas dasar itu, maka perkawinan beda agama
di Indonesia belum dapat dipraktikkan.



ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to prove that the magasidi
interpretation approach can be used to construct interpretations of verses
about interfaith marriages and produce legal implications based on the
objectives of the Shari'a and the Indonesian context.

This dissertation supports Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Jasser Auda, al-
Ghazali, Abu Ishaq al-Shatibi, who stated that nass_ which is limited cannot
overcome the problems that occur, by considering the concept of a/-ismah
(guarding); faith, soul, mind, family, and property. In addition, this
dissertation also agrees with the opinion of al-Tahir ibn 'Ashur, who offers a
broader concept of al-dariyah (basic needs), with additional points; equality,
freedom, tolerance, chastity, and justice which must be protected as part of
human needs. This dissertation does not agree with al-Raysuni, who stated
that the concept of maqgasidi interpretation is considered a free view and has
no authoritative power, and the opinion of Duski Ibrahim, who stated that
in maqasidi interpretation occurs the vulnerability of not being
accommodated to something particular (al-istigra’ al-'amm) in the use of
induced reasoning.

The method used in this dissertation uses a magasidi interpretation
approach to the Koran which focuses on the realization of the objectives of
the Shari'a. The reason is that the understanding of the text must reflect the
purpose of the text, so that the constructs built in maqasid al-shari'ah are
cognitive interpretation, wholeness, openness, hierarchical interrelation,
multidimensional, and the purpose of the process of interpreting the Koran
itself. . Operationalization of magqasidi interpretations applied in relation to
interfaith marriage verses is carried out by identifying verses; identify
meaning; explore magqgasid al-shari'ah; contextualize meaning; and
conclusions. The analysis used in this dissertation uses the methods of
content analysis and system analysis, to understand a number of works of
interpretation, ‘w/um al-qur'an, maqasid al-shari’ ah, figh, figh proposals, and
other sciences, by following Jasser Auda's reasoning which makes maqgasid
al-shari’ah the basis of philosophical foundations through hermeneutic
reading.

This dissertation concludes that basically the Shari'a allows such
marriages. However, this ability is based on conditions that are not easy,
consisting of subjective and objective conditions. The existence of
differences in legal provisions in the verses of interfaith marriages cannot be
partially understood. From a holistic point of view, both prohibitions and
permits for interfaith marriages support the principle of religious freedom,
one of the general goals of Islamic law (magqasid al-shari'ah al-'ammah).



Interfaith marriages cannot be practiced in Indonesia, because the
constitution excludes the possibility of such marriages. Interfaith marriages
must be understood in the context of diversity. The permissibility of [slamic
law on interfaith marriages cannot be generalized and verses related to
interfaith marriages must be viewed from a holistic perspective, based on
religious freedom, as one of the general laws (maqasid al-shari'ah al-Islam).
‘ammah) and the Indonesian context as one of the basis for consideration.
On that basis, interfaith marriages in Indonesia cannot be practiced.

Vi
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Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

adalah ALA-LC ROMANIZATION tables sebagai berikut:

A. Konsonan

b = <@ z J f = -
t = . S s q = A
th = - sh o k = =l
j = d s = o= 1 = J
h = z d = o= m = ¢
kh = ¢ t L n = O
d = Q z L h = 5
dh = 3 ‘ ¢ w = B)
r = 0 gh d y = ¢
B. Vokal
Pendek a="; i= u= o
Panjang a=1 ; i= =3
Diftong ay =g ; aw = g
C. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
daaxia ditulis Muta‘addidah
X ditulis ‘Iddah

D. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

-

4aSa

Ditulis

Hikmah
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& Ditulis ‘Illah

Catatan:
Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
tertulis dengan h.

sl gY) da) S Ditulis Karamah al-Awliya’
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keyakinan umat Islam, al-Qur’an merupakan Kitab suci
yang memiliki sifat universal.! Karena eksistensi kitab suci tersebut salif /i
kulli zaman wa makan, relevan dalam situasi dan kondisi apa saja.? Namun,
wahyu al-Qur’an telah lama terhenti, sehingga diperlukan proses pembacaan
ulang terhadap kitab suci agar tetap relevan dengan kepentingan manusia
tetap terjaga. Kenyataan banyak yang tidak sesuai idealitasnya. Ada
kesenjangan antara ideal dan realita. Idealnya pemahaman atas al-Qur’an
adalah menghadirkan solusi atas problematika, tetapi terkadang banyak yang
dihadapkan dengan pemahaman yang mengatasnamakan al-Qur’an.
Abdullahi Ahmed al-Na’im,®> menjelaskan, permasalahan ini disebabkan
munculnya kesenjangan penafsiran al-Qur’an dan hak asasi manusia.* Ini

! Prinsip keuniversalan al-Qur’an disebutkan, salah satunya dalam Q.S. al-Anbiya’
ayat 107, yang artinya: “Kami tidak mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh
alam.” Lihat: Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, cet. ke-13, Bandung: Mizan, 1996, hal. 213; Hamim Ilyas, “Islam
Risalah Rahmat dalam Al-Qur’an: Tafsir Q.S. al-Anbiya’, 21: 107,” dalam Hermeneia:
Jurnal Kajian Islam Interdisipliner (2007)

2 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, 2010,
hal. 54.

3 Zelfeni Wimra, “Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na’im tentang Teori Naskh,”
dalam Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies, Tahun 2012, hal. 216.

4 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, terj. Ahmad Suaedy dan
Amirudin Ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2004, hal. 292-293.



yang menyebabkan Islam ‘dicap’ sebagai agama yang sikapnya intoleransi
dan diskriminatif.

Isu yang sering digaungkan untuk mendiskreditkan Islam adalah
perkawinan beda agama yang dilarang. Sebenarnya, al-Qur’an membuka
area perdebatan terkait persoalan ini, sebab ada sejumlah ayat yang terlihat
kontradiktif.> Munculnya kontradiksi ayat tersebut, seharusnya dapat
dipahami dalam cara pandang yang multidimensional. Di samping itu juga,
pelarangan atas perkawinan beda agama, dianggap berlawanan dengan
konsensus internasional yang tercermin dalam Deklarasi Hak Asasi
Manusia.®

Kesenjangan tidak sampai di situ saja. Berbagai aturan fikih di atas
diadopsi ke dalam regulasi yang sah berbentuk undang-undang, di antaranya
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Salah satu
aturan perundangan-undangan ini menetapkan kriteria laki-laki bagi saksi
perkawinan.” KHI juga menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda
agama.®

Fakta ini menggambarkan bahwa al-Qur’an seakan tidak mampu
menawarkan solusi terkait isu-isu yang ada. Padahal tidak begitu, dan ini

5 Al-Qur’an membahas masalah perkawinan beda agama, setidaknya dalam tiga
ayat. Dua diantaranya tidak membolehkan, yaitu: a) Surat al-Bagarah/2: 221: “Dan
janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik.”; b) Surat al-Mumtahanah/60: 10: “Maka
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu
kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Sedangkan satu ayat lainnya, mengizinkan praktik perkawinan beda
agama, yaitu Q.S. al-Ma’idah/6 ayat 5: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kita>b itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.”

6 pasal 16 dalam Universal Declaration of Human Rights, menyebutkan: “Laki-laki
dan wanita dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau
agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama
dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya
perkawinan.”

7 Aturan tentang kriteria saksi disebutkan pada pasal 25 KHI: “Yang dapat ditunjuk
menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

8 Masalah ini diatur pada pasal 40 KHI yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) karena
wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita
yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak
beragama Islam.”



berlawanan dengan universalitas al-Qur’an yang menjadi prinsipnya. Hal ini
juga melibatkan banyak faktor dalam suatu problematika.® Salah satu yang
menjadi alasannya adalah pengaruh tafsir klasik yang tidak atau kurang
relevan dengan realita kemodernan.©

Gerakan taqdis al-fikr al-dini (pengkultusan pemikiran),'* menambah
problem yang harus dihadapi. Tidak tertutup kemungkinan, muncul asumsi,
al-Qur’an tidak lebih kultus dari tafsir itu sendiri. Mengatasi hal yang begitu
kompleks tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam deskripsi di atas, harus
merambah ke aspek metodologis. Tidak ada salahnya, melakukan upaya
untuk menjembatani antara realitas dan idealitas dengan menggunakan
pendekatan maqasid al-shari‘ah (bila diartikan harfiahnya adalah ‘tujuan-
tujuan syariat),'? yang kemudian model penafsiran ini disebut dengan istilah
tafsir magasidi .*®

Al-Qur’an tidak berisi kalimat-kalimat verbal yang sunyi arti, tetapi
ia lebih merupakan untaian kalimat yang mengandung nilai-nilai Audan, nur,
dan furgan, baik mengenai tata hubungan vertikal maupun horizontal.
Karena itu, sudah pasti al-Qur’an bersifat manusiawi dan membumi tanpa
harus kehilangan nilai-nilai transendental-nya. Dengan demikian secara
esensial al-Qur’an berwatak religius, namun tetap menaruh perhatian pada
situasi yang ada, serta memiliki kesadaran sejarah. Karena nilai-nilai al-
Qur’an bersifat umum, maka diperlukan kualifikasi tertentu untuk dapat

% Lihat: Syafiq A. Mughni, ‘Berpikir Holistik dalam Studi Islam’, Pengantar Studi
Islam Perspektif Insider/Outsider, ed. M. Arfan Mu’ammar dkk, Yogyakarta: IRCiSoD,
2013, hal. 11-12.

OAbdullah  Saeed mengkritik para mufasir dan ahli fikih yang
mengadopsi pendekatan literal dan tekstual, alih-alih mempertimbangkan konteks, etos, dan
spirit pada saat Al-Qur’an diturunkan. Lihat: Abdullah Saeed, Al-Qur’an Abad 21: Tafsir
Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan, 2016, hal. 19.

1 stilah ini dipopulerkan Muhammad Arkoun. Lihat: Baedhowi,
Antropologi Al-Qur’an, Yogyakarta: LKiS, 2013, hal. 5-6.

12 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, terj. Rosidin
dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Bandung: Mizan, 2015, hal. 94. Yusuf Effendi, Kebangkitan
Kedua Umat Islam: Jalan Menuju Kemuliaan, Jakarta: Noura Books, 2015, hal. 405.

13 Para mufasir yang sering dirujuk dalam pembahasan tema ‘tafsir magasidr,
seperti Muhammad ‘ Abduh, Rashid Rida, Ibn ‘ Ashur, dalam karyanya tidak mencantumkan
pengertian terma tersebut, sehingga ‘tafsir maqgasidi sering dimaknai dengan
menggabungkan pengertian ‘tafsir’ dan ‘magasid® secara istilah. Lihat: Ridwan Jamal al-
Atrash dan Nashwan ‘Abduh Khalid Qaid, “al-Juzur at-Tarikhiyyah li at-Tafsir al-Qur’an
al-Karim,” dalam Majallah al-Islam fi Asia, Tahun 2011, hal. 196-197; Salah satunya
disampaikan oleh Wasfi ‘Ashur Abu Zayd: “Tafsir magqasidi adalah corak tafsir yang
penafsirannya berorientasi pada visi al-Qur’an untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.”
Lihat: Wasfi ‘Askur Abu Zayd, “al-Tafsir al-Maqasidi 1i Suwar al-Qur’an al-Karim fi Zilal
al-Qur’an Anmudhajan,” Makalah Seminar Fahm al-Qur’an: bain an-Nass wa al-Waqi’,
Constantine: Jami’ah al-Amir ‘Abd al-Qadir li al-‘Ulum al-Islamiyah, 4-5 Desember 2013,
hal. 7.



memahaminya. Dengan kata lain al-Qur’an tidak sedikit pemahaman
terhadap ayat-ayatnya lebih bersifat simbolik dari pada deskriptif literalnya.
Sebab itu, validitas dan vitalitasnya terletak pada interpretasi dan
reinterpretasi simbol-simbol sesuai dengan perubahan situasi, ruang, dan
waktu. 4

Dalam hubungan ini masuk akal jika terdapat proses yang subur para
penafsir al-Qur’an dari zaman ke zaman dalam upaya menangkap makna-
makna al-Qur’an yang tak ada habisnya, dan pada proses inilah pemahaman
terhadap al-Qur’an, yang salah satu fungsinya sebagai petunjuk manusia ke
jalan yang benar,'® agar selalu membawa kebenaran dan berpihak kepada
keadilan'® menjadi keharusan kaum muslimin.

Mempelajari  konteks kesejarahan mutlak diperlukan dalam
menafsirkan al-Qur’an. Hal ini karena pada mulanya ia memiliki kaitan
dengan ruang dan waktu, sementara kini umat Islam hidup di tengah ruang
dan waktu yang berbeda. Dalam situasi apa dan bagaimana sebuah ayat
diwahyukan, umat Islam sekarang tidak mungkin menyaksikan lagi
sebagaimana yang dialami oleh umat Islam pada saat wahyu diturunkan.
Persoalan lain adalah adanya jarak, perbedaan bahasa, dan tradisi yang
melingkupi ketika sebuah ayat diturunkan.’

Studi al-Qur’an pada kenyataannya selalu mengalami perkembangan
yang dinamis seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Perubahan tersebut
berdampak pada perkembangan problematika yang kian hari kian kompleks.
Bukti bahwa kajian al-Qur’an terus berkembang ialah keberadaan tafsir yang
sejak masa klasik hingga kontemporer terus ada. Teks yang terbatas
dihadapkan dengan konteks yang terus berkembang. Hal ini akan selalu
menjadi diskusi yang senantiasa ada.

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat muslim yang bersifat universal.
Universalitas al-Qur’an berangkat dari sisi rahmat yang termaktub dalam
Surat al-Anbiya’/21: 107. Selain itu, juga sejalan dengan sifat dasar Allah
Swt sebagai Tuhan Yang Maha Pengasih seperti dalam Surat al-An‘am/6:
12, serta sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagai
penyebar kasih. Karena itu, ia akan senantiasa luwes untuk setiap kondisi
(salih Ii kulli zaman wa makan).*® Sebagaimana disepakati bersama bahwa

14 Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan..., hal.17.

15Q.S.17: 91 (1oa) aed O lalball (sleny 0ol (piasall Hlns o sl o Al s OA 128 )
1S,

) 16 Q.S. 4: 105: (Lapad Gailall (S5 Y g all) & ) Lay Gulil) o Sl galdly QUK el W 330 W),

17 Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermenetik,
Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 110.

18 M. Quraish Shihab, Membumikan Al- Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1996, hal. 87.; Hamim Ilyas, “Islam Risalah
Rahmat Dalam Al-Qur’an: Tafsir Q.S. Al-Anbiya’, 21: 107,” dalam Hermeneia, Jurnal
Kajian Islam Interdisipliner 6, no. 2, Tahun 2007.



masa dan proses pewahyuan telah berhenti sejak lama, sehingga, pembaruan
isi kandungan al-Qur’an menjadi sebuah kewajiban. Hal itu sebagai upaya
terus menerus agar al-Qur’an tetap relevan untuk diterapkan sebagai dasar
pokok kebaikan umat sepanjang masa.

Lebih dari itu, masa kontemporer ini sarat dengan problem yang
barang tentu tidak dijumpai pada masa dahulu. Pembacaan al-Qur’an pada
masa sekarang bisa jadi berbeda dengan pemaknaan para mufasir klasik atau
pertengahan. Paradigma yang dipakai dengan demikian tetap mengacu pada
kondisi yang sedang dihadapi pada masa kontemporer. Sebab memaksakan
pemahaman masa lalu yang tidak relevan dengan masa sekarang, hanya
menjadikan jargon islam relevan untuk setiap zaman menjadi kosong tanpa
makna, sehingga benar apa yang disampaikan Amin Abdullah (1953 M),
sebagaimana dikutip Abdul Mustagim, bahwa latar belakang kondisi turut
memberikan andil dalam memaknai al-Qur’an.’® Sementara itu, ilmu yang
digunakan untuk memahami al-Qur’an disebut-sebut sebagai ilmu yang
belum matang. Artinya, ia selalu terbuka untuk dikembangkan.?® Berbagai
upaya perlu dilakukan agar al-Qur’an dengan tafsirnya senantiasa dapat
merespons tuntutan perubahan tersebut. Terlebih, al-Qur’an merupakan
petunjuk dan pedoman bagi ajaran Islam, baik menyangkut, akidah, syariat,
maupun moral.?! Upaya untuk memahami al-Qur’an dengan demikian secara
berkesinambungan mutlak diperlukan.

Pada masa kontemporer, tantangan terberat yang dihadapi ialah
persoalan benturan antara Islam dengan HAM, gender, dan pluralisme. Ide
moral yang terkandung di dalam al-Qur’an semestinya menjadi acuan utama
dalam rangka merespons tantangan tersebut. Abdullahi Ahmed an-Na’im,
menjelaskan, munculnya permasalahan ini disebabkan terdapat kesenjangan
antara penafsiran al-Qur’an dan hak asasi manusia.?? Dan, ini yang
menyebabkan Islam ‘dicap’ memiliki sikap diskriminatif dan intoleransi.

Mufasir kontemporer senantiasa berupaya merespons problem
tersebut. Sebut saja misalnya al-Na‘im, Muhammad Shahrur (1938-2019 M),
Fazlur Rahman (1919-1988 M), Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010 M),
Hasan Hanafi (1935-2021 M), dan sebagainya. Mereka telah melakukan
upaya rekonstruksi dan bahkan dekonstruksi dalam rangka menjawab

19 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, 2010,
hal. 30..

20 Amin Al-Khiili, Manahij Al-Tajdid Fi AlI-Nahw Wa Al-Balaghah Wa Al-Tafsir
Wa Al-Adab, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1961, hal. 109.

21 Fazlur Rahman, Islam, ed. Senoadji Saleh, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hal.
59.

22 Abdullah Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam, ed. Ahmad Suaedy;
Amirudin Ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2003, hal. 90.



tuntutan perubahan zaman tersebut. Berbagai metode dan pendekatan mereka
lakukan untuk memaknai kembali al-Qur’an. Metode kebahasaan,
hermeneutik, ijtihadi, ishari, dan sebagainya ditempuh dengan pendekatan
sosio-hostoris, sosio-kultur, linguistik, dan sebagainya. Dalam metode dan
pendekatan tersebut ada yang kemudian menghasilkan teori-teori, misalnya
teori hudid (limit, batas) sebagaimana ditemukan Shahrur?, atau teori
double movement (gerak ganda) yang ditemukan oleh Rahman,?* atau teori
magqsud al-qur’an atau magqasid al-shari‘ah sebagaimana dilakukan oleh
Taha Jabir al-‘Alwani (1935 -2016 M) dan Tahir Ibn Ashur.(1879-1973
M)?® Muara dari pada serangkaian teori tersebut adalah untuk memastikan
bahwa al-Qur’an dapat menjadi aturan yang menjamin kemaslahatan umat
Islam.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa isu yang kerap menjadi
alat yang digunakan guna menuduh Islam sebagai agama yang memiliki
sikap diskriminatif, antaranya adalah isu poligami. Jika merujuk pada hasil
ijtihad fukaha klasik, maka akan ditemukan bahwa beristri lebih dari 1
dianggap sebagai sebuah kesunahan. Bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang ada di Indonesia masih mengakui perkawinan jenis tersebut.?® Hal itu
tentu menjadi diskursus sepanjang zaman. Sementara fukaha dan mufasir
kontemporer dalam keputusannya berbeda dengan fukaha dan mufasir klasik.
Hal itu sebagai upaya aktualisasi ajaran dalam al-Qur’an.

Wacana lain yang juga menjadi tema diskusi hangat ialah mengenai
pemeliharaan dan penjagaan agama (Aifz al-din). la merupakan salah satu
unsur pokok dalam magqasid al-shari‘ah. Jika mengacu pada ulama klasik,
maka akan ditemukan bahwa Aifz al-din selalu mengacu pada masalah
hukuman mati bagi pelaku riddah.?” Sementara hari ini, hukuman seperti itu
tentu akan mendapatkan penolakan yang luar biasa dari hampir semua
kalangan, terutama aktivis HAM. Oleh karenanya, pemaknaan ulang
mengenai ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi digaungkan oleh para
pembaharu. Sebut aja misalnya, al-‘Alwani (1935-2016 M), dengan metode
tafSir al-Qur’an bi al-Qur’an-nya membongkar paradigma lama.?® la meneliti

23 Muhammad Shahriir, Naiwa Usiil Jadidah Al-Islami: Figh Al-Mar’ah (Al-
Wasiyyah, Al-Irth, Al-Qawamah, Al-Ta’addudiyyah, Al-Libas), Suriah: Al-Ahalili al-
Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawz1’, 2000, hal 90..

24 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformations of an Intellectual
Tradition, Chicago and London: Univerity of Chicago Press, 1982, 75.

% Taha Jabir Al-Alwani, La Ikrah Fi Al-Din, Kairo: Maktabah al-Shurug al-
Dawliyyah, 2006, hal 87.

% jhat KHI Pasal 56, 57, 58, dan 59

27 <Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil Al-Figh, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-
Islamiyyah, n.d, 91..

28 Al-Alwani, La Ikrah Fi Al-Din. Taha Jabir Al-Alwani, La Ikrah Fi Al-Din, Kairo:
Maktabah al-Shurug al-Dawliyyah, 2001, hal. 69.



ayat-ayat yang berhubungan dengan hak beragama. Hukuman bagi orang
yang murtad, dalam pembacaannya atas ayat-ayat tersebut, berlaku di
akhirat. Sehingga tidak ada hukuman yang dapat diberlakukan di dunia. Hifz
al-Din dengan demikian ia artikan secara lebih luas dan humanis, yaitu
menjaga dan menghormati hak kebebasan beragama bagi seluruh manusia.
Hal senada juga dinyatakan oleh Ibn ‘Ashiir dengan konsep a/-hurriyah al-
i‘tigadiyahnya. *°

Isu lain yang mendiskreditkan Islam ialah mengenai keharaman
perkawinan beda agama. Sebenarnya, al-Qur’an membuka area perdebatan
dengan persoalan masalah ini, sebab ada sejumlah ayat yang tampak
kontradiktif terkait isu tersebut.®® Terjadinya kontradiksi ayat ini seharusnya
dapat dipahami dalam cara pandang yang multidimensional.3! Fenomena
perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang selalu hangat
untuk diperbincangkan. Selalu aktual, karena produk hukum yang dijumpai
dalam masalah ini saling bertentangan. Dalam lintasan sejarah, Nabi
Muhammad Saw pernah mempraktekkan perkawinan beda agama. Beliau
mengawini Mariyah al-Qibtiyah, seorang Nasrani Mesir,®* walaupun
sejumlah pendapat mengatakan jika nabi mengawini Mariyah setelah ia
masuk Islam.®

Sejumlah sahabat juga mempraktekkan perkawinan beda agama,
antara lain ‘Uthman bin ‘Affan dan Hudhafyah ibn al-Yaman. Namun
demikian, Khalifah “Umar ibn al-Khattab justru melarang perkawinan
tersebut.>* Dalam perkembangannya, para fukaha saling silang pendapat
dalam masalah ini. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada pula yang
memakruhkan, bahkan mengharamkannya.

Aturan-aturan fikih sebagaimana penjelasan di atas, di Indonesia
diadopsi ke dalam regulasi yang sah berbentuk peraturan perundang

29 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashir, Magasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, Qatar:
Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’tn al-Islamiyyah, 2004.

30 perkawinan beda agama setidaknya disebutkan 3 kali di dalam al-Qur’an, Surat
al-Bagarah/2 Ayat 221 dan Surat al-Mumtahanah/60 Ayat 10. Dua ayat tersebut melarang
perkawinan beda agama. Sedangkan 1 ayat lagi terdapat di dalam Surat al-Ma’idah/5 Ayat
5 yang membolehkannya.

31 Pasal 16 DUHAM menyebutkan bahwa “Laki-laki dan wanita dewasa, tanpa ada
pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah
dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam
masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya perkawinan.”

32 Suhadi, Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS,
2006, hal. 47.

33 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih, Ciputat: Lentera Hati, 2014, hal. 832.

34 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab,
Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 62-63.



undangan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah no.
9 tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam. Salah satu aturan perundangan-undangan ini menetapkan
larangan perkawinan beda agama.®® Begitu juga dengan fatwa MUI yang
menyatakan hal yang sama.®® Fakta ini menjelaskan seakan al-Qur’an tidak
bisa menawarkan solusi atas isu yang berkembang. Tentunya, penjelasan ini
kontradiksi dengan prinsip-prinsip universalitas al-Qur’an.

Banyak sebab yang turut serta dalam mengatasi persoalan di atas.®’
Adanya pengaruh tafsir klasik yang kurang memiliki relevansi dengan
kehidupan modern, dianggap menjadi faktornya.®® Sebab itu, gerakan tagdis
al-fikr al-dini (pengkultusan pemikiran) membuat persoalan kian rumit.
Bahkan bisa saja muncul asumsi bahwa al-Qur’an tidak lebih kultus dari
tafsir. Untuk itu, solusinya harus meluas ke arah penggunaan metodologi.
Usaha yang mungkin saja dilakukan guna menyambung jurang antara
realitas dan idealitas ini adalah menggunakan pendekatan magasid al-
shari‘ah (secara harfiah artinya ‘maksud-tujuan pengundangan hukum
Islam).>® Model penafsiran ini dikenal luas dengan istilah tafsir magasid.
Ada banyak ragam dan berbagai aliran tafsir lahir dalam interaksi dengan al-
Qur’an. Ada aliran tafsir b7 al ma’thur, tafsir bi al ra’yi, tafsir adabi, tafsir
ishari, tafsir falsafi, tafsir sains dan berbagai madrasah dan aliran tafsir yang
lain.

Dari masing-masing aliran tafsir tersebut lahirlah Kkitab-kitab tafsir
yang berjilid-jilid. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur’an merupakan
sumber aturan utama bagi umat manusia yang bernilai tinggi dan menaruh
perhatian yang tinggi pula terhadap kehidupan manusia.

Salah satu aliran penting diantara aliran-aliran tafsir yang ada dan
layak untuk dikaji, dibicarakan dan ditelusuri asal muasalnya adalah aliran
tafsir maqgasidi , suatu tafsir yang berbasis maqgasid al-shari‘ah atau
magashid al Quran yakni berbasis kepada tujuan umum ditatapkannya
syariah atau diundangkan/disyariatkannya al-Qur’an yuitu untuk

35 KHI Pasal 40 menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) karena wanita yang
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih
berada dalam masa idah dengan pria lain; c¢) seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

% Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 terkait
Perkawinan Beda Agama.

87 Lihat: Syafiq A. Mughni, ‘Berpikir Holistik dalam Studi Islam’, Pengantar Studi
Islam Perspektif Insider/Outsider, ed. M. Arfan Mu’ammar dkk. Yogyakarta: IRCiSoD,
2013, hal, 11-12.

38 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach,
1st ed., New York: Routledge, 2006, hal 70..

39 Jasser Auda, Al-Ijtihad Al-Magasidi: Min Al-Tasawwur Al-Usiili 11a Al-Tanzil Al-
‘Amalr, Beirut: al-Shabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013, hal. 86.



merealisasikan kemaslahatan manusia. Kita tidak akan dapat memahami al-
Qur’an dengan pemahaman yang benar dan tidak juga dapat mengambil
manfaat dan maslahat dari al-Qur’an, kecuali jika kita berinteraksi dengan
al-Qur’an dan memahami tujuan diturunkannya al-Qur’an. Oleh karena itu,
tulisan ini akan membahas tafsir magasidi suatu aliran atau corak tafsir baru
yang akan digunakan dalam memahami hukum perkawinan beda agama dan
sekaligus mengkonstruksikan dan membahas sumber dan asal usul tafsir
serta pembatasannya

Pendekatan tafsir maqashidi yang berbasis kepada magasid al-
shari‘ah ini diaplikasikan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang bertalian
dengan perkawinan beda agama. Persoalan ini sebagai sampel saja, sebab
memuat persoalan dekontekstualisasi, misplacement (salah penempatan) al-
Qur’an, dan problem dalam menganalisis dan menjelaskan ayat kontradiktif,
yang kemudian penelitian ini dihadirkan ke dalam sebuah judul “Analisis
Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Magqasidi .”

B. Permasalahan
1. ldentifikasi Masalah
Memerhatikan dasar pemikiran penelitian ini, beberapa persoalan

yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

a. Sejauh mana tafsir-tafsir baru tersebut berperan dalam dinamika keilmuan
Islam

b. Masih belum optimalnya pemahaman tentang tafsir magqgasidi sebagai
sebuah pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’an

c. Masih kaburnya perbedaan dan persamaan tafsir al-Qur’an pada masa
klasik dan kontemporer

d. Kurangnya referensi tafsir ayat perkawinan beda agama yang dimaknai
oleh para mufasir

e. Belum terlalu banyak tafsir ayat perkawinan beda agama dengan
menggunakan pendekatan tafsir magasidi .

f. Implikasi penafsiran ayat beda agama terhadap ketentuan hukum Islam
mengenai perkawinan beda agama masih jarang ditemukan.

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi tersebut,
perhatian penelitian ini akan dipusatkan kepada poin b, e, dan, f, yakni
bagaimana pendekatan tafsir magasidi dipahami sebagai sebuah pendekatan
dalam menafsirkan al-Qur’an? Bagaimana ayat perkawinan beda agama
ditafsirkan menggunakan pendekatan tafsir maqgasidi? Apa implikasi
penafsiran tersebut pada ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan beda
agama?
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Pembatasan pada masalah ini dipilih karena peneliti memiliki data
awal bahwa penafsiran al-Qur’an sejatinya berujung pada kemaslahatan dan
kebaikan manusia, di dunia dan akhirat. Sementara kemaslahatan merupakan
pokok dari pada tafsir maqasidi . Lebih dari itu, konsepsi tafsir maqgasidi
mengalami perkembangan yang signifikan, dari generasi ke generasi yang
turut memengaruhi perkembangan penafsiran al-Qur’an dan juga berimbas
pada hukum Islam yang diperoleh dari sumbernya tersebut. Mengambil
kasus perkawinan beda agama, sebab pada realitanya, baik dalam tataran
normatif maupun realitanya, kasus tersebut mengalami perubahan dan
perbedaan yang signifikan. Sedangkan perkawinan beda agama dibatasi pada
perkawinan muslim dengan ahl a/-kitab.

3. Rumusan Masalah
Penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Bagaimana konstruksi penafsiran terhadap al-Qur’an dengan pendekatan
tafsir maqasidi ?
2. Bagaimana proses operasional penafsiran al-Qur’an yang menggunakan
pendekatan tafsir maqasidi pada ayat perkawinan beda agama?
3. Bagaimana implikasi keputusan hukum perkawinan beda agama dengan
menggunakan pendekatan tafsir maqgasidi
Rumusan masalah di atas, diharapkan dapat menjawab peta
problematika akademik yang diuraikan pada bagian pendahuluan di atas.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konstruksi penafsiran al-Qur’an melalui pendekatan
tafsir maqasidi .

2. Untuk mengetahui operasionalisasi tafsir magasidi dalam penafsiran al-
Qur’an pada ayat perkawinan beda agama.

3. Untuk mengetahui keputusan hukum yang diakibatkan oleh penafsiran
ayat perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui konstruksi penafsiran al-Qur’an dengan pendekatan tafsir
maqasidi

2. Mengetahui operasionalisasi magasid al-shari‘ah dalam penafsiran al-
Qur’an pada ayat perkawinan beda agama.

3. Mengetahui keputusan hukum yang diakibatkan oleh penafsiran ayat
perkawinan beda agama
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E. Kajian Pustaka

Menyadari bahwa tulisan ini bukanlah satu-satunya yang
membincang tafsir magasidi , maka penulis merasa perlu menjabarkan
beberapa karya terdahulu yang relevan. Sebagaimana disebutkan di awal,
bahwa magasid al-shari‘ah menjadi perbincangan hangat di era kontemporer.
Dalam hal ini dikenal dengan magqgasid al-Qur’an atau tafsir maqasidi .
Magqasid yang terdapat dalam al-Qur’an menurut Rashid Rida’ (1865-1935
M) merupakan petunjuk. la mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pembuktian
kebenaran bahwa al-Qur’an sebagai wahyu dan sebagai bukti Nabi
Muhammad Saw sebagai rasul terakhir. Ruang lingkup magasid al-Qur’an
terbagi kepada sepuluh macam al-Islah. Magasid merupakan bagian dari
ilmu-ilmu al-Qur’an. Memahami maqgasid dengan baik dengan demikian
dapat mengarahkan pemahaman al-Qur’an.*

Wilayah Magasid al-Qur’an menurut Rashid Rida’ (1865-1935 M)
terbagi menjadi tiga. Pertama wilayah akidah dengan cara meluruskan tiga
pilar agama yaitu beriman kepada Allah Swt, para nabi dengan menjelaskan
hakikat kenabian dan kerasulan serta fungsi para rasul dan hari pembalasan.
Kedua wilayah syariat menjelaskan Islam sebagai agama fitrah, rasional,
meningkatkan ilmu pengetahuan, pemikiran dan penelitian, menganjurkan
reformasi sosial, politik, bebas berpendapat, persaudaraan atas dasar satu
ideologi, ras, politik dan bahasa. Menata sistem, dasar-dasar dan kaidah-
kaidah politik internasional, perbaikan ekonomi, peperangan dan
mempertahankan diri, membebaskan perbudakan, memberikan hak-hak
kebebasan untuk kaum wanita dalam menjalankan agama dan melaksanakan
aktivitas sosial. Ketiga, manhaj al-Qur’an dalam berdakwah mudah
dipahami, menyatukan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, lemah-lembut
antar sesama, tidak mempersulit, tidak berlebihan dalam beragama dan
dalam memberikan kewajiban, sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan
mempertimbangkan perbedaan tingkat kecerdasan manusia dan tingkat
kemampuan dalam mengamalkannya serta memperlakukan manusia sesuai
perilaku yang tampak. Dalam masalah ibadah berlandaskan kepada wahyu
dan dalam masalah muamalat berlandaskan kepada kemaslahatan sosial.*

Ketiga wilayah tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ‘Abd al-Karim
Hamidi menjadi tujuh bagian. Pertama, magqgasid dalam bidang akidah.
Kedua, magasid dalam bidang pemikiran dan konsep tentang alam, manusia
dan kehidupan. Ketiga, magasid dalam bidang-bidang perbaikan sosial.

40 Muhammad Nurung, Magasid al-Qur’an menurut Rashid Rida (Disertasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), lihat juga; Muhammad Bushiri, “Tafsir Al-Qur’an
Dengan Pendekatan Magqasid Al-Qur’an Perspektif Taha Jabir al-‘Alwani”, dalam Jurnal
Tafsere, Vol. VII, No. 1, 2019.

41 Muhammad Rashid Rida, TafSir al-Manar, Cairo: Dar al-Ma’rifah, TT, jilid 11,
hal. 206.
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Keempat maqgasid dalam bidang tashri‘. Kelima, maqgasid dalam bidang
perbaikan hubungan antar personal. Keenam, maqgasid dalam bidang politik.
Ketujuh, magasid dalam bidang perdamaian dan peperangan.*2

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (w. 1914 M) menjelaskan bahwa
magqasid al-Qur’an terbagi kepada beberapa macam. Dari macam-macam
tersebut lebih terlihat dari sisi metode al-Qur’an dalam menjelaskan
magqasidnya. Pertama, talab/tuntutan, baik untuk melaksanakan maupun
meninggalkan perbuatan. Kedua, nida7seruan, baik secara umum maupun
khusus bagi orang yang beriman. Panggilan keimanan ini berimplikasi
kepada komitmen terhadap perintah dan larangan. Panggilan tersebut
merupakan penghormatan, memberi kemuliaan dan menunjukkan rasa kasih
sayang, berikutnya panggilan kepada nabi saw dengan status kenabiannya
agar lebih menambah pengagungan kepada-Nya, dan fungsi kerasulan-Nya.
Kemudian terdapat pujian dan cercaan terhadap perbuatan dan para
pelakunya, janji dan ancaman terhadap perbuatan-perbuatan tercela baik di
dunia maupun di akhirat, terdapat perumpamaan dan pengulangan. Ini semua
bertujuan agar selalu focus dan tidak lalai.** Menurut Wahbah al-Zuhayli
(1932-2015 M), contoh-contoh perincian ini termasuk dalam us/ub/gaya
bahasa al-Qur’an.**

Secara rinci, Mahmud Shaltut (w. 1383 H/1963 M) membagi
maqasid al-Qur’an kepada tiga bagian. Pertama, ahkam i ‘tigadiyah (hukum-
hukum Akidah). Kedua, ahkam khulugiyah (hukum-hukum Etika). Ketiga,
ahkam ‘amaliyah (hukum-hukum perbuatan) yang terbagi menjadi ahkam
‘ibadat dan ahkam mu‘amalat. Ahkam mu‘amalat terbagi kepada tujuh
bagian. Pertama, hukum perkawinan, talak, dan hal-hal yang berhubungan
dengan keluarga. Kedua, hukum yang berhubungan hak-hak sipil. Ketiga,
hukum yang berhubungan dengan tindak pidana. Keempat, hukum yang
berhubungan dengan pengaduan dan gugatan perdata serta pidana. Kelima,
hukum yang berhubungan dengan konstitusi/pelaksanaan pemerintahan.
Keenam, hukum yang berkaitan hubungan internasional. Ketujuh, hukum
yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan.*®

Mahmud Shaltut (1893-1963 M) menjelaskan metode reaslisasi
macam-macam magqgasid tersebut, Pertama, menganjurkan untuk selalu
meneliti semua ciptaan Allah Swt. agar dapat menghasilkan ilmu-ilmu baru
dan semakin takut kepada-Nya. Kedua, memperhatikan kisah-kisah al-

42 <Abd al-Karim Hamidi, a/-Madkhal ila Maqasid al-Quran , T.Tp: Maktabah al-
Rush, 2000. hal 124.

4 Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Mahasin al-Ta’wil , Bairut: Dar al-Fikr,
1978, jilid 1, hal. 253-255.

44 Wahbah al-Zuhayli, Mugaddimah tafsir al-Munir fi al-Akidah wa al-SharT’ah wa
alManhaj, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1991, hal. 42.

4 Mahmud Shaltut, 7/a al-Quran al-Karim, Cairo: Dar al-Syuruq, 1983, hal. 5.
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Qur’an, yang merupakan pelajaran bagi semua umat Islam. Ketiga,
menjelaskan proses penciptaan manusia, dari apa ia diciptakan, ke mana ia
akan kembali dan mengingatkan manusia terhadap penciptanya. Keempat,
memperhatikan gaya bahasa dalam melakukan peringatan dan memberikan
kabar gembira.*®

‘Abd al-Karim Hamidi menjelaskan dari beberapa perincian ini dapat
dibingkai menjadi tiga maqgasid. Pertama, maqgasid dalam bidang Akidah.
Kedua, magasid dalam bidang Akhlak. Ketiga, magasid dalam bidang
hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan
makhluk. Adapun magasid dalam bidang keluarga, peraturan harta, kejahatan
dan peperangan termasuk dalam bingkai magasid hubungan manusia dangan
manusia. Dalam perincian magasid tidak disebutkan magasid peradilan,
politik dan tashri %’

Sementara itu Tahir ibn ‘Ashur (w. 1393 H/1973 M) membagi
kepada tujuh maqgasid Pertama, memperbaiki akidah dengan cara
membersihkan hati dari kotoran penyakit musyrik, tunduk terhadap sesuatu
yang tidak didasari oleh petunjuk yang kuat. Kedua, menata perilaku
manusia (tashri‘7) dalam bidang agama dengan cara memberlakukan aturan-
aturan mengabdi kepada Allah Swt untuk semua manusia. Ketiga, Menata
perilaku manusia (zashri7) dalam bidang kemasyarakatan dengan cara
memberlakukan aturan-aturan hidup antara sesama untuk semua manusia.
Keempat, Kisah-kisah umat terdahulu dijadikan sebagai teladan, bagaimana
mereka menjadi generasi yang baik dan menjadi generasi yang tidak baik.
Kelima, belajar dari sikap masyarakat mukmin yang menerima langsung
ajaran-agjaran al-Qur’an dari Nabi Saw, perilaku orang-orang munafik dan
ahl al-kitab. Keenam, menyikapi nasihat-nasihat dalam bentuk peringatan
dan kabar gembira. Ketujuh, menunjukkan beberapa 7%az al-Qur’an, sebagai
bukti akan kebenaran ajaran nabi saw.*

Dalam Major themes of the Quran, Fazlur Rahman (w. 1988 M)
mendiskusikan beberapa tema penting yang dijelaskan dalam al-Qur’an.
Menurutnya al-Qur’an berbeda dengan kitab-kitab lain seperti Taurat dan
Bible. Al-Qur’an tidak hanya membahas masalah keagamaan saja Tetapi
juga menekankan kepada masalah-masalah social dan moral. Dalam tema
pertama dibahas tentang tuhan (God). Kedua tentang manusia sebagai
makhluk individu. Ketiga tentang manusia sebagai makhluk social. Keempat
tentang ‘Alam. Kelima tentang Kenabian dan Wahyu. Keenam tentang

46 Mahmud Shaltut, //z al-Quran al-Karim..., hal. 6

47 ¢ Abd al-Karim Hamidi, a/-Madkhal ila Maqasid al-Quran..., hal. 127.

8 Muhammad Tahir bin Ashur, a/-Tahrir wa al-Tanwir, Tunisia: Dar Tunisiyah li
al-Nashr, 1984, jilid 1, hal. 40-41.
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Eskatologi (kehidupan akhirat). Ketujuh tentang setan dan malaikat dan
kedelapan tentang munculnya komunitas muslim di kota Madinah.

Wahbah al-Zuhayli (1932-2015 M), menjelaskan macam-macam
magqasid al-Qur’an dan membaginya kepada tiga bagian. Ahkam i‘tigadiyah
(hukum-hukum akidah). Ahkam khulugiyah (hukum-hukum etika) dan
ahkam ‘amaliyah (hukum-hukum perbuatan). Ahkam ‘amaliyah ini terbagi
kepada ahkam ‘ibadat dan ahkam mu‘amalat. Ahkam mu‘amalat terbagi
kepada tujuh bagian. Hukum keluarga, hukum yang berhubungan hak-hak
sipil, hukum pidana, hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana,
hukum konstitusi/pelaksanaan pemerintahan, hukum hubungan internasional,
dan hukum ekonomi dan keuangan.*® Pembagian ini sama dengan magasid
yang dijelaskan oleh Mahmud Shaltut (1893-1963 M), Tetapi dalam hal cara
merealisasikan magasid tersebut, Wahbah al-Zuhayli memasukannya ke
dalam metode dakwah dalam Islam, tujuan dakwah dan akhlak seorang dai.>

Menurut Muhammad ‘Abd ‘Azim al-Zarqani (1367 H/1948 M),
magqasid al-Qur’an terbagi tiga. Pertama sebagai Aidayahl/petunjuk untuk jin
dan manusia. Kedua sebagai mukjizat untuk Nabi Saw yang abadi sampai
hari kiamat. Memperbaiki akidah dengan cara menunjukkan manusia proses
penciptaan dan ke mana ia akan kembali. Memperbaiki ibadah dengan cara
memberikan petunjuk agar manusia membersihkan diri dari kemusyrikan dan
kemunafikan, memberikan manfaat untuk semua orang. Memperbaiki akhlak
agar manusia menjadi lebih terpuji dan bersikap moderat. Memperbaiki
masyarakat dengan cara menghilangkan sifat fanatik golongan dan
organisasi. Memperbaiki bidang politik dengan cara berlaku adil untuk
semua, terdapat kesamaan hak dan tidak boleh berbuat zalim. MemperbaiKki
bidang perekonomian dengan cara menyerukan untuk bersikap hemat dan
tidak boros, menyubsidi harta pada tempat-tempat yang tepat dan baik.
Memperbaiki perilaku kaum perempuan dengan cara menyayanginya,
memberikan hak dan memuliakannya. Memperbaiki bidang peperangan
dengan cara mengarahkan tujuan perang tersebut sejak awal hingga akhir,
kemudian menempatkan sikap yang tepat untuk berdamai dan menepati
kesepakatan perdamaian dan proses perbudakan. Dalam memperbaiki cara
berfikir dengan cara membebaskan logika dan pemikiran dari
keterbelengguan rezim penguasa sehingga tidak dapat bebas berpendapat.
Ketiga, membaca al-Qur’an merupakan ibadah dan sebagai sarana
mendekatkan diri kepada Allah Swt.>

4 Wahbah al-Zuhayli, al-Quran al-Karim Bunyatuhu al-Tashri‘Tyah wa
Khasa’isuha al-Hadariyah, Suria: Dar al-Fikr, 1993, hal. 28.

50 Wahbah al-Zuhayli, Tabsir al-Muslimin Ili Ghayrihim bi al-Islam, Abkamuhu wa
Dawabituhu wa Adabuhu, Suria: Dar al-Maktabi, 1999, hal. 36-70.

51 Muhammad ‘Abd ‘Azim al-Zarqani, Manahil al-‘Irfan i ‘Ulum al-Quran,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, jilid II, hal. 134, 139-140, 355
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Muhammad Quraish Shihab (1944 M), juga menjelaskan dua materi
magqasid. Materi akidah membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala
bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna
bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai
suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia.
Materi syariah membentuk kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu umat
yang dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah Swt dan
pelaksanaan tugas kekhalifahan, yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan
alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan
supranatural, kesatuan ilmu, iman dan rasio, kesatuan kebenaran, kepribadian
manusia, kemerdekaan dan determinisme, sosial, politik dan ekonomi. Selain
itu juga mengajak manusia berfikir dan bekerja sama dalam bidang
kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Menghapuskan kemiskinan
spiritual dan material, kebodohan, penderitaan dalam masyarakat secara
ekonomi, politik dan agama, dan eksploitasi manusia terhadap manusia.
Menggabungkan kebenaran dan keadilan dengan kasih sayang, dan keadilan
sosial dijadikan landasan dasar kehidupan manusia. Memberi jalan tengah
antara falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme,
menciptakan ummatan wasatan yang menyeru kepada kebaikan dan
mencegah kemungkaran. Menekankan peranan ilmu dan teknologi guna
menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan
panduan nu>r ilahi.>

Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M) membagi magasid al-
Qur’an kepada lima magasid. Pertama, Allah Swt sebagai Zat yang maha
esa, isi dalam tema ini tentang manusia dan kehidupan beragama. Kedua,
alam semesta merupakan bukti keberadaan Tuhan. Ketiga, kisah-kisah dalam
al-Qur’an sebagai sarana pendidikan dan pelajaran. Keempat, beriman
kepada hari kebangkitan dan perhitungan sebagai peringatan bahwa dunia
hanya sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Kelima, aspek pendidikan
dan hukum. Asas kesempurnaan manusia adalah akidah yang benar. Tetapi
keyakinan yang benar apabila tidak dapat mendorong manusia berbuat baik,
keyakinan tersebut tidak ada gunanya.®

Magasid al-Qur’an juga menjadi perhatian utama Yusuf al-Qardawi
(1926 M), sebagaimana dibahas oleh Sholeh Hasan. Dalam penelitiannya, ia
memfokuskan pada pandangan al-Qardawi dalam menyikapi problem aliran
pada masa modern. Penelitian ini menggunakan metode content analysis

52 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2000, hal.
43.

% Muhammad al-Ghazali, al-Mahawir al-Khamsah Ii al-Quran al-Karim, Kairo,
Dar al-Wafa’, 1994.



16

dengan menyajikan argumentasi rasional yang mendeskripsikan hasil
penelitian pustaka (library research) dan pemikiran peneliti terhadap topik
penelitian. Kesimpulan metode Magasid al-Qur’an Yusuf al-Qardawi adalah
yang pertama, al-Istigra’, yang menghubungkan relasi antar teks al-Qur’an
dan berfokus pada ajaran al-Qur’an secara keseluruhan, tanpa memisah
antara akidah, syariah, dan akhlak. Kedua adalah a/-za‘/i/, yaitu dengan cara
mengembalikan ayat-ayat al-Qur’an yang mutashabihat kepada ayat-ayat
yang muhkamat. Memahami teks-teks hadis harus dihubungkan dengan
makna teks al-Qur’an. Berpegang teguh kepada teks-teks yang berkualitas
qgati‘ al-dalalah. Melakukan takwil pada ayat-ayat yang berkualitas zannr al-
dalalah sesuai aturan takwil yang diatur dalam ilmu usu/ al-figh.
Menghindari sumber-sumber kesalahan dalam memahami teks seperti
menempatkan nass tidak pada tempatnya, salam dalam melakukan takwil,
mendahulukan logika, mengalahkan makna teks al-Qur’an dengan alasan
maslahat.

_ ‘Abd al-‘Aziz Muhammad® dalam tesisnya menguraikan karya Ibn
‘Ashur, al-Tahrir wa al-Tanwir. ‘Abd al-‘Aziz menjelaskan bahwa lbn
‘Ashur memberikan posisi sangat penting terhadap maqasid al-shari‘ah
dalam proses penafsiran al-Qur’an. Bahkan, ahli tafsir mesti mempunyai
pemahaman yang memadai terkait maqasid al-shari ‘ah.

Ghozi Mubarok,>® dalam tulisannya berusaha mengeksplorasi
pengaruh pemikiran al-Shatibi dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu al-Qur’an.
Ada sejumlah tawaran konsep lama, tetapi pemahamannya baru yang
dikemukakan oleh al-Shatibi (720-790 H), seperti teori makki-madani,
nasikh-mansukh, kulli-juz7, dan sebagainya. Sumbangan terbesarnya,
sebagaimana disebutkan dalam penelitian tersebut, adalah penggunaan
magqasid al-shari ‘ah sebagai epistemologi tafsir. Penelitian tersebut mengurai
rekam jejak historis penggunaan teori magqgasid al-shari‘ah dalam wilayah
tafsir, yang akhirnya mengarah kepada ortodoksi tafsir sunni.

B Misbahul Munir,*® dalam tulisannya mengupas pandangan lbn
‘Ashur dalam masalah kebebasan beragama. Menurut Ibn ‘Ashur (1879-
1973 M), salah satu pilar magasid al-shari‘ah adalah kebebasan. Tidak
dibenarkan pemahaman yang memaksakan agama terhadap pihak lain.
Penulisnya berkeyakinan, gagasan Ibn ‘Ashur memiliki relevan yang erat
dengan kehidupan modern.

% Abdul Aziz Muchammad, “Syari’ah dan Tafsir Al-Qur’an: Elaborasi Maqashid
dalam Tafsir Ibn ‘Asyur” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

%5 Ghozi Mubarok, “Prinsip-prinsip Tafsir asy-Syatibi dan Ortodoksi Tafsir Sunni”
Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. B

%6 Misbahul Munir, “Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn ‘Ashur”
Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
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Taj al-Islam, menulis “magqgasid al-Qur’an and maqasid al-shari‘ah”,
An Analytical Presentation. Dalam tulisan ini dijelaskan makna semantik
istilah al-Qur’an dan Syariah, kemudian dijelaskan makna istilah magasid al-
Qur’an dan magqgasid al-shari‘ah, terakhir dijelaskan perbedaan fungsi
maqasid al-Qur’an dengan fungsi magasidal-shari‘ah. Yang perlu dicatat di
sini adalah objek maqgasid al-Qur’an adalah semua hal yang tertuang di
dalam al-Qur’an seperti masalah akidah, akhlak, fenomena alam, kehidupan
masa kini dan kehidupan akhirat, isyarat-isyarat ilmiah, al-asma’ al-husna
dan kisah-kisah masa lalu. Batas pembahasan hanya pada ruang lingkup al-
Qur’an saja. Sementara objek maqgasid al-shari‘ah sangat luas, dimulai dari
masalah keluarga, ekonomi dan politik, undang-undang sipil, dan peraturan
nasional serta internasional. Sumber magqasid al-shari‘ah terdiri dari al-
Qur’an, Hadits nabi, ijmak ulama dan giyas/ijtihad.®’

Taj al-Islam dan Amina Khotun dalam Objective Based Exegesis of
the Quran, A Conceptual Framework menjelaskan sejarah perkembangan
tafsir Magqasidi. Embrio trend tafsir Magasidi bermula dari dua metode tafsir
yang berkembang, yaitu tafsir bi a/-ma’thurftradisional dan tafsir bi al-
ra 'yilhypothetical. Kemudian mulai berkembang penulisan tafsir diawali
oleh penjelasan tema dan tujuan surat, setelah itu penjelasan focus kepada
beberapa ayat. Ada tiga model tafsir magasidi . Pertama, penjelasan satu ayat
al-Qur’an mengandung satu tujuan atau beberapa tujuan. Kedua, penjelasan
sekelompok ayat tetapi memiliki satu tujuan seperti Surat al-Ikhlas/112 yang
menjelaskan tauhid. Ketiga, mengumpulkan ayat-ayat yang terpencar pada
beberapa surat tetapi memiliki satu tema yang sama. Langkah-langkah
menemukan magasid al-Qur’an dalam tafsir al-magasidi. Pertama,
mengidentifikasi semua ayat yang terkandung di dalam al-Qur’an, apakah
memiliki kesamaan tema atau tidak. Metode ini di dalam teori tafsir tematik
menggunakan pencarian kata/lafaz yang sama atau akar/zasrif yang sama.
Kedua, membuat konsep terlebih dahulu terhadap tema yang akan dibahas,
misalnya satu tema social. Sebelum memulai penafsiran harus membaca
terlebih dahulu tafsir-tafsir lain yang fokus kepada bahasa, tema penjelasan
dan kasus-kasus sosial lainnya. Dalam istilah tafsir tematik dinamakan tafsir
berbasis tema-tema social. Ketiga, menyatukan antara tujuan dan sarana.>®

Tafsir al-Qur’an dengan pendekatan magasidal-shari‘ah dalam
praktiknya dilakukan oleh sarjana kontemporer. Fazlur Rahman (1919-1988
M), dengan metode tematik dengan pendekatan sosio kultur telah
mematenkan teori gerak ganda (double movement). Sedangkan Shahrur

> Taj al-Islam, “Magqasid al-Qur’an and Maqasid al-Shari‘ah: An Analytical
Presentation”, dalam jurnal Revelation and Science, Vol. 03. No. 1. Tahun 2013.

% Taj al-Islam dan Amina Khotun, QURANICA, dalam Internasional Journal of
Quranic. Vol. 7. Tahun 2015.
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dengan metode tarti/ dengan pendekatan saintifik telah mengeluarkan teori
batas (Audud, limit). Keduanya, sebagaimana dibahas oleh Abdul Mustagim,
telah sukses melakukan penalaran al-Qur’an dengan pendekatan maqasidal-
shari‘ah. Dalam karya disertasinya, yang telah dibukukan, Mustagqim
mengungkapkan beberapa contoh penerapan tafsir tersebut, di antaranya
poligami dan problem hijab.

Sementara terkait kasus perkawinan beda agama, Liza Suci Amalia,®
membahas perkawinan beda agama perspektif hukum semata, dalam hal ini
hukum Islam dan hukum positif. la tidak mengeksplorasi ketentuan baru
dalam persoalan perkawinan beda agama dari al-Qur’an. Inilah yang menjadi
perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini. Juga tulisan M. Karsayuda,®
yang mencermati dampak negatif yang berpotensi timbul dari perkawinan
beda agama. Dia sepakat dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang
menutup kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan antara muslim dan
non-muslim.

Jon Kamil,%! dalam tesisnya tidak setuju dengan pendapat Ibn
Taymiyah (661-728 H) yang berpendapat perkawinan beda agama itu boleh.
Argumen Jon Kamil, bahwa pendapat Ibn Taymiyah tidak tepat jika
dihubungkan dengan konteks Indonesia. Pasalnya, menurut Jon Kamil,
perkawinan beda agama dapat dijadikan upaya melakukan proses
kristenisasi. Namun untuk mendukung pandangan Jon Kamil, data-data
empiris tidak dihadirkan. Kendati pembacaan hermeneutik dimunculkan
terkait persoalan ini, tetapi ia tidak sepenuhnya memberikan eksplanasi yang
jelas. Titik inilah yang menjadikan penelitian yang penulis lakukan ini
berbeda dengan Jon Kamil. Dengan kata lain, penulis berupaya menelusuri
titik solusi atas persoalan ini menggunakan pendekatan maqasid al-shari ‘ah.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan, penelitian yang
menghadirkan konsep tafsir maqgasidi dan rekonstruksi persoalan perkawinan
beda agama, belum ada. Terlebih paradigma maqasid al-shari‘ah dalam
penelitian ini merupakan hasil olah ide dan data aktual dalam studi tafsir, dan
kendati banyak tema-tema yang berdekatan juga telah banyak dikaji.
Berbeda dengan penelitian di atas, disertasi ini difokuskan pada penalaran
ayat perkawinan beda agama dalam perspektif magqasid al-shari ‘ah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

%9 1 iza Suci Amalia, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam” Desiertasi,
Universitas Diponegoro. Tahun 2003.

80 M. Karsayuda, “Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan
Kompilasi Hukum Islam” Disertasi, IAIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2011.

61 Jon Kamil, “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Figh Ibnu Taymiyah”
Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
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Berdasarkan permasalahan di atas serta data-data yang ada, maka
jenis penelitian ini adalah penelitian (library research). Tetapi, di luar itu
dibutuhkan data-data lapangan untuk melengkapi penelitian ini. Bagi
peneliti, ini menjadi logis karena didasari sikap penerapan terhadap fitur
keterbukaan dan argumentasi yang dibangun harus berbasis data-data
empiris.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian disertasi ini adalah ayat-ayat bertalian dengan
perkawinan beda agama dan menjadi target operasionalnya. Tentunya,
keholistikan al-Qur’an tidak bisa dipungkiri, sehingga uraian ayatnya
memiliki keintegralan dengan ayat lainnya. Bila ayat-ayat yang menjadi
objek penelitian memuat tujuan parsial (al-magqasid al-juz’iyah), maka yang
dimaksud ‘ayat lain’ tersebut adalah ayat-ayat yang memuat tujuan khusus
al-magqasid al-khassah (khusus) dan tujuan umum al/-‘ammah (umum), baik
secara eksplisit maupun secara implisit.

3. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pertama,
kolekting dan seleksi data sesuai kebutuhan. Kedua, studi atas data yang
terkumpul tadi menggunakan metode deskriptif-analisis.  Ketiga,
pengambilan kesimpulan dari hasil analisa. Penulis membagi data dalam
penelitian ini menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer
dipecah menjadi dua; tafsir magasidi dan aturan perkawinan beda agama
sebagai dua variabel. Sementara data sekunder, berada di urutan belakangnya
mengikuti uraian data primer. Data primer juga mencakup ayat-ayat al-
Qur’an dan tafsirnya terkait perkawinan beda agama.

Sejumlah karya dalam studi tentang magasid al-shari‘ah masuk ke
dalam bagian ini. Termasuk karya fikih. Sementara data sekunder mencakup
sejumlah karya yang segala informasi terkait penelitian dalam disertasi ini.
Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan
metode analisis isi (content analysis) dan analisis sistem (system analysis).
Analisis isi digunakan guna memahami sejumlah karya tafsir, ‘u/um al-
qur’an, maqasid al-shari‘ah, fikih, usul fikih, dan keilmuan lainnya.
Sementara analisis sistem digunakan guna membaca ayat-ayat sebagai objek
penelitian ini. Sedangkan operasionalisasi pendekatannya mengikuti nalar
berfikir Jasser Auda (1966 M); menjadikan maqasid al-shari ‘ah sebagai basis
landasan filosofisnya, di mana teori sistem sebagai pisau analisisnya. Dalam
analisis sistem ini, digunakan pembacaan hermeneutik sebagai manifestasi
atas fitur keterbukaan.

Untuk metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dapat
dialurkan menjadi dua pola. Pertama, pola nalar induktif (istigra‘);
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mengambil kesimpulan dalam bentuk ketentuan umum, yang didapatkan dari
kajian terhadap ayat-ayat primer yang sifatnya partikular. Ayat-ayat tersebut
menjadi bagian integral yang tidak terpisah dengan ayat-ayat yang lain.
Kedua, pola metode deduktif (istinbati); menyimpulkan ketentuan khusus
yang diambil dari ketentuan umum. Ketentuan khusus dalam penelitian
dalam bentuk hukum praktis, sebab ayat-ayat primernya adalah ayat al-
ahkam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disertasi ini dapat diurai sebagai berikut: Bab
Pertama, Pendahuluan, yang memuat rancang-bangun argumentasi penelitian
ini. Tentunya, dimulai dengan deskripsi permasalahan dan perdebatan
akademik. Dengan urutan yang demikian, diharapkan dapat teridentifikasi
segala kemungkinan masalah yang mencuat dalam penelitian. Setelah
teridentifikasi, kemudian dibatasi pada masalah yang akan diteliti kemudian
dirumuskan masalah-masalah yang dijadikan sebagai pedoman dalam
penelitian. Bagian selanjutnya, ada paparan tentang tujuan dan manfaat yang
hendak dicapai dalam penelitian. Kerangka teori menyodorkan data awal
variabel penelitian. Sementara metodologi penelitian berisi pedoman praktis
dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan diurai
dalam rangka memahami peta-petas hasil penelitian yang memiliki
kesamaan. Sedangkan sistematika penulisan sebagai kerangka kerja guna
membantu bangunan penelitian itu sendiri dan juga untuk mengukuhkan
terjalinnya korelasi antar sub.

Bab Kedua, membahas mengenai dinamika dan diskursus magqasid al-
shari‘ah. Pendefinisian sebagai awalan diperlukan agar tidak terjadi
ambiguitas makna. Selanjutnya sejarah kemunculan dan perkembangannya
didiskusikan pada bab ini. Setelah itu, pemetaan konsep magqasid al-shari‘ah
mengacu pada gradasi yang disampaikan oleh Ahmad Raysuni (1953 M),
periode awal yaitu al-Juwayni (419-478 H), al-Ghazali (1058-1111 M), dan
al-Tufi, periode kedua konsep al-Shatibi, dan periode pasca al-Shatibi, yaitu
konsep Ibn ‘Ashur (1879-1973 M), al-Fasi (1910-1974 M), dan Jasser Auda
(1966 M).

Bab Ketiga, membincang magqasid al-shari‘ah sebagai pendekatan
dalam penafsiran al-Qur’an. Informasi yang dijelaskan dalam bab ini sesuai
dengan pembahasan sebelumnya. Selain itu, model maqgasid al-Qur’an juga
diperbincangkan di dalam bab ini. Perkembangan itu pada akhirnya
meniscayakan pergeseran konsep magqgasid al-shari‘ah yang signifikan,
hingga digunakan sebagai pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’an. Semua
hal yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan tersebut dielaborasi
pada ini.
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Bab Keempat, membahas perkawinan beda agama dalam tinjauan
fikih. Uraian pada bab ini sebenarnya mempertajam masalah yang sudah
dibahas secara singkat pada bab pertama. Segala hal yang diurai dalam bab
ini meliputi pemahaman para ahli fikih terhadap ayat-ayat yang menjadi
objek penelitian. Deskripsi pemahaman diikuti logika berpikir dari kalangan
ahli fikih sengaja diketengahkan agar pembahasannya lebih komprehensif.
Data yang ada tidak begitu saja dipaparkan apa adanya, tentu penulis
membangkitkan daya kritik dengan data-data ilmiah. Selain itu,
perbincangan mengenai term ahl al-k7tab juga dipaparkan pada bab ini.

Bab kelima, penerapan konsep tafsir maqgasidi pada ayat perkawinan
beda agama. Bab ini berisi aplikasi pendekatan maqgasid al-shari‘ah yang
sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya untuk merekonstruksi
pemahaman fukaha yang ‘bermasalah’. Setiap kasusnya, sistematika yang
digunakan sebagai berikut: 1) identifikasi ayat, 2) identifikasi makna, 3)
eksplorasi magqasid al-shari‘ah, 4) kontekstualisasi makna ayat, dan 5)
penarikan kesimpulan.

Bab keenam, kesimpulan. Bab terakhir ini dijelaskan jawaban atas
sejumlah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, dan dijelaskan juga
tentang sejumlah rekomendasi untuk dilakukan ke dalam penelitian lanjutan
oleh peneliti lainnya.
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BAB II ~
DISKURSUS TAFSIR MAQASIDI

Tafsir al-Qur’an sebagai salah satu sarana untuk memahami isi
kandungan al-Qur’an terus dikaji. Dan kajian tentang tafsir al-Qur’an dan
metodologinya terus berkembang dari masa kemasa untuk mencari
metodologi yang dianggap paling sesuai dengan konteks dan tuntutan
zamannya, berbagai metode telah dikemukakan oleh para mufassirin dan
masing-masing generasi bertanggung jawab untuk memperbarui atau
menyegarkan kembali studi sebelumnya, yang dianggap tidak relevan.
Adanya metode tafsir modern kontemporer disebabkan salah satunya oleh
munculnya kekhawatiran yang diakibatkan manakala penafsiran terhadap
Qur’an dilakukan secara sembrono dan secara tekstual, dengan
mengenyampingkan sisi situasi dan historisitas turunnya ayat, dan ini
menjadi salah satu fakta sejarah yang tidak begitu saja diabaikan.

A. Melacak Sejarah dan Karakteristik Tafsir Modern-Kontemporer
Metode tafsir modern atau kontemporer merupakan metode
penafsiran terhadap al-Qur’an yang menempatkan problematika
kemanusiaan sebagai ruh penafsiran. Problematika tersebut kemudian diteliti
dan dianalisis melalui beragam pendekatan yang tepat dan sesuai dengan
persoalan disertai sebab-sebab yang melatarinya. Selain itu, survei terhadap
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corak gagasan para ahli tafsir modern, yang dilakukan Jansen, menunjukkan
adanya tiga peta pemikiran; corak pemikiran tafsir ‘//mi, corak pemikiran
tafsir filologi, dan corak pemikiran tafsir adab ijtima7*

Menurut sejumlah ahli tentang al-Qur’an, yang didasari oleh temuan
sejumlah ulama kontemporer, bahwa metode tafsir atas al-Qur’an dibagi
menjadi empat metode; 1) /jimali (Global), 2) Tahlili (Analis), 3) Muqaran
(Perbandingan), 4 Mawdu‘7 (Tematik). Ada satu metode lagi, yaitu metode
kontekstual (tafsir terhadap al-Qur’an berbasis historis, sosiologi, budaya,
adat istiadat, dan pranata yang berkembang dalam masyarakat Arab, baik
sebelum atau sesudah al-Qur’an diturunkan. Metode terakhir ini termasuk
kategori tafsir kontemporer.

Salah satu bagian dari tafsir modern-kontemporer adalah apa yang kita
kenal dengan istilah tafsir magashidi yakni suatu corak tafsir yang berbasis
pada tujuan umum ditetapkannya syari’at atau diturunkannya al Quran

1. Pengertian Tafsir Modern
Ada dua kata yang terkandung dalam kalimat tersebut, yakni tafsir
dan modern. Secara etimologi, tafsir berasal dari bahasa Arab 1wl — b
- =4 artinya memeriksa, memperlihatkan, atau bermakna kata LayY)
4l s, penjelasan atau komentar. Sedangkan secara terminologi, tafsir
adalah penjelasan terhadap kalam Allah atau menjelaskan lafal-lafal al-
Qur’an dan pemahamannya. Menurut al-Zarkasyi (745-794 H), yang dikutip
‘Abd al-Qadir Muhammad Salih, dalam kitabnya, al-Tafsir wa al-
Muftassirun i ‘asr al-Hadith, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk
memahami Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya, Muhammad Saw,
dan menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan
hikmahnya.? Lebih jelas lagi, dapat dilihat beberapa terminologi dari
beberapa ulama. Menurut Muhammad Husayn al-Dhahabi (1915-1977 M),
dalam kitabnya, al-Tafsir wa al-Mufassiran.> Tafsir menurut bahasa
maknanya menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan menurut istilah ialah
menjelaskan kalam Allah dan atau menjelaskan lafal-lafal al-Qur’an dan

pemahaman-pemahamannya.

Secara teoretis, tafsir berarti usaha untuk memperluas makna teks al-
Qur’an. Sedangkan secara praktis berarti usaha untuk mengadaptasikan,

1J.J. G. Jansen, Diskursus Tafsir Islam Modern (Terj.), Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya: 1997. hal. xii-xvi.

2 <Abd al-Qadir Muhammad Salih, a/-Tafsir wa al-Mufassirin £7 al-‘Asr Hadith,
Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2003. hal. 82

® Muhammad Husayn al-Dhahabi, al-Tafsir wa al-Mufassiran, Kairo: Dar al-
Hadith, 2012. hal. 18
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mengkontekstualkan “Teks al-Qur’an dengan situasi kontemporer seorang
mufasir. Berarti tafsir modern adalah; usaha untuk menyesuaikan dan atau
mengkontektuakisasikan ayat-ayat al-Qur’an dengan tuntutan zaman.”
Karena itu, tafsir al-Qur’an adalah bentuk ilmu pengetahuan dalam rangka
untuk memahami dan menafsirkan ayat al-Qur’an dan isinya. Fungsinya
adalah sebagai pemberi penjelasan (mubayyin). Selain itu juga untuk
menjelaskan arti dan kandungan al-Qur’an, terutama terkait ayat-ayat yang
sulit dipahami dan artinya masih samar. Dalam upaya memahami dan
menafsirkan al-Qur’an dibutuhkan berbagai ragam ilmu pengetahuan yang
bertalian dengan Qur’an dan isinya, dan tidak sekadar pengetahuan
kebahasa-Araban semata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘modern’
bermakna terbaru atau mutakhir. Sedangkan kontemporer bermakna pada
waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. *

Tak ada kesepakatan yang jelas tentang istilah kontemporer.
Misalnya, apakah yang dimaksud kontemporer itu mencakup abad IX atau
hanya abad XX atau XXI. Menurut sejumlah ahli, bahwa yang dimaksud
kontemporer itu adalah modern. Ini artinya, keduanya identik dan digunakan
saling bergantian. Dalam konteks peradaban Islam, kontemporer dan modern
digunakan ketika terjadi persentuhan intelektual dunia Islam dengan dunia
Barat. Tidak berlebihan ketika kontemporer merujuk kepada pengertian era
yang memiliki relevansi dengan tuntutan kehidupan modern. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan
tentang ayat-ayat al-Qur’an yang dikompatibelkan dengan situasi terkini.
Pengertian ini searah dengan pengertian tajdid, yaitu upaya penyesuaian
ajaran agama dengan situasi kontemporer melalui penafsiran atau
pentakwilan yang disesuaikan dengan dinamika ilmu pengetahuan dan sosial
kemasyarakatan.

Metode penafsiran kontemporer dan modern adalah suatu metode
penafsiran Qur’an dengan menjadikan problematika manusia sebagai ruh
penafsirannya. Berdasarkan masalah yang mereka hadapi dan alasan yang
melatarbelakanginya, dipelajari dan dianalisis dengan berbagai cara. Masalah
kemanusiaan  dihadapi adalah  masalah  kemiskinan, kesehatan,
pengangguran, hukum, ketidakadilan, politik, ekonomi, budaya,
diskriminasi, gender, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan lainnya.
Dengan begitu, metodologi penafsiran kontemporer adalah studi seputar
metode interpretif yang berkembang di era kontemporer. Jika tidak
dicermati, pengertian di atas akan menyesatkan, karena memberikan kesan
bahwa al-Qur’an harus mengikuti dinamika zaman, yang pernyataan tersebut
tidak sembarang orang dapat mengatakannya. Secara detail pengertian tafsir

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Pustaka Utama, 2012. Ed. Keempat. hal. 924, 729.
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modern adalah merekonstruksi produk tafsir klasik yang tidak ada sangkut
pautnya dengan kondisi modern.

2. Sejarah Munculnya Tafsir Modern-Kontemporer

Abad XIX atau abad XV merupakan abad dunia Islam meningkat ke
arah yang lebih maju dalam berbagai aspek. Termasuk di dalamnya aspek
tafsir, dan banyak sejumlah karya tafsir berasal dari ulama abad tersebut.
Studi tentang Qur’an dalam khazanah intelektual Islam tidak pernah
berhenti. Setiap generasi bertanggung jawab memperbarui studi sebelumnya
yang dianggap usang.

Salah satu pemicu munculnya metode tafsir kontemporer adalah
adanya kekhawatiran yang akan terjadi manakala penafsiran terhadap al-
Qur’an dilakukan secara tekstual, disertai sikap abai terhadap situasi dan
histori turunnya suatu ayat sebagai data sejarah.” Seorang pembaharu Islam
di Delhi, dan juga sosok yang menggagas penulisan tafsir moder, Shah
Waliyullah (1701-1762), memiliki dua karya penting; Hujjah al-Balighah
dan 7a’wil al-Hadith fi Rumuz Qisas al-Anbiya’, yang substansinya tentang
gagasan-gagasan modern. Jejak ini selanjutnya diikuti oleh sejumlah
pembaharu Islam lainnya di Mesir, untuk melakukan hal yang sama.
Misalnya, sekadar menyebut; tafsir karya Muhammad ‘Abduh (1849-1905
M), Rashid Rida (1865-1935 M), Ahmad Khalaf, dan Muhammad Kamil
Husayn (1901-1977 M). Di wilayah Indo-Pakistan, sebut saja ada Abu
Azad, al-Masriqqgi, G.A Parws, dan lainnya. Sementara itu, di Timur Tengah,
sebut saja muncul Amin al-Khulli (w. 1978), Hasan Hanafi (1935-2021 M),
Bint Shati (w. 2000), Nasr Abu Zayd (1943-2010 M), Muhammad Shahrur
(1938-2019 M), dan Fazlur Rahman (1919-1988 M).

3. Perkembangan Tafsir Modern-Kontemporer

Apa saja mengalami perkembangan, sudah pasti mempunyai proses
perubahan bentuk atau sifat. Al-Qur’an, bentuknya tidak berubah, karena
merupakan ‘teks baku’ atau ‘teks mati,” sejalan terhentinya proses penurunan
wahyu, sehingga tidak lagi mengalami perkembangan untuk menjawab
problematika kehidupan, sebagaimana terjadi ketika proses pewahyuan.
Tetapi, kandungan maknanya senantiasa seiring dengan dinamika zaman.
Inilah yang diyakini muslim bahwa al-Qur’an itu bersifat rahmat Ii al-
‘alamin atau rahmat untuk semua manusia dan makhluk di bumi. Tentunya
tidak hanya dilihat dari sisi kata rahmat Ii al-‘alamin, namun juga perlu
dilihat dari sisi proses sejalannya dengan perubahan zaman. Ini sebuah
metode pemaknaan atas sejumlah ayat Qur’an yang merujuk kepada

® Ignas Goldziher, Madzhab Tafsir: dari Aliran Klasik hingga Modern (Terj),
Yogyakarta: el SAQ Press. 2003, hal. 100.



27

ketentuan-ketentuan penafsiran yang disepakati ulama, yang kemudian
model penafsiran ini dinamakan dengan penafsiran kontekstual. Pada
dasarnya, model penafsiran ini sejak masa Islam awal sudah ada, yakni pada
masa nabi Muhammad Saw, sehingga penafsiran kontekstual ini diterapkan
oleh kaum muslim klasik (salaf) dan muslim kontemporer (khalaf).

Selanjutnya akan dibahas beberapa tinjauan tentang sejarah
perkembangan tafsir ini yakni dari segi metode penafsiran, kodifikasi tafsir
dan terakhir ditinjau dari corak penafsiran.

4. Periodisasi Tafsir Modern-Kontemporer

Bila merefer ke pada buku, Mazhab Tafsir, karya Abdul Mustagim,
pengertian era modern berbeda dengan pengertian era kontemporer. Kendati
pengertian keduanya memiliki perbedaan, yang jelas masa kontemporer
adalah masa kelanjutan dari masa modern, sehingga kedua masa tersebut
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Maka itu, ada penjelasan dari
Hasbi ash-Shiddigie, terkait periodisasi tafsir. Menurutnya, ada delapan
periode tafsir: 1) periode abad I dan Il hijriah; 2) periode abad Il hijriah; 3)
periode abad IV hijriah; 4) periode abad V dan VI hijriah; 5) periode abad
VIl dan VIII; 6) periode abad IX dan X; 7) periode abad XI, XII, XIII; 8)
periode abad XIV. Tidak ada alasan yang diutarakan terkait periode
penafsiran yang disatukan.

Berdasarkan periodisasi yang dibuat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy
(1904-1975 M), kedudukan tafsir modern dan kontemporer dengan metode
tahlili, terletak pada periode kedelapan, yaitu abad XIV H. Periode ke-8
tersebut menggabungkan era modern dan kontemporer. Tafsir pada periode
tersebut dikomandani Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M) dan Muhammad
Rashid Rida (1865-1935 M) dengan tafsirnya, a/-Manar, dan Jamal al-Din
al-Qasimi (1866-1914 M) dengan tafsirnya, Tahsin al-al-Ta’wil, Tantawi
Jawhari (1862-1940 M) dengan tafsirnya, a/-Jawahir, dan Muhammad ‘Abd
al-‘Aziz al-Hakim (1952-2009 M) dengan tafsirnya, al-Futuhat al-
Rabbaniyah. Setelahnya, karya lain muncul, seperti karya Ahmad Mustafa
al-Maraghi (1883-1952 M), berjudul Tafsir al-Maraghi, dan sebagainya.

Sedangkan periode tafsir, oleh Quraish Shihab (1944 M), dibagi
menjadi dua. Pertama, periode pertama masa nabi, sahabat, dan tabiin, yang
berakhir pada berakhirnya periode masa tabiin, yakni tahun 150-an H. Dalam
periode pertama tersebut, muncul corak tafsir b/ al-ma’thur. Kedua, periode
kedua, yang dimulai dari tahun 150 H-sekarang. Dalam periode ini,
berkembang tafsir 47 al-ra’y-u dengan beragam corak penafsirannya, yakni
kurang lebih ada enam corak di dalamnya; corak sastra bahasa, corak filsafat

® Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy. Sejarah dan Pengantar limu al Qur’an
dan Tafsir, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009. hal. 175-201.
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dan teologi, corak ilmiah, corak fikih atau hukum, corak tasawuf, dan corak
sastra budaya kemasyarakatan. Periodisasi yang dijelaskan M. Quraish
Shihab, kedudukan tafsir modern dan kontemporer dengan metode tahlili
terletak di periode kedua. Periode modern dan kontemporer disatukan dalam
ke dalam satu periode.

Periodisasi tafsir dibagi menjadi tiga oleh Nashrudin Baidan. Periode
pertama, periode ulama mutagaddimin, dari abad I11-VIIl H atau abad 1X-
XI1 M. Periode kedua, periode ulama muta’akhirin, dari abad 1X-XI1 H atau
XHI-IXX M. Periode ketiga, periode ulama modern, dari abad XVI H-
sekarang atau IXX M-sekarang.” Menurut Nashruddin Baidan, berdasarkan
periodisasi tafsir, posisi tafsir modern dan kontemporer yang menggunakan
metode tahlili, terletak pada periode ketiga. Masa modern dan masa
kontemporer digabung menjadi satu periode.

Ketiga periodisasi perkembangan tafsir tersebut menjadi rujukan
Hasbi Ah-Shiddieqy (1904-1975 M), M. Quraish Shihab (1944 M), dan
Nashrudin Baidan. Dari sisi waktu, ketiga periodisasi tersebut menunjukkan
bahwa masa modern dan kontemporer itu sama. Dari aspek substansi,
perkembangan tafsir modern dan kontemporer dengan metode tahlili dapat
ditelusuri melalui karakteristik perkembangan tafsir itu sendiri, baik bertalian
dengan isi, metode atau coraknya.

5. Karakteristik Tafsir Modern-Kontemporer

Kendati Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung atau
Madhahib al-Tafsir al-Islami, Karya lgnaz Golzdier (versi terjemahan Dr.
‘Ali Hasan ‘Abd Qadir), mendapatkan kritikan dari para peneliti tafsir, tetapi
dapat diakui karya itu mendapatkan perhatian dari sejumlah peneliti muslim
yang membuat mereka memfokuskan kepada aliran tafsir dengan berbagai
karakteristik yang dimilikinya. Antaranya adalah penelitian atas
perkembangan tafsir dan cirinya di era kontemporer-modern.

Ada lima perspektif atau aliran yang dibagi Ignaz Goldziher (1850-
1921 M); tafsir bi al-ma’thur (penafsiran atas Qur’an melalui disiplin ilmu
hadis dan pandangan sejumlah), tafsir teologi, tafsir tasawuf, tafsir sektarian
atau aliran keagamaan, dan tafsir modern.® Goldzhier adalah seorang pemikir
kontemporer yang memahami perkembangan tafsir, tetapi ia tidak
menyebutkan tafsir kontemporer. Hal ini bisa jadi disebabkan, pengertian
modern telah mencakup perkembangan tafsir kontemporer di dalamnya.

" Nasirudin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia, Solo: Tiga
Serangkai Pustaka Mandiri. 2003, hal 78.

8 Lihat Ignaz Goldziher, Madzhab Tafsir: dari Aliran Klasik Hingga Modern
(Terj), Yogyakarta: Elsaq Press. 2003, hal. 54.
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Substansi ciri tafsir perspektif modern dan kontemporer adalah
menempatkan Qur’an sebagai kitab petunjuk dan mampu menyingkap
semangat (ruh) Qur’an itu sendiri, sehingga ini menjadi inti ide para penafsir
di masa modern dan kontemporer, utamanya Muhammad ‘Abduh (1849-
1905 M) ketika melakukan penafsiran terhadap Qur’an. Al-Qur’an bagi
mereka, sudah menjadi keharusan untuk menjadi kitab petunjuk dan
keharusan bagi mereka mengeksplore universalitas al-Qur’an yang
senantiasa dicari dan dipedomani bagi masyarakat. Kritik mereka terhadap
kecenderungan penafsir sebelum mereka ketika menafsirkan Qur’an melalui
analisis atas struktur kalimat atau sekadar menguak aspek-aspek teknis
kebahasaan atau juga hanya mendeskripsikan pandangan ulama yang saling
berbeda pendapat, dan ini tentunya tidak berdampak pengaruh yang
signifikan terhadap kehidupan. Sedangkan, penelitian J. G. Jansen, tentang
perkembangan tafsir di Mesir, membagi karakteristik tafsir modern dan
kontemporer kepada tiga corak tafsir; corak tafsir ilmu atau ilmu
pengetahuan (zafsir ‘ilmi), corak tafsir filologi dan sastra (zafsir adabi), dan
corak tafsir sosial. Corak tafsir sosial atau kemasyarakatan ini kemudian
kerap disebut dengan adabr ijtima‘i.

Jika menelusuri karya ‘Ali Hasan al-‘Aridi dan karya ‘Abd al-Hayy
al-Farmawi, ditemukan bahwa corak tafsir ‘7/mi dan ijtima‘7, termasuk corak
tafsir yang menggunakan metode ¢ah/f/7.° (walaupun al-Aridi sendiri dalam
sub judulnya mengenai adabi, tidak menyertakan kata ijzima‘7. la hanya
menyebutkan adabi ijtima‘7 dalam penjelasannya). Ini berarti, bahwa tafsir
‘7lmi dan tafsir jjitima‘7 dapat dikategorikan sebagai tafsir modern dan
kontemporer dengan penggunaan metode tah/ili.

Al-Farmawi dan al-‘Aridi, tidak menjelaskan corak tafsir 7jtima ‘7 itu
terpisah dengan corak tafsir adabi. Terjadi pemisahan antara adabi dan
jtima‘r, itu dapat ditelusuri dalam karya Rachmat Syafei, di mana ia
mengutip keterangan dari al-Sharqawi (1737-1812 M), tentang perbedaan
keduanya. Sayangnya, al-Sharqawi, tidak menawarkan rumusan definitif atas
keduanya. Ini yang membuat Rachmat Syafei, berupaya memformulasikan
pengertian 7jtima ‘7 dari sudut bahasa, yaitu tafsir yang berhubungan dengan
hal-hal kemasyarakatan. Dengan demikian, adabi ijtima‘7 dapat dianggap
sebagai corak tafsir baru, karena mengintegrasikan corak tafsir filologi dan
sastra (adabi) dengan corak tafsir sosial (ij¢ma D).

Terkait uraian tentang corak tafsir adabr ijtima ‘7, dapat ditelusuri ke
dalam karya al-Farmawi. Tafsir adabi ijtima‘i berupaya menyingkapkan
keindahan bahasa al-Qur’an dan mukjizat-mukjizatnya; menjelaskan makna

° Lihat ‘Al Hasan al ‘Aridi, Tarikh Ilmi al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirun (Dar
al-I‘tisam. H. 74-78 dan ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara
Penerrapannya (Terj), Baandung; Pustaka Setia. 2002. hal. 37-38.
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dan maksud-maksudnya; memperlihatkan aturan-aturan al-Qur’an tentang
kemasyarakatan; dan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadap umat
islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya secara umum. Semua itu
diuraikan dengan memperhatikan petunjuk al-Qur’an yang membawa
kebahagiaan dunia dan akhirat. Corak tafsir ini tampaknya menyatukan
antara al-Qur’an dan berbagai teori pengetahuan.

Dari penjelasan al-Farmawi tersebut, Rachmat Syafei, merinci ciri-
ciri corak tafsir adabr ijtima ‘.
1. Memperhatikan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur’an
2. Menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat dengan susunan kalimat

yang indah
3. Aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama turunnya al-Qur’an
4. Penafsiran ayat dikaitkan dengan hukum-hukum alam (sunnah Allah)
yang berlaku dalam masyarakat.™

Kemudian, Usman juga menjelaskan empat prinsip tafsir adabri
jtimag. *'. Pertama, setiap surat dalam al-Qur’an dianggap sebagai suatu
kesatuan ayat-ayat yang serasi. Maksudnya, setiap ayat pasti mempunyai
relevansi dengan ayat lain. Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar. Sebab
itu, setiap susunan ayat atau suratnya juga mukjizat. Dengan demikian,
munasabah menjadi niscaya dalam memahami al-Qur’an. Kedua, ayat-ayat
al-Qur’an bersifat umum. Tafsir adabi ijtima‘i sebagai sebuah corak tafsir,
berupaya menelusuri sejumlah nilai universal yang terkandung dalam al-
Qur’an, sehingga tentu saja tidak bisa diterima begitu saja, manakala suatu
ayat ditafsirkan, kemudian kandungan isinya hanya berlaku untuk
masyarakat atau periode tertentu saja. Keempat, al-Qur’an sebagai sumber
akidah dan hukum. Corak tafsir adabi ijtima‘7 berlawanan dengan taklid
yang dijadikan sebagai epistemologi ketika menafsirkan al-Qur’an. Konsep
tentang akidah dan hukum harus ditelusuri langsung melalui al-Qur’an. Al-
Qur’an harus dibaca dan digali nilai-nilai di dalamnya. Dengan begitu, al-
Qur’an sungguh menjadi sumber penafsiran. Ini yang menjadikan para
penafsir yang menganut corak adabi ijtima‘i ini menyingkirkan otoritas dan
validitas hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Kelima, penggunaan daya
akal secara luas ketika memahami ayat al-Qur’an. Akal didayagunakan
secara benar guna memahami ayat al-Qur’an. Sebab itu, seorang ahli tafsir
yang menghadapi teks al-Qur’an, ia harus menggunakan akal secara
maksimal. Sifat rasional melekat pada corak tafsir adabi ijtima 7 ini.

Berdasarkan uraian periodisasi, pengertian, dan prinsip adabi
ijtima ‘7, dapat disimpulkan bahwa corak tafsir adabi ijtima‘7 adalah
karakteristik utama tafsir modern-kontemporer dengan menggunakan metode

10 Rachmat Syafei, Pengantar Ilmu Tafsir, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hal. 255.
1 Usman. llmu Tafsir, Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 300-304.
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tahlili. Corak ini sesuai dengan realitas dinamika kehidupan dalam berbagai
aspek di dalamnya. Intinya, tafsir corak tersebut dapat menjadi solusi atas
problematika yang berkembang di era modern dan kontemporer). Ciri corak
tafsir adabi ijtima ‘7 tersebut dapat diamati melalui para tokoh penggagasnya.

6. Metode Tafsir Modern-Kontemporer

Kendati dipahami bahwa ahli tafsir memiliki metode berbeda dalam
aspek rinciannya dengan ahli tafsir lain. Tetapi, secara general, dapat
diketahui bahwa sejak periode 11l penulisan karya-karya tafsir sampai tahun
1960, para ahli tafsir menafsirkan ayat demi ayat al-Qur’an sesuali
sistematikanya dalam mushaf. Penafsiran yang berasaskan urutan mushaf
bisa menjadikan petunjuk al-Qur’an terpragmentasi, dan tidak menawarkan
kepada para pembacanya secara utuh. Satu persoalan dalam al-Qur’an kerap
dijelaskan secara terpisah dan dalam sejumlah surat. Seperti, tentang riba,
dalam Surat al-Bagarah/2, Surat Ali ‘Imran/3, dan Surat al-Rum/30.
Diperlukan penjelasan terkait ayat-ayat tersebut dalam surat yang berbeda-
beda guna mengetahui pandangan al-Qur’an itu sendiri.

Ulama menyadari, terutama al-Shatibi (w. 1388 M), bahwa setiap
surat, kendati persoalan yang dihadapkan itu beragam, tetapi ada satu sentral
yang mengikat dan menemukan titik penghubung atas persoalan yang
berbeda-beda itu. Pada bulan Januari 1960, Syaykh Mahmud Shaltut (1893-
1963 M) menyusun kitab tafsirnya, Tafsir al-Qur’an al-Karim, dalam bentuk
penerapan ide yang dikemukakan oleh al-Shatibi tersebut. Syaltut tidak lagi
menafsirkan per ayat, namun membahas per-surat, atau fragmen-fragmen
khusus dalam satu surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral dalam
satu surat itu.

Metode ini disebut metode mawdu‘i. Tetapi, langkah yang dilakukan
Shaltut, belum menjadikan pembahasan tentang petunjuk al-Qur’an
terjelaskan secara utuh. Berdasarkan penjelasan atas, satu persoalan bisa
didapatkan dalam berbagai surat. Karena itu, muncul timbul ide untuk
menyatukan semua ayat yang berkaitan dengan satu masalah tertentu, untuk
kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, kemudian ditafsirkan secara
menyeluruh. Akhir tahun 60-an, Ahmad Sayyid al-Kumi, mengembangkan
ide ini di Mesir. Pada dasarnya, pengembangan ide ini adalah kontinuitas
dari metode mawdu‘iya Mahmud Shaltut. Oleh karena itu, ada dua
pengertian terkait metode mawdu ‘7. Pertama, penafsiran terkait tentang satu
surat dalam Qur’an. Tujuan-tujuannya secara umum dan tema sentralnya
dijelaskan. Mengorelasikan keragaman persoalan dalam surat tersebut
dengan tema tadi. Dengan begitu, suatu surat disertai kompleksitas
persoalannya menjadi sebuah kesatuan utuh.

Kedua, penafsiran yang mulanya menghimpun ayat-ayat dalam al-
Qur’an yang pembahasannya mengenai satu masalah tertentu dan diurutkan
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sesuai urutan turunnya. Setelah itu, barulah menjelaskan pengertian seluruh
ayat-ayat tersebut, untuk mendapatkan petunjuk dari al-Qur’an terkait
masalah yang dibahas itu.

Ketika menafsirkan Qur’an, ahli tafsir akan merujuk kepada tradisi
ulama terdahulu. Kendati ada juga yang merujuk kepada temuan ulama
kontemporer. Tafsir-tafsir yang merujuk kepada ulama terdahulu, yaitu: 1)
Tafsir berdasarkan riwayat, yang dikenal dengan tafsir b7 al ma’thur, 2).
Tafsir berdasarkan dirayah, atau yang terkenal dengan sebutan tafsir b/ al-
ra’y atau bi al-ijtihadi, 3). Tafsir berdasarkan isyarat, yang dikenal dengan
sebutan al-tafsir al-ishari."

Pada perkembangannya, yaitu merujuk pada temuan ulama
kontemporer, dan ini dianut sejumlah ahli tentang al-Qur’an, seperti sebut
saja, al-Farmawi, yang dikembangkan di Indonesia oleh Quraish Shihab
(1944 M), diarahkan kepada pemilahan metode tafsir al-Qur’an kepada
empat metode’®: Pertama, /imalf (Global). Kedua, Tah/ili (Analis). Ketiga,
Mugarin (Perbandingan). Keempat, Mawdu7 (Tematik). Metode tafsir
berdasarkan riwayah, dirayah, dan Ishari, dimasukkan ke dalam kategori
metode klasik. Sementara itu, empat metode; ljmali, Tahlili, Muqgarin, dan
Mawdu‘, yang ditambah satu metode; metode Kontekstual (menafsirkan al-
Qur’an berdasarkan histori, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan pranata-
pranata yang berlaku dalam masyarakat Arab, baik sebelum maupun sesudah
penurunan al-Qur’an, termasuk ke dalam kategori tafsir kontemporer.

Pengklasifikasian metode tafsir tersebut, tidak bermaksud
mendekonstuksi sesuatu yang favorit dan yang tidak favorit, namun lebih
kepada memudahkan penelusuran historis atas metode tersebut, dan
melengkapi satu sama lainnya.

Metode Tafsir Kontekstual
Pengertian kontekstual, sekurangnya memuat tiga pengertian:

a. Upaya pemaknaan untuk mengantisipasi problematika yang mendesak
untuk direspons, sehingga pengertian sama dengan pengertian situasional.

b. Pemaknaan yang melihat hubungan antara masa lampau dan masa
mendatang. Ini maksudnya segala sesuatu dilihat dari sisi makna historis,
makna fungsional saat berlangsung, dan memprediksi makna yang bisa
jadi memiliki relevansi di masa mendatang.

2 Muhammad ‘Abd al-‘Azim al-Zarkuni, Manahil al-‘Irfan i “Ulim al-Qur’an,
Kairo: Darussalam, 2010, Juz 2, hal. 387.

3 Ahmad Syukri, Metodologi Tafsir al Qur’an Kontemporer dalam Pandangan
Fazlur Rahman, Jambi: Sulton Thaha Press, 2007, hal. 58.
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c. Memosisikan antara yang sentral dan yang periferi. Yang dimaksud
sentral adalah teks Qur’an. Sedangkan yang dimaksud periferi adalah
terapannya. Di samping itu, memosisikan Qur’an sebagai sentral moral.

Secara substansi, metode kontekstual memiliki hubungan erat dengan
Hermeneutika, suatu metode penafsiran teks yang bertolak dari studi bahasa,
sejarah, sosiologis, dan filosofis. Jika metode ini dipertemukan dengan studi
teks al-Qur’an, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana ketika teks
tersebut hadir di tengah masyarakat, kemudian dipahami, diterjemahkan,
ditafsirkan, dan didialektikakan dalam menghadapi fakta sosial yang terjadi.

Pada hakikatnya, hermeneutik berhubungan kuat dengan bahasa,
yang diekspresikan melalui pikiran, wacana, dan tulisan. Karena itu,
hermeneutik merupakan cara baru dalam berinteraksi dengan bahasa. Relasi
hermeneutik dengan bahasa menjadikan ranah penafsiran memiliki spektrum
yang luas, terutama terkait dengan ilmu humaniora, sejarah, hukum, agama
(studi tafsir termasuk di dalamnya), filsafat, seni, sastra, dan linguistik. Yang
kerap memanfaatkan hermeneutik adalah ilmu tafsir, lantaran semua karya
yang mendapatkan inspirasi llahi, seperti al-Qur’an membutuhkan
interpretasi atau hermeneutik, sehingga menjadi dipahami. Sementara itu,
pengembangan metode hermeneutik oleh para ahli tafsir kontemporer sangat
beragam. Tentunya, munculnya keberagaman ini tidak hanya diakibatkan
oleh kian terbukanya wawasan umat dalam menghadapi gagasan luar, tetapi
juga mencuatnya dinamika dan kesadaran akan kekurangan atas metode yang
ada.

Ide tentang metode kontekstual dalam penafsiran Qur’an, digagas
oleh Amin al-Khulli (1895-1966) dan Fazlur Rahman (1919-1988 M).
Kendati tidak ada karya tafsir yang dihasilkan keduanya. Pendekatan
metodologi yang diinisiasi Amin al-Khulli, yaitu teori sastra kontemporer,
yakni menyatukan kritik intrinsik dan ekstrinsik dalam menganalisis ayat al-
Qur’an, dan studi ini telah mengarhkan kepada hermeneutik teks, sehingga
yang mulanya untikable menjadi thinkable. Menurutnya, penggabungan dua
perangkat analisis; dirasah ma‘a hawl al-Qur’an (latar historis, kritik historis,
dan kultural ketika diturunkan wahyu) dan dirasah fi al-qur’an nafsihi,
mutlak dilakukan dalam mengkaji al-Qur’an. Analisis ini memfokuskan
kepada struktur tata kata dan kalimat al-Qur’an, diksi, hubungan sintagnasi
dan paradigmatis kata, dan aspek lainnya yang memiliki kaitan dengan
disiplin linguistik kebahasaan.

Bint al-Shati (1913-1988 M), telah berhasil mengimplementasikan
pendekatan Amin al Khulli. Ini dibuktikan dalam karyanya, tafsir a/-Bayan /i
al-Qur’an al-Karim, dan Maqgal fi al-Insan; Dirasah Qur’aniyah. Kendati
dalam kata nas (0<4') dan insan (Os3YY), menurut Bint Shati, mempunyai
makna dasar yang menjelaskan terkait ‘manusia,” namun sebenarnya
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memiliki makna relasi yang berbeda. Menurutnya, kata al-bashar (L<ul),
berarti manusia secara pengertian biologis, dan ini serupa dengan makhluk
lain yang aktivitasnya juga merupakan aktivitas biologis. Sedangkan kata a/-
insan dan al-nas, berarti manusia sebagai makhluk budaya dan pembuat
peradaban.'® Pendekatan yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Fazlur
Rahman (1919-1988 M). Misalnya ketika ia ingin memahami literal dari kata
Riba, menurut al-Qur’an dengan mengemukakan ayat terkait, riba dapat
berarti;
1) To grow (berkembang)

Surat al-Hajj/22: 5:

&y il ) ale G5 136 3aalh (e ) (675
Kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya,
hiduplah bumi itu dan berkembang.

2) To increase (meningkat, bertambah)
Surat al-Rum/30: 39:

D}SJ \qud.u\d.u:\y})&wu\d\y\@\yﬂus&:ﬁﬁm\uj

ujm‘eh M}BA&)\‘\AJUJL}
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya).

3) To rise (naik, misalnya, ke atas bukit)
Surat al Mu’minun/23: 50:

ww,

g’y I8 3 N Gy ol sl st o las g
Dan telah Kami jadlkan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu
bukti yang nyata bagi (kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di
sebuah dataran tinggi, (tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-
buahan) dengan mata air yang mengalir.

Langkah ini disajikan Fazlur Rahman (1919-1988 M) sebagai bagian
dari metode tafsir yang disebutnya sebagai gerakan ganda. Pada awalnya,

Y Nurkolis Setiawan, “Al-Qur’an dalam Kesejarahan Klasik dan Kontemporer,”
dalam Jurnal Studi al-Qur’an, Ciputat: Pusat Studi al Qur’an, 2006, hal. 93.
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gerakan metode ini dengan cara penelusuaran terhadap makna teks yang
sejajar dengan konteks Kketika Qur’an diturunkan, karenanya harus
mempelajari pesan Qur’an secara kronologis. Kemudian perbedaan antara
ketetapan hukum dengan tujuan Qur’an, dan mengeksplore prinsip-prinsip
umum Qur’an dengan cara memahami konteks sosiologis masyarakat
Makkah di abad ke-7 M. Kemudian pada gerakan berikutnya, menganalisis
situasi sosiologis masyarakat kontemporer untuk kemudian mencari prinsip-
prinsip umum yang mana di Qur’an yang nantinya sangat memungkinkan
untuk dapat diimplementasikan.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa diskursus para ahli tafsir
modern dibubuhi warna-warni upaya membumikan al-Qur’an dalam
kehidupan. Yang hendak dibuktikan adalah bahwa al-Qur’an memang
bersifat universal dan mampu mengatasi problematika dan dinamika
tantangan zaman. Yang dilakukan para ahli tafsir modern sesungguhnya
sebagai bentk ijtihad yang mungkin hanya cocok dengan situasi sosiologis
kultural tersendiri. Sebab itu, keberadaan mereka di tengah khazanah
penafsiran modern, tidak menutup diri akan kemunculan para ahli tafsir
modern lainnya.

a. Corak Tafsir Modern Kontemporer

Penelitian Jansen tentang corak pemikiran para ahli tafsir modern
mengarah kepada tiga peta pemikiran, yaitu pemikiran tafsir IlImi, tafsir
Filologi, dan tafsir Adabi Ijtima7."

1) Corak Tafsir ‘lmi

Muslim meyakini al-Qur’an mampu mengantisipasi pengetahuan
modern. Al-Ghazali (W. 505 H), memiliki peran strategis dalam
memperkenalkan tafsir ini. Kendati pada tataran diskursus modern,
keberadaan tafsir ini juga menimbulkan problematika tersendiri. Para
pendukung tafsir ini berargumen bahwa keberadaan tafsir Iimi tersebut
merupakan sebuah fenomena wajar. Hal ini memang diisyaratkan oleh al-
Qur’an bahwa segala sesuatu tidak terlewatkan di dalamnya, yaitu dalam
surat yang berbunyi: “Tidaklah kami lupakan di dalam al-Kitab, kemudian
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan,” (Q.S. al-An‘am [6]: 38 ). Substansi
pemikiran tafsir ‘“/mi, dapat ditelusuri kepada sejumlah tokoh, seperti
Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M), al-Maraghi (1883-1952 M), Tantawi
Jawhari (1862-1940 M), Sa‘id Hawa, dan lainnya. Bahkan, ‘Abduh
menjelaskan bahwa isyarat penemuan telegraf, telepon, kereta, dan mikrofon,
dalam Qur’an sudah ada.

153, J. G. Jansen. Diskursus Tafsir Islam Modern (Terj.), Yogyakarta: Tiara
Wacana Yogya: 1997, hal. xii-xvi.
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2) Corak Tafsir Filologi

Teori-teori penafsiran secara sistematis dikonstruk Amin al-Khullj,
menjadi tiga kerangka; 1) Penafsir harus mampu menghubungkan satu ayat
dengan ayat lain yang temanya serupa; 2) Menganalisis seluruh makna kata
dalam al-Qur’an melalui penggunaan kamus dan menganalisis setiap kata
dalam al-Qur’an yang mempunyai akar kata yang serupa; 3) Menganalisis
tentang kombinasi yang digunakan al-Qur’an terhadap kata-kata yang ada
dalam suatu kalimat. Namun, Amin al-Khulli sendiri tidak mengaplikasikan
gagasannya tersebut ke dalam bentuk penafsiran terhadap al-Qur’an. Justru
sang istrinya, Bint Shati, yang mengaplikasikan gagasan penafsiran terhadap
al-Qur’an, sehingga ini yang menjadikan bukti bahwa al-Shati (1913-1998
M) adalah penafsir yang memiliki kompetensi di bidang tafsir filologi
melalui karya yang diproduksinya, tafsir al- Bayan.

3) Corak Tafsir Adabi ljtima‘7

Tafsir adabi ijtima ‘i muncul untuk menggugat capaian-capaian tafsir
klasik yang dianggap kurang mengakar pada persoalan-persoalan
masyarakat. Oleh karena itu, diskursus-diskursus yang mencuat dari
madrasah ini adalah kritikan tajam terhadap tafsir tafsir klasik. Bagi para
mufassir madrasah ini, al-Qur’an baru dapat dikatakan sebagai hudan li al-
na>s bila telah dirasakan menjadi problem solver bagi persoalan-persoalan
kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penafsiran yang sifatnya tidak membumi
tentu saja tidak mendapat tempat pada madrasah ini. Pokok-pokok pemikiran
di atas terliahat jelas pada pendapat Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M),
Rashid Rida (1865-1935 M), al-Maraghi (1883-1952 M), dan Sayyid Qutb
(1906-1966 M).

‘Abduh menolak tradisi penafsiran klasik yang menggunakan
Israiliyat (legenda-legenda Yahudi dan Nasrani) untuk menafsirkan al-
Qur’an, yang dianggapnya mengada-ngada dan mendistorsi tujuan al-Qur’an,
yang sebenarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan apa saja yang tidak dijelaskan,
memuat isyarat bahwa itu berarti tidak perlu dijelaskan. Apalagi, riwayat-
riwayat Israiliyyat yang digunakan.

B. Definisi dan Perkembangan Tafsir Magqasidi

Wacana penafsiran al-Qur’an selama ini masih terbatas pada relasi
teks dan mufassir, belum mencapai level pembenturan secara face to face
dengan realitas sosial dan kebudayaan manusia.'® Di sisi lain, teks al-Qur’an
dipahami sebagai episentrum sekaligus pemegang legalitas tertinggi,

16 Adian Husaini dan Abdurrahman al-Baghdadi, Hermeneutika & Tasir al-Qur’an,
Depok: Gema Insani Press, 2007, hal. 3.
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karenanya problematika dalam dimensi kehidupan manusia solusi
pemecahan masalahnya tidak boleh berpaling dan harus dikembalikan serta
diletakkan di bawah otoritas teks.'” Karenanya, permasalahan sosial, politik,
ekonomi dan kemanusiaan yang dinamis selalu diselesaikan dengan merujuk
pada teks kitab suci yang statis.'® Atas dasar itu, tafsir, secara metodologi,
terkesan memiliki paradigma teosentris-ideologis yang dapat menyebabkan
eksistensi tafsir lenyap dari realitas persoalan kemanusiaan, dan pada
akhirnya ada kesan bahwa Tuhan lebih urgen dibela, ketimbang persoalan
kemanusiaan yang diabaikan begitu saja.

Al-Qur’an diturunkan Allah kepada umat manusia dijadikan sebagai
hudan, bayyinah, dan furgan. Al-Qur’an menjadi pedoman di setiap aktivitas
kehidupan dan menjadi kitab suci umat Islam yang memiliki relevansinya
dengan dinamika masa. Relevansi kitab suci ini tampak dalam petunjuk-
petunjuk yang ditawarkannya kepada manusia dalam berbagai aspek
kehidupan. Ini yang menjadi sebab dalam memahami al-Qur’an, harus searah
dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi manusia itu sendiri. Firman
Allah Swt: “sesungguhnya al-Qur’an memberi petunjuk kepada [jalan] yang
lebih lurus.”*®

Agar fungsi al-Qur’an tersebut dapat terwujud, maka kita harus
menemukan makna firman Allah Swt saat menafsirkan al-Qur’an. Upaya
untuk menafsirkan ayat-ayat Qur’an untuk mencari dan menemukan makna-
makna yang terkandung di dalamnya. Pemikir Aljazair, Muhammad Arkoun
(1928-2010 M), menjelaskan bahwa “al-Qur’an menawarkan segala
kemungkinan arti yang tidak memiliki batas. Kesan yang ditawarkan oleh
ayat-ayat al-Qur’an terkait pemikiran dan penjelasan pada level wujud
menjadi niscaya. Karena itu, ayat selalu terbuka untuk dilakukan interpretasi
baru, dan tidak selalu pasti, serta tertutup dari interpretasi tunggal.”’

Tafsir sebagai bentuk upaya memahami dan menjelaskan tujuan dan
muatan makna ayat, mengalami perkembangan yang relatif bervariasi.
Dengan ungkapan lain, corak penafsiran terhadap al-Qur’an merupakan
sesuatu yang pasti. Corak penafsiran yang selama ini dikenal, menurut
Quraish Shihab, antaranya adalah: 1) Corak bahasa sastra; 2) Corak filsafat
dan teologi; 3) Corak penafsiran ilmiah; 4) Corak hukum atau fikih; 5) Corak
tasawuf; 6) Corak sastra budaya sosial. Corak ini diawali, berkembang, dan
mendapatkan perhatian di masa zaman Muhammad ‘Abduh (1849-1905).

7 Khaled M. Abou EI Fadl, Atas Nama Tuhan: Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. R.
Cecep Luikan Yasin, Jakarta: PT Serambi lImu Semesta, 2003, hal. 123.

¥ MK. Ridwan, “Tradisi Kritik Tafsir: Diskursus Kritisisme Penafsiran dalam
Wacana Qur’anic Studies”, dalam Jurnal THEOLOGIA, Vol. 28, No. 1, Tahun 2017, hal.
66.

¥ Surat al-Isra’/17: 9.

% M. Quraish Shihab, Membumikan al-Quran..., hal. 72.
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Corak terakhir ini berupaya menjelaskan sejumlah petunjuk ayat yang
berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam bahasa yang dapat
dimengerti.?*

Sekadar komparasi, Ahmad al-Shawi, dkk., menjelaskan bahwa
secara general pendekatan yang kerap digunakan para penafsir adalah
bahasa, konteks antara kata dan ayat, sifat penemuan ilmiah. Yang pasti ada
dalam corak penafsiran Qur’an adalah adanya perbedaan, kecenderungan,
kepentingan, motivasi penafsir, keragaman misi yang dibawa, keragaman
kedalaman (capacity), keragaman pengetahuan yang dimiliki, perbedaan
waktu, lingkungan, perbedaan situasi dan kondisi, dan lain sebagainya.
Semua itu menyebabkan timbulnya keragaman corak penafsiran yang
berkembang menjadi keragaman aliran yang tentu saja disertai metode yang
bermacam-macam.

Sebenarnya, kitab suci al-Qur’an bersifat interpretatif. Maksudnya
bahwa segelintir umat Islam kerap berdebat pada seputar perbedaan
interpretasi, sebagaimana dapat dipahami dari kedua nalar tafsir di atas.
Problematika umat Islam, kini tidak hanya berkutat kepada interpretasi,
namun lebih konkret lagi, yaitu persoalan fakta sosial yang menindas,
ketimpangan, dan praktik yang tidak manusiawi, ketidakadilan relasi wanita-
pria, kemiskinan, kebodohan, kondisi memprihatinkan nasib petani, nelayan,
buruh, dan problematika sosial lainnya.

Dalam menghadapi persoalan sosial tersebut, ada pertanyaan
mendasar, yaitu tentang bagaimana konsep tafsir yang harus dibangun?
Melampaui dua nalar tafsir di atas, yang tidak memiliki fungsi menghadapi
persoalan sosial, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah
mengarahkan lokus penafsiran teks al-Qur’an kepada problem-problem
sosial. Tetapi, tentu saja langkah tersebut problematik. Pasalnya, ketika
pergumulan dengan Kitab suci itu begitu intens, maka persoalan yang

2L M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an..., hal. 72-73. 1] Corak sastra
bahasa, muncul dari banyaknya orang selain Arab yang beragama Islam, dan dari adanya
kelemahan orang Arab dalam aspek sastra, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan
terkait keistimewaan dan kedalaman kandungan al-Qur’an. 2] Corak filsafat dan teologi,
dampaknya penerjemahan terhadap buku filsafat mempengaruhi sejumlah pihak, dan
dampak adanya para pemeluk agama lain ke dalam Islam, yang masih meyakini sejumlah
kepercayaan lamanya. Semua itu mengakibatkan pendapat yang setuju dan tidak setuju
dalam penafsirannya. 3] Corak penafsiran ilmiah: akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan
upaya penafsiran atas ayat al-Qur’an yang searah dengan perkembangan ilmu. 4] Corak
fikih/hukum: akibat perkembangan ilmu fikih, dan tersusunnya mazhab fikih. Masing-
masing pihak berkeinginan membuktikan kebenaran atas pendapatnya dengan mendasarkan
kepada penafsiran mereka atas sejumlah ayat hukum. 5] Corak tasawuf: akibat kemunculan
gerakan kaum sufi sebagai respons terhadap kecenderungan sejumlah pihak, atau sebagai
kompensasi atas kelemahan mereka. 6] Berawal di masa Syaykh Muhammad ‘Abduh [1849-
1905], corak tersebut berkurang, sehingga perhatiannya terfokus kepada corak sastra budaya
sosial. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an..., hal. 72-73.
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dihadapi adalah tentang kepercayaan umat Islam bahwa al-Qur’an seabadi
Tuhan itu sendiri.

Al-Qur’an ada selama Tuhan itu ada. Ini yang mengganggu
pemikiran dan memunculkan pertanyaan; firman atau umat manusia yang
lebih dahulu? Bukankah firman diwahyukan Tuhan kepada manusia?
Selanjutnya, dari manakah usaha penafsiran terhadap al-Qur’an itu dimulai
di tengah problematika sosial: apakah dari teks atau konteks? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut pernah diajukan Farid Esack (1955 M). Sebab, ia
mengalami langsung problem kemanusiaan, yaitu rezim Apartheid di Afrika
Selatan dan eksklusivisme beragama di tanah kelahirannya. Akhirnya ia
secara tegas memilih hermeneutika pembebasan dan pluralisme guna
menghidupkan firman Tuhan.?

Tafsir menjadi penting untuk diarahkan ke wilayah pragmatis
kehidupan sosial, sehingga orientasi nalar tafsir tidak melulu teosentris atau
ideologis, tetapi bernalar antroposentris. Jika menggunakan istilah Masdar F.
Mas’udi, dengan sebutan nalar tafsir emansipatoris, yaitu wilayah tafsir yang
lokusnya adalah persoalan kemanusiaan dan praktik pembebasan. % Lebih
lanjut, Masdar menjelaskan diksi emansipatoris tidak terpisah dari historis
teori kritis. Sebab ada dua komponen dalam kritisisme. Pertama, perhatian
realita material, yakni suatu gagasan yang mempertanyakan ideologi
hegemonik yang berpangkal kepada kehidupan nyata dan material atau
mempertanyakan hegemoni yang berpangkal kepada realita empiris. Kedua,
visi struktur atau relasi-relasi, baik relasi kekuasaan dalam dunia produktif
(misalnya, majikan dan buruhnya), maupun relasi hegemonik dalam kaitan
antara pemberi dan penerima narasi (misalnya, ulama dan umatnya), maupun
relasi politik (misalnya, penguasa dan rakyatnya).?* Karena merefer dan
bertolak dari realita persoalan kemanusiaan kontemporer, maka seharusnya
tafsir berparadigma tidak terpaku kepada pembelaan terhadap Tuhan, namun
yang paling penting adalah secara pragmatis membangun komitmen terhadap
beragam problematika sosial kemanusiaan. Komitmen ini diimplementasikan
ke dalam bentuk aksi sosial guna membangun nilai-nilai keadilan,
kesetaraan, dan kemanusiaan, sehingga aktivitasnya mengarah kepada
praksis pembebasan manusia; bukan dari ikatan dogmatisme dan ideologi,
tetapi dari bangunan sosial politik yang menindas, yang dapat

22 Lihat lebih lanjut, Farid Esack, Qur’an, Liberation & Pluralism: An Islamic
Perspective of Interrelegious Solidarity against Oppression, 1997. Edisi berbahasa
Indonesia, Membebaskan yang Tertindas, terj. Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.

% Masdar F. Mas’udi, “Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris” Pengantar
Veri Verdiansyah, Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan,
Jakarta: P3M, 2004, hal. xviii.

2 Masdar F. Mas’udi, “Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris”..., hal.
94,
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mengakibatkan timbulnya kemiskinan, kebodohan, marjinalisasi kaum
wanita, dan problematika sosial lainnya.

Al-Qur’an yang diwahyukan Allah Swt kepada nabi Muhammad
Saw, bukan sekadar sebagai seremoni inaugurasi kerasulan, terlebih sekadar
nomenklatur. Secara pragmatis, bagi nabi Muhammad Saw, al-Qur’an
sebagai inspirasi etik pembebasan yang mampu membangunkan kesadaran
dan gerakan sosial dalam mengonstruk kesejahteraan, keadilan, dan
kemanusiaan. Karena itu, tujuan fundamental Islam adalah ikatan
persaudaraan universal, kesamarataan, dan keadilan sosial.

Kontemplasi nabi Muhammad Saw di gua Hira, sebenarnya sebagai
bentuk refleksi dan transendensi atas fakta-fakta sosial kemasyarakatan Arab
saat itu, seperti sistem ekonomi yang berpihak kepada kaum kaya, dominasi
kaum lelaki, otoritas sosial dan politik yang lebih didominasi oleh pihak-
pihak yang dominan. Dengan demikian, al-Qur’an saat itu terinternalisasi ke
dalam kepribadian Muhammad Saw yang kerap aktif menyiapkan
keterbukaan diri dalam merespons realitas sosial, politik, dan ekonomi yang
dihadapi umat ketika itu. Wahyu yang turun masa awal kerasulannya,
misalnya, sangat lekat dengan kritik etik sosial-kritik atas orang yang
mengakumulasi kekayaan dengan tanpa batas (Surat al-Takathur: 1-8),
larangan menghardik anak yatim dan menelantarkan orang miskin (Surat al-
Duha: 6-10)-ketimbang corak kritik teologis. Hal ini menunjukkan betapa
transformasi sosial yang dilakukan Muhammad Saw, tidak lepas dari
kemampuannya dalam membaca problem-problem sosial yang dihadapi
masyarakat saat itu. Dengan demikian, artinya bahwa al-Qur’an yang
diwahyukan kepadanya tidak lahir dari ruang hampa yang kedap dari
problem sosial, ekonomi dan politik yang melilit masyarakat saat itu.

Kini, lima belas abad telah berlalu. Al-Qur’an mewujud dalam
kodifikasi sebuah mushaf dengan teks standar. Lalu, apakah dalam
memahami al-Qur’an dikaitkan dengan konteks problem sosial kompleks ada
sekarang? Sangat jelas sekali, bahwa pertanyaan di atas bertalian dengan
persoalan metodologi penafsiran. Yang patut dipahami bahwa Qur’an
sebagai wahyu yang mengalami tekstualisasi, menjadi teks tertutup, yang
oleh Arkoun, disebut dengan corpus resmi. Maksudnya, jumlah ayat dan
surat tidak dapat ditambah atau dikurangi. Tetapi, sebaiknya pembacaan
terhadap al-Qur’an jangan pernah ditutup atau dimonopoli pihak-pihak
tertentu, dan ini sebagai proses penggalian makna konseptual yang dapat
dimanfaatkan masyarakat. Pasalnya, al-Qur’an sebagai teks, tidak akan
pernah mampu ‘berbicara’ sendiri secara inhern. Sebab itu, cara yang harus
dilakukan adalah mesti ditindaklanjuti melalui ‘pembacaan produktif.” “A/-
Qur’an bayna daftayi al-mushaf la yantiqu, wa innama yatakallamu bihi al-
rijal,” kata Imam °‘Ali. Pembacaan yang produktif ini tentu mengandaikan
adanya metodologi tafsir.
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Sejauh ini dalam studi keilmuan Islam klasik, sebagai suatu metode
dalam memahami kitab suci al-Qur’an, ilmu tafsir termasuk dalam lingkup
ilmu keislaman yang bersifat single tradition; tidak dihubungkan secara
langsung dengan ilmu-ilmu sosial. Kitab-kitab ‘Ulum al-Qur’an yang selama
ini menjadi standar dalam ilmu tafsir, secara umum bicara dalam konteks
problem teks.

Belum memasuki ranah problem konteks sosial di mana penafsir
berada.®® Lalu, pada era sekarang muncul pemikir-pemikir baru yang
merumuskan metodologi baru dalam pembacaan teks Kkitab suci. Misalnya,
tiga prinsip interpretasi yang dibangun Rif‘at Hassan (1943 M), dalam
mengonstruk hermeneutik al-Qur’an feminis; pertama, linguistic accuracy,
yaitu melihat terma dengan mengaitkan kepada segenap leksikon klasik guna
mendapatkan  penjelasan yang diinginkan kata tersebut dalam
penggunaannya di bidang. Kedua, criterion of philosophical consistency,
yaitu melihat kata yang digunakan al-Qur’an secara filosofis, konsisten, dan
tidak berlawanan. Ketiga, ethical criterion, yakni bahwa implementasi etis
seharusnya terefleksikan dalam al-Qur’an.?®

Wilayah hermeneutik teks, yang semula unthinkable dijadikan
thinkable, dilakukan Amin al-Khuli (w. 1966 M.) manakala menghadapi teks
al-Qur’an. la memperlakukan teks al-Qur’an sebagai Kitab sastra Arab
terbesar (kitab al-‘arabiyah al-akbar), sehingga analisis linguistik-filologis
teks merupakan upaya niscaya untuk menangkap pesan moral al-Qur’an. Al-
Khuli, tidak bermaksud menyetarakan status al-Qur’an dengan teks sastra
kemanusiaan. Yang ia maksudkan adalah menemukan imajinasi sosial
kebudayaan al-Qur’an dan hidayah yang ada dalam komposisi Qur’an,
sebagaimana dirasakan Nabi Muhammad Saw.?” Pandangan ini yang
dikembangkan setelahnya oleh Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010 M).
Pernyataan yang dibangun bahwa penelitian terhadap al-Qur’an seharusnya
dihubungkan dengan studi sastra dan studi kritis. Sebab, studi terhadap al-
Qur’an pasti menggunakan teks linguistik dan sastra di dalamnya. Untuk itu,

% | jhat sejumlah sumber-sumber ‘Ulim al-Qur’an yang kerap dijadikan ukuran,
seperti Manna’ al-Khalil al-Qattan, Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an, t.tp.: Manshurat al-*Asr
al-Hadith, 1973; Muhammad ‘Al al-Sabuni, a/-Tibyan fi Ulum al-Qur’an ,Beirut: ‘Alam
al-Kutub, t.th.

% Riffat Hassan, “Women’s Interpretation of Islam”, dalam Hans Thijsen (ed.),
Women and Islam in Muslim Society, The Hague: Ministry of Foreign Affairs, 1994, hal.
116.

' Lihat, J.J.G. Jansen, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, Leiden:
E.J.Brill, 1974. Lihat juga, Diskursus Tafsir Al-Qur’an Modern, terj. Hairussalim dan Syarif
Hidayatullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, Tahun 1997, hal. 54.
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teori-teori linguistik, semiotik, dan hermeneutik digunakan dalam studi atas
al-Qur’an.?®

Hasan Hanafi (lahir 1935 M.) mengintrodusir sebuah hermeneutik
al-Qur’an yang spesifik, temporal, dan realistik. Menurutnya, hermeneutik
al-Qur’an haruslah dibangun atas pengalaman hidup di mana penafsir hidup
dan dimulai dengan kajian atas problem manusia. Interpretasi haruslah
dimulai dari realitas dan problem-problem manusia, lalu kembali kepada al-
Qur’an untuk mendapatkan sebuah jawaban teoretis. Jawaban teoretis ini
haruslah diaplikasikan dalam praksis. Teori Hanafi ini didasarkan pada
konsep asbab al-nuzul yang memberikan makna bahwa realitas selalu
mendahului wahyu.” Dalam konteks hermeneutika al-Qur’an, menjadi
signifikan akan keberadaan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dan unsur triadik;
yaitu teks, penafsir dan audiens sasaran teks. Proses penafsiran tidak melulu
memusatkan dirinya kepada teks semata, namun juga diri penafsir dan
audiensnya.

Dalam konteks permasalahan sosial kemanusiaan, model pembacaan
terhadap kitab suci ala Hassan Hanafi tentu saja menarik. Pasalnya,
pembacaan terhadap kitab suci sepanjang sejarahnya, masih teralienasi dari
realitas dan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan. Pada sisi yang berbeda,
teks kitab suci yang menjadi sentral dan memiliki otoritas dalam penentuan
suatu paradigma dipegang oleh teks. Begitu juga barometer dalam
penyelesaian atas persoalan kehidupan sosial juga dipegang oleh teks. Itulah
kenapa persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kemanusiaan, kerap kembali —
dalam upaya penyelesaiannya - kepada teks kitab suci. Kerangka berpikirnya
tentu bersifat deduktif yang titik tolaknya adalah teks, yang kemudian juga
realitas harus menyesuaikan dan patuh kepada teks itu sendiri. Dengan
demikian, sebagai metode pembacaan kitab suci, tafsir masuk ke dalam
lingkaran ‘peradaban teks.” la sangat lekat, meminjam pemetakan
Muhammad ‘Abid al-Jabiri, dengan al-‘aql al-bayani atau yang oleh
Mohamed Arkoun dimasukkan ke dalam al/-‘ag/ al-lahuti—sama halnya
dengan Kalam, Fikih, Falsafah dan tasawuf, dalam mainstream tradisi
keilmuan Islam tradisional.*

Secara umum, dalam lingkaran peradaban teks, sejarah
perkembangan tafsir dalam konteks nalar formatif, sekurangnya berkutat

% Lihat studi yang dilakukan Moch Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis Al-
Qur’an, Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 101.

% Hassan Hanafi, Dirasat Islamiyah, Kairo: Maktabat al-Anjilu al-Misriyah, 1981,
hal. 69.

% Mohamed Arkoun, al-Fikr al-Usili wa Istilah al-Ta’sil, Beirut: Dar al-Sagi,
2002, hal. 308.
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pada dua pendulum besar.®! Yang pertama adalah nalar teosentris, yakni
suatu penafsiran atas kitab suci yang berfokus kepada tema-tema ketuhanan.
Sebab, Tuhan harus diagungkan, disucikan, dan °‘dibela.” Karena itu,
manakala membahas terkait keadilan, maka yang dimaksud adalah keadilan
Tuhan. Manakala membahas terkait kasih sayang, itu berarti menarik
konteksnya ke dalam pengertian kasih sayang Tuhan. Manakala yang
dibicarakan itu adalah problem kekuasaan dan kebebasan, itu maksudnya
adalah kekuasaan dan kebebasan Tuhan. Nalar tafsir yang seperti ini, berarti
Tuhan telah diposisikan sebagai subjek yang ‘tengah dilanda masalah,” yang
menyebabkan tindakan pembelaan dan perjuangan. Ini kemudian menjadikan
tafsir bersifat teosentris, karena para ahli tafsir mencuat ke permukaan dalam
rangka membela Tuhan dengan segenap kompotensinya.

Bahwa menyucikan dan mengagungkan Tuhan, sebagai bentuk
kesadaran logis dalam menjalankan agama, tetapi jika hal tersebut
menyebabkan studi atas masalah-masalah  kemanusiaan  menjadi
termarjinalkan, itu berarti wacana tafsir sekadar dikembangkan dalam arus
besar pembelaan dan pengagungan terhadap Tuhan. Itu artinya al-Qur’an dan
penafsiran, pada gilirannya hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Padahal, al-
Qur’an menjadi kitab petunjuk untuk kehidupan manusia di dunia, bukan
untuk Tuhan. Sudah seharusnya, al-Qur’an menjadi inspirasi bagi aktivitas
pembebasan dalam struktur masyarakat yang rasis, menindas, dan ahumanis,
tidak lagi membatasi diri pada aktivitas-aktivitas ritual yang sebagai bentuk
pengagungan terhadap Tuhan.

Model tafsir teosentris ini mendominasi di era klasik. Polemik yang
berkembang di tengah kaum teolog Muslim, yaitu berkutat tentang sifat dan
perbuatan Tuhan, sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah Tuhan
dapat dilihat manusia secara langsung di surga, tentang apakah Tuhan
memiliki tangan layaknya manusia, tentang apakah kalam Allah itu makhluk
atau bukan, dan sebagainya. Itu semua mewarnai wacana tafsir pada masa
tersebut. Para ahli teologi kerap memperdebatkan persoalan yang berkisar
pada eksistensi Tuhan. Kendati aliran rasionalis dalam Islam, seperti
Muktazilah, tetapi dalam praktiknya, rasionalismenya ditujukan hanya untuk
membela keagungan dan kesucian Tuhan saja, dan tidak membela
problematika sosial kemanusiaan yang tengah dihadapi. Pragmatisnya, ketika

31 Masdar F. Mas’udi, “Rekonstruksi Al-Qur’an di Indonesia”, Makalah, dalam
Semiloka FKMTHI, PUSDIKLAT Muslimat NU, Jakarta Selatan, 2003, 4. Alur tipologi
nalar tesebut berbeda dengan yang ada dalam aliran tafsir yang formulasinya berdasarkan
lingkup keilmuan. Seperti tafsir fighi, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir lughawi, tafsir al-aqdi,
tafsir batini, tafsir bi al-ma’thur, dan tafsir bi al-ra’yi. Lihat, Muhammad ‘ATi al-Sabuni, a/-
Tibyan fi “Ulum al-Qur’an (Beirut: Alam al-Kutub, t.t.); ‘Ali al-Awsi, a/-Tabataba‘i wa
Manhajuhu i Tafsirih, Teheran: Mu‘awanah al-Ri’asah li ‘Alaqah al-Dawlah fi Munzimah
al-Alam al-Islami, 1985, 123.



44

itu tafsir mengabaikan sejumlah persoalan sosial kemanusiaan dan
kehilangan spirit pembebasan dalam mengatasi problematika sosial tersebut.
Kedua, nalar tafsir ideologis, yaitu pembacaan terhadap kitab suci
yang konsen terhadap problem-problem manusia, namun masih bersifat
abstrak dan intelektualis, tidak secara substansial dan tidak merujuk langsung
kepada problem kemanusiaan. Tafsir ideologis bermain di wilayah
pengukuhan terhadap suatu paham, aliran, dan mazhab tertentu, baik dalam
konteks fikih, teologi atau pun tasawuf. Tafsir ideologis tidak sekadar
bersifat teosentris, namun yang lebih mendominasi adalah sikap membela
aliran dan eksistensi mazhab tertentu dalam sejarah umat Islam. Nalar tafsir
ini memiliki tendensi membela aliran dan keyakinan tertentu yang sedang
berlaku dalam suatu masyarakat. Akibatnya, tidak heran jika muncul aliran
tafsir Sunni, tafsir Syiah, tafsir Muktazilah. Atau dalam konteks hukum,
misalnya muncul tafsir yang membela mazhab fikih tertentu.®
Misalnya, kalangan Syi’ah memaknai Surat al-Rahman/55: 19-22:
“Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Dari keduanya keluar
mutiara dan marjan”, dua lautan dimaknai dengan ‘Ali dan Fatimah;
barzakh (batas) adalah Muhammad; mutiara dan marjan adalah Hasan dan
Husayn.* Al-Qushayri, menakwilkan ayat yang sama sebagai berikut: Allah
menjadikan dua lautan hati, yaitu lautan khawf dan lautan raja’. Mutiara dan
marjan adalah kondisi psikologis dan rahasia-rahasia spiritual kaum sufi.>*
Dalam sejarah umat Islam, nalar tafsir ideologis dan teosentris, sudah
terjadi sejak lama. Dalam perjalanannya, tafsir ideologis telah menghadirkan
perdebatan ideologi dan pertarungan mazhab, baik dalam aspek teologi,
fikih, filsafat, dan bahkan tasawuf. Ayat-ayat telah diperebutkan untuk
selanjutnya ditafsirkan secara ideologis, guna melegitimasi pemahaman
mereka. Pada gilirannya, muncul kemudian sebutan gira’ah al-mughridah
atau tafsir ideologis (fa/win) yang diusung Nasr Hamid Abu Zayd.*
Al-Qur’an dibaca dengan pembacaan tendensius, dan diposisikan ke
dalam kerangka ideologi yang sudah lebih dahulu dibangun, tanpa landasan
kekuatan epistemologis terhadap gagasan inti kitab suci, sehingga tidak

%2 Fahd ibn ‘Abd al-Rahman ibn Sulayman al-Rum, /ttijahat al-TafSir fi Qarn al-
Rabi‘ ‘Ashr, Riyad: Maktabah Rushd, 2002, jilid I. Karya ini berisi studi atas sejumlah tafsir
yang muncul di abad ke-14 H. Dijelaskan bahwa nalar tafsir-tafsir itu masih terbingkai
dalam konteks aliran fikih dan teologi. Perdebatan yang terjadi seputar memperjuangkan
kesucian, keadilan, dan keagungan Tuhan.

® Muhammad Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arab: Dirasah Tahlilfyah
Naqdiyah Ii Nuzum al-Ma ‘rifah 1 al-Thaqgafah al-‘Arabiyah, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi
al-*Arabi, 1993, hal. 306.

¥ Muhammad Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arab..., hal. 315.

% Nasr Hamid Abu Zayd, Nagd al-Khitab al-Dini, Kairo: Sina li al-Nashr, 1994,
hal. 926.
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heran yang muncul seolah ada ayat-ayat suci yang pro ke aliran Qadariah dan
ada ayat yang pro ke aliran Jabariah. Fakta-fakta tersebut dalam sejarah,
tidak hanya akan memunculkan tampilan al-Qur’an dalam kerangka yang
penuh ambigu, dan bahkan yang lebih ironi, menghilangkan elan vital al-
Qur’an dalam mengurai dan mengatasi persoalan-persoalan kehidupan dan
sosial manusia.

Kendati kedua nalar tafsir ini telah berjalan seiring sejarahnya,
namun tidak menganugerahi kontribusi yang signifikan terhadap proses
humanisasi di tengah persoalan yang dihadapi Muslim. Hal ini disebabkan
oleh keduanya tidak memiliki konsen dan tidak memiliki keterkaitan secara
langsung terhadap proses formasi sosial. Jika merujuk kepada tradisi fikih
yang selama ini terbangun, peran yang diambilnya hanya memfokuskan pada
persoalan kontrak sosial antara personal, dan belum menetrasi ke lini struktur
sistem sosial, politik, dan kekuasaan yang membentuk formasi sosial.

Banyak pihak yang menuntut agar al-Qur’an menjadi rujukan moral
dan energi penggugah. Tetapi, di tengah gemuruhnya tuntutan itu, mencuat
ambivalensi. Maksudnya, intensitas aktivitas ritual keagamaan begitu
romantik dan marak, tetapi dalam praktik kesehariannya, belum mampu
menelurkan kesalehan diri, terlebih kesalehan sosial. Secara rutinitas,
aktivitas kehidupan beragama terlihat meriah, megah, dan wah, tetapi tidak
diiringi dengan kepekaan, keprihatinan, dan tanggung jawab sosial. Tidak
mengherankan, yang terjadi adalah agama sebatas sebagai area penyelamatan
personal, tidak berwujud sebagai keberkahan komunal.

Dengan sifat kasih dan sayang yang dimiliki-Nya, Tuhan tidak
dihadirkan ke dalam ruang problem sosial. Padahal, jika ingin meminjam
istilah Muslim Abdurrahman, ketika agama tanpa dibarengi tanggung jawab
sosial, itu berarti sama dengan pemujaan belaka. Hanya dengan kesadaran
tanggung jawab sosial, agama akan terintegrasi dengan problematika real
sosial, sesuai dengan semangat profetik yang diembannya. Sebab, dalam
problem sosial itulah seseorang akan mendapatkan basis ketakwaannya
dalam format pragmatis solidaritas sosial kemanusiaan.*

Memahami magqasid al-shari ‘ah secara komprehensif, dimulai dari
istilah tersebut secara etimologi dan terminologi. Istilah ini memiliki dua
kata, yaitu al-magasid dan al-shari‘ah. Secara etimologi, al-maqgasid
merupakan bentuk jamak dari mags}ad, qas>d, magsid, qusud. Terma-terma
tersebut terambil dari asal kata gas}ada-yagsjudu.®” Maknanya beragam;

% Muslim Abdurrahman, Islam Transformatif, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal.
198.
B %" Ahmad Mukhtar ‘Umar, Mu‘am al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu‘asirah, T.tp.:
‘Alim al-Kitab, 2008, Jilid 1, hal. 1820.



46

menuju arah, tujuan, keadilan, pertengahan, jalan lurus, posisi antara sikap
lebih dan kurang.*®

Kata yang dimaksud di atas, dengan keragaman derivasi yang
dimilikinya, banyak penggunaannya yang terdapat dalam al-Qur’an. Seperti
dalam Q. S. al-Nah, ayat 9: i el Juld) 3008 40 e 5,3 Al-Mahalfi dan
al-Suyufi*® mengatakan makna ‘al- -qas}d’ pada penggalan ayat tersebut
berarti ‘lurus’. Kata tersebut j Juga dijumpai pada Surat aI -Tawbah/9, ayat 42:
Jald 178 W B LaTe (8 N4 Menurut al-Nawawi®, ¢ gasidan pada ayat
tersebut berarti ‘pertengahan’, sedangkan menurut al-Sa‘di®® berarti

‘mudah’. Penggunaan yang lain terdapat dalam surat Fatir, ayat 32: A¢ia3

Amm AL Sabuni®® memaknai ‘al-Mugtasid® pada ayat tersebut dengan

‘keseimbangan’.

Secara bahasa, al-shari‘ah, memiliki arti yang cukup kompleks.
Kompleksitas tersebut terlihat dari penggunaannya dalam al-Qur’an. Terma
al-shari‘ah, dalam berbagai derivasinya ditemukan dalam beberapa ayat
antara lain dalam Q.S. al-Ma’idah ayat 48: BL@—UU ey éS-w tlas JSS“G

Pada surat Jasiyah ayat 18 juga disebutkan: =Y G wy e atiba g
Menurut al-Qurtubi®® baik al-shir‘ah maupun al-shari‘ah secara bahasa
memiliki kesamaan arti, yaitu jalan menuju mata air. Sementara itu, Syariah
secara istilah adalah suatu aturan praktis, terkait konsep akidah dan legislasi
hukum.*®

38 Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit, Bairut: al-Risalah, 1987, hal. 396.

% Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara

jalan-jalan ada yang bengkok.”

“ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din
‘Abd a-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, 7afSir al-Jalalain, Kairo: Dar al-Hadith, 1979, hal.
268.

' Artinya: “Perjalanan yang tidak seberapa jauh, mudah, dan lurus.”

* Muhammad bin ‘Umar bin Nawawi al-Bantani, Marah Labid i
Kasyf Ma’na al-Qur’an al-Majid, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H, hal. 450.

“Abd ar-Rahman bin Nasir as-Sa’di, 7aisir al-Karim —ar-Rahman i
Tafsir Kalam al-Mannan, T.tp: ar-Risalah, 2000, hal. 655.

* Artinya: “Dan sebagian mereka ada (golongan) yang seimbang.”

*> Muhammad ‘Al al-Sabuni, Safvah at-Tafasir, Bairut: Dar al-Qur’an al-Karim,
t.t., Jilid 11, hal. 577.

*® Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang.”

“Artinya:  “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu
peraturan dari urusan (agama itu).”

®Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi,
al-Jami’ Ii Ahkam al-Qur’an, Jilid XIX, hal. 154.

* Ar-Raisuni, al-Fikr al-Magasidi, al-Fikr al-Magqasidi: Qawa’iduh wa Fawaiduh,
hal. 10.
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Definisi istilah maqgasid al-shari‘ah secara terminologis sangat
dinamis mengikuti perkembangan teorinya. Secara umum, pengertian-
pengertian tersebut bisa dipetakan menjadi tiga bagian.*® Pertama, definisi
yang dikemukakan oleh al-Shatibi. la menyampaikan sebuah definisi yang
dapat mewakili konsepsinya tentang magasid al-shari‘ah. Menurut al-
Shatibi,>* setiap aturan yang ditetapkan Allah, pastilah mengandung
kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, definisi
para pemikir sebelum era al-Shatibi. Mereka memandang maqasid al-
shari‘ah dalam pengertian yang lebih sederhana, bahkan hanya
mengemukakan persamaan makna dari istilah maqasid al-shari‘ah tersebut,
seperti hikmah hukum, tujuan hukum, makna hukum, mencari mas}lah}at>
dan menolak mafsadat.”® Ketiga, definisi para ulama pasca al-Shatibi.
Mereka merupakan para pemikir kekinian. Definisi mereka tentang magasid
al-shari‘ah menggambarkan nilai tawar magqgasid al-shari‘ah dalam
memahami syariat, seperti pengertian yang disampaikan Jasser Auda.
Auda,” memaknai magasid al-shari‘ah sebagai makna yang hendak dicapai
Allah sebagai Pembuat Syariat yang disematkan kepada perangkat syariat.

Pengertian-pengertian yang dipaparkan di atas menunjukkan,
pengetian magqasid al-shari‘ah berawal dari pengertian sederhana sampai
kepada pengertian komprehensif. Semuanya mengerucut kepada satu titik,
yaitu tujuan dalam setiap aturan yang diinginkan Allah Swt, dan tujuan itu
tentu memuat maslahat. Pengertian magasid al-shari‘ah harus didudukkan
secara tepat, dalam rangka melakukan rekonstruksi terhadap pembacaan ayat
tentang persaksian dan perkawinan beda agama. Pengertian tersebut dapat
membangkitkan kesadaran bahwa indikator hubungan nash berdasarkan atas
capaian tujuan syariat. Pada awal kemunculanya, kajian magqasid al-shari‘ah,
terintegral dengan usul fikih. Namun, kajian ini kurang mendapatkan

®  Ppemetaan ini untuk melihat perkembangan pengertian  magasid

al-shari‘ah. Pengertian dari al-Shatibi, digunakan untuk acuan, pasalnya bapak magqasid al-
shari‘ah disematkan kepadanya. Sebab itu, perlu dikemukakan pengertian sebelum dan
sesudah periode a/-Shatibi untuk dijadikan sebagai komparasi.

! Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafagat i Usul al-Shari‘ah. .., hal. 20.

>? Istilah ‘al-maslahal’ telah diadopsi ke bahasa Indonesia, menjadi maslahat dan
masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, h. 923. Sementara itu, kata ‘al-mafsadah’ itu sendiri, sebagai akronimnya, belum
masuk ke dalamnya.

‘Umar bin Salih bin ‘Umar, Maqasid al-Shari‘ah ‘ind al-Imam al-

‘[zz bin ‘Abd al-Salam, Urdun: Dar an-Nafa’is, 2003, hal. 88.

> Jasir ‘Awdah, Figh al-Magqasid: Inatat al-Ahkam al-SharTyah bi Magasidiha,
hal. 15.
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perhatian dari ulama. Hal ini dibuktikan literasi yang membahasnya secara
khusus.*®

Istilah  al-magqasid, kata al-Raysuni (1953 M), pertama kali
digunakan oleh al- Turmudhi al-Hakim (133-143 H), seorang ulama yang
hidup pada abad Il H. Namun, ia bukan ahli usu/ dalam pengertian
kompetensi akademik, melainkan seorang filsuf dan sufi. Atas dasar
kompetensinya, ia akrab dipanggil dengan gelar al-Hakim. Namun demikian,
ia layak dilibatkan dalam rangka mencari mata rantai dinamika historis ilmu
al-maqasid. Karena ia tergolong orang yang paling banyak melakukan za‘/i/
(menghubungkan hukum dengan sebab-sebabnya) sekaligus berupaya
mencari hikmahnya. Atas dasar perilaku akademiknya ini, ia tercatat sebagai
orang yang menaruh perhatian besar dengan al-magasid—walau dengan
metode dan caranya sendiri.”

Al-Hakim, juga orang yang pertama kali menggunakan istilah
magqasiddalam judul Kkaryanya, al-Salah wa Magqasiduhu, al-Haj wa
Asraruhu, al-‘Ilal, dan ‘[Ilal al-Shari‘ah, dan ‘llal al-‘Ubudiyah dan juga
karya yang berjudul al-Furug.”” Karya terakhir ini kemudian diadopsi oleh
al-Qurafi (seorang penganut mazhab Maliki) menjadi judul buku
karangannya.”® Namun diakui bahwa al-Hakim tidak melakukan ¢z /i hukum
dengan cara ilmiah,” apalagi dengan metodologi yang terstruktur, kecuali
dengan pendekatan dhawq (perasaan sufistik) seperti layaknya metode yang
digunakan oleh mayoritas kaum sufi. Pasca al-Hakim, muncul Abu Mansur
al-Maturidi (w. 333).°° Teolog dan teorikus ilmu kalam panutan ulama

% Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Magqasid Al-Syariah sebagai Dasar
Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd Al-Salam,”
Jurnal Tazkir: Jurnal Penelitian limu-ilmu Sosial dan Keislaman 9, Tahun 2014, hal. 173.

% Ahmad Raysuni, Nazarfyat al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi, Riyad: Dar al-
‘Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1998, hal. 9.

> Rahmi, Nispan. "Magasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal." dalam Syariah:
Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, no. 2. Tahun 2018, hal. 160-178, Khakim, M. Lutfi, and
Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif
Magqashid Syari’ah." dalam Nizham Journal of Islamic Studies 8, no. 01. Tahun 2020, hal.
74-83, Mochamad, Nasril Albab. "Al Magashid Al Syar’iyyah Sebagai Bagian Dari Al
Qawa’id Al Ushuliyyah Al Tasyri’iyyah." dalam JURNAL INDO-ISLAMIKA 8, no. 2, Tahun
2018, hal. 84-96.

%8 Asni, Fathullah Al Hag Muhamad. "Al-Shatibi Methodology Analysis In The
Unification Of Usul Al-Figh Methods." dalam International Journal of Academic Research
in Business and Social Sciences 7, no. 7, Tahun 2017, hal. 260-268.

% Abdurrakhman, Abdurrakhman. "Magasid Al-Syariah As A Guide In
Establishing The Law." In Proceedings of the 1st International Conference on Business,
Law And Pedagogy, ICBLP 2019. European Alliance for Innovation (EAI), 2019.

Aziz, Muhammad. "Reconstruction of Magashid Shari'ah Perspective
Muhammad Thahir Ibn'Assyur: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality." dalam JURNAL
HUKUM ISLAM, Tahun 2019, hal. 231-249.
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Hanafi yah ini pernah menulis karya terpenting dalam bidang Usu/ al-Figh,
yaitu Ma khadh al-Shara’i'® Setelahnya, ada ahli Ushul al-Figh generasi
awal bermazhab Shafi‘i, Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi (w. 365), dengan
karyanya, Usul al-Figh dan Mahasin al-Syari‘ah. Karya kedua ini
didominasi oleh diskusi-diskusi tentang al-magasid, sehingga mendapat
pujian dari Ibn al-Qayyim.®?

Abu Bakar al-Abhari (w. 375) yang muncul pasca al-Shashi pun juga
menulis sejumlah karya dalam bidang ushul, antara lain: Kitab al-Usul,
Kitab Ijma“ Ahl al-Madinah, Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-‘llal.
Karya terakhir ini banyak mendiskusikan al-magasid®® Kemunculan al-
Abhari, kemudian disusul oleh al-Bagillani (w. 403) yang menampilkan usul/
al-figh dengan ornamen-ornamen baru sehingga ia dapat digolongkan
sebagai penggagas kedua dalam perjalanan ilmu Usu/ al-Figh setelah
Shafig.*

Jika Shafi‘i (150-204 H), dikenal sebagai penggagas penulisan dan
konstruksi ilmu Usul Figh, maka al-Bagqillani (338-403 H), melakukan
lompatan yang sangat signifikan, yaitu memperluas ruang lingkup Usul Figh
secara komprehensif dan sampai pada fase al/-tamazuj (akulturasi) dan a/-
tafa‘ul (perkawinan) dengan ilmu kalam.®® Karya-karyanya yang terpenting
dalam bidang usul adalah al-Taqrib wa al-Irshad fi Tartib Turuq al-Ijtihad.
Karya ini sangat besar dan diringkas sendiri sebanyak dua tahap oleh
penulisnya.”® Tahap pertama dengan judul al-Irshad al-Mutawassit, dan
tahap kedua dengan judul, a/-Irshad al-Sagir. Menurut catatan karya tersebut
paling besar, namun yang sampai kepada kita adalah ringkasannya yang
berjudul al-Mukhtasar al-Saghir sebanyak empat bagian.®” Sedangkan
menurut salah satu riwayat, kitab aslinya sebanyak 12 jilid. Karya al-
Bagillani yang lain adalah a/-Mugni‘ fi Usul al-Figh, al-Ahkam wa al-‘llal,

8 Adnin, Adnin, and Muhammad Zein. "Epistemologi Kalam Asy’ariyah Dan Al-
Maturidiyah." Dalam AL-HIKMAH: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam 2, no. 1. 2020.

%2 Ahmad Al-Raisuni, Nazariyat al- Maghasid ‘inda Al-lmam Syatibi..., hal. 9.

8 Sulaiman, Sofyan. "Konsep Magqasid al-Shari‘ah, Kritik Atas Nalar Liberalis."
dalam Al-Fikra: Jurnal limiah Keislaman 17, no. 2. Tahun 2019, hal. 205-217.

8 Sucipto, Moch Cahyo. "The Human Rights In Islam, The Study of Al-Muwafagat
by Imam Al-Syathibi." dalam EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 2, no. 2
2018, hal. 1-5.

% Ahmad Raysuni, Nazariyat al-Magasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi. .., hal. 46.

®®Mutawali, Mutawali. "Magashid Al-Syari‘ah: Logika Hukum Transformatif."
dalam SCHEMATA 6, no. 2. Tahun 2017, hal. 117-140.

®" Hudaya, Hairul. "Mengenal Kitab al-Umm Karya al-Shafii (Dari Metode Istidlal
Hukum Hingga Keasliannya)." dalam Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no.
1. Tahun 2016, hal. 59-80.
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Kitab al-Bayan ‘an Fara’id al-Din wa Shara’i* al-Islam.®® Karya-karya ini
memiliki hubungan erat dengan pembahasan a/-magasid.

Pengembangan teori Usul/ al-Figh yang dilakukan oleh al-Bagillani,
mendapat sambutan antusias oleh generasi sesudahnya, terutama al-Juwayni
(1028-1085 H) yang tampil kreatif meringkas a/-Taqrib dengan judul al-
Talkhis. Diskusi-diskusi dalam kitab a/-Burhan® karya al-Juwayni, selalu
menampilkan pendapat al-Bagqillani. Walau pada akhirnya sebagian pendapat
tersebut diterima dan diperkuat oleh al-Juwayni dan sebagiannya lagi
ditentang dengan cara yang santun dan argumentatif.”” Fenomena seperti ini
kita temukan pula dalam karya-karya Usul/ al-Figh abad V H dan beberapa
abad sesudahnya terutama dalam karya al-Shirazi dan al-Ghazali.

Diskusi-diskusi tentang a/-maqasid secara intens kita temukan dalam
kitab a/-Burhan. Hal ini merupakan fase baru dalam perkembangan ilmu a/-
magqasid, sehingga al-Burha>n menjadi titik tolak penulisan ilmu Usu/ Figh
terutama pada masa sesudah al-Bagqillani. Kedudukan a/-Burhan, persis sama
dengan kedudukan a/-Risalahnya al-Shafi‘i yang menjadi titik tolak
penulisan Usul al-Figh pada abad ke Il dan IV H, bahkan pada masa al-
Juwayni sendiri karena ayah beliau termasuk menulis Sharh al-Risalah.

Kontribusi al-Juwayni dapat pula dilihat pada kompetensi muridnya,
Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) , dengan karya perdananya dalam
bidang Usu/ al-Figh, vyaitu a/-Mankhal™ Kitab ini tak lain merupakan
intisari dari pendapat al-Juwayni. Adapun teori al-magasid yang
disumbangkan al-Juwayni sampai saat ini mendapat pengakuan dari publik
usuli. Al-Juwayni, menggunakan kata al-magqasid, al-magsad dan al-gasdu
sebanyak sepuluh kali dalam a/-Burhan. Selain itu, al-Juwayni juga
menggunakan istilah a/-ghardu dan al-ighrad untuk sebutan arl-ma‘qar_;;ia’.72
Selain itu, dialah pertama kali membagi al- ilal dan al-maqasid al-shari‘ah
menjadi lima, yaitu:"® 1) Kebutuhan a/-daririyat seperti hukuman gisas dan
kebutuhan-kebutuhan publik (al-hajah al- ‘ammah); 2) Kebutuhan yang lebih
rendah dari al-daruriyat  seperti hukum transaksi sewa menyewa; 3)
Kebutuhan yang berada di luar a/-daruriyat dan kebutuhan publik. Posisinya

%8 Ahmad Raysuni, Nazariyat al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi.. ., hal. 46.

8 Al-Haramayn al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Figh, Beirut: Dar al-Kutub al-
'ilmiah, Tahun 1418 H/1997 M, hal. 98.

" Nasiri, Nasiri. “Menelaah Konsep Magasid al-Shari‘ah al-Juwayni dalam Kitab
al-Burhan fi Usul al-Figh.” dalam Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 6, no.
2. Tahun 2015, hal. 98-126.

™ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mankhul min Ta'ligat al-Ushul, Tahqgig, Muhammad
Hasan Hito, Damaskus: Dar al-Fikr, 1419 H/1998, Cet. Ill, hal. 552.

2 al-Yubi, Magasid al-Syari'ah wa 'Alagatuha..., hal. 53-54.

™ \bnu Zagibah, al-Magasid al-‘Ammah li al-Shariah al-Islamiyah, T.tp: Dar Al-
Shafwah, 1996, hal. 20.
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berada pada tingkatan al-tahalli (hiasan), seperti al-mukarrimat, yaitu
perbuatan yang tergolong sebagai penghias, misalnya bersuci (taharah) dan
semua yang berhubungan dengannya; 4) Kebutuhan yang tidak berhubungan
dengan al-daruriyat dan hajiyat, Tetapi lebih rendah dari tingkatan yang
ketiga, misalnya perbuatan-perbuatan yang dianjurkan (a/-mandubat); 5)
Kebutuhan yang pertaliannya dengan proses za‘/i/ kurang tampak dan juga
tidak fokus pada tujuan tertentu, sehingga tipe kebutuhan ini tidak tergolong
al-hajiyat dan al-daruriyat dan juga tidak dalam ruang lingkup al/-
mukarrimat. Keberadaannya, menurut al-Juwayni, sangat jarang karena
tidak jelas fungsi dar’u mafSadah dan jalb al-maslahah di dalamnya.

Kelompok kebutuhan tingkatan ketiga dan keempat disatukan dengan
tingkatan pertama. Sebagaimana penjelasan al-Juwayni, “Tingkatan al/-
magqasidyang kelima tidak masuk dalam ruang lingkup al-daruriyat, al-
hajiyat dan  al-mahasin.” Sementara, al-masalih tingkatan kelima
pengklasifikasiannya semata-mata berdasarkan pemahaman tersirat dari
konsep ta‘lil (ta‘lil ijmali) dan non ta‘lili. Dengan Kkata lain, sesuatu yang
dapat di-za‘7i/ dikelompokkan ke salah satu dari tiga bagian, yaitu al/-
daruriyat, al-hajiyat dan al-mahasin. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa
dilakukan ta ‘/il terhadapnya tidak dapat dimasukkan ke dalam pembagian al-
‘ilal. Dengan demikian, al-magasidhanya mencakup tiga bagian, yaitu a/-
daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat. Tiga hal inilah yang kemudian
menjadi dasar-dasar diskusi tentang a/-magasid.

Tampaknya al-Juwayni, adalah orang yang pertama kali melakukan
klasifikasi terhadap al-magasid menjadi tiga tingkatan, sekaligus
merumuskan ruang lingkup a/-daruriyat al-kubra yang kemudian populer
dengan sebutan al-daruriyat al-khums yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Hal ini dapat disimpulkan dari ucapannya: “Ruang lingkup syariah
meliputi hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang
mubah. Adapun hal-hal yang diperintahkan umumnya terdapat pada ibadah.”
Sedangkan hal-hal yang dilarang antara lain adalah perbuatan yang
berbahaya (al-mubigat) terhadap jiwa yang dilindungi dengan hukuman
gisas. Kehormatan terjamin oleh adanya a/-hudud. Sementara harta terjamin
oleh adanya hukuman potong tangan pencuri.”

Konsep al-Juwayni, kemudian dimatangkan oleh muridnya, Abu
Hamid al-Ghazali (w. 505 H). Beliau mendukung, merevisi sekaligus
mengembangkan ide sang guru, namun tetap dengan metodologinya yang
khas dan karakteristik akademisinya yang independen. Itulah sebabnya, al-
Ghazali layak diperhitungkan dalam sejarah perjalanan ilmu Usu/ al-Figh
pada umumnya dan a/-maqgasidkhususnya. Kendati al-Ghazali , belum
memiliki kontribusi yang baru dalam karyanya a/-Mankhul min Ta‘ligat al-
Usul, namun revisi dan pengembangan banyak dilakukan dalam karyanya
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Shifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Sabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta‘lil.
Kemudian kontribusi al-Ghazali , yang sangat kreatif dan potensial dalam
bidang usul/ dan al-maqasidsangat tampak jelas dan matang dalam karyanya
al-Mustasta min ‘Ilm al-Usul.

Diskusi al-magasid dalam Shifa’ al-Gha/d,”* masuk dalam tema
maslak al-munasabah yang kemudian menjelma menjadi metode za‘/il. Asas
metode yang sangat populer ini adalah ta‘lil al-ahkam al-shar‘iyah yang
fokusnya terletak pada jalb maslahah atau daf* mafsadah (menarik maslahat
atau menolak kerusakan). 7a‘/il al-masiahi atau ta‘lil al-munasabah yang
dimaksudkan oleh al-Ghazali mencakup perlindungan terhadap magasid al-
shari‘ah. Hal ini tampak jelas dalam karyanya, al-Mustasta ketika
mendiskusikan a/-istislah atau al-masiahah al-mursalah.”  Al-maslahah
menurutnya adalah perlindungan dan pemeliharaan terhadap tujuan syariat.
Semua bentuk maslahat yang tidak bertujuan untuk melindungi syariah,
disebut al-masalih al-gharibah yaitu kemaslahatan yang tidak sejalan dengan
syariah. Oleh karena itu, batal dan dibuang. Sebaliknya, seluruh maslahah
yang diorientasikan untuk melindungi maksud syariah yang dipahami dari al-
Qur’an, sunnah dan ijmak tidak akan keluar dari metode maslak al-
munasabah. Namun, metode ini tidak dinamai giyas melainkan maslahah
mursalah. Keberadaan al-masiahah yang melindungi tujuan-tujuan syariah,
lanjut al-Ghazali disepakati dan dipastikan sebagai Aujjah.

Dalam Shifa’ al-Ghalil’® dan juga dalam al-Mustasta, al-Ghazali
(1058-1111 M) mengungkapkan teori al-magasid. Pada bagian pertama,
tujuan syariah dibagi menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan.
Melindungi jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta, lanjut al-Ghazali
adalah tujuan syariah. Sanksi-sanksi pelanggaran atas a/-magasidtersebut
antara lain melindungi jiwa dengan menetapkan hukuman gisas, melindungi
akal dengan mengharamkan khamr, melindungi keturunan dengan
mengharamkan zina, melindungi harta dengan larangan mengganggu harta
orang lain, beban ganti rugi bagi mereka yang melenyapkannya, dan
hukuman potong tangan bagi pencuri. Terakhir, secara singkat al-Ghazali,
mendiskusikan perlindungan terhadap agama dengan mengutip al-Qur’an
“inna al-salah tanha ‘an al- fahsha’ wa al-munkar” Larangan dalam al-
fahsha’ sebagai puncak kemaslahatan agama yang disertai kemaslahatan
dunia.

™ Abu Hamid al-Gazali, Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa
Masalik al- Ta'bir, Tahgiq Ahmad al-Kabisy, Baghdad: Mathba'ah al-Rasyad, 1390
H/1971 M, hal. 58.

> Abu Hamid al-Gazali, al-Mustasfa min ‘llm al-Ushul, Beirut: Dar al-Argam,
tt,Juz 1, hal. 634.

’® Abu Hamid al-Ghazali, Shifa' al-Galil i Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa
Masalik al- Ta'bir.. ., hal. 60.
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Dalam kitab a/-Mustasta, al-Ghazali (1058-1111 M) mendiskusikan
kembali al-magasiddengan metode yang lebih cermat dan detail. Namun
untuk kali ini ia tidak membagi a/-magasid menjadi bersifat keagamaan dan
keduniaan. Mungkin karena ia merasa bahwa seluruh a/-magasid dalam
waktu yang sama memiliki sifat keagamaan dan keduniaan. Larangan
terhadap perbuatan al-fakhsha’ wa al-munkar (keji dan munkar) secara
otomatis berarti larangan terhadap pembunuhan, mabuk, zina, dan mencuri.”’
Dengan mengikuti metode gurunya, al-lmam al-Haramayn (1028-1085 M),
al-Ghazali membagi al-masalih dari aspek tingkat kekuatan dan
kejelasannya, yaitu: al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat serta al-
tazyinat. Pembagian ini jelas dan permanen di tangan al-Ghazali. Uraian
masing-masing tingkatan dan pelengkapnya (mukammilat), serta contoh-
contohnya sangat detail. Pola klasifikasi a/-masalih ini dan dua tingkatan
lainnya, vyaitu: al-hajivat dan al-tahsiniyat merupakan produk ijtihad al-
Ghazali  dan menjadi referensi para teorikus Usul/ al-Figh sesudahnya
sampai munculnya al-Shatibi, yang tampil sebagai penggagas ketiga ilmu
Usul al-Figh.

Pasca al-Ghazali, muncul Fakhr al-Din al-Razi (606 H) menulis kitab
al-Mahsul”® Namun teori al-magasid yang dikemukakannya merupakan
pengulangan dari konsep al-Juwayni dan al-Ghazali . Barangkali, karena al-
Mahsul merupakan ringkasan dari al-Mu‘tamad,” al-Burhan dan al-
Moustasta. Meskipun demikian kontribusi al-Razi (251-323 H), yang paling
berharga adalah mempertahankan metode ta‘/i/ al-ahkam secara
argumentatif yang mulai dikritik dan diragukan oleh sebagian ahli ushul. Al-
Razi juga tidak terikat dan bahkan tidak konsisten dengan hierarki a/-
daruriyat al-khumus yang dikonstruksi oleh al-Ghazali. Sesekali ia
menyebutkan urutan a/-daruriyat dengan kata tunggal, yaitu: al-nafs, a/-mal,
al-nasab, al-din dan al-‘agl. Dan sesekali dengan menggunakan bentuk
jamak, yaitu: al-nufus, al-‘uqul, al-adyan, al-amwal, dan al-ansab. Tak hanya
itu, ia juga memakai istilah al-nasab sebagai ganti al-nasal. Padahal, istilah
al-nasal lebih sahih karena perlindungan terhadap an-nasal menjadi tujuan
(magsud) Shari‘ yang berada pada tingkatan a/-daruriyat al-‘ammah.
Adapun perlindungan terhadap al-nasab merupakan pelengkap dari
perlindungan terhadap al-nasal.

" Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil.. ., hal. 636.

’® Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshul fi 'llm Ushul al-Figh, Mansyurat Muhammad
Ali Baidun, Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyah, 1420 H/1999, Cet.1I, Juz I, hal. 349.

" Al-Mu ‘tamad fi Usul al-Figh adalah karya Abu al-Husain Muhammad Ibn Ali
al-Mu'tazili, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, tt.
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Kemudian muncul al-‘Amidi (w. 631 H) dengan karyanya, a/-Ihkam
fi Usul al-Ahkam,” yang juga merupakan ringkasan dari a/-Mu‘tamad, al-
Burhan, dan al-Mustasta. Kontribusi konstruktif dan penting dari al-‘Amidi
hanya memasukkan a/-magqgasid ke dalam bab tarjih , tepatnya pada tarjih
antara dua giyas yang saling bertentangan. Ide al-‘Amidi , ini kemudian
menjadi referensi dan bahkan menjadi tradisi (sunnah h}asanah) di kalangan
ahli ushul sesudahnya. Al-‘Amidi, mentarjih al-maqasidal-daruriyat atas
al-maqasidal-hajiyat, dan men-tarjih al-hajiyat atas al-maqasidal-tahsiniyat.
Sebagaimana juga mentarjih maslahat inti (al-masalih al-asliyah) atas
pelengkap-pelengkapnya (al-mukammilat), dan mentarjih  pelengkap al-
daruriyat atas pelengkap al-hajiyat.**

Al-‘Amidi, kemungkinan juga orang pertama yang menjelaskan
hirarki al-daruriyat al-khams dan mentarjih  salah satunya jika terjadi
pertentangan.?? Meski ketika menyebutkan al-daruriyat al-khumus untuk
pertama kali, ia mengaku mengikuti hirarki al-Ghazali . Hal ini tampak jelas
dalam tulisannya: ““Al-maqgasidal-khamsah yang pasti mendapat
perlindungan dari semua agama adalah a/-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasal, dan
al-mal...". Namun, ketika merinci proses tarjih, al-‘Amidi memprioritaskan
perlindungan terhadap al-nasal dari pada perlindungan terhadap al-‘aqgl.
Demikian pula mendahulukan al-nafs atas al-nasal. Dengan melindungi
keduanya, terlindungi pula al-‘aql. Sebaliknya, jika keduanya terabaikan
maka terancam pula eksistensi al-‘ag/. Adapun perlindungan terhadap al-
‘agl tidak mencakup perlindungan terhadap al-nafs dan al-nasal. Bahkan
perlindungan terhadap al-‘aq/ itu sendiri tak mungkin terjadi tanpa
melindungi al-nafs dan al- ‘aqgl.

Secara panjang lebar al-‘Amidi menguraikan dan mempertahankan
perlunya memprioritaskan a/-din atas al-nafs.®*> Oleh karena itu, kontribusi
baru al-‘Amidi adalah penegasannya bahwa ruang lingkup al/-daruriyat al-
khamsah merupakan kesimpulan dari fakta yang ada. Hal ini menjadi
referensi kaum wusuli sesudahnya. Namun demikian, membatasi ruang
lingkup al-daruriyat  pada lima hal meskipun sudah menjadi semi
kesepakatan kolektif (shibh ijma“) tetap saja membutuhkan pencermatan dan
analisis ulang yang memadai.

Setelah masa al-Razi dan al-‘Amidi , dinamika dalam ilmu Usul al-
Figh tidak lagi berjalan. Misalnya, penulisan hanya terbatas pada ringkasan
karya-karya sebelumnya, dan komentar-komentar atas ringkasan tersebut dan

8 Sayf al-Din al-’Amidi, al-Thkam fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-
'limiyah, tt, Juz IV..., hal. 463.

# Sayf al-Din al-* Amidi, a/-Ihkam £ Usil al-Ahkam,.. hal. 465.

8 Sayf al-Din al-‘Amidi, a/-Ihkam £i Usil al-Ahkam,. .. hal. 469

® Sayf al-Din al-‘ Amidi, al-lhkam £i Usil al-Ahkam...,hal, 471
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seterusnya. Sebagian berusaha menulisnya dalam bentuk nazm dan nathar.
Demikian seterusnya sampai pada karya Jam* al-Jawami‘ atau tepatnya
menurut al-Raysuni®* disebut Jam* al-Mawani‘ yang berarti akumulasi dari
semua larangan untuk berkreasi dalam mengembangkan konsep-konsep usul/
al-figh. Teori usul al-figh dianggap baku dan sakral, tidak boleh dirubah,
ditambah apalagi diganti dengan yang baru.

Kemunculan Jam* al-Jawa>mi‘ hanya membatasi kreasi dan
memasung potensi, terbatas pada menghafal dan memberi komentar singkat
terhadapnya. Untungnya muncul Ibn al-Hajib (646 H). Dalam
mengembangkan al-magasid, beliau mengikuti langkah yang sudah dirintis
oleh al-‘Amidi . Menurutnya, a/-maqasidada dua macam, pertama, al-daruri
yang menduduki peringkat tertinggi, yaitu al-magasidal-khamsah (agama,
jiwa, akal, al-nasal, dan harta). Kelompok ini dilindungi oleh semua agama.
Kedua, al-magqasid al-hajiyat, yaitu kebutuhan normal seperti jual beli dan
sewa.

Dalam mendiskusikan proses taryih, Ibn al-Hajib mengedepankan a/-
daruriyat atas al-hajiyat dan seterusnya persis seperti pendapat al-‘Amidi .
Sedangkan dalam mentarjih  antara unsur-unsur  al-daruriyat 1a
mengedepankan agama dari unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, ia mengatakan
hak ‘adami diprioritaskan daripada hak Allah. Beliau juga mengedepankan
al-nasal atas al- ‘ag/ persis seperti al-‘ Amidi .

Baydawi (685 H) sama dengan al-Razi, membagi a/-magasid menjadi
magqasidukhrawiyah dan maqasiddunyawiyah.®> Maqgasid ukhrawiyah seperti
membersihkan jiwa. Dan magasiddunyawiyah terbagi menjadi tiga.
Pertama, al-daruriyah, misalnya melindungi jiwa dengan menerapkan
hukuman gisas, melindungi agama dengan melakukan jihad, melindungi akal
dengan menetapkan sanksi bagi para pemabuk, melindungi harta dengan
menetapkan aturan al-daman (ganti rugi), dan melindungi nasab dengan
menetapkan hukuman bagi pezina. Kedua, al-mas/ahah seperti mengangkat
perwalian untuk anak yang belum memiliki kecakapan dalam bertindak.
Ketiga, tahsiniyat, seperti mengharamkan barang-barang kotor (gadhurat).

Setelah Baydawi, muncul al-Asnawi (w. 772 H).®® Ia tidak memberi
komentar sedikit pun tentang sistematisasi a/-daruriyat. 1a terlihat sepakat
dengan sistematisasi yang dilakukan al-‘Amidi . Tetapi, di tempat lain al-
Asnawi menyebut a/-daruriyat dengan urutan: agama, jiwa, akal, harta, dan

& Ahmad Raisuny, Nadhariyyat al-Magashid ‘Inda al-ilmam al-Syathibi..., hal. 47.

® Nasiruddin Abdullah al-Baidhawy, Minhaj al-Wushul ila 'llm a/-Usul, Beirut:
Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. I, 1984, hal. IV/75. Lihat juga Syarah al-Minhaj, oleh
Syamsuddin al-Isfahani, Riyad: Maktabah al-Rusyd, Cet. I. 1410 H, hal. 11/806.

% Al-Asnawi, Nihayat al-Sul fi Syarhi Minhaj al-Ushul, Kairo: 'Alam al-
Kutub, tt, hal. 1\V/82-84.
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keturunan. Sedangkan pada bagian zarjih ia hanya mengikuti pola yang
dikemukakan oleh al-‘Amidi dan Ibn al-Hajib tanpa memberi komentar
sedikit pun.

Kelihatannya, dalam membuat urutan a/-daruriyat al-khumus, kaum
usuli terkadang mengikuti sistematika al-Ghazali  dan al-‘Amidi , dan
terkadang mereka juga bebas, tidak terikat dengan sistematika siapa pun.
Baik al-Ghazali maupun al-‘Amidi sama-sama mendahulukan agama,
kemudian jiwa, dan terakhir adalah harta. Namun, keduanya berbeda pada
al-nasal dan al-‘aq/. Tampaknya, dalam hal ini lebih tepat mengikuti urutan
yang dibuat oleh al-‘Amidi . Sebagaimana diketahui, sistematika al-Ghazali
tidak dibarengi dengan argumen dan tidak pula mempertahankannya.

Melihat kenyataan tersebut, rasanya pendapat al-Zuhayli (1932-2015
M) dan Muhammad Sa‘id al-Buti (1929-2013 M), tidak dapat diterima. Al-
Zuhayli mengatakan bahwa fugaha’ Malikiyah dan Shafi‘iyah melakukan
sistematisasi terhadap al/-daruriyat al-khams sebagai berikut: agama, jiwa,
akal, keturunan (nasal), dan harta (mal).®’ Sedangkan al-Hanafi yah
melakukan sistematisasi sebagai berikut: melindungi agama, jiwa, nasab,
akal, dan harta.

Menghubungkan sistematisasi al-daruriyat dengan mazhab tertentu
kurang relevan, apalagi menisbatkannya kepada Hanafi yah dan Malikiyah
sama sekali tidak berdasar. kendati Ibn Hajib, seorang penganut al-Maliki,
mengikuti sistematisasi al-‘Amidi sebagaimana juga dilakukan oleh ahli
usul yang lain. Terlebih al-Zuhayli mengacu kepada referensi Musallam al-
Thubut, karya ahli usul dari mazhab Hanafi yah. Referensi ini, kata al-
Raysuni,® tidak relevan dengan persoalan, karena penulisnya tergolong
generasi muta’akhir (w. 1119 H), yang berarti, sistematisasi unsur-unsur al-
daruriyat  dalam karyanya tersebut dapat dipastikan bukan produk
ijtihadnya, lagi pula beliau tidak pernah mengatasnamakan mazhab Hanafi ,
melainkan mengikuti kaum usuli yang bermazhab Shafi‘i. Musallam al-
Thubut juga merupakan karya yang memadukan antara metode Shafi‘iyah
dan Hanafiyah.

Ketika melakukan sistematisasi a/-daruriyat untuk pertama Kkali
persis seperti sistematisasi yang dilakukan oleh al-Ghazali yang bermazhab
Shafii, yaitu mendahulukan akal atas keturunan. Ketika memunculkan
sistematisasi tersebut pada bagian tarjihat, penulis Musallam a/-Thubut
memilih model sistematisasi al-‘Amidi yang mendahulukan nasab atas akal.
Al-‘Amidi sendiri adalah seorang penganut mazhab Shafi‘i. Dengan
demikian, dua model sistematisasi a/-daruriyat al-khamsah adalah produk

8 Wahbah al-Zuhaily, Usil al-Figh al-lslami, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. I,
1986, hal. 11/752-758.
8 Ahmad Raisuny, Nadhariyyat al-Magashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi..., hal. 49.
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kaum usuli mazhab Shafi‘i. Kemudian diikuti oleh kaum usuli mazhab
Maliki dan Hanafi. Namun sistematisasi tersebut, sekali lagi, tidak ada
hubungannya dengan mazhab tertentu, melainkan produk nalar ijtihad
personal. Adapun al-Buti,”* melakukan konstruksi dengan mengikuti
sistematisasi yang dilakukan oleh al-Ghazali dan memberi sejumlah
argumentasi dengan beberapa contoh fikih. Namun, penjelasan al-Buti,
bahwa sistematisasi al-kulliyat al-khamsah yang merupakan model produk
ijmak,” menjadi tidak beralasan.

Pasca al-Baydawi, muncul Ibn al-Subki (w. 771 H).** Dalam
mengurutkan al-daruriyat al-khums, beliau mengikuti al-Ghazali , namun
mengganti istilah al-nasab dengan an-nasal seperti al-Razi, dan memasukkan
satu unsur lagi sehingga menjadi enam. la mengatakan: a/-daruri seperti hifz
al-din, hifz al-nafs, hitz al-‘aql, hitz al-nasab, kemudian hifz al-mal, dan al-
‘ard. Al-Bannani, saat mengomentari tambahan tersebut mengatakan bahwa
al-‘ard} adalah tambahan dari penulis (Ibn Subki), sama dengan al-Tufi (w.
716 H) dan mengurutkannya dengan wawu ‘ataf’ Ini menunjukkan bahwa
tingkatannya sama dengan a/-mal. Sedangkan pengurutan lainnya dengan al-
fa’ yang mengindikasikan masing-masing unsur berdiri sendiri dan berada
pada tingkatan yang independen.’

Memasukkan al-‘ard ke dalam cakupan al-daruriyat  al-khams,
sebelum al-Tufi , diperkenalkan oleh al-Qurafi (w. 684 H) yang dinukil dari
kaum usuli sebelumnya. Menurut a/-Qurafi, al-kulliyat al-khums adalah hifz
al-nutus, hifz al-adyan, hitz al-ansab, hitz al-‘uqul, hifz al-amwal, ada yang
mengatakan al-a‘rad”®® lbn ‘Ashur sendiri keberatan dengan tambahan
tersebut. Menurutnya, al/-‘ard masuk ke dalam cakupan a/-hajiyat. Beliau
juga tidak menerima Aifz al-nasab ke dalam cakupan al/-daruriyat, kecuali
kalau dimaksudkan untuk melindungi al-nasal.®*

Selain tokoh-tokoh al-magasid, sebagaimana disebutkan di atas,
muncul pula sejumlah tokoh lain yang popularitas mereka melebihi tokoh-
tokoh sebelumnya. ‘Izz Din Ibn ‘Abd al-Salam (w. 660) misalnya, sangat
populer dengan karya Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Karya ini
terfokus pada masalah magqgasidsyariah, baik itu diungkapkan dengan istilah

8 Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahah, Beirut: Muas-
sasah al-Risalah..., hal. 250.

0 Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahah..., hal. 250.

o Taj Din Ibn Subki, Jam'u al-Jawami’, bi Hasyiyah al-Bannani, Dar al-Thya' al-
Kutub al-'Arabiyah, tt, hal. 280.

%2 Tajuddin Ibn Subki, Jam'u al-Jawami’, bi Hasyiyah al-Bannani.. ., hal. 280.

% Shihabud Din al-Qurafi, Syarah Tangih al-Fushul, Beirut: Dar al-Fikr, Cet.

I, 1973, hal. 391.

°* Al-Tahir Ibn Asyur, Magashid asy-Syariah al-Islamiyah, Tunis, Tahun 1966,

hal. 81-82.
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magqasidal-ahkam maupun dengan al-masalih dan al-mafasid, semuanya
dalam bingkai magqasidshari‘ah yang disarikan dari jalb al-masalih wa dar’
al-mafasid.

Secara singkat, muatan karya Ibn Abd al-Salam (577-660 H), sejak
awal menegaskan bahwa mayoritas magasidal-Qur’an adalah al-amr bi
iktisab al-masalih wa asbabiha, wa al-zajr ‘an iktisab al-mafasid wa
asbabiha.””> Menyebut Ibn ‘Abd al-Salam dalam hal ini, tidak mengharuskan
kita untuk menyebut muridnya, Shihab al-Din al-Qurafi. Mengingat
kontribusinya persis sama dengan pemikiran sang guru kecuali memberikan
komentar dan penjelasan terhadapnya.

Kemunculan Ibn ‘Abd al-Salam disusul oleh Ibn Taymiyah (w. 728).
Ketika ia berbicara tentang syariah, Ibn Taymiyah selalu menyebutkan
hikmah dan magqasidshari‘ah. Lebih dari itu, Ibn Taymiyah juga
menampilkan masalih shari‘ah dan mafasid yang akan terjadi jika
melanggarnya. Hal ini dapat dilihat dalam karyanya, a/-Fatawa. Menurut
lbn Taymiyah,® Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha
semaksimal mungkin berpegang pada yang paling maslahat, dan yang paling
lebih maslahat, dan menjauhi yang paling mafsadat, dan seterusnya. Ini
adalah asas yang paling istimewa dalam penetapan hukum Islam.

Sesuatu yang wajib adalah menghasilkan al-masalih dan
menyempurnakannya, dan menggugurkan al-maftasid atau
meminimalkannya. Jika terjadi pertentangan, maka pilihan terletak pada
mas}lah}at yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan
mencegah mafsadah yang lebih besar sekalipun harus berhadapan dengan
mafsadah yang lebih kecil.®’

Contoh aplikatif konsep magqgasid Ibn Taymiyah terletak pada
uraiannya tentang wilayah al-shari‘ah berupa khilafah (pemerintahan), gada’
(peradilan), dan Aisbah (pengawasan). Menurutnya, wilayah atau kekuasaan
dalam Islam bertujuan untuk memosisikan agama untuk Allah, dan bahwa
kalimat Allah adalah tertinggi. Tujuan Tuhan menciptakan hamba-Nya
adalah untuk hal itu. Dengan itu pula, diturunkan al-Kitab dan diutus para
Rasul. Karena itu, para Rasul dan pengikutnya melakukan jihad. Di tempat
lain Ibn Taymiyah, juga berkata bahwa tujuan wajib (a/-magsud al-wajib)
dengan al-wilayah adalah memperbaiki keberagamaan manusia yang jika
terabaikan akan menimbulkan kerugian, dan tidak bermanfaat seluruh
kenikmatan yang diberikan di dunia. Jejak dan usaha Ibn Taymiyah, diikuti

% Izzud Din Ibn Abdi as-S alam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Beirut:
Dar al- Jail, tt.

* Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, hal. XX/48.

*” Ibn Taymiyah, Majmu’ al-Fatawa, XXV111//284.
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oleh murid seniornya, Ibn al-Qayyim (w. 751). Namun, posisinya sama
dengan al-Qurafi terhadap gurunya, Ibn Abd al-Salam.

Definisi  magasid  al-shari‘ah  bergerak  teratur  mengikuti
perkembangan teorinya. Adalah Abu Ishaq al-Shatibi (720-790 H) yang
dikenal sebagai “begawan” kajian maqasi dal-shari‘ah. Meskipun diskursus
ini, sebenarnya sudah muncul sebelum beliau lahir.®® Dengan menggunakan
al-Shatibi sebagai acuan, maka setidaknya ada tiga frase perkembangan teori
maqasid al-shari ‘ah.*

Selain masa al-Shatibi sendiri, masih ada era sebelum dan sesudah
beliau. Para pemikir sebelum al-Shatibi memandang magqasid al-shari‘ah
secara sederhana. Mereka cenderung mempersamakan magqgasid al-shari‘ah
dengan hikmah, tujuan, makna, mencari maslahat dan menolak mafsadat.'®
Kemudian, al-Syatibi mengelaborasi definisi yang berkembang sebelumnya,
hanya saja pemahaman al-Shatibi kurang operasional. Menurut al-Shatibi, di
dalam aturan syariat pasti ada kemaslahatan. Kemaslahatan itulah yang
menjadi tujuan daripada syariat.'®*

Setelah era al-Shatibi, maqasid al-shari‘ah menuju puncak kejayaan.
Pendefinisian mereka terhadap magasid al-shari‘ah sudah lebih konkret.
Salah satunya, magqasid al-shari‘ah yang dipahami oleh Ibn ‘Asyur (1879-
1973 M). Menurut Ibn © Asyur, sebagaimana dikutip oleh Manubah Burhani,
maqasid al-shari‘ah adalah makna dan hikmah yang terdapat dalam segala
bentuk syariat yang diperhatikan dan dilestarikan oleh Shari‘. Terkadang
secara eksplisit atau implisit, tujuan tersebut dijelaskan.’®* Sebab itu, ini

% Menurut Ghofar Shidiq, kajian maqasid al-shari’ah orang pertama yang

menggagas adalah Abu al-Ma’ali al-Juwaini (w. 1085). Lihat: Ghofar Shidiq, “Teori
Magqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam,” dalam Jurnal Sultan Agung, vol. XLIV, no.
118. Semarang: Unisula, 2009, hal. 122; Bandingkan dengan pendapat Ahmad al-Raisuni,
diadopsi Safriadi, penggagas konsep maqasid al-syari’ah pertama adalah al-Gazali (w.
1085). Lihat: Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Ashur dalam Kajian Maqasid alSyari‘ah,”’dalam
Jurnal Islam Futura, Volume XIII, No. 2, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014, hal. 80; Yang
lebih awal, menurut Jasser Auda adalah al-Tirmizi al-Hakim (w. 908). Lihat: Jasir ‘Audah,
Magqasid asy-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadi’in, London: IIIT, 2010, hal. 37

®Ahmad al-Raysuni, “al-Bahs fi Maqasid asy-Syari’ah: Nasy’atuhu wa
Tatawwuruh wa Mustagbiluh,”..., hal. 3.

1% “Umar bin Salih bin ‘Umar, Magqasid al-Shari’ah ‘ind al-Imam al-‘Izz bin ‘Abd
as Salam, Urdun: Dar an-Nafa’is, 2003, hal. 88.

%' Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asySyatibi, Al-Muwafaqat, vol. I,
cet. ke-1, t.k..: Dar Ibn ‘Affan, 1997, hal. 321.

192 Nilai atau hikmah yang terkandung di dalam magasid al-syari’ah mengandung
nilai universal Syariah, seperti moderasi (al-wasatiyah), toleran (al-tasamuh) dan holistic
(al-shuniil). Lihat Manubah Burhani, “al-Fikr al-Magqasidi ‘ind Muhammad Rasyid Rida,”
Disertasi Batinah/Aljazair: Universitas al-Hajj Lakhdar, 2007, hal. 26
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menjadi tugas bagi peneliti yang berusaha menyingkap makna atas tujuan
tersebut.

Pemahaman tentang magqgasid al-shari‘ah selalu berkutat sekitar
tujuan yang hendak dituju dengan pemberlakuan syariat. Pada awal
kemunculannya, teori magasid al-shari ‘ah tidak memiliki nilai tawar dalam
memahami nas keagamaan. Kajian-kajian nas selalu dikaitkan dengan
analisis kebahasaan. Sehingga wajar, kajian usul fikih yang berbasis
kebahasaan lebih berkembang dibanding kajian magasid al-shari‘ah **
Embrio kajian magqasid al-shari‘ah dikenalkan oleh Abu al-Ma‘ali al-
Juwayni (1028-1085 M). Kajian ini diinisiasi oleh ide al-Juwayni.
Menurutnya, nas yang terbatas tidak mungkin mampu menyelesaikan
problematika yang semakin berkembang. Sebagai patron untuk merumuskan
aturan-aturan aktual, al-Juwayni mengenalkan konsep al- ismah (penjagaan).
Ada lima hal yang harus dijaga dalam kehidupan, yaitu keimanan, jiwa, akal,
keluarga, dan harta.'®

Teori ini dikemas kembali oleh al-Ghazali . la bukan sekadar
memperkuat basis teori gurunya, namun ia menjadikannya sebagai kausa
legal. Baginya, segenap ketentuan syariat memiliki tujuan melindungi kelima
hal tersebut. Yang dicontohkan al-Ghazali  tentang faktor diharamkan
minuman keras yaitu karena faktor merusak akal. Kajian yang dilakukan
oleh al-Ghazali, kemudian disempurnakan oleh al-Shatibi. Kontribusi
utamanya yang dikenal luas adalah pemetaan kebutuhan manusia menjadi
primer, sekunder, dan tersier. Konsep yang sudah ada tentang penjagaan,
diadopsi sepenuhnya sebagai kebutuhan primer manusia. Kebutuhan tersebut
dikenal dengan al-daruriyah al-khamsah, lima kebutuhan dasar manusia.
Kontribusi lain yang tidak kalah penting sebenarnya adalah gagasannya
tentang posisi maqasid al-shari‘ah. Menurutnya, magqasid al-shari‘ah bukan
sekadar hikmah dari aturan syariat, melainkan visi yang hendak dituju oleh
syariat itu sendiri. Karena posisinya tersebut, al-Shatibi mengusulkan agar
maqasid al-shari ‘ah dipertimbangkan sebagai dasar pemahaman syariat yang
fundamental. Pendapatnya ini juga didasarkan pada keyakinannya bahwa visi
syariell('gsadalah sesuatu yang pasti, karena ditopang oleh dalil-dalil yang pasti
pula.

Teori magqasid al-shari‘ah harus berpusat kepada lima kemaslahatan
utama; kemaslahatan agama (4ifz al-din), kemaslahatan jiwa (A4ifz al-nafs),

103 7ul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar

Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd AlSalam
(w.660 h),” dalam Jurnal Tazkir Vol. IX No. 2. Tahun, 2014, hal. 173.

104 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law , London: IIIT,
2007, hal. 17.

105 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law..., hal. 18, 53-
54.
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kemaslahatan akal (4ifz al-‘aql), kemaslahatan keturunan (Aifz al-nasl) dan
kemaslahatan harta (4i£z al-mal). Setiap tingkatannya memiliki klasifikasi
kebutuhan; primer (dharuriyat), sekunder (hajjiyat), dan tersier (tahsiniyat).
Urutan tingkatan ini akan tampak dalam penetapan hukumnya ketika
berlawanan dengan kemaslahatan. Tingkatan pertama adalah yang daruriyat.
Tingkatan kedua adalah yang hajjiyat. Tingkatan ketiga adalah tahsiniyat.
Dengan kata lain, tingkatan ketiga melengkapi tingkatan kedua. Begitu juga
tingkatan pertama dilengkapi oleh tingkatan kedua.'® Tingkatan daruriyat
diartikan sebagai kebutuhan yang tidak boleh ditunda. Ini dalam rangka
memelihara keutuhan lima kemaslahatan (a/-umur al-khamsah) utama, baik
itu dalam rangka membangun sendi-sendi utama, menetapkan prinsip-prinsip
dasarnya, menyingkirkan kesengsaraan (a/-matasid) yang akan yang terjadi.
Ketika tingkatan pertama ditiadakan atau ditunda, maka dapat
mengakibatkan terancamnya keberadaan kelima pokok tersebut. Sementara
itu, hajjiyat merupakan suatu kondisi yang tidak memengaruhi keberadaan
kelima pokok tersebut, dan hanya menyebabkan kesulitan saja. Contoh,
pemberian rukhsah kepada orang yang bepergian (musafir) untuk
menggas}ar atau menjamak salat. Sementara tahsiniyat dimaknai sebagai
kebutuhan penunjang peningkatan kedudukan manusia di tengah masyarakat
dan di hadapan Tuhannya, dan ini tentunya dengan memperhatikan
kesesuaian dengan kepatutannya.*’

Setelah lama tidak dikaji, magasid al-shari‘ah kembali diminati
setelah al-Tahir ibn ‘Ashur (1879-1973 M) mengemukakan gagasannya.
Gagasan tersebut lahir dari kritiknya terhadap pemikiran al-Shatibi.
Rumusan al-Shatibi tentang ‘lima kebutuhan dasar manusia’ dinilai kurang
komprehensif untuk dunia modern. Dia mengusulkan kebebasan, kesetaraan,
kesucian, toleransi, dan keadilan sebagai bagian dari kebutuhan dasar
manusia.'® Dia juga melakukan pemetaan maqasid al-shari‘ah menjadi
khusus dan umum. Selain itu, dia berkontribusi merumuskan metode untuk
menggali maqasid al-shari‘ah, yaitu dengan metode induksi.'”

Kajian Ibn ‘Ashur kemudian membuka cakrawala banyak sarjana
Islam periode selanjutnya. Pada umumnya, fokus kajian para sarjana
kontemporer meliputi empat hal. Pertama, berkenaan dengan
pengelompokan, yang dipetakan menjadi parsial, khusus, dan umum. Kedua,

106 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum lIslam, Ciputat: Logos Wacana llmu,
1997, hal. 126.

197 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Masahah fi a/-Shari‘ah al-
Islamiyah, Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000, hal. 110-111.

1% Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh Agalliyat dan Evolusi Magashid
al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 196.

109 Muhammad at-Tahir ibn ‘Asyur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah, Qatar:
Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 2004, hal. 56.
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berkenaan dengan sasaran, yang tidak membatasi hanya pada penjagaan,
melainkan juga pengembangan. Ketiga, berkenaan dengan jangkauan, yang
tidak terbatas pada orang per orang, melainkan meliputi unit yang lebih luas.
Keempat, berkenaan dengan sumber, yakni tidak lagi diinduksi dari kasus
fikih, melainkan digali langsung dari al-Qur’an dan sunah.

Inovasi terbaru digagas oleh Jasser Auda. Auda, menganggap bahwa
memahami nass untuk menggali hukum, tak ubahnya seperti memperhatikan
kerja sebuah sistem. Ada tiga komponen penting yang ada di dalamnya, yaitu
‘bahan baku’, ‘proses’, dan juga ‘hasil’. “Bahan baku’ pada proses
pemahaman syariat adalah nass-nass keagamaan. ‘Proses’ adalah
pemahaman nas dengan pendekatan tertentu. Sedangkan ‘hasil’ adalah
produk pemahaman yang dihasilkan. Sebuah sistem, bagi Auda, harus
memiliki enam fitur, yaitu: 1) Sifat kognitif; 2) Holistik; 3) Terbuka; 4)
Interrelasi antar hierarki; 5) Multidimensi; dan 6) Kebermaksudan.**
Sebelum penyebutan dengan istilah tafsir magasidi , sebelumnya sudah
muncul istilah magqgasid al-shari‘ah yang terfokus dalam studi usul fikih.
Istilah yang disebut pertama itu merupakan istilah yang relatif baru, jika
tidak ingin mengatakan baru sama sekali. Tetapi, dalam diskursus kajian
Islam kontemporer dewasa ini, teori magqgasid al-shari‘ah menjadi satu
disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari usul fikih dan bahkan sering
dijadikan pisau bedah dalam menganalisis isu-isu aktual-kontemporer.

Penting dilakukan analisis lebih jauh terkait studi tafsir magasidi .
Pasalnya, di keramaian pandangan ekstrem dari pihak-pihak memiliki
artikulasi tersendiri terhadap ajaran Islam - yang terkadang cenderung
kepada sikap intoleran dan mengedepankan kekerasan - muncul diskursus
moderasi Islam. Tindakan dan pandangan ekstremisne kerap diakibatkan
oleh cara berpikir ekstrem manakala menghadapi penafsiran terhadap teks-
teks agama. Ini tidak disangkal manakala al-Qur’an dan hadis dipahami oleh
pihak-pihak yang memiliki pandangan ekstrem tersebut. ™

Definisi tafsir magqasidi terdiri dari kata a/-tafsir yang menjadi awal
dari kata ‘tafsir’ adalah akar dari kata a/-fasr, yang artinya menjelaskan suatu
hal. Sedangkan secara etimologis, kata a/-tafsir memiliki arti ‘mengungkap
makna laten’, ‘menjelaskan’, dan ‘mengurai’.112 Sementara secara
terminologis, pengertian tentang begitu beragam. Misalnya penjelasan
Quraish Shihab, yang menjelaskan setidaknya memenuhi tiga komponen;
penjelasan, maksud firman Tuhan, dan sesuai kemampuan manusia. Ada
konsekuensi yang lahir akibat unsur tersebut. Pertama, menafsirkan harus

10 jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law..., hal. 4, 45.

111 Abdul Mustagim, Agumentasi Keniscayaan Tafsir Magashidi Sebagai Basis
Moderasi Islam..., hal. 5-7.

12Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, Tahun
2012, hal. 31
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dilakukan dengan kesungguhan dan dilakukan terus-menerus. Kedua,
menafsirkan berarti menyingkap kemuskilan teks Al-Qur’an. Ketiga,
kebenaran tafsir bersifat nisbi.**®

Kemunculan ilmu-ilmu keislaman yang masuk ranah al-Qur’an
dan bercabang menjadi keilmuan spesifik, misalnya tafsir, tasawuf, fikih,
kalam, dan lainnya, juga dilengkapi dengan sejumlah metode tertentu ketika
menghadapi teks al-Qur’an. Maka itu, setiap keilmuan tersebut mempunyai
cara atau metode tersendiri ketika melakukan studi Qur’an dan ‘Ulum al-
Qur’an. Sebagian besar metode ini membatasi pada kecenderungan ilmiah
dengan melakukan berbagai upaya memahami teks-teks Qur’an. Pada sisi
lain, tidak heran jika institusi ahli hadis, membatasi dirinya hanya pada ilmu-
ilmu hadis semata, tidak melengkapinya dengan cara pandangan
komprehensif atas nilai-nilai Islam. Hal yang sama juga pada institusi fikih,
yang lingkaran konsentrasinya seputar ibadah dan hal-hal yang berkaitan
dengannya, sehingga ini menjadi pola ‘permanen’ atas aktivitas
rasionalistiknya. Karena, paling tidak hanya menjurus kepada fikih saja,
tidak ke lingkup yang lain."*

Diskursus tentang tujuan inti syariah (maqasid al-shari‘ah) menjadi
isu populer dan penting selama beberapa dekade terakhir. Terutama melalui
proyek pemikiran magasid yang dikembangkan di Magribi melalui beberapa
tokohnya seperti Tahir ibn ‘Ashur (1879-1973 M), Alal al-Fasi (1910-1974
M), Raysuni (1953 M), dan lain sebagainya. Studi tentang inti syariah
tersebut mulai merambah kajian terkait tujuan utama al-Qur’an yang
dikenal dengan istilah maqgasid al-Qur’an. Magqgasid al-shari‘ah lebih
menitikberatkan pada pemahaman hukum Islam. Sementara magasid al-
Qur’an lebih kepada pemahaman atas konsep, ketentuan, dan tafsir Qur’an.
Dengan demikian, ruang lingkup magqgasid al-Qur’an melampaui masalah
hukum yang menjadi bagian kecil dari al-Qur’an itu sendiri.

Sebenarnya, kajian terkait magasid al-Qur’an sudah menjadi isu lama
yang masih mendapat perhatian dari para pemikir muslim kontemporer.
Bahkan tidak sedikit kajian seputar magqgasid al-Qur’an menjadi bagian yang
tidak terpisah dari kajian magqgasid al-shari‘ah kontemporer yang belakangan
menjadi tren baru di dalam kajian al-Qur’an. Apa yang kemudian dikenal
dengan tafsir magqasidi menjadi tren dalam kajian al-Qur’an. Sebagai sebuah

14

113 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut
Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al Qur’an, cet. ke-2, Tangerang: Lentera Hati,
2013, hal. 10.

1% Muhammad Sami al-Nashar, Nasy’ah al-Fikr alFalsafi f7 al-Islam, Kairo: Dar
al-Ma‘arif, 1971, hal. 295.

Y% Muhammad al-Ghazali, Kaifa Nata'amalu ma’a Al-Qur’an, Kairo: Nahdah,
2005, hal. 37-38.
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tren, kajian tafsir maqgasidi digunakan untuk membaca isu-isu kontemporer
dalam Kkajian al-Qur’an, tidak terkecuali isu kebebasan beragama.™°

Magasid al-Qur’an sangat erat kaitannya dengan tafsir. Sebab tafsir
merupakan upaya untuk melakukan identifikasi terhadap kandungan al-
Qur’an dengan teliti dan cermat. Pengertian tafsir, sebagaimana pandangan
Jalal al-Din al-Suyuti (849-911 H), adalah suatu disiplin keilmuan yang
memiliki fungsi mengurai makna dan menarik kesimpulan hukum dari al-
Qur’an yang dipahaminya.''” Sementara itu, magasidal-Qur’an, merupakan
basis dan arah dalam menafsirkan al-Qur’an. Dikatakan sebagai sebuah
kecerobohan, bila di era modern seperti sekarang ini tidak dapat
mengungkap teori maqasidal-Qur’an dalam sejarah ilmu-ilmu keislaman dan
tidak pula menemukan metode tertentu untuk mendeteksi dan memanfaatkan
maqasid tersebut. Hal ini berlawanan pandangan dengan pihak ulama dan
kaum reformis yang berdedikasi memposisikan metodologi ilmiah dan
kontrol metodologis sebagai pengendali penelitian. Mereka menekankan
pentingnya pendekatan ilmiah yang jelas untuk berinteraksi dengan al-
Qur’an, dan di antara para ulama yang menjadikan magasid al-Qur’an
sebagai bagian terbesar dari perhatiannya adalah Muhammad al-Ghazali .

Minat dan konsentrasi Muhammad al-Ghazali yang jelas terhadap
magqasid al-Qur’an dan berbagai masalah yang terkait dengannya, serta
keyakinan al-Ghazali pada kebutuhan umat yang mendesak untuk
menemukan dan memanfaatkan magqgasid al-Qur’an, membuat Muhammad
al-Ghazali harus berbanding lurus dengan fokus pada perumusan metode
yang ideal untuk mengungkap dan memantau maqasid tersebut. Menurut al-
Ghazali, di dalam hadis terdapat ruang besar yang memuat metode untuk
mengungkap maqgasid al-Qur’an.

Muhammad al-Ghazali meyakini bahwa magasid yang penarikan
konklusinya berasal dari Kitabullah membutuhkan adanya metode khusus
yang sepadan dalam hal karakter antara magasid dengan al-Qur’an, konsisten
dengan dimensinya, dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana
penjelasan Taha Jabir al-‘Ulwani (1935-2016 M), bahwa metodologi itu
seperti penyusun pengetahuan yang mengembalikan sesuatu yang berlimpah
ruah kepada sesuatu yang menjadi satuan-satuan, mutashabih (yang samar)
dikembalikan kepada muhkam (yang jelas). Metodologi memerlukan

18 Ah. Fawaid, "Magasid Al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Penafsiran Thaha Jabir Al-_Alwani," dalam Madania: Jurnal Kajian Keislaman. 21, 2,
Tahun 2017, hal. 113-14.

17 Jalal al-Din al-Suyuti, al-ltgan fi Ulum Al-Qur’an, Kairo: Dar al-Salam, 1998,
hal. 174.
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kesadaran kognitif atas sejumlah metode interaksi dengan teks-teks yang
berbasis pada pengetahuan metodologis.**®

Kata bentukan dari istilah al-tafsir dan ‘al-maqasidi —, sepintas
menggambarkan pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran.
Memang demikian beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana
muslim. Tiga diantaranya adalah Wasfi ‘Ashur Abu Zayd dan el-Atrash dan
‘Abd Khalid. Menurut Wasfi ‘Ashur, tafsir maqasidi adalah salah satu corak
tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi al-Qur’an, baik universal
maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia.'® Tafsir magasidi, menurut el-Atrash dan ‘Abd Khalid adalah
salah satu corak penafsiran dengan cara mencari makna tersirat dalam ayat-
ayat Qur’an dengan melihat secara saksama atas tujuan yang termuat di
dalamnya.’® Meski berbeda redaksi, ada ‘benang merah’ yang dapat ditarik
dari kedua definisi di atas, yaitu komitmen untuk menjadikan maqasid al-
shari‘ah sebagai Dbasis penafsiran. Pemahaman terhadap al-Qur’an,
bagaimanapun hasilnya, tidak boleh mereduksi tujuan-tujuan yang
dikehendaki syariat.

Menilik sejarahnya, cikal-bakal penafsiran al-Qur’an berbasis
maqasid al-shari‘ah sudah ada sebelum kodifikasi kitab tafsir. Penggunaan
magqasid al-shari‘ah dalam memahami nas tercermin dalam beberapa fatwa
sahabat Umar, misalnya problem pemecahan harta rampasan perang,
problem pencuri yang penjatuhan hukumannya tertangguhkan, larangan
pernikahan beda agama, salah tarawih secara berjamaah, dan sebagainya.
‘Umar bin Khattab, salah seorang terdekat nabi, sebenarnya telah
memberikan contoh bagaimana semestinya al-Qur’an itu dipahami. ‘Umar
sangat luwes dalam ‘membaca’ al-Qur’an. Dia lebih suka memunculkan
substansi teks, ketimbang mengikatkan diri pada teks. Namun tampaknya
semangat Umar tersebut kalah pamor dibanding pemahaman al-Qur’an
berbasis kebahasaan. Jika merujuk kepada beberapa sumber, tafsir berbasis
magqasid al-shari‘ah , atau tafsir maqgasidi bahkan belum dimasukkan sebagai
salah satu corak tafsir.

Kemunculan tafsir magasidi memiliki pijakan historis yang cukup
kuat dan sekaligus dapat dijadikan basis argumen bagi keniscayaan tafsir

118 Taha Jabr al-‘Ulwani, Magqasid al-Syariah, Beirut: Dar al-Hadi, 2001, hal. 48.

19 Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, “at-Tafsir al-Maqasid li Suwar al-Qur’an al-
Karim,”..., hal. 7.

20 Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, “al-Jazur at-
Tarikhiyyah li at-Tafsir al-Magqasidi li al-Qur’an al-Karim,” Majallah al-Islam fi Asiya no.
1 Malaysia: Ull, 2011, hal. 220. Lihat el-Atrash dan Qaid, “The Magqasidic Approach in
Tafsir: Problems in Definition and Characteristics,” dalam Jurnal Qur’anica, vol. V, no. 2
Tahun, 2013, hal. 142.
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maqasidi dalam pengembangan moderasi Islam (Islam wasatiyah ). Secara
historis perkembangan tafsir magasidi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Era Formatif-Praktis, yang lebih bersifat implementatif dan
belum teoretis. Beberapa data sejarah menunjukkan bahwa paradigma tafsir
magqasidi  sudah dipraktikkan oleh Nabi Saw. Penulis menyebut era ini
dengan istilah practiced magasidi (teori magqgasidi  yang dipraktikkan).
Contohnya, Nabi Saw pernah tidak menerapkan gat‘ al-yad atau eksekusi
hukum potong tangan bagi pencuri (Q.S.al-Ma’idah/5: 38), karena
mempertimbangkan magasid(konteks kemaslahatan). Nabi Saw khawatir jika
dieksekusi hukum potong tangan, pencuri tersebut akan lari ke kubu musuh
dan akan membocorkan rahasia-rahasia umat Islam kepada musuh. Hal itu
tentu membawa mudarat bagi umat Islam saat itu. Maka Nabi Saw bersabda,
“la tuqta‘u al-aydy fi al-ghazw (H.R. al-Tirmidhi). Artinya, janganlah
tangan dipotong tangan (karena mencuri) di saat perang. Secara praktis, Nabi
Saw mendialogkan antara teks dan konteks yang memungkinkan adanya
perubahan hukum karena ada perubahan konteks dan magasictersebut.**

Hadis tersebut kemudian dikomentari oleh al-Awza‘i bahwa, /a
yarawna an yuqam al-hadd fi al-ghazw bi hadrah al-‘aduww makhatfatan an
yalhag man yugam ‘alayhi al-hadd bi al-‘aduww.**> Artinya, para ulama
tidak melihat perlunya ditegakkan hukuman had (potong tangan) saat perang
di hadapan musuh, karena khawatir pencuri tersebut akan lari bergabung
dengan musuh tersebut. Artinya, di sini demi menjaga kemaslahatan tertentu,
bisa saja pesan tekstual teks ‘ditunda’ atau ‘diabaikan’ untuk sementara.
Tentu kita tidak akan menuduh nabi Saw dan Imam al-Awza‘i orang yang
tidak paham teks al-Qur’an. Dalam konteks sekarang, jika terjadi pencurian
di mana pelakunya terkena gangguan kleptomania mungkinkah lalu ia
dibebaskan? Mengingat bahwa kasus pencurian tersebut terkait dengan
kelainan psikologis. Hemat penulis, mungkin saja ia bisa dibebaskan. Tentu
hal itu memerlukan interkoneksi keilmuan lain dengan mempertimbangkan
konsiderasi dokter atau ahli psikologi dan pertimbangan hakim.

Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa para sahabat juga
mempraktikkan magasidi. Dalam istilah al-Shatibi (w.790 H), di samping
berbekal ilmu bahasa Arab mereka juga berbekal ilmu asrar al-shari‘ah wa
magqasidi ha. Misalnya, para al-Khulafa’ al-Rashidun, Ibnu Mas‘ud, ‘Aishah,
Mu‘adh bin Jabal, secara umum mereka telah memahami dan
mempraktikkan tafsir maqgasidi dalam memahami perintah dan larangan teks
al-Qur’an-Hadis, meski secara teoretik konsep magasid belum dirumuskan.

121 Mushthafa Zayd, a/-Mashalah fi al-Tasyri al-Islimi wa Najmuddin al-Thifi,
Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, hal. 161.

22 Imam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi “Bab Ma Jaa an 14 Tuqtha’ al -Aidy fil
Ghazwi” Juz 111, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998, hal. 105
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Para sahabat tidak selalu menerapkan dalalah lafal, yang menjadi implikasi
langsung dari bunyi bahasa.

Pendek kata, mereka tidak terjebak dalam bingkai tekstualisme,
melainkan menangkap spirit dan magasid di balik teks.*?® ‘Umar bin Khattab
, misalnya pernah tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri
karena saat itu darurat musim paceklik ( ‘am al-maja‘ah) di Madinah. Waktu
itu harta yang dicuri adalah harta baitul mal. Maka, menurut ‘Umar bin
Khattab, pencuri tersebut sebenarnya tidak mencuri dalam pengertian
substansial, melainkan mengambil haknya lebih dulu karena darurat,
sehingga tidak harus dihukum potong tangan.'?*

Demikian halnya, dengan kebijakan ‘Umar bin Khattab yang pernah
tidak memberikan bagian zakat untuk para mualaf yang secara tegas disebut
dalam Surat al-Tawbah/9: 60. Padahal dulu Nabi Saw pernah
mempraktikannya. ‘Umar bin Khattab tidak menerapkan hukum secara
tekstual bagian zakat untuk kelompok mualaf, padahal di zaman Nabi Saw
golongan mualaf tersebut diberi bagian zakat. Para mualaf itu antara lain
adalah al-Abbas bin Bardas bin Abi ‘Amir al-Sullami (845-892 H), seorang
tokoh Badui, penyair dan ahli penunggang kuda yang masuk Islam sebelum
Fath Makkah dan Habis bin Aqra’ salah seorang tokoh Arab Jahiliah dari
Bani Tamim. Pada masa Umar bin Khattab mereka ingin meminta jatah
zakat sebagai mualaf. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, wa hal nahnu
al-yawm mubhtajuna Ii ta’lif qulubikum?™> Artinya, apa kami sekarang butuh
untuk membujuk dan melembutkan hati kalian?

Rupanya, ‘Umar bin Khattab melihat bahwa maqgasid kemaslahatan
memberikan zakat kepada para mualaf dinilai tidak cocok lagi. Sebab, para
mualaf saat itu ternyata orang-orang kaya, sementara saat itu umat Islam juga
sudah kuat. Jadi, kalau mau masuk Islam tidak perlu diiming-imingi dengan
zakat.

Demikian halnya, Umar bin Khattab pernah tidak membagikan
ghanimah harta rampasan perang kepada pasukan perang Muslim saat itu.
Padahal, secara tekstual disebut bahwa mereka mestinya mendapat ghanimah
(Q.S. al-Anfal: 41). Tanah-tanah yang baru ditaklukkan kaum Muslimin di
Mesir dan Irak sebagai ghanimah tidak dibagikan oleh ‘Umar bin Khattab,
melainkan sebagiannya digarap, yang hasilnya nanti masuk ke kas negara
(baca: Baitul Mal). Argumentasi Umar adalah Surat al-Hashr/59: 7, “agar

"2 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushil al-Syariah, Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 2009, hal. 6.

24 Tonu al-Qayyim, //am al-Mugi‘in, Juz 11, h 14. Bustami Muhammad Sa‘id,
Mathum al-Tajdid al-Din, Kuwait: 1984, hal. 268-269. Lihat pula Muhammad Biltaji, Manhaj
Umar bin Khathab fi al-Tasyri’, Cairo: Dar al-Salam, 2002, hal. 190.

12 Muhammad al-Ghazali, Kayf Nata‘amal ma‘a al-Qur’an, Mesir: Nahdah Misr,
2010, hal. 168-169.
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kekayaan tidak hanya berputar dan didominasi orang-orang kaya saja”.
Artinya, Umar melakukan ijtihad, karena faktor menimbang kemaslahatan
yang lebih luas; pembagian keadilan ekonomi bagi umat Islam.**

Contoh lain ketika Mu‘adh bin Jabal (603-639 H) diutus ke Yaman
sebagai Gubernur. Beliau membuat kebijakan tentang zakat yang bersifat
magqasidi. Yaitu, zakat dipungut dari orang-orang kaya, berupa binatang
ternak kualitasnya igtisad (tengah-tengah, tidak mengambil yang terbaik,
tetapi juga bukan yang terjelek). Zakat tersebut kemudian diberikan kepada
fakir miskin, karena magasid zakat untuk distribusi keadilan ekonomi,
membersihkan jiwa (dari sifat kikir, membersihkan harta dari syubhat dan
haram, membantu ekonomi fakir miskin, dan meninggikan kalimah Allah.
Mu‘adh bin Jabal bahkan berani menarik zakat dari orang-orang kaya yang
hidupnya makmur, dengan mempertimbangkan nilai kekayaannya (akadh al-
gimah), bukan dari jenis barang yang dizakati. Beliau meminta agar pakaian-
pakaian dan karpet mahal produksi Yaman harus dizakati. Sebab saat itu
dibutuhkan untuk para fakir-miskin kaum muhajirin di Madinah.'®’ Secara
tekstual, tentu tidak ditemukan ayat atau hadis yang menyatakan keharusan
membayar zakat pakaian atau karpet, kecuali konteksnya perdagangan. Maka
dengan basis teori tafsir magasidi, kita bisa berkata bahwa zakat profesi
wajib.}

Selanjutnya, fenomena pendapat (ijtihad) dalam gaw/ gadim ketika
Imam al-Shafi‘i (w. 204 H) tinggal di Iraq dan gawl/ jadid ketika beliau
berpindah ke Mesir, secara substansial juga mempertimbangkan konteks
maslahah tempat dan waktu. Meski ada yang menilainya bahwa ijtihad
Shafi‘i sewaktu di Iraq itu keliru, sehingga beliau merevisi ketika pindah ke
Mesir dengan gaw/ jadid-nya. Sebab, konon dalam kitab Manaqib al-Shafi,
Imam Shafi‘i menyuruh agar merobek kitab yang memuat gaw/ gadim
tersebut. Seolah beliau hendak mengoreksi pendapat masa lalunya.*?

Hemat penulis, hal itu sangat terkait dengan problem interpretasi
dalam membaca data sejarah. Jika dipahami secara lebih saksama,
sebenarnya justru perubahan gaw/ gadim ke gawl jadid menunjukkan bahwa
hasil ijtihad (baca: penafsiran) sangat dipengaruhi oleh konteks situasi sosio-
historis penafsirnya. Kebenaran atas tafsir dan hasil ijtihad menjadi relatif
dan tentatif. ltulah dimensi insaniyah-tarikhiyah dalam memahami al-Qur’an
dan itu sah-sah saja dalam konteks penafsiran al-Qur’an.

12 Jasseer Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah terj.

Rasidin dan Ali Abdul Munim, Bandung: Mizan 2008, hal. 42.
127 yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Maqasidi.. ., hal. 80
%8 ().S. al-Bagarah [2]: 267.
'2% Bustami Muhammad Sa‘id, Mathum T. ajdid.. ., hal. 270.
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Kedua, Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad Il H). Setelah era
Sahabat, diskursus teori magasid sebagaimana yang kita kenal agak kabur
perkembangannya. Teori maqgasid baru berkembang mulai jelas setelah
muncul para tokoh ahli Usu/ Figh abad 11-VIIIT H. Meskipun sebenarnya
dalam kurun kira- kira tiga abad, diskursus magasid mengambil bentuk
penalaran giyas, istihsan dan maslahah sebagaimana dirumuskan para ahli
fikih Klasik. Saat itu teori maqgasid belum menjadi objek kajian tersendiri,
hingga akhir abad ke-3 Hijriah. Diskursus magqasidi selanjutnya berkembang
ketika para ulama Abad I11-VI1I H, mulai menyusun secara lebih konseptual-
teoretis melalui karya-karya mereka.

Di antara mereka, al-Tirmidzi al-Hakim (w. 269 H) dengan karyanya
al-Salah wa Maqgasiduha (Shalat dan Maksud Tujuannya) dan a/-Hajj wa
Asraruhu (haji dan rahasianya). Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H) dengan
karyanya al-Ibanah wa al-‘llal al-Diyanah, menjelaskan tentang dimensi
maqasidi  dalam soal muamalah. Beliau juga menulis kitab Masalih al-
Abdan wa al-Anfus yang menjelaskan tentang kemaslahatan raga dan jiwa,
bagaimana praktik hukum Islam berkontribusi pada kesehatan fisik dan
mental.

Kemudian al-Qaffal al-Kabir (w.365 H), dengan karyanya Mahasin
al-Shara’i* yang berbicara tentang keindahan hukum- hukum syariat.
Kemudian dilanjutkan dengan Imam al-Qaffal yang menyusun bab fikih
tentang faharah, wudu salat dan sebagainya dengan disertai penjelasan
magqasiddan hikmahnya. Kitab ini menandai langkah penting dalam
perkembangan teori magasidi . Demikian kurang lebih komentar Jaseer
Audah.*®

Ketiga, Era Perkembangan Teoretis-Konseptual (Abad V-VIII H).
Pada era ini, teori maqgasid semakin berkembang secara teoretis-konseptual.
Hal ini misalnya bisa dilihat dari karya Abu al-Ma‘ali al-Juwayni (w. 478
H) dengan karyanya a/-Burhan fi Usul Figh yang memperkenalkan tentang
teori hierarki maqgasiddan keniscayaan magasidi menjadi daruri (darurat),
al-hajah al-‘ammah (kebutuhan publik), a/-makrumat (perilaku moral yang
mulia), dan al-mandubat (anjuran-anjuran). Magasid hukum Islam
menurutnya adalah ‘“%smah (penjagaan)-sebagai ganti dari term hifz-
terhadap keimanan, jiwa, akal keluarga dan harta. Dalam isu politik, al-
Juwayni juga menulis kitab Ghiyas al-Umam (Penyelamat Umat-umat).

Teori Imam al-Juwayni, kemudian dilanjutkan muridnya, yaitu Imam
Ghazali  (w. 505 H) yang merumuskan teori al-usu/ al-khamsah atau
daruriyat al-khams, menjaga agama, akal, jiwa, keturunan/generasi, dan
harta sebagaimana tampak kutipan berikut ini:

130 jasser Audah, Membumikan Hukum Islam..., hal. 46-47.
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Di samping itu, al-Ghazali juga melanjutkan teori hierarki magasidi
al-Juwayni dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, menjadi daruriyat
(primer, keniscayaan), yang apabila tidak dipenuhi niscaya akan
menyebabkan kerusakan besar atau kematian (al-halak aw al-mawt) hajjivat
(kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (tersier) yang apabila tidak dipenuhi,
akan menyebabkan hilang dimensi keindahan atau estetika dalam
kehidupan.™ Kerangka berpikir ini penting diperhatikan, supaya kita bisa
berpikir ahamm fa al-ahamm (mana yang mestinya lebih diprioritaskan).
Dari sini kemudian muncul konsep fikih al-awlawiyat (fikih prioritas)
sebagaimana tampak karya Yusuf al-Qaradawi, yang mendiskusikan tentang
awlawiyat 3[ maqasid‘ala al-zawahir (prioritas magqasid ketimbang makna
zahir teks).*?

Selanjutnya, al-1zz lbn Abd al-Salam (w. 660 H) yang menyusun
kitab Maqasid al-Salah, Magqgasid al-Sawm dan Qawa’id al-Ahkam 11
Masalih al-Anam. Beliau mengelaborasi konsep mas/ahah dan mafsadah dan
menghubungkan validitas hukum dengan magasidhya. Kemudian muncul
pula Imam Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dari kalangan mazhab Maliki
dengan karyanya al-Furuq: Anwa‘ al-Buruq fi Anwa’ al-Furug juga
menyinggung asrar al-shar‘ wa hikamihi (rahasia syariat dan hikmah-
hikmahnya), di samping juga mendiskusikan tentang isu pertentangan dalil
(ta‘arud al-adillah).

Al-Qarafi (1228-1285 M) juga memperkenalkan konsep fath al-
dhara’i* (membuka pintu meraih kemaslahatan). Dalam konteks pemahaman
hadis beliau juga memperkenalkan teori sunnah shar7yahdan ghayr
Shar‘fya]z,m sehingga nantinya, tidak semua sunnah-hadis Nabi Saw bersifat
mengikat pada umatnya, melainkan perlu ditimbang-timbang, mana yang

131 Al-Ghazali, al-Mustasfa... , hal. 174.

32 yusuf al-Qaradawi, f7 Figh al-Awlawiyat Dirasah Jadidah i Dalu’ al-Qur’an wa al-
Sunnah, Kairo: al-Maktabah al-Wahbiyah, 1996, hal. 35 dan 69.

3 Abu al-‘Abbas Syihabuddin al-Qarafi, a/-Furug: Anwar al-Buruq wa Anwa’ al-
Furug (Beirut: Alamul Kutub tth). Al-Qarafi, al-lhkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam
wa Tasharrufat al-Qadli wal Imam, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010, hal. 89-94.
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bersifat shar7 dan mana yang sebenarnya itu hanya berdasar kebiasaan
Arab. ™

Selanjutnya, Shams al-Din Ibn al-Qayyim (w.748 H), dalam Kkitab
I‘lam al-Muwaqqi ‘in yang menulis Kritik tentang al-hiyal al-fighiyah yakni
rekayasa atau trik fikih yang bertentangan dengan teori magqasid.
Selanjutnya, perkembangan teori magasidi secara lebih sistematis
disempurnakan oleh Imam al-Shatibi (w.790 H) lewat magnum opusnya al-
Muwaftaqat i Usul al-Shari ‘ah. (Kesesuaian dan dasar-dasar Syariat).

Secara lebih rinci beliau menyebut teori-teori magasidi’, mulai dari
hakikat konsep magasid, macam maqasid, hierarki magqasid, kategori
kulliyah-juz’iyah dan al-thawabit wa al-mutaghayyirat, al-usul wa al-far‘
dan ayat-ayat ma‘quiat al-ma‘na wa ghayr ma‘qulat al-ma ‘na, teori konteks
sampai dengan teori probabilitas makna teks dengan istilah ih}tima>la>t al-
‘asjr dan sebagainya.’® Semuanya itu semakin menjadikan teori magasid
memperoleh posisi tawar dalam diskursus Usu/ Figh secara khusus dan
kajian Islam secara umum.

Keempat, era ‘reformatif-kritis’ yang antara lain dikembangkan oleh
beberapa penulis modern kontemporer seperti, Muhammad Tahir bin
‘Ashur(1879-1973 M), Ibnu ‘Ashur, Ahmad al-Raysuni (1953 M), Alal al-
Fasi, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Mahdi Syamsuddin, Alal al-Fas,
Jasser Awdah dalam karya-karya mereka. Termasuk apa yang hendak
penulis kembangkan secara khusus dalam diskursus penafsiran al-Qur’an,
yang hemat penulis teori magasid bukan hanya untuk ayat-ayat hukum, tetapi
juga untuk ayat-ayat non hukum, seperti ayat-ayat kisah, ayat amthal, ayat
akidah dan juga ayat-ayat sosial. Dengan demikian, keniscayaan tafsir
magqgasidi  ini cukup argumentatif. Jika kita hanya terpaku pada makna
tekstual, tentu akan banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh al-
Qur’an. Itu sebabnya, dalam konteks keniscayaan melakukan ijtihad kreatif,
Imam al-Shahrastani (w. 548 H) pernah menyatakan: “wa al-nusus idha
kanat mutanahiyah wa al-waqa‘i* ghayr mutanahiyah, wa ma la yatanaha la
yadbituhu ma yatanaha, ‘ulima gat ‘an anna al-ijtihad wa al-giyas wajib al-
i‘tibar, hatta yakuna bi sadad kulli hadithah ijtihad”**°

Jika dulu al-Shahrastani (1086-1158 M), mengusulkan teori ijtihad
dan giyas (analog), seperti kutipan tersebut, maka keterbatasan teks ini perlu
dijembatani dengan ijtihad dengan teori tafsir magasidi , sehingga al-Qur’an
tetap bisa relevan dalam menjawab tantangan zaman. Tafsir kalau demikian

34 Lihat Abdul Mustaqim, //mu Ma’anil Hadlis, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

35 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwataqat 7 Usul al-Shari ‘ah, Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Tlmiyah 2009, hal. 219-450.

3 |bn Abi Bakr al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr tth,
hal. 200.
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harus terus dikembangkan sebab setiap zaman memiliki tantangan dan
pembaharuan. Hal ini sesungguhnya merupakan keniscayaan sejarah. Orang
yang menolak teori perkembangan --termasuk dalam perkembangan tafsir--
jelas bertentangan dengan realitas sejarah kemanusiaan.

Imam Nawawi al-Bantani (1813-1897 M), salah satu Ulama
Nusantara dalam kitabnya 7afSir Marah Labid, ketika hendak menyusun
tafsir, beliau pernah berujar, “wa laysa ‘ala i ‘li mazid walakin likulli zaman
tajaTd.”137 Artinya, apa yang aku kerjakan dalam menulis tafsir ini tidak ada
tambahan, tetapi setiap zaman membutuhkan pembaharuan. Bukankah Kita
sepakat bahwa al-Qur’an itu salih likulli zaman wa makan, sehingga, al-
Qur’an selalu memiliki daya sentri petal dan sentri fugal. Interaksi dengan al-
Qur’an selalu akan melahirkan dimensi eksegesis dan eisegesis seiring
dengan tuntutan magasid zaman yang dinamis. Tidak berlebihan jika
kemudian Muhammad ‘Abd Allah bin Darraz juga menyebut bahwa al/-
Qur’an kitab khalid wa ‘ata‘uhu mutajaddid.*® Artinya, al-Qur’an itu kitab
yang abadi, namun penyajiannya bisa selalu kontekstual.

Terhadap ayat ahkam, sejumlah mufasir mencoba menggunakan
pemikiran yang hampir sama dengan pemikiran ‘Umar. Ibn al-‘Arabi (1165-
1240 M), salah satu yang mewakili mufasir generasi salaf. Hanya saja, Ibn
al-‘Arabi, kurang berani menjadikan magqgasid al-shari‘ah sebagai dasar
hukum. Magqasid al-shari‘ah hanya dipahami sebatas hikmah syariat,
sedangkan untuk pertimbangan hukum utama, beliau masih sangat terikat
delr;gan teks. Sebagai contoh penafsirannya terhadap Surat al-Nur/24 ayat
4.

Bagi Ibn al-*Arabi, ayat tersebut tidak semata-mata berbicara aturan
hukuman pelaku gazaf (menuduh zina), tetapi juga merupakan upaya
preventif agar manusia tidak ‘main-main’ dengan kejahatan ini.**® Pada ayat
lain, Q.S. al-Nisa’ ayat 6,"** yang juga membahas masalah persaksian, Ibn
al-‘Arabi secara konsisten menggunakan pendekatan magasid al-shari‘ah .
Dalam penjelasannya, ayat ini menjelaskan tentang pola pemindahan harta

137 Muhammad Nawawi al-Bantani, Tafsir Marah Labid, ttp: al-Thiba’ah al-
Ustmaniyah, 1305 H, hal. 1.

38 Muhammad bin Darrdz, al-Naba’ al-Azhim. Muhammad al-Ghazali, Kaifa
Nata’amal Ma’a al-Quran.

° Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
buat selama-lamanya. dan mereka ltulah orang-orang yang fasik.”

140 Muhammad bin ‘Abd Allah Abu Bakr ibn ‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, vol. III,
Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003, hal. 425.

1 Artinya: “Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.”
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anak asuh dari seseorang sebagai pengampunya. Proses ini mesti di hadapan
saksilgtau notaris, guna menjauhkan dari terjadinya sengketa perdata di lain
hari.

Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida, salah satu mufasir generasi
belakangan yang juga menggunakan pendekatan magasid al-shari‘ah.
Pemahamannya terhadap ayat poligami menggambarkan nuansa magqgasid
pada penafsirannya.’*® Menurut ‘Abduh dan Rida, surat al-Nisa’, ayat 3
yang sering digunakan sebagai pijakan kebolehan poligami, sebenarnya
tidak sedang berbicara kebolehan tersebut, melainkan sedang berbicara
perihal perlindungan harta anak yatim. Adalah Ibn ‘Ashur, selain
sumbangan pemikirannya yang tidak sederhana dalam menata ulang teori
magqasid al-shari‘ah , juga menggagas konsep tafsir magasidi , dengan
menegaskan posisi penting maqasid al-shari‘ah dalam menafsirkan al-
Qur’an.***

Gagasan-gagasan Ibn ‘Ashur, baik tentang rekonstruksi magasid al-
shari‘ah maupun tentang tafsir magasidi , terus mendapat minat para sarjana
muslim kontemporer. Sejumlah upaya mempromosikan tafsir magqasid,
antaranya diselenggarakannya simposium ilmiah internasional tahun 2007.'*
Momentum ini menandai diakuinya penggunaan teori maqgasid al-shari‘ah
sebagai pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur’an.

C. Magqasid al-Shari ‘ah Generasi Awal
1. Al-Imam al-Haramayn al-Juwayni (w. 478 H)

Abu al-Ma‘ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah ibn Yusuf al-Juwayni,
populer dengan nama al-Imam al-Haramayn (w. 478 H), bisa dikategorikan
sebagai ahli di bidang teori usul/ al-figh pertama yang menitikberatkan
tentang urgensinya memahami magqasid al-shari‘ah dalam upaya penetapan
hukum Islam. la menyatakan bahwa sebelum benar-benar paham tentang
tujuan Allah menurunkan semua perintah dan larangan-Nya, seseorang
belum dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam.**®

2 Ibn ‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, I..., hal. 425.

3 (.. al-Nisa’ ayat 3, yang artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, (baik) dua, tiga atau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki.”

% Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Rida, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, vol. 1V, cet.
ke-2, Qahirah: Dar al-Manar, 1947, hal. 358.

"5 Al-Tihami al-Wazzani, “Tauzif al-Magqasid fi Fahm al-Qur’an wa Tafsirih,”
Makalah diunduh dari http://www.riyadhalelm.com. Tanggal 20 September 2019.

'® Abu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, A/-Burhan fi Usul al-Figh,
Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hal. 101. Lihat juga, Abd al-Qadir ibn Hirz
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Dalam a/-Burhan fi Usul al-Figh, karya al-Juwayni (w. 478 H),
dijelaskan:

o8 o (il a5y a1 b analial ¢ 85 R 2 G
Az il iy

Seseorang yang belum peka dalam memahami tentang tujuan pemberlakuan

syariat, maka ia belum punya kewenangan untuk menetapkan hukum.

Pernyataan al-Juwayni (w. 478 H) ini menegaskan betapa pentingnya
pengetahuan secara holistik tentang magasid al-shari‘ah. Lebih lanjut, al-
Juwayni mengelaborasi magqgasid al-shari‘ah dalam kaitannya dengan ilat,
dan ia membaginya menjadi lima kategori; 1) primer (daruriyat). 2) sekunder
(hajiyat). 3) tersier (makramah). 4) yang tidak masuk kategori daruriyat dan
hajiyat. 5) yang tidak masuk ke dalam ketiga kategori sebelumnya.'*’

Banyak kalangan wulama uwsu/iyin yang mengakui bahwa al-
Juwaynilah yang pertama kali mendirikan bangunan teori magqasid al-
shari‘ah. la orang pertama yang membuat kKategorisasi magqgasid al-shari ‘ah
yang kemudian ia membuatnya menjadi lebih ringkas lagi menjadi tiga
kategori; tingkatan primer (daruriyat), tingkatan sekunder (Aajiyat), dan
tingkatan tersier (tahsinfyaf).**®

2. Al-Ghazali (450— 505 H.)

Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin
Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tusi al-Shafi‘i, yang terkenal dengan
gelaran hujjah Islam al-Imam al-Jalil Zayn al-Din (argumentator Islam)
mengingat jasanya yang benar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran
bidah dan aliran rasionalisme Yunani. Lahir pada tahun 450 H di desa
Ghazalah, di pinggir kota Tus (yang pada hari ini terletak di bagian Timur
laut Negara iran).**®

Al-Ghazali melaui pendidikannya di wilayah kelahiran, ia belajar al-
Qur’an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain kepada ayahnya,
kemudian al-Ghazali dan adiknya belajar fikih dari Ah}mad ibnu

Allah, Dhawabit I'tibar al-Magqasid fi Mahal al-ljtihad wa Athruha al-Fighiyyi, Riyad:
Maktabah al-Rushd, 2007, hal. 173.

147 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Masahah f7 al-Shari‘ah al-
Islamiyah..., hal. 176-177.

“® Abu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, A/-Burhan £i Ushul al-
Figh..., hal. 2.

"9 Sulayman Dunya, al-Hagigah i Nazr al-Ghazali, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1971,
hal. 19. Abu ‘Abbas Sham al-Din Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khalikan, a/
A ‘yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman, Beirut: Dar al-Sadir, 1971, Juz IV, Cet I, hal. 216-219.
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Muhammad al-Razakni al-Tusi di Tus dan tasawuf dari Yusuf al-Nassaj,
kemudian hingga 470 H. Al-Ghazali , belajar ilmu-ilmu dasar yang lain,
termasuk bahasa Persia dan Arab pada Nasr al-Isma‘il di Jurjin.**

Pada usia 20 tahun telah menguasai beberapa ilmu-ilmu dasar dan
dua bahasa pokok yang lazim dipergunakan oleh masyarakat ilmiah ketika
itu, sehingga dua bahasa ini mengantarkan dalam memahami buku-buku
ilmiah secara otodidak.'! Pada tahun 473 H. Al-Ghazali pergi ke Naysabur
untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah al-Nizamiyah, ketika itu Abu
al-Ma‘ali ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah al-Juwayni yang dikenal dengan
Imam al-Haramayn (478 H) bertindak sebagai kepala dan tenaga pengajar di
sana.™ Di sinilah ia memperoleh dan memahami fikih dan usu/ figh, mantiq
(logika) dan ilmu kalam dari aliran Ash‘ariyah maupun selainnya, yang
berkembang pada waktu itu. Imam H{aramayn menjuluki al-Ghazali
dengan sebutan Bah}r Mu‘rig (lautan yang menghanyutkan) karena dalam
menguasai ilmu yang di dapatnya, termasuk ilmu retorika sehingga dia
mampu memberikan sanggahan-sanggahan kepada para penentangnya.™>

Al-Ghazali  dikenal juga sebagai filosuf, sufi fagih dan usuli. Di
bidang ilmu kalam, al-Ghazali merupakan tokoh mutakallimin Ash‘ariyah.
Sementara di bidang hokum Islam (figh dan usu/ figh), beliau merupakan
tokoh Shafi‘iyah.™* Berselang beberapa tahun setelah Aljaini wafat (w.478
H), tepatnya pada tahun 484 H/1091 M, Imam al-Ghazali diangkat menjadi
guru besar di madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ini adalah suatu pencapaian
yang sangat tinggi, karena dalam usia baru 34 tahun, al-Ghazali telah
diberikan gelar syaykh al-Islam, yakni pangkat yang tertinggi bidang
akademik dan keagamaan.

Imam al-Ghazali , meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota
kelahirannya (Tus), tepatnya pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H/ 1111
M), dan dimakamkan di Zahahir al-Tabiran, Ibukota Tusi.">> Karya-karya
ilmiahnya dalam berbagai bidang ilmu agama; figh, usul figh, usul al-din,
mantik, jidal, khilaf, filsafat, dan tasawuf. Misalnya, /hya’ ‘Ulum al-Din,

% Sulayman Dunya, al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghazali..., hal. 20.

! Shaleh Ahmad Syamy, A/-Imam al-Ghazali Hujjatu al-Islam wa Mujaddid al-
Mi’at al-Khamisah. (A’lam al-Muslimin Seri 43), Damsyiq: Dar al-Qalam,1993/1413, Cet I,
hal. 20

152 Shaleh Ahmad Syamy, A/-Imam al-Ghazali Hujjatu al-Islam wa Mujaddid al-
Mi’at al-Khamisah..., hal. 21.

'3 Ahmad Fuad al-Ahwani, Sirah al-al-Ghazali wa al-Aqwal al-Mutagaddimin fih,
Damaskus: Dar al-Fikr,t.th, hal. 7.

>* Ibn al-Subuki, Tabagat al-Syafiiyah al-Kubra, Kairo: Matba’ah ‘Isa al-Babi al-
Halabih, t.th, jilid VI, hal. 197-209.

55 Shaleh Ahmad Syamy, A/-Imam al-Ghazali Hujjatu al-Islam wa Mujaddid al-
Mi’at al-Khamisah. .., hal. 22-23.
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Tahatut al-Falasifah, al-Munqidh min al-Dalal, dan al-Mustastfa min ‘lim al-
Usul, merupakan di antara karyanya yang populer. Dalam pandangan al-
Ghazali , makna asal kata mas}lah}at adalah maslahat dalam hukum Islam,
yakni segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk menjaga tujuan syariat
yang terbingkai dalam al-mabadi’ al-khamsah, yaitu perlindungan agama
(hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs) akal (Aifz al- ‘agl), keturunan (Aifz al-nasl),
dan harta (Aifz al-mal). Setiap hukum yang berisi tujuan menjaga kelimanya
dikatakan sebagai maslahat. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menyebabkan
kelimanya hilang, maka dikatakan sebagai mafsadah.

Menurut al-Ghazali , menjaga kelima kelima pokok yang telah
disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan
harta) merupakan peringkat al-darurah (sangat urgen). Dan ini merupakan
tingkat yang tertinggi dari a/-maslahah yang perlu dijaga. Sebagai contoh,
syariat menetapkan hukuman membunuh bagi orang kafir yang menyesatkan
orang banyak, begitu juga pembuat bidah yang menyeru orang lain
mengikuti bidahnya; sebab perbuatan-perbuatan tersebut merusak agama.
Begitu pula, syariat mewajibkan hukum gisas, karena dengan terpeliharanya
diri (jiwa) manusia. Diwajibkannya h}ad (hukuman cambuk) minuman
khamar, karena dengannya akan terpelihara akal pikiran. Dengan dijatuhi
hukuman h}ad zina, maka garis keturunan akan tetap terjaga. Begitu juga,
hukuman atas, perampok dan pencuri, maka harta benda sebagai sumber dan
keperluan hidup manusia akan tetap terjaga.**

Selanjutnya, al-Ghazali  menjelaskan tingkatan yang kedua dari
maslahat adalah al hajiyat, yaitu sesuatu yang kalau tidak ada tidak
mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan akan tetapi hanya akan
mengakibatkan  kesulitan ~ dalam  menjalani  kehidupan  seperti
diperbolehkannya berbagai bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia. Yang ketiga dari maslahat, yakni sesuatu yang tidak
terkategorikan ke dalam a/-Darurat, dan bahkan juga tidak terkategorikan ke
dalam kategori al-hajiat. Hanya saja dikategorikan ke dalam kategori a/-
tahsin (menambah baik) dan al-tazyin (menambah indah), yang fungsinya
adalah dalam rangka memelihara sejumlah cara yang terbaik dalam adat dan
tradisi, dan juga menjaga muamalah atau interaksi yang ada di tengah
masyarakat. Misalnya, ia mencontohkan tentang tidak dibolehkannya hamba
sahaya menjadi saksi, kendati ada fatwa dan riwayatnya diterima. Alasannya,
karena kedudukan hamba sahaya lebih rendah daripada orang merdeka. Hal
ini disebabkan kedudukan mereka lemah dan di bawah kuasa pemiliknya,
sehingga tidak bisa dijadikan saksi dengan asumsi adanya tekanan-tekanan
dan pihak majikan. Lebih lanjut, al-Ghazali memandang bahwa maslahat
hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan Aujjah (dalil) dalam menetapkan

156 Abu Ishaq al-Shatibi, al-I‘tisam.. ., hal. 287-288.
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hukum Islam, kecuali hajiyat yang menempati level daruriyat. Pernyataan

al-Ghazali tentang hal ini tidak berada jauh dengan al-Shatibi.

Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap maslahat yang bertentangan
dengan al-Qur’an, sunnah, atau ijmak’ adalah batal dan harus dibuang jauh-
jauh. Kemaslahatan apa saja yang sesuai dengan prinsip shara‘, maka harus
diterima untuk menjadi dasar pertimbangan ketika menetapkan hukum
Islam.*®” Tujuan utama penetapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan manusia, ditegaskan al-Ghazali mengarah kepada dua dimensi;
duniawi dan ukhrawi, sehingga maslahat dalam hukum Islam memiliki peran
yang sangat dominan dan tentunya juga perannya dalam mengistinbat}
hukum. Karena itu, oleh al-Ghazali maslahat dibagi menjadi tiga;*®
a. Maslahat yang ditentukan oleh nass atau dalil tertentu. Ini yang kemudian

disebut dengan maslahat mu ‘tabarah. Maslahat semacam ini dapat
dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan
termasuk ke dalam giyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah
konsensus.

b. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Ini yang
kemudian populer dengan sebutan maslahat mulghah. Jenis maslahat ini
tidak bisa menjadi pertimbangan ketika menetapkan hukum Islam. Hal ini
sudah menjadi konsensus para pakar hukum Islam.

c. Pandangan apakah mas/iahah mursalah bisa digunakan sebagai
pertimbangan ketika menetapkan hukum Islam atau memang sama sekali
tidak bisa.

Atas dasar pertimbangan yang demikian, maka dapat diketahui terkait
persyaratan maslahat yang bisa atau tidak bisa menjadi Aujjah. Konteks ini,
dijelaskan al-Ghazali secara jelas, tepatnya tentang persyaratan maslahah
mursalah yang bisa menjadi Aujjah atau dalil dalam menetapkan hukum,
yaitu;

a. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shar ‘/penetapan
hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa,
harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi
diterimannya maslahah mursalah. Maslahah mulghah (yang bertentangan
dengan nass dan ijmak’) harus di tolak. Begitu juga, maslahah gharibah
(suatu maslahat tidak ada dalil sama sekali di dalamnya, baik itu dalil
yang membenarkan atau pun yang membatalkan). Al-Ghazali
menyatakan bahwa jenis maslahat seperti ini sesungguhnya tidak ada.

b. Maslahat itu harus berupa maslahat daruriyat atau hajiyah yang
menempati kedudukan daruriyah. Maslahat tahsiniyat tidak bisa

7 Abu Ishaq al-Shatibi, al-I‘tisam, hal. 294.
158 Abu Ishaq al-Shatibi, al-I‘tisam, hal. 284-289.
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digunakan sebagai h}ujjah atau pertimbangan ketika menetapkan hukum
Islam, kecuali jika ada dalil khusus yang muncul, sehingga ini artinya
penetapan hukumnya melalui cara giyas, tidak dengan maslahah
mursalah.>®

Lebih tegas lagi, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap mas/ahah yang
bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, atau ijmak adalah batal dan harus
ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan shara ‘ maka ia diterima
untuk di jadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Pernyataan
tersebut, tampaknya al-Ghazali  hendak memberikan penekanan, hukum
Islam tidak ada yang berhadapan secara kontradiktif dengan kemaslahatan
manusia, atau sekurangnya yang ingin ia jelaskan adalah hukum Islam tidak
pernah memberikan efek mudarat kepada umatnya.

Dalam buku Shafa’ al-Ghalil, al-Ghazali menyinggung magqasid al-
shari ‘ah ketika membahas giyas. Beliau menerangkan bahwa salah satu cara
menetapkan ‘i/lat hukum adalah adanya a/-munasabah. Yang beliau maksud
dengan al-munasabah dalam masalah ini adalah “adanya keserasian atau
kelayakan antara makna yang terkandung dalam teks dengan a/-maslahah.
Sedangkan maksud al-masiahah adalah “menghadirkan manfaat dan
membuang mudarat.” Artinya, munasabalmya dalam hukum Islam adalah
mengawal tujuan shara‘ dalam menghadirkan maslahat dan membuang
mudarat.'®

Kemudian ia membagi maksud atau tujuan syara’ itu kepada kedua
macam, Yaitu dani (agama) dan dunyawri (keduniaan). Masing-masing dari
padanya terbagi pula kepada dua jenis, yakni tahsi/ (menghasilkan) dan
ibga’ (mengekalkan). Yang dimaksud dengan tahsi/ (menghasilkan) adalah
menghasilkan atau mendatangkan manfaat, sedangkan 7bga’ (mengekalkan)
adalah mempertahankan eksistensi suatu dan menolak kemudaratan dari
padanya. Maksudnya apa yang sudah ada itu harus dipertahankan, dijaga dan
dipelihara supaya tetap eksis dan jangan terjadi padanya kemudaratan.
Dengan demikian, memelihara tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shari‘ah)
adalah menjaga supaya yang ada itu tetap eksis (jangan sampai tiada) dan
menolak kemudaratan dari padanya (jangan sampai rusak) serta mewujudkan
kemaslahatan (manfaat) baik dalam bidang agama maupun kehidupan
duniawi. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jenis munasabah
bertujuan menjaga magqgasidshari‘ah, apa saja yang tidak sesuai dengan

% Abu Ishaq al-Shatibi, al-I‘tisam.. ., hal. 294-311.
180 Abu Hamid al-Ghazali, Shifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa Mukhil wa
Masalik al-Ta‘lil, Hamad al-Kubaisiy (ed), Baghdad: al-Irsyad, t.th., hal. 159.
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magqasidshari‘ah maka itu bukanlah munasabah, dan apa saja yang
membawa kepada magasidshari‘ah maka itu adalah munasabah.*®*

Al-Ghazali, menjelaskan, tujuan syariat adalah menjaga jiwa, akal,
keturunan, dan harta benda. Hukuman gisas, dikenakan bagi yang
membunuh, yang tujuannya adalah jiwa manusia tetap hidup. Tentu,
penetapan ini masuk akal (ma‘qul) dan sesuai (munasib) dengan tujuan
penetapan hukum atau magasid al-shari‘ah, yaitu memberikan maslahat.
Begitu pun minuman khamr diharamkan, sebab merusak akal.

Memelihara akal menjadi bagian dari tujuan syariat, sebab akal
digunakan manusia untuk memahami sesuatu. Begitu juga, menjaga kelamin,
agar tidak merusak keturunan. Menjaga harta benda, menjadi bagian dari
tujuan syariat. Sebab itu, tidak boleh mengambil yang bukan haknya, dan
dikenakan hukuman mengganti barang milik orang lain jika dicuri dan
dihukum potong tangan, sebagaimana diingatkan dalam Surat al-Bagarah/2
ayat 179, dan sebagai bentuk tujuan diturunkannya hukuman gisas.

"’5'33 o}a// ’0/0 }I:{ |- - "D p4 o)//

O35 a1l QUIYT (b6 s palladll A aST
Dan dalam gisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang
yang berakal, agar kamu bertakwa.

Begitu pula mengenai kerusakan yang timbul akibat minum Khamar,
sebagaimana terdapat dalam firman-Nya pada Q.S. al-Ma’idah/5 ayat 91.:

J.m.\.d\j )AAJ\ @ cl.».a:u”; c}\daj\ eSI& cﬁy u\ uja.\ul‘ 3:\):1 LA.\‘

O A G lall e 5 &5 fe &3y,
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-
halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah
kamu mau berhenti?

Kalimat “permusuhan dan kebencian diantara kamu” berarti problem
yang memicu terjadinya mudarat, yang diharamkan dilakukan. Kalimat
“menghalangimu untuk mengingat Allah dan salat” berarti problem yang
memicu tindakan yang dapat merusak agama. Kemaslahatan yang dibawa
agama, tampak dalam kewajiban melaksanakan salat, seperti dalam Q.S. al-
‘ Ankabut/69, ayat 45:

'*' Abu Hamid al-Ghazali, Shifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa Mukhil wa
Masalik al-Ta‘lil..., hal. 159.
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Bacalah Kitab (al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad)
dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan)
keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar
(keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Mencegah tindakan keji adalah inti maslahat dalam agama, sehingga
akan terwujud maslahat dunia. Lebih lanjut, al-Ghazali, menjelaskan bahwa
rujukan seluruh munasabah hukum Islam adalah mengawal tujuan shara .
Sementara itu, sejumlah tujuan shara‘ dibagi menjadi tingkatan-tingkatan,
sebagaimana berikut:

a. Al-Darurah (kepentingan paling utama/kepentingan primer), merupakan
level tertinggi tinggi, seperti memelihara nyawa, melalui hukuman gisas.
Begitu juga dengan urgennya menjaga akal dengan diharamkannya
minuman khamar, dan sebagainya. Konsep tersebut dikenal dengan a/-
darurah al-khamsah.

b. Al-Hajat (kepentingan sekunder), misalnya penguasaan kepada wali
dalam menjaga anak perempuan agar terjaga keserasian (kafa’ah) antara
suami istri dan terpeliharanya mahar (mahar mithil).

c. Al-Tahsinat dan al-tazyinat (kebutuhan tersier). Kebutuhan ini tidak
menjadi bagian dari al-darurat dan al-hajat, sebab fungsinya sebagai
penghias. Misalnya, kesaksian hamba sahaya yang tidak sah dalam kasus
yang melibatkan orang merdeka, lantaran perbedaan status antara orang
merdeka dan hamba sahaya.®

3. Al-Tufi (657-716 H)

Najm al-Din Abu Rabi‘ Sulayman bin ‘Abd al-Qawi bin ‘Abd al-
Karim bin Sa‘id al-Tufi al-Baghdadi adalah seorang ilmuwan yang lahir di
Tufa, sebuah desa yang berada dua kilometer dari Baghdad. Menurut Ibnu
Hajar, al-Tufi lahir tahun 657, sedangkan menurut Mustafa Zayd, al-Tufi
lahir pada tahun 670, namun mereka sepakat bahwa al-Tufi wafat tahun
716.1° Sedari muda, al-Tufi meningkatkan daya intelektualnya dimulai dari
tanah kelahirannya, Thufa, dengan cara mendatangi ulama mazhab Hanbali
untuk belajar kepada mereka. Penguasaan dan hafalan sejumlah kitab luar

162 Abu Hamid al-Ghazali, Shifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa Mukhil wa
Masalik al-Ta‘lil..., hal. 160.

'3 Mustafa Zayd, al-Maslahah fi Tasri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tuff, Dar al-
Fikr al-Araby, 1964, hal. 235.
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biasa, di antaranya; kitab fikih mazhab Hanbali , Mukhtasar al-Khiragi yang
ditulis ‘Umar al-Khiraki (w.334 H) dan kitab tentang sastra Arab, al-
Lumma’ yang ditulis seorang ahli Nahwu dan bahasa Arab, Ibnu al-Jini
(W.392 H).

Tidak puas atas yang didapat, al-Tufi melanjutkan perguruannya ke
Sarsar untuk belajar kepada mufti Irak, Taqqi al-Din al-Zarirani (w. 729 H).
ia juga belajar Usul Figh kepada al-Nasr al-Faruqi, dan belajar kepada Abu
Bakar al-Qalinisi, serta belajar kepada tokoh hakim Syam, Taqi al-Din al-
Magqdisi (w. 715 H). Pada kesempatan yang sama selama satu tahun di
Damaskus itulah ia bertemu dengan Ibnu Taymiyah (w. 728 H) dan al-Mizzi
al-Shafi‘i (w.742 H). Pada tahun 705, ia berangkat ke Mesir untuk belajar
dan melakukan berdiskusi dengan al-Dimyati (w. 705 H), al-Hirisi (w. 711
H), dan Abu Hayyan al-Nahwi (745 H).

Di Mesir, ia sempat di penjara karena dituduh menganut paham Syiah
Rafida. Keluar dari penjara yang justru lebih membuatnya banyak waktu
untuk membaca dan menulis karya-karyanya, al-Tufi berangkat ke Hijaz
dan berhaji pada tahun 715 dan menyempatkan belajar serta menerima hadits
dengan ulama-ulama Hijaz. Sepulang dari Hijaz al-Tufi ke Syam dan
kemudian ke Palestina dan wafat di Baitul Maqdis dalam usia 59 tahun. Para
sejarawan yang menulis riwayat hidupnya menjelaskan bahwa sejak berada
di Bagdad, al-Tufi telah diakui tidak saja sebagai seorang ulama fikih dan
usul figh mazhab Hanbali yang sangat dalam ilmunya, tetapi juga sangat
menguasai bidang fikih dan usu/ figh mazhab-mazhab lainnya. Di samping
itu ia juga diakui sebagai ulama dalam bidang ilmu sejarah, ilmu kalam,
tasawuf, mantik, tafsir, hadits, sastra, syair dan bahasa arab.

Para ulama menyimpulkan bahwa al-Tufi bermazhab Hanbali ,
namun dalam hal ini terdapat dua catatan, yakni: pertama, ia menjadi ulama
mazhab Hanbali hanya sejak ia memulai karier ilmiahnya sampai selama ia
berada di Baghdad. la menganut mazhab Hanbali tidak menjadikan dirinya
terkekang dalam belenggu fanatik mazhab, sebagaimana yang umum terjadi
di kalangan ulama pada masanya. la berkeyakinan, kebebasan berpikir yang
sesuai dengan batas kemampuan seseorang, itu sesuatu yang terpuji, terlebih
unutk mendapatkan kebenaran.

Kedua, setelah ia meninggalkan Bagdad, setidaknya setelah ia
menulis kitab Sharah al-Arba‘in al-Nawawiyah dapat disimpulkan bahwa ia
telah membebaskan diri dari Mazhab, khususnya mazhab Hanbali . Dengan
kata lain ia telah sampai ke tingkat mujtahid mustagill (mujtahid mandiri).
Adapun tentang akidah al-Tufi dapat disimpulkan bahwa ia berhaluan ah/
sunnah wa al-jama‘ah, walaupun sempat ada tuduhan bahwa ia menganut
Syiah Rafidhah tetapi semua itu tidak didukung oleh argument yang
memadai. Al-Tufi termasuk penulis yang cukup produktif, di antara
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karyanya adalah adalah Sharah Arba‘in al-Nawawiyah (sudah ditahqiq oleh
Mustafa Zayd), Isharat al-Ilahiyah ila al-Mabahith al-Usuliyah (ditahqgiq
oleh Kamal Muhammad Isa), Halal al-‘Aqd fi Bayan Ahkam al-Mu‘tamad,
al-Iksir fi ‘Ulum al-Tafsir, Mukhtasar al-Tirmidhi, Mi‘raj al-Wusul ila ‘llm
al-Usul, Ta‘aliq ‘ala al-Anajil, dan lain-lain yang jumlahnya mencapai 48
(empat puluh delapan) buah karya.

Dalam ‘urf, menurut al-Tufi , maslahat sebagai penyebab yang
mengantarkan kepada maslahat. Dalam hukum Islam, maslahat sebagai
penyebab yang mengantarkan kepada akibat atas tercapainya tujuan syariat,
baik dalam bentuk ibadat maupun muamalah. Lebih jauh dimaksud al-Tufi
tentang al-maslahah di sini adalah a/-maslahah yang sejalan dengan tujuan
shara“. la berbeda dengan maslahah mursalah yang dinisbahkan kepada
mazhab Maliki. Mas}lah}ah dalam pengertian al-Tufi lebih luas dari pada
itu. Namun dalam hal ini, al-Tufi tidak membagi menjadi tiga tingkatan
menjadi daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Dan hal lain yang membedakan
Tufidengan ulama lainnya adalah bahwa a/-maslahah itu terbatas hanya pada
hal muamalah, bukan ibadah.

Pendapat al-Tufi mengenai maslahat adalah dalil paling kuat dalam
muamalah, menunjukkan bahwa ketika antara maslahat dan dalil lain terjadi
pertentangan, maka mudarat yang berdasarkan dalil khusus, itu berarti
kemaslahatan lebih didahulukan menggunakan rakhsis ketimbang dalil lain.
Menurut al-Tufi , hadits nabi yang berbunyi: “La darar wa la dirar,” adalah
dalil yang bersifat khusus yang menjadi mukhassis terhadap semua
ketentuan shara ‘ yang mengandung kemudaratan, kecuali kemudaratan yang
didasarkan atas nas yang bersifat khusus. Makna hadits ini bersifat gat 7,
sebab dilihat dari segi sanad, dukung oleh adanya sejumlah dalil baik yang
berasal sejumlah dalil baik yang berasal dari ayat-ayat al-Qur’an, hadis,
ijmak, maupun logika, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah
memelihara kemaslahatan manusia.

Di samping itu menurutnya tak dapat disangkal fakta menunjukkan
bahwa Allah memelihara kemaslahatan manusia baik secara umum maupun
khusus, dalam bentuk umum Allah memelihara kemaslahatan manusia sejak
penciptaannya sampai dengan menyediakan hal-hal yang mendukung
kehidupan mereka. Sedangkan dalam bentuk khusus, Allah memberikan
petunjuk agar manusia selamat di akhirat. Menurutnya, jika Allah
memelihara kemaslahatan manusia baik secara umum maupun khusus, maka
pemeliharaan kemaslahatan di bidang hukum merupakan suatu keniscayaan
dan lebih perlu, sebab itu bersifat umum. Dengan adanya pemeliharaan
tersebut di bidang hukum, harta, darah dan kehormatan mereka menjadi
terjamin. Karena a/-Shari‘ mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan
manusia di bidang hukum, maka kata al-Tufi, dalam keadaan bagaimana pun
keberadaan pemeliharaan kemaslahatan manusia tidak boleh diabaikan. Atas
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dasar itu, maslahat sebagai suatu dalil wajib didahulukan atas dalil shara "
lainnya.

Selanjutnya, al-Tufi mengemukakan alasan lain  dengan
menunjukkan pembagian kemaslahatan ditinjau dari tujuan shara‘ kepada
bidang ibadah dan yang disamakan dengannya, serta bidang muamalah dan
yang disamakan dengan lainnya. Ibadah dan yang disamakan dengannya
dimaksudkan Allah menjadi haknya. Menurutnya, maka manusia tidak dapat
mengetahui cara, ukuran, waktu dan tempat ibadah kecuali berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan Allah dalam bentuk nass dan ijmak. Oleh karena
itu nass dan ijmak merupakan pedoman utama dalam menentukan hukum di
bidang ibadah. Adapun muamalah dan yang disamakan dengannya,
dimaksudkan untuk kepentingan manusia.

Dalam bidang ini kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama
shara‘. Oleh karena itu, yang menjadi pedoman utama dalam penetapan
hukum di bidang muamalah adalah kemaslahatan manusia. Tegasnya, dalil
yang terkuat dalam bidang ibadah adalah nass dan ijmak. Sedangkan dalil
yang terkuat dalam bidang muamalah adalah Ri‘ayah al-Masiahah (Prinsip
Memelihara Kemaslahatan). Alasan al-Tufi lainnya bahwa maslahat
merupakan dalil terkuat di bidang muamalah ialah dengan menyatakan
bahwa pada dasarnya diantara semua dalil ada tiga dalil yang memiliki
kemungkinan untuk dinilai sebagai dalil yang gat 7, yaitu ijmak, nass, dan
maslahah.

Kemudian ia membuktikan bahwa diantara ketiganya hanya maslahat
yang terkuat. Langkah pembuktiannya ialah al-Tufi  lebih dahulu
mengajukan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa maslahat bersifat gar 7.
Selanjutnya, ia membuktikan bahwa sebenarnya ijmak bersifat zanni bukan
gat I, sedang yang lainnya adalah bersifat zanni. Tetapi, di samping nass
yang gat 7 tersebut hanya sedikit jumlahnya, nass yang gat 7 itu sendiri
tidak mungkin bertentangan dengan maslahat. Berdasarkan alasan-alasan
tersebut lalu ia menyimpulkan, jika di bidang muamalah terjadi
pertentangan antara maslahat dan nass zanni, maka maslahah yang bersifat
gat‘7 yang wajib didahulukan antara keduanya, sebab yang gar7 wajib
didahulukan atas yang zanni.

Pandangan al-Tufi tentang maslahat tampaknya bertitik tolak dari
konsep maqasidal-tashri‘ yang menegaskan bahwa hukum Islam disyaratkan
untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini
direkognisi dari ulama. Sebab itu, mereka melakukan formulasi suatu kaidah
populer, “manakala terdapat, maka di situ ada hukum Allah.” Selanjutnya,
al-Tufi menggunakan metode takhsis dan bayan dalam mendahulukan
maslahah atas nass dan ijmak, terdiri dari dua langkah secara bertahap,
dalam arti, langkah kedua hanya dapat ditempuh jika langkah pertama tidak
dapat diterapkan. Langkah yang pertama ialah dengan metode penggabungan
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dalil, sedangkan langkah yang kedua ialah dengan cara benar-benar
mendahulukan maslahat atas nass dan ijmak. Tetapi, langah kedua itu hanya
mengandung arti zabdil (penggantian hukum), bukan naskh (pembatalan
kandungan dalil).

Mendahulukan masiahah dalam bentuk tabdil mengandung arti
bahwa suatu ketentuan hukum yang semula berlaku dapat diganti dengan
ketentuan hukum lain, karena alasan kemaslahatan. Namun, dengan alasan
kemaslahatan juga ketentuan hukum vyang pertama dapat kembali
diberlakukan menggantikan ketentuan hukum yang kedua, karena
kemaslahatan menghendaki agar Kketentuan yang pertama tersebut
diperlakukan kembali.

D. Magqasid al-Shari ‘ah Generasi Pertengahan
1. Al-Shatibi ( 730—-790 H)

Nama lengkap Imam Shatibi Adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa
bin Muhammad Allalhami al-Gharnati. Ia dilahirkan di Granada pada tahun
730 H. dan meninggal pada sela tanggal 8 Syaban tahun 790 H atau 1388M.
Nama Shatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa
(Shatiban-Arab), sebuah daerah di timur Andalusia. Pada tahun 1247 M,
maka keluarga al-Shatibi mengungsi ke Granada setelah sativa, tempat
asalnya, jatuh ke tangan Raja Spanyol Ueaqun setelah keduanya berperang
selama kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M. Ketika al-Shatibi hidup,
Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan
untuk keturunan dan keluarga Sa‘ad bin ‘Ubadah, setelah seorang sahabat
Ansar. Lagab Ahmar merujuk kepada seorang raja, Abu Sa‘id Muhammad
al-Sadis (761-763 H), sebab warna kulitnya kemerah-merahan. Di kalangan
orang Spanyol, ia dikenal dengan sebutan al-Barmekho. Kata terakhir ini
dalam bahasa Spanyol memiliki arti jeruk yang warnanya kemerah-
merahan.'®*

Ketika bani Ahmar berkuasa, pola hidup masyarakat jauh dari pola
hidup Islami, bahkan penuh khurafat dan bidah. Situasi kian parah ketika
Muhammad al-Khamis berkuasa.’®® Nyaris ulama yang ada ketika itu tidak
memiliki background pendidikan ilmu agama yang mumpuni, bahkan ada
dari mereka yang tidak mengetahui persoalan agama ketika diangkat raja
menjadi dewan fatwa. Tidak heran jika hasil fatwa-fatwanya jauh dari
kebenaran.

Kemudian muncul Shatibi untuk menentang dan melawan ulama
Granada tersebut. la membawa masyarakat dari kesesatan pada kebenaran.
Ini yang menyebabkan perseteruan antara Shatibi dan ulama Granada saat

%% Hammadi, al-Shatibi wa Maqasid.. ., hal. 29.
' Hammadi, a/-Shatibi wa Magqasid. . ., hal. 31.
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itu. Setiap kali Imam Shatibi berfatwa halal, maka sebaliknya, berfatwa
haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nass. Karena itulah, imam al-
Shatibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar
dari agama yang sebenarnya. Hal lain yang disorot al-Shatibi adalah praktik
tasawuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Maka mereka
berkumpul malam hari, lalu berzikir bersama dengan suara sangat keras
kemudian diakhiri dengan nyanyian sampai akhir malam. Sebagian dari
mereka yang memukul dadanya dan kepalanya. Sendiri. Imam Shatibi
bangkit mengharamkan praktik tersebut karena menyimpang dinilai telah
menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut imam Sahibi, setiap
cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan
Rasulullah Saw dan para sahabatnya adalah batil dan terlarang.*®

Fatwa al-Shatibi tentang praktik tasawuf menyimpang diperkuat Abu
Hasan al-Nawawi, yang juga seorang ahli tasawuf ketika itu. la mengatakan
bahwa barang siapa yang melihat orang yang mendekatkan diri kepada Allah
Swt dengan jalan yang keluar dari ilmu syariah, maka jangan mendekatinya.
Yang menjadi sorotan Imam Shatibi adalah sikap za‘assub berlebihan dari
ulama Granada dan warga Andalusia ketika itu atas mazhab Maliki. Siapa
saja yang tidak bermazhab maliki, mereka pandang sesat. Sudah dimaklumi
bahwa mazhab maliki sudah dipegang erat oleh masyarakat Andalusia, sejak
era Hisham al-Awwal bin ‘Abd al-Rahman al-Dakhil yang berkuasa dari
tahun 173-180 H, dan mazhab ini ditetapkan negara sebagai mazhab resmi.
Menurut salah satu riwayat, kecenderungan Hisham al-Awwal untuk
mengambil mazhab Maliki ini adalah ketika dia bertanya kepada dua orang
ulama yang satu bermazhab Hanafi serta yang lain bermazhab Maliki.
Hisham al-Awwal saat itu bertanya: “Dari mana asalnya Abu Hanifah itu.”
Ulama Hanafi yah menjawab: “Dari Kufah.” Lalu ia bertanya kembali
kepada ulama Maliki: “Dari mana asal Imam Malik?*“Ulama Maliki
menjawab “dari Madinah”. Hisham lalu berkata:” Imam yang berasal dari
tempat hijrah Rasulullah yang cukup jauh dari kami”. Maka saat itu, seolah
sudah merupakan amar resmi, masyarakat Andalus memegang kukuh
mazhab Maliki. Begitu berlebehiannya fa‘assub mereka, mereka tidak lagi
mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan mazhab-mazhab
lainnya terutama mazhab Hanafi sehingga muhammad Fadil bin ‘Ashur
melukiskan mereka: “Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur’an dan a/-
Muwatta’ imam Malik.”

Para ulama yang tidak bermazhab Maliki saat ini tidak pernah lepas
dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh Baqga’ bin
Mukhlid, seorang ulama besar bermazhab hanafi. Imam Shatibi, melukiskan
ulama ini sebagai ulama besar yang tidak ada tandingannya saat itu, ia

1% Abu Ishaq al-Shatibi, al-I'tisam..., hal. 264.
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pernah belajar dari Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama
lainnya yang berada di luar Andalus. Namun, sayang meninggal karena
hukuman dari amir saat itu. Sekalipun Imam Shatibi seorang ulama Maliki
bahkan Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama maliki tingkatan
ke 16 cabang Andalus, namun ia tetap menghargai ulama-ulama mazhab
lainnya termasuk mazhab hanafi yang sesat saat itu selalu menjadi sasaran
tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering
menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab a/-Muwafagat sendiri
sengaja disusun oleh imam Shatibi dalam rangka menjembatani ketegangan
yang terjadi saat itu antara mazhab Maliki dan H{anafi. Sedangkan sebagai
respons terhadap bidah dan khurafat yang berkembangan saat itu, imam
Shatibi menyusun sebuah karya lainnya berjudul a/-/‘tisam.

Karya-karya Imam Shatibi semuanya mengacu kepada dua bidang
ilmu yang menurut istilah Hammadi al-Ubaydi, ‘w/um al-wasilah dan ‘ulum
al-maqasid. ‘Ulum al-wasilah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang
merupakan wasilah untuk memahami ilmu maqgasid. Berikut ini karya-karya
Imam Shatibi: al-Muwafaqat, al-I‘tisam, al-Majlis, Sharah al-Khulasah,
‘Unwan al-Ittifaq, Usul al-Nahw, al-Ifadat wa al-Inshadat, Fatwa al-Shatibi.
Di antara sekalian banyak karya Imam Shatibi ini, yang dicetak hanya tiga
buah, yaitu kitab al-Muwataqat, kitab al-I‘tisam, dan al-Ifadat wa al-
Inshadat.

2. Konsep Maqasid al-Shari ‘ah al-Shatibi

Pengertian magqasid shari‘ah tidak diuraikan al-Shatibi dalam
karyanya. la langsung to the point kepada pembagian magqgasid shari‘ah
menjadi dua; gasd al-Shari‘ (tujuan Pembuat syariat; Allah) dan gas}d al-
mukallaf (tujuan mukalaf). Untuk gasd Shari‘, ia membaginya menjadi 4
bagian. Pertama, gasd al-Shari‘ {1 wad ‘i al-shari‘ah, kedva, gasd al-Shari* fi
wad ‘T al-shari‘ah Ii al-itham; ketiga, gasd al-Shari’ fi wad ‘i al-shari‘ah Ii al-
taklit bi muqtadaha; keempat, qgasd al-Shari‘ fi dukhul al-mukallaf tahta
ahkam al-shari‘ah. Sedangkan bagian gas}d al-mukallaf, Shatibi tidak
menyebutkan macam-macamnya.*®’

Selanjutnya Shatibi menjelaskan macam-macam dari gasd al-Shari‘
satu persatu. Macam pertama adalah gasd al-Shari‘ fi wad‘i al-shari‘ah
(tujuan Tuhan meletakkan syariah). Penetapan syariat dilakukan untuk
kepentingan maslahat makhluk-Nya. Pembagian mas/ahah menjadi tiga
tingkatan dilakukan oleh Shatibi secara berurutan; daruriyah, hajjiyah, dan
tahsiniyah.

187 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat 17 Usili al-Shari‘ah, Beirut: Dar al-Kotob
al-‘Ilmiyah, 2004, hal. 219
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Pertama, daruriyah, berada pada tingkatan maslahah paling tinggi,
sebab manusia keberlangsungan kehidupan manusia pasti harus diikuti oleh
tingkatan ini. Sebab itu, ketika maslahah daruriyah seseorang tidak
terpenuhi, maka bakal muncul kerusakan di dunia dan akhirat. Barometer
kerusakan sesuai dengan lenyap atau tidaknya maslahah daruriyah
tersebut.'®® Penerapan maslahah daruriyah berbasis sikap memelihara agama,
diri, keturunan, harta, dan akal. Misalnya, sikap memelihara agama
merupakan bentuk pendirian atas rukun iman dan Islam.'®® Mas/ahah
hajjiyah terletak setelah maslahah daruriyah. Maslahah hajjiyah sifatnya
memudahkan dan menjaga manusia dari kesulitan dan kesusahan. Tetapi,
tidak adanya maslahah hajjiyah, tidak memunculkan kerusakan di dunia
atau pun di akhirat.'”’ Misalnya rukhsah dalam ibadah dan jual beli sa/am.'”
Yang terakhir adalah maslahah tahsiniyah, yaitu maslahat pelengkap atas
kedua magqasidtadi, dan ini mencakup adat kebiasaan dan akhlak. Misal dari
yang terakhir adalah larangan membunuh perempuan dan anak kecil dalam
perang.

Kedua, gasd al-Shari‘ fi wad‘i al-shari‘ah [i al-itham (maksud
Tuhan meletakkan syariat agar dapat dipahami). Maksudnya adalah
bahwa Allah menurunkan syariat kepada hamba-Nya untuk dapat dipahami.
Allah menurunkan al-Qur’an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa
menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam
karya Raysuni, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi, ada lima
pokok masalah dalam gasd al-Shari‘ fi wad‘i al-shari‘ah Ii al-itham yang
diringkas menjadi dua poin. Poin itu adalah penetapan syariat menggunakan
bahasa Arab dan penetapan syariat sesuai dengan umatnya. Maksud poin
pertama adalah bahwa syariat diturunkan menggunakan Bahasa Arab, dan ini
mengharuskan penguasaan Bahasa Arab dalam memahaminya. Maksud poin
kedua adalah bahwa syariat memahami situasi umat. Sebab itu, diturunkan
sesuai kondisi umatnya.*"

Ketiga, gasd al-Shari‘ fi wad“’i al-shari‘ah Ii al-taklif bi muqgtadaha
(maksud Tuhan membuat syariat untuk memberikan tanggungjawab kepada
hamba-Nya). Shatibi menulis dua belas masalah terkait gasd al-Shari‘ fi
wad'l al-shari‘ah Ii al taklif bi muqtadaha ini, yang kemudian disingkat
menjadi dua masalah.'” Pertama, al-taklif bima I2 yuthagu (pembebanan di

108 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasidi “Inda al-Imam al-Shatibi, Virginia:
IIIT, 1995, hal. 145-146

'%% Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwataqat £7 Usili al-Shari‘ah. .., hal. 221

"% Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatib..., hal. 146

Y1 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafagat £7 Usuli al-Shar7‘ah. .., hal. 222-223

72 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Magqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi. .., hal. 164,
149.

' Moh. Toriquddin, “Teori Magqasid Shari’ah Perspektif al-Shatibi”. .., hal. 36
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luar kemampuan hamba). Kedua, al-taklif bima fihi mashaqqah
(pembebanan yang kesulitannya tetap ada). Terkait masalah pertama,'’
Shatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat kepada hamba-
Nya yang mampu. Bila hamba tidak mampu, Allah tidak akan membebankan
syariat kepada hamba-Nya. Kedua, Allah memberikan keringanan beban
kepada hamba-Nya, ketika mengalami kesulitan dalam rak/if, seperti
rukhsah salat jamak bagi musafir.'”

Keempat, qgasd al-Shari‘ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-
shari‘ah (maksud Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk menjalankan
syariat). Persoalan ini dibahas Shatibi ke dalam dua puluh masalah. '’
Pembahasan utama menurut Raysuni, berada dalam masalah 8 sampai 16.
Menurut Shatibi, Allah tidak memberlakukan pengecualian kepada hamba-
Nya dalam persoalan tak/if. Jadi, umat Islam memiliki tanggungan
menjalankan syariat Islam, kendati tempat tinggal, waktu, tempat, dan
kondisi yang berbeda.!”

Setelah penjelasan terkait gasd al-Shari’, selanjutnya akan dijelaskan
terkait gasdu al-mukallaf atau tujuan mukalaf. Menurut Shatibi, ada 12
masalah yang terdapat dalam gasd al-mukallaf. Tetapi, hanya tiga yang
dijelaskan di sini.

Pertama, anna al-a‘mal bi al-niyat (amal perbuatan bergantung niat).
Seluruh gas}d atau maksud amal mukalaf tergantung kepada niatnya. Jika
niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka
amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riyanya seseorang
dalam beramal dinilai dari niatnya. Terkait persoalan ini, anak kecil atau
bayi, orang gila, dan orang yang tidak sadarkan diri, tidak termasuk, sebab
mereka tidak mampu berniat dalam implementasi amalnya.'™

Kedua, gasd al-mukallaf fi al-amal muwafigan Ii gasd al-Shari’ 17 al-
tashri* (tujuan mukalaf mesti selaras dengan tujuan Allah). Ketika
Allah menghendaki tujuan suatu syariat untuk kemaslahatan hamba-Nya
secara umum, maka itu berarti mukalaf juga harus memiliki tujuan yang
sama. Misalnya, dalam hal memelihara masiahah, yang dalam praktiknya,
seseorang harus memelihara kemaslahatan pribadinya sendiri yang
termasuk ke dalam maslahah daruriyah. Sebagaimana hadits Rasulullah:
“Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya”. Siapa

1% Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi. .., hal. 150.
75 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwatagat i Usili al-Shari‘ah. .., hal. 281, 288.

'’® Moh. Toriquddin, “Teori MagqasidSyari’ah Perspektif Al-Syatibi”..., hal. 37.
Y7 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi..., hal. 155.
% Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usuli al-Shari‘ah.. ., hal. 413.
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pun mempunyai rakyat, setidaknya rakyatnya itu pribadinya sendiri. Karena
itu, ia harus memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri.*"

Ketiga, man ibtagha fi al-takalif ma lam tushra‘ lahu, fa-‘amaluhu
batil (siapa saja melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, itu berarti batil).
Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, ia berdosa,
tetapi jika hal itu masih sesuai dengan gasd-Nya, maka hukumnya boleh.
Masalah kedelapan digunakan untuk memahami gasd-Nya. Menurut Shatibi,
seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, hendaknya ia
melakukan tiga hal; amal itu diniatkan sesuai tujuan Allah dan niatnya
hanya untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian, berniat apa yang
dikerjakannya sesuai dengan gasd-Nya. Hal terakhir yang dilakukan adalah
berniat hanya untuk mengerjakan perintah Allah semata.

3. Metode Penentuan Magqgasid Menurut al-Shatibi

Masing-masing ulama mempunyai metode yang berbeda-beda ketika
menentukan magqasid shari‘ah atas suatu persoalan. Misalnya, empat metode
yang digunakan al-Shatibi ketika menentukan magqgasid shari‘ah, yaitu
metode analisis lafal perintah (amr) dan lafal larangan (nahyu), metode
analisis maqasid turunan (tabi‘ah), metode analisis sukut al-Shari‘, dan
metode istigra’.
1) Analisa Lafal al-Amr dan al-Nahyu

Lafal al-amr dan al-nahyu menjadi salah satu metode dalam
penentuan magasid, dan ini yang membuat bahasa Arab memiliki peranan
penting. Dua pembahasan dalam usul lughawi dalam hal permintaan, yaitu
al-amr dan al-nahyu. Al-amr adalah permintaan untuk suatu tindakan.
Sedangkan al-nahyu adalah permintaan untuk meninggalkan tindakan.
Analisis terhadap lafal al-amr dan al-nahyu, bisa merujuk kepada dua hal;
Moujarrad al-amr wa al- nahy al-ibtida’i al-tasrihi dan menganalisis konteks
‘illat setiap perintah dan larangan.'® Sedangkan mujarrad al amr wa an nahy
al-ibtida’i al-tasrihi bermakna melihat perintah dan larangan dalam dalil
secara eksplisit, dan keberadaan keduanya secara mandiri (7btida’i).
Misalnya, dalam QS. al-Jumu‘ah/62 ayat 9: “Maka segeralah kamu
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.*®* Dalam ayat tersebut
terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di dalamnya tanpa harus
menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis

7% Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat 17 Usali al-Shari‘ah. .., hal. 417-418.

180 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi...,, hal. 164-
165, 296.

181 Q.S. al-Jumu‘ah: 9.
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adalah perintah untuk segera mengingat Allah (salat Jumat) dan larang
berjualan (saat salat Jumat).'®?

Konteks Tuhan dari setiap perintah dan larangan, berarti perintah dan
larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit, dan harus
dipahami secara mendalam terlebih dahulu. Misalnya, perintah salat: “Dan
laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang
rukuk.”*® Perintah secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah salat,
dan sesungguhnya juga di dalamnya memuat perintah secara implisit, yakni
perintah bersuci. Sebab, bersuci merupakan ‘/lat dari salat, yang mana jika
salat diperintahkan, itu berarti bersuci juga diperintahkan, kendati dalilnya
tidak tertulis secara eksplisit.'**

2) Memperhatikan Magasid Turunan (al-Tabi ‘ah)

Maksud magasid turunan atau al-tabi‘ah adalah magqgaside
yang merupakan turunan dari magasidsebelumnya. Misalnya, nikah dengan
magqasid. Awalnya merajut keturunan, dan magasidturunannya adalah
berbagi tempat tinggal, saling menolong persoalan maslahah dunia
dan akhirat, menjaga syahwat, dan lainnya. Semua itu adalah magqasid
nikah yang disyariatkan Allah. Beberapa magasidada dalam nass dan
sebagian beberapa lainnya diadopsi dari dalil lainnya.*®

3) Menganalisa Sukut al-Shari*

Yang dimaksud menganalisa sukut al-shari‘ adalah menganalisa
sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan a/-Shari‘ dalam nass. Bila
terjadi perkara, tetapi tidak ditemukan penjelasan terkait perkara tersebut
maka tidak serta-merta hal itu dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan,
sebab sebenarnya yang demikian itulah yang membuat pintu ijtihad terbuka.
ljtihad dilakukan dengan mengenali maslahat dan mudarat di dalamnya. Jika
terdapat masiahah, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Bila terdeteksi
mudarat di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh ditindaklanjuti.
Penggunaan pendekatan untuk ijtihad ini adalah pendekatan maslahah
mursalah.®

4) Istigra’

'82 Ahmad Raysuni, Nazarfyah al-Maqasidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi..., hal. 298.

182 .S. al-Bagarah [2]: 43.
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"85 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Shatibi..., hal. 300
'8 Abu Ishaq al-Syatibi, a-Muwataqat fi Ushiil al-Shari‘ah. .., hal. 393a
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Istigra’, menurut Shatibi, merupakan metode paling utama dalam
memahami maqasidshari ‘ah. 187 Istigra’ merupakan metode induktif untuk
menentukan magasid khusus dari yang umum. Ketika magasid khusus
berlawanan dengan magasid umum, berarti istigra’ tersebut tidak benar.'®®
Misalnya, diperbolehkan transaksi online yang dikhususkan dari
diperbolehkannya transaksi dalam Qur’an: “Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba.”'#

E. Magqasid al-Shari‘ah Generasi Kontemporer
1. 1bn ‘Ashur (1296-1394 H./1879-1973 M.), B

Lahir dari keluarga religius, Muhammad al-Tahir 1bn Ashur (1296-
1394/1879-1973), yang lahir tahun 1879 di kota Tunis, menjadi salah satu
ulama besar Tunisia yang banyak memiliki kontribusi dalam gerakan
pembaharuan pemikiran Islam dan reformasi lembaga keulamaan di
negaranya.’®® Karya-karyanya termasuk karya tafsirnya al-Tahrir wa al-
Tanwir dan Magqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah merupakan bukti keseriusan
Ibn ‘Ashur dalam upaya memperbaharui pemikiran Islam. Lebih jauh, karya
tafsirnya, al/-Tahrir wa al-Tanwir dianggap sebagai karya pertama yang
merefleksikan dampak modernitas pada perkembangan pemikiran Islam.
Basheer M. Nafi, menyebutnya sebagai karya yang mewakili “the
persistence of classicism, but at the same time both an internalization of, and
response to, modernization.”® (pandangan klasik yang gigih, tetapi pada
saat yang sama, merupakan sebuah upaya internalisasi dan respons terhadap
modernitas). B

Kontribusi Ibn  “Ashur dalam aspek pembaharuan lembaga
kecendekiawanan Tunisia, bisa dilihat dalam keterlibatannya dalam dunia
pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam di Tunisia khususnya dan
dunia Islam umumnya. Tahun 1892, ia bergabung ke Universitas Zaytuna
dan mengabdi sampai akhir hayatnya tahun 1973. Selain itu, tahun 1900, ia
mengajar di al-Sadiqiya College. Pada usia 24 tahun atau tiga tahun
setelahnya, 1bn  Ashur menjadi professor muda di Universitas Zaytuna.

187 Maher Hamid al-Haw[i, al-Istigra’ wa Dawruhu i Ma‘rifah Maqasid al-Shari’
‘Inda al-Imam al-Shatibi, Ghaza: al-Ja‘miah al-Islamiyah, 2010, hal. 18

88 Nu‘man Jughaym, Tuwrug al-Kashfi ‘an Magqasid al-Shari’ah, Yordania: Dar
Alnafaes, 2014, hal. 252.

189 3.S. al-Bagarah/2: 275.

190 Basheer M. Nafi, “Tahir Ibn ‘Ashur: The Career and Thought of Modern
Reforist ‘alim, with Special Reference to His Work of Tafsir,” dalam Journal of Qur’anic
Studies, Vol. 7, No. 1.2005, hal. 1.

! Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”, dalam Jurnal of Qoranic Studies,
vol.VII, Tahun 2005, hal. 1
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Pada awal tahun 1930, ia dianugerahi sebagai Imam Besar Masjid
Universitas Zaytuna, namun itu tidak berlangsung lama, lantaran pada tahun
1932, ia memperoleh anugerah sebagai syaikh Islam mazhab Malik. Posisi
sebagai syaykh Masjid Universitas Zaytuna diterima kembali pada tahun
1944 sampai tahun 1951. Selain itu, dia juga diangkat menjadi syaykh
Universitas Zayttina dua periode dimana di period ke keduanya dia
menerima amanat cukup panjang, 1944-1955. la seorang berpemikiran
keislaman reformis, dan keluasan kompetensinya di bidang bahasa Arab. Hal
ini dibuktikan rekognisi masyarakat akademik kepadanya sebagai ahli sastra
Arab. Misalnya, ia menjadi anggota assosiasi Akademi Bahasa Arab Kairo
pada tahun 1951, dan menerima hal yang sama dari Akademi Bahasa Arab
Damaskus pada tahun 1955.'% ~

Secara general, gagasan keislaman Ibn ‘Ashur dapat diklasifikasikan
menjadi empat kategori: reformasi pendidikan, pengembangan teori hukum,
hakikat masyarakat Muslim modern, dan penafsiran terhadap al-Qur’an.'*®
Pokok pikiran reformasi pendidikannya terletak pada 3 hal: dasar
pendidikan, penanggung jawab, dan metode dan isi pendidikan itu sendiri.
Baginya pendidikan itu mesti memberi ruang kebebasan, karena kebebasan
membantu mengonstruk kemandirian anak didik. Pemerintah mendapat porsi
tanggungjawab yang paling besar dalam menyiapkan lembaga pendidikan
yang baik bagi rakyatnya.

Selanjutnya, metode dan isi pendidikan harus berfokus kepada
penyiapan generasi yang lebih baik dengan penekanan kepada pengawasan
dan evaluasi proses dan kelembagaan. la menawarkan metode hafalan untuk
tingkat dasar dan pemikiran analitik bagi tingkat pendidikan tinggi. Selain
itu, kritik terhadap eksistensi disiplin ilmu Islam ia lontarkan. Karena ia telah
mendeteksi kelemahan budaya akademik masyarakat Islam, antara lain,
konflik internal masyarakat Muslim yang berkepanjangan, pengembangan
budaya akademik yang kehilangan arah, pengembangan keilmuan spesialis
yang tidak dikembangkan, taklid yang banyak menyebar, ijtihad yang tidak
digalakkan, dan pertentangan mazhab yang berkepanjangan.®* Menurut
Nafi‘, kritikan Ibn “Ashur secara historis kurang berdasar, tetapi kalau dilihat

192 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”...,hal. 13

1% Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”....,hal. 14.

% Muhammad Tahir Ibn ‘Ashdr, 2014, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah, Kairo:
Dar al-Salam, Cet. VI, hal. 3; Misbahul Munir, 2015. Kebebasan Beragama Perspektif’
Tafsir Maqasidi Tbn ‘Ashur, Yogyakarta: Tesis UIN SUKA, hal. 75-76. Lihat juga,
Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, (ed.) Muhammad al- Tahir al-Misawi, 2001, Magasid al-
Shari‘ah al-Islamiyah, Yordania: Dar al-Nafa’is..., Cet. 1, hal. 172.
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dari upaya dia untuk membangun kerangka berpikir untuk kritik keilmuan
Islam hal ini merupakan suatu pendasaran yang koheren."*®

Konstruksi keilmuan Islam dalam pandangan Ibn ‘Ashur didasarkan
pada pemahaman teologi yang rasional. Filsafat dan logika adalah perangkat
kerja akal yang dikembangkan manusia. Sebab itu, keduanya menjadi
prerequisite yang proper untuk mengembangkan keilmuan Islam. Atas dasar
prinsip itu, ia mengembangkan daya kritik atas keilmuan Islam, termasuk
khazanah sejarah Islam yang perlu direkonstruksi.”®® lbn ‘Ashur
mengkonstruksi konsep masyarakat Islam ideal dalam bukunya Usu/ al-
nizam al-ijtima‘t fi al-Islam. Dalamnya Ibn ‘ Ashur mengombinasikan antara
fikih, tradisi moral dan spiritual Islam dengan gagasan dan sistem modern.
Kombinasi tersebut dimaksudkan untuk membangun hubungan agama
dengan kehidupan kewarganegaraan yang melebihi nalar teologi dan fikih
konvensional.

Tiga muatan yang terdapat dalam buku ini, pertama, hakikat Islam
sebagai agama sistem; kedua, pendekatan Islam dalam mereformasi individu;
ketiga, pandangan tentang reformasi masyarakat Islam. Dia meyakini bahwa
negara dan masyarakat modern tidak bisa dikonstruksi terlepas dari nilai-
nilai Islam. Relevansi kuat Islam terletak pada kecocokan nilai-nilai Islam
dengan fitrah manusia, yaitu Islam itu agama moderat dan toleran yang
mencari apa yang bagus bagi masyarakat baik secara individu maupun
masyarakat. Hubungan antara reformasi individu dan masyarakat adalah
merupakan proses hubungan saling terkait dan simultan. Pada level personal,
Islam membenahi karakter manusia melalui reformasi sistem keyakinan dan
model kerja, mengaitkan pilihan manusia dengan sistem, standard, dan
motivasi internal. Pada level sosial, usulannya baru, namun presedennya
lama, tepatnya periode awal Islam. Gagasannya terutama tentang hubungan
darah dan format primordial masyarakat Islam harus direformasi dengan cara
menggantinya dengan ikatan dan sistem politik baru berlandaskan dua hal;
membangun masyarakat bermoral dan adil yang menjadikan hukum sebagai
kontrol transaksi sosial. Kedua, hukum juga harus memayungi dan
memastikan kesejahteraan bangsa dan mempertahankan dari segala hal yang
meruntuhkan dan mendeviasi dengan cara menegakkan kesetaraan,
kebebasan, dan melindungi wilayah dan masyarakat Islam dengan ijtihad,
perjanjian international, perdagangan, dan dakwah Islam.*’

195 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”...., hal. 13.

19 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”..., hal. 13-14.

197 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”...., hal. 14-15
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Pada dasarnya, tawaran reformasi gagasan Islam Ibn ‘Ashur, berbasis
kepada konsep maqasid al-shari‘ah. Dasar ibn ‘Ashur mengembangkan
konsep magqasid al-shari‘ah sudah berkembang maqgasid al-shari‘ah adalah
karena usul al-figh terjebak pada teknikalitas dan tidak menjamin kepastian
hikmah shari‘ah. Dengan karakter seperti ini produk usul al-figh sulit
menjamin dapat menjawab tantangan zaman. Magasid al-shari‘ah dapat
direkontrsuksi lebih jauh untuk meningkatkan jaminan kesesuaian nilai Islam
dengan tantangan zaman.'*® Dia membagi konsep maqasid al-shari‘ahnya ke
dalam tiga bagian: pertama, membangun pokok-pokok premis maqgasid al-
shari ‘ah nya; kedua membahas apa dan kategori magqasid al-shari‘ahnya; dan
ketiga aplikasi maqasid al-shari‘ahnya di wilayah muamalah.'®

Ilon  ‘Ashur, mengidentifikasi tiga poin penting dalam
mengembangkan konsep magqgasid al-shari‘ahnya: pertama, Ibn ‘Ashur
menyatakan bahwa mayoritas ayat al-Qur’an dna Sunnah Nabi bersifat
rasional dan tujuan dibalik ayat dan Sunnah tersebut dapat digali secara
rasional. Hanya sedikit saja ayat dan Sunnah yang mengandung pesan
hukum ibadah individual (ahkam ta‘abbudiyah). Kedua, dia cenderung
memilih yang paling dianggap penting dari tujuan syariah, yaitu moderasi,
menjaga tatanan, kesetaraan, kebebasan, dan mengamankan eksistensi umat
dan kedamaian jiwa. Ketiga, seiring dengan tujuan untuk membangun
kepastian dan kecocokan dalam proses fikih, dia mendasar semua proses
kreatifnya pada deduksi dan observasi manusia. Ini merupakan karakteristik
perkembangan pemikiran modern bersandar kepada proses bernalar dan
pemahaman, termasuk di dalamnya adalah pemahaman keagamaan atas
upaya yang dilakukan manusia. Namun, Ibn Ashur melupakan ruh usul al-
figh terkait perbedaan dan pluralitas pandangan di dalamnya.

Rumusan tafsir magqasidi , perspektif ibn ‘Ashur adalah ilmu yang
dapat menggali makna ujaran-ujaran al-Qur’an dan derivasi apa saja yang
berasal dari ujaran tersebut, baik secara detail atau pun ringkas. Fitrah tafsir
adalah berupaya mencari pesan Tuhan yang diposisikan secara utuh sebagai
upaya manusia dalam suatu konstruksi ilmu. Ini artinya, pesan Tuhan digali
menggunakan alat, prinsip, dan metode konstruksi objektif yang
dikembangkan manusia melalui ilmu pengetahuan.

Sesuai karya lbn ‘Ashur, al-7ahrir wa al-Tanwir (verifikasi dan
pencerahan), ia merasa terpanggil untuk melihat ulang pesan al-Qur’an dan
menawarkan pencerahan kepada kaum pemikiran modern muslimin dengan
cara mengkonstruksi suatu pendekatan baru atas teks asasi Islam. Ciri

198 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”...., hal. 15-16.

199 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”..., hal. 16-17
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pendekatan baru ibn ‘Ashur terletak dari perlakuannya atas al-Qur’an
sebagai kata dan kalimat. Dengan kata lain dia mendekati al-Qur’an dengan
pendekatan rasional. Sumber lainnya digunakan tetapi dalam seleksi
rasionalitas.

Pentingnya Sunnah dibangun di atas pengertian bahwa karena secara
praktis penafsiran al-Qur’an tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa
pengetahuan yang memadai mengenai Sunnah Nabi. Sikap ini tidak
membuat dia tidak kritis terhadap sumber Sunnah. Misalnya dia bersikap
kritis terhadap penggunaan asbab nuzul karena praduga kualitas sanad yang
perlu diverifikasi. Karena keumuman pesan dalam bahasa dilihat dari
keumuman makna kata dan spesifikasi kejadian, pendekatan tafsir Ibn
‘Ashur tertumpu pada ijtihad kebahasaan termasuk di dalamnya penggunaan
tafsir ishari yang menempatkan al-Qur’an sebagai ayar atau tanda-tanda, dan
pertimbangan maksud syariah.”®

Ibn ‘Ashur meletakkan maqasid al-shari‘ah sejajar dengan teks
agama untuk kemudian didialogkan dengan realitas kekinian, demi
terciptanya konsep keagamaan dinamis, humanis dan beneficial bagi
kemaslahatan umum. Ibn ‘Ashur merupakan ulama yang berusaha
melakukan reformasi cara dan sudut pandang dalam menafsirkan al-Qur’an.
Dengan demikian, sebenarnya lbn ‘Ashur menawarkan penafsiran baru atas
al-Qur’an dengan bingkai maqasid al-shari ‘ah, yaitu menunjukkan manusia
pada jalan kebahagiaan agama yang menjunjung kebenaran, dan akhaq
mulia.

Aplikasi lbn ‘Ashur, atas magasid al-shari‘ah sebagai manhaj
pemikiran keagamaan tersendiri dalam tafsir al-Qur’an adalah dengan
mendudukkan tujuan tafsir untuk perbaikan keadaan manusia baik dari sisi
individu, sosial, maupun peradabannya, dengan cara mencari makna yang
dianggap benar dan menerangi akal yang baru. Walaupun objek analisis
tafsir maqgasidi  adalah bahasa, tetapi pencarian kebahasaannya yang
dibangunnya didasarkan pada pemahaman akan fitrah, kemaslahatan dan
‘illat atau hikmah dibalik isyarat-isyarat kebahasaan tersebut, yang dalam
penggaliannya bersinggungan dengan banyak hal selain kebahasaan.
Singkatnya tafsir maqgasidi  di tangan Ibn ‘Ashur didedikasikan untuk
menyingkap hikmah, ‘/llat, dan makna al-Qur’an yang sesuai dengan
magqasidal-Shari‘ dengan jalan deduktif kebahasaan dan induktif pencarian
relevansi makna dengan realitas.?®*

20 Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with slpecial Reference to his work of Tafsir”..., hal. 17-20.

2% Basheer M. Nafi, “Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist
alim with special Reference to his work of Tafsir”..., hal. 38-40.
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2. Allal al Fasi (1910-1974 M)

Nama lengkap Alal al-Fasi adalah Muhammad Allal bin ‘Abd al-
Wahid bin ‘Abd al-Salam bin Majdhub al-Fasi al-Fahri. Beliau dilahirkan
di kota Fas, Moroko pada tahun 1910 M. Al-Fasi dikenal sebagai ulama
pejuang kemerdekaan Maroko, sekaligus pendiri partai al-Isiqlal. Isma‘il al-
Hasani, menyejajarkan al-Fasi dengan Tahir Ibnu ‘Ashur, karena faktor
pengaruhnya dalam bidang studi magasid al-shari‘ah.*®* Dari Maroko, Alal
al-Fasi dan keluarganya pindah ke Andalusia (Spanyol). la pernah
mengenyam pendidikan di Universitas al-Qurawiyin, menggondol ijazah
diploma tinggi pada tahun 1932.

Lingkungan keluarganya merupakan keluarga agamis. Ini yang
membuat semangat bela negara dan kemampuannya dalam bidang ilmu
agama sangat mumpuni. Beliau berperan sangat aktif dalam menghadapi
dan melawan penjajah Perancis. Perlawanan melalui berbagai media, dalam
rangka menyebarluaskan kajian keislaman, mengajak umat untuk bersatu,
dan aktif ke dalam dunia politik untuk menghentikan kelicikan para penjajah.
Tidak heran, sejak kuliah, ia sudah menjadi tokoh nasional, orator hebat,
penyair, dan salah satu ulama di Maroko.

Al-Fasi , dikenal sebagai pemikir Islam, tokoh politik, dan pemimpin
nasional. la juga berpengalaman dalam bidang fikih mazhab Maliki dan fikih
perbandingan. Lantaran ijtihad fikihnya, ulama Moroko, Aljazair,
dan Tunisia, menggunakannya sebagai basis argumen. la juga aktif mengajar
di Fakultas Perundangan dan memiliki sejumlah karya, antaranya: Magasid
al-Shari‘ah wa Makarimuha, Difa“ ‘an al-Shari‘ah, al-Himayah i Marakish,
al-Siyasah al-Barbariyah fi Marakisy, al-Nagd Adz-Dzati, al-Harakah al-
Istiglaliyah fi al-Maghrib al-‘Arabi, al-Hurriyah, al-Himayah al-Asbaniyah
fi al-Maghrib, Waqi‘ al-‘Alam al-Islami, Muhimmah Ummah al-Islam,
Manhaj al-Istiqlaliyah, Ra’yu Muwatin Nahwa Wahdah hamiyah, Da’iman
Ma‘a al-Sha ‘b, Anashid Wataniyah, Hadith ‘an al-Tabshir al-Masihi, Kay la
Nansa, al-Madkhal ila ‘Ulum al-Qur’an wa al-Tafiir, dan masih banyak lagi
yang belum tercetak. Muhammad Allal al-Fasi, menjadi anggota Majma‘
‘Ilmi Arab (Kelompok Pengkajian limiah Arab) di Damaskus dan Majma‘
al-Lughah Rabiyah (Kelompok Pengkajian Bahasa Arab) di Kairo. Proyek
akhir yang dilakukan Muhammad Allal al-Fasi dan patut disyukuri ialah
usahanya mempengaruhi Pemerintah agar tidak mendukung pembuatan film
tentang Rasulullah Saw. Sejatinya kandungannya menjatuhkan Rasulullah,
agama Islam, dan umat Islam.?*

292 Isma‘il al-Hasani, Nazariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn

‘Ashur, Cet. I, USA: al-Ma‘had al-Fikr al-Islami, 1995, hal. 71.
293 Ysma“il al-Hasani, Nazariyah al-Magasid ‘inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn
‘Ashur. .., hal. 78.
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Alal al-Fasi, mendefinisikan maqasid al-shari ‘ah sebagai berikut:

Tujuan (umum) dan rahasia (khusus) yang tercakup dalam setiap hukum
yang telah ditetapkan Allah.”®*

Sementara itu, tujuan syariah perspektif Allal al-Fasi adalah
memakmurkan dunia, mengawal aturan kehidupan, menegakkan keadilan
dan keistigamahan, mewujudkan kemaslahatan akal, pekerjaan, dan
kemaslahatan sesama manusia, serta memberikan dan mengelola
kemanfaatan untuk orang lain.’®® Ibadah yang ditetapkan Allah Swt,
merupakan hikmah penciptaan untuk manusia. Demikian pandangan Alal al-
Fasi. Ketika Allah menyuruh manusia beribadah, itu tidak berarti Dia
melarang untuk tidak memikirkan dunia. Sebab, kehidupan manusia menjadi
tanggung pribadinya. Persoalan ibadah, tidak berarti bekerja itu berhenti,
lantaran manusia tercipta untuk beribadah kepada-Nya, dan tentu saja juga
tidak meninggalkan urusan dunianya. Karena manusia sudah diberikan beban
untuk mempelajari hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, dengan cara
mengerahkan segenap potensi untuk menaati segala ketetapan-Nya.

Memelihara fitrah manusia, menurut Allal al-Fasi, termasuk bagian
dalam magasid al-shari‘ah. Karena itu, syariat Islam tidak pernah
bertabrakan dengan akal manusia, selama dalam kondisi normal. la lebih
menitikberatkan kepada penguraian secara tuntas seputar tujuan syariat
Islam, hikmah, dan rahasia di dalamnya. Alal al-Fasi, meyakini bahwa
dialektika antara teori magasid dengan isu-isu kontemporer akan
menghadirkan keharmonisan yang menyatu antara magasiddengan realitas
sosial yang terkesan berjarak. Pandangan yang menyatakan bahwa magasid
al-shari‘ah berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt
dalam Q.S. al-Rum/60 ayat 30:
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Maka hadapkanlah wajah mu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.

% Alaal al-Fasi’, Maqosid as-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha al-Dar al-

Badho, Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.t, hal. 111.
_205 Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi, Rabat: Ad-
Dar al-‘ Alamiyah li al-Kitab al-Islami, 1992
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Dan Surat al-A‘raf/7, ayat 119:

e | T GG T A4S
Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang
hina.

Lebih lanjut, Allal al-Fasi, menjelaskan bahwa relasi manusia dengan
Penciptanya adalah bentuk relasi azali. Pasalnya, Allah Swt memanggil
segenap ciptaan-Nya ketika Dia akan menciptakan dunia dan mereka
diberikan amanah untuk dapat memahami. Sebagaimana Firman Allah dalam
Surat al-A‘raf/7 117:%%
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Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab:
‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.’ (Kami lakukan yang
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan
Tuhan).

Manakala Allah Swt memperkenalkan sifat Rububiyah-Nya ke
segenap mahluk-Nya, mereka harus membenarkannya. Hal ini dinyatakan
dalamSurat al-Bagarah/2 ayat 30:
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.u
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*. Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?"

26 <Alaal al-Fasi’, Magqosid as-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha al-Dar al-
Badho..., 112
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Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.

Ketika Allah hendak mewujudkan penciptaan manusia, malaikat
bertanya tentang alasan kenapa Dia hendak menjadikan manusia sebagai
khalifah di bumi, yang dapat mengakibatkan tindakan merusak,
menumpahkan darah. Mereka itulah yang senantiasa bertasbih dengan
memuji-Nya dan menyucikan-Nya. Allah menjawab: “Sesungguhnya Aku
lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih mengetahui segala hal yang
manusia tidak mengetahuinya. Ini artinya, Allah menyimpan rahasia atas
seluruh penciptaan-Nya. Rahasia ini yang menjadi relasi azali antara Allah
dan ciptaan-Nya. Yang dimaksud relasi tersebut adalah bahwa Allah adalah
Zat yang menetapkan karakter dan sifat makhluk. Karena manusia diberikan
akal untuk digunakan berpikir, maka ia memiliki kemampuan menentukan
mana yang baik dan mana yang buruk dengan fasilitas akal yang ada dalam
dirinya.

Hukum Allah adalah segala ucapan ketuhanan yang ditujukan kepada
segala tindakan, ucapan, dan pikiran mereka. Bentuknya dapat berupa hukum
wajib, haram, dan mubah, atau dalam bentuk dampak yang muncul dari
ketiga hukum tersebut. Ucapan-ucapan ketuhanan tersebut diekspresikan
melalui sumber hukumnya; al-Qur’an dan hadis. Sebab itu, manusia
diharuskan mempelajarinya melalui metode istinbat.

Sementara itu, segala tindakan manusia merupakan objek hukum
Allah. Kendati begitu, semua tindakan manusia tidak memengaruhi Allah,
baik dalam hal pemberian manfaat dan mudarat. Sebaliknya, justru tindakan
manusia itulah yang berpengaruh kepada dirinya sendiri. Manusia yang
mampu menjaga hati, memelihara peningkatan keimanan dan ketakwaannya
yang dapat memengaruhi kehidupannya di dunia dan di akhirat.?”’

Dalam karya Alal al-Fasi, Magqgasid al-shari‘ah al-Islamiyah wa
Makarimuha, yang merefer gagasan Imam Shatibi dengan pembagian
magqasid al-shari ‘ah kepada dua hal:

a. Segala hal yang kembali kepada Allah, yaitu apa saja yang bertalian
dengan manfaat yang didapatkan hamba, baik di dunia maupun di
akhirat dalam ibadah kepada Allah. Allah sudah mengatur semua manfaat
di dalamnya.

b. Segala hal yang kembali kepada manusia, yaitu apa saja yang bertalian
dengan proses ibadah kepada Allah. Misalnya, niat yang harus sesuai

27 <Alaal al-Fasi’, Magqosid as-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha al-Dar al-
Badho.. .hal. 112.
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dengan ketentuan umum syariat, tanpa mengkhususkan perbuatan tertentu
dan tetap menjaga kesunnahan serta menjauhi bidah.?%

3. Jasser Auda (lahir 1966 M)

Jasser Auda, merupakan seorang Associate Professor di Fakultas
Studi Islam Qatar, yang fokus di studi Kebijakan Publik. la juga sebagai
direktur dan pendiri Magasid Research Center di Filsafat Hukum Islam,
London, Inggris, dan pernah menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum
Universitas Alexandria, Mesir, dan Islamic Institute of Toronto, Kanada dan
Akademi Fikih Islam, India. la seorang dosen yang mengampu mata kuliah
hukum Islam, filsafat, dan mata kuliah yang berhubungan dengan isu-isu
minoritas Muslim dan kebijakan di sejumlah negara di dunia.

Menurut Anas al-Shaykh-Ali, Direktur Akademik, Il T Kantor
London, karya Audah ini menyatakan: A systems approach to the philosophy
and juridical theory (usul) of Islamic law based on its purposes, principles,
higher objectives, and ends (maqasid al-shari‘ah). For Islamic rulings to
fulfil their purposes of justice, equality, human rights, development, and
civility in today’s context, the author places magqasid, as the group of divine
intents and moral concepts, at the heart and basis of Islamic law. He
introduces a novel method of analysis, classification, and critique that
utilizes relevant features from systems theory such as wholeness,
multidimensionality, openness, cognitive nature and especially
purposefulness of systems. More broadly, this systematical methodological
approach has implications for the reconstruction of the law, human rights,
civil society, and governance anchored in Islamic principles and juridical
thought.?

Auda, mengajukan pendekatan systems untuk mengonstruk kerangka
berpikir untuk pengembangan hukum Islam. la berargumen, terdapat
ketidakutuhan dan reduksi dalam pengaplikasian hukum Islam, karena
makna literal lebih ditekankan ketimbang ketimbang sisi moral,
multidimensi dikesampingkan, enggan melihat sisi-sisi yang warna-warni,
tidak mengarah ke arah rekonstruktif, lebih menitikberatkan kausalitas
ketimbang tujuan teleologis.?'® Untuk mengoptimalkan pendekatan atau alat
analisis,

28 <Alaal al-Fasi’, Maqosid as-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha al-Dar al-
Badho...,hal.113..

2 Anas S al-Shaikh-Ali.. “Foreword,” dalam Jasser Audah Magdasid al-Shari‘ah as
Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London and Washington: The I1IT, 2007,
hal. xx.

20 jaser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007, hal. xxvii
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Auda mengemukakan ada enam fitur; kognisi (cognition),
komprehensivitas (wholeness), keterbukaan (openness), interkonektifitas
(interconnectedness), multidimensi (multidimensionality), merujuk tujuan
utama atau kebermaksudan (purposefulness). Dengan demikian, produk
teoretis atas olahan keenam fitur di atas, pesan yang hendak ditegaskan
adalah bahwa apa saja bentuk metode validitas dari ijtihad, ditentukan
berlandaskan kepada tingkat implementasi magasid al-shari ‘ah.

Produk praktisnya adalah hukum Islam yang kompatibel dengan nilai
keadilan, tindakan moral, kemurahan hati, koeksistensi sosial, dan
pembangunan manusia itu sendiri. Basis sistem yang dibangun Auda tentang
magqasid al-shari‘ah adalah keadilan, cinta kasih, kebijaksanaan, dan
kebaikan yang menjurus kepada kesejahteraan dunia dan akhirat.?
Sedangkan esensi hukum Islam adalah alat penggeraknya untuk keadilan,
produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan,
persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Masalahnya adalah
realitas muslim sekarang, menurut analisis Audah, belum mampu
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, sehingga yang menjadi
tantangan adalah bagaimana cara hukum Islam memainkan peranannya
dalam menyelesaikan problem ini?**?

Auda mendudukkan maqgasid sebagai pembaharuan Islami
kontemporer, model-model pengembangan magasiduntuk agenda tajdid
tampak dalam bukunya magqgasid al-shari‘ah. Dalil Ii al-Mubtadi’in. Antara
lain, maqasid al-shari‘ah sebagai landasan pembangunan dan hak asasi
manusia, magqgasid sebagai landasan ijtihad kontemporer, magasidsebagai
alat pembeda antara sarana (wasa’il) dan tujuan (ghayah), maqasiduntuk
interpretasi tematik al-Qur’an dan Hadis, magasid sebagai dasar pembukaan
sarana maupun pemblokiran sarana, magasid Sebagai dasar untuk
menduniakan atau meuniversalkan syariah, magasid sebagai landasan
bersama antar antar mazhab Islam, dan magqgasid sebagai dasar dialog lintas
iman. Masih dalam bukunya yang sama, dalam sub pembahasan terakhir
Auda mengaplikasikan bagaimana magasid diterapkan sebagai dasar
menjawab aneka pertanyaan atau tanya-jawab.?**

Berkaitan dengan penafsiran al-Qur’an, Auda sepakat dengan
penggunaan metode tematik cara kerjanya berusaha mengambil pesan utuh
Tuhan terhadap tema tertentu. Metode ini dianggap sejalan dengan semangat
penafsiran magasidi yang menjaga tujuan universal pesan Islam yang

2 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Penj.
Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im, Bandung: Mizan, 2015, hal. 21-22.

2 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Penj.
Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im...,hal. 22-23.

213 Jaser ‘Awdah,, Maqgasid al-Shari‘ah: Dalil Ii al-Mubtadi’in, Beirut: Maktab al-
Tawzi‘ fi al-‘Alam al-‘Arabi, 2011.Cet. I, hal. 53-117.
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disebut sebagai nilai Islam dan fleksibilitas norma Islam atau standar kriteria
tentang kepatutan atau kepantasan suatu hal atau kegiatan yang
mengapresiasi perubahan karena perbedaan dan perkembangan dalam tempat
dan waktu yang berbeda-beda.

Melalui pendekatan sistemiknya, Auda sebenar sedang menawarkan
perspektif Islam tentang sesuatu hal atau lebih jauhnya tawaran Islamisasi
ilmu pengetahuan melalui kerangka keilmuan yang teradopsi dalam tradisi
berpikir Islam. Dari sisi sumber, tawaran ini mengintegrasikan sumber
wahyu dan akal dengan melihat masalih mursalah, sehingga terjadi
pemahaman atas al-Qur’an yang lebih kontekstual. Dari sisi metode, tafsir
magqasidi menjaga proses penafsiran. Dalam artian, memetakan tujuan Allah
dalam al-Qur’an dalam format nilai yang universal, dinamis, dan fleksibel,
agar relevansi ajaran Islam tetap terjaga. Hubungan nilai yang universal dan
norma yang dinamis adalah bagian integral yang menyeluruh dari sifat
fleksibilitas ajaran Islam.

Diskusi di atas menginformasikan beberapa poin yang perlu
digarisbawabhi.

Pertama, kemunculan tafsir maqgasidi di bawah bayang-bayang
konsep magqasid al-shari ‘ah, terutama pengembangan yang dilakukan Imam
Ghazali , yang kemudian pada puncaknya pada era Shatibi, dan diikuti oleh
empat sarjana yang didiskusikan di sini.

Kedua, pergerakan pemikiran maqgasid al-shari‘ah termasuk di
dalamnya tafsir magasidmengarah pada upaya konstruksi keilmuan atau
proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Perspektif sumber, tafsir maqgasid
merupakan tafsir bi al-ra’yi yang tengah menapaki jalan mencari pondasi
dan bangunan keilmuan yang tidak bertentangan dengan sumber agama pada
satu sisi.

Sementara pada sisi berbeda adalah bentuk upaya pencarian
keleluasaan untuk independensi akal dalam bangunan pemahaman sumber
keagamaan. Sementara itu, perspektif metode, tafsir magasidi dikonstruk di
atas dua tradisi tafsir; metode naq/i dan ‘aqli. Sementara perspektif validasi,
tafsir maqasidi melandaskan eksistensinya kepada cara tafsir nag/i dan ‘aqli
dengan arah gerakannya untuk menelusuri wilayah yang lebih luas lagi bagi
kepentingan validasi rasional, baik melalui penstandaran rasional atau pun
empiris, yang mengacu kepada masalih mursalah sebagai key wordnya.

Selain empat sarjana yang didiskusikan di atas, sebenarnya sejumlah
sarjana lain melakukan upaya yang sama, antara lain Muhammad al-Ghazali
(1917-1996 M), Yusuf Qaradawi (1926 M), Faysal Mawlawi, Taha Jabir al-
‘Alwani (1935-2016 M), Ayat Allah Mahdi Shams al-Din, Fathi ‘Uthman
(1928-2010 M), Hasan al-Turabi (1932-2016 M), Muhammad Shahrur,”**

214 Jaser ‘Awdah,, Magqasid al-Shari‘ah: Dalil Ii al-Mubtadi’in. .., hal. 75-80.
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‘Allal al-Fasi (1910-1974 M), dan lain-lain. Selain itu, secara kelembagaan,
upaya Il T dalam mendorong wacana magasid perlu disebut di sini.
Penyebaran gagasan magasidi  difasilitasi I1IT. Salah satunya adalah
mentranslate karya-karya pemikir Islam terkait maqasid al-shari‘ah. Karya
dua sarjana mendapat perhatian T untuk didiskusikan adalah karya Jasser
Auda, Magqdsid shari*ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,
dan Tahir Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari‘ah. Sementara sarjana lain yang
mendapat perhatian lembaga ini antara lain Ahmad Raysuni, /mam al-
Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law, and
Gamal Eldine Attia Towards Realization of Higher Intents of Islamic Law:
Magasid al- Shari ‘ah as Functional Approach.
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BAB 111
MAQASID AL-SHARI‘AH SEBAGAI LANDASAN TAFSIR

Al-Qur’an sebagai Verbum dei (kalam Allah) menghimpun seluruh
ajaran-ajaran Allah yang berupa asas pemikiran, sosial-politik, ekonomi, dan
eksoterik-isoterik yang dipegangi oleh umat Islam.! Al-Qur’an juga menjadi
sumber, fondasi, dan ilham bagi norma-norma yang mengatur kehidupan
orang Islam. Dengan standar keilmuan tertentu, al-Qur’an mungkin saja
dapat diinterogasi, dianalisis, dan ditafsirkan secara ilmiah.?

A. Definisi Tafsir Maqasidi

Perintah membaca® dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada
nabi Muhammad Saw,* menurut Quraish Shihab, itu berarti perintah yang
memuat tindakan harus dilakukan berulang-ulang ® dan kalimat bismi

! Muhammad ibn Luffi al-Shibagh, Lumhat fi ‘Ulum al-Qur’an wa Ittijahat al-
Tafsir, Beirut: Maktabah al-Islami, 1990, hal. 29.

2 Mohal. Ali, “Kontekstualisasi al-Qur’an”, dalam Jurnal Hunafa, Vol. 7, No. 1,
April 2010, hal. 61-68.

3 Kata “membaca” dalam bahasa Arab | tercantum di dalam Q.S. al-‘Alagq: 1.
Lihat Fakhr al-Din al-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghayb, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz 32, hal.
13.

4 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai
Persoalan Umat...,hal. 6.

5 Muh}ammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Tunis: al-Dar
al-Tunisiyah, 1984, juz 1, hal. 10.
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rabbika dalam rangkan mendapatkan wawasan baru.® Menurut a-Razi (865-
925 H), objek bismi rabbik dalam kaitannya dengan membaca tadi sebagai
sarana bagi yang pembaca sehingga ia mudah mendapatkan wawasan dari
apa yang telah dibaca’ dan ini membuktikan bahwa ia tunduk kepada Yang
Maha Mengajarkan. la pun mampu mendapatkan proses “redefinisi” atas
bacaan yang dibacanya.®

Pendapat Muslim ‘Ali Ja‘far, bahwa proses dialektika tersebut
membuka ruang peradaban agar kehidupan manusia berjalan secara damai,
selamat, dan penuh kehormatan.® Dengan kata lain, Fazlur Rahman (1919-
1988 M), menyebutkan bahwa al-Qur’an adalah ‘dokumen yang
diperuntukkan bagi manusia’ dalam mengonstruksi tata kelola kehidupan
yang penuh dengan keadilan dan berbasis etika.

Secara ontologi, menurut al-Jabiri (1935-2010 M), al-Qur’an dibagi
ke dalam tiga aspek dengan kekhasan tersendiri. Pertama, aspek
nirkeabadian (/a zamani)'' dalam relasi risalah yang dibawa nabi
Muhammad dengan risalah yang dibawa rasul terdahulu (akrisalah al-
samawiyah). Ini artinya, nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya,
meneruskan risalah sebelumnya. Kedua, aspek ruhani dalam proses turunnya
wahyu kepada nabi Muhammad dengan suasana tempaan yang penuh
kesabaran dan ketahanan diri. Ketiga, aspek sosial-religius dalam proses
implementasi kepada umat nabi Muhammad Saw berikut konsekuensinya. 2
Aspek ketiga ini jika meminjam istilah Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010
M) adalah suatu ‘konstruksi ideal’ dalam kaitan interaksi bangsa Arab
dengan fakta sosial yang melingkarinya, seperti politik, budaya, ekonomi,
dan teks itu sendiri.'?

Nasr Hamid menjelaskan, al-Qur’an mendudukkan personalitinya
sebagai pesan (risalah), yang mencerminkan relasi dialektika antara yang
mengirim dan yang menerima melalui sistem bahasa atau yang kerap disebut
dengan kode. Yang menjadi problem sementara adalah yang mengirim itu
adalah Tuhan, maka dianggap oleh sebagian orang, mustahil menjadi objek
studi ilmiah. Sebab itu, untuk masuk ke dalamnya adalah melalui pintu
realita dan budaya yang dianggap cukup relevan untuk melakukan studi

& M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai
Persoalan Umat ..., hal. 7.

7 Fakhr al-Din al-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghayb, jilid 32..., hal. 14.

8 Muslim ‘Ali Ja‘far, Manahij al-Mufassirun, T.tp: Dar al-Ma’rifah, 1980, hal. 8.

9 ‘Abd Allah Shahatah, ‘Ulum al-Tafsir, Kairo: Dar al-Syur{iq, 2001, hal. 8.

WAhmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer Dalam
Pandangan Fazlur Rahman, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007, cet. 2, hal. 1-2.

11 Fakhr al-Din al-Razi, a/l-TafSir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, juz 1..., hal. 70

12 Al-Jabiri, Madkhal il4 I-Qur’an al-Karim...., hal. 25.

13 Nasr Hamid Abu Zayd, Mathum al-Nass Dirasah i ‘Ulum al-Qur’an..., hal. 9.
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terhadap teks al-Qur’an. Realitas mengelola kegiatan manusia untuk
dijadikan target teks dan juga mengelola rasul sebagai penerima teks
pertama. Sedangkan budaya ada di dalam bahasa.'*

Dengan demikian, mempelajari kandungan al-Qur’an merupakan hal
yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, al-Qur’an merupakan firman
Tuhan vyang diturunkan untuk menjadi lentera bagi manusia dalam
menelusuri gelapnya gelanggang kehidupan. Terlebih, al-Qur’an adalah
kunci untuk membuka “ruang’ terdalam dalam diri, di mana diri sejati
bersemayam di dalamnya. Penggunaan teori maqasid al-shari‘ah daam
penafsiran al-Qur’an populer dengan nama tafsir magasidi. Pemahaman
terhadap konsep tafsir ini akan terasa komprehensif bila dimulai dengan
penjelasan definisi dan genealogi corak tafsir tersebut.

Istilah ‘tafsir magasidi’ atau ‘ al-tafsir al-maqasidi’ tersusun dari dua
kata, yaitu kata ‘al-tafsir dan ‘al-maqasidi’ . Kata al-tafsir bermula dari kata
al-fasr, yang memiliki arti menjelaskan suatu hal. Digunakannya patron pola
taf’il dalam kata tersebut membuatnya memiliki berarti ‘kesungguhan
membuka’ atau ‘proses pengulangan dalam membuka’. Secara istilah,
memang tafsir itu banyak variasinya. Misalnya, Shihab®® menjelaskan ada
tiga komponen untuk suatu pengertian tafsir, yaitu: 1) Penjelasan; 2) Maksud
firman Tuhan; 3) Sesuai kemampuan manusia.® Dengan ketiga komponen
tersebut muncul konsekuensi khusus dalam suatu proses penafsiran atas al-
Qur’an, berikut ini:

a. Penafsiran mesti dengan keseriusan mendalam dan dilakukan secara
kontinu sampai kebenaran tampak;

b. Penafsiran mengandung arti melakukan eksplorasi terhadap kebenaran
melalui pengungkapan hal yang muskil dalam teks al-Qur’an;

c. Penafsiran mesti berlandaskan keyakinan bahwa kebenaran dalam tafsir
itu relatif.t’

Bila kata ‘tafsir’ disejajarkan dengan kata ‘al-magasidi’ , maka
menghasilkan arti yang mendeskripsikan orientasi penafsiran terhadap

14 Nasr Hamid Abu Zayd, Mathum al-Nass Dirasah i ‘Ulum al-Qur’an..., hal. 12.

15 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut
Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an, cet. ke-2,Tangerang: Lentera Hati,
2013, hal. 9-10.

16 Dengan demikian, maka tafsir dapat diartikan sebagai upaya penafsir untuk
“menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan makna atau pengertian yang tersembunyi
dalam sebuah teks. Abdul Mustakim, Epistemologi Tafsir..., hal.  10. al-Zarqani
merumuskan tafsir sebagai ‘ilmun yabhathu fihi ‘an al-Qur'dn al-Karim min haythu
dalalatihi ‘ala murad Allah ta’ala bi qadri al-tagah al-bashariyahal. (ilmu yang membahas
al-Qur’an Mulia dari sisi petunjuk-petunjuk tentang maksud Allah Yang Maha Tinggi
sebatas kemampuan manusia.). al-Zarqani, Mandhil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an..., hal. 3

17 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut
Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an..., hal. 10.
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maqasid al-shari‘ah. Sebab itu, sejumlah pemikir berupaya merumuskan
pengertian terma ‘tafsir magasidi’, antaranya:
a. Wasfi ‘Ashur Abu Zayd (I. 1975)*®

Tafsir maqgasidi merupakan bagian dari corak penafsiran yang
berupaya menguak makna dan tujuan al-Qur’an secara universal atau secara
parsial, dengan tujuan mengadakan maslahat untuk segenap manusia.

b. Radwan el-Atrash (l. 1965) dan Abdo Khalid (I. 1971)

Tafsir magasidi merupakan bagian dari model penafsiran yang
berupaya menelusuri makna dalam lafal-lafal al-Qur’an, disertai tujuan di
dalamnya sebagai pertimbangan.*®
c. Imam Taufiq (I. 1972)

Tafsir magasidi merupakan penafsiran yang berlandaskan penafsiran
moderat dengan pijakan utamanya adalah tujuan al-Qur’an dan syariat.?°

Pengertian tersebut sama secara substansial, yakni suatu keyakinan
bahwa suatu penafsiran al-Qur’an tidak mengabaikan aspek magasid al-
shari ‘ah. Aspek tersebut mestinya sebagai ruh penafsiran. Sebab, penafsiran
yang tidak melihat kebermaksudan akan tampak keambiguannya, sehingga
dengan demikian tidak searah dengan tujuan penurunan al-Qur’an itu
sendiri.

Kata magasid sebagai bentuk plural dari kata magsad. Akar katanya
adalah gasada, artinya bermaksud atau menuju. Sementara itu, terminologi
magqasid adalah sesuatu yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam guna
menciptkan maslahat unutk para hamba-Nya di dunia dan akhirat.?! Dalam
konteks ilmu tafsir, magasid juga berarti magasid al-Qur’an dan maqasid
al- shari’ah. Kedua istilah ini berbeda. Posisi magasid al-Qur’an sebagai
dasar dari magqasid al-shari‘ah. 1tu artinya segala kemaslahatan dalam
magqasid al-shari ‘ah akan bermuara kepada magasid al-Qur’an.

Dalam penjelasan ‘Allal al-Fashi (1910-1974 M), maqasid al-
shari‘ah, berarti tujuan akhir yang akan diperoleh syariat dan sekaligus
memiliki muatan-muatan rahasia dalam penetapan hukumnya.?? Penjelasan

18 Wasfi ‘Ashur Abu Zayd, “al-Tafsir al-Maqasid li Suwar al-Qur’an
al-Karim,” Contantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amir ‘Abd al-Qadir Aljazair, 4-5
Desember 2013, hal. 7.

19 Radwan Jamal el-Atrash dan Nashwan Abdo Khalid Qaid, “The Magqasidic
Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics,” dalam Jurnal Quranica:
International Journal of Qur’anic Research, Vol 5, Tahun 2013, hal. 135.

2 Imam Taufig, “Al-Qur’an dan Perdamaian Profetik dalam Bingkai
Kebhinekaan,” semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 18 April 2017, dimuat
dalam http://www.walisongo.ac.id.

21 Washfi Asyur Abu Zayd, “al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur’an al-
Karim,”...,hal. 6.
22 Allal al-Fasi, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah wa Makarimuha, Beirut: Dar
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tersebut sama dengan penjelasan al-Raysuni (1953 M), bahwa magqasid al-
shari‘ah menduduki posisi sebagai tujuan yang akan diwujudkan dalam
penetapan hukum demi memberikan maslahat kepada manusia.?®

Adapun magasid al-Qur’an juga memiliki pengertian tersendiri.
Ridlwan Jamal dan Nishwan ‘Abduh setelah mengamati berbagai pendapat
ulama terkait magasid al-Qur’an, mereka berdua mendefinisikan magasid
al-Qur’an sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin
diwujudkan dengan diturunkannya al-Qur’an demi kemaslahatan dan
menolak kerusakan.?* Penyatuan dua kata tersebut, terminologi tafsir
magqasidi terformulasikan. Sebab jenis tafsir ini tergolong baru di tengah
disiplin ilmu tafsir. Kendati begitu, sejumlah pakar terus berusaha
memformulasikan definisinya secara tepat. Ridwan Jamal, Ridwan Jamal
memaknai tafsir maqasidi sebagai berikut:

é_a\...ui;j ?.\‘)SM u\)ﬂ\ .L-a\ﬂ\ @\.&A uﬁ a_\;.u LSJS‘ ‘).u.u;ﬂ\ % &ﬂ\ dh
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Jenis tafsir yang mengungkap makna lafal al-Qur’an dan perluasan makna
bahasa, diikuti penjelasan tentang hikmah dan tujuan yang ingin

didapatkan melalui penurunan al-Qur’an dan pensyariatan hukum-hukum
Islam.®

Sementara itu, definisi Washfi Ashur Abu Zayd, berikut ini;

Aol S5 ) oe i) o Ead sl ol e &l
a3 i SEY) LS o e WA 3 B8 A Gl
bl

Salah satu corak tafsir yang mengungkap makna dan hikmah yang

melingkupi al-Qur’an, baik universal maupun parsial, dan menjelaskan
cara penggunaannya dalam menciptakan kemaslahatan hamba.?

al-Gharb al-Islami, 1993, hal. 111.

23 Al-Raysuni, Nazhariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi..., hal. 19,

24 Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh, “Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-
Magqasidi Lil- Qur’an Al-Karim” 8, Tahun 2011: hal. 196, https://doi.org/10.31436/jia
.v8i0.234.

25 Radwan Jamal el-Atrash dan Nashwan Abdo Khalid Qaid, “The Magqasidic
Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics,” dalam Jurnal Quranica:
International Journal of Qur’anic Research..., hal. 197.

26 Zayd, “al-Tafsir al-Magasidi li Suwar al-Qur’an al-Karim,”... hal. 7.
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Definisi yang ditawarkan Washfi Ashur di atas, menunjukkan
bahwa tafsir maqgasidi merupakan bentuk corak penafsiran, layaknya
berbagai corak tafsir Quran lainnya, seperti tafsir adabi-ijtima’i, fighi, falsafi,
sufi, dan lainnya. Dengan kata lain, apa saja yang digunakan dalam metode
penafsiran, seperti tahlili, ijmali, muqaran, mawdu‘ yang kemudian
diterapkan dalam corak Magasidi. Hemat penulis, penyimpulan penjelasan
tersebut, belum. Sebab kedudukan tafsir magasidi itu merupakan bentuk
metode penafsiran, bukan sekadar corak. Karena Tafsir Maqasidi ini adalah
gabungan tafsir b/ al-ra’yi dengan tafsir b7 al-ma’thur. Tafsir literalis dan
tafsir kontekstualis yang menjadikan maslahah sebagai basis. Atas dasar
penjelasan ini, Halil Tahir menjelaskan pengertian tafsir Magasidi berikut:

65&341\\ A\)Aegj@g%\md\j%jﬂ\ al.;B‘jH_)éGJJJ'\ Al )

a SN Tl (e
Tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan maslahi
dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur’an.?’

Definisi ini sekilas mirip dengan definisi tafsir yang disampaikan
oleh al-Zarqani (1645-1710 M), yaitu pada point murad Allah (kehendak
Allah). Karena jika dipahami dengan kacamata magasid, apa yang
dikehendaki oleh Allah swt tentunya adalah kemaslahatan bagi hamba-
hamba-Nya. Kendati demikian, harus ada stressing terhadap aspek
kemaslahatan yang tertuang dalam pengertian tafsir magasidi. Pasalnya,
bila tidak seperti itu, demikian, penafsiran yang dilakukan penafsir, dapat
saja keluar dari aspek kemaslahatan.

Sejarah tafsir magasidi tidak bisa dilepaskan dari sejarah
perkembangan tafsir itu sendiri. Artinya, meskipun kemunculan tafsir
magqasid baru terjadi belakangan, Tetapi benih-benih penerapan magasid al-
syari’ah sebagai paradigma tafsir sudah terjadi di masa-masa dan fase awal
penafsiran. Zinal Hamam dan Halil Tahir merunut sejarah tafsir Maqgasidi
ini dari fase-fase awal perkembangan tafsir al-Qur’an sampai periode
tajdid. Di setiap fase tersebut telah terjadi penafsiran al-Qur’an berbasis
mashlahi yang kemudian menjadi akar tafsir Magasidi.*®

Mengutip al-Dhahabi (1274-1378 M), Halil Tahir menjelaskan
bahwa sejarah tafsir Al- Quran dikelompokkan dalam tiga periode, yaitu
periode Rasulullah saw dan sahabat (marhalah ta’sis), periode tabiin
(marhalah ta’sil), dan periode kodifikasi (marhalah tadwin), di akhir

%7 Halil Thahir, “Paradigma Tafsir Maqasidi” (8 Maret 2018).
28 Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Magqasidi,”
dalam jurnal QOF2, no. 1, Tahun 2018, hal. 7, https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496.
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pemerintahan Umayyah. Kemudian ditambah satu periode, yaitu periode tajdid
atau periode keempat. Yang terakhir ini ditambakan Shalah Abdul Fatah.?®
Sebagai bukti bahwa penerapan aspek maslahat dalam penafsiran
telah terjadi sejak masa-masa awal yaitu keputusan Abu Bakar ra. untuk
mengumpulkan mushaf al-Qur’an, dan juga fatwa-fatwa sahabat Umar ibn
Khatab ra terkait masalah hukum yang jika diamati lebih banyak bersifat
mashlahi.*® Contoh pendapatnya bahwa talak tiga dalam satu majelis
dianggap sebagai talak tiga. Menurut al-Shan’ani, seperti dikutip Halil
Tahir, keputusan terse- but berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.!
Adapun penggunaan istilah magasid sebagai salah satu teori hukum
Islam  diperkenalkan oleh Imam al-Haramayn al-Juwainy lalu
dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Ahli teori hukum Islam
berikutnya yang secara khusus membahas maqasid shari‘ah adalah ‘Izz al-
Din ibn Abd (577-660 H). al-Salam dari kalangan Shafi‘iyah. Dan
pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari
kalangan Malikiyah dalam kitabnya al- Muwafagat. Kemudian magqasid al-
shari‘ah menjadi matang dan menjadi disiplin ilmu yang mandiri melalui
tangan lonu < Ashur.®? Setelah pemaparan sejarah, kemudian tafsir magasidi
dirumuskan ulama kontemporer menjadi terma keilmuan yang mandiri dan
berpotensi menjadi tafsir paling dinamis dari tafsir-tafsir yang sudah ada.
Ada empat macam jenis atau uslub tafsir yang populer digunakan
oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an, yaitu; tafsir zah/ili, tafsir
jjmafi, tafsir maudiu’i, dan tafsir mugaran®® Tafsir magasidi bisa
dihubungkan dengan masing-masing tafsir tersebut. Artinya, setiap
penggunaan dan pemilihan tafsir tersebut bisa menggunakan tafsir maqgasid
sebagai paradigmanya. Sebagaimana tafsir bi al-ra’yi ataupun tafsir bi al-
ma thur yang bisa dipasangkan dengan masing-masing tafsir tersebut.
Dalam menggunakan paradigma tafsir magasidi dengan metode
tafsir manapun, penafsir tidak seharusnya menafikan ketentuan dan
prasyarat di dalamnya. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagaimana
dijelaskan Ibrahim Rahmani, berikut ini:3

2% Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi,”..., hal.

30 Jamal dan Abduh, Al-Jadhur Al-Tarikhiyahal. .., hal. 211.

31 Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi,”..., hal.
8-9.

32 Jamal dan Abduh, A/-Jadhur Al-Tarikhiyahal. .., hal. 213.

3 Afifuddin Dimyati, //m al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu, Sidoarjo:
Maktabah Lisan Araby, 2016, hal. 186-190.

34 Ibrahim Rahman, “Dlawabit al-I’tibar al-Magqasidi fi I’mal an-Nas al-Shar’iy,”
1438, hal. 11-17.
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1. Berwawasan integratif, luas, dan utuh mengenai Quran dan hadis, yang
menjadi syarat mutlak bagi penafsir dalam menelusuri magqasid suatu
teks. Sebab, ketidak-utuhan pemahaman terhadap teks, akan menyulitkan
bagi penafsir dalam mencapai maqgasid. \Wawasan parsial dapat
menjauhkan teks dari konteksnya, sehingga hanya menyisir pada ranah
lahiriahnya saja, dan kerapkali juga menafikan sisi interkoneksi dan
relasi satu teks dengan teks yang lain.

2. Menaati prinsip-prinsip penafsiran. Metode dan paradigma apa saja yang
dipakai ahli tafsir, tentu harus menaati prinsip-prinsip tersebut agar tidak
masuk ke dalam subjektivitas penafsiran. Selain itu, dengan menaati
kaidah-kaidah penafsiran yang baku, suatu produk penafsiran akan lebih
kredibel dan ter-legitimasi. Kaidah-kaidahnya bukan hanya kaidah
bahasa, namun juga kaidah disiplin keilmuan memiliki kaitan dan telah
diurai dalam studi ilmu al-Qur’an.

3. Benar-benar memastikan (al-tahagquq) magshud dari suatu nass dan me-
letakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya. Untuk memastikan
magqgasid dari suatu nas}s}, menurut lbnu ‘Ashur, seseorang harus
berpikir panjang (al-ta ‘ammul) dan tidak tergesa-gesa atau meremehkan
usaha tersebut agar bisa memastikan dengan baik maqgshud dari suatu
nash. Karena jika salah dalam menyimpulkan suatu magasid akan
menyebabkan bahaya yang besar, sebab dari magasid tersebut akan
bercabang berbagai permasalahan hukum.*

4. Menyelidiki hikmah atau maslahah yang dimaksud dari suatu nash.
Langkah ini dilakukan sesudah mendapatkan magasid dari suatu nash.
Ini dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan
kontradiksi yang mungkin terjadi antara nash dengan mashlahah.

5. Keseimbangan menyikapi maslahah dan mafsadah dalam menerapkan
suatu nash. Keseimbangan yang dimaksud adalah memprioritaskan di
antara beberapa maslahah. Karena terkadang suatu penerapan hukum
memiliki maslahah, Tetapi mafsadahnya jauh lebih besar.

6. Memastikan dampak dari penggunaan suatu maqgasid dalam pengamalan
nash syar’i. ini dilakukan karena terkadang suatu penerapan nash
dianggap memiliki masiahah Tetapi juga berdampak pada mafsadah.
Untuk meminimalisir hal tersebut, seorang mufasir harus memiliki
kepekaan dan pengetahuan tentang prioritas mashlahah. Dan ini tidak
cukup melihat nash, Tetapi juga harus memahami aneka macam
problematika di luar teks.

Untuk menentukan jenis tafsir yang tepat dan kemudian diterapkan
dengan paradigma magqasidi, maka seorang mufasir harus memahami

35 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashar, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah, Kairo: Dar
al-Salam, 2016, hal. 42.
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langkah-langkah di atas, agar tujuan dari tafsir tersebut bisa terealisasikan.
Namun hemat penulis, di antara keempat jenis tafsir di atas, hanya tafsir
ijmali yang dirasa kurang pas untuk digandengkan dengan paradigm tafsir
Magasidi. Dengan demikian, pengertian tersebut mempunyai sisi kesamaan
secara substansial, yakni sisi keyakinan bahwa penafsiran al-Qur’an tidak
boleh mengabaikan aspek magasid al-shari ‘ah. Aspek ini mesti menjadi ruh
penafsiran. Jika tidak melihat kebermaksudan, maka akan terjadi suatu
ambigu, yang pada akhirnya tidak sealur dengan tujuan al-Qur’an
diturunkannya.

Rumusan konsep tafsir magasidi tersebut menjadi penting untuk
dijelaskan, sebab ada beberapa pemahaman yang menyamakan antara tafsir
magqasidi dengan maqasid al-shari‘ah. Dari sudut struktur kalimat dan
makna jelas berbeda konsep dan istilah, kendati diakui memang ada
keterhubungan antara keduanya. Dari beberapa literatur terkait tafsir
maqasidi, penulis membagi teori-toeri berkenaan tafsir maqgasidi menjadi
tiga konstruksi ontologis:

Pertama, Tafsir Maqasidi as philosophy, Tafsir Maqasidi sebagai
falsafah tafsir. Artinya, nilai-nilai magasid di sini dijadikan sebagai basis
filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran al-Qur’an.
Asumsinya bahwa magasid itu sendiri juga selalu dinamis, ia bergerak
seiring dengan dinamika kehidupan peradaban manusia. Dalam hal ini,
magqasid yang penulis maksud adalah nilai—nilai ideal moral universal (al-
maqasid al--ammah) yang menjadi cita-cita al-Qur’an untuk merealisasikan
mashlahah dan menolak mafsadah, seperti nilai-nilai kemanusiaan
(insaniyah), keadilan (al-'adalah, justice), kesetaraan (al-musa>wabh,
equalty ), pembebasan (al-taharrur, liberation) dan tanggung jawab
(mas’uliyah, responsibility).

Sebagai konskuensinya, al-Qur’an harus dipahami bukan hanya dari
struktur linguistiknya saja, melainkan juga dari pertimbangan magasid yang
ada di balik struktur linguistiknya. Dalam hal ini, peran pengetahuan bahasa
Arab sangat penting untuk mengetahui maksud tujuan ayat al-Qur’an yang
ditafsirkan dalam internal teks itu sendiri. Pasalnya, memahami al-Qur’an
harus memahami bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab dengan seluruh
kompleksitas di dalamnya.

Misalnya, dalam Surat al-Nisa’/4: 43:
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3 Muhammad al-Ghazali, Kayf Nata‘amal ma‘a al-Qur’an, Mesir: Nahdah Misr,
2010, hal. 193.
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Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu
dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan
jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub
kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub).
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang
air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat
air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf,
Maha Pengampun.

Juga dalam Surat Ma’idah/5: 6;
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke
siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua
mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau
dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau
menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka
bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan
tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi
Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, agar kamu bersyukur.

Pada aw /amastum al-nisa’ (atau kalian menyentuh wanita), yang
kerap dihubungkan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan wudu atau
tayamum menjadi batal karena menyentuh wanita. Penggunaan
‘menyentuh’ dalam lingkup psikolinguistik memuat maksud tersirat, yaitu
lelaki harus mampu memperlakukan kaum hawa dengan kelembutan.
Dalam kata lamasa itu artinya menyentuh secara lembut, dan ini berujung
kepada sikap dalam keseharian agar searah dengan prinsip kebaikan dan
kepatutan atau yang diistilahkan al-Qur’an dengan diksi mar‘uf.

Dengan demikian, tujuan atau magasid pernikahan yang isinya
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adalah cinta dan kasih atau mawaddah wa rahmah dan kedamaian (sakinah)
(Surat al-Rum/30: 21) dalam rumah tangga dapat terwujud. Bila pria
melakukan sikap kasar terhadap wanita, seperti memukul atau menampar,
ini berarti kontradiksi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan
apalagi sampai menjatuhkan kehormatan dan jiwa wanita tersebut.*’

Sebagai filsafat tafsir, tafsir maqgasidi dapat membawa spirit dan
pencerahan baru, yang tidak hanya dalam produknya, tetapi juga dalam
prosesnya. Masa Kklasik, dikenal teori turunnya al-Qur’an yang disebut
dengan asbab al-nuzul, dan biasanya perdebatan seputar teori kekhususan
atau keumuman suatu redaksi ayat (al- ‘7brah bi khusus al-sabab) atau (al-
‘tbrah bi ‘umum al-lafz).*® Kehadiran tafsir maqgasidi akan mempertegas
filosofinya, yaitu al-‘ibrah bi maqgasid al-shari‘ah. Dengan arti lain, yakni
prinsip utama dalam pengambilan kesimpulan hukum adalah melihat tujuan
atau maksud syariat.

Melalui teori tafsir magasidi, isi-isu terkait kepemimpinan non-
muslim, sebagaimana dalam Surat al-Maidah/5: 51:
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang

Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling

melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman

setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Persoalan tentang kekerasan dengan cara memukul istri,
sebagaimana disinggung dalam Surat al-Nisa’/4: 34:
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Laki-laki (suami) itu pelindung bagl perempuan (istri), karena Allah telah

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

87 Abdul Mustagim, Paradigma Tafsir Feminis, Yogyakarta: Logung Pustaka,
2010.

38 Al-Suyuthi, al-Itgan fi Ulim al-Qur’an, Mesir: al-Haih al-Mishriyah, 1974, hal.
107-110.
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hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang
taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena
Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi,
Mahabesar.

Atau juga isi su mengenai eksekusi hukum potong tangan,
sebagaimana dalam Surat al-Ma’idah/5: 38
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Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat, mereka

menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah
karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Melalui pendekatan tafsir magasidi, beberapa penafsiran dari ayat
ayat di atas dan ayat lainnya dapat dikritisi kembali.

Demikian halnya dengan hukum bagi peminum khamr dalam rangka
menjaga hifzh agl (menjaga akal), bisa dikembangkan dengan bagaimana
masyarakat mampu mengembangkan akalnya melalui proses pendidikan
dan riset dan penulisan buku-buku ilmiah.*® Tradisi riset dan ijtinad harus
terus dikembangkan dalam rangka memproduksi pengetahuan demi
kemajuan peradaban manusia.

Sekian banyak ayat yang menyebut afala ta'qiltn (tidakkah kalian
mau menggunakan akal kalian?) dan afala tatatakkar(in (tidakkah kalian
mau berfikir?). Ayat ini mengandung maksud, agar manusia menjaga akal
secara produktif. Setiap sesuatu yang berpotensi menghalangi laju
kemajuan bernalar dan berijtihad, dapat dikatakan sebagai sikap yang
berlawanan dengan salah satu magqasid al-shari‘ah, yaitu menjaga akal (hifz
aqgl). Sebab itu, perlu adanya penjagaan atau proteksi dalam bentuk sanksi
hukum terhadap pelaku pencurian.

Terkait Surat al-Ma’idah/5: 38, yang teksnya memuat hukum
potong tangan, muncul persoalan; apa tujuan (magasid) hukum potong
tangan terhadap pencuri? Apakah untuk membuat dampak jera (al-rad’ al-
hasim) atau sekadar eksekusi potong tangan pencuri? Bila tujuannya adalah
sebagai bentuk dampak jera, berarti eksekusi hukum potong tangan sekadar
alternatif atau sebagai sarana semata, bukan menjadi tujuan dari ayat

39 Abdul Majid al-Najjar, Magashid al-Shariah..., hal. 135-138.
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tersebut. Sebab itu, hal ini memungkinkan munculnya upaya-upaya dalam
bentuk ijtihad kreatif dalam rangka mencari hukuman selain yang
disebutkan dalam ayat itu, seperti penjara seumur hidup atau pengasingan
ke suatu wilayah tertentu dalam rangka menutup cara baru atau peluang
baru melakukan suatu tindakan kejahatan (sadd al-dhari‘ah), di samping
pendampingan edukatif untuk menyadarkan pencuri tersebut agar tidak
kembali melakukannya.

Dengan persyaratan tertentu, pencuri dapat dipotong tangannya atau
dimasukkan ke dalam penjara dalam rangka menjaga harta (4ifz al-mal).
Namun begitu, melalui pertimbangan atas aspek magasidi yang dinamis,
maka penafsirannya atas ayat juga bisa dikembangkan, dan tidak hanya
melakukan eksekusi terhadap pelaku pencurian dengan cara potong tangan
atau penjara, melainkan juga perlu usaha kreatif dalam mewujudkan
keadilan dan kemakmuran agar tindakan tersebut tidak kembali berulang.

Kedua, tafsir maqgasidi sebagai metodologi. Maksudnya, tafsir jenis
ini sebagai metodologi, mengharuskan adanya rekonstruksi penafsiran al-
Qur’an yang berbasis kepada maqgasid sebagai teori. Teori maqgasid shari ‘ah
sebagai pisau analisis dalam suatu prosedur untuk memahami al-Qur’an.
Karena itu, tafsir magasidi menitikberatkan pemahaman atas magasid al-
shari‘ah untuk mewujudkan maslahat di tengah masyarakat. Sebagai
metodologi, tafsir maqgasidi biasanya menitikberatkan kepada ayat hukum,
seperti ayat mengenai hukum potong tangan (gat}‘ yad) dalam Surat al-
Ma’idah/5: 38.

Penafsir dalam konteks ayat ini, harus mampu memahami betul
tentang teori besar magqasid al-shari‘ah, yakni menghadirkan kemaslahatan
dan menjauhkan kerusakan atau dikenal dengan jalb al-masalih wa dar al-
matasid. Sebab itu, menurut ulama, dalam teori besar tersebut, perlu
melakukan tindakan dalam koridor Aifz mal (menjaga material) untuk
mendapatkan kemaslahatan, yang pada gilirannya mengarah kepada
tindakan yang bersifat produktif dan developmental.®® Untuk itu,
pemerintah harus membuka sebanyak-banyaknya ladang pekerjaan diikuti
dengan sistem yang mengaturnya agar ekonomi rakyat dapat terjamin,
sehingga tidak ada kembali keinginan melakukan pencurian.

Wawasan inilah yang dibangun dalam tafsir maqgasidi. Penulis
sepakat dengan pernyataan Busthami Said (188-264 H) dalam kitabnya,
Mafhum Tajdi al-Din, yang menyatakan bahwa: al-mansuhah laysat
magshudah bi’ayaniha, harfiyyan bal bighdyatiha** (Pernyataan dalam

40 Jasser Audah, Membumikan Hukuam Islam...hal 56-59. Lihat ‘Abd al-Majid al-
Najjar, Maqasid al-Syari’ah bi Ab’ad Jadidah, Beirut: Dar al-Gharb, 2008, hal. 98.

41 Busthami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din Kuwait: Dar al-Da‘wah, 1984,
hal. 174
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teks, tentang hukuman pidana, maksudnya bukan secara tekstual, namun
tujuan dibalik bunyi teks itu sendiri).

Dalam menerapkan tafsir magasidi secara metodologi, tidak perlu
membuang metode dan pendekatan yang telah disusun para pakar tafsir,
seperti pendekatan asbab al-nuzul, munasabah, redaksi ‘am dan khas,
mutlag dan mugayyad, analisa semantik dan linguistik sebagai fitur-fitur
yang melekat pada ayat al-Qur’an. Redaksi linguistik ayat yang bunyi
hukumnya haram, tidak juga serta merta diubah karena mengandalkan teori
tafsir magqasidi, menjadi hukum halal, seperti dalam Surat al-Bagarah/2:
173:

’C«mMM@\uj}#\eﬂjeﬂ\JM\@ceﬁw

e;;)))ar_d]\u\ Mlseq\)t&dby;&b).r—)}am\
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain
Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Demikian juga dalam Surat al-Ma’idah/5: 3

M\j‘\.ﬁ‘\.ﬂ\ ).l&jd.é\ LQJJJ)JAM e&l}ﬁﬂ\}w\ L;S.IXQ "/‘3};
‘_AL@JLQ e.\.\S.JLA\}“W\&\ujw‘jﬁﬁﬂ‘jodﬁﬂ\j
LSM?S'JE‘ "0“.'65.\.!.3?53 \e).d\ U}“‘;\J eﬁ}u&)&ﬁ
uﬁﬁ&@@ﬁwe)@\wudeMY\QMJj

Y- (a.\AJ st.:: Aﬂ\
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging)
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan
azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab
itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada
hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.
Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat

\

,.\n
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dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Surat al-Nahl/16: 115

b & w\)ud@\ujﬂg\eg”mjmwsheﬁw

H;)stco\ﬂ\ul.sql.c Yj&b‘)&‘)km\
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging
babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah,
tetapi  barangsiapa  terpaksa  (memakannya) bukan  karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Beberapa ayat di atas, memiliki ketegasan hukum haramnya yang
jelas, yakni haram makan daging babi.

Tidak dibenarkan pengubahan dari penafsir mengenai sesuatu
menjadi hukum halal, misalnya kasus babi tadi, menjadi hukum halal,
hanya karena alasan larangan makan daging babi itu tujuannya agar
populasi binatang babi tidak punah, sehingga akan berdampak kepada
misalnya pembentukan peternakan babi sebagai bentuk budidaya
pemeliharaan agar populasinya tidak punah yang pada akhirnya
memakannya menjadi halal. Berdasarkan prinsip redaksi linguistiknya,
tentu saja kesimpulan penjelasan tersebut menjadi tidak sejalan.

Pola berpikir yang demikian dapat dimaklumi dan dipahami dalam
tafsir magasdi, karena fitur kebahasaan dalam hal ini diabaikan dalam ayat
tersebut. Lagi pula, menyatakan bahwa magasid dibalik larangan makan
daging babi, yaitu demi menjaga populasi babi merupakan ilusi atau
maqasid wahmiyah, karena tidak disertai data empiris dan indikator unsur
linguistik. Kadangkala ada ketentuan hukum dalam ayat al-Qur’an, yang
menurut istilah imam al-Shatibi (720-790 H) disebut dengan ketentuan
hukum yang ghayr ma‘quiat al-ma’na.

Dalam konteks tersebut, cukup mengimani dan
mengimplementasikannya dan seiring dengan itu terus mencari hikmah
dalam ketentuan tersebut. Namun di samping itu, tidak menutup
kemungkinan ditemukan temuan ilmiah yang mampu menyingkap rahasia
Tuhan tersebut. Dengan begitu, menjadi harus bagi tafsir maqgasidi untuk
berupaya menguak rahasia dan tujuan (magasid) dari larangan makan
daging bagi, misalnya perlindungan terhadap populasi binatang yang
semakin hilang dan proteksi diri cacing pita, dan lainnya.

Penulis  mengonstruksi  sejumlah  prinsip metodologi  yang
dibutuhkan dalam tafsir magasidi:

1. Memahami Magasid al-Qur’an, yang cakupannya adalah nilai-nilai
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10.

kemaslahatan personal (islah al-fard), kemasalahatan sosial (is/ah al-
mujtama’), dan kemaslahatan universal (islah al-‘alam).
Memahami prinsip maqasid al-shari‘ah, yakni mewujudkan maslahat
(jalb al-masalih wa dar al-mafasid), yang terajut dalam usul al-
khamsah (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal), ditambah dua
maslahat; hifz al-dawliah (bela tanah air) dan hifz al-bi’ah (menjaga
lingkungan).
Mengembangkan aspek proteksi (maqasid min hayth al-‘adam) dan
produktif (min hayth al-wujud)
Mengumpulkan ayat yang bertemakan sama guna mendapatkan
magqasid kulliyah dan juziyah.
Melihat konteks ayat secara internal dan eksternal, makro dan mikro,
konteks lampau (gadim) dan kekinian (jadid).
Memahami teori dasar ‘u/um al-qur’an dan gawa’id tafsir.
Melihat sisi linguistik Arab (menggunakan pendekatan disiplin ilmu
nahwu, saraf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, dan
hermeneutik).
Membandingkan antara dimensi wasilah (sarana) dan ghayah (tujuan),
usul (pokok) dan furu‘(cabang), al-thawabit dan al-mutaghayyirat,
Menginterkoneksikan produk penafsiran dengan teori sosial,
humaniora, dan sains, agar kesimpulan tafsirnya komprehensif dan
mewakili paradigma integratif dan interkonektif (manhaj al- takamul
wal izdiway).
Terbuka terhadap kritik dan tidak pengklaiman sebagai kebenaran
tunggal atas temuan penafsiran.

Ketiga, tafsir magasidi sebagai produk penafsiran. Ini berarti bahwa

suatu produk tafsir ia berupaya menitikberatkan kajiannya kepada maqgasid
ayat yang ditafsirkannya.

B. Pola Implementasi Tafsir Magasidi

Pada perkembangannya, corak magasidi tidak populer di kalangan

disiplin ilmu tafsir. Kendati demikian, beberapa karya tafsir menjadikan
corak tafsir tersebut sebagai pendekatan, terutama ayat yang berkaitan
dengan hukum. Misalnya, tafsir lbn al-‘Arabi (w. 1240) terhadap Q.S. al-
Nur/24 ayat 4.2 Bagi Ibn al-‘Arabi,** ayat tersebut tidak semata-mata

42 Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
buat selama-lamanya. Dan mereka ltulah orang-orang yang fasik.”

4 Muhammad bin ‘Abd Allah Abu Bakr ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’n, jil. 3

Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, hal. 343.
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berbicara aturan hukuman pelaku gazaf (menuduh zina), tetapi juga
merupakan upaya preventif agar manusia tidak ‘main-main’ dengan
kejahatan ini. Pada ayat lain, Surat al-Nisa/4’ ayat 6, yang juga
menjelaskan terkait persaksian, Ibn al-‘Arabi, menggunakan pendekatan
maqasid al-shari‘ah secara konsisten. Sebab menurutnya, ayat itu mengatur
bagaimana pemindahtanganan harta anak asuh dari si pengampunya. Proses
ini dilakukan di hadapan saksi atau notaris, guna menghindari terjadinya
sengketa perdata yang dapat saja terjadi di hari mendatang.*®

Rashid Rida (w. 1935), menggunakan pendekatan magqgasid al-
shari‘ah untuk memahami ayat Al-Qur’an, antara lain ketika menafsirkan
ayat poligami.** Menurutnya,*’ Surat al-Nisa’/4 ayat 3 yang kerap menjadi
basis yuridis aturan poligami, pada dasarnya menjelaskan konteks
perlindungan anak yatim. Ibn al-‘Arabi dan Rashid Rida, menggunakan
pendekatan maqasid al-shari‘ah, dan keduanya mewakili sejumlah ahli
tafsir. Tetapi, dari sekian ahli tafsir, Ibn ‘Ashur sebagai sosok yang tegas
menyuarakan begitu urgennya pendekatan maqgasid al-shari‘ah dalam
penafsiran terhadap al-Qur’an.*®

Banyak penafsirannya yang menitikberatkan terhadap aspek magasid
al-shari‘ah, antaranya adalah tafsiran terhadap Surat al-Bagarah/2, ayat 281,
terkait anjuran mendatangkan notaris atau saksi dalam suatu transaksi.
Kepentingan keduanya adalah memastikan sahnya suatu transaksi, dan juga
upaya mengantisipasi akan muncul sengketa keperdataan.*°

Kendati corak tafsir magasidi banyak yang belum mengetahui secara
luas, tetapi berbagai usaha menyosialisasikan sudah dilakukan. Sosialisasi ini
kerap diinisiasi para intelektual Maroko, misalnya dalam simposium ilmiah
internasional bertajuk ‘al-Qira’at al-Jadidah 1i al-Qur’an al-Karim’
(Alternatif Baru Memahami Al-Qur’an) yang diselenggarakan oleh Fakultas
Adab dan Humaniora Universitas al-Balag al-Thaqafi Oujda, Maroko, pada
tanggal 18 s.d. 20 April 2007. Situasi tersebut dianggap sebagai kebermulaan

4 Artinya: “Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.”

4 Muhammad bin ‘Abd Allah Abu Bakr ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an..., hal.
425.

46 Qurat al-Nisa’/4 ayat 3, yang artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, (baik) dua, tiga atau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki.”

47 Muhammad ‘Abduh dan Rashid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Qahirah: Dar
al-Manar, 1947, hal. 358.

48 At-Tihami al-Wazzani, “Tauzif al-Maqasid fi Fahm al-Qur’an wa Tafsirih,”
Makalah diunduh dari http://www.riyadhalelm.com., hal. 5.

4 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, a/-Tahrir wa at-Tanwir..., hal. 105.
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dipromosikannya tafsir maqgasidi sebagai corak baru dalam penafsiran atas
al-Qur’an.*®

Akademisi di Indonesia menyambut ide tentang tafsir magasidi ini
yang dibuktikan dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi. Salah
satunya Seminar Nasional bertajuk “Pendekatan Magasid Shari‘ah terhadap
Penafsiran Al-Qur’an” oleh Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tanggal 26 Mei 2015.>! Diskusi Publik bertemakan “Tafsir
Magqasidi sebagai Respon terhadap Politisasi Al-Qur’an,” Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 09 Mei 2017.%2

Sebelum lebih jauh terkait uraian konstruksi tafsir magasidi, perlu
kiranya dijelaskan sejumlah postulasi konstruksi ini. Pertama, a/-Qur’an
salih Ii kulli zaman wa makan. Al-Qur’an itu memiliki sifat yang universal,
sebab al-Qur’an begitu akomodatif terhadap budaya apa saja.>® Kedua, al-
Qur’an hamalah a/-wujuh. Al-Qur’an, menurut prinsip ini, adalah kitab yang
menawarkan perbedaan makna secara alami.® Ketiga, al-Qur’an sebagai
kitab metahistoris telah masuk ke dalam dialektika historis, sehingga, kendati
al-Qur’an merupakan firman-Nya, tetapi bahasa yang digunakan memiliki
nuansa kultural dan lokal-partikular. Karena itu, dalam memahaminya
dibutuhkan nalar rasional dan pendekatan ilmiah.*®

Ada satu hal yang menjadi pembeda antara metode tafsir magasidi ini
dan tafsir lainnya, yaitu bahwa tafsir maqgasidi berpijak pada kaidah al- ‘ibrah
bi magasid asyshari‘ah.>® Kendati kaidah ini belum populer dalam ruang
‘ulum al-Qur’an, tetapi dapat ditawarkan sebagai sintesa dua kaidah
populer, al-‘ibrah bi khususi as-sababi la bi ‘umumi al-lafz dan al-‘ibrah bi
‘umumi al-lafz bi khususi as-sababi la bi khususi as-sabab. Berdasarkan
kaidah pertama, sebagai pegangan utama dalam menafsirkan al-Qur’an
seharusnya adalah tujuan syariatnya.

50 Umayyah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur’an,”
dalam Jurnal Diya al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis 4 (2016), hal. 42-43.

1 Anonim, “Seminar Nasional Tafsir Maqashidi di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta,” 25/11/2019, http://www.muslimedianews.com

52 Anonim, “Politisasi Al-Qur’an: Diskusi Publik Mahasiswa IAT,” 25/11/2019,
http://www.uinsby.ac.id.

3 Amina Wadud, Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Women'’s
Perspective, New York: Oxford University Press, 1999, hal. 6.

>* Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an, Yogyakarta: Adab Press,
2012, hal. 15

> Hendar Riyadi. “Fikih al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal,” dalam Dalam
Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan
Kepemimpinan Non-Muslim. Ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, Bandung: Mizan Pustaka,
2015, hal. 211.

%6 Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah TafSir Al-Qur’an..., hal. 64.
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Dalam Islam, al-Qur’an menjadi sumber ajaran utama, dan segala
sesuatunya seyogianya dikembalikan kepada sumber tersebut. Proses
penafsiran dibutuhkan demi kepentingan ini. tetapi juga, bukan berarti hasil
dari penafsiran itu bersifat mutlak. Intinya, kebenaran dari hasil ini memiliki
sifat yang relatif. Begitulah karakteristik kognitif penafsiran al-Qur’an. Teks
al-Qur’an mesti dipisahkan dengan kognisinya. Karena ini prinsip dalam
penafsiran terhadap al-Qur’an.®’

Teori sistem melihat bahwa dalam memahami kompleksitas suatu
sistem, tidak sekadar mengandalkan pendekatan atomistik. Teori tersebut
hanya dapat diterapkan untuk satu item saja. Pemahaman atomistik
digabungkan dengan pemahaman yang sama dalam sistem tersebut, dan
akhirnya akan muncul pemahaman secara komprehensif.%® Prinsip holistik
al-Qur’an mesti terwakili dalam tiga pondasi penafsiran; teks, konteks, dan
kontekstualisasi.

Keholistikan suatu teks mempunyai tiga sisi integral; melalui ayat
dengan munasabah langsung; dengan semua teks al-Qur’an; perkembangan
bahasa selaras dengan konteks al-Qur’an ketika diturunkan. Sementara
keholistikan konteks mempunyai unsu-unsur yang saling terpadu; antara
asbab al-nuzul mikro dengan yang makro. Sedangkan prinsip holistik dalam
pilar kontekstualisasi, mempunyai dua hal; konteks al-Qur’an yang akan
diaplikasikan dan pandangan umum yang bertalian dengan tema yang
menjadi pembahasan.

Sistem yang baik adalah sistem terbuka, yaitu yang dapat
berdialektika dengan segala perubahan di luarnya. Sementara itu, sistem
tertutup akan mengalami kegagalan ketika melakukan dialektika.>® Jadi,
keterbukaan menjadi niscaya dalam suatu sistem, termasuk ketika
menafsirkan al-Qur’an. Selain memiliki pengetahuan tentang nas}s}, mufasir
harus juga berwawasan luas, dan ini adalah dua hal yang membentuk
worldview seorang mufasir. Dalam konteks ini, al-Qur’an diletakkan sebagai
sebuah teks yang bukan sekadar menawarkan ragam makna, namun juga
terbuka untuk dipahami melalui sejumlah perspektif yang bermacam-
macam.®

7 Hendar Riyadi, “Fikih al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal,” dalam Dalam
Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan
Kepemimpinan Non-Muslim. Ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid. Bandung: Mizan Pustaka,
2015, hal. 209-212.

58 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 87.

39 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 88.

60 Paul Ricoeur, Hermeneutika Illmu Sosial, terj. Muhammad Syukri, cet. ke-3
Bantul: Kreasi Wacana, 2009, hal. 287-288.
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Sejumlah pakar kontemporer, seperti penjelasan Jasser Auda,®
membagi maqasid asy-shari‘ah menjadi tiga macam: 1) A/-Magqasid al-
Juz’iyyah (Partial Maqasid); 2) Al-Magqasid al-Khassah (Spesific Magasid);
3) Al-Maqasid al-‘Ammah (General Magasid). Hubungan ketiga kategori
magqasid al-shari‘ah ini bersifat holistik, terpadu, dan tidak menafikan satu
sama lainnya. Magasid al-shari‘ah parsial akan ditelusuri melalui ayat
primer. Magqasid al-shari‘ah khusus akan digali dari kelompok ayat-ayat
sekunder. Magqasid al-shari‘ah universal berbentuk nilai-nilai dasar ajaran
Islam yang diambil dari seluruh ayat al-Qur’an.5?

Auda®® mengkritik pemahaman klasik terkait konsep gat 7-zanni, dan
semua konsekuensi dari implementasi konsep ini. Sebab, pemahaman klasik
lebih menitikberatkan kepada aspek linguistik. Sementara itu, tingkat gat’7
ad-dalalah teks dilihat dari sejaumana kejelasan redaksi, tanpa memedulikan
aspek maqasid al-shari‘ah teks tersebut. Penerapan fitur multidimensi pada
al-Qur’an menjadikan kepastian suatu ayat dilihat dari dari aspek maqgasid
asy-shari‘ah -nya. Semua ayat dalam al-Qur’an memiliki gat’7 ad-dalalah,
namun tingkat kepastiannya sebanding dengan sejumlah banyak ayat yang
menjelaskan hal yang sama.

Pemahaman tersebut berimplikasi secara signifikan manakala
diimplementasikan terhadap sejumlah ayat yang secara redaksional di
dalamnya terdapat kontradiksi. Dalam kasus yang demikian, ahli tafsir mesti
berkeyakinan bahwa tidak ada ayat yang saling berlawanan dalam al-Qur’an,
dan yang bertentangan harus dipahami dalam konteks yang beragam.
Sebelum lebih jauh pembahasan terkait konstruksi tafsir maqasidi, kiranya
dijelaskan lebih dahulu sejumlah postulasi yang membentuk konstruksi
tersebut. Pertama, al-Qur’an salih Ii kulli zaman wa makan. Al-Qur’an
memiliki sifat universal, dan itulah sebabnya al-Qur’an memiliki sifat
akomodatif terhadap budaya.®* Kedua, a/-Qur’an hamalah al-wujuh. Al-
Qur’an, menurut prinsip ini, adalah kitab yang menyuguhkan perbedaan
makna dengan sendirinya.®® Ketiga, al-Qur’an merupakan kitab meta-historis
yang masuk ke dalam interaksi historis. Bahasanya memiliki nuansa kultural
dan lokal-partikular. Karena itu, dalam memahaminya membutuhkan nalar

61 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 36-37.

62 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 58.

63 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam. .., hal. 278-280.

4 Amina Wadud, Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Women'’s
Perspective, New York: Oxford University Press, 1999, hal. 6.

8 Abdul Mustagim, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an, Yogyakarta: Adab Press,
2012, hal. 15
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rasional dan pendekatan ilmiah.®*Namun begitu, satu hal yang menjadi
perbedaan antaran metode tafsir magasidi dan tafsir lainnya, yakni tafsir
magqgasidi melandaskan diri kepada kaidah al-‘ibrah bi magqgasid
asyshari‘ah.®’

Kendati kaidah tersebut tidak populer dalam wilayah ‘u/um al-
Qur’an, tetapi boleh saja ditawarkan sebagai sintesa dua kaidah populer, a/-
‘tbrah bi khususi as-sababi la bi ‘umumi al-lafz dan al-‘ibrah bi ‘umumi al-
lafz bi khususi as-sababi la bi khususl as-sabab. Berdasarkan kaidah yang
disebutkan pertama tadi, yang semestinya menjadi pijakan fundamendal
dalam menafsirkan al-Qur’an adalah tujuan syariat.

Itulah beberapa postulan yang menjadi landasan tafsir magasidi.
Sebagai landasan, mengingat banyaknya teori maqgasid al-shari ‘ah, tafsir
magqasidi, dalam penelitian ini dikonstruk searah dengan teori yang
dikembangkan Jasser Auda dengan system approach. la menganalogikan
syariah sebagai suatu sistem, sehingga agar senantiasa eksis dengan
memenuhi enam perangkat, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, relasi
antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan.®®

Ada kemiripan dalam penggunaan pendekatan sistem, baik ketika
penetapan hukum atau pun ketika menafsirkan al-Qur’an. Membahas syariat,
sudah tentu membahas al-Qur’an. Karena itu, operasionalisasi pendekatan
sistem dalam penafsiran al-Qur’an, bisa dijelaskan seperti:

1. Sifat Kognisi Tafsir

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam, dan segala
sesuatunya harus kembali kepadanya. Untuk itu, proses penafsiran
dibutuhkan demi kepentingan tersebut. Tetapi, ini bukan berarti pemahaman
hasil penafsiran memiliki kebenaran pasti. Bagaimana pun kebenarannya
memiliki sifat relatif. ltulah karakteristik kognitif penafsiran al-Qur’an, di
mana teks al-Qur’an mesti terpisah dari kognisinya, dan ini sebagai prinsip
dalam melakukan penafsiran atas al-Qur’an.®

 Hendar Riyadi. “Fikih al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal,” dalam Fikih
Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan
Non-Muslim. Ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 211.

57 Abdul Mustagim, Epistemologi..., hal. 64.

®8 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 86.

8 Memahami kognisi tafsir al-Qur’an berdampak kepada kesadaran pluralitas
tafsir. Menurut Hendar Riyadi, empat alasan penyebab produk tafsir dapat saja berbeda; teks
al-Qur’an berisi makna beragam; al-Qur’an itu universal; hubungan penafsir terhadap suatu
konteks; pendekatan yang dipakai. Lihat: Riyadi, Hendar. “Fikih al-Maun: Fikih Sosial
Kaum Marginal,” dalam Dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang
Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim. Ed. Wawan Gunawan Abd. Wabhid.,
Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 209-212.
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2. Holistik

Suatu teori sistem dalam memahami kompleksitas suatu sistem, dan
tidak sekadar menggunakan pendekatan atomistik. Teori ini hanya dapat
diterapkan untuk satu item saja. Pemahaman atomistik mesti diintegralkan
dengan pemahaman sejenis dalam sistem tersebut, dan kemudian akan
tampak pemahaman holistik.” Prinsip holistik al-Qur’an mesti terwakilkan
menjadi tiga tiang penafsiran; teks, konteks, dan kontekstualisasi.” Holistik
suatu teks mempunyai keterpaduan tiga sisi, yakni ayat dengan munasabah-
nya secara langsung, dengan semua teks al-Qur’an, dan perkembangan
bahasa berdasarkan konteks al-Qur’an diturunkan. Keholistikan konteks
mempunyai unsur-unsur yang saling berkelindan, yaitu antara asbab al-nuzul
mikro dengan makro. Prinsip holistik dalam kontekstualisasi setidaknya
meliputi dua hal, konteks al-Qur’an yang akan diterapkan, dan pandangan
umum yang sesuai dengan tema yang dijadikan studi.

3. Keterbukaan

Sistem yang baik adalah sistem yang terbuka. Maksudnya, sistem
yang bisa berdialektika dengan perubahan di luar sistem. Manakala sistem
itu tertutup, maka dialektikanya pun juga mengalami kegagalan.’
Keterbukaan sebagai fitur yang mutlak ada dalam suatu sistem, termasuk di
dalamnya adalah penafsiran al-Qur’an. Penafsir, di samping berpengetahuan
terkait nass, ia juga harus berwawasan luas. Kedua hal ini yang dapat
membentuk worldview seorang penafsir. Dalam konteks ini, al-Qur’an
didudukkan sebagai suatu teks yang tidak sekadar menawarkan makna yang
beragam, namun juga terbuka untuk dapat dipahami melalui sejumlah
perspektif.”

4. Interelasi Hierarki

Sejumlah ahli kontemporer, dalam penjelasan Jasser Auda,
memecah magqgasid asy-shari‘ah menjadi tiga, yaitu: 1) Al-Magqgasid al-
Juz’iyah (Partial Maqasid); 2) Al-Magasid al-Khassah (Spesific Magasid);
3) Al-Magqgasid al-‘Ammah (General Magasid). Hubungan Kketiganya
dinyatakan melalui diagram di bawabh ini:

0 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 87.

"1 Fakhrudin, Hermeneutika Al-Qur’an..., hal. 20-24.

72 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 88.

3Paul Ricoeur, Hermeneutika Ilmu Sosial, terj. Muhammad Syukri, Bantul: Kreasi
Wacana, 2009, Cet. III, hal. 287-288.

74 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam...,, hal. 36-37.
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. General Maglsid

" Partial Mogssd

Gambar 3.1. Skema Hubungan Tiga Jenis Magqgasid asy-Shari‘ah

Relasi ketiga kategori magqasid asy-shari‘ah tersebut bersifat
holistik, terpadu, dan tidak menegasikan satu sama lainnya. Magasid asy-
shari‘ah parsial akan digali melalui ayat primer. Magasid asy-shari‘ah
khusus akan digali dari kelompok ayat-ayat sekunder. Magqasid asy-shari‘ah
universal yang memuat nilai-nilai dasar ajaran Islam, ditelusuri melalui
keseluruhan ayat.”™

5. Multidimensi

Auda’ melakukan kritik atas pemahaman klasik terkait konsep gat 7-
zanni, dan semua efek yang muncul dari implementasi konsep ini.
Pemahaman klasik tentang konsep gat 7-zanni begitu menitikberatkan aspek
kebahasaan. Tingkat qat7 al-dalalah suatu teks dilihat dari kejelasan
redaksi, tanpa memedulikan aspek maqasid asyshari‘ah teks tersebut.
Implementasi atas fitur multidimensi atas al-Qur’an menyebabkan kepastian
suatu ayat yang dianalisis dari sudut magasid al-shari ‘ah-nya.

Semua ayat mempunyai kepastian (gat 7 ad-dalalah), namun tingkat
kepastiannya sejajar dengan banyaknya ayat yang membahas sesuatu yang
sama. Pemahaman di atas berdampak kepada implikasi yang cukup
signifikan bila diterapkan terhadap sejumlah ayat yang kontradiktif
redaksinya. Kaitan dengan hal seperti ini, seorang mufasir mesti memiliki
keyakinan tidak ada yang bertentangan dalam al-Qur’an. Ketika ada ayat
yang ‘bertentangan,” maka pemahamannya harus dalam kerangka keragaman
konteks.

6. Tujuan

75 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 58.
76 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 278-280.
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Dalam teori sistem, keabsahan keluaran suatu sistem searah dengan
tujuan yang dikehendaki. Implementasi fitur ini dalam penafsiran al-Qur’an
mengharuskan hasil dari tafsir mencerminkan magasid asy-shari‘ah.”’
Akibatnya adalah perbedaan produk tafsir yang niscaya dalam berbagai
situasi.

Kendati input ayat sama, tetapi prosesnya berbeda, akan
menghasilkan output tafsir berbeda karena menyelaraskan proses.”® Dalam
teori sistem, keabsahan ouput dari suatu sistem searah dengan maksud yang
diinginkan. Penerapan atas fitur ini dalam penafsiran al-Qur’an
mengharuskan produk tafsir mencerminkan magasid al-shari‘ah,™ yang
kemudian konsekuensi logisnya adalah adanya perbedaan produk tafsir
dalam beragam situasi. Input atau ayatnya sama dan prosesnya berbeda, itu
menyebabkan output atau tafsir yang berbeda juga untuk menyesuaikan
prosesnya.®°

Berdasarkan keenam perangkat tadi, dapat disusun tahapan
operasionalnya berikut:

1. Identifikasi Ayat

Dalam tahap ini dibuat pemetaan terhadap ayat yang dikaji, yang
kajian terdiri dari dua; primer dan sekunder. Yang dapat terdiri dari satu ayat
atau bahkan lebih, kendati ayatnya kontradiktif. Tahap ini menggambarkan
tiga fitur; holistik, interrelasi hierarki, dan kebermaksudan. Holistik
tercermenkan dalam pemetaan ayat primer dan sekunder. Pemetaan dibuat
bertolak pada dugaan interrelasi antara maqasid al-shari‘ah al-juz’iyah yang
dianggap ada dalam ayat primer dan maqasid al-shari‘ah al-khassah yang
dianggap ada dalam ayat sekunder.

2. ldentifikasi Makna

Penafsir, pada tahap ini, menelusuri makna ayat primer, yang
bertujuan memperoleh spirit ayatnya. Sejumlah fitur yang teraktualisasi
dalam tahapan ini. Pertama, karakteristik kognisi tafsir. Mengungkap makna,

7 Dapat ditawarkan kaidah: a/-‘ibrah bi magqasid al-syari’ah, sebagai acuan dalam
menafsirkan al-Qur’an adalah magasid al-syari’ah-nya. Ini sebagai sintesis dari dua kaidah
klasik yang saling berlawanan; al-‘ibrah bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab dan al-
‘fbrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum al-lafz. Abdul Mustaqim, Epsitemologi Tafsir
Kontemporer, hal. 64.

78 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam...,, hal. 94.

79 Dapat juga dipromosikan suatu kaidah tafsir: a/-‘ibrah bi maqasid al-shari‘ah,
yang sebagai basis dasar dalam menafsirkan al-Qur’an) adalah magasid al-shari‘afmya.
Dengan demikian, kaidah tersebut sebagai sintesis atas dua kaidah lama yang saling
berlawanan; al-‘ibrah bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab dan al-‘ibrah bi khusus al-
sabab la bi ‘umum al-lafz. Lihat: Abdul Mustaqim, Epsitemologi Tafsir Kontemporer, hal.
64.

80 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam. .., hal. 94
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berarti mengambil jarak antara al-Qur’an absolut dan pemahaman penafsir
yang realtif. Disebabkan relatif, suatu penafsiran tidak dapat disamaratakan
untuk segenap kondisi. Jadi, dengan begitu, perbedaan merupakan niscaya,
terutama dalam konteks yang berbeda. Kedua, holistik. Berdasarkan prinsip
holistik al-Qur’an, pemaknaan terma ayat primer disamakan dengan terma
serupa dalam sejumlah ayat sekunder. Pemaknaan ini merefer kepada
kecenderungan bahasa ketika ayat itu diturunkan. Ketiga, keterbukaan.
Sistem terbuka, membuat penafsir menelusuri sabab al-nuzul ayat primernya,
baik secara mikro atau pun secara makro. Prose ini penting dilakukan guna
melakukan konstruksi terhadap makna ayat. Keempat, multidimensi. Ayat
yang diteliti memungkinkan melebihi satu ayat.

Jika kondisinya seperti itu, dan ketentuan yang dimuat masing ayat-
ayat tersebut tidak memiliki kesesuaian, seperti terjadi perbedaan redaksi
(contohnya, ‘amm khass, mutlag-muqayyad), atau terjadi perbedaan aturan
(contohnya, melarang-membolehkan), maka perbedaan yang terjadi
diselesaikan menggunakan pendekatan multidimensional, tidak parsial.5!
Sebab itu, bisa dicari tujuan yang menyatu dari dua ketentuan kontradiktif.
Kelima, kebermaksudan. Tujuan utama tahap ini adalah menelusuri magasid
al-shari‘ah al-juz’iyah.

3. Eksplorasi Magqasid asy-Shari ‘ah

Tahap ini menjadi ciri khas pendekatan maqasid asyshari‘ah dalam
menafsirkan al-Qur’an, karena maqgasid al-shari‘ah al-khassah bakal
digunakan sebagai wawasan penghubung dua konteks yang diambil dari ayat
sekunder. Pada tahap ini, semua fitur terimplementasikan dalam tahap
pengidentifikasian makna, sebab eksplorasi magasid al-shari‘ah sebenarnya
sama dengan pengungkapan makna. Sementara yang menjadi pembeda
adalah implementasi fitur interrelasi hierarki yang tidak ditemukan dalam
tahap sebelumnya. Tahap ini dilakukan guna mendapatkan korelasi antara
magqasid al-shari‘ah al-juz’iyah, al-khassah, dan al-‘ammah.

4. Kontekstualisasi Ayat

Pemahaman yang telah diperoleh dari proses sebelumnya, dapat
dikonversikan ke dalam konteks kekinian. Proses ini mengacu kepada
maqasid asy-shari ‘ah yang sebelumnya telah dilakukan eksplorasi. Penting
diingat dan menjadi patokan, bahwa tujuan syariat itu memiliki sifat statis.
Sementara itu, alat mewujudkannya memilii sifat dinamis karena mengikuti

81 Para magashidiyun mengenalkan metode tarjih maqashidi. Aplikasinya baru
tataran fikih pragmatis. Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-Aqaliyyat dan
Evolusi Maqashid asy-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan,Y ogyakarta: LKiS,2010, hal.
230-231.
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konteks. Dalam hal tujuan ini, seorang ahli tafsir harus berwawasan luas dan
mampu mengikuti dinamika pengetahuan. Sebab itu, karakteristik paling
tampak dalam tahap ini adalah sikap keterbukaan, dan tentu diikuti
penerapan atas sifat kognisinya.

5. Penarikan Kesimpulan

Konklusi menjadi sejumlah aturan pragmatis yang didipatkan dari
ayat yang menjadi objek studi. Ada dua hal yang penting dijadikan pegangan
dalam perumusan kesimpulan; tafsir bersifat relatif dan tafsir mesti
mereferensi kepada visi al-Qur’an. Sementara wilayah ijtihad magqasidi,
dalam kaitannya dengan penafsiran yang dilakukan al-Raysuni terdapat
sejumlah, sebagaimana berikut:

1) Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (a/-Nusus wa al-
Ahkam bi Maqgasidiha)

Teks dan hukum sebaiknya diadopsi dari tujuannya dan tidak
terhenti zahir teks, lafal, dan redaksinya. Sebab, harus berdasarkan kepada
ta‘lil, yakni teks-teks syariah dan hukumnya yang bertujuan kemaslahatan.
Misalnya, seseorang yang harus membayar zakat, bila membayarnya
dengan cara memenuhi tujuan zakat, maka dibolehkan. Jika uang dirham
menjadi kewajiban zakat, lalu dibayarnya menggunakan gandum atau
lainnya sebagai ganti, maka dibolehkan. Pasalnya, tujuan teks zakat adalah
memenuhi kekurangan si fakir dan gandum sebagai bentuk pembayaran
zakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya.®?

Sejumlah ijtihad Ibnu Qayyim berlandaskan kepada syariat.
Misalnya, menurutnya, nabi mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sa’
kurma, Kismis, tepung, yang memang makanan utama kebanyakan warga
Madinah. Bila makanan utamanya bukan yang telah disebutkan tadi, maka
harus membayar satu sa’ dari makanan utama mereka. Contoh lain,
mengenai hukum ber-istinja’ dengan benda yang bukan batu; kain perca,
sutera, kapas, itu lebih baik dan lebih dibolehkan daripada batu. Contoh
lagi, mencampurkan debu ketika bersuci dari bekas liur anjing,
menggunakan as}nan, yaitu sejenis tumbuhan yang fungsinya sama seperti
sabun, itu lebih baik daripada debu. Semuanya demi tujuan Shari‘dan agar
tercapai tujuan dengan yang lebih baik.8

2) Mengumpulkan antara Kulliyat al- ‘Ammah dan Dalil-dalil Khusus

82 Al-Raysuni, Nazariyah al-Magasid ‘inda al-Imam al-Shatibi..., hal. 364.
8 Al-Raysuni, Nazariyah al-Magasid ‘inda al-Imam al-Shatibi...,, hal. 370.
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Yang dimaksud dengan kulliyat al- ‘4mmah adalah globalisasi teks
(kulliyat al-nashshiyyah) dan globalisasi induksi (kulliyat al-istigra’iyah).
Globalisasi teks adalah teks-teks al-Qur’an dan sunnah yang shahih, seperti:

2 ¥5 5009
GGG Ol Y1 L)

Globalisasi induksi merupakan metode induksi yang diambil dari
sejumlah teks dan hukum parsial, misalnya memelihara daruriyat, hajiyat
dan tahsiniyat, seluruh magqasid shari’ah secara general, dan sejumlah
kaidah fikih secara global seperti: a/-darurat tubihu al-mahdhurat, al-
mashaqqah tajlibu al-taysir. Maksud dari dalil khusus atau dalil parsial yakni
sejumlah dalil yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu, seperti ayat
yang menunjukkan ini atau hadis yang menjelaskan hukum terkait
persoalan seseorang atau melakukan giyas secara juz’7. Seorang mujtahid
mesti melihat dalil-dalil parsial mendatangkan kulliyat al-shari‘ah; tujuan
syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Suatu hukum
diputuskan atas keduanya; dalil global dan dalil parsial.

3) Jalbu al-Masalih wa Dar’u al-Matfasid (Mendatangkan Kemaslahatan
dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Ketika kemaslahatan terwujud, maka harus dilakukan upaya-upaya
untuk tetap menjaganya. Begitu pun jika sudah timbul kerusakan, maka
juga dilakukan berbagai cara untuk menutup semua akses masuk ke pintu
kerusakan, tanpa harus ada teks khusus yang mengiringinya. Kiranya sudah
cukup adanya teks-teks secara umum yang men-support untuk berbuat
kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Demikian halnya teks-teks umum yang
mengecam kerusakan, larangan berbuat buruk, dan membahayakan pihak
lain.

Ulama sepakat, tujuan umum syariat adalah menghadirkan
mashlahah dan menjauhkan kerusakan dunia dan akhirat. Dasar shara*
yang tidak ditopang teks tertentu dan senada dengan spirit shara‘ serta
penyimpulannya diambil dari sejumlah dalil shara’ dalam pandangan
Shatibi, hukumnya valid sebagai referensi. Contohnya, menurut Shatibi,
menggunakan dalil mursal dan istihsan guna memelihara jalannya suatu
kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan jika mashlahah tersebut haqgigiyvah
(maslahat yang betul-betul maslahat) yang selaras dengan tujuan shara",
dan pada akhirnya menjadi dasar gar’7 yang dapat dijadikan landasn
hukum .8

84 Al-Raysuni, Nazariyah al-Maqgasid ‘inda al-Imam al-Shatibi..., hal. 375-376.
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4) Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (/‘¢ibar al-Malat)

Ketika berijtihad, seorang mujtahid harus melihat dampak hukum
dan fatwanya, dan tidak menganggap tugasnya bukan hanya menetapkan
hukum semata. Karena ia harus memprediksi dampak-dampak yang diakibatkannya.
Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, berarti ia belum sampai kepada
tingkatan mujtahid. Memerhatikan segala dampak perbuatan hukum, itu
merupakan tujuan syariat, baik perbuatannya sesuai atau tidak dengan
shara’.

Seorang mujtahid tidak akan memutuskan suatu hukum kepada
perbuatan mukalaf, melainkan setelah melihat dengan saksama terhadap
dampak hukum perbuatan tersebut. Sudah tentu, ijtihad yang seperti ini
membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki mujtahid. Karena itu, tidak
dianggap kompeten, ketika ia hanya ahli di bidang teks-teks syariah secara
detail. Itulah kenapa ia juga diharuskan kompeten tentang karakteristik dan
rahasia kejiwaan manusia dan ilmu sosial.®

Adapun menurut Ibnu ‘Ashur, cara-cara dalam mengetahui magasid
al-shari‘ah adalah:®
1. Melakukan observasi secara induktif (istgra’), yaitu mengkaji syariat

dari semua aspek.

Dalam konteks tersebut, observasi dipecah menjadi dua; pertama,
observasi melalu pengkajian, pengamatan, dan penelaahan terhadap hukum
yang ‘illat (alasan)nya telah teridentifikasi. Melalui observasi ini, maksud
yang ada dalam hukumnya dapat mudah diketahui dan disimpulkan. Kedua,
observasi melalui penelitian terhadap sejumlah dalil yang ‘/latnya sama
sampai kepada tingkat keyakinan bahwa ‘illat itulah magasid yang
diinginkan pembuat hukum.

Langkah di atas sama dengan penjelasan Qardawi terkait tujuan
hukum yang ada dalam teks Quran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
melihat tujuan vyaitu, pertama dengan melakukan penelitian terhadap
masing-masing ‘illat dalam teks Quran dan hadis, misalnya Surat al-
Hashr/59, ayat 7, yang menjelaskan tentang pembagian fai kepada
kelompok lemah yang membutuhkan bantuan, di mana tujuannya adalah
harta dapat dimanfaatkan secara maksimal dan luas, agar kekayaan tidak
dimonopoli oleh kaum kaya saja.’ Kedua, melakukan penelitian dan
mengamati sejumlah hukum yang partikular untuk dibarengkan dengan

8 al-Raisuni, Nazhariyah al-Magasid ‘inda al-Imam al-Syatibi..., hal. 389.

8 Muhammad Tahir Ibnu Asyur, Magasid al-Syari'ah al-Islamiyah..., hal. 190-
194.

8 Yusuf al-Qaradhawi, Figih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran
Tekstualis dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hal. 24
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hukum yang satu dengan hukum lainnya. Proses ini juga dapat diterapkan
pada teks yang temanya saling berhubungan. 8

2. Menggunakan dalil-dalil yang secara tekstual dan tersurat telah jelas
mengandung makna dan memiliki tujuan tertentu.

Magqasid yang ditemukan secara langsung dari dalil al-Qur’an secara
jelas (sarih) dan tidak mungkin dialihkan kepada makna zahirnya, misalnya
Q.S. al-Bagarah, ayat 183, mengenai kewajiban puasa; kutiba ‘alaykum al-
sivam. Dalam ayat tersebut, kecil kemungkinan memaknai kata kutiba
dengan makna selain ‘diwajibkan’, dan tidak dimaknai dengan ‘ditulis’.

3. Menggunakan hadis mutawatir,®® baik mutawatir maknawiyah (a/-
mutawatir al-maknawi) maupun mutawatir amaliah (a/-mutawatir al-
‘amall).

Tujuan vyang diperoleh dari pengambilan hadis mutawatir
maknawiyah yaitu tujuan juga yang didapatkan dari hasil observasi
sebagian besar sahabat atas tindakan Nabi, misalnya khotbah setelah salat
pada hari raya. Sementara itu, tujuan yang diperoleh dari pengambilan hadis
mutawatir amaliyah adalah tujuan yang didapatkan dari kesaksian sejumlah
sahabat dari perbuatan nabi, misalnya hadis periwayatan yang berasal dari
sahabat yang kemudian disimpulkan bahwa nabi ingin kemudahan dalam
tindakannya.

Hadis mutawatir di atas, hampir sama dengan penelitian terhadap
konteks asbab al-nuzul ayat. Sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab, di
antara cara memperoleh makna yang menjadi tujuan teks adalah melihat
asbab al-nuzil. Namun, disayangkan menurutnya, terkait asbab a/-nuzul,
dimensi waktu kerap dilupakan, sebab itu sesungguhnya adalah data yang
membantu dalam memahami maksud teks dengan menganalogikan suatu
peristiwa di saat ayat itu turun dengan kondisi zaman sekarang. Analogi
atau gryas tidak mendapatkan relevansinya manakala waktu diabaikan
begitu saja. Pasalnya, seperti disepakati, turunnya ayat al-Qur’an tidak
kosong budaya dan tanpa peristiwa yang melatari sebelumnya atau
bersamaan dengannya. Karena itu, analoginya sebaiknya tidak hanya
adanya analogi dari logika formal (al-mantiqg al-suri) yang sedikit banyak
dipengaruhi para ahli fikih, tetapi lebih dari itu, yakni menggunakan al/-
masalih al-mursalah dan penjelasan yang memudahkan kepada pemahaman
agama. Oleh sebab itu, pengertian asbab al-nuzul tersebut dapat

8 Yusuf al-Qaradhawi, Figih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran
Tekstualis dan Aliran Liberal..., hal. 28.

89 Lihat Mahmud al-Tahhan, 7aisir Mustalah al-Hadith, Jakarta; Dar al-Hikmah,
t.th, hal. 19.
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dikembangkan, sehingga dapat meliputi kehidupan sosial ketika masa
Quran itu diturunkan dan kemudian pemahamannya bisa dikembangkan
melalui kaidah yang sudah ditentukan ulama terdahulu dengan
pengembangan giyas di dalamnya.*

Selain pengamatan ashbab al-nuzul, Quraish Shihab juga
menawarkan konsep Ta wil. Pemahaman literal mengenai ayat al-Qur’an
kadangkala menemukan kendala dan problem, terutama ketika berhadap
dengan fakta sosial, keagamaan, dan hakikat ilmiah. Jika dulu, manakala
mengalami kebuntuan dalam menawarkan definisi atau penjelasan yang
senada dengan pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat, ulama
hanya mengatakan “wallah a‘lam bi muradihr”’.

Tentu saja, hal tersebut tidak salah, namun memang semua pihak
tidak merasakan kepuasan. Sebab itu, secara bertahap sikap demikian akan
berubah dan para ahli tafsir pada gilirannya mengalihkan gagasannya
kepada penggunaan takwil, tamsil, dan metafora. Memang diakui bahwa
literalisme kerap dapat mempersempit makna, dan ini bertolak berbeda
dengan pentakwilan yang justru memperluas makna.”! Hanya saja perlu
ditekankan, bahwa tidaklah tepat mentawilkan ayat, lantaran hanya
mengandalkan akal dan menafikan aspek kebahasaan dalam teks. Terutama
jika bertentangan dengan ketentuan dasar kaidah kebahasaan itu sendiri,
dan itu sama saja mengabaikan ayat itu sendiri.®?

C. Praktik Tafsir Magasidi Oleh Para Tokoh

Untuk mendapatkan urgensi tafsir berbasis magasid, dapat dilihat dari
analisis urgensi antara tafsir dan kajian magasid. Kebutuhan terhadap tafsir
begitu besar, hal ini dikarenakan tidak seluruh ayat mempunyai ekspresi
yang mudah dipahami akal secara langsung. Misalnya, ada ayat dengan lafal
yang samar (mutashabih), yang membuat pintu penafsiran terhadapnya
menjadi terbuka. Sementara lain, ada ayat yang mempunyai muatan yang
masih global (mujmal), yang membuat munculnya rincian lebih lanjut
dilakukan selanjutnya. Terutama terkait dengan perbedaan dan
perkembangan situasi pada era sekarang ini. Sebab itu, menjadi mutlak
ulama tafsir ketika menafsirkan al-Qur’an disesuaikan dengan fakta
dinamika kehidupan, termasuk dalam proses ini, yaitu menawarkan metode
baru dalam penafsiran terhadap al-Qur’an.

% Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan
Uma...., hal. 136.

91 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan
Umat....,hal. 137.

92 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan
Umat..., hal. 138.
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Sedangkan poin urgensitas kajian magasid dapat ditelusuri melalui
proses dinamisasinya, dari periode klasik sampai periode kontemporer yang
mengantarkan maqasid menjadi metode berfikir sekaligus beragama.
Mulanya dari kalangan imam mazhab, kajian yang memiliki spirit magasid
intens dilakukan dan diterapkan dalam penggalian hukum Islam. Misalnya,
mazhab Hanafi dengan metode istihsan, Maliki dengan maslahah al-
mursalah dan Hanbilah dengan sadd al-dhara‘i,’® sementara dari penganut
mazhab Shafi‘iyah lebih kepada pemahaman yang sama dengan para
penganut mazhab Zahiriyah yang menganggap substansi syariat hanya
terletak pada teks normatif; al-Qur’an, Hadits, ijmak dan dalam metode
giyas.®*

Pasca periode imam mazhab, diantaranya al-Juwayni(1028-1085 H),
berpandangan bahwa studi terhadap magasid sebagai prinsip utama bagi
hukum Islam, sangat penting diterapkan. Tanpanya studi tersebut, dapat
mengakibatkan gesekan di kalangan ulama, ahli fikih, dan mazhab. Al-
Ghazali, sebagai murid dari al-Juwayni, melanjutkan sikap gurunya yang
memfokuskan kepada sikap proteksi (4ifz) terhadap lima prinsip dasar atau
usul al-khamsah; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai
prinsip dasar. Namun, al-Ghazali, senantiasa dipengaruhi oleh mazhab
Shafi‘lyyah yang tidak menganggap maqasid sebagai metode ijtihad yang
valid, sehingga kesannya tidak profesional, lantaran enggan menawarkan
legitimasi independen atas teori magasid yang ditawarkannya.

Lebih tegas al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam (577-660 H) mengaitkan
kevalidan suatu hukum dengan magasid-nya, dan pengabaian terhadap
magqasid suatu amal menjadi tidak batal. Manakala magasid syariat, yang
dalam operasionalnya berusaha menghadirkan maslahat dan menjauhkan
mudarat, itu diperhatikan secara maksimal, maka akan memunculkan
pengetahuan diikuti dengan keyakinan bahwa maslahat tidak layak
ditinggalkan dan mudarat layak untuk dijauhkan sekalipun tidak ditemukan
ijmak, dan teks atau giyas yang membahasnya.®>

Shihab al-Din al-Qarafi (1228-1285 H), dengan teori sadd al-dhara‘i,
mengembangkan fath al-dhara‘i. Dalm artian, pintu yang mengarah kepada
tujuan yang diharamkan harus ditutup rapat, dan sebaliknya.”® Ibn al-
Qayyim (1292-1350 M), dalam /‘/am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin,

9 Abdullah bin Bahyyah, 'Alagah Maqashid al-syari’ah bi Ushul al-Figh, London:
al-Furgan Islamic Heritage Foundation, 2006, hal. 45.

% Abdullah bin Bahyyah, 'Alagah Magashid al-syari’ah bi Ushul al-Figh..., hal 44.

% Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 51.

% Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam. .., hal. 52.
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menjelaskan, giyas tidak dapat diketahui tanpa pengetahuan tentang rahasia
dan tujuan syariat.®’

Urgensisitas magasid semakin terang dengan hadirnya Imam al-
Syatibi yang menjadikan pemahaman terhadap maqasid al-shari‘ah sebagai
syarat untuk berijtinad.®® Artinya, tidak akan naik kepada level ijtihad, bila
pengetahuan akan magasid al-shari‘ah tidak mumpuni dan menjadikannya
sebagai metode untuk menggali dan menetapkan hukum, termasuk menggali
sejumlah persoalan hukum yang aspek kemaslahatannya belum ditemukan
secara jelas, yang sebenarnya dapat dikaji melalui metode magasid tersebut.
Tawaran konsep maqgasid al-Shatibi, masih dapat untuk dilakukan kritik
dan perbaikan terhadapnya. Al-Shatibi, ketika mengurai kemaslahatan,
selain berlandaskan kepada lima prinsip dasar bagi setiap manusia, ia juga
berkutat kepada maslahah daruriyat (mendesak, primer), maslahah hajiyat
(dibutuhkan, sekunder), dan mas/ahah tahsiniyat (keindahan, tersier),
sebagai hierarki kekuatannya, sebab ketika aspek daruriyat diabaikan maka
bisa merusak tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Ketika aspek hajiyat tidak tercapai, itu tidak sampai mengganggu
lima prinsip tadi, hanya saja berdampak kepada kesulitan bagi manusia untuk
merealisasikannya. Untuk aspek tahsiniyat yang terabaikan, hanya
berdampak kepada ketidaksempurnaan dalam memelihara lima prinsip tadi.®

Dengan demikian, di era sekarang, aspek kemaslahatan tidak sekadar
berfungsi sebagai proteksi dan melestarikan, namun lebih dari itu, yaitu
berfungsi mengembangkan dan mampu menjangkau kepentingan manusia
yang lebih luas dan bahkan terhadap bangsa. Misalnya, terhadap prinsip-
prinsip mendasar; keadilan, kebebasan berekspresi, dan sebagainya.® Tidak
hanya berdasarkan, namun kemaslahatan juga mengupayakan terjadi
interkonseksitas dan keterhubungan antar maslahah, sehingga kemaslahatan
dapat menjadi spirit atas magasid al-shari ‘ah, yang pada gilirannya maqgasid
dapat beralih menjadi sebuah metode berfikir dan beragama.

Di antaranya adalah metode hasil pengembangan ulama kontemporer
terkait penafsiran terhadap al-Qur’an yang melihat sisi-sisi magasid ayat,
yang dikenal dengan sebutan a/-tafsir al-maqgasidi. Ini merupakan metode
terobosan dalam menangkap adanya keterbatasan dan kurangnya nilai
objektivitas suatu metode penafsiran yang ada. Suatu penafsiran memiliki
keterbatasan jika muncul keyakinan bahwa penafsiran yang dihasilkan oleh

%7 Ibn al-Qayyim, dalam Imam Mawardi, Figh Minoritas, Y ogyakarta: LKiS, 2010,
hal. 184.

% Al-Syatibi, dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-
Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal. 129.

99 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi, hal. 72.

100 Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam..., hal. 37.
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kalangan generasi awal Islam sebagai penafsiran paling otoritatif, yang harus
diikuti oleh segala zaman tanpa mempertimbangkan situasi dan dinamika
yang terjadi di dalamnya.!®® Dampak dari hal itu adalah pemahaman
tekstualis-literalis dan keterbatasan dalam melakukan kontekstualisasi.

Penawaran kontekstualiasi dari penafsir kontekstual dengan
pertimbangan isu kemanusiaan dan sejarah, yang mencakup sosial, politik
dan budaya, dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif
manakala muncul kontradiksi antara konteks manusia dan teks syariat.1%?
Bahkan dianggap over subjektif, sehingga dapat menyebabkan sikap
narsisistik, yakni pandangan subjektif manusia itu merupakan sentral segala
hal. Kontrol dan barometer kebenaran tidak ada, akan menyebabkan
paradigma menjadi suatu sikap yang sewenang-wenang terhadap teks al-
Qur’an.

Usaha dalam memunculkan metode dan perspektif baru - yang tidak
sekadar berlandaskan pemahaman terhadap teks dari kalangan muslim
terdahulu yang dicirikan dengan pendekatan linguistik dan tidak melihat
perkembangan dan pengalaman manusia sebagai bagian dari barometer
pemahaman - merupakan bentuk kebutuhan dan alternatif dalam penafsiran
terhadap al-Qur’an.

Cara pandang magasidi dengan penekanan kepada hal-hal berikut;
penelusuran makna terdalam atas ayat al-Qur’an dalam bentuk hikmah,
faktor hukum, ketentuan hukum, segala aspek yang dapat mendorong kepada
pembentukan nilai mashlahat, menjadikan kehendak dan ketentuan shara’
bukan kehendak dan tujuan manusia sebagai barometer kemaslahatan. Itu
semua bisa menjadi alternatif untuk merespons atas keterbatasan paradigma
penafsiran yang ada. Model penafsiran ini berusaha memelihara pesan
universal al-Qur’an, sehingga lebih sesuai dengan dinamika zaman (salih /i
kulli zaman wa makan) dengan cara mengubah arah perspektif melalui
penelusuran atas magasid al-Qur’an yang bersifat universal.1%

Nilai universal yang melekat pada magasid al-Qur’an adalah nilai-
nilai membuat al-Qur’an sesuai dengan semangat zamannya serta tidak
mengenal limit teritorial dan sekat kemanusiaan. Sebagai hidayah, al-Qur’an
mampu merangsek ke setiap aspek kehidupan personal dan komunal. Begitu
halnya, penerapan syariatnya, relevan dengan dinamikan zaman dan aplikasi
nilai universal itu sebagai hasil dari penerapan magasid al-Qur’an.
Muhammad ‘Abduh (1849-1905) adalah pemikir muslim asal Mesir abad ke

101 Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas
al-Qur’an, terj. Lien Iffah, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, hal. 99.

192 Ahmad al-Raysuni, /jtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial, terj.
Ibnu Rusydi, Jakarta: Erlangga, 2002, hal. 32

103 Syamsul Wathani, “Konfigurasi Nalar Tafsir Al Magasidi; Pendekatan Sistem
Interpretasi”, dalam Jurnal Suhuf, Vol 9, No 2, Tahun 2016, hal. 297.
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Sembilan Belas yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan pemikiran
Islam modern.%

Abduh dianggap sebagai sosok yang pertama kali menggeser
paradigma bernalar keagamaan dalam Islam melalui menghidupkan kembali
bernalar rasional, kendati dirinya tidak memformulasikan teori usul al-figh
tersendiri. Karena itu, Abduh menganggap cara memahami agama secara
bernalar itu menjadi sesuatu yang penting dan perlu dalam rangka
melepaskan nalar seseorang dari rantai imitasi, pemahaman sempit terkait
keimanan, dan memosisikan pertimbangan atas keagamaan dalam skala
kompetensi intelegensi seseorang.'%

Malcom H. Kerr (1931-1984 M), memosisikan pemahaman
keagamaan rasional Abduh, sebagai bentuk penggunaan akal praktis yang
berbasis kepada pertimbangan manfaat. Istilah manfaat yang digunakan Kerr
adalah utility (manfaat atau kegunaan).’°® Pertimbangan berbasis manfaat
atau kegunaan dapat merefer kepada sejumlah terma, misalnya istislah atau
maslahah,'?” istihsan,’®® dan istishab.!®® Pada hakikatnya, dalam tradisi

104 Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern
Reform Movement Inaugurated by Muhammad ‘Abduh, Oxford, Tahun 1993, Elie
Kedourie, Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in
Modern Islam, New York: 1966, Mark Sedgwick, “Muhammad Abduh,” in Makers of the
Muslim World, Xiii, Oxford: 2010, dll. Risalat al-Tawhid versi Inggris oleh Ishaq Musa‘ad
and Kenneth Cragg, The Theology of Unity, London; 1966. Oliver Scharbrodt, Review of
“Muhammad Abduh,” Mark Sedgwick, Makers of the Muslim World, XIlIl,, Oxford:
Oneworld, 2010

105 Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal Theories of
Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida, Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1996. hal. 108.

106 Malcolm H. Kerr. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of
Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida..., hal. 111.
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keilmuan usul al-figh, semua terma yang disebutkan itu dikategorikan
sebagai bagian dari pendayagunaan akal. Sebab, akal yang digunakan
berdasarkan araham wahyu dan hadis. Tidak heran jika ‘Abduh mengangkat
peran akal untuk masuk ke dalam wilayah yang begitu luas dan ranah yang
bersifat suppotional (zanni), kecuali alam ghaib dan masa depan,''® dimana
wahyu menyediakan pengetahuan akan hal tersebut. Yang dimaksud dengan
alam ghaib dan masa depan di sini adalah wilayah eskatologi.

Dalam skala kemampuan manusia, kerja akal memiliki salah satu
kemampuan, yaitu mampu menimbang segala hal atau mengonstruksi
sesuatu didasarkan kebaikan atau kemanfaatan sesuatu tersebut dengan
keyakinan adanya harmoni antara wahyu dan realitas. Manakala antara
wahyu dan realita mengalami kontra, maka pemahaman seseoranglah yang
harus dilakukan verifikasi. Dalam pandangan ‘Abduh, ia lebih
mengutamakan pertimbangan aspek kemanfaatan yang dipahami seseorang
secara saksama. Yang demikian, dalam istilah Kerr, dinamakan sebagai a
theological version of istihsan, yaitu pertimbangan manfaat dan sikap yang
hati-hati menjadi bagian integral dari proses kerja akal yang dipilih
Abduh.

Lebih jauh lagi, penjelasan Mohammad Hashim Kamali (1944 M),
bahwa istihsan merupakan bagian dari cara kerja akal ketika
memformulasikan hukum Islam berlandaskan preferensi atau memilih solusi
yang lebih tepat berpijak kepada pertimbangan akal yang berbasis wahyu,
seperti memilih salah satu giyas, atau memilih satu pertimbangan berbasis
istislah, adat istiadat, bukti yang lebih kuat, atau berbasis keniscayaan.*?
Lebih lanjut Abduh menjelaskan bahwa hukum Allah bersifat pragmatis dan
mudah dipahami.

Prinsip utama syari‘ah adalah keadilan dan kesetaraan atas siapa saja.
Atas dasar itu, gagasan keagamaan dimasukkan Abduh ke dalam dua hal:
akidah dan muamalah. Sementara itu, akidah bersifat statis dan muamalah
bersifat dinamis. Konstruksi hukum sejatinya berkisar di wilayah mu‘amalah
dan berarti dinamis berubahubah sesuai waktu dan tempat. Pendapat Abduh
ini melanjutkan pendapat pemikir abad pertengahan, al-Shatibi (720-790 H)
dan al-Tufi (1276-1316 M), Johnston menjelaskan bahwa Abduh sangat

konstruksi hukum Islam, istishab sering didiskusikan berbarengan dengan terma masalih
mursalah, dan istihsan. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam..., hal. 167-169.

110 Harun Nasution. The Place of Reason in Abduh’s Theology, Its Impact on His
Theological System and Views. Thesis Phal. D., Montreal: McGill University, ProQuest
Dissertation and Thesis, 1968, hal. 33-5.

11 Malcolm H. Kerr. 1996. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of
Muhammad ‘Abduh dan Rashid Rida..., hal. 117.

112 Mohammad Hashim Kamali. “Istihsin and the Renewal of Islamic Law,”... hal.
563-564.
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paham betul tentang karya Shatibi terkait maqasid shari‘ah yang
terkorelasikan dengan maslahah.!*® Sedari awal, titik fokus maslahah adalah
tentang penggunaan akal dalam penelusuran magasid syariah.

Abduh membingkainya sebagai landasan bernalar rasional dalam
kajian agama, sehingga tantangan turas dapat disiasati atau tantangan
hermeneutika Arab jika meminjam istilah Hallag atau juga belenggu warisan
ilmu pengetahuan di abad pertengahan.!’* Menurut Abduh, maslahah
merupakan bentuk pertimbangan konseptualisasi, yakni di satu sisi, akal
mampu menjalin relasi secara baik dengan wahyu, sementara di sisi lain akal
bekerja mandiri ketika menentukan sesuatu yang dianggap baik atau
sebaliknya oleh masyarakat.

Wahyu menyentuh rasa dan personaliti, membawa informasikan
tentang pahala dan siksa yang bakal diterima manusia di akhirat, sementara
akal membawa informasi tentang fungsinya mempertimbangkan secara
objektif yang berbasis fakta dan juga untuk kepentingan fakta. Di tengah
relasi harmonis antara wahyu dan akal, sebenarnya terdapat ‘gap’ antara
informasi wahyu dan informasi akal, namun bersifat acak, sehingga secara
implementasi, akal mampu melakukan Kinerjanya secara independen dan
objektif .1t

Kendati ‘Abduh tidak memformulasikan konsep magasid shari‘alnya
sendiri, pertimbangan istihsan atau istislah dapat dikaitkan dengan magqgasid
shari‘ah dalam bentuk hubungan yang lebih operational, yaitu memosisikan
maqasid shari‘ah sebagai prinsip umum hukum, dan istihsan sebagai salah
satu operasional kerja akal untuk menurun pesan ilahi secara rational dan
objektif.}*® Tawaran Abduh, menurut Hallag, bukanlah tawaran metodologi
pemikiran, tetapi sebagai bentuk tawaran pembaharuan gagasan teologis
merekonstruksi dan memperbaiki gagasan hukum,'” dan pemikiran sosial.

Muhammad Rashid Rida (1865-1935), seorang reformis akhir abad
IX dan awal abad XX, dilahirkan lahir di Qolamun, suatu desa di dekat
Tripoli. Pendidikan dasarnya dilalui di sekolah umum di Tripoli dengan
bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki. Setelahnya, ia melanjutkan

113 David L. Johnston. “Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of
Human Rights,” dalam Die Welt des Islams New Series, Vol. 47, No. 2, Tahun 2007, hal.
161.

114 Wael B. Hallaq. 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usul alFig, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hal. 214-215

115 David L. Johnston. “Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of
Human Rights,”...., hal. 259.

116 Mohammad Hashim Kamali. “Istihsan and the Renewal of Islamic Law”...,hal.
563-564.

117 Wael B. Hallag. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usil alFiq..., hal. 212.
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sekolahnya ke al-wataniyah al-Islamiyah, di bawah pimpinan yang juga
seorang reformis, Husyan al-Jisr (w. 1909), dengan bahasa pengantarnya
adalah Bahasa Arab. Di sekolah ini diajarkan berpikir rasional. Kemudian ia
melanjutkan studinya pada usia 31 tahun ke Tripoli, dan menggondol gelar
sarjana agama (ijazah al-‘alim) pada tahun 1896. Selama belajar di Tripoli,
Rida banyak mempelajari banyak, seperti membaca /hya’ ‘Ulum al-Din,
karya a-Ghazali (w. 1111), membaca a/-‘urwah al-wuthqa yang diterbitkan
tahun 1884 oleh Jamal Din al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh, dan
membaca al- Mugtatat, majalah penelitian sains.

Dalam pengakuan Rida, sebagaimana dijelaskan dalam a/-Manar, ia
tercerahkan pemahamannya tentang Islam setelah banyak membaca al-
‘urwah al-wuthga, sehingga berkesimpulan, Islam adalah agama yang bukan
hanya sebagai petunjuk ruhani saja, namun juga jalan hidup paripurna. Pada
tahun 1898, tepatnya tiga tahun usai studi di Tripoli, ia berangkat ke Mesir
menemui dengan Muhammad ‘Abduh. Mulanya ia ingin bertemu dengan al-
Afghani, namun tidak berhasil. Kemudian ia dengan gurunya, mendirikan a/-
Manar, sebagai upaya melanjutkan sosialisasi Islam reformis rasional yang
menentang praktik penjajahan, utamanya Barat. Tahun 1909, Rida berangkat
ke Istambul menemui wakil organisasi politik a/-/¢ttihad wa al-Taragqi dan
Syaykh Islam.

Pasca kunjungan menghasilkan ide mendirikan sekolah. Akhirnya
pemerintah Turki setuju atas ide tersebut dan sekolahnya dinamakan
Jam‘iyat al-‘llm wa al-Irshad menggunakan sistem pendidikan Turki, namun
Rida kurang menerima dan mendirikan sekolah yang diberi nama Jam ‘iyat
al-Da‘wah wa al-Irshad tahun 1912, namun tahun 1916, sekolah ditutup
akibat perang Dunia I. la membangun relasi dengan tokoh Islam Saudi
Arabia dan mendukung pendirian Kerajaan Arab Saudi Modern dengan
kekuasaan Raja Abdul Aziz, hingga meninggal tahun 1935.118

Ruang kosong Muhammad ‘Abduh, sebagai gurunya, yang membuat
Rashid Rida mengembangkan dasar pemikiran ‘Abduh terkait urgensi peran
akal dalam mengonstruksi hukum Islam atau mengonstruksi nilai-nilai
keagamaan Islam. Dalam memberikan makna magasid sebagai at aiming to
achieve certain goals and purposes (tujuannya adalah untuk meraih tujuan
dan maksud tertentu) dan menghubungkannya sebagai salah satu cara kerja
ijtihad. Berikut kutipan rumusan ijtihadnya: “...contemplating the legal
sources, which are the Qur’an, Sunna, Ijma’, and giyas, and to know detailed
rules that are not found in the certain sources. The main requirement of a
mujtahid is to be able to understand the Qur’an and Sunna, to know magqasid
shari‘ah, and to realize peoples’ life situation and custom. This is because the

118 Yasir S. Ibrahim. “Rashid Rida and Maqasid al-Shari‘ah,” dalam Studia
Islamica, No. 102/103, Tahun 2006, hal. 167-169
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rules of the shari‘ah especially in muamalah, depend on achieving what is
good for the people in this life and in the hereafter on the basis of the
principle ‘preventing harm and bringing benefit.”!!° (... perenungan sumber
hukum, yakni al-Qur’an, Sunnah, Ijmak, dan analogi, dan sebagai upaya
mengetahui detail aturan yang tidak ada di sumber hukum.

Persyaratan mendasar seorang mujtahid adalah mampu memahami
al-Qur’an dan hadis, berkemampuan terkait magasid shari‘ah, dan
berkemampuan memahami situasi dan adat istiadat. Ini disebabkan ketentuan
syariah, terutama aspek muamalah, berpijak kepada pemerolehan kebaikan
untuk manusia di dunia dan di akhirat, yang dibangun di atas prinsip
menghindari madarat dan mendatangkan manfaat).

‘Abduh menyebut penjelasan Rida tentang magasid syari‘ah sebagai
yang paling baik.'20 Dalam karya Yusr al-Islam wa Usul al-Tashri © al- Amm
(1928), dan a/-Wahyu al-Muhammad 7 (1352/1933), Rida memformulasikan
konsep magasid-nya.*?! Rida menjejaki corak gagasan gurunya yang rasional
dan Mu’tazilah dalam melihat kriteria rasional dalam penafsiran kitab suci,
seperti tampak dalam gagasan keadilan alamiah. Hakikat hukum Tuhan,
menurut Rida, berdasarkan hukum alam atau sunnatullah. la juga memiliki
kontribusi atas bentuk dan isi gagasan terkait maslahah.

Layaknya Abduh, Rida memformulasikan tawaran kerangka atas
tantangan zaman, secara internal dan eksternal. Secara internal, yaitu
belenggu sejarah yang memberatkan muslim. Sementara secara eksternal,
yaitu identifikasi hal yang sama dengan identifikasi modernis lain, tepatnya
tantangan gaya hidup modern (Barat). Gagasan yang diformulasikannya
dibangun atas tujuh pertimbangan. Pertama, pencarian format murni Islam
yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis, dan konsensus sahabat. Kedua,
penempatan al-Qur’an sebagai asas Islam. Ketiga, Sunnah Rasulullah yang
bertalian dengan ibadah bersifat tetap, sedangkan yang bertalian dengan
keduniaan tidak tetap. Keempat, Tuhan memberikan kepercayaan personal
dan komunal kepada manusia mengelola kehidupan dunia melalui
musyawarah. Kelima, Tuhan telah menyempurnakan hal-hal ibadah dan
tidak berubah karena faktor waktu dan tempat.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan selainnya, Tuhan sekadar
memberikan prinsip-prinsip general saja, dan rincinya diserahkan manusia
untuk menyingkapnya. Hal itu disebabkan persoalan dunia itu dinamis,

115 Seperti dikutip oleh Ibrahim dari Muhammad Rida. 1906. Muhawarat al-
Muslih Wa alMugqallid. Cairo: Matba’at al-Mandr, hal. 134. Yasir S. Ibrahim. “Rashid
Rida and Maqasid al-Shari‘ah,” dalam Studia Islamica, No. 102/103, Tahun 2006, hal. 169

120 yagir S. Ibrahim. “Rashid Rida and Maqasid al-Shari‘ah,”..., hal. 169.

121 Ahmad Dallal, “Appropriating the Past: Twentieth-Century Reconstruction of
Pre-Modern Islamic Thought,” dalam Is/amic Law and Society, Vol. 7, No. 3, Tahun 2000,
hal. 344.
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berubah sesuai tempat dan waktu. Keenam, Rida menggunakan otoritas
klasik guna mengkounter pemikiran yang berupaya membuat hukum Islam
menjadi sekuler. Ketujuh, kecenderung Rida menerima konsensus Sahabat,
karena setelah generasi sahabat, masyarakat terpecah belah, dan munculnya
salah paham dalam penggunaan metode inferensi hukum.!??

Ketujuh pertimbangan itulah yang diusung Rida sebagai bentuk
penawaran atas pendekatan pemahaman hukum moderat dan jalan tengah,
yang terletak di antara dua pendekatan ekstrem; kekuatan konservatif yang
selalu berbasis teori hukum Islam tradisional dan kekuatan sekuler yang
menawarkan penggantian teori hukum Islam dari tradisi lain. Dalam
pelaksanannya, Rida mengikuti pemikiran lbn Hazm (pengikut Zahiriyah)
dalam penolakannya terhadap giyas, dan Ibn Taymiyah (pengikut
Hambaliyah) dalam mengkritik kesalahan penggunakan metode giyas ini.
Karena menurutnya, problem kemasyarakatan tidak mampu dijawab giyas
dan tidak tepat jika maslahah tidak dimasukkan sebagai sumber hukum.
Maslahah terintegrasi dengan proses penentuan rasio melalui pertimbangan
atas sisi kesesuaian dan keterkaitan. Maslahah dapat mengantarka kepada
kesimpulan. Misalnya kesesuaian pemikiran istislah dengan sumber agama
dan magqasid shari‘ah.'>

Rida, melandaskan pemikirannya kepada sejumlah ulama terdahulu,
terutama Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 751/1350), Zarkashi (w. 794/1392),
al-Shatibi dan al-Tufi, selain lainnya. Selanjutnya, M. Rashid Rida
berkesimpulan, bahwa dalam pemikiran keagamaan, dalam hal ini adalh
hukum Islam, konstruksi keilmuan dalam hal ibadah, harus mendasarkan
kepada sumber nagli agama. Sedangkan, selain ibadah, misalnya politik,
kewarganegaraan, dan hukum transaksi yang bersifat duniawi, ditentukan
melalui salah satu lima tipe pembuktian tersebut.

Pertama, berdasarkan kepada teks keagamaan. Dalam konteks
ibadah, peletakan dasar kepada sumber nagfi, tidak hanya mengikat, namun
juga tidak mengabaikan area ijtihad. Tetapi, selain ibadah, bangunan
pemikiran tidak hanya kepada pengambilan sumber nagl/i, namun juga
kepada ‘aqgli, dalam artian maslahah berperan penting ketika sumber nagli
tidak ditemukan. Maslahah yang bertolak kepada kebutuhan, dianggap
cukup dalam membangun konstruksi berpikir ketika teks nag/itidak ada.'?*

122 \Wael B. Hallag. 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usil alFiq...., hal. 214-216.

123 Wael B. Hallag. 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usiil alFiq.... hal. 217.

124 Wael B. Hallag. 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usiil alFiq..., hal. 218.
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Kedua, kasus yang berdasakan kepada teks keagamaan, yang terambil
dari ijmak itu bersifat mengikat, namun tentunya tidak menutup ruang
masuknya maslahah berdasarkan kepentingan yang ada.

Ketiga, kasus yang didasari oleh teks atau hadis yang kurang kuat, itu
tidak mengikat. Tetapi ia bisa mengikat ketika setelah dilakukan pengkajian
dengan melihat maslahat atau kepentingan bersama, misalnya untuk kategori
pertama dan kedua di atas.

Keempat, teks yang berhubungan dengan kebiasaan, misalnya
pakaian, minuman, dan makanan itu sifatnya mengikat, dan ada pengecualian
jika ada maslahat atau kepentingan bersama yang mengisyaratkan sesuatu
yang sebaliknya. Kelima, kasus yang tidak didukung oleh teks keagamaan,
maka dapat ditelusuri berdasarkan prinsip maslahah, asalkan tidak
kontradiksi dalil nag/i.'??

Rashid Rida (w. 1354H/1935 M) mengidentifikasi magasid al-Qur’an
dan mendapatkan urgensi nilai pembaharuan dasar keimanan, dan kesadaran
bahwa Islam menghargai kefitrahan, pengetahuan, kebijaksanaan, akal,
pembuktian, kemerdekaan, kebebasan, reformasi di bidang sosial, politik,
ekonomi, dan hak-hak wanita. Dalam al-Wah}yu a/-Muhammad 7, Rida
memformulasikan sepuluh inti magasid al-Qur’an. Inti pertama, yaitu
urgensi tiga pilar agama; iman kepada Allah, iman kepada hari kebangkitan,
pembalasan, dan amal saleh sebagai inti pesan dan tujuan pengutusan rasul
oleh Allah.

Inti kedua, yaitu kenabian, kerasulan, dan tugasnya. Inti ketiga, yaitu
Islam sebagai agama yang membuat jiwa manusia menjadi sempurna sebagai
makhluk personal, komunal, bahkan global. Inti keempat, yaitu Islam
sebagai agama berfokus kepada reformasi keumatan, misalnya dalam aspek
sosial, politik, dan bangsa dengan delapan pilarnya; persatuan, kemanusiaan,
agama, undang-undang, kebangsaan, keagamaan, keadilan, kesatuan bahasa.
Inti kelima, yaitu hikmah kewajiban dan larangan dalam Islam yang dengan
karakteristiknya yaitu sebagai agama yang memudahkan dan moderat. Inti
keenam, yaitu prinsip-prinsip bernegara yang menandaskan kepada keadilan,
kesamaan, pencegahan atas kezaliman, dan menghormati sesuatu yang
utama.

Inti Ketujuh, yaitu pesan al-Qur’an dalam memperbaiki aspek
keuangan yang menggunakan tujuh pilar; harta benda adalah ujian yang
menuntut seseorang bijak dalam penggunaannya, pengecaman terhadap yang
salah menggunakan harta, kecaman terhadap kekikiran, penghargaan
terhadap prinsip bahwa sebagai bagian dari anugerah Allah, menjaga harga,
infak atas harta sebagai wujud keimanan, anjuran memperbaiki pengelolaan

125 Wael B. Hallag. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usiil alFiq...., hal. 218-219.
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terhadap harta. Inti kedelapan, yaitu perdamaian, peperangan hanya
dilakukan dalam kondisi darurat sebagai bentuk upaya melakukan perbaikan.
Inti kesembilan, yaitu pemenuhan hak wanita. Inti kesepuluh, vyaitu
membebaskan perbudakan.'?

Pentingnya proposal Rida memiliki kekuatan gagasan dalam merubah
pola berpikir kaum muslim agar tidak terseret oleh warisan pemikiran hukum
yang ada di benaknya sejak lama untuk mengarah kepada cara berpikir yang
lebih otonom dengan penyesuaian terhadap situasi kompleksitas umat Islam.
Ide pemikiran keagamannya menandaskan kepada konsep dimana pada masa
lalu konsep tersebut diletakkan pada posisi pelengkap atau marjinal,
yaitu konsep maslahah dengan prinsip keniscayaan dan kepentingan. Konsep
tersebut adalah hasil akomodasi dari ulama dahulu dalam memberikan peran
kepada akal dengan arahan wahyu. Namun ada persoalan, tawaran gagasan
Rida itu memiliki kesan ‘menghujat,” padahal kehadiran Islam itu adalah
untuk mengarahkan dan membimbing manusia. Lepas dari semua itu, ia
sekurangnya berhasil membaca wacana agar umat Islam memperbaharui cara
berpikir keagamaannya yang menyesuaikan tuntutan zaman, dan
memaksimalkan potensi akal untuk kemajuan peradaban umat Islam.?’

Dalam aspek tema sentral, pada abad XVII dan XIX, para sarjana
muslim mulai menyadari pentingnya masyarakat Islam dalam suatu
peradaban, sebagaimana dianut Shah Wali Allah (1703-1762).1% Komunias
Islam umumnya di masa itu dapat dikatakan mundur dan dibutuhkan
mentalitas yang harus diubah dan cara berpikirinya guna memajukan
peradaban mereka. Kalau di abad ke delapan belas dan awal abad ke
sembilan belas intelektual Islam lebih terfokus kepada khazanah Islam dan
hanya melanjutkan warisan keilmuan yang sudah ada.

Di akhir abad sembilan belas dan awal abad dua puluh sudah mulai
terpengaruh dan merespons tantangan peradaban Barat, seperti piranti utama
pendayagunaan akal dalam melakukan bangunan hukum Islam, pemanfaatan
givas di abad delapan belas dan sembilan belas dimanfaatkan untuk
berijtinad dalam rangka merespons perkembangan pemikiran hukum.'?® Bagi
pembaharu pemikiran abad ke delapan belas, peradaban Eropa dan
sejarahnya, belum terintegrasi dengan kehidupan sosialnya, dan sementara

126 Muhammad Rashid Rida, Wahyu Ilahi kepada Muhammad, Jakarta: Pustaka
Jaya, 1987, hal. 275-593.

127 Wael B. Hallaq. 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni
Usil alFiq..., hal. 219-220.

128 Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought,
1750-1850” dalam Journal of the American Oriental Society, Vol. 113, No. 3, Tahun 1993,
hal. 343.

129 Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought,
1750-18507..., hal. 326.
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Islam masih melanjutkan realita masa sebelumnya. Hubungan mereka
dengan Barat baik melalui kekerasan penjajahan maupun tantangan cara dan
pola hidup belum berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Pemikir Muslim
akhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh, masa lalu Islam
dikonstruksi ulang guna merespons tantangan Barat.**°

Pemikir seperti Afghani, ‘Abduh dan Rida adalah termasuk generasi
awal yang mencoba melakukan pembaharuan pemikiran Islam dengan cara
tidak melanjutkan tradisi berpikir yang ada tapi dengan cara melakukan
menemukan kembali atau membangun ulang masa lalu Islam, dalam artian
berupaya menggerakkan ide-ide yang mengarahkan kepada kemajuan
muslim dengan cara menghidupkan kembali tradisi intelektualitas Islam. 3!

Dalam konteks Islam, biasanya, studi konsep magasid shari‘ah
dilakukan sebagai bentuk respons pemikir dan ulama terhadap dinamika
modernitas. Dalam pengaruh tradisi sebelumnya, konsep magqasid shari‘ah
dilakukan studi ulang sebagai bentuk upaya konstruksi ilmiah atas respons
tersebut. Ulama merasa tergugah menulis tema ini. Gerakan pemikiran
mendapat sokongan dari the International Institute of Islamic Thought (I1IT).
Lembaga tersebut tidak sekadar mengalihbahasakan sejumlah karya ulama
Islam, namun lebih dari itu memberi semangat para penulis untuk
mempublikasikan hasil-hasil karyanya. Pemikir awal, selain Rashid Rida
adalah Tahir Ibn ‘Ashur (1879-1973/1976).

Upaya yang dilakukannya adalah memformulasikan prediksi-prediksi
jawaban atas dinamika kemodernan yang dituangkan dalam beberapa
karyanya, misalnya karya tafsirnya yang ditulis selama 39 tahun, a/-Tahrir
wa al-Tanwir (1922-1961), Alaysa al-Subh bi al-Qarib, Maqasid al-Shari‘ah
al-Islamiyah, dan Usul al-Nizam al-Ijtima‘i fi al-Islam. Karena Ibn ‘Ashur
dianggap mendiskusikan magasid yang hasil dan tujuannya berbeda dengan
sebelumnya yang meletakkan magqgasid sebagai piranti ilmiah guna menguak
hikmah hukum. Sebab itu pula, ulama lain juga termotivasi menulis tema
serupa dengan semangat baik mendukung inisiatif Ibn Ashur seperti
Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi (1926 M), Muhammad Sa‘id al-
Shmawi, ‘Allal al-Fasi (1910-1974 M), ‘Abd al-Majid al-Saghir, Taha Jabir
al-‘Alwani (1935-2016 M), Gamal Eldine Attia, dan Jasser Awda (1966 M),
maupun memelihara tradisi lama seperti Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi,
dan Jamal al-Din ‘Atiyah, dll.

130 Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought,
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Dalam pandangan Ibn Ashur, ada dua cara dalam penetapan hifz al-
‘aql, pertama menjaga keberlangsungan akal, kedua menghindari kehancuran
akal. Berikut contoh penafsiran ayat yang bertalian Aifz al-‘aqgl.
1. Menjaga Kelestarian Akal

Dalam surat Az-Zumar/39 ayat 9

JLJSM‘)MAJ \3’;}33}‘%\ J.A;.ibulﬁj\bb.nd.\j\ c\_\\ &_\.\U_}QUA\
5&.1\.&&\ \)33\ )Sﬁuq\é/}du‘ﬁwﬂ\)u)duwﬂ\gjw

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah,
“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang
tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat
menerima pelajaran’.

Sebelum ada keterangan lain dalam karyanya, Ibn ‘Ashur
menerangkan bahwa kata ya‘amun dalam ayat tersebut tidak ada
mat ul/fi‘il lazim (kata kerja yang tidak memerlukan objek/maf*ul). Ini
mengisyaratkan, maksud dalam ayat tersebut adalah sifat dalam diri
manusia, yaitu berilmu, bukan mengetahui. Sedang juga kata ya‘/amun
disertai lafal innama yatadhakkaru ulu al-albab yang bermakna ahlu al-aql
(orang yang berakal), sedang a#/ al- ‘uqul adalah sinonim dari kata a/- 7/m.'3
Ibn ‘Ashur menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ketidaksetaraan seorang
berilmu dan tidak berilmu. Ibn Ashur menggunakan pertanyaan yang makna
di dalamnya berisi. Ia menafsirkan ayat tersebut, orang berilmu (aA/ al-‘Am)
adalah orang beriman (ahl al-7man),'3* sebagaimana firman Allah dalam
Surat fathir/35 ayat 28

olic He alll 55 ) Js&j\g\memy\juumjw@ 23

str_ J;_)s; aly u\ \}Uﬁ\
Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa

dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan
jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah
para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun”.

132 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah,
tt, Juz 23, hal. 349.
133 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 349.
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Sementara ahl al-jahl atau orang tidak berilmu adalah ahl al-shirk
atau orang yang menyekutukan Allah. Ibarat ini dijelaskan dalam firman
Allah surat Az-Zumar/39 ayat 64:

Olead g el 2355 Al ol B
Katakanlah (Muhammad), “Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain
Allah, wahai orang-orang yang bodoh

Iman diibaratkan sebagai saudaranya ilmu dan keduanya merupakan
cahaya dan kebenaran hakiki. Sementara kufr itu merupakan ibarat
saudaranya kesesatan dan diibaratkan sebagai bentuk kegelapan dan
kebatilan.** Penafsiran yang demikian, kian jelas terkait yang menjadi
asumsi Ibn Ashur tentang perbedaan antara orang berilmu dan orang tidak
berilmu, di mana ilmu mampu mengantarkan kepada kemaslahatan manusia.
Melalui ilmu, seseorang mampu memelihara kesucian keimanan dalam
dirinya, dan kesucian tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi
pertimbangan kemaslahatan yang terformulasikan dalam maqasid al-
shari‘almya Ibn ‘ Ashur.

Ibn ‘Ashur (1879-1973 M) menerangkan, kedudukan orang berilmu
akan selalu mempertimbangkan tindakannya berbekal ilmu yang ia miliki.
Tentu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu, ia bertindak tanpa
piiran mendalam. Misalnya, orang yang berangan membuat batu menjadi
Tuhannya, dan menyamakan posisi kufr sama dengan posisi shukr.13%
Konteks ini, Ibn Ashur menjelaskan pendekatan magasidinya, melalui
ilustrasi orang berilmu dan bernalar yang menggunakan potensinya itu untuk
menebarkan kebaikan dan memelihara keimanannya.

Terdapat enam tingkatan yang mengomparasikan antara orang alim
dan orang bodoh; magam pertama, sikap yang memperoleh petunjuk
terhadap sesuatu yang akan diperoleh. Tingkatan ini adalah tingkatan
(magam) amal perbuatan.’® Orang berilmu akan mencapai tujuan yang
diinginkannya secara mudah. Yang tidak berilmu terkadang untuk mencapai
tujuannya, ia cepat mengalami keputusasaan lebih dahulu. Manakala
mengalami musibah, ia hanya mengandalkan angan-angannya Hal ini
dijelaskan dalam Surat al-Nur/24 ayat 39:

S sela 13 a Tle Ml RS ey (S ?gju::’\ 1556 Gall g
uw\@)u‘\ﬂ\j 4_1\.“;;445}5 4\ﬂ\d$ 15_;1;53%;

134 Tahir Ibn ‘Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 349.
135 Tahir Ibn ‘Ashur, TafSir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 349.
136 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 350.
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Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di
tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi
apabila (air) itu didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan)
Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal)
dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

IImu diibaratkan dengan cahaya. Sedangkan kebodohan diibaratkan
dengan kegelapan. Daruriyat yang terkandung dalam pemahaman penafsiran
ini adalah tingkatan daruriyat hajiyah, di mana ilmu menjadi kebutuhan yang
harus dimiliki ketika melangkah atau ketika mengambil suatu keputusan
dalam kehidupan. Seseorang tidak pernah meraih keinginan tanpa disertai
dengan ilmu. Magam kedua, adalah magam selamat dari kesalahan dan
kedudukan hina.

Orang berilmu akan senantiasa memelihara dirinya dari tindakan
yang menjerumuskan kepada kehinaan dan kesahalan. Sebaliknya, orang
bodoh, sebenarnya ia juga ingin selamat, namun justu ia menjatuhkan diri ke
dalam kerusakan. Kadangkala kesalahan akan mencelakakan seseorang ke
dalam tempat yang hina ketika ia mencari peruntungan. Hal ini disinggung
dalam surat al-Bagarah/2: 16:

Codigh \ytsuj?yjuuMJusf‘;S@JhM\ \j).u\ u.ul\ d.dj\
Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan
mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Sedangkan bodoh diibaratkan seperti pedagang yang hendak
mendapatkan keuntungan, tetapi tidak mempertimbangkan risiko kerugian,
sehingga yang didapat adalah kehancuran. Tidak heran, jika orang berilmu
dengan mudahnya memperoleh sesuatu yang diinginkan tanpa terperosok ke
dalam jurang kehancuran. Sebab itu, orang tanpa ilmu akan membuat dirinya
merugi, dan dalam hal ini adalah hartanya. Daruriyyat yang terdapat dalam
penafsiran ini adalah daruriyat al-mal yang tingkatannya menempati
tingkatan daruriyat al-hajiyah.

Magam ketiga, yaitu magam keterbukaan. Orang berilmu akan
mempunyai kedudukan istimewa dengan terbukanya hakikat suatu
kebenaran. Ini akan berbeda bagi orang bodoh, ia bingung terkait tindakan
yang harus diputuskannya dan segala sesuatu yang harus dijauhkannya.
Kondisi ini dinyatakan dalam firman-Nya dalam Surat al-Bagarah/2: 20:

sgle allaf T m\we@;u\uﬁ e&)ha.\\&.ﬁkmd).d\ AL
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Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali (kilat itu)
menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap menerpa
mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia
hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Allah Swt senantiasa memosisikan kedudukan orang berilmu dengan
kedudukan yang istimewa. Penjelasan lbnu A<shu>r ini, bisa ditarik
konklusi, banyak maslahah yang terdapat dalam anjuran untuk berilmu yang
benar-benar memadai, yang tujuannya adalah agar manusia selamat dari
kesesatan.

Magam keempat, kecukupan. Orang berilmu akan semakin tidak
butuh terhadap manusia dan dunianya, karena ia mendahulukan
akhiratnya.'®” Karena Allah menjadi tempat bersandar terbaik, dan manusia
sekadar tempat harapan yang semu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan
orang lain yang membutuhkannya. Jadi, maslahat menjadi pertimbangan
semakin jelas. Artinya, manusia harus selalu menjadikan Allah sebagai
tempat bergantung dan tidak berharap kepada manusia.

Magam kelima, maqam kecintaan terhadap makrifat. Menurut Fahkr
al-Din al-Razi (1150-1210 M), bahwa kenikmatan makrifat tidak ada
taranya. Allah Swt menggambarkan keteduhan ini dalam surat Fatir/35: 1938
berikut ini.

el (Y (5 G i

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat”,

Duduk santai di tempat yang penuh keteduhan menjadi kenyamanan
bagi wilayah yang terik dan panas. Daruriyat yang ada dalam pendekatan ini
adalah daruriyat al-din. Jelas sekali dari penjelasan ini, bahwa menjaga akal
dengan cara mengisinya dengan ilmu agar akal tetap lestari, menjadi
maslahat yang cakupannya sangat luas. Ketika ilmu itu selalu dicari, berarti
seseorang memelihara keseluruhan daruriyat al-khams. Ini yang menjadikan
memelihara akal itu begitu penting dan menduduki posisi yang lebih dahulu.

Magam keenam, manfaat sepanjang usia. Orang berilmu menjadi
sumber karena telah mendapatkan bimbingan dari Allah Swt. llmu berperan
penting dalam kehidupan. Karena itu, dianjurkan kepada manusia untuk
selalu mencarinya sampai tutup usianya. Pasalnya, ilmu dapat merawat akal
yang dimilikinya. Orang yang akalnya terawat, akan dianugerahi berbagai

137 Tahir Ibn ‘ Ashur, TafSir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 350.
138 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 23..., hal. 351.
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kemudahan dalam segala urusannya. Hal ini juga dijelaskan Ibn ‘Ashur
terkait sejumlah magam antara orang berilmu dan orang bodoh.

Ibn ‘Ashur, menyamakan ilmu dengan cahaya. Orang berilmu akan
memperoleh cahaya dan terjauhkan dari kesesatan. Karena melalui terangnya
ilmu ia dapat tertuntun ke arah yang benar. llmu dapat menarik seseorang
dari kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan membuatnya berpikir dan
membuat konsep yang harus dilakukannya untuk langkah ke depannya,
seperti diterangkan dalam firman Allah Surat al-Isra/17 ayat 36.

e & el 3K agilly peails gt (e 4 &l ol L G Y

Y 3l
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggungjawabannya”.

Bagian ini meliputi sejumlah hal, salah satunya kebiasaan orang
Jahiliah yang mencela nasab orang lain. Tuduhan terhadap wanita telah
berhubungan dengan pria lain juga dilakukan mereka. Tidak sampai situ,
kebiasaan menuduh tanpa dasar terhadap bapak seorang anak, di mana
mereka memirip-miripkan ayah dari seorang anak dengan orang yang bukan
ayahnya sendiri. Mereka juga sering menyamakan warna kulit seorang anak
dengan kulit orang tuanya.

Terkait turunnya ayat di atas, ada sebuah riwayat, yaitu ada seorang
A‘rabi menemui nabi Muhammad lalu berkata: “Istriku melahirkan anak
dengan warna kulit hitam (maksud orang itu ingin tidak mengakui anaknya
tadi). Nabi menjawab: “Kamu memiliki satu ekor unta?”, dia menjawab
“Iya”. Nabi bertanya kembali: “Warnanya?” A‘rabi tadi menjawab: “Warnah
merah.” Beliau kembali bertanya: “Adakah yang berwarna hitam?” Pria itu
menjawab: “Ada,” Nabi bertanya: “Bagaimana bisa?,” pria itu menjawab:
“Mungkin faktor keturunan.” Nabi merespons: “Putramu itu, bisa jadi faktor
keturunan.” Lalu Nabi melarang agar orang itu tidak mengakuinya, karena
itu kebiasaan orang Jahiliah. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat lantaran
kebiasaan tadi itu.’® Itu akhlak mulia. Ayat di atas mengajarkan seseorang
untuk tidak menyamaratakan antara sesuatu yang pasti dengan basis ilmu dan
sesuatu yang masih ada keraguan di dalamnya.

Begitu penting ilmu, yang dengannya nasib seseorang dapat
ditentukan, dan bukan berdasarkan sangkaan yang tanpa dasar untuk
dijadikan basis pengklaiman terhadap orang lain. Daruriyat yang terkandung
dalam tafsir ini adalah daruriyat tahsiniyah, yakni daruriyat pelengkap.

139 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 15..., hal. 100-101.
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Tafsir ini juga membahas mengenai menerapkan akhlak menuduh sesuatu
yang jelas-jelas kebenarannya tidak terbukti. Sebab, Islam menjunjung tinggi
etika. Jadi, ayat tersebut menjelaskan tentang ilmu dijadikan dasar untuk
melihat suatu persoalan. Apalagi Islam juga mengajarkan seseorang untuk
tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Karena itu, bila Islam
kehilangan ajaran etikanya, tentu pihak lain tidak mau bersimpati kepada
Islam sebagai agama. Terdapat daruriyyat al-din, yaitu agama Islam akan
tetap eksis jika penganut dan apalagi tokohnya, jika mereka memiliki etika
dalam bersosial di masyarakat. Dalam surat as-Syu’ara/26 ayat: 83

‘y:://!»h ne o :9./3’\51,5" P Z_A,:—‘A /L’:)
Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah
aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh”.

Nikmat yang lima yang dijelaskan nabi Ibrahim, permintaan pertama
nabi lIbrahim itu untuk menyempurnakan jiwa, yaitu suatu doa pertama
darinya adalah supaya ia diberikan al-h}ukm.!*® Yang dimaksud al-h}ukm
yaitu ilmu dan kenabian, seperti dalam surat al-Qasas/18 ayat 14:

M\d)&dﬁjw&j }}‘a/\&)m\jblm‘é.\MJ
Dan setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, Kami anugerahkan
kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik .

Dalam hal ini, Ibn ‘Ashur (1879-1973 M), menerangkan bahwa
kesempurnaan tersebut adalah kenabian yang disertai dengan ilmu. Sebab
itu, ilmu menjadi penting dan masuk ke dalam daruriyah al-tahsiniyah,
sebagaiman tersurat dalam Surat al-Baqarah/2 ayat 169:

NISSPPEIRN 159A 3 38 A&a & B gmww\@y

Sl 1
Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa
diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan

tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang
mempunyai akal sehat

Maksud peringatan dalam ayat di atas adalah nasihat Allah Swt,
yakni Dia telah menciptakan hAukama’ (para ahli ilmu) setelah Dia

140 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 19..., hal. 145.
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menciptakan kaum bodoh di kalangan kaum Jahiliah. Allah Swt telah
menjanjikan menerangi ilmu dan akal. Sementara setan berjanji untuk
menggoda syahwat manusia melalui penglihatan, sehingga yang dilihatnya
seolah selalu lezat. Sedangkan ilmu diciptakan untuk menjelaskan sisi buruk
syahwat tersebut. Sementara itu, janji-Nya untuk menurunkan ilmu adalah
sebagai bentuk ampunan dan keutamaan untuk manusia.'#*

Ayat pertama merupakan sindiran secara halus terkait haramnya
minum khamar, dan ini ada dalam Surat al-Bagarah/2: 219:

O80Ty Gl aaliag 58 ) Tagss 08 Suially yadll e gua
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Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.
Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan
mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.
Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan

Ayat tersebut dijelaskan Ibnu Ashur, ayat di atas merupakan awal
pembatalan hukum atas dua perbuatan; khamr dan judi, yang terjadi masa
jahiliah. Maksud pembatalan hukumnya adalah demi memperbaiki kondisi
masyarakat ketika itu. Diceritakan, dalam ayat ini, ada dari kalangan kaum
muslimin yang menanyakan tentang khamr kepada nabi, yang menurut al-
Wahidi, ayat ini turun kepada ‘Umar, Muadh ibn Jabal, dan sejumlah sahabat
Ansar ketika menemui Rasulullah dan mengajukan pertanyaan: “Wahai
Rasulullah, fatwakan kepada kami mengenai minuman khamr yang dapat
menyebabkan kehilangan akal dan merusak harta itu.” Kemudian ayat
tersebut turun. Dalam a/-Kashshaf, dijelaskan ketika ayat tersebut telah turun
sebagian orang tidak lagi minum khamr dan yang lain masih ada yang belum
meninggalkannya.#?

Terkait ayat tersebut, sebab turun ayat menjelaskan muatan illat
dalam khamr, yaitu merusak akal dan harta. Untuk itulah minum khamr
diharamkan karena ada sesuatu yang tidak baik dan bahkan merusak tubuh,
dan larangan tersebut sebagai bentuk maslahat untuk manusia seutuhnya.
Masih menurut 1bn Ashur, minum khamr menjadi kebiasaan dari dulu dan
tidak ada syariat yang melarangnya. Tentu, ini berbeda dengan pandangan
sebagian ulama mengenai seluruh syariat terdahulu sudah mengharamkan

141 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 3..., hal. 64.
142 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 338.
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segala apa saja yang memabukkan. Menurutnya, pandangan terakhir tersebut
sama sekali tidak kuat.

Pasalnya, pendapat ulama tersebut hanya melandaskan pandangannya
pada kaidah usul figh, semua syariat bertujuan menepati salah satu dari Aifz
al-Din, hifz al-Nafs, hifz al-Aql, hifz al-Nasab dan hifz al-Mal. 1tu yang
menurut lbn Ashur tidak tepat, sebab kelimanya diperuntukkan khusus
kepada syariat Islam, sementara syariat sebelumnya, yakni di luar Islam,
tidak mesti memerhatikan kelima tersebut. Buktinya, tidak ditemukan
pengharaman minum khamr dalam kitab suci ahl/ al-kitab. Ditambah pula,
riwayat dalam Taurat, nabi Nuh dan Nabi Lut minum khamr hingga mabuk.
Namun, tidak benar, riwayat tersebut dalam pandangan Ibnu Ashur, apalagi
para nabi pastinya terjaga (ima ’sum) dari tindakan tersebut.'#®

Tradisi minum khamr di kalangan orang jahiliah sudah diketahui bagi
mereka yang memahami peradaban dan sejarah mereka. Khamr bagi mereka,
adalah kekuatan hidup, puncak kenikmatan, menjadi kunci kebahagiaan pada
saat itu. Untuk itu, Anas ibn Malik, menjelaskan tidak ada yang paling
memberatkan bagi mereka saat itu, kecuali lahirnya larangan minum khamar,
sekalipun larangannya dilakukan secara bertahap. Bahkan, sebelumnya, al-
Qur’an awalnya membolehkan, seperti dalam surat al-Nahl/16: 67.

Dengan demikian, Islam begitu hati-hati dan cermat dalam penetapan
larangan khamr. Karenanya larangannya pun dilakukan secara bertahap,
karena memang Islam adalah agama kasih sayang. Sementara itu, surat al-
Nah}l itu sendiri diturunkan di Makah, dan ini yang membuat ulama sepakat
bahwa larangan minum khamr terjadi ketika di Madinah, tepatnya pasca
perang Ahzab, akhir tahun keempat atau kelima.

Dalam ayat tersebut Allah masih menjelaskan, Dia menganugerahi
nikmat dalam bentuk buah kepada mereka, namun kemudian dijadikan
minuman memabukkan oleh mereka sendiri. Melalui rahmat-Nya dengan
tujuan menurunkan kemaslahatan untuk mereka, kemudian Dia melarang
minum khamar secara bertahap. Kemudian, dalam surat al-Bagarah, mulai
ditampakkan illat larangan minum khamr dengan labeling sifat dosa dan
manfaat. Ditambahkan al-Baghawi (436-516 H), ketika ayat tersebut turun,
nabi Muhammad Saw: “Allah telah memberikan pengantara sebelumnya
terkait pengharaman khamr.” Kemudian Ibnu Kathir, menjelaskan ayat
tersebut menjelaskan tahapan larangan khamr, sekali pun caranya tidak
begitu jelas yang hanya turun larangan untuk tidak meminumnya. 4

Sebagian besar penafsir berpandangan, turunnya ayat ini sebelum
surat al-Nisa’/4, ayat 43 dan surat al-Ma’idah/5, ayat 90. Sementara itu,
sejumlah penafsir lain berpandangan, surat al-Bagarah/2 di atas berisi

143 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 339.
144 Tahir Ibn ‘Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 340.
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penetapan larangan khamar, dan ini yang menjadi sebab turunnya ayat
tersebut setelah surat al-Nisa/4 tadi. Makna khamr dan judi yang di
dalamnya mengandung dosa besar adalah bahwa minum khamr dan bermain
judi merupakan perbuatan dosa besar. Secara bahasa, kata khamr berarti
menutup. Perasan anggur dinamakan, khamr, ketika perasan itu mendidih
dan mengeluarkan buih.}*> Penamaan tersebut karena khamr, menyebabkan
akal tertutup dengan munculnya perbuatan yang tidak wajar. Dalam
pandangan lain, khamr, merupakan sesuatu memabukkan dari hasil perasan
anggur atau yang lainnya. Pengertian di atas, dijelaskan dalam pandangan
Ibn Ashur.

Penjelasan tentang minuman dan hukuman yang meminumnya
berdasarkan dalil giyas. Sebab, terkadang minuman-minuman tersebut jarang
menyebabkan. Bila yang menjadi ukuran itu mabuk, maka semuanya sama
dalam segi memabukkannya. Sementara itu, yang terjatuhi hukum adalah
mabuknya. Bila yang digunakan adalah sadd al-dhari‘at untuk menjatuhi
hukuman, tentunya kaidah sadd al-dhari‘at tidak sampai kepada
penghukuman pelakunya sebelum terjadi sesuatu yang dianggap
mengkhawatirkan. 14

Ketika yang digunakan dalil giyas, maka setiap sesuatu yang dapat
menyebabkan mabuk walau pun bukan berjenis khamar, maka hukumnya
haram dan yang meminumnya juga terkena hukuman setelah jelas nyatanya
ia mabuk. Tetapi, ketika yang digunakan adalah saddu al-dhari‘at, maka
harus menghindari agar tidak terkena hukuman. Ketika melakukan sesuatu
yang membahayakan dirinya, dan bahaya tersebut belum terjadi, maka yang
melakukannya tidak dikenakan hukuman.

Dalam ayat tersebut, Allah mengambarkan khamr dan judi dengan
ithm dan manafi’. Yang dimaksud ithm adalah melakukan kemaksiatan
kepada Allah dengan cara berbuat sesuatu yang negatif dan tidak
mendapatkan rida dari-Nya. Sementara yang dimaksud manafi’ adalah
perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan yang banyak. Munculnya ithm
dalam khamr akibat setelah minum khamr, sehingga dapat memunculkan
kemarahan dan muncul rasa enggan beribadah. Dampak minum khamr juga
membuat akal hilang nalar positifnya sehingga gampang mencaci orang lain.
Karena itu, khamr tidak dibolehkan meminumnya, dan bahkan minuman lain
yang juga sama-sama memuat illat kerusakan terhadap tubuh, karena apa
saja yang dapat merusak tubuh itu dilarang.

Ibnu Ashur berpandangan berdasarkan analisa dokter, bahwa khamr
dapat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang membahayakan pada liver,
hati, paru, dan keturunan. Namun, di sisi lain, ada sebagian orang, misalnya

145 Tahir Ibn ‘%shﬁr, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 340.
146 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 342.
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orang Arab, melarang khamr untuk dirinya dengan alasan dapat menjatuhkan
martabat (muri’ah) pribadinya.'*’ Jelas, syariat Islam melarang khamr,
karena pertimbangan hukumnya berbasis maslahat yang akan dirasakan
pemeluknya. Karena itu, larangan minum khamr, disebabkan dapat merusak
akal dan organ jasmani lainnya.

Ada manfaat pada khamr, antaranya dapat membuat tubuh yang
lemas menjadi kuat, dan ini bersifat badaniyah. Di samping itu juga manfaat
dari sisi perdagangan. Bagi sebagian ulama, hanya manfaat dari sisi harta
saja yang terdapat pada khamr, dan tidak ada manfaat dari sisi badaniyah
sebagaimana keterangan di atas.

Penyebutan manfaat khamr dan judi itu antara lain sebagai bentuk
penjelasan atas hikmah syariat bagi orang Islam, agar mereka biasa
memelihara ‘illat suatu perbuatan. Dahulu, manfaat khamr, banyak dikenal
di kalangan orang Arab, begitu juga judi. Karena bagi mereka manfaatnya
dapat membantu kaum fakir. Untuk itu, dirasakan penting untuk menjelaskan
hikmah dari kedua hal tersebut. Sementara manfaat lainnya adalah
memberikan ketenangan kepada mereka saat mereka ‘disapih’ dari
kesenangan mereka, dan sekaligus mengingatkan bahwa Tuhan mereka
menghendaki kemaslahatan untuk mereka. Dalam Surat al-Nisa/4 ayat 43,
Allah Swt berfirman

‘ﬁju}ﬁu\j@@ad)&w(wb”u\ \JJJSJY\yA\uJﬂ\LQ_\L\
cbj\ﬂé&j‘wf#u\j‘jmkfaw&}by‘u&
Ct:.gla\.l.tg.sa \jAA:Lﬁ s‘«Lc\ \)m?h;w\wj\hw\w?&.‘e“"

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekatl salat ketlka kamu
dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan
jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub
kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub).
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang
air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat
air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf,
Maha Pengampun”.

Ayat di atas menjelaskan mengenai hukum mabuk dan junub yang
bertalian dengan salat. Turunnya ayat di atas di sela-sela ayat sebelum dan
ayat sesudahnya yang keduanya menjelaskan tentang khamr. Ayat di atas

197 Tahir Ibn ‘Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 343.
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berisi penjelasan terkait hukum khamr yang bertalian dengan salat. Seperti
penjelasan sebelumnya, khamr dahulunya halal dan tidak haram, sehingga
asal hukumnya adalah mubah dan siapa saja boleh meminumnya. Hukum
tersebut masih berlaku hingga diturunkan Surat al-Bagarah/2, ayat 219 di
awal tahun hijrah, sehingga ketika itu sebagian muslim beranggapan bahwa
minum khamr disebabkan karena mau memperoleh manfaat di dalamnya,
bukan karena melakukan dosa.

Dalam Surat al-Bagarah/2 di atas, menimbulkan keraguan atas status
hukum minum khamr, karena ayatnya melabelkan khamr dengan kata ithm,
yang memiliki kaitan dengan keharaman suatu perbuatan. Namun, dalam
ayat tersebut, Allah membolehkan minum khamar sebagai rahmat bagi
mereka, lantaran kebiasaan mereka. Meski begitu, itu dalam rangka agar jiwa
mereka tenang, yang kemudian nantinya dapat menerima ketika khamar itu
diharamkan.

Tiga tahun kemudian pasca turunnya ayat di atas, muncul peristiwa,
sebagaimana riwayat dalam Sunan al-Tirmidhi, dari ‘Ali, ia berkata: “ ‘Abd
al-Rahman mengundang kita, menyediakan makanan, dan menyediakan
khamr untuk kita. Pada saat yang sama, waktu salat Asar tiba, lalu aku
membaca Surat al-Kafirun/109: 1-3. Kemudian turun Surat al-Nisa’/4 ayat
43 ini.”14°

Kata garuba, dalam ayat di atas dalam konteks makna majaz, yaitu
dalam arti melakukan suatu tindakan. Sementara dalam konteks hakikat,
adalah mendekati suatu tempat atau mendekati suatu barang. Penggunaan
kata tersebut, tidak dengan kata |slai ¥, memiliki alasan, yakni untuk
memberikan isyarat, kondisi mabuk bisa membuat seseorang tidak bisa
melakukan ibadah salat® dan dalam kondisi seperti itu ia harus menjauh
dari ibadah salat, karena ibadah salat adalah ibadah paling utama dalam
Islam.

Melalui ayat tersebut, terjadi perubahan hukum khamr. Hasil
penafsirannya menyimpulkan adanya mafsadat terhadap akal dan akan
muncul kerusakan agama, yang sudah dipastikan umat Islam akan selalu
menjaga marwah agamanya.

Sedang dalam daruriyat al-khams, memuat dua hal yang dapat
dianalisis dalam penafsiran, yaitu bahwa Ibn ‘Ashur (1879-1973 M), menilai
ayat di atas tidak mengandung kebutuhan primer dalam situasi beragama, di
mana seseorang diharuskan memelihara agama (a/-din) dan akalnya (al-
‘aql). Yang demikian masuk ke dalam fitrah yang terkonsep dalam studi

148 Tahir Ibn ‘;\shﬁr, TafSir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 2..., hal. 343.
149 Tahir Ibn ‘Ashur, Tafir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 5..., hal. 60.
150 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 5..., hal. 61.
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magqasid al-shari‘ah bn Ashur, di mana agama Islam senantiasa memelihara
fitrah pada setiap aturan yang ditetapkan.

Di samping itu juga, Ibn Ashur, menjelaskan terkait sabab nuzu/ ayat
tersebut dengan mengaitkannya dengan daruriyat al-khams disertai konsep
fitrah yang terdapat dalam magqasid al-shari‘ah. Memang lbnu Ashur, tidak
begitu jelas ketika menjelaskan persoalan ini, tetapi setidaknya tampak
bagaimana cara ia menafsirkan terkait persoalan ini.

Kalimat hatta ta‘lamu ma tagulun (Sampai kalian mengetahui apa
yang kalian katakan) adalah batas berakhirnya larangan dan isyarat illat
hukumnya, atau dengan kata lain, batasan larangan terletak pada ketika
berakhirnya situasi mabuk.’® Sebab, ‘illat yang disebutkan adalah
mabuknya, sehingga manakala kesadaran seseorang muncul, ia boleh
melakukan salat.

Penggunaan kata taqulun (kalian katakan) dianggap cukup, sehingga
tidak membutuhkan lagi kata zaf*alun (kalian kerjakan). Alasannya, pastinya
batasan memabukkan itu sudah pasti juga membuat gerakan salat menjadi
berantakan. Asumsinya, gerakan salat yang berantakan itu akibat akal yang
rusak, yang kemudian disusul perkataan yang rusak. Ayat itu juga
menginformasikan bahwa mabuk yang dalam level ringan, tidak membuat
larangan salat saat itu.’®® Sebab itu, sudah maklum bahwa rusaknya akal
adalah penyebab dari rusaknya daruriyat al-khams yang memang selalu
dikontrol keberadaannya dalam Islam.

Rusak akal menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan menyebabkan
kemunculan kejahatan-kejahatan lainnya. Sekurangnya ada alasan yang
melatari ulasan ini, yakni ayat yang Allah Swt turunkan mengandung
maslahat yang tersimpan di dalamnya, sehingga ketika ayat tersebut turun,
orang muslim saat itu langsung menjauhi perbuatan minum khamar ketika
hendak melaksanakan salat. Mereka tidak minum khamr kecuali usai salat
Isya’ atau Subuh, mereka minum khamar, sebab rentangnya cukup lama
antara dua salat tersebut dengan salat selanjutnya. Allah berfirman dalam
Surat al-Maidah/5 ayat 120

Jae (a G e‘yjmj uLAJ\J\j M‘ Haal) ) | 5l um\ ol
aj\md\ ?S.u.\ @}a u\ ul:a.\.mn A.U.a Lu\ uj;Lu ?SLJ 5 puidla ula.u.d\
e.u\dgﬁ }LA\ ucja\ﬂ\ JSAU:,(,S” ’jw\j,‘g\@¢w\)

O3
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

51T ahir Ibn ‘éshﬁr, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 5. .., hal. 61.
152Tahir Ibn ‘Ashur, 7Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 5..., hal. 62.
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perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu,
setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan
melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti.

Ayat ini ditujukan bagi orang muslim. Allah menghalalkan segala
sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan
menjijikkan yang semuanya dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh.
Sementara itu, khamr dianggap baik oleh sejumlah orang saat itu. Begitu
juga dianggap sebagai cara agar dapat memberi makan berupa daging®®®
kepada pihak-pihak yang tidak mampu membeli daging.>*

Sebagaimana penjelasan dalam penafsiran terhadap ayat al-Bagarah/2
di atas, larangan atas minum khamr dilakukan sebanyak tiga tahap. Pertama,
Surat al-Bagarah/2, ayat 219, berisi larangan yang tidak tegas. Ketika itu,
yang meninggalkan minum khamr hanya orang saja. Untuk itu, ‘Umar
berdoa: “Ya Allah jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamr dengan
penjelasan yang pasti.” Kemudian turun Surat al-Nisa’/4 ayat 43, dari
peristiwa ini, orang muslim tidak lagi minum khamr menjelang pelaksanaan
salat. Ayat tersebut turun, ‘Umar berdoa: “Ya Allah, turunkanlah penjelasan
yang pasti kepada kami terkait hukum khamar. Setelah itu, Surat al-
Ma’idah/5 ayat 90-91 turun, diikuti sikapnya melalui pernyataannya: “Kalau
begitu, kami berhenti meminum khamr.”*>®

Ada pendapat bahwa larangan khamr terjadi di tahu ke-3 H pasca
perang Uhud. Ayat tersebut juga turun karena terjadi pertikaian antara Sa‘d
bin Abi Waqqas dan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sa‘d bin Abi
Waqqas meriwayatkan: Aku mendatangi sekolompok sahabat Ans}ar,
mereka berkata padaku “kemarilah, kami akan memberimu makan dan
memberimu minuman khamr” peristiwa ini terjadi sebelum diharamkannya
khamr. Kemudian aku menghampiri mereka dan aku diberi hidangan kepala
unta yang dibakar dan sebotol khamr, aku makan dan minum bersama
mereka kemudian aku menuturkan perihal kaum Ans}ar dan kaum Muhajirin
di hadapan mereka. Aku berkata bahwa kaum Muhajirin lebih baik daripada
kaum Ans}ar. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Ans}ar mengambil
tulang rahang unta dan memukulkannya padaku hingga melukai hidungku.
Kemudian aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal tersebut.
Kemudian turunlah ayat ini untukku.

153 Judi daging merupakan salah satu bentuk judi yang dilakukan orang-orang pada
masa jahiliahal.

154 Tahir Ibn ‘Ashur, TafSir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 21.

155 Tahir Ibn ‘Ashur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 22.
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Sedangkan sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan bahwa Surat al-
Bagarah/2 ayat 219 dan Surat al-Nisa’/4 ayat 43 hukumnya dinasakh
(dihapus) oleh surat al-Ma’idah/5, ayat 90 ini.!>® Allah memerhatikan umat-
Nya melalui penurunan larangan khamr dengan sejumlah alasan
pengharamannya. Ini juga sebagai cinta-Nya kepada hamba-Nya agar jiwa
mereka tenang.

Mulai dari Surat al-Bagarah/2, larangan tersebut tidak menjelaskan
kebodohan mereka lantaran tradisi minum khamr, namun turun ayat tersebut
justru memberitahukan alasan mereka itu sendiri. Melalui penurunan Surat
al-Nisa’/4 dan diikuti Surat al-Ma’idah/5, khamr dan judi dikatakan sebagai
perilaku keji dan perbuatan setan. Allah Swt mengharapkan mereka
mengikuti arah yang benar dengan menjauhi kedua perbuatan tersebut.

Penggunaan Kkata imnama dalam ayat tersebut berfaedah
membatasi.’®” Dalam artian, ada empat perbuatan dalam ayat tersebut yang
dibatasi sebagai perbuatan keji, dan untuk yang lain tidak. Pasalnya, karena
dalam Surat al-Bagarah/2, khamr dan judi dilabeli dengan dua sifat, yaitu
ithm dan memiliki aspek manfaat. Sifat ithm harusnya menetapkan khamr
dan judi menjadi haram, namun ayat dalam surat al-Bagarah itu juga
menyebut ada aspek manfaat di dalam keduanya.

Disebutkannya aspek manfaat keduanya memunculkan anggapan
hukum haram yang tidak tegas terhadap khamr dan judi tersebut. Sebab itu,
guna menambahkan ketegasan keharaman keduanya, terdapat dalam surat al-
Ma’idah/5 dengan menyifati khamr, judi, ansab dan azlam dengan label
rijsun yang memiliki makna keji. Dengan begitu, keharaman hukum terdapat
di dalam keempat perbuatan tersebut.

Terkait hukum najis khamr, ulama bersilang pandangan. Sebagian
berpandangan, khamr najis secara dzatnya, karena ayatnya berbunyi rijsun,
sehingga wajib membersihkan bagian yang terkena khamr tersebut, seperti
wajib membersihkan ketika terkena najis, dan pendapat ini dianut Imam
Malik. Namun, pendapat tersebut terkhususkan kepada khamr saja dan tidak
kepada alat perjudian, batu berhala, dan anak panah. Namun, bagi Ibnu
‘Ashur, kekhususan tersebut tidak beralasan, dan hadis yang mendasarinya
juga tidak ada.

Jika hadis dari Ibnu Abbas (619-687), terkait ada sahabat yang
memecahkan botol minuman khamr, setelah pengharaman minum khamr itu
turun, sebenarnya riwayat tersebut sekadar mengisyaratkan adanya tekad
para sahabat untuk menghindari minuman khamr. Menurutnya, mereka

156 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 22.
157 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 22.
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memecahkan botol tidak ada perintah nabi. Bagi sejumlah ulama lainnya, zat
khamr itu tidak najis. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibn Ashur,
sehingga menurutnya, bagi yang melandasi pendapatnya dengan ayat
tersebut sebagai dalil atas najisnya khamr, merupakan pendapat yang sangat
jauh. Karena itu, dalam kata rijsun, yang ditujukan adalah arti secara
maknawi dan ini yang disifati sebagai tindakan setan.®

Dengan khamr dan judi ini setan ingin menjebloskan manusia ke
dalam pertengkaran dan kejahatan. Karena dalam keduanya terdapat faktor
penyebab munculnya pertikaian dan tindakan kejahatan. Sedangkan Allah
menghendaki orang muslim bersaudara, dan tidak patut bagi mereka muncul
kebencian dalam jiwa mereka.’® Di situlah letak maslahat yang dijelaskan
Ibn Ashur ketika menjelaskan terkait pengharaman khamr. Ini membuktikan,
semangat Ibnu Ashur untuk menguak hakikat sesuatu yang terdapat dalam
ayat ini. Penjelasannya atas sabab al-nuzul, dalam rangka berupaya
menerangkan terkait Islam yang menjelaskan adanya ‘/lat dalam keharaman
khamr. ‘Illat ini yang selanjutnya mengarah kepada kemunculan maslahah
yang termuat dalam keharaman tersebut.

Khamr dan judi juga dapat membuat manusia melupakan Allah dan
perintah shalat. Sebab, efek khamar menyebabkan akal tidak sadar.
Sementara ujid dapat mengakibatkan waktu sia-sia danpa berarti. Sebab itu,
disejajarkan dengan hukum minuman khamr dan judi sebagai apa saja yang
dapat memicu pertikaian, menimbulkan kebencian, membuat diri lupa
kepada Allah dan kewajiban shalat. Rangkaian maslahah ada dalam
keharaman ini, dijelaskan Ibnu Ashur tentang maksud Allah menurunkan
hukum itu memiliki maksud yang mendalam, dan ini dapat dilihat dari
kondisi, pelaku, dan waktu penurunan ayat tersebut.

Minat dan konsentrasi Muhammad al-Ghazali yang jelas terhadap
magqasid al-Qur’an dan sejumlah persoalan yang bertalian dengannya, serta
keyakinannya bahwa umat memerlukan kemanfaatan magasid al-Qur’an, itu
yang membuat sikapnya harus searah dengan perhatiannya terhadap
formulasi metode yang ideal dalam menelusuri magasid tersebut.
Menurutnya, ada banyak kemungkinan yang dapat ditangkap dalam hadis
dalam rangka menguak magqgasid al-Qur’an.

Muhammad al-Ghazali meyakini bahwa magasid yang pengambilan
konklusinya dari al-Qur’an, memerlukan suatu metode khusus yang
sebanding dengan karakter magasid dan al-Qur’an itu sendiri, konsisten
dalam dimensinya, dan sesuai kehendak Allah. Sebagaimana dijelaskan
Taha Jabir al-‘Ulwani (1935-2016 M), metodologi bak layaknya penyusunan
pengetahuan yang mengembalikan sesuatu kepada yang satuan, mutashabih

158 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 26.
159 Tahir Ibn ‘ Ashur, Taf3ir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 7..., hal. 27.
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(kesamaran) dikembalikan kepada muhkam (kejelasan). Karena itu,
metodologi memerlukan kesadaran kognitif mengenai metode yang
berdialektika dengan sejumlah teks yang bertolak kepada pengetahuan
metodologis.1®

Metode Muhammad al-Ghazali dalam menggali maqgasid al-qur’an
berpijak pada sejumlah mekanisme:

1. Perenungan mendalam, ide-ide serius mendalami teks-teks al-Qur’an, dan
akal difungsikan untuk menyingkap rahasia maknanya.

2. Muhammad al-Ghazali melakukan dua mekanisme; berpikir induktif dan
analisis, dan menelusuri teks-teks dan indikator yang mengarah
keberadaan magasid.

3. Muhammad al-Ghazali berlandaskan kepada pembacaan utuh atas teks-
teks al-Qur’an, sehingga tidak terjebak kepada pembacaan parsial, literal,
sektarian, yang membuat nilai universal wahyu tidak didapatkan,
sehingga pada gilirannya magasid tidak disalahpahami untuk misi
kerasulan.

4. Membaca al-Qur’an setiap hari dengan menelusuri ayat per ayat dan
mendalami makna-maknanya.

5. Pijakan Muhammad al-Ghazali terhadap krisis peradaban atas umat yang
sudah kehilangan spirit magasid, kemampuan mengambil konklusi atas
penyebab krisis tersebut yang diambil teks-teks al-Qur’an atau dengan
term fikih realitas.

Atas dasar mekanisme di atas, Muhammad al-Ghazali tidak mau
menggunakan metode ilmu keislaman klasi, misalnya metode ulama fikih,
usul fikih, bahasa, kalam, dan tasawuf. Menurutnya, antara metode ilmu
keislaman Kklasik dengan tuntutan dalam magasid al-qur’an dengan
karakteristik yang dimilikinya itu sangat beda sekali. Karena itu, ia
melontarkan kritik atas metode klasik yang menurutnya tidak lagi mampu
menyesuaikan tuntutan maqgasid al-Qur’an. Masih menurutnya, metode
klasik tersebut tidak komprehensif dan tidak begitu dalam terkait keragaman
dimensi wahyu.

Muhamad al-Ghazali membuang seluruh metode ulama klasik yang
lintas disiplin keilmuan; fikih, bahasa, tasawuf, kalam, tafsir, dan ‘u/um al-
qur’an.'®! la berkeyakinan, banyak ulama mengabaikan dimensi maqasid al-
Qur’an dan menurutnya mereka menaruh perhatian atas sesuatu yang parsial
secara berlebihan, membatasi ruang lingkup al-Qur’an dari berbagai macam
perspektif pemikiran atau kehidupan, apalagi sampai melarang kaum muslim
untuk tidak masuk ke dalam horizon lainnya. Jelasnya, ia menyatakan:

160 Taha Jabr al-‘Ulwani, Magqasid al-Shari‘ah, Beirut: Dar al-Hadi, 2001, hal. 48.
161 Muhammad al-Ghazali, Kayfa Nata‘amal Ma‘a al-Qur’an..., hal. 35.
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“Saya selalu mengikuti dan merenungi atas apa yang mereka tulis dalam
sejumlah disiplin keilmuan; kalam, tasawuf, dan akhlak. Semoga saya
diamaafkan Allah atas sikap saya kepada sejumlah karya ulama, karena
ada sesuatu kenyataan yang di sini dan di sana. Sebab itu, saya tidak
berpegang kepada satu aliran pun, dan tentunya saya tidak memandang
seorang pun tanpa memiliki dosa” 162

Lepas dari kritik al-Ghazali tersebut, yang jelas perlu dipahami,
bahwa sikap yang mengabaikan sama sekali sejumlah karya ulama masa
lampau dan mengenyampingkan sisi-sisi positif di dalamnya, akan
mengakibatkan munculnya ide-ide bernalar Islam yang berbahaya. Ini yang
kemudian ‘Umar Abid Hasanah ingatkan kepada al-Ghazali, ketika
menanyakan kepadanya terkait media-media yang aman agar mampu
menjamin seseorang memperoleh kebenaran al-Qur’an secara langsung tanpa
mengikutsertakan karya-karya ulama sebelumnya. Jelasnya, pernyataan
‘Umar ‘Abid Hasanah sebagai berikut:

“Bagaimana kita mendapatkan manfaat atas metode tersebut agar dapat
kepada sumber asli (al-Qur’an). Apakah warisan metode itu wajib untuk
kita, padahal bukan bentuk ijtihad yang mendapatkan sejumlah dimensi
apik untuk meraih visi al-Qur’an? Bolehkan kita melompat ke atasnya
agar dapat berdialektika langsung dengan teks? Sebab itu, apa sarana
keamanan kita untuk melakukan dialektika terhadap teks?”163

Hemat penulis, kritik terhadap produk ijtihad ulama terdahulu sah-
sah saja, tetapi tidak dapat digeneralisir untuk semua disiplin ilmu. Di
samping, tindakan ini juga akan memubazirkan energi orang yang
mengkritiknya, apalagi untuk persoalan-persoalan parsial dan hal-hal yang
bersifat imajinatif yang barangkali bisa saja tidak ditemukan dalam dunia
realita. Senada dengan penjelasan ini, penulis kutip pernyataan al-Ibrahimi:
“Menyedihkan, sejumlah kampanye kekerasan dan jihad, tetapi tidak
ada. Naif, gembira di atas kegembiraan lain, padahal jelas cara
mendapatkannya tidak dengan cara ekspansi atau kemenangan. Amat
disesali ada kecerdasan yang nyaris memulihkan penghalang yang tidak
tampak, misalnya kecerdasan Abu Bakar al-Bagqillani, Fakhr al-Din al-
Razi, Abu Huzayl, dan Ibu Mu‘allim. Kemanfaatan tidak pernah
kembali”.164

162 Muhammad al-Ghazali, Sirr Ta’akhkhur al- ‘Arab wa al-Muslimin, Kairo: Dar
al-Rayyan li al-Turath, 1987, hal. 73.

163 Muhammad al-Ghazali, Kayfa Nata‘amal Ma‘a al-Qur’anhal. 46.

164 Muhammad Bashir al-Ibrahimi, Athar al-Imam Muhammad al-Bashir al-
Ibrahimi, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997, hal. 167.
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Persoalan lain yang harus dijawab adalah apakah tujuan jangka
panjang - ketika metode-metodenya berbeda saat awal dicetuskan - adalah
mendekati maqasid al-Qur’an? Hemat penulis, fakta yang perlu mendapat
perhatian adalah manakala metode tersebut dibuat, berarti ia mempunyai
bidang tempat pergerakannya, sehingga tidak bisa merekam kekurangan dan
membuangnya agar dipaksakan mendapatkan magqgasid al-Qur’a>n. Yang
perlu digarisbawahi juga adalah bahwa ijtihad ulama ketika itu sesuai dengan
konteks peradabannya.

Dalam pandangan penulis, sejumlah ijtihad ulama terdahulu, memang
ada yang belum dapat menyingkap magasid al-Qur’a>n. hal ini bukan
disebabkan ketidakmampuan akal mereka dalam mewujudkan metode
khusus, tetapi bisa jadi kebutuhan adanya metode baru belum dianggap
mendesak atau juga barangkali meski ada kebutuhan, namun masih belum
diperlukan menciptakan metode tersebut. Berbeda dengan sekarang,
kebutuhan itu dianggap mendesak untuk diwujudkan, sebab telah muncul
krisis peradaban yang berdampak pada tindakan-tindakan umat Islam
berjalan sendiri-sendiri. Meski begitu, tidak ada cara lain yang ditempuh,
selain menyingkap magasid dan memfungsikannya agar terhindar dari
ketergelinciran.

Dengan mengikuti tulisan-tulisan Muhammad al-Ghazali, ia begitu
konsen mendalami pendekatan seputar magasid al-Qur’an, dengan piranti
keilmiahan dan persyaratan yang bersifat metodologis untuk dapat
menemukan hasil yang diinginkannya. Magqasid yang dimaksud al-Ghazali
adalah sebuah metode khusus yang titik tolaknya adalah pembacaan terhadap
teks al-Qur’an dengan cara yang utuh, karena sebagai suatu kesatuan yang
setiap bagiannya terintegrasi dan terpadu. Oleh karena itu, ada beberapa
prinsip utama yang digunakan al-Ghazali dalam mendekati teks al-Qur’an:

1. Berpegang teguh pada padangan universal dan komprehensif

Pondasi penting lainnya yang digunakan al-Ghazali dalam
pendekatan yang dilakukannya yaitu pembacaan atas teks-teks dengan
pembacaan utuh dan universal, yakni pembacaan yang dapat mengenali nilai
universalitas wahyu. Tentunya, dari sisi aksiomatiknya, kemunculan metode
itu bermula dari pijakan filosofis yang mendeskripsikan wataknya dan
membuat batasan-batasan yang melingkarinya. Pijakan teoretis atas metode
yang digunakan al-Ghazali adalah wawasan yang komprehensif dan
universal. la memandang bahwa dalam melakukan pendekatan terhadap
maqasid al-Qur’an pastinya harus berlandaskan kepada konsep universalitas
itu sendiri. Jika seseorang memijakkan wawasannya kepada sesuatu yang
parsial dan lokal dalam pembacaan terhadap teks wahyu, maka dapat
dipastikan magasid al-Qur’an tidak mungkin didapatkan. Sisi parsialitas itu
yang menyeret seseorang kepada keragaman pendapat, hukum, dan bahkan
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mengarahkan kepada inkonsistensi dan kontradiksi. Dalam hal ini penulis

mengutip penjelasan ‘Abd al-Majid al-Najjar:
“Apabila sebuah pemikiran didasarkan pada pertimbangan yang parsial,
maka seorang pemikir akan menemukan dirinya bertentangan dengan
orang lain. Karena ia akan tetap menjadi tahanan pandangan parsialnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, orang lain juga mengeluarkan
keputusannya yang parsial pula. Sehingga masing-masing berakhir di
lembah pertikaian yang tidak bisa bertemu satu sama lain. Oleh karena
itu, tertahannya akal dalam hal-hal yang parsial adalah sebuah hasil yang
negatif, tidak hanya dalam tataran pengetahuan saja, melainkan juga
pada level sosial. Beda lagi bila mendasarkan pada pertimbangan yang
komprehensif.16°

Al-Qur’an mengingatkan mengenai pembacaan dispersif yang
menjauhkan teks suci dari nilai, dampak, dan efektifitasnya terhadap
kehidupan manusia. Misalnya, dalam Q.S. al-Hijr, ayat 90-91, ketika kaum
musyrik menyepakati sebagian sesuatu, dan yang lainnya justru menolaknya,
maka pada akhirnya tidak adan manfaat yang mereka dapatkan.,
sebagaimana penjelasan Abu al-Sa‘ud:

“Penggunaan kata ta‘dhiyah, yang berarti memutuskan anggota tubuh
yang menempel dan masih bernyawa dalam rangka mematikan nyawa
dan menghapus nama, itu tidak semata-mata membagikan, memisahkan,
menunjukkan kesempurnaan keburukan yang mereka lakukan atas al-

Qur’an”.16¢

Merujuk kepada persepsi yang demikian, Muhammad al-Ghazali
mengkritik tajam atas metode ilmiah ulama klasik yang kerap mencari hal-
hal parsial dan tidak berpandangan holistik terkait sumber-sumber wahyu; al-
Qur’an dan sunah, dan ini menjadi faktor krusial terjadinya perpecahan dan
manipulasi di kalangan umat Islam. ‘Abd al-Majid al-Najjar menjelaskan:

“Sikap yang mendasarkan kepada dalil shari yang masih parsial,
apalagi tanpa diikuti dengan wawasan komprehensif, menjadi faktor
umat kerap dihadapkan kepada perpecahan, cobaan, sehingga sulit
bangkit”. 1%

165 < Abd al-Majid al-Najjar, "Magqasid al-Qur’an fi Bina’ al-Fikr al-Umrani," dalam
Journal Islamiyah al-Ma ‘rifah 89, no. 33. 2017, Hal. 88.

166 Muhammad Abu al-Sa‘ud, Irshad al-‘Aql al-Salim Ila Mazaya al-Qur’an al-
Karim, (Tafsir Abi al-Sa‘ud), Beirut: Dar Thya‘ al-Turas, t.t., Vol. 5, hal. 92.

167 <Abd al-Majid al-Najjar, Magasid Al-Qur’an fi Bina’ al-Fikr al-‘Umrani, hal.
89.
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Al-Ghazali mengatakan: “Ketertarikan kepada sesuatu yang bersifat
kontroversial (khilafiyah) termasuk bagian dari sifat kekanak-kanakan dan
penyimpangan yang membuatnya terpisah dengan sisi kebenaran yang tidak
mau bekerja keras dalam mencapainya. Para ahli al-Qur’an melakukan
pengkhianatan yang tidak memiliki sisi moral dengan membuat pernyataan
palsu dan kontroversi yang konyol. Mereka masuk ke dalam pembahasan
yang tidak dipahami generasi ulama pertama. Andaikan tahu pun, mereka
tidak berhasil membangun peradaban” 18

Al-Ghazali, mendesak untuk melakukan tindakan-tindakan yang
mampu melampaui ijtihad dan pembacaan yang bersifat parsial, literal, dan
masih bersifat doktrinal, yang pada gilirannya mengarah kepada tindakan
salah memahami magqasid al- Qur’an. Berangkat dari teks zahir kepada tujuan
dan maksud teks, akan mengarahkan kepada konsep keholistikan al-Qur’an,
agar umat dapat tercerahkan mengenali sesuatu yang negatif sehingga
mengarah kepada jalan paling tepat dan efektif, dan akhirnya Kkrisis
peradaban mendapatkan solusinya.

2. Menembus Spirit Al-Qur’an dan Melampaui Bentuk Ijtihad Formal

Pendekatan magasid dalam memahami ayat al-Qur’an, seharusnya
dapat membuat dirinya mau mendalami segala problematika keumatan
dengan spirit al-Qur’an sebagai basisnya. Melalui spirit tersebut, dasar
teoretis dan intelektual akan terbentuk, dan maqasid al-Qur’an dapat diraih.
Wawasan holistik, visi komprehensif, dan spirit al-Qur’an adalah lingkaran
yang tidak terpisahkan, untuk mengidentifikasi kerangka teoretis dalam
pendekatan magasid yang digunakan al-Ghazali.

Atas dasar itu semua, kerap ditemukan sejumlah karya Muhammad
al-Ghazali yang penekanannya kepada spirit al-Qur’an dan menjadikannya
sebagai pijakan untuk mendekati poros-poros al-Qur’an itu sendiri dan
seluruh dimensi dan magasid umumnya. Tidak luput pula, ia mengingatkan
untuk menelusuri fase sejarah umat Islam, yang dimulai dari masa nabi, dan
tentunya ini sangat berdampak kepada kehidupan, lebih lanjut ia
menyatakan:

“Orang Arab yang membaca al-Qur’an, sebenarnya ia mengubah dirinya
menjadi umat yang benar-benar memahami shura, menjauhkan dirinya
dari sikap tirani, menjadi umat yang memiliki sikap keadilan, menafikan
sistem kasta, menghilangkan diskriminasi yang bersifat rasial,
kesombongan, dan menjadi umat yang mempromosikan peradaban baru
untuk dunia dengan menghidupkan humanisme dan mengangkat
derajatnya sebagai umat”.

168 Muhammad al-Ghazali, Turathuna al-Fikri fi Mizan al-Shari wa al-‘Aql,
Kairo: Dar al-Shuruqg, 2003, hal. 7-10.
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Faktor ini yang memberanikan al-Ghazali melakukan kritik terhadap
pembacaan tartil al-Qur’an, segala aturan dalam membaca, tajwid, segala
upaya pemberian harakat al-Qur’an,'®® penghafalan semua bacaan (gira’ar),
pelantunan ayat dan kalimat dalam al-Qur’an, upaya menghubung-hubungan
al-Qur’an dengan pemakaman dan kegiatan-kegiatan lain, duduk sembari
membaca dan mendengarkan seperti mendengar musik. Itu semua
disebabkan mereka tidak menyadari apa yang mereka baca al-Qur’an. Al-
Ghazali mengungkapkan:

“Hikmahnya adalah kata dan arti yang mengikutinya sangat
bertolakbelakang. Mulut seseorang seperti burung beo yang bisa
mengeluarkan kalimat yang hebat, tetapi ketika fakta-fakta dalam hati
orang tersebut, ternyata kontras dan kosong. Ironinya, banyak

perlakukan seseorang terhadap Tuhannya bermula dari mata yang jahat
itu”-170

Semua faktor tersebut mengalihkan tujuan mendasar, yakni
melakukan refleksi atas al-Qur’an. Banyak praktik yang bersifat formalistik,
dapat menguras daya yang dimiliki umat, sehingga kehilangan daya untuk
memahami ayat wahyu dan maknanya dengan optimal.

3. Pembacaan yang Mendalam Terhadap Teks dan Melampaui Pembacaan
yang Literal
Sisi ketiga metode al-Ghazali secara teoretis dan konseptual adalah
dibutuhkan pemahaman lebih mendalam terhadap teks sehingga dapat
melewati pembacaan yang bersifat literal untuk mendapatkan dimensi
komprehensif dan tujuan umum teks al-Qur’an. Al-Ghazali tak segan
menyatakan betapa sempitnya pandangan yang mereka miliki, pemikiran
yang dangkal dan mengabaikan makna utama dan maksud teks.
Sesungguhnya, teks itu memiliki spektrum yang sangat luas ruang
lingkupnya, yang dapat mengaitkan sebelum atau sesudah teks itu muncul.
Hal ini juga terdapat dalam penjelasan al-Shatibi:
“Ketahuilah, jauhnya pemahaman atau pengetahuan suatu kaum, itu
diakibatkan mereka sekadar melihat sesuatu yang zahir saja, tanpa
melihat sesuatu yang Allah maksudkan. Pengetahuan yang diberikan
Allah kepada suatu kaum, itu berarti mereka diminta memahami sesuatu

1% Muhammad al-Ghazali, Kayfa Nata‘amal Ma‘a al-Qur’an, hal. 28, 15.
170 Muhammad al-Ghazali, Raka’iz al-Iman Bayna al-‘Aql wa al-Qalb, Kairo: Dar
al-Shurug, 2001, hal. 107-108.
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yang Allah kehendaki dalam kitab suci-Nya, dan tentunya ini tidak
mungkin tampak dari sisi luar”.1"!

Al-Ghazali, dalam beberapa waktu, selalu menegaskan pentingnya
sikap reflektif dalam memahami teks al-Qur’an. Karena itu merupakan cara
efektif dalam menguak segala kecakrawalaan al-Qur’an yang sangat luas.
Keterkungkunan pemahaman seseorang terhadap teks dan pembacaannya
yang tekstual, dan mengabaikan realita yang ada, sehingga teks terkesan
tidak sesuai dengan kebutuhan maslahat manusia, dapat menyebabkan teks
wahyu terkungkung dengan sisi formalitas belaka dan bahkan mereduksi inti
ajaran agama di dalamnya.*"?

Dalam konteks ini, Syaikh al-Ghazali, menegaskan, sunah tidak
mungkin tanpa diikuti fikih,ja menyatakan: Contoh seseorang yang
melakukan distorsi terhadap teks dari posisinya yang semula, yaitu seseorang
yang dekat dengan sunah, namun sesungguhnya ia jauh darinya.l”® Atas
dasar itu, kerangka teori dan intelektual dalam penggunaan metode yang
digunakan al-Ghazali, itu berdasarkan kepada tiga pilar sebagai prinsip
intelektualnya. ljtihad formalistik, kekuatan pemikiran, pembacaan literal,
dapat ditembus olen wawasan komprehensif dan universal, sehingga
membentuk konstruk teoretis suatu metode.

Apabila senantiasa berkutat kepada aturan dan prinsip yang bersifat
formalistik, dengan metode apa saja sekalipun tidak akan mendapatkan
tujuan maqgasid al-Qur’an. Kelengkapan dan prosedur yang bersifat
metodologis dapat dilihat dari sejumlah karya yang dihasilkan Muhammad
al-Ghazali. Peneliti dapat menjadikan prosedur yang digunakan al-Ghazali
ini untuk mendapatkan pendekatan yang tepat dalam menggunakan magasid
al-Qur’an, sehingga hasil pendekatannya akan sistematis.

Pandangan di atas diperkuat dengan penjelasan Ahmad Salam, yaitu
bahwa banyak muslim yang menafikan wawasan metodologi untuk
mengonstruk peradaban dan justru mengandalkan wawasan yang bersifat
parsial, ketidakjelasan metode, ketumpangtindihan, dan efektivitas.}’

171 Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Figh, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t., Vol. hal.
214.

172 Mahmud ‘Abduh, Muhammad al-Ghazali Da‘iyah al-Nahdah al-Islamiyah,
Beirut: Markaz al-Hadarah 1i Tanmiyah al-Fikr al-Islami, 2009, Cet. I, hal. 89.

173 Muhammad al-Ghazali, Ma’a Allah Dirasat fi al-Da‘wah wa al-Du‘ah,
Damaskus: Dar al-Qalam, 2000, hal. 192.

174 Ahmad Salam, “Al-Ab‘ad al-Manhajiyah li al- ‘Amal al-Islami," dalam Journal
al-Ummat, No. 67, Tahun 1986: 26.
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Pasalnya, wawasan metodologis adalah corenya perubahan yang esensial dan
fundamental 1"

Tafsir tematik terkategorikan sebagai ilmu baru yang dapat mengurai
sejumlah problematika dan maqgasid al-Qur’a>n. Karakteristik tafsir tematik
paling menonjol, salah satunya yaitu pengumpulan unsur-unsur yang
bertemakan sama dengan berpijak kepada ektensi al-Qur’an. Pengertian lain
diagjukan Mustafa Muslim, bahwa tafsir tematik adalah ilmu yang
berhubungan dengan problematikan yang selaras dengan maqasid al- Qur’an
melalui satu surat atau lebih.1"®

Definisi yang dibuat al-Ghazali: “Ada dua tipe dalam tafsir tematik.
Pertama, penelusuran atas problem dalam al-Qur’an dan penguraiannya
dilakukan berdasarkan pandangan wahyu vyang telah turun hampir
seperempat abad. Kedua, wawasan yang masuk ke dalam surat yang sama
dalam rangka mendeteksi poros-poros di sekelilingnya dan sejumlah utas
tersembunyi, yaitu bagian awal dijadikan pendahuluan bagi yang terakhir,
dan yang akhir sebagai penegasan atas yang pertama. Dengan ungkapan
berbeda, membentuk gambaran atas fitur semua surat™.*’’

Tafsir tematik sebagai ilmu, sangat fokus ketika menafsirkan al-
Qur’an melalui pengamatan kesatuan tematik dalam sejumlah surat dan ayat,
dan mengorelasikan relasi ayat dan surat tersebut. Tidak diragukan lagi
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tafsir tematik dengan maga>s{id
secara umum. Sebab tafsir tematiklah pintu masuk paling fundamental untuk
mengungkap “magqasid. ‘Abd al-Hamid Mahmud Ghanim mengungkapkan:
“Kajian tematis merupakan metode yang paling mengena dan mendalam
untuk mengungkap alasan-alasan teks, keterkaitan teks, hikmah dan petunjuk
teks, serta dilalah-nya dengan menggunakan kacamata al-Qur’an itu sendiri
untuk mendapatkan bakat mengenali maqasid al-Qur’an”.1"®

Menurut al-Ghazali, tafsir tematik menolong seseorang memahami
isi al-Qur’an, dengan cara mendapatkan hubungan yang tersembunyi.
Caranya adalah dengan mengumpulkan ayat dan surat ke dalam satu konteks,
dan tak kalah pentingnya adalah cara berpikir seseorang harus komprehensif
dan holistik. Harus ada keseriusan mendalami al-Qur’an dengan waktu yang
lama disertai pola pikir ilmiah dan ditambah niat yang baik. Ini menurutnya,
akan membimbing seseorang dalam memberikan jawaban-jawaban yang

175 Tib Burghus, al-Ab‘ad al-Manhajiyah Ii Ishkaliyah al-Taghyir al-Hadari wa
Darurah al-Manhaj, Al-Jaza‘ir: Dar al-Yanabi‘ li al-Nashr wa al-I‘lam, 1993, Cet. 1, hal. 9.

176 Mustafa Muslim, Mabahith fi al-Tafsir al-Mawdu‘7, Beirut: Dar al-Qalam,
2005, Cet. IV, hal. 16.

177 Muhammad al-Ghazali, Turathuna al-Fikri i Mizan al-Shar wa al-‘Aql..., hal.
128.

178 Abdul Hamid Mahmud Ghanim, “Al-Tafsir al-Mawdui,” dalam Journal al-
Bayan 165, Tahun 2001, hal. 19.
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tepat. Dengan kata lain juga menurut al-Ghazali, kealiman dengan
pengamalan keilmuan, sifat jujur, dan kerja keras, akan mampu
mengamplikasikan tafsir tematik.”® Oleh karena itu al-Ghazali mengaitkan
serius antara tafsir tematik dengan maqasid al-Qur’an. la berupaya keras
mengaplikasikan hasil pemahamannya ke dalam realitas umat, menciptakan
solusi yang bersumber dari hasil pembacaan terhadap maqgasid al-Qur’an,
sehingga dalam arena ini al-Ghazali sering melakukan study tour yang
diabadikan dalam sejumlah karyanya'®® bertemakan seputar tafsir tematik
dan sebagian problematika al-Qur’an.

Penggunaan mekanisme induksi dan analisis, serta melacak teks-teks
dan petunjuk petunjuk yang berbeda merupakan salah satu perangkat
prosedural dalam metode al-Ghazali. Mekanisme induksi menempati posisi
istimewa dalam metodenya. Terbukti bahwa al-Ghazali berpegang padanya
disaat mengkaji al-Qur’an, menggunakannya dalam melacak bagian-bagian
al-Qur’an, mengumpulkan bagian-bagian tersebut, dan menganalisisnya,
serta mengeluarkan korelasi-korelasi untuk sampai kepada komprehensifitas
yang kompleks dalam membentuk magasidbesarnya.

Metode induksi sebagai bagian dari metode heuristik bagi akal untuk
melakukan pengambilan kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut
mengantarkan pergeseran akal dari yang sifatnya parsial ke arah yang
sifatnya universal.'®! Penjelasan ini searah dengan penjelasan Ibn al-Subuki,
yaitu metode induksi adalah cara penetapan hukum secara umum.82

Al-Ghazali menegaskan bahwa mengamati maqasid al-Qur’an sangat
membutuhkan metode induksi ini untuk membantu pengkaji Kitabullah guna
menemukan dan menangkap benang tersembunyi yang menghubungkan
antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, serta membimbing ke arah
pandangan holistik yang menunjukkannya kepada magasid yang
didistribusikan di antara maknanya, dan tidak ada yang dapat mengungkap
beberapa rahasia yang terkandung di dalamnya kecuali orang-orang yang
telah menyelami secara mendalam, induksi yang lama, dan analisis yang
benar.

Realitas yang sudah berubah, setiap hari selalu menghadirkan
problem-problem baru dan melontarkan pertanyaan yang kontras, membuat

179 Yunus Milal, "Manhaj al-Syaykh Muhammad al-Ghazali fi Ta‘amulihi ma‘a al-
Qur’an‘" Disertasi AlJaza‘ir: Universitas al-Jaza‘ir, 2010, 181.

180 Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir Mawdu7 Ii Suwar al-Qur’an al-Karim,
Kairo: Dar al-Shurug, 2000, Cet. IV. Lihat pula Muhammad al-Ghazali, Nazrat fi
al-Qur’an, Kairo: Nahdah, 2005. Cet. V.

181 Tsma‘il Husni, Nazariyah al-Magasid ‘Inda al-Imam Muhammad al-Tahir Ibn
Ashur, Virginia: al-Ma‘had al-‘ Alami li al-Fikr al-Islami, 1995, Cet. I, 354.

182 <ATi bin ‘Abd al-Kafi al-Subuki, a/-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj, Beirut: Dar al-
Kutub al- ‘Ilmiyah, 1404, Vol. 3, Cet. 1, hal. 173.
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para peneliti maqasid al-Qur’an harus menyelami kedalaman realitasnya
untuk mengklarifikasi rahasianya dan menyerap realitas yang sedang terjadi
guna menentukan berbagai kebutuhan yang nyata bagi masyarakat, dan
memantau kekhawatiran-kekhawatiran mendesak yang menghantui banyak
orang. Berpijak dari situlah perlu kiranya menggandeng fikih realitas untuk
mendekati magasid.

Kondisi Islam yang memburuk, ditandai kehidupan dan peradaban
mengalami krisis di berbagai aspek; politik, sosial, ekonomi, dan budaya,
kerap menyadarkan kesadaran al-Ghazali yang hatinya penuh dengan
kesedihan. Dialah yang menjalani realitasnya dengan semua anggota
badannya. Al-Ghazali hidup berinteraksi dengan zamannya, dunianya
bercampur dengan agamanya, sehingga kita hampir mencatat buku-bukunya
dengan judul-judulnya. Dan dengan topik buku-bukunya kita dapat
mengenali kapan buku itu ditulisnya.®

Muhammad al-Ghazali bertolak kepada realita diikuti renungannya
terhadap sumber syar‘i, dan mencari respons dari sekelilingnya. Semua itu,
dilakukan Muhammad al-Ghazali agar dapat memberi keputuasan hukum
berdasarkan sumber yang sah, dan membuat batasan yang bernuansa syar-i.
Kemudian selanjutnya kembali ke realitas dengan membawa solusi hukum
yang tepat sesuai dengan ijtihadnya'®* dalam kerangka pandangan magasid
yang komprehensif dan mendalam.

Kegundahan peradaban umat dapat ditemui dalam keterangan-
keterangan dalam ceramah, dialog, dan karya al-Ghazali. Kesuraman atas
realita ini diungkapkan dalam redaksi berikut: “Jumlah umat ini seperlima
dunia jika dilihat dari sisi kesensusan. Ketika Anda menelusurinya ke aspek
pengetahuan, Anda tidak menemukannya. Ketika Anda menelusurinya ke
aspek produksi, Anda tidak mendapatkannya. Begitu juga Anda
menelusurinya ke aspek model moral yang baik, kerjasama efektif,
kebebasan yang tidak dapat digugat, dan keadilan yang lembut, namun Anda
kembali dengan tangan kosong”.1¢®

Para musuh bersaing dalam berbagai lini kehidupan dan memperkuat
segala potensi, misalnya lini militer, politik, ilmiah, dan memutusnya dengan
cara-cara yang mengakibatkan frustrasi, keputusasaan, dan kesedihan. Oleh
karena itu, al-Ghazali menyeru untuk menggunakan fikih realitas dalam
rangka menemukan magasid dan menciptakan perkawinan antara realitas
dengan teks al-Qur’an. Sudah seharusnya menjadikan al-Qur’an sebagai

183 Muhammad Yunus, 7ajribah al-Syaykh Muhammad al-Ghazali fi Tajdid al-Fikr
al-Islami, Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah, 2012, Cet. I, hal. 4.

184 Mahmud ‘Abduh, Muhammad al-Ghazali Da’iyah al-Nahdah al-Islamiyah...,
hal. 61.

185 Muhammad al-Ghazali, Turathuna al-Fikri fi Mizan al-Shar wa al-‘Aql.. ., hal.
7.
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kekuatan penggerak dalam kehidupan kita. Meletakkan al-Qur’an di museum
atau di kantor semata mengharap keberkahan, membuka dan membaca ayat
dan berakhir begitu saja, maka tindakan itu yang tidak diperkenankan.%

Muhammad  al-Ghazali berkeyakinan, melakukan perenungan
terhadap realita kemanusiaan dengan mendayagunakan sejumlah kisah dalam
al-Qur’an sebagai gambaran kehidupan umat masa lalu sehingga mewarisi
fikih realitas, dapat membantu dalam menangkap maqasid al-Qur’an.
Muhammad al-Ghazali mengungkapkan bahwa andaikata mau bermeditasi
pada kisah-kisah al-Qur’an, dan mengambil darinya berupa hukum-hukum,
sebagaimana halnya mengambil hukum dari ayat wudhu atau ayat mandi —
mengambil hukum-hukum dari realitas praktis dalam sejarah manusia adalah
lebih penting dan lebih pantas karena bersifat universal. Di samping bertalian
dengan peradaban, umat Islam tidak akan berada dalam jurang kehinaan.®’

Sesungguhnya perenungan yang mendalam dan pertimbangan yang
terus menerus terhadap teks-teks al-Qur’an, serta memanfaatkan akal untuk
menyibak rahasiarahasia dan misterinya yang tersembunyi adalah termasuk
perangkat lain dari beberapa perangkat prosedural yang dimiliki metode al-
Ghazali dalam mengungkap magasid al-Qur’an. la yakin dan percaya, al-
Qur’an itu teks yang terbuka bagi siapa saja, terutama kaum muslim, untuk
mengarahkan mereka mendapatkan solusi efektik dalam problem yang
dihadapinya.

Manakala perubahan kehidupan terjadi dan terbaharui, itu berarti
refleksi, faktor penyebab, dan fakta pun harus diperbaharui. Gerbang
perenungan selalu terbuka untuk menangkap makna-makna tersebunyi
dibalik semua kata dalam al-Qur’an, ketika akal dan wawasan
didayagunakan secara aktif. Oleh karena itu menekuni teks-teks al-Qur’an
untuk memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi hukum, sebagai bentuk
tagarrub paling utama, tindakan mulia, dan kewajiban paling penting.
Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Sad/38 ayat 29 yang berbunyi:

A TR I AP AR A I P A B R
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Kitab (al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka
menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat
mendapat pelajaran.

Menurut al-Sa‘di, maksud kalimat j\-ﬁ\ )55 berarti hikmah
diturunkannya al-Qur’an. Dalam arti, manusia dapat melakukan analisis

186 Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir Mawdu 7 Ii Suwar al-Qur’an al-Karim. . .,
hal. 60.
187 Muhammad al-Ghazali, Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Qur’an..., hal. 183.
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terhadap ayat, kandungan, rahasia, dan sebagainya, yang pada gilirannya
menghasilkan keberkahan dan kebaikan untuk mereka sendiri.  Ini
menjelaskan tentang anjuran memahami al-Qur’an, dan tindakan ini
merupakan ibadah mulia. Pembacaan Al-Qur’an yang disertai perenungan itu
lebih utama daripada cepat membacanya dan tidak dapat menghasilkan
tujuan. 88

Perenungan adalah bagian prosedural yang digunakan Muhammad al-
Ghazali untuk menangkan tujuan al-Qur’an. Penerapannya adalah
pendayagunaan akal untuk melihat ayat dan merenunginya, menganalisis,
dan mengomparasikannya, untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam
menelusuri magqgasid. Ini dapat dimaklumi, pasalnya ia meyakini, al-Qur’an
memberikan kebebasan bagi akal untuk diberdayakan tanpa batas. la pun
mengkritik cara berpikir akal yang kaku dan literal terhadap teks.

Al-Ghazali mencela kaum muslimin yang membaca al-Qur’an hanya
mengharap berkah dan seakan-akan pengulangan pengucapan kata-kata al-
Qur’an tanpa merenungi maknanya adalah maksud diturunkannya al-
Qur’an.'® Wawasan akal dapat mengarahkan al-Ghazali dalam menangkap
maqasid al-qur’an yang ada dalam ayat al-Qur’an. Kerapkali ia berpikir lama
ketika menghadapi teks al-Qur’an dalam rangka menangkap makna dan
tujuan.

Tokoh lain yang konsen dalam kajian tafsir magasidi adalah Taha
Jabir al-‘Alwani, sarjana Islam yang dilahirkan di Fallujah, Iragq pada tahun
1935 M/1354 H, tepatnya tanggal 4 Maret. la masuk ke Madrasah al-Fallujah
al-Ibtidaiyah sampai tahun 1949 M. Setelah itu, ia bertolak ke Baghdad
untuk masuk ke Madrasah Ashifiyah sampai tahun 1952 M. Di Baghdad,
‘Alwani berguru kepada guru-guru yang wawasannya terbuka, dan ini
berbeda ketika ia belajardi Fallujah waktu itu.

Selanjutnya di Institusi yang sama, ‘Alwani melanjutkan studinya di
Universitas al-Azhar Fakultas Syari’ah dan Hukum. Tepat pada 1959 M, dia
berhasil meraih gelar licence (LC) di kampus tersebut dan pada tahun 1968,
dia berhasil meraih gelar magister di fakultas dan kampus yang sama. la
berhasil menggondol gelar doktor pada tahun 1973, di kampus yang sama
sesuai kompetensinya, yaitu bidang wusu/ al-figh.

Dalam pengakuannya, Al-Azhar menjadikan pemikirannya semakin
terbuka.’® Untuk bisa menggali Maqasid al-Qur’an menurut al-‘Alwani,
dibutuhkan usaha serius untuk membaca, mengeksplorasi, mereungkan al-

188 < Abd Rahman bin Nasir al-Sa‘di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-
Mannan, Kairo: Maktabah Tauwifiyah, 2015, Cet. II, hal. 782.

189 Muhammad al-Ghazali, Nazrat fi Al-Qur’an..., hal. 5.

190 Ahal. Fawaid, Maqgashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani. .., hal. 116-117.
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Qur’an dengan bertolak kepada penyatuan dua pembacaan; wahyu dan
semesta. Penyatuan dua pembacaan tersebut adalah ide krusial yang
ditawarkan ‘Alwani. Maka itu, salah satu diabaikan, maka penafsir
mengalami kegagalan dalam mendapatkan pemahaman utuh terhadap al-
Qur’an.

‘Alwani, berkeyakinan, ketika fokus hanya kepada pembacaan
terhadap kesemestaan, seseorang akan jauh dari keterhubungannya dengan
Tuhan dan menafikan perkara gaib. Selain itu, ketika fokus hanya kepada
pembacaan wahyu saja, seseorang akan menjauhkan dunia dan ia kehilangan
potensinya sebagai manusia dalam membangun peradaban, dan ini bertolak
belakang dengan manhaj al-Qur’an.

Kemudian ‘Alwani (1935-2016 M) menegaskan bahwa setidaknya
ada tiga gugusan besar dalam al-Qur’an yang disebutnya al/-Magasid al-
Qur’aniyyah al-Hakimah, yaitu: al-Tauhid, al-Tazkiyah, dan al- ‘Umran. Hal
ini didasarkan pada fakta bahwa wacana al-Qur’an itu bersumber dari yang
Esa, yaitu Allah. Inilah yang oleh ‘Alwani disebut dengan konsep tauhid.
Ibarat piramida, tauhid merupakan puncak sistem al-Qur’an. Tauhid juga
sebagai esensi risalah para rasul karena sebagai puncak kebenaran. Karena
itu, tauhid diposisikan sebagai titik bertolak yang didukung oleh a/-tazkiyah
dan al- ‘umran sebagai penyangganya.*®!

Secara panjang lebar, ‘Alwani menjelaskan tentang konsep al-
Tauhid. Begitu pentingnya tauhid, pesan awal al-Qur’an era Makiyyah yang
membentang kurang lebih 13 tahun, semuanya bermuara pada pesan tauhid.
Tauhid menjadi poros utama, dan tentunya pasti menjadi spirit fundamental
dan menjadi pesan bagi seluruh nabi dan rasul. Sebab, mereka selalu
menyerukan tauhid. Karena itu, banyak ayat yang membahas tingkatan
tauhid, disebabkan betapa urgennya tauhid tersebut.

Tingkatan pertama, ayat-ayat al-Qur’an menjelaskan tentang tauhid
sebagai hakikat azali yang konstan. Banyak sekali ayat-ayat yang
menguraikan hal ini, misalnya surat al-Bagarah/2: 255, surat Ali ‘Imran/3: 2,
6, 18, dan lain sebagainya. Tingkatan kedua, ayat mengenai tahuid yang
menjadi landasan risala para nabi dan rasul. Hal ini terdapat, misalnya Surat
al-A’raf/7: 59, 65, 73, dan lainnya. Tingkatan ketiga, penegasan ayat al-
Qur’an atas ketauhidan, misalnya Surat al-Isra’/17: 42, Surat al-Anbiya’/21:
22, dan lain-nya.

Selanjutnya al-tazkiyah, merupakan nilai-nilai yang memungkinkan
orang bisa menjalankan amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa
menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Orang yang demikian adalah orang
suci (tazkiyah). Kedudukan ‘umran itu sendiri ditopang oleh hak semesta,

191 Fawaid Ahal, Maqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani. . ., hal. 120.
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dalam artian hak yang mengontrol khalifah di bumi melakukan kerusakan
dan ini berlawanan dengan kemakmuran ( ‘umran) itu sendiri.

Singkatnya, dengan nilai-nilai tauhid yang tertancap erat dalam diri
manusia, maka dia bisa menerapkan kesucian (tazkiyah) dalam dirinya,
keluarganya, dan komunitasnya sehingga kemakmuran (‘umran) di alam
tempat dia berperan sebagai khalifah bisa terwujud. Dengan demikian,
ketiganya menjadi tujuan pokok al-Qur’an yang tinggi dan utama. Bagi
‘Alwani, pengenalan dan pemahaman pada tiga magasid al-Qur’an ini
berujung pada pemahaman tentang kesatuan struktural al-Qur’an. Al-Qur’an
memiliki keistimewaan dengan kesatuan struktural di tiap ayat dan dalam
surahnya. Kesatuan struktural akan menafikan munculnya perbedaan,
pertentangan, dan penghapusan dalam al-Qur’an. Kesatuan truktural menjadi
mutlak dalam penafsiran terhadap al-Qur’an.'%?

Kebebasan beragama kerap dijadikan isu yang menarik perhatian di
seluruh dunia. Untuk itu, ‘Alwani, mengidentifikasi beberapa ayat mengenai
kebebasan beragama. Ini merupakan bagian dari langkah pembacaan al-
Qur’an yang ditawarkan ‘Alwani, sebagaimana juga dikenal di kalangan
mufassir klasik dengan al-Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an. Dalam hal ini,
‘Alwani, menemukan 12 ayat terkait persoalan tersebut, seperti di bawah
dalam surat al-Bagarah/2: 256:
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Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan
haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar.
Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya,
(menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari
sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah
lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi
kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup.
Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam
kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

192 Fawaid Ahal, Magqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani.. ., hal. 120-121.
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Ayat di atas tentang siapa pun yang murtad dan meninggal dalam
kekufuran, maka amal dunia dan akhiratnya tidak berarti apa-apa. Allah Swt
berfirman dalam Surat Ali ‘Imran/3 ayat 86:

elas a J5hON Ol 15305 agilal) S 1308 a3 Alll 50y cas
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Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir
setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu
benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada

)

mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim”.

Dalam ayat ini, ada isyarat bahwa mungkinkah Allah menurunkan
petunjuk-Nya kepada orang kafir yang sebelumnya ia beriman. Ini
menunjukkan, orang murtad itu berarti telah mengabaikan hidayah dan
segala sesuatu yang mengantarkannya dapat menerima hidayah. Apalagi, ada
pernyataan dalam Surat Ali ‘Imran: 90, bahwa mereka yang bolak-balik
menggantikan keimanannya, itu taubatnya dapat terhalang. Demikian pula
dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam Surat al-Maidah/5: 54, an-Nisa/4:
137, al-Nahl/16: 106, al-Hajj/22: 11, dan Muhammad/47: 32.

Menurut ayat tersebut, makna riddah adalah meninggalkan Islam dan
keimanan yang sebelumnya menerimanya, dan ini yang menjadi penegasan
‘Alwani. Dengan kata lain, meninggalkan Islam dengan kembali kepada
agama yang dianut sebelum menjadi Muslim atau konversi agama yang
dianut sebelum Islam, atau meninggalkan Islam dengan menjadi ateis. Hal
ini jelas ‘Alwani, tercakup dalam pengertian murtad. Sebagaimana tersurat
dan tersirat dari beberapa ayat di atas.

Menurut ‘Alwani, yang perlu dipertegas adalah, tidak ada ayat yang
menjelaskan mengenai hukuman duniawi kepada pelaku riddah. Juga tidak
ada perintah yang memaksa mereka kepada keyakinan awalnya, Islam, atau
bahkan sampai memaksa mereka untuk dibunuh disebabkan enggan kepada
Islam. Bila al-Qur’an tidak memberikan penjelasan tentang sanksi duniawi
bagi pelaku riddah, lalu bagaimana kaitannya dengan hadits yang berkaitan
dengan persoalan riddah, bahwa siapa yang murtad, maka patut untuk
dibunuh?

Lebih lanjut ‘Alwani menampilkan fakta historis kasus murtad pada
zaman Nabi. Ada beberapa kasus murtad yang terjadi pada zaman Nabi,
namun Nabi tidak membunuhnya. Seandainya saja Nabi Muhammad
diperintah untuk membunuh setiap orang yang hengkang dari keyakinan
Islam, niscaya Nabi selalu melakukannya. ‘Alwani, mengadopsi penjelasan
yang diutarakan Ibn al-Tala’, bahwa dalam karya-karya populer, tidak
ditemukan penjelasan, nabi Muhammad Saw membunuh kaum murtad dan
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zindiq. Ini yang diragukan ‘Alwani, terutama hadis yang dipertanyakan
keakuratannya. Misalnya, “siapa yang berganti agama atau keyakinan (keluar
dari Islam), maka bunuhlah”. Hadits tentang membunuh orang murtad ini,
ditemukan beberapa jalur, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam al-
Bukhari dan al-Tabrani berikut ini.'%®
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Dari ‘lkrimah bahwa sesungguhnya Ali r.a membakar suatu komunitas.
‘Ikrimah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu
‘Abbas berkata: Seandainya itu terjadi kepadaku, niscaya aku tidak akan
membakar mereka, karena Nabi Muhammad bersabda: Janganlah kalian
menyiksa dengan siksaan Allah, dan niscaya aku juga akan membunuh

mereka sebagaimana Nabi bersabda: siapa yang mengganti agamanya,
maka bunuhlah dia”.** (H.R. al-Bukhari)
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Dari ‘lkrimah berkata: ‘Ali ra didatangi beberapa orang zindiq, lalu Ali
membakar mereka. ‘lkrimah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibnu
Abbas, lalu Ibnu ‘Abbas berkata: seandainya itu terjadi padaku, niscaya aku
tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah melarangnya, namun saya

akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah: siapa yang mengganti
agamanya, maka bunuhlah dia” *%
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Dari Anas sesungguhnya dihadapkan kepada Ali r.a. orang dari al- Zuth
(suku jat dari india) yang menyembah berhala. Kemudian dia membakar

193 Fawaid Ahal, Magqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani..., hal. 122-123.

194 Al-Bukhari, a/-Jami‘ al-Sahih, Kairo: al-Salafiyah t.t., Juz IV, hal. 75.

195 Al-Bukhari, a/-Jami‘ al-Sahih, Juz IV, hal. 18-19.
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mereka. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda: Siapa

yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”.**®

Kedua hadis pertama melalui periwayatan Imam Bukhari dari
‘Ikrimah melalui Ibn Abbas. Kredibilitas ‘Tkrimah ada yang mempersoalkan
dari kalangan penggiat hadis. Misalnya, Imam Muslim menafikan riwayat
yang dibawa ‘lkrimah, sebab ia dinilai pembohong, pemikirannya lebih
kepada kaum khawarij, dan suka menerima hadiah dari pemerintah, oleh
sejumlah ulama. Kendati dalam sejumlah kasus, ulama juga ada yang
meluruskan.

Secara redaksional, dua riwayat dari tiga hadits tersebut
menggambarkan kasus yang berbeda dengan pelaku yang sama. Riwayat
yang pertama dari Imam Bukhari menjelaskan kasus “kaum”, komunitas
yang dibakar Ali. Periwayatannya sama, namun jalurnya yang berbeda,
menjelaskan terkait kaum orang zindiq yang dibakar Ali. Periwayatan Imam
Tabrani, menerangkan mengenai suku Jat (India) penyembah berhala yang
dibakar Ali.

Ketiga hadits di atas, tidak menyinggung terkait pertanyaan, apakah
pembakaran yang dilakukan Ali terjadi pasca dibunuh atau dibakar dalam
kondisi hidup. Sayangnya, kata ‘Alwani, ada kecenderungan untuk lebih
mendahulukan hadits secara praktis dari pada ketegasan pesan al-Qur’an.
Bahkan menghapus ratusan ayat yang menjelaskan tentang kebebasan
berkeyakinan, serta larangan memaksakan keyakinan pada orang lain.
Andaikan tindakan pemaksaan atas keimanan semua orang itu dibenarkan,
pasti nabi Muhammad Saw memaksa iman siapa saja untuk masuk ke dalam
agama Islam.’

Melalui pola di atas, maka tujuan al-Qur’an yang sudah dijelaskan,
tazikyah bisa dilandaskan. Tazkiyah, sebagaimana dimaksud °Alwani,
merupakan nilai-nilai yang memungkinkan orang bisa menjalankan
amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa menjalankan tugas-tugas
kekhalifahan. Al-Qur’an menjelaskan dengan baik bahwa terkait keyakinan
yang berbeda, tidak boleh memaksakan keyakinan orang orang lain. Muslim
seharusnya menghargai keyakinan orang lain, seperti mereka menghargai
keyakinan orang muslim.

Sesungguhnya persoalan beriman atau kafir merupakan persoalan
individual dan bukan merupakan bagian dari sistem dan publik yang
ditegakkan oleh Negara. (Surat Yunus/10: 108, Surat al-Isra’/17: 15, Surat

19 Abu al-Qasim al-Tabrani, Mu‘jam al-Kabir, al-Maktabah Shamilah, n.d. Hadits
nomor 10490.

197 Fawaid Ahal, Magqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani. .., hal. 124.
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al-Kahfi/18: 29, Surat al-Naml/27: 91-93, Surat al-Rum/30: 44, Surat
Fatir/35: 39, Surat al-Zumar/39: 41). Dari sisi kemanusiaan, dianjurkan
menjalin mitra kerja sama di jalan kebaikan dan diminta untuk berlomba
dalam melaksanakan kebaikan itu sendiri (Surat al-Bagarah/2: 14). Jika harus
berselisih pandang, hendaknya penyelesaiannya dengan cara-cara yang baik
(Surat al- Ankabut/29: 46).

Jika prinsip yang seperti itu diterapkan, maka ‘umran yang disebut
‘Alwani sebagai tujuan al-Qur’an selanjutnya dapat terwujud dengan baik.
Sebab ‘umran dalam arti kemakmuran semesta yang dilakukan manusia
dapat menghasilkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghatur. Oleh karena itu,
sebagaimana ditegaskan di awal, ‘Alwani menyebutkan setidaknya tiga
poros utama tujuan al-Qur’an, yaitu: tawhid, tazkiyah, dan ‘umran. Adanya
nilai-nilai tauhid yang tertancap erat dalam diri manusia, maka dia bisa
menerapkan kesucian (tazkiyah) dalam dirinya, keluarganya, dan
komunitasnya, sehingga kemakmuran (‘umran) di alam tempat dia berperan
sebagai khalifah dapat terwujud. Penjelasan tersebut mengisyaratkan, bahwa
‘Alwani memperjuangkan konstruk ekuilibrium sistem bersosial tanpa
memikirkan keetnisan, ras, bahkan keyakinan pihak lain.%

Dalam sejumlah tafsir kklasik, misalnya sekadar menyebu; al-Tabarri, al-
Qurtubi, Ibn Kathir, Jalalayn, kisah Adam digambarkan sebagai bentuk
dukungan kesuperioan lelaki dari wanita. Dalam legenda jatuhnya Adam (the
legend of fall), dijadikan justifikasi mendiskreditkan wanita, lantaran yang
menggoda adalah wanita, Hawa. Perempuan lalu diposisikan sebagai manba ‘al-
fitnah (sumber fitnah) dalam kehidupan. Sebuah sterio type yang sangat tidak
Qurani. Namun, tidak demikian halnya dengan tafsir magasid ini yang justruingin
menegaskan argumentasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam
kisah Adam. Tulisanini akan memberikan counter atas klaim di atas di mana
penulis akan mengelaborasi kisah Adam tersebut dalam elemen-elemen
kesetaraan sebagai berikut:

Dalam sejumlah kitab tafsir klasik, dijelaskan, manusia pertama
adalah nabi Adam yang gendernya adalah maskulin. Adam sebagai manusia
pertama, dan Hawa sebagai pasangannya, adalah wanita yang secara ontologis
sebagai kelas kedua. Argumentasi yang umum adalah manusia diciptakan
dari nafs wahidah (Surat al-Nisa’/3:4) yang ditafsirkan sebagai Adam.
Penafsiran tersebut bersumber dari hadis al-Bukhari dan Muslim yang di
dalamnya dijelaskan, nafs wahidah adalah nabi Adam. Kesahihannya tidak
diragukan lagi, tetapi hemat penulis, secara sociology of knowledge, tafsir
tersebut tampaknya ‘bias patriarkhi’, karena konteks Arab saat itu memang

198 Fawaid Ahal, Magqashid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut
Thaha Jabir al-Alwani. .., hal. 124-125.
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lebih ke arahdominasi pihak patriakhi, apalagi kebanyakan para penafsirnya
dari kalangan lelaki, sehingga kecenderungan kepentingannya sangat kental.

Pertanyaannya, mengapa pilihan makna nafs wahidah jatuh pada
pengertian Adam yang berjenis kelamin laki-laki? Padahaldalam teks al-Qur’an
redaksi teksnya justru netral gender, sebab Allah Swt menyebutkan: “Ya
ayyuha al-nds ittaqii rabbakum al-ladzi khalagakum min nafs wahidah.
Artinya, wahai manusia bertkawalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah
menciptakankalian dari nafs wahidah. (Surat al-Nisa’/4:1). Penyebutan kata
nas (manusia) mewakili makna kesetaraan, lelaki dan perempuan. Karena
keduanya tercipta dari jiwa yang satu (nafs wahidah) .

Dari sisi linguistik Arab, sebenarnya, kata nafs menunjukkan bentuk
perempuan (mu’annath), yang dilihatdari sifatnya; kata wahidah. Ada huruf ta’
marbutah yang mengisyaratkan gender feminin. Oleh karena itu, kalimat nafs
wahidah justru mengisyaratkan, secara ontologi, pria dan wanita itu sama
dari sisi eksistensinya. Itu berarti ada dimensi yang tidak terungkapkan (a/-
maskut ‘anhu), Yyakni memperlakukan wanita dengan tidak setara,
berlawanan dengan ‘blue print’ Allah yang telah sama-sama menciptakan
mereka.

Kalimat nafs wahidah juga berarti lelaki dan wanita keeksistensian
mereka akan sempurna ketika terjadi kesatuan di antara keduanya,
keterpaduan saling menolong dalam menjalankan kekhalifahannya. Karena itu,
suami atau isteri dalam filsafat Jawa dikenal dengan sebutan garwo, artinya
paruh jiwa (sigaring nyowo), sehingga manakala salah satunya terabaikan maka
akan terjadi ketimpangan. Karena itu, hubungan lelaki dan perempuan tidak
hanya co-existence, tetapi pro-existence.

Kesamaan pria dan wanita dalam hal spiritual, dapat memotivasi
dalam pengabdian kepada Allah Swt. Sebab itu, di antara kesamaan tersebut
dalam cerita nabi Adam adalah bahwa nabi Adam dan Hawa sama-sama
dimandatkan berdiam di dalam surga dan tidak boleh mendekati sebuah
pohon yang dilarang, lihat Surat al-Bagarah/2: 30. Hal ini mengisyaratkan,
dari sisi eksistensi, lelaki dan wanita itu sama dalam hal mematuhi perintah
dan menjauhkan larangan dengan kata lain, seakan Allah mengatakan: “Hai
Adam dan Hawa atau wahai lelaki dan wanita. Kalian itu di hadapan-Ku itu
sama eksistensinya, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala
larangan-Ku. Karena itu, jangan pernah merasa lebih mulia lantaran jenis
kelamin kalian. Kalian harus tahu bahwa ketakwaanlah yang menjadikan
kalian mulia di hadapan-Ku; yaitu taat atas perintah dan larangan yang aku
berikan,” lihat Surat al-Bagarah/2: 38. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya
(Adam dan Hawa) setara secara eksistensial yang harus bertanggung jawab
atas perbuatan mereka masing-masing.

Sebab kesetaraan itulah yang membuat keduanya diminta
mempertanggungjawabkan atas sanksi yang diberikan kepada mereka, yakni
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keluar dari surga. Keduanya juga merasakan hal yang sama, yaitu menyesal
lalu bertobat. Hal ini dibuktikan dengan doa nabi Adam: “Rabbana zalamna
anfusana wa in lam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin
(wahai Tuhan kami, kami telah berlaku aniaya, seandainya Engkau tidak
mengampuni kami, niscaya kami akan termasuk orang- orang yang merugi),”
lihat Surat al-A‘raf/7: 23.

Atas dasar itu, maka dapat diperjelas, bahwa keberadaan pria dan wanita itu
sama, Yyakni dalam hal tanggung jawabnya. Masing-masing akan
bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Tentu saja, ungkapan: wong wadon iku
neroko katut, suwargo nunut (istri masuk ke dalam neraka lantaran
mengikuti suami dan masuk ke dalam surga lantaran mendompleng suami).
Lelaki masuk surga itu berkat rahmat-Nya dan amal saleh. Keduanya
berpotensi masuk ke dalam neraka sebab mereka bertanggung jawab atas
masing-masing perbuatannya, lihat Surat Hujurat/49: 13.

Guna menghasilkan pandangan yang tidak merendahkan kedudukan
wanita, maka tafsir yang demikian perlu disebarluaskan. Diperlukan
perjuangan untuk membela nilai-nilai humanisme (al-giyam al-
insaniyah) dalam konteks keislaman. Sebab Islam adalah agama rahmah Ii al-
‘alamin (Surat al-Anbiya’: 107). Itu artinya Islam sangat peduli pada isu
persoalan kemanusian (baca: ‘humanisme’). Muhammad Arkoun (1928-
2010 M) dalambukunya Ma ‘arik min ajli al-Ansanah i al-Siyaqat al-Islamiyah
mengkritik fenomena kekerasan atas nama agama (Tuhan) dan mengajak
pentingnya meneguhkan kembali humanisme Islam di era kontemporer
dewasa ini. Beliau mengatakan. “arju an takuna hadhihi al-da‘wah ila ihya’
al-ansanah fi jami‘ al- siyaqat al-Islamiyah fi al-mu‘asirah..”. Sejauh ini,
Islam kerap disalahgunakan oleh ‘oknum-oknum’ dengan mengatasnamakan
Tuhan guna menjustifikasi tindakan, seperti bertindak kekerasan dan
menafikan nilai-nilai kemanusiaan.!%

Hemat penulis, teori Tafsir Magasidi, dalam paradigmanya, perlu
dikembangkan, sehingga signifikansinya lebih konkret saat merespons persoalan
dan dinamika sosial dan keagamaan masyarakat. Hal bisa dimulai dari
pertanyaan kritis, misalnya sebenarnya magasid (terwujudnya mashlahah dan
terhindar mafsadah) yang ada di balik kandungan al-Qur’an itu untuk siapa?
Untuk Tuhan atau untuk manusia (mukalaf)? Jika kita berkata, bahwa maqgasid
ini untuk Tuhan, maka akan berimplikasi pada pandangan yang sangat
teosentris-metafisis. Keberadaan tafsir magasid seakan berpusat pada usaha
‘membela Tuhan’ secara sempit, padahal mereka lupa bahwa kemanusiaan

199 Muhammad Arkoun, Ma‘arik min ajli Ansanah fi al-Sivagat al-Islamiyah, terj.
Hasyim Shalih, Beirut: Dar al-Saqi, 2001, hal. 15- 19.
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dan hak-haknya juga harus dibela. Sesungguhnya, HAM itu secara alamiah
memang ada dalam referensi Islam.?%

Islam sangat konsen terhadap isu HAM, maka tidak boleh ada
pelanggaran HAM yang mengatasnamakan agama. Kasus hukuman mati
terhadap orang murtad, patut ditinjau ulang, meski secara historis Abu Bakar
pernah mengeksekusi dan memerangi orang murtad. Sebab tidak ada satu
ayat al-Qur’anyang menjelaskan hukuman untuk orang murtad adalah dibunuh
atau bersifat fisik.

Hukuman untuk orang murtad bersifat moral dan eskatologis, yaitu
mendapat laknat Allah Swt dan tidak diterima amalnya di akhirat. (Surat al-
Bagarah/2: 217, dan Surat al-Imran/3: 86-87)). Itu sebabnya, hukuman bunuh
untuk orang murtad, dapat dinilai tidak sejalan dengan maqasid al-shari‘ah
yakni menjaga (HAM, menjaga kebebasan berkeyakinan, dan menjaga
nyawa). Dalam fikih, hukum orang murtad itu dibunuh, namun bukan
disebabkan kemurtadannya, melainkan sebab keluar dari agama Islam, enggan
membayar zakat, dan mengancam disintegrasi bangsa, karena dapat
membahayakan eksistensi negara, sehingga Aifz dawlahbertemu dengan titik
relevansinya.?%!

Melalui paradigma tersebut, pertanyaan, manakah yang lebih
didahulukan ketika kepentingan memelihara agama dan jiwa bertentangan?
(idha ta‘arada bayn hifz al-din wa hifz al-nafs, ayyuhuma nugaddim?) Dalam
magqasid antroposentris, memelihara jiwa lebih didahulukan daripada
memelihara agama. Sebagai implikasinya, paradigma antroposentris akan
mendudukkan konsep Aifz al-nafs lebih tinggi ketimbang hifz al-din dalam
struktur konsep daruriyat al-khams. Sebaliknya, paradigma maqasidi
teosentris akan memposisikan Aifz al-din lebih tinggi ketimbang Aifz al-nafs
sebagaimana umumnya dalam teori ushul figh. Hemat penulis, paradigma
magqasid antroposentris akan lebih dinamis, humanisdan historis, karena lebih
responsif sekaligus akomodatif terhadap tuntutan dinamika budaya dan
peradaban manusia itu sendiri.

Paradigma magqasidi tersebut dapat dijadikan basis kritis dalam
merespons fenomena tentang spirit pihak-pihak yang menggrebek sejumlah
warung makan dan restoran di bulan Ramadan di, dengan alasan menjaga
marwah kemuliaan Ramadan dan untuk membela agama yang juga dianggap
membela Tuhan. Padahal teks tidak menegaskan tindakan tersebut. Tidak
ada hadis yang menyatakan misalnya, idha ja’a ramadan fa’aghliqu al-

200 < Abid al-Jabiri, al-Dimogrativah wa Huquq al-Insan, Beirut: Markaz Dirasat al-
Wahbiyah al-Arabiyah, 1997, Cet II, hal. 154-159.
201 Bandingkan dengan Muhammad € Abid al-Jabiri, al-Dimogratiyah wa Huquq
al-Insan. .., hal. 176-177.
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mata ‘im wa al-maqahi. Kalaupun ada, maka penulis pastikan bahwa hadisnya
itu palsu.

Perda syari’ah yang melarang membuka restoran atau warung makan di
siang bulan Ramadhan, masih bisa diskusikan ulang, apakah itu penting atau
tidak, apakah itu melanggar HAM atau tidak. Bukankan ketika, siang Bulan
Ramadlan jugatidak semuanya, orang berpuasa, mengingat ada yang sedang
menstruasi, hamil, menyusui, ada non muslim yang tak puasa, ada yang
sedang musafir yang juga boleh untuk tidak puasa? Dalam hal demikian,
tafsir maqgasidi antroposentris dapat menempati posisi alternatif. Maksudnya,
kepentingan maslahat manusia, terkait dengan Aifz nafs (menjaga jiwa) dan
hifz al-mal (menjaga harta secara produktif), lebih didahulukan daripada
tindakan menutup usaha orang lain di bulan Ramadan.

Bisa dibayangkan, ia harus menutup warung, lantaran bulan Ramadhan.
Pertanyaannya, bagaimana pemilik warung itu yang penghasilannya hanya
mengandalkan dari sekadar jual makanan. Bagaimana dengan nasib anak-anak
dan keluarga yang juga tergantung pada buka warung tersebut? Dalam hal ini
perlu dimunculkan kaidah baru idha ta‘arada bayn hifz al-din wa hifz al-natz
quddimat hifz al-nafs. Karena itu, yang penulis tawarkan adalah jalan
moderasi, dalam artian warung makan buka dengan ditutup gorden atau
dibuka separuh, dan ini juga dianggap menghormati bagi orang yang sedang
berpuasa. Begitu pun, fenomena haji dan umroh yang dilakukan secara
berkali-kali, yang alasannya adalah demi spiritualitas-religiusitasnya
meningkat, sementara tidak ada kepedulian terhadap persoalan sosial, apalagi
kemiskinan padatataran struktural di tengah masyarakat.

Kritik juga dilontarkan kepada biro-biro travel haji dan umrah, yang
memiliki paradigma meraup keuntungan ekonomi (ghanimah). Misal yang
lain, kritik terhadap propaganda poligami dengan mengandalkan alasan
membela sunah, namun menarikan sisi konteks ayat yang berkaitan dengan
poligami®®? dan magasid hadis itu sendiri yang nyata-nyata membela sisi
kemanusiaan, dalam hal ini adalah hak yatim dan janda. Yang terlupakan
oleh mereka adalah, masa dahulu nabi Muhammad Saw berpoligami dengan
tujuan mewujudkan solusi sosial (/7 7 ‘alat al-aramil wa al-aytam).

Sedangkan sejumlah orang melakukan poligami dengan alih-alih wisata
seksual bungkusannya adalah agama. Bisa jadi mereka lupa, salah satu
maqasid poligami yang dilakukan nabi Muhammad untuk sebagai bentuk
rekonsiliasi antara suku yang ketika itu sedang konflik.%* Di lain pihak, data
menunjukkan, praktik poligami kerap menjadi pemicu konflik, yang

202 Fazlur Rahman, “Interpreting the Quran” dalam Inqguiry Vol 3, No 5, Tahun 1986.
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sekurangnya adalah konflik antar istri. Itulah sebabnya, ada kasus suami
meninggal gara-gara diracuni lantaran faktor cemburu oleh istri lain.?%

Begitu pula kebijakan pimpinan super sibuk dalam mengurusi
perbaikan infrastruktur, namun melupakan pembangunan karakter dan
Sumber Daya Manusia (SDM) di sejumlah lembaga pendidikan, harus
mendapat perhatian serius. lbaratnya, sibuk mengurusi penggunaan cadar,
yang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, dan menyebabkan gaya hidup
eksklusif dan inklusif, sehingga menafikan maslahat keamanan dan
kenyamanan sosial. Itu merupakan contoh kecil yang terbuka ruang untuk
dikritik, yakni bahwa teori tafsir maqgasidi bisa sebagai basis epistemologi
untukmelakukan kritik atas pemangku kebijakan dan perilaku sosial. Misalnya,
kasus seorang mahasiswa di Selopamioro, Bantul, yang meninggal ketika
menjadi imam dalam salat, ia tercebur ke dalam sumur akibat Musalanya
roboh. Ironinya, jamaah lainnya justru tetap salat dan menolong imam
tersebut. Ini contoh konkret, ada orang merasa memelihara agama, namun tidak
memelihara jiwa manusia.

Tokoh selanjutnya, yang juga konsen dalam diskursus magqasid al-
Syariah adalah Hasan Khan bernama nasab Ab0 Thayyib Muhammad
Shiddiq ibn Hasan ibn Luthf Allah. la lahir pada 14 Oktober 1832 M/19
Jumadil Ula 1248 H di Berlhi, dan meninggal pada 29 Jumadil Akhir 1307
H/1890 M dalam usia 59 tahun 3 bulan 6 hari.?®* Karier intelektual dan
pengabdian kepada ilmu al-Qur’an. Ketika Jasser Auda dan Abdul Karim
Hamidi, ulama kontemporer, baru serius terhadap diskursus magqgasid al-
Qur’an, dan itu pun dengan literatur terbatas, ternyata sudah ada karya yang
terdapat ketidaksamaan. Bisa jadi, itu merupakan konsekuensi dari diskursus
magqasid al-Qur’an yang begitu dinamis, namun menarik .

Sebagai sebuah diskursus, maqasid al-Qur’an berubah diri menjadi
suatu ilmu, ilmu mengenai substansi ajaran al-Qur’an. Disebabkan oleh
pergerakan aktivitas ilmu seputar tiga pertanyaan esensial; apa yang mau
diketahui, bagaimana cara mendapatkannya, nilai-nilai apa saja di dalamnya,
maka berarti ilmu tidak lepas dari landasan ontologis, epistemologis, dan
aksiologis.?®® Ontologi®® adalah sinonim metafisik, yakni studi terkait

203 Lihat ‘Ali al-Sabuni, Rawa’i* al-Bayan. Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr,
tth.

204 < Abd al-Razzaq al-Dulaymi, Siddiq Hasan Khan al-Qinnuji..., Riyad: al-Tawbah,
2014, hal. 37; Muhammad Mahdi ‘AR al-Hamudi, a/-Qannuji wa Ara’ubu al-TafSiriyah
‘ala Dhaw’ Aqwal A’immat al-Tafsir, Sudan: Wizarat al-Ta’l im al-‘Ali wa al-Bahts al-
‘Ilmi, 2015, hal. 7.

205 Bahrum, “Ontologis, Epistemologi dan Aksiologi,” dalam Sulesana, vol. 8, no. 2,
2013, hal. 35-6.
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eksistensi, misalnya karakteristik dasar semua realitas dan makna suatu
eksistensi. 2%’

Landasan ontologis berupaya menyelidiki sifat dan realita melalui
refleksi rasional serta melakukan analisis sintesis-logik.?®® Kendati ada
perbedaan fundamental antara pemikiran filosofis dan ilmu keagamaan,
misalnya yang dijelaskan Khudori Soleh?? Tetapi titik tekan kajian ontologis
di sini ialah memahami hakikat-metafisik maqgasid al-qur’an dalam
pemikiran Hasan Khan. Tentu saja hal itu ditempuh dengan menguraikan
penafsirannya terhadap Surat al-Nisa’/4: 1-5, sebagai tolok ukur mengetahui
sisi ontologisnya.

Penting untuk dicatat bahwa magasid al-Qur’an mulanya diperoleh
dengan menafsirkan al-Qur’an. Artinya, magasid al-Qur’an setua usia
penafsiran itu sendiri. Sebab, sejatinya tafsir adalah upaya mencari
maksud—di situ terdapat kesamaan visi dengan magasidal-Qur’dn, atau
bahkan magasid itulah substansi ajaran al-Qur’an. Jika demikian adanya,
maka magqasid al-Qur’an juga bersifat dinamis dan tidak lepas dari konteks
sosialkebudayaan tertentu. Itu karena akselerasi konstruk sosial-budaya
selalu memengaruhi dunia penafsiran.?l® Artinya, tuntutan untuk
mendialektikakan antara al-Qur’an dan realitas, menjadi dorongan tersendiri
dalam dinamika tersebut.?!!

Jika tafsir dengan magasid al-Qur’an memiliki arah yang sama,
bukan sesuatu yang mustahil bahwa dinamika maqgasid itu perlu kita
afirmasi. Dalam konteks maqasid al-Qur’an menurut Hasan Khan, tidak
keliru ketika beranggapan bahwa pandangan magasid-nya berjalan
beriringan dengan metode penafsiran yang ia pakai, dan senantiasa erat
berkaitan dengan konstruksi realitas yang mengelilinginya.

Sebelum mengulas magqasid al-Qur’an menurut Hasan Khan, yang
dapat kita tempuh dengan mengulas penafsirannya, menarik sekali untuk
diperhatikan perkataan Hasan Khan dalam mukadimah tafsir Fath al-Bayan
i Maqasid al-Qur’an berikut: “Dan tujuan daripadanya (penafsiran al-

208 T, M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, Filsafat Ilmu Pengetahuan:
Hakikat 1lmu Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivisme Logis, serta Implikasinya, cet.
ke-2, Jakarta: Kompas, 2015, hal. 30.

207 Almasdi Syahza, “Filsafat Ilmu: Ontologis, Epistemologi, Aksiologi,”
http://almasdi.unri.ac.id (diakses pada 6 Februari 2021).

208 Musa Asy‘ari, “Filsafat Islam Suatu Tinjauan Ontologis,” dilansir Abdul
Mustagim, Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur’an; Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode
Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer, Yogyakarta: Idea Press. 2016, hal. 115.

209 Khudori Soleh, Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer, cet. Ke-1,
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hal. 36.

210 J Fikriyati dan Ahmad Fawaid, “Pop-Tafsir on Indonesian YouTube Channel:
Emergence, Discourse, and Contestations,” Proceeding AICIS 2019, Oktober, hal. 2.
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Qur’an) ialah mengetahui konstruksi makna dan hukum-hukum syariat
praktis yang berfaedah untuk menghasilkan kemampuan mengistinbat
hukum syariat secara otoritatif (al-shihhah). Objeknya ialah kalam Allah
Swt. yang merupakan sumber segala hikmah serta penengah setiap aspek.
Tujuannya ialah sampai terhadap pemahaman makna-makna al-Qur’an lalu
mengambil hikmahnya agar memperoleh keuntungan duniawi-ukhrawi. Dan
(tafsir) merupakan ilmu paling mulia berdasarkan keluhuran objek dan
tujuannya. la adalah semulia dan seagung-agungnya pengetahuan, seperti
dikatakan oleh para pemuka agama (sadr al-din).”?'?

Ungkapan pendahuluan tersebut secara eksplisit menggambarkan
pandangan Hasan Khan tentang magqasidal-Qur’dn. Seperti yang telah
penulis katakan sebelumnya hal-ihwal tafsir dan magasidal-Qur’dan, Hasan
Khan juga memiliki pandangan bahwa tujuan akhir penafsiran ialah
memahami esensi al-Qur’an (fahm ma‘ani al-Qur’dn). Bahkan, tujuan
tersebut berkaitan erat dengan tuntutan istinbat hukum secara sahih
berdasarkan esensi tersebut. Jika demikian adanya, maka magqgasidal- Qur’an
yang ditawarkan Hasan Khan bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis,
sebab istinbat hukum senantiasa melibatkan realitas sosial-budaya serta
waktu pengistinbatan itu dilakukan.

Konsekuensi logis dari tesis semacam itu ialah kita harus berani
mengatakan bahwa bisa saja magasid Hasan Khan itu tidak sama dengan
magqasidkita, lantaran abad ke-21 masa kita hidup secara realitas berbeda
jauh dari abad ke-19, masa Hasan Khan. Selain itu, konstruksi sosial dan
budaya di sejumlah daerah yang memang spesifik, yang kadangkala dengan
perbedaan yang sangat signifikan, walau sama-sama dalam satu era. Sebab
itu, dalam hal ini, penulis kaitkan dengan penjelasan Hasan Khan tentang
Surat al-Nisa’/4: 1-5 berikut ini:
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m\u\ f.t;,\z\juws;mdmm\ | o815 © umj\;ﬁsyujug_m
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212 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqgasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 11-12.
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya
(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan
berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka,
janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah
kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar
dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:
dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku
adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang
hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan
janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya,
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Tafsiran yang Hasan Khan terhadap ayat tersebut dilakukan dengan
cara menafsirkan kata perkata, seperti tafsir klasik lainnya. Kalimat el
Sl sebagaimana ia jelaskan, merujuk kepada penduduk Mekah, sehingga
syarat argumentasi eksternal yang melekat kepada kalimat tersebut terpenuhi
untuk dikenai khitab. Sementara kalimataSala Lsﬂ\ &5 1581, mencerminkan

anjuran untuk takut adanya pembalasan dan larangan mengingkari nikmat.
Karena Allah Sang Pemilik kekuasaan untuk melakukan hukuman.

Contoh ayat lain, 1588 Y ) lgie &5 ea 35 e G 550005 (i (53

¢l 5 sebagai bentuk tahapan penciptaan manusia; mulai dari Adam, Hawa,
dan seterusnya. Dijelaskan Hasan Khan , yang diadopsi dari pendapat Ibn
Mas‘ud dan Ibn ‘Abbas terkait penciptaan Hawa, apakah mereka tercipta
sebelum mereka menetap di dalam surga atau setelahnya. Bagian ini terdapat
isyarat adanya unsur a/-mathur dari penafsiran Hasan Khan.**®

Sementara itu, kalimat ebjib 4 Hilslis Lsﬂ‘ A V4S5, terdapat
seolah Allah mengatakan kepada manusia: “Takutlah memutus tali hubungan

213 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqgasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 9-10.
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kasih dan sayang. Karena memutus silaturahmi bagian dari perbuatan dosa
besar. Silaturahmi adalah gerbang kebaikan yang membuat umur bertambah
dan rezeki berkah. Sementara memutus silaturahmi adalah faktor terjadinya
keburukan muncul. Karena itu, sambungkanlah silaturahmi dengan cara
bertakwa kepada Allah sebagai tempat memohon segala sesuatu.”
Selanjutnya, Hasan Khan mengadopsi pandangan al-Qurtubi, yaitu seluruh
agama sepakat terkait kewajiban silaturahmi dan keharaman memutus
silaturahmi. Karena harus disadari oleh siapa pun, bahwa & (& alil )
Ui, Dialah Allah Maha Mengetahui sesuatu yang samar juga yang tampak.
Dia yang Maha Dekat dan Mengawa5|

Ayat 240551 <&l 1505 merupakan bentuk implementasi dari
ketakwaan itu sendiri, yang diawali dengan hal-hal yang berhubungan
dengan yatim, sebagai bentuk pertolongan dan mempergauli mereka dengan
cinta kasih. Objek atas khitab dalam ayat tersebut adalah wakil (a/-wali) dan
pelaksana wasiat (al-awsiya’). Yang dimaksud yatim dalam ayat tersebut
adalah anak yang hidup tanpa ayah, dan dijelaskan secara terperinci dalam
syariat, adalah anak yang belum balig tanpa ayah bapak. Batasan ayat ini
dijelaskan dalam ayat 6, yakni harta diberikan kepada yatim ketika sudah
cerdas (al-rushd), dalam pengertian ia bisa memelihara dan membelanjakan
harta yang diserahinya.

Sedangkan dalam ayat « &—U-U\-* &gl Uh-‘-u Y5, kalimat, Cuadll &
berarti harta halal yatim. Sementara kalimat skl | berarti harta haram kita.
Avyat tersebut dipahami Hasan Khan , sebagali Iarangan menggunakan harta
baik yatim, sebab tetap haram. Sementara harta halal kita kendati harta itu
buruk. Kebiasaan tersebut adalah kebiasaan Jahiliah, dan al-Qur’an
menolaknya. Selain itu, Hasan Khan juga mengadopsi pandangan para
penafsir lainnya; di mana ayat tersebut mengingatkan untuk tidak
menggunakan harta buruk. la berpandangan, penafsiran paling kuat adalah
bahwa ayat itu menyuruh untuk tidak menggunakan harta yatim, karena
hukumnya haram dan menyuruh untuk mencari rezeki yang halal.

Terkait ayat &34l & 2l 52l 136G Y35, sejumlah ahli tafsir
menjelaskan, bahwa ayat ini bentuk larangan mencampuradukkan harta
yatim dengan harta kita. Haram mengumpulkan harta yatim, namun larangan
yang lebih spesifik tetap pada aspek ‘mencampurnya’. Tujuan spesifik
tersebut adalah mencela (a/-tashni®) pelakunya. Tetapi, itu tidak berarti
mathum mukhalafah-nya kebolehan an memakan harta yatim. Karena makan
dan mencampur harta yatim, termasuk bagian dari dosa besar. Ibnu Zayd
(922-966 H) menjelaskan, sebagaimana dikutip Hasan Khan : “Wanita dan
anak-anak tidak mendapatkan warisan di masa Jahiliah. Para sepuh yang
mengambilnya. Karena itu, membagi warisan itu baik, namun mengambilnya
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dianggap sesuatu yang buruk.” Begitulah yang Hasan Khan pahami dari
ayat | 8 Usa (8 45214

Ayat 1336 a3l VT 288 ()5 dipahami Hasan Khan
sebagai upaya terwujudnya |katan bersyarat. Ayat tersebut menjelaskan
peran seseorang sebagai wali yatim perempuan yang mengurusi semua
kebutuhannya. Ketika yatim dewasa, wali ingin menikahkannya, tetapi
mahar tidak diberikan, tidak bertindak adil, dan tidak menjalankan segala
sesuatu yang menjadi hak seorang istri. Maka itu, Allah melarang wali
menikahi yatim, kecuali ia bertindak adil dan mahar diberikan. Allah juga
menyuruh wali menikahi wanita semampunya. Hasan Khan mengadopsi
penjelasan Abu ‘Ubayd, bahwa kata »293, artinya “yakin” dan “menyangka.”
Pendapat ini diteruskan Ibn ‘Atiyah, konteks lafalnya terkait prasangka,
bukan keyakinan untuk tidak bertindak adil. Dengan demikian, ayat di atas
menasakh tindakan Jahiliah sebelum Islam yang mengizinkan lelaki menikah
berapa saja yang mereka inginkan.?* o

Terjadi silang pendapat tentang & dalam ayat 8 &l s, Ada yang
mengatakan isim mawsul, na‘at, bahkan = masdariyah. Pendapat terakhir
ini dianggap terlalu jauh. Tetapi, menurut Hasan Khan , para cendekiawan
sepakat bahwa kata tersebut mengindikasikan kebolehan menikah lebih dari
satu wanita, jika merasa mampu bersikap adil. Kata L) O», sebagai
bayaniyah dan juga bisa disebut tab ‘idiyah. Melihat konteks diksinya, itu
bukan untuk wanita yatim, tetapi wanita secara general (a/-ajnabiyyat).

Penafsiran Hasan Khan tersebut berbanding terbalik dengan
penafsiran kontemporer, yang mana ayat tersebut dipahami sebagai bagian
integral dari yatim. Konteksnya, ayat itu menjelaskan perihal yatim. Wanita
dalam ayat itu merujuk kepada konteks turunnya ayat, yakni istri dari wali
yatim.?!® Tentu perbedaan tersebut berdampak terhadap pemahaman konteks
universal ayat tersebut. Sebab, tafsiran kontemporer memahaminya bukan
sebagai ayat poligami, tetapl ayat mengenai keadilan. 217

Maksud kalimat Q—U} uh; 5 adalah dua atau tiga atau empat.
Secara kalkulasi, jumlah tersebut dipahami Hasan Khan , menjadi sembilan.
Menurutnya, penafsir yang memiliki pandangan demikian adalah orang yang
tidak paham bahasa Arab. Menurutnya, batasan jumlah tersebut, itu membuat
menikah lebih dari empat wanita menjadi haram. Melalui jumlah dua, tiga,

214 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 11-13.

215 Hasan Khan, Fath al-Bayan i Maqgasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 14.

216 I jhat, misalnya, Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, 7af3ir al-Fakhr al-Razi al-
Moushtahir bi al-TafSir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hal.
178.

217 Amina Wadud, Quran and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman'’s
Perspective, New York: Oxford University Press, 1999, hal. §3.
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atau empat, seseorang dapat memilih opsi. Namun, ayat |35 Y e—h Sl
a3, dipilih menjadi opsi terakhir. Kendati k#Aitabnya untuk semuanya,
namun di dalamnya terdapat pesan interpersonal.

Syarat adil adalah mengenai pembagian waktu, nafkah, dan
sebagainya yang sejenis. Bila tidak mampu, cukup menikah dengan satu
wanita saja. Bagi yang dikhawatirkan tidak bertindak adil, maka tidak boleh
menikah dengan lebih dari satu wanita. Boleh menikahi wanita lebih dari
satu, tetapi wanita kedua dan seterusnya adalah budak (selir), sebab hak
mereka tidak sama seperti istri, dan tidak dituntut bersikap adil layaknya
terhadap istri. Ini yang dijelaskan Hasan Khan dalam menafsirkan ayat & 3
eS.\Lu\ RSPy

\ Ibn al ‘Arabi (1165-1240 M) mengklasifikasi Ub&-’ dalam ayat ‘Jb
isad W1 menjadi lima makna. Ibn ‘Afiyah, al-Razi, Talhah, Qatadah,
al-Dahhak, Ibn Mundhir, Ibn Hibban, bahkan Ibn ‘Abbas memiliki
pandangan tersendiri tentang makna bbu Hasan Khan tidak memberikan
komentar pribadi tentang makna kata tersebut. la hanya mengurai keterangan
mengani perbedaan ulama dalam pemaknaannya. Sementara itu, ayat ke-4,
sl ‘J—*‘; khitabnya tertuju kepada suami menyangkut perannya atas

wanita. Bentuk plural dari kata u@—mm adalah saduqah, artinya maskawin.

Sedangkan kata e dibagi menjadi dua makna, dan ini dijelaskan
Hasan Khan ; khitabnya tertuju kepada suami dan wali yatim. Ayat tersebut
menyerukan kepada suami: “Berikanlah mahar kepada wanita yang engkau
nikahi secara tunai atau hutang, karena itu wajib bagimu dan baik bagi
dirimu.” Selain itu, seolah ayat itu menyatakan kepada wali: “Berikanlah
mahar yang engkau hutangi kepada wanita kerabatmu.” Ini merupakan
bentuk penegasan, sebab dalam tradisi Jahiliah, tindakan mengambil mahar
menjadi sesuatu yang lazim dilakukan dan hak-hak mereka tidak diberikan.
Demikian penjelasan Hasan Khan , yang diadopsinya dari Abu Salih dan al-
Kalbi.?!8

Dalam ayat ke-5, terkait penafsiran Hasan Khan , yang penulis
adopsi, bahwa Allah Swt lagi-lagi menegaskan tentang harta yatim:

”Yﬁesibbs;

Hasan Khan menjelaskan, kata sleald, orang yang suka berbuat
mubazir; lelaki, wanita, dan yatim. Ini adalah kilas balik atas perintah
memberikan harta yatim dalam ayat ke-2. Maksudnya, Allah melarang
pengembalian harta kepada mereka bila masih dianggap safih (tidak pandang

218 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqgasid al-Qur’an, juz 3, hal. 16-21.
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mengelola harta secara proporsional). la mengadopsi pandangan ulama
ketika memaknai ¢&ald). Menurut Said ibn Jubayr (665-714), mereka adalah
yatim yang tidak boleh diberikan hartanya. Sebab, menurut Malik, mereka
masih anak kecil belum mampu mengelola harta dan akhirnya harta itu habis
tidak tersisa. Sementara menurut Mujahid, mereka dimaknai sebagai wanita.
Ayat Wi 2& Al Jax o) maknanya adalah harta yang dijadikan

Allah sebagai sumber penghidupan. Sedangkan kalimat &2 a‘UﬂJJU,
maknanya adalah perintah agar harta tersebut dijadikan sebagai pemenuhan
kebutuhan keseharian, dalam hal ini memberikan nafkah kepada mereka
melalui harta yang mereka sendiri belum mampu mengelolanya sendiri.
Tidak hanya menafkahi, Dia juga menyuruh uqtuk memenuhi kebutuhan
sandang mereka, sebagaimana dalam ayat éiji»i\j. Ayat tersebut menjadi
argumentasi kebolehan mencegah mereka menggunakan sendiri hartanya.

Hasan Khan , menjelaskan dengan mengutip pendapat Abu Hanifah,
bila sudah balig dan akal mereka sempurna, maka larangan mengelola harta
tersebut gugur. Kemudian Allah menutup dengan ayat ke-5, Y5 eeJ \;3)53
LUJM yang maksudnya adalah melakukan interaksi dengan baik. Kendati
mereka dianggap sufaha’ oleh al-Qur’an, tetapi wali harus tetap berinteraksi
dengan baik dan tidak memutuskan silaturahmi dengan mereka. Sebab itu,
ayat tersebut menyimpan pesan eksplisit, bahwa seseorang akan dibimbing
untuk mempraktikkan etika luhur (Ausn al-khuluq) kepada keluarga, anak,
atau yatim.?t°

Perlu diingat, seseorang tidak diperkenankan mencampuradukkan
hartanya dengan harta yatim. Yang dituntut bagi seseorang adalah
mengembalikannya. Bila mereka belum mampu mengelolanya, maka tugas
seseorang adalah membelanjakannya sesuai kebutuhan mereka.

Bila tafsir salaf ditelusuri, bakal ada kesamaan. Misalnya, tafsir al-
Tabari, sebagai representasi b/ al-ma’thur (tafsir normatif) generasi
pertama, ada kesamaan dengan tafsir Hasan Khan , yakni ketika al-Tabari,
menafsirkan ayat <ol ¢aall 1B Y35 dengan makna larangan
mencampurkan harta halal dengan haram, atau perintah untuk tidak bersikap
terburuburu, dan menyuruh untuk sabar menunggu harta yang halal dari
Allah dengan tidak menggantinya dengan harta yatim.??°

Di luar tafsir al-Tabari, juga dapat ditelusuri ke dalam tafsir Hasan
Khan dan a/-Tafsir al-Kabir karya Fakhr al-Din al-Razi, yang mengarah
rasionalistik (b7 al-ra’y). Contoh, terkait penafsiran ayat ke-2, RSERNE

30 5] i 2411351, Hasan Khan merujuk kepada pendapat paling kuat (raif)

219 Hasan Khan, Fath al-Bayan 17 Maqgasid al-Qur’an, juz 3, hal. 23-25.
220 Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an,
Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t., cet. ke-2, juz 7, hal. 525-26.
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dari pendapat al-Razi, yang dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah
larangan mencampuradukan harta seseorang dengan harta yatim, sehingga
batasan antara kedua harta tersebut menjadi tidak jelas.

Pendapat penulis, melalui tafsir salaf, akan didapati sejumlah
kesamaan dan ini lazim terjadi. Penjelasan penulis ini sejalan dengan
pendapat Nur Kholis, penafsiran klasik bisa jadi sekadar studi pengulangan
(gira’ah mutakarrirah) ketimbang studi produktif (gira’ah muntijah). Tafsir
telah diyakini sebagai proses akhir dalam memaknai firman-Nya, dan bukan
sebagai proses yang berkelanjutan lantaran relativitas produk penafsiran
yang dimilikinya.??!

Hasan Khan , melalui surat al-Nisa’/4: 1-5 di atas, mengambil
instinbat hukum terkait yatim dan segala hal yang bertalian dengannya,
secara kronologis, tidak secara tematis, sehingga studinya tidak spesifik dan
detail, kendati kandungannya dapat ditangkap. Awalnya, la menjelaskan
penciptaan manusia, sebagaimana dalam ayat satu. la mengurai tentang
penciptaan Hawa, sebagai titik dasar konsep keadilan dengan diawali
pernyataan ekualitas manusia; lelaki atau dan wanita bersumber dari satu
jiwa atau yang disebut dengan nafs. Tawaran konsep keadilan tersebut
menjadi menarik.

Pasalnya, pesan yang ditangkap Hasan Khan tidak menanggalkan
rujukan literatur salaf, sebab tafsirnya banyak didominasi riwayat ketimbang
rasionalisasi penafsir. Kemudian pesan yang ditangkap Hasan Khan
selanjutnya adalah mengenai sistem saling menguntungkan dan memberikan
manfaat antara kedua jenis ciptaan tersebut. Untuk itu, Allah Swt menyuruh
manusia agar menjaga keharmonisan berbasis sikap takwa kepada-Nya.
Pesan tersebut dikonstruksi Hasan Khan melalui penafsiran terhadap ayat
pertama.

Berdasarkan penjelasan Hasan Khan , ayat kedua adalah inti
pemblcaraan yaitu tentang keadilan kepada yatim. Khitab yang ada dalam
kata ! )—’\ 3, yang merujuk pada kata w\.ﬂ\ dalam ayat pertama adalah
diperuntukkan bagi wakil (a/-wall) dan pelaksana wasiat (al-awsiya’).
Menurutnya, keadilan diperuntukkan terhadap keduanya, karena saat itu
eksploitasi atas wanita dan yatim dianggap tindakan legal. Al-Qur’an
mengingatkan untuk bertindak adil dan tidak melakukan kesewenangan atas
harta mereka.

. Larangan keras yang dibalut dengan irama persuasif, melalui kalimat
ol &—\-\-bj\ dimaknai Hasan Khan sebagai ‘halal’ dan ‘haram’. Ini

21 M. Nur Kholis Setiawan, “Al-Qur’an dalam Kesarjanaan Klasik dan
Kontemporer; Keniscayaan Geisteswissenschaften,” dalam Jurnal Studi al-Qur’an, Vol. 1,
No. 1, Tahun 2006, hal. 80.
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berarti bahwa, separuhnya saja tidak boleh apalagi mencampuradukkan harta
tersebut, sehingga dianggap sebagai dosa besar.

Konsep keadilan dari perspektif Hasan Khan terkait ayat ketiga,
yaitu solusi al-Qur’an terhadap tendensi kealpaan keadilan tersebut dalam
kehidupan poligami. Sesuai spirit ayat, Hasan Khan  memfokuskan
bahasannya terhadap keadilan semata, tidak kepada poligaminya. Hal ini
menemukan kaitannya ketika melihat anjuran untuk beristri satu saja
manakala wali atau seorang suami tidak mampu mewujudkan keadilan dalam
bahtera perkawinannya itu. Melalui penafsirannya atas ayat satu sampai ayat
lima, ia ingin menarasikan keadilan demi terciptanya kerukunan silaturahmi,
dalam hal ini kerukunan antar keluarga.

Terkait wanita (al-nisa’) dan yatim (a/-yatama) sebagai starting point
untuk ke arah keadilan. Keduanya tak lebih sekadar sampel suatu kasus,
sebab posisi keadilan akan sulit ketika berada di antara harta dan kasta. Harta
berpotensi menyebabkan sikap lalai yang pada akhirnya tidak berlaku adil.
Begitu juga dengan kasta. Untuk itu, kata ‘wali’ merupakan wujud metaforis
dari suatu ‘kasta luhur’.

Sementara yatim merupakan wujud metaforis dari ‘kasta bawah’.
Rentan memang ketika terjadi eksploitasi finansial dan ini merupakan bentuk
respons masyarakat, ditambah situasi ketika ayat itu turun, ketimpangan
yang seperti itu dianggap lazim. Atas dasar itulah Hasan Khan
mempromosikan secara tegas, keadilan mesti ditegakkan bagi semua pihak,
tanpa melihat perbedaan harta dan kasta. Menurutnya, kerukunan dan
silaturahmi sebagai perwujudan dari implementasi akhlak yang luhur yang
diajarkan al-Qur’an.??

Demikian inti dari kelima ayat dalam perspektif Hasan Khan , yang
ia uraikan secara analitis (zahl/ili), tidak dengan tematik (mawdu 7). Maka itu,
magqgasidhya pun terekspresikan secara implisit, sehingga magasid dalam
surat al-Nisa’/4: 1-5, berbicara terkait keadilan bagi yatim dan keharmonisan
rumah tangga. Selain itu, ayat di atas sebenarnya mengajarkan husn al-
khulug kepada manusia. Sementara dalam pandangan ‘Abd al-Karim
Hamidi, ayat di atas memuat dua magqgasid; maslahat kolektif (al-salah al-
ijtima’7) dan maslahat universal (a/l-salah al-‘alami).**?
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222 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Magasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 25.
223 Selengkapnya lihat, ‘Abd al-Karim Hamidi, Maqgasid al-Qur’an min Tashri® al-
Ahkam, cet. ke-1, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008, hal. 255, 269, dan 541.
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Ayat kedua dan ketiga dalam perspektif Hasan Khan sebagai bentuk

narasi keadilan bagi yatim,??* dan bila dalam perspektif Hamidi masuk ke
dalam bentuk upaya mendapatkan kemaslahatan universal (al-salah al-
‘alami) % Sementara ayat keempa, e &1 il (IR Ggiiia AN 1 i
e a5 38 L& 4 ¢(s%, dalam pandangan Hasan Khan sebagai bentuk
narasi keharmonisan rumah tangga,??¢ atau jika meminjam istilah Hamidji,
sebagai kemaslahatan keluarga (al-islah al-‘a’ili) dan sekaligus sebagai
kemaslahatan kolektif (al-salah al-ijtima‘7).*?” Ayat kelima, masuk ke dalam
kategori al-salah al-ijtima ‘i, karena makna Ausn al-khulug oleh Hasan Khan
dipahami sebagai usaha untuk kemaslahatan kolektif terhadap yatim.

Hakikat magasid al-Qur’an dalam penjelasan Hasan Khan, sama
dengan magqasid dalam pandangan ahli tafsir abad pertengahan, yang oleh
al-Juwayni, diistilahkan dengan keniscayaan umum (a/-hajat al-‘ammabh),
yakni magasid memiliki bertujuan untuk melakukan penjagaan; akidah, akal,
jiwa, aurat, dan harta. Surah al-Nisa’ ayat 5, dijelaskan Hasan Khan, jika
ditarik maqasid-nya, merupakan tuntunan terkait tindakan mulia (husn al-
khulug). Ini sama dengan persepsi ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, terhadap
magqasid, yang menurutnya dianggap sebagai filosofi hukum (al-hikmah min
wara’ al-ahkam).?*® Namun kesamaannya terletak pada konstruksi ontologis
semata, karena sudut pandang magasid Hasan Khan dalam konteks yang
lebih luas, dan tidak selalu dalam konteks magasid ayat-ayat hukum atau
yang populer dengan sebutan magqasid al-shari ‘ah.**®

224 Hasan Khan mengatakan, “Perkiraan makna yang paling dekat ialah ayat
tersebut berbicara perihal keadilan untuk para yatim.” Lihat, Hasan Khan, Fath al-Bayan 7
Magqasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 15.

225 K eadilan menurut Hamidi, sebagai satu di antara lima kemaslahatan universal.
Silakan lihat, Hamidi, Magasid al-Qur’an min Tashri‘ al-Ahkam..., hal. 511 dan 541.

226 Hasan Khan mengatakan, “Makna ayat tersebut ialah hak para suami terhadap
wanita yang dinikahinya, juga untuk para wali dari mempelai wanita untuk juga membayar
mahar yang dihutangnya. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban memberi mahar kepada
seorang istri.” Lihat, Hasan Khan, Fath al-Bayan fi Magasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 21.

227 Hamidi, Maqgasidal-Qur’4n min Tashri‘ al-Ahkam.. ., hal. 254 dan 275.

2?8 Jasser Auda, Maqasidal-Shari‘ah Dalil Ii al-Mubtadiin, cet. ke-1, Washington:
Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2011, hal. 46-9.

229 Magasidal-shari ‘ah berisi inti hukum yang menjadi tujuan shari’ Sementara
magqasid al-Qur’an berisi cara pandang universal terhadap ketentuan al-Qur’an. Memahami
magqasid al-Qur’an lebih mendahulukan uraian maqasid al-shari‘ah, di luar ayat hukum.
Lihat, Wafa’ bint Dakhil Allah ibn ‘Abid_al-Khitébi, “Magasid al-Qur’an al- ‘Ammah,”
dalam Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi (ed.), Al-Wahy wa al-‘Ulum fi al-Qarn al-
Wahid wa al- “Ishrin, cet. ke-1, Malaysia: [IUM Press, 2011, hal. 211.
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Perbedaannya dengan magqasid al-Qur’an Hasan Khan tidak kentara,
sebab Hasan Khan menelisiknya secara analitis. la tampak seperti mengulas
magqasid al-shari‘ah, padahal bukan. Yang menjadi titik tekan Hasan Khan
adalah magqasid al-Qur’an, makna-makna esensial dari al-Qur’an, meskipun
tampak atomistis. Atau, secara ontologis, magqgasid al-Qur’an menurut Hasan
Khan terklasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu tafsir sebagai proses final,
magqasid sebagai makna autentik, dan riwayat sebagai kunci maqasid.

Epistemologi 7afsir Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an Untuk
mencapai aspek ontologis makna al-Qur’an, Hasan Khan memerlukan
seperangkat metodologi yang menjadi titik tolak dirinya mencapai magasid
itu. Suatu hakikat hanya dapat terkuak jika cara menempuhnya dilakukan
secara sistematis dan tepat. Karena itu, standar kebenaran pun ditentukan
oleh cara atau langkah yang metodis juga. Misalnya, penafsiran Hasan Khan
terhadap lima ayat dalam Surat al-Nisa’/4 di atas, yang berada di atas jalur
metodologis yang dibuatnya.

Pertanyaan dasar epitemologis dijadikan Hasan Khan sebagai muara
kemunculan dua aliran besar. Pertama, aliran tentang manusia itu dapat
mengetahui atau disebut sebagai aliran 7‘tigadiyun. Kedua, aliran tentang
meragukan kemungkinan manusia bisa mengetahui, dan ini dikenal dengan
aliran keraguan (shakk). Epistemologi aliran 7‘tigadiyun tadi berkeyakinan
tentang adanya kebenaran yang diperoleh indra dan akal, yang memunculkan
epistemologi rasional dan epistemologi empiris.

Sedangkan epitemologi keraguan tadi terbagi kepada empat macam;
epistemologi  keraguan mutlak, epistemologi keraguan mugallidah,
epistemologi keraguan 7mani, dan epistemologi keraguan metodologis.?®
Misalnya, dalam tafsiran terhadap kelima ayat surah al-Nisa’/4 tersebut,
terdapat kehati-hatian Hasan Khan dalam menukil pandangan penafsir salaf,
seperti penyaringan terhadap kisah israiliat dan riwayat yang sanadnya tidak
dijelas tidak digunakan. Pengambilan riwayat dari 1bn ‘Abbas, Qatadah, al-
Razi, dan mufasir lainnya merefleksikan epistemologi Hasan Khéan dalam
mencari magqasid al-Qur’an.

Klasifikasi yang digunakan Aksin Wijaya, Hasan Khan termasuk
pihak yang menggunakan aliran epistemologi keraguan mugqallidah yang
berbasis kepada keyakinan, yaitu pemilik otoritas dalam memperoleh
kebenaran adalah ‘orang-orang tertentu’. Namun, bukan disebabkan ia
maksum, tetapi riwayatnya yang kredibel, artinya tersambung sampai nabi
Muhammad Saw dan bebas dari israiliat. Adapun bila menggunakan nalar
epistemologis ‘Abid al-Jabiri, tafsir Hasan Khan menggunakan
epistemologi bayani. Tafsir tersebut tidak berupaya mendapatkan kebenaran

230 Aksin Wijaya, Nalar Kritis Epistemologi Islam, cet. ke-2, Yogyakarta: Teras,
2013, hal. 28-34.
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yang berlandaskan kepada intuisi atau pun nalar kritis, tetapi kepada aspek
linguistik, dan ini yang paling melekat pada diri Hasan Khan .

Dalam penafsiran ayat, Hasan Khan menggunakan epistemologi
bayanP?'. Aspek gramatika ayat menjadi titik tekannya, karena penafsiran
ayat perkata, penelusuran secara teologis, atau pengutipan pandangan ahli
tafsir sebelumnya sebagai referensi otoritatif. Hasan Khan menafsirkan kata

ebﬂ\ ayat dalam = Y13 4 Gl kata ) sk dalam ayat )il i
<l kata s dalam ayat 381 G L 138506, kata 4133 di ayat keempat, dan
kata Lus dalam ayat merupakan bentuk nyata aspek gramatikal yang

menjadi ,,)353 i 434232 perhatian Hasan Khan. Di samping itu, aspek
hukum juga menjadi integral dari usaha Hasan Khan memperoleh magasid.
Sebagaimana ia menafsirkan haramnya memiliki istri lebih dari empat,
dengan mengutip al-Shafii dan Abu Hanifah dalam ayat kelima.?
Epistemologi bayani gaya Hasan Khan  juga dapat dilihat ketika
menafsirkan relasi horizontal (4abl min al-nds), di mana ia mengadopsi
pandangan Abu Musa al-Ash‘ari.?3*

Epistemologi bayani Hasan Khan ini merupakan sesuatu yang
lumrah, karena secara periodik ketika itu dua epistemologi lainnya, ‘irfani
dan burhani belum tersebar. Meskipun ia semasa dengan pelopor
pembaharuan Islam di India, seperti Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) dan
Muhammad Igbal (w. 1938), tetapi ia mengabdikan karir intelektualnya
dengan tetap loyal kepada tradisi daripada kepada modernitas. Artinya,
ketimbang mencari kompatibilitas Islam dan modernitas Eropa di bawah
kungkungan kolonialisme Inggris saat itu, ia lebih mengutamakan
pertahanan diri untuk menjadi seorang tradisionalis.

Sebagai konsekuensi, paradigma epistemologisnya tidak menyentuh
rasionalitas Eropa, dan tetap konsisten terhadap tradisi yang ada di India,
yakni tradisi salaf. Kendati begitu, ada jalinan benang merah dari munculnya
dua epistemologi tersebut, yakni sebagai bentuk sikap responsif atas
kolonialisme. Hanya saja respons yang dilakukannya terletak dalam lingkup
yang berbeda. Epistemologi bayani begitu reaktif dalam bentuk

231 Nalar bayani Hasan Khan, bahkan merambah kepada diskursus kebahasaan.
Misalnya, dalam karyanya, al-Bulghah fi Usul al-Lughah, Luff al-Qamath, Al-‘llm al-
Khifag min ‘llm al-Isqaq. Ketiganya diulas lengkap dalam artikel Abd al-Majid Nadim,
Siddiq Hasan Khan al-Qannuji wa Juhuduh al-Lughawiyah, Lahore: University of Punjab,
t.t., hal. 38-53.

232 Masing-masing lihat Hasan Khan, Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an, juz 3,
hal. 10, 15, 21, dan 22.

233 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqasid al-Qur’an, juz 3..., hal. 16, 17, 19, dan
25.

234 Hasan Khan, Fath al-Bayan 11 Maqgasid al-Qur’anjuz 3..., hal. 11 dan 23.
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konfrontatif. Dalam konteks Hasan Khan , dapat dicermati ketika gelar
kehormatan yang diterimanya dari Inggris dicabut, kendati ia mendapatkan
kembali. Sementara itu, epistemologi burhaninya, berupaya menanggapi
dengan cara melakukan kompromi terhadap modernitas dan pembaharuan.?*®

Pemaparan al-Dulaymi tampak jelas, terkait usaha Hasan Khan
menelusuri makna substansial al-Qur’an (maqasid al-qur’an). Menurut al-
Dulaymi. Penjelasan ini dapat dilihat pada orientasi metodis Hasan Khan
yang digunakannya ketika menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-
Qur’an dengan hadis, al-Qur’an dengan perkataan sahabat-tabiin,
menafsirkan al-Qur’an secara linguistik dan secara nalar,”® kendati yang
disebut terakhir merupakan nalar deduktif. Semuanya dapat ditelusuri dalam
penafsirannya terhadap Surat al-Nisa’/4: 1-5 di atas.

Kemurnian penafsiran menurut Hasan Khan  dapat dijadikan
landasan metodologis guna memperoleh makna autentik. Lepas dari
subjektivitas menjadi semacam manhaj baginya, sehingga ia berupaya
menyelami bagian terinti dari al-Qur’an itu sendiri. Karena itu, dalam hal
yang demikian, tampak ada semacam keterbelengguan metodis, namun perlu
dipahami, semua itu tidak terpisah dari epistemologi yang Hasan Khan
gunakan, yakni epistemologi bayani. Dari situ, atau dari analisis yang
dilakukan Dulaymi, ada isyarat bahwa yang dilakukan Hasan Khan dalam
mendapatkan magqasid al-Qur’an secara normatif dan tidak secara kritis atas
realitas. Makna dianggap otoritatif ketika valid riwayatnya, dan bukan
disebabkan faktor eksternal, misalnya sampai sejauh mana al-Qur’an bisa
mengatasi atau menjawab tantangan realitas yang ada.

Epistemologi yang dipakai Hasan Khan dalam mendapatkan
magqasid al-Qur’an padat dengan epistemologi bayani. Sekalipun metode
yang digunakannya tergolong konvensional, namun tidak sektarian,
sebagaimana tafsir di abad pertengahan dengan tren tertentu. Pernyataan
bahwa penafsiran itu merupakan bentuk respons atas realita memang benar,
namun realita yang disebutkan tadi tidak melulu seputar problem kehidupan.
[lustrasinya seperti ini, bila realita digambarkan bak musuh, maka respons
terhadapnya tidak selalu dalam bentuk perlawanan terhadap pihak eksternal,
namun tidak bisa dipungkiri juga respons atas internal sebagai bentuk
pembentengan diri.

Begitulah posisi penafsiran Hasan Khan, di mana ia tidak
berkepentingan terhadap sektarian tertentu agar suatu ideologi terafirmasi
olehnya. Uniknya lagi, responsnya juga bukan merespons atas problematika

25 Tauseef Ahmad Parray, “Islamic Modernist and Reformist Thought: A Study of
the Contribution of Sir Sayyid and Muhammad Igbal,” World Journal of Islamic History
and Civilization, Vol. 1, No. 2, Tahun 2011, hal. 79-80.

236 Dulaymi, Siddiq Hasan Khan al-Qannuji; Juhuduh f7 Tafsirih..., hal. 133-34.
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realita spesifik yang membuatnya membutuhkan sejumlah piranti metodis
modern. Yang dilakukannya adalah merevitalisasi nilai keislaman dengan
landasan yang telah ditanamkan al-Qur’an. Meskipun pengambilan makna,
selalu berhubungan dengan teori-teori penafsiran. Hal ini sebagaimana
diungkapkan Ahmad Taufik,>®’ yang menurutnya, penarikan makna
substansial (magasid al-Qur’an) Hasan Khan , bertolak juga kepada teori
tafsir konvensional, tidak teori hermeutika modern. Karena itu, perangkat
metodologi dan espitemologinya begitu sederhana.

Hasan Khan hidup pada abad XX. Artinya ia hidup di masa modern.
Sementara periode perkembangan tafsir mendudukkan abad XVIII sebagai
abad modern yang ditandai kemunculan, Sayyid Ah}mad Khan sebagai
tokoh pembaharu.?®® Secara epistem, Hasan Khan dianggap penafsir modern
yang menggunakan epistemologi bdayani. Jika melihat kepada penjelasan ini,
tampak ada perbedaan antara masa kedua tokoh tersebut yang menyebabkan
perbedaan metode yang digunakan sebagai pisau analisis. Dalam hal ini,
yang menjadi sorotan adalah Hasan Khan , bahwa ia menggunakan metode
epistemologi sebagai basis penafsirannya.

Kendati antara masa dan metode yang digunakan terkadang tidak
juga menentukan hasil dari tafsiran suatu tokoh. Namun yang perlu menjadi
catatan di sini adalah bahwa sebenarnya masa dapat menentukan munculnya
suatu epistemologi dengan kompleksitas realita yang berjalan sesuai
dinamikanya, sehingga ini menjadi dinamika epistemologi itu sendiri. Tidak
disangkal, histori perjalanan nalar bayani menjadi burhani, berhubungan kuat
dengan kompleksitas kehidupan, sehingga tanpa keduanya, dinamika
epistemologi menjadi sesuatu mustahil.

Dalam pandangan, Hasan Khan , kausalitas masa penafsir dengan
bangunan epistemologinya pada gilirannya menjadi penentu konsep maqasid
al-Qur’an. Dalam surat al-Nisa’/4: 1-5, tampak ia menjelaskan maqasid
menggunakan epistemologi bayani, namun dalam kesempatan yang sama, ia
berada di era modern. Dampak dari konsep maqasid al-qur’an Hasan Khan
dan menjadi sesuatu yang tak kurang penting setelah aspek ontologi dan
epistemologi adalah aspek aksiologisnya.?*®

7 Ahmad Taufik, “Hubungan Antarumat Beragama (Studi Kritis Metodologi
Penafsiran Tekstual),” Journal of Qur’an and Hadits Studies, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014,
hal. 145.

238 Abdul Mustaqim, Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur’an; Studi Aliran-aliran Tafsir
dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer, cet. ke-2, Yogyakarta: Idea
Press, 2016, hal. 147.  Syukron  Affani, Tafsir  al-Qur’an  dalam
Sejarah Perkembangannya, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 9-10.

239 Muhammad Noor Syam dalam Tri Suminar, “Tinjauan Filsafati (Ontologi-
Epistemologi-Aksiologi) Manajemen Pembelajaran  Berbasis Teori  Sibernetik,”
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Kata aksiologi secara etimologi, dari bahasa Yunani, axios, yang
artinya nilai. Sedangkan kata logos, berarti teori. Aksiologi sebagai teori
nilai atau kegunaan pengetahuan yang didapatkan dan dibagi menjadi tiga
unsur; tindakan moral memunculkan etika (moral conduct), ekspresi estetika
(esthetic expression), dan kehidupan sosial dan politik (sosio-political
life).240 Makna nilai tersebut adalah nilai kegunaan, dampak konstruksi
pemikiran tersebut, dan hakikat nilai. Karena magasid al-Qur’an, bahkan
segenap  diskursus ilmu al-Qur’an, selalu berkembang dengan
kompleksitasnya, dan nilai selalu dinamis di dalamnya. Masing-masing
pemikiran mempunyai nilai sendiri, yang dapat dianalisis guna
memproyeksikan aspek dinamis dari pemikiran tersebut, dan ini yang
diimplementasikan dalam konsep magasid al-Qur’an dari tafsir Hasan Khan.

Perhatian aksiologi adalah segala hal yang terkait baik-buruk, benar-
salah, dan cara (means)-sasaran (objective). Terkait pembagiannya, itu sama
dengan tiga poin di atas. Dalam aksiologi, cara kerjanya itu meliputi teori
nilai intuitif, rasional, alamiah, dan emotif. Melalui teori-teori tadi, nilai
masuk ke dalam problema objektif atau subjektif, absolut atau abadi, etika,
dan estetika.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sisi kegunaannya adalah
menjadi himpunan sejumlah teori, pandangan hidup, dan metodologi.?*
Nilai juga digunakan sebagai verba atau kata kerja dalam ekspresi; yaitu
menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai sejajar dengan mengevaluasi,
maksudnya sama-sama memiliki fungsi menilai suatu tindakan. Pada
penjelasan yang berbeda, Dewey, membedakan ‘menilai’ menjadi dua; yaitu
menghargai dan mengevaluasi.?*? Sebab itu, aspek aksiologis mengupas nilai
konsep magqasid al-Qur’an Hasan Khan dan mengupas ruang lingkup teori
nilai di dalamnya, termasuk yang bersifat intuitif, ilmiah, dan bersifat
objektif dan subjektif, yang dalam artian mengapresiasi maupun
mengevaluasi.

Surat al-Nisa’/4: 1-5, secara aksiologis mungkin dianggap sederhana
untuk dianalisis, namun bangunan ontologis dan epistemologisnya telah
dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Dari situ, dapat diketahui mengenai
pendekatan Hasan Khan dalam menafsirkan al-Qur’an tampak begitu kental
normatifnya. Otoritas riwayat sebagai basis penafsiran, rasionalitas yang

journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/download/961/898, (06 Februari 2021),
hal. 4.

249 Aceng Rahmat, Conny Semiawan, dkk, Filsafat I[lmu Lanjutan, cet. ke-1, Jakarta:
Kencana, 2011, hal. 154-55.

241 Rudy Haryanto, “Review  Filsafat Ilmu; Dasar  Aksiologi,”
https://www.researchgate.net/publication/324600874, (diakses pada 16 Februari 2021), hal.
3-6.

242 Rahmat, Conny Semiawan, dkk, Filsatat llmu Lanjutan..., hal. 155-56.
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teralienasi oleh pengarusutamaan tafsir, purifikasi tafsir untuk mendapatkan
maqasid yang dianggap original, dan metode analisis (zaAlili), berimplikasi
secara signifikan terhadap diskursus magasid al-qur’an. Sebab itu, penulis
membuat tiga Klasifikasi sebagai dimiensi implikatif atas konsep magqasid al-
qur’an yang dilakukan Hasan Khan ; dekonstruksi relativitas, rigiditas tafsir,
dan atomistisasi magasid al-qur’an.

D. Kritik Terhadap Tafsir Magqasidi

Beberapa kritikus teori magasid al-shari‘ah berkomentar negatif
mengenai perkembangan teori ini. Isi kritiknya adalah tuduhan bahwa ijtihad
yang merupakan bentuk penafsiran berbasis magqasid al-shari‘ah merupakan
bentuk pelecehan terhadap agama, sebab membuat rumusan terkait aturan
yang memiliki tendensi meremehkan dan berdasarkan hawa nafsu. Stigma
negatif kerap diungkapkan dengan kata “pengumbar maslahat” 24

Masalah tersebut di atas, dapat dijawab dengan mengemukakan dua
kaidah dasar dari pemikir magqgasid al-shari ‘ah. Kaidah pertama, Kullu ma i
al-shari‘ah mu‘allal wa lahu magsuduhu wa maslahatuhu (ketentuan syariat
memiliki ‘7//at, maksud, dan maslahat). Kaidah kedua, /a tagsid illa bi dalil
(penentuan magqasid al-shari‘ah berdasarkan dalil).?** Kedua kaidah itu
memperjelas, sesuatu yang bersandarkan kepada Allah tidak mungkin
disertai sandaran kepada pandangan bebas atau yang disebut dengan al-ra’y
al-mursal dan argumentasi yang dibangun harus bersumber dari acuan
otoritatif.

Memang problem selalu ada, ketika magasid al-shari‘ah tidak disebut
oleh nass secara eksplisit. Untuk itu, perlu ditelusuri melalui metode induksi
(al-istigra’), yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan secara universal
berdasarkan pengambilan dari sejumlah dalil secara parsial. Karenanya,
diperlukan kolektivitas dalil dalam metode tersebut.

Dampak dominonya, kritik kerap mengarah kepada penggunaan nalar
induksi yang dijadikan alat dalam memahami al-Qur’an. Jika mampu
mengakomodasi setiap bagian partikular (al-istigra’ al-‘amm), tentu metode
induksi tidak problem. Yang menjadi problem adalah jika bagian partikular
tidak mampu terakomodasi semuanya (al-istigra’ al-nagis). Semua itu rentan
untuk terjadi, tetapi sejumlah bagian-bagian yang tidak terakomodir
dianggap terwakili oleh bagian-bagian yang yang diinduksi tadi. Penjelasan
ini yang dianut sejumlah penganut metode induksi.?*

243 Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur”..., hal. 264.

244 Al-Raysunt, al-Fikr al-Magasidi: Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu. . ., hal. 59-60.

245 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-
Istigra’ al-Ma’nawi asy-Syathibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 23.
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Persoalan lain terkait penggunaan metode induksi yaitu ketika terjadi
pertentangan antara nilai-nilai universal sebagai hasil metode induksi dan
ketentuan parsial eksplisit, maka berdasarkan uraian al-Shatibi, yang
diadopsi Duski Ibrahim, guna mengatasi persoalan ini adalah melakukan
kompromi antara keduanya. Dengan kata lain, aturan parsial tadi mesti
dipahami sebagai konsistensi al-Qur’an dalam rangka memelihara nilai-nilai
universal.?*® Terlepas kritikan di atas, harus diakui, ada kekurangan dalam
tafsir magqasidi, yakni terkait implementasi yang terbatas pada penelusuran
atas aturan hukum vyang bersifat pragmatis, yang pada gilirannya
menyebabkan terjadinya persinggungan dengan ilmu fikih.

246 Al-Shatibi, al-Muwafagat, 3..., hal. 6-7.
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BABIV
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN FIKIH

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak keperdataan
biasa, namun memuat dimensi nilai ibadah. Al-Qur’an menjelaskan jalinan
antara suami isteri itu merupakan ikatan paling suci dan kukuh.

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

Allah Swt menyebut hubungan perjanjian suami-istri dengan sebutan
Usle Wl (perjanjian kukuh).! Taat kepada perintah Allah adalah bentuk
ibadah. Perempuan yang menjadi istri merupakan amanat-Nya yang harus
diperlakukan dengan baik, yang melalui proses akad nikah, sebagaimana
sabda nabi Muhammad Saw:

FtERT Py \me‘m\d S du&u}nm@}gu;
a\jJ)m\msJ[)g;}ﬁg@\jmuuu&z S K06 L3 e

(plse

! Lihat Q.S. al-Nisa’/4: 21. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011, hal.105.
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Dari jabir pada waktu khutbah wad’a dia berka : rasulullah saw bersabda :
Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu
mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan
kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai
perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.
Sunnah Allah, berarti: menurut gudrat dan iradat Allah dalam penciptaan
alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah
ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.’
Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi
Muhammad Saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik
maka mereka harus menikah seperti yang diungkapkan sebuah hadis.

G AR Sl adle 4l Lia i 0505 W 08 06 Al 22 Ge
VJ (R C)sﬂ um;\} ).f.a.\ﬂ uac\ 4.1\3 ocj;\.d? o;\.d\ ?SJ.A &%\

(Mlcdsu)chjﬂd e}:&bwtla.mu
Dari Abbdulah bin Mas’ud ra dari Nabi Mubammad saw bersabda : Hai
sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah,

maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih
memelihara farj (kemaluan).”™

Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan, masing-masing dipandang separuh dari hakikat yang satu.
Masing-masing dianggap sebagai zawj (pasangan) bagi yang lain. Walaupun
tetap dipandang sebagai pribadi yang utuh, namun dengan perkawinan,
masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah
sebabnya suami disebut sebagai zawj dan istri juga dikatakan zawj, yang
memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang
lainnya, dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasanganya.
Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan

2 Sahih Ibn Huzaymah, Bab Sifat al-Khutah Yawm al-‘Arafah, Juz 1V, hal. 251,
CD. Room, Maktabah Shamilah.

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada
Media, 2007, Cet. Il, hal. 41.

* Abu al-Husayni Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysburi, Sahih Muslim,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998, Juz 7, hal. 173. Lihat juga, al-Imam al-Hafiz Abi
‘Abd Allah Ibn Isma“il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003, Juz 15,
hal. 498.

> Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam 2, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987, Edisi ke-
2, Cet. |, hal. 238.
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suasana harmonis antara suami dan istri, dan tidak ada dominasi dari
salah satu pasangan.

Keduanya diibaratkan sebagai libas (pakaian), antara suami dan
isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga
sakinah mawaddah wa rahmah di dunia dan di akhirat kelak. Untuk
mewujudkan kelvarga sakinah mawaddah wa rahmah, maka ulama telah
mengintrepretasikan sumber-sumber ajaran Islam baik al-Qur’an maupun
hadis dalam memahami makna atau konsep dan tujuan pernikahan dalam
Islam.

Dalam kamus Lisan al-‘Arab, kata nikah berakar kata -zSu -zS
al<s) diartikan sama dengan z 55.° Akad nikah dinamakan z\S3 dalam al-
Qur’an Allah berfirman: (¥ 1S5 aSie (maka nikahkanlah/kawinkanlah
anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak
diragukan lagi bermakna @ s (perkawinan).”

Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata «bs= <& artinya:
setubuh, z\Si = =ls) artinya: Pernikahan, kawin.® Dalam kamus Bahasa
Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup
sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggar-an terhadap agama.
Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis atau
bersuami atau beristri atau melakukan atau bersetubuh.’

Dalam istilah hukum Islam, ada beberapa pengertian nikah. Ahli
fikih dari kalangan Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

o a1 sl pal e JADN gl Ja (ol 1ALa8 4234 alle bl N
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Suatu akad yang berdampak kepada hak milik untuk bersenang-senang
dengan sengaja. Maksudnya, menghalalkan hubungan lelaki untuk
bersenang-senang dengan wanita yang tidak dilarang dinikahi berdasarkan
syariat dengan sengaja. A0

Ulama dari penganut Shafi‘iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

® Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Kairo: Maktabah al-Tawfiq, t. Th., Juz XIV, hal.
307.

” Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Juz XIV..., hal. 307.

® Atabik Ali dkk, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Y ogyakarta: Multi Karya
Grafika, t. Th., Cet. IX, hal. 1943.

? Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Jakarta: Gramedia, 2013, Edisi IV, Cet. VII; hal. 639 dan 962.

' Wahbah al-Zuhaely, al-Figh al-Islam wa-Adillatuhu, (Beirut: Dar-al-Fikri 1409
H/1989 M), Cet. 111, Juz VII, hal. 29.
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Pernikahan secara bahasa adalah terhimpun dan terkumpul. Perkawinan
pohon dengan pohon berarti saling cenderung dan bercampur satu dengan
lainnya. Sementara secara syariat adalah ikatan yang memuat ketentuan
hukum boleh melakukan hubungan seksual melalui lafal nikah atau lafal
tazwij atau semakna dengan keduanya. o

Pengertian di atas hanya melihat satu sisi, yakni hukum boleh
melakukan hubungan pria dan wanita yang mulanya tidak boleh menjadi
boleh. Perbuatan hukum pasti memiliki tujuan dan dampak atau pengaruh.
Ini yang menjadi perhatian manusia dalam hidupnya, misalnya ketika terjadi
perceraian, itu disebabkan tidak adanya keseimbangan suami dan istri,
sehingga arti perkawinan itu sendiri harus mendapat penegasan arti, yang
tidak hanya sisi bolehnya hubungan seksual, namun juga sisi tujuan dan
dampak hukumnya.

Dalam konteks ini, Muhammad Abu Zahrah, membuat pengertian
lebih luas:

358 (e LagaSlle an 5 g sl g Be yall g Jan Ll (G 3 el o 28y 23
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Akad yang memberikan manfaat hukum bolehnya melakukan hubungan
suami-istri, antara keduanya melakukan tindakan saling menolong dan
memberikan hak kepada pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi
keduanya. ™

Pengertian perkawinan tersebut memuat sejumlah aspek dampak
hukum. Melaksanakan perkawinan berarti mengadakan tindakan yang saling
memiliki hak dan kewajiban, dan memiliki tujuan melakukan hubungan
interaksi yang berlandaskan sikap saling tolong menolong. Oleh karena
perkawinan bagian dari pengamalan ajaran agama, maka memuat tujuan
atau maksud mengharap rida Allah Swt."

! Syaykh Muhammad Sharbini al-Khatib, Mughni. al-Muhtaj, Mesir: Mustafa al-
Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1377 H/1958 M, Juz III, hal. 123.

> Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Shakhshiyah, Beirut: Dar al- Fikri al-
‘Arabi, 1957, hal. 19.

3 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. II, hal.
10.
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Pernikahan sebagai peristiwa hukum, juga mempunyai dampak
hukum; akad nikah, membuat pria dan wanita hidup bersama membentuk
keluarga, atau istilahnya s jall s Ja ) o 3 08all s, Mereka dapat memenuhi
hasrat biologis yang mulanya dilarang agama. Kebutuhan biologis tersebut
bertujuan mendapatkan keturunan. Keduanya juga dapat saling mewarisi.

Melalui akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk
hidup bersama saling tolong menolong gis=i betapapun hebatnya
seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapa pun lemahnya
seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Mereka tidak terhindar dari situasi
yang seperti itu. Karena itu, keberadaan masing-masing mereka saling
menolong untuk melengkapi.

Sikap tolong menolong tersebut yang mesti selalu dikembangkan
dalam tatanan keluarga. Kendati suami masing-masing keduanya
mendapatkan pembagian tugas masing-masing, tetapi keduanya harus
memiliki tanggung jawab untuk sama-sama meringankan agar tercapai
tujuan bersama. Melalui akad nikah, akan muncul hak dan kewajiban
sebagai kapasitas suami istri <lals e 4de Ly Gsis elegSlle aagg)
maksimalisasi masing-masing  pihak, suami  dan  istri, untuk
menjalankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.'

Manakala ketiga dampak hukum tersebut terlaksana dengan normal,
maka keinginan bersama dalam mewujudkan misi pernikahan; keluarga
tentram, keluarga yang penuh cinta dan kasih, dapat diperoleh sesuai yang
diinginkan al-Qur’an.15 Melalui pernikahan, manusia mampu menghadirkan
fitrahnya dengan cara baik dan mendapatkan keturunan, serta wanita tidak
lagi menjadi objek nafsu kaum lelaki. Rumah tangga yang didasari dengan
kelembutan hati wanita dan kasih sayang lelaki, akan menghasilkan
keturunan yang berbobot,'® dan pernikahan inilah yang mendapatkan rida
dari Allah dan yang disyariatkan agama Islam.

Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M), mengemukakan manfaat
pernikahan: 1) Melahirkan generasi yang mengekalkan keturunan dan
memelihara jenis manusia; 2) Memenuhi hasrat biologis. Pernikahan dapat
memelihara diri moral yang rusak dan keburukan lain yang dapat merusak
moral masyarakat. Tanpa pernikahan, kebutuhan biologi akan tersalurkan
dengan cara-cara yang tidak diajarkan agama, akal, dan tata susila; 3)
Mewujudkan kesenangan dan ketenangan dalam diri suami dan istri; 4)
Membangun dan mengelola tatanan rumah tangga berlandaskan kasih dan

" Ahmad Azharuddin Latif dkk, Pengantar Fiqih, Jakarta: Pusat Studi Wanita
(PSW) UIN Jakarta, 2005, hal. 174-175.

15 Lihat Surat al-Rum/30: 21.

'® Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Figih Sunnah, terj. Mohal. Abidun dkk, Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2012, Cet. IV, hal. 194.
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sayang yang dipadukan menjadi satu; 5) Memotivasi untuk mencari rezeki
halal secara sungguh-sungguh.'’

Sejumlah tujuan dan hikmah pernikahan bagi manusia; sarana
penyaluran kebutuhan seksualitas. Kebutuhan seksual merupakan naluri
makhluk. Dorongan kebutuhan seksual ini digambarkan al-Qur’an yang
terdapat dalam kepribadian ‘Umar ibn al-Khattab. Karena di awal
kewajiban puasa, ketika itu masyarakat memiliki keyakinan, makan,
minum, dan berhubungan seksual antara suami dan istri hanya boleh
dilakukan sebelum tidur malam, sehingga jika mereka terlanjur tidur, itu
berarti hubungan seksual tidak lagi diperbolehkan.

Oleh sebab itu, seorang sahabat Ansar, Qays ibn Surmah, setelah
Isya di bulan Ramadan, ia langsung tidur, padahal belum makan dan minum.
Saat bangun, ia melanjutkan puasanya. Keadaan yang sama pernah
dilakukan ‘Umar ibn al-Khattab, suatu ketika ia menggauli istrinya di
malam Ramadhan setelah istrinya tidur. Keadaan yang dilakukan kedua
tokoh tersebut dilaporkan kepada Nabi, maka itu turun Surat al-Baqarah/2:
187.

(,1:_ ;;@queu\”sswu “"Ee&ué\;ﬁj\e\_\mﬂmeﬁd&
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Diba]a]kan bagimu paa’a malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi
Dia menerima tobatmu dan memaatkan kamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan
minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang)
malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikat dalam
masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar
mereka bertakwa.

Al-Sha‘rawi (1911-1998 M), menafsirkan, kalimat takhtanun
anfusakum (tidak mampu menahan nafsumu), mengajarkan bahwa manusia
tidak kuat menahan diri (puasa) sepanjang waktu dari hasrat seksual, dan

7 Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam 2..., hal. 238-239.
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oleh sebab itu diberikan keringanan (rukhsah).'"® Semua ini berarti
pemenuhan hasrat seksual harus tersalurkan sesuai tempatnya. Ini yang
membuat Allah menciptakan pernikahan sebagai wadah menyalurkan
hasrat tersebut, sekaligus menunjukkan manusia itu mulia dari makhluk
lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara agama, pernikahan
itu tidak sekadar wadah pemenuhan hasrat seksual belaka, namun lebih dari
itu, yaitu sebagai sarana mengabdi kepada-Nya.

Nabi Muhammad Saw menegaskan, hubungan seksual dengan
pasangan yang sah sebagai sedekah. Ini seperti jawaban beliau terhadap
sejumlah orang yang bertanya tentang keterbatasan mereka beribadah
ketika dibandingkan dengan orang kaya:

‘;m@m\)n_a. g °’“\L;.A@mg_,M\wuuui% \
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Dari Abi Dzaar ra bahwa beberapa sahabat Rasulullah saw berkata : Wahai

Rasulullah, banyak orang memiliki harta berlimpah mendapatkan pahala
banyak. Mereka salat, begitu juga kami salat. Mereka berpuasa, begitu juga
kami puasa. Mereka bersedekah dengan harta lebih yang mereka miliki.
Nabi membalas pernyataan mereka: ‘Bukankah Allah telah menciptakan
hal-hal yang dapat kalian sedekahkan. Setiap tasbih itu sedekah. Setiap
takbir itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah.
Amar makruf dan nahi munkar itu sedekah, dan hubungan seksual kalian itu
sedekah. Para sahabat bertanya: ‘Apa alasan hubungan seksual suami istri
itu sedekah?’ Nabi menegaskan: ‘Bukankah menempatkannya pada sesuatu
yang haram itu berdosa? Begitu juga jika ditempatkan pada sesuatu yang
halal, maka mendatangkan pahala.”"

'® Mutawalli al-Sha‘rawi, Tafsir al-Sya’arawiy, Kairo: Dar al-‘Ulum, t.th., Jilid II
hal. 29. Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, a/-Jami‘ al-Sahih, Beirut: Dar
ibn Kathir, 1987, Jilid IV, Cet. III, hal. 1639.

¥ Abu al-Husayni Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, Sahih Muslim,
hal. 1639.
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Adanya pernikahan sebagai sarana penyaluran keinginan seksual dan
sebagai cara perkembangbiakan manusia, dan ini dapat dilihat dalam Surat
al-Shura/42:11, maka manusia - sebagai pembeda dengan makhluk lainnya,
seperti binatang - seharusnya mampu memikirkan dan mampu menerapkan
semua /aw of sex sebagai ketentuan dari Allah, dan untuk ke arah yang
dimaksud, dapat melalui perenungan terhadap Surat al-Baqarah/2: 223:
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Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangz]ab ladangmu itu kapan
saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk
dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan
menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang
beriman.”

Penjelasan al-Alusi (1217-1270H), dalam menafsirkan ayat tersebut,
kalimat anna shi’tum (bagaimana saja kamu sukai) mempunyai tiga makna;
min ayna shi’tum (posisi mana saja yang kamu sukai), kayfa shi’tum (model
apa saja yang kamu sukai), dan mata shi’tum (kapan kamu inginkan).”
Dengan ungkapan lain, masing-masing pasangan memiliki kesempatan yang
diberikan Allah agar dapat memilih arah, cara, waktu berhubungan dengan
pasangannya, sepanjang semua itu senada dengan ketentuan-Nya.”'

Apalagi latar turunnya ayat ini sangat bertalian dengan penjelasan di
atas. Misalnya hadis riwayat al-Shaykhan, Abu Dawud, dan al-Turmudhi
dari Jabir:
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Dari Ibn Al-Munkadir bahwa ia mendengar Jabir ra berkata: “Konon, di
kalangan masyarakat Yahudi ada anggapan, suami yang menyetubuhi
istrinya dari belakang akan melahirkan anak bermata juling. Karena itu,
turun ayat: ‘Istri-istri kamu itu ladang bercocok tanam untuk kamu, maka
itu garaplah ladangmu itu dengan keinginanmu.” (HR. Muslim)

%% Shihab al-Din Mahmud ibn ‘Abd Allah al-Husayni al-Alusi, Ruh al-Ma‘ani i
Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab‘ al-Mathani, Beirut: Dar al-Kutub, t.th., Jilid II, Cet.
111, hal. 225.

?! Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Jilid IX..., hal. 76.
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Riwayat lain disebutkan, yang diadopsi dari penjelasan Wahbah al-
Zuhayli, bahwa menurut keterangan Mujahid, konon orang Yahudi tidak
melakukan hubungan seksual dengan istrinya dari arah (qubul) ketika
istrinya sedang haid, tetapi mereka berhubungan seksual melalui jalan
(dubur), sehingga turun ayat menjelaskan hal di atas. Dalam tafsiran al-
Zuhayli, suami diperbolehkan berhubungan seksual dengan istrinya dengan
cara dan gaya yang ia mau, asalkan arah masuknya dari qubul Karena arah
tersebut yang menjadi tempat atau lahan bercocok tanam untuk suaminya.*

Lebih jelas, Quraish Shihab, menambahkan, bahwa ayat tersebut
bukan hanya menjelaskan terkai hubungan seks dan perintah melakukannya,
atau hanya memberikan isyarat bahwa jenis kelamin calon anak itu
ditentukan sperma ayahnya, dan ini seperti petani yang menentukan jenis
buah atas benih yang ia tanam. Namun, sang ayah harus memosisikan
seperti petani yang dapat merawat dan menjaga tanah bercocoknya
(istrinya), bahkan mampu menjaga benih yang telah ditanam itu tumbuh
besar dan siap dituai, yaitu anaknya.*

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab, menganalogikan bahwa tidak
bijaksana seseorang menanam benih ditanah yang buruk/gersang. Karena
itu, harus pandai-pandai memilih pasangan. Tanah yang subur pun harus
diatur masa dan musim penanamannya, jangan setiap saat ia dipaksa untuk
berproduksi. Karena itu pula harus pandai-pandai mengatur masa
kehamilan, jangan setiap ada kesempatan pak tani menanam benihnya.
Yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang berkualitas, yang
dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, dan yang lezat serta penuh
gizi. Orang tua harus mewujudkan anaknya yang sehat, beriman, bertakwa,
dan tangguh hidup dalam berbagai problematikanya.**

Kedua, bagi yang hendak menyalurkan kebutuhan seksualnya,
sebaiknya memerhatikan Surat al-Isra’/17: 64.
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Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup
dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap

mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan

?2 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islami, Jilid IX..., hal. 76.

2 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-anakku,
Ciputat: Lentera Hati, 2007, Cet. [, hal. 77.

» M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 170.
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mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka.” Padahal
setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”

Ayat ini menjelaskan, setan dapat saja mengambil alih peran ke
dalam harta dan anak. Sebab itu, harus dimulai dengan suasana suci, bersih,
tidak disusupi dengan sesuatu yang kotor ketika melakukan hubungan
seksual. Bahkan Rasulullah Saw mengajarkan agar berdoa menjelang
hubungan seks dimulai.

Penulis menilai, bukan pada tempatnya tulisan tersebut membahas
mengenai doa-doa yang diajarkan nabi. Lepas dari semua itu, suasana ajaran
agama dan rasa kehadiran Ilahi diharapkan muncul di tengah suami istri
yang melakukan hubungan seksual tersebut, yang pada akhirnya
memengaruhi keturunan yang akan dihasilkannya.” Yang demikian juga
berarti bahwa pemenuhan kebutuhan biologis yang diikuti nilai-nilai ruhani,
akan berbeda ketika tidak disertai dengan nilai-nilai tersebut. Karena itu,
dampak dan kesan positif yang muncul tidak sebatas aspek lahiriah semata,
yakni dengan terlampiaskan syahwatnya, namun terus bersambung setelah
kepuasan tersebut terpenuhi.

Tujuan kedua pernikahan adalah mendapatkan ketenangan atau
dengan bahasa populernya, sakinah, sebagaimana Surat al-Rum/30: 21:
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Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*®

Kata sakinah berasal dari akar kata sakana, yang memiliki makna a/-
waqar wa al-wada‘ah (ketenangan). Maksud dari ketenangan adalah tenang
setelah bergejolak, atau bila meminjam istilah al-Sahib ibn ‘Ibad, dalam a/-
Muhit fi al-Lughah, disebut sakana jika suatu gerakan telah hilang (idha
dhahabat harakatuh).

® M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 74.
%6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 572.



213

Kata tersebut untuk mendeskripsikan ketenangan dan ketentraman
yang sebelumnya muncul gejolak.”’ Sementara Ibnu Faris (w. 395 H/1004
M), dalam Magayis-nya menyebutkan bahwa kata sakana, bermakna
antonim yang berarti kekacauan dan gerakan.”® Itulah kenapa disebut sikkin
yang berarti pisau, karena alat tersebut membuat binatang yang akan
disembelih, menjadi tenang dan tidak meronta yang sebelumnya meronta-
ronta.

Pernikahan sebagai jalan mendapatkan sakinah, sebab naluri kepada
lawan jenis yang sudah sampai kepada usia dewasa begitu mendesak,
sehingga bila tidak tersalurkan timbul kegelisahan.” Sebab itu, gejolak
cinta dalam hati yang dipenuhi ketidakpastian, sehingga menimbulkan rasa
cemas, akan memunculkan ketenangan atau sakinah jika disalurkan melalui
pernikahan.

Dari keterangan di atas, bahwa sakinah yang diawali dengan gejolak,
menunjukkan yang dimaksud ketenangan adalah ketenangan yang
dinamis,”® sehingga nilai dan tuntunan agama harus dihayati anggota
keluarga guna terwujud kehidupan rumah tangga yang baik. Untuk
mendapatkan tujuan tersebut, al-Qur’an menegaskan keharusan fisik dan
mental yang siap, serta ekonomi yang stabil untuk melangsungkan
pernikahan. Wali seharusnya tidak menjadikan faktor kelemahan ekonomi
sebagai penyebab tertolaknya pinangan.”' Allah mengingatkan dalam Surat
al-Nur/24: 32.
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Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan
Juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui”™>*

7 Al-Sahib ibn ‘Ibad, al-Muhit fi al-Lugah, Beirut: Dar al-Kutub, t.th., Jilid II,
hal. 31.

® Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Magayis al-Lughah, Kairo:
Ittihad al-Kitab al-‘Arabi, 2002, Jilid III, hal. 66.

» M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 80.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Quran: Tafsir Tematik atas Segala
Problematika Umat...., hal. 192.

*! Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa al-Turmuziy al-Sulamiy, a/-Jami’ al-Sahih Sunan
al-Turmuziy, Beirut: Dar Thya’ al-Turas al-* Arabiy, t.th., Jilid III, hal. 394.

*? Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 494.



214

Al-Qurtubi (1214-1273 M), menegaskan, ayat tersebut adalah janji
dari Allah Swt* kepada orang yang melangsungkan pernikahan dengan
tujuan menggapai rida-Nya dan melindungi dari perbuatan maksiat. Imam
al-Nasa’i, meriwayatkan dari Abu Hurayrah hadis nabi Muhammad Saw:

&\&s&aﬁm 058 oy e ) o LA 2 550 o (2
LQLSAJ\} Calaall A.a).a LgJS\ CSLJU &) S A AA\.&M\ 4_1}: d;j )s:
(cfw\ a\jJ) ;\JY\ J.\J.\ L;JS\
Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda : Tiga orang yang dijamin
Allah; yang berjuang di jalan-Nya, yang menikah demi menjauhkan diri dari

sesuatu yang hina, dan yang menuliskan hutangnya agar dapat
melunasinya.”™*

Bagi yang belum berkemampuan secara materil, untuk menahan diri
dan menjaga kesuciannya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nur/24: 33:
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Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendakiah menjaga kesucian
(diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah
kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran,
sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak
mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka,

maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka)
setelah mereka dipaksa.”

** Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, al-Jami’ al-
Sahih, Beirut: Dar al-Jayl, t.th., Jilid III, hal. 100.

* Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasaiy,Sunan al-Nasaiy, Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1999, Jilid VI, Cet. V, hal. 323.
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Al-Sha‘rawi (1911-1998 M), menafsirkan, Allah menggunakan
kalimat walyasta‘fif (berupaya menahan diri), bukan dengan kalimat
walya‘fi (menjaga diri), dan itu memiliki makna, seseorang yang belum
berkemampuan menikah sebaiknya melakukan tindakan-tindakan yang
dapat menjaga kesucian dirinya dan tidak berlawanan dengan syariat,
ditambah dengan aktivitas positif yang bernilai ibadah. Bahkan, berusaha
tindakannya itu berlandaskan takwa kepada Allah Swt sebagai salah satu
cara mendatangkan rezeki yang lapang.”> Hal ini dijelaskan firman Allah
Surat al-Talaqg/65: 2-3:

2
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Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah
(kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan
Jjalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya
Allah  akan mencukupkan (keperluan)nya.  Sesungguhnya  Allah
melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan
bagi setiap sesuatu.”

Dari keterangan di atas, dapat dimengerti bahwa aspek ekonomi
harus menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja yang hendak menikah.
Untuk itu, siapa saja yang belum siap dan belum berkemampuan secara
finansial, sebaiknya menahan diri untuk menikah.’® Tidak kurang
pentingnya, selain kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, bagi yang ingin
menikah, yaitu:

Pertama, berusaha berkomitmen secara pribadi untuk memelihara
jalinan pernikahan, yang dalam bahasa al-Qur’an adalah mithagan ghalizan
(ikatan kuat dan kukuh), sebagaimana dalam Surat al-Nisa’/4: 21:

» Mutawalliy al-Sya’arawiy, 7afsir al-Sya’arawiy, Jilid XIX..., hal. 279.
*® Lihat Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqgidah wa al-Syari’ah wa
al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H, Cet. II, Juz XVIII, hal. 234.
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Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu)
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Kalimat mithagan ghalizan, sebagai bentuk perjanjian erat guna
mengingatkan suami dan istri agar melandasi pernikahannya dengan niat
yang tulus dan komitmen menjadikan kasih sayang mereka itu langgeng.’’
Salah satu cara agar pernikahan berjalan langgeng, yaitu berusaha
mempergauli (mu‘asharah) pasangan dengan baik (makruf), sebagaimana
ditandaskan dalam Surat al-Nisa’/4: 19.
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Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya.”

Yang menjadi titik tekan dalam ayat di atas adalah kata mu‘asharah
(mempergauli). Hubungan suami dan istri dibahasakan oleh al-Qur’an
dengan mu‘asharah, yang mulanya mengandung arti pencampuran dan
masuknya sesuatu ke dalam sesuatu,’® sebab sesuatu yang tercampur sulit
untuk terpisahkan. Demikian halnya kehidupan pasangan suami dan istri,
agar dapat bertahan rumah tangganya dilakukan dengan cara mu ‘asharah bi
al-ma ‘ruf; sebab jalinan pernikahan tidak sekadar berlandaskan cinta, namun
juga dilandasi oleh kasih sayang dan amanat.*

Kedua, mempererat mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga.
Surat al-Rum/30: 21, menjelaskan tujuan pernikahan adalah mewujudkan
sakinah yang menjadi perekat perekat pernikahan. Dalam hal ini, Ibn ‘Ashur
(1879-1973 M) menjelaskan, mawaddah yang Allah berikan kepada

7 Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid 111.. ., hal. 370.

* Ibn Faris, Magqayis al-Lugah, Jilid V..., hal. 264.

* M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 113.
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pasangan suami istri dapat membawa mereka kepada sikap saling
mencintai. Begitu juga rahmah, suatu rasa yang dianugerahi oleh Allah
kepada mereka agar tetap terwujud sikap saling sayang di antara mereka,
seperti sayang orang tua terhadap anaknya.

Mawaddah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf wawu dan
dal berganda, yaitu: wadda atau wadada. Kata tersebut memiliki makna
cinta dan harapan. Demikian Ibn Faris, menjelaskan dalam bukunya
Maqayis al-Lughah' Sementara pakar tafsir Abu Bakr al-Biqa‘i (809-
885H), dalam tafsirnya Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar
menjelaskan bahwa kata tersebut mengandung arti al-ittisa‘ wa al-khuluw
atau kelapangan dan kekosongan. Karenanya, Abu al-Hasan al-Harrali (w.
980H), sebagaimana dikutip oleh al-Biga‘i, mengatakan bahwa kata yang
tersusun dari huruf tersebut menunjukkan kelapangan dada dan kekosongan
jiwa dari kehendak buruk.*?

Terlepas dari perbedaan makna awal dari kata tersebut, pastinya
makna-makna itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain,
sehingga mawaddah dipahami sebagai cinta yang dampaknya dapat dilihat
pada sikap dan perbuatan yang berusaha memberikan banyak kebaikan
sekaligus tidak akan memutuskan hubungan yang telah dibangun. Sebab
orang yang memiliki rasa mawaddah hatinya begitu lapang dan kosong dari
keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi
keburukan lahir dan batin (yang mungkin muncul/datang dari
pasangannya).43

Menurut M. Quraish Shihab, mawaddah adalah cinta plus yang
sejati, karena orang yang sekedar mencintai sekali-sekali hatinya
mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya, tetapi
mawaddah tidak seperti itu.**

Sementara rahmah terambil dari akar kata yang tersusun dari huruf
ra’, ha’, dan mim, yaitu rahima. Kata tersebut memiliki makna belas kasih,
simpati dan sayang, sehingga kandungan seorang wanita disebut rahim
karena dari sanalah lahir anak yang disayangi dan dikasihi.*> Hanya saja,
kasih sayang yang diistilahkan dengan rahmah adalah kasih sayang yang

* Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid XI..., hal. 57.

*! Ibn Faris, Maqayis al-Lugah, Jilid VI..., hal. 55.

* Ibrahim ibn ‘Umar ibn Hasan al-Ribat ibn ‘Aliy ibn Abi Bakr al-Biqa’iy,
Nadzim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.,
Jilid VI, hal. 300.

* Jbrahim ibn ‘Umar ibn Hasan al-Ribat ibn ‘Aliy ibn Abi Bakr al-Biqa’iy,
Nadzim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Jilid VI, hal. 300.

* Lihat M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Illahi: Asma al-Husna dalam
Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 1999, Cet. II hal. 223.

* Ibn Faris, Magqayis al-Lugah, Jilid 11.. ., hal. 414.
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diberikan di saat yang dikasihi dalam keadaan butuh dan tidak berdaya.
Dengan kata lain, rafmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam
hati akibat menyaksikan suatu ketidak-berdayaan, sehingga mendorong
yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Rahmah menghasilkan
kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak
mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemarah, apalagi pendendam. Ia
menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Demikian
gambaran yang disampaikan Quraish Shihab, ketika menjelaskan makna
kata tersebut.*

Di sinilah perbedaan antara mawaddah dan rahmah. Sebab betapa
pun kuatnya seseorang, ia pasti tetap memiliki kelemahan. Oleh karenanya,
di saat potensi mawaddah yang diciptakan Allah pada setiap pasangan
belum terasah dengan baik atau sudah mengalami erosi, maka saat itulah
faktor rahmah berperan. Itulah sebabnya, dikalangan sebagian mufassir ada
yang memahami bahwa mawaddah adalah kiasan dari hubungan senggama,
Sedangkan rahmah adalah kiasan dari hubungan kasih sayang terhadap
anak. Ini berarti bahwa mawaddah merupakan cinta yang dibuktikan dengan
selalu memberikan kebaikan lebih kepada pasangan termasuk kemampuan
untuk berhubungan senggama.

Adapun rahmah adalah kasih sayang yang diberikan kepada
pasangan sekalipun kemampuan untuk memberikan sesuatu yang lebih telah
berkurang sehingga ia digambarkan dengan kasih sayang orang tua kepada
anaknya karena kasih sayang itu menanamkan nilai untuk tidak berpisah
dengan pasangannya bagaimana pun kondisi yang dihadapi.*’

Hanya saja, perlu dipertegas kembali bahwa mawaddah dan rahmah
tidak lahir begitu saja, atau hadir begitu terlaksananya suatu pernikahan.
Tetapi Allah menganugerahi pasangan suami isteri potensi untuk meraih
mawaddah dan rahmah, sehingga mereka dituntut untuk terus berjuang dan
berusaha meraihnya. Karena mawaddah dan rahmah merupakan anugerah
dari Allah maka pasangan suami isteri dituntut untuk semakin taat
memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan Allah, termasuk dengan
memperbanyak doa agar hubungan mereka semakin kukuh serta mampu
memberi dan menerima cinta kasih.

Melaksanakan tuntunan Ilahi yang diwujudkan dengan keimanan dan
amal saleh merupakan cara yang harus ditempuh untuk menerima serta
memberi mawaddah, sehingga yang bersangkutan tidak akan bertepuk

M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-

anakku. .., hal. 91-92.
“Lihat al-Alusiy, Ruh al-Ma’aniy fi Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim wa al-Sab’i al-
Masaniy, Jilid XV, hal. 348.
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sebelah tangan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah sebagaimana surat
Maryam/19: 96.
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Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak

(Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam
hati mereka)”.

Ini berarti bahwa bantuan Ilahi selalu harus diharapkan karena setiap
saat Allah terlibat. Namun, upaya untuk meraih sukses tetap harus selalu
diperjuangkan. Ini juga mengandung isyarat bahwa pasangan suami istri
harus dapat menjadi ‘diri’ pasangannya, dalam arti masing-masing harus
merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan pasangannya.
Suami istri harus merasa saling membutuhkan dan berusaha memenuhi
kebutuhan pasangannya. Surat al-Baqarah/2: 187. mengistilahkan mereka
dengan pakaian:
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Diba]a]kan bagimu paa’a ma]am hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi
Dia menerima tobatmu dan memaatkan kamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan
minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang)
malam. Tetapi, jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikat dalam
masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar
mereka bertakwa.”

Ayat di atas tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling
membutuhkan sebagaimana kebutuhan pada pakaian, tetapi juga berarti
bahwa suami istri menurut kodratnya memiliki kekurangan dan masing-
masing harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya.
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Ketiga, kesadaran akan amanah yang diberikan Allah kepada
pasangan suami istri. Sebab sebagaimana telah diketahui bahwa jodoh dan
pasangan adalah anugerah dari Allah yang telah diterima dengan janji setia
bukan hanya di hadapan wali atau penghulu tetapi juga di hadapan Allah.
Demikian Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya:

Al e pop Aliasi & el G padial 26 iy b \\,;:&us
il
Takutlah kepada Allah mengenai wanita (istrimu), karena kamu telah
menerimanya atas dasar amanah Allah, dan kamu pun sudah halal
berhubungan dengannya atas dasar kalimat Allah (janji setia).”*

Al-Sha‘rawi, menafsirkan Surat al-Nisa’/4:19, dengan mengutip
sebuah riwayat bahwa suatu ketika ada seorang pria datang kepada ‘Umar
ra dan menyampaikan rencananya untuk menceraikan istrinya karena
adanya sesuatu yang tidak disukai dari istrinya tersebut. Umar, khalifah
yang kedua itu berkomentar, “menceraikan? Kalau demikian, di mana kamu
letakkan amanat yang telah engkau terima?” Ini diucapkan sambil membaca
firman Allah dalam Surat al-Nisa’/4: 19.

1R A G sliasd Y5 2A 5K L \y}u\g,ssduy \ju\ um\ A
Sy maly Gh g hdle 5° i Aalyy Gl 1Y) G AT v ua:_u

R | YA 4% \d’éw\—w‘ﬁ)&u‘wﬁuﬁ i S
Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya’.

Istri adalah amanat di pelukan sang suami, dan suami pun amanat
dipelukan sang istri, demikian Quraish Shihab menyebutnya.” Sehingga
sebagian besar pernikahan yang gagal disebabkan oleh hilangnya upaya

** Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim,
Jilid IV..., hal. 39.

* M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 95.
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memelihara amanat itu. Sebaliknya sekian banyak pernikahan dapat
bertahan menghadapi berbagai badai, hanya dengan berperisaikan iman dan
amanat. Dari sinilah dipahami mengapa dalam tuntunan agama, bahwa
prioritas pertama dalam menjatuhkan pilihan pada pasangan adalah iman
dan takwa, dengan kata lain aspek agamanya. Sebagaimana riwayat Muslim
dari Abu Hurayrah

o2
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Dari Abu Hurairah dari nabi saw dia bersabda wanita dinikahi karena
empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan
karena agamanya, maka Raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak
engkau akan sengsara.”’

Jika komitmen untuk memelihara ikatan pernikahan sebagai
mithagan ghalizan, disertai upaya meraih mawaddah dan rahmah dalam
pernikahan, dan dilanjutkan dengan kesadaran akan amanat yang diberikan
Allah, maka tentunya fondasi rumah tangga kian kukuh dan sendi-sendinya

akan semakin tegar sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surat al-
Taubah/9: 109:
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Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (maSJId) atas dasar
takwa kepada Allah dan keridaan-Nya itu lebih baik, ataukah orang-orang
yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan)
itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim’

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai
keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya
sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi
jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di
dunia dan di akhirat.

Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti
kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.
Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh

*® Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim,
Jilid IV..., hal. 175.
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kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak
kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.’'

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau
garizah umat manusia bahkan juga gharizah bagi makhluk hidup yang
diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu
syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk
menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan
legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga
perkawinan.”

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih dan jodoh, lebih
mengutamakan istri yang subur (tidak mandul).

(e sUGLa Be T 33l 41350 a4l il L A8
Rasulullah saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik
daripada perempuan cantik tetapi mandul. ™

Al-Qur’an jug a menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya
dianugerahi putra yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana
tercantum dalam Surat al-Furqan/25: 74.>* Anak sebagai keturunan bukan
saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam
hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat
nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana
sabda Nabi Muhammad Saw:

Syl e 1Y) dufx“ju;mémm 3 g’y ‘T;JUA@
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Dari Abi hurairah ra bahwa Rasululah saw bersabda : Apabila manusia
meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah,

ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh selalu mendoakannya (HR.
Musim) >

>! Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat. .., hal. 24-25.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. .., hal. 47.

> Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab, Bab al- kitab al-Nikah, Juz 16, hal. 137. (CD.
Room, Maktabah Syamilah)

> Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 511-512.

> Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim,
Jilid V111, hal. 405.
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Sesuai dengan Surat al-Rum/30: 21, bahwa ketenangan hidup dan
cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan.
Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan
mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah
kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena
manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak
kepada perbuatan yang tidak baik.*®

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu
menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi
dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual;
seperti tersebut dalam hadis Nabi Saw:

WQM\Wug%u;mgmmd 5 06 g6 A Se e
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Dari Abdullah bin Masud ra Rasulullah saw bersabda kepada kami, Hai
sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah,
maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih
memelihara farj (kemaluan)....”>’

Berdasarkan hadis di atas, bahwa diantara hikmah yang dapat
ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat
kepada hal-hal yang tidak diizinkan shara‘ dan menjaga kehormatan diri
dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Konsep pernikahan yang telah dirumuskan berdasarkan pada sumber
ajaran utama dalam Islam. Secara umum, pernikahan merupakan akad yang
memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga
(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan
memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi
masing-masing.

Melalui pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat
hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan
kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi
tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di
dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridaan Allah
Swt. Tujuan pernikahan disimpulkan oleh para ulama dengan beberapa

56

Lihat Surat Yusuf/12: 53. Kementerian Agama RIl, Al-Qur’an dan
Terjemahnya..., hal. 325.
> Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim, Jilid
II..., hal. 173.
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sarana, yaitu: 1) Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas; 2) Sarana
untuk menemukan ketenangan (sakinah mawaddah); 3) Sarana untuk
mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 4) Sarana untuk memelihara
diri dari kerusakan moral.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.
Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan
dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami
istri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam
jalinan kehidupan rumah tangga.’® Perkawinan dalam ajaran Islam ada
aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar
perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehinga mendapatkan ridha
dari Allah Swt.

a. Syarat calon suami

b. Beragama Islam

c. Lelaki tertentu

d. Bukan lelaki mahram dengan calon isterinya

Kedua calon pengantin, bukan orang yang haram dinikahi, baik
karena haram sementara atau pun selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam
Surat al-Nisa’/4: 23:
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Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu,
saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih
Munakahat dan Undangundang Perkawinan, Jakarta : Prenada Media, 2006, hal. 59.
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perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang’

Dari ayat di atas, ada pilihan yang terbagi menjadi tiga; adanya
hubungan keturunan atau nasab (larangan berlaku selamanya), adanya
hubungan perkawinan (musaharah), adanya hubungan susuan, mengetahui
bahwa wanita yang mau dinikahi adalah wanita yang sah dijadikan istri.
Syarat sah calon istri yaitu Islam, wanita tertentu, sudah balig, bukan
wanita mahram dengan calon suaminya, bukan juga khunsa, tidak sedang
menjalani ihram haji atau umrah, tidak sedang masa idah, dan bukan istri
dari suami orang.

Lebih lanjut, syarat sah orang yang menjadi wali nikah, yaitu:
Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki, balig dengan kerelaan sendiri dan
bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat
akal pikiran, merdeka. Sementara syarat sah orang yang menjadi saksi
nikah, yaitu: sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal balig, laki-laki,
memahami kandungan lafal 77ab dan gabul, dapat melihat, mendengar dan
bercakap, adil, merdeka.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang
bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka
dipandang seperti tidak ada.”® Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa
menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan
membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.60

Syarat Ijab adalah sebagai berikut:

Pernikahan ini hendaklah tepat

Tidak boleh menggunakan sindiran

Diucapkan wali atau wakilnya

Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut ‘ah

Tidak dikatakan zak/it (tiada sebutan prasyarat sewaktu 7jab dilafalkan)
Adapun syarat gabul adalah sebagai berikut:

Ucapan harus seperti ucapan ketika 7jab

Tidak mengucapkan sindiran

Diucapkan calon suami

Tidak diucapkan dengan tempo waktu, seperti pernikahan mut ‘ah

Tidak zaklit (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu 77ab diucapkan)

Menyebutkan nama calon istri

Tidak disela ucapan lain

Rukun Perkawinan

MR
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>® Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, Bandung: PT. Al Ma’arif, 2000, Juz VI, him 90.
% M. Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis, Bandung: Mizan, 2002, 71.



226

Rukun perkawinan ada lima:

1. Calon Istri

Calon wanita, yang boleh dinikahi dan sah menurut shar, karena
tidak ditemukan faktor tertentu yang menyebabkan terlarangnya
pernikahan.

2. Calon Suami

Calon pria, yang memenuhi syarat, misalnya pria yang tidak
termasuk saudara atau mahram calon istri, tidak dipaksa atau kehendak
sendiri, sosoknya jelas, dan tidak menjalani ibadah ihram haji.®'

3. Wali

Wali adalah ayah calon pengantin wanita. Dalam hal ini, wali
tersebut terbagi dua; wali agrab (dekat) dan wali ab‘ad (jauh). Suatu
perkawinan hanya sah bila mendapatkan izin dari walinya. Menurut al-
Nawawi, sebagaimana dikutip al-Mawardi, jika wanita tidak memiliki wali
dan seseorang yang layak menjadi hakim, maka terdapat tiga cara:

1. Dia tetap tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali.

2. Boleh baginya menikahkan dirinya dalam keadaan darurat.

3. Boleh memerintahkan seseorang menjadi walinya. Hal ini sebagaimana
dijelaskan Imam Ashayis, bahwa bagi yang tidak memiliki wali, maka ia
harus mengangkat wali (hakim) sebagai walinya dengan ketentuan wali
tersebut yang ahli dan mujtahid.

Al-Shafi‘i (150-204H), pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu
rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada
walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya,
maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan
memperwalikan seseorang hakim (penguasa negara atau pejabat yang
mewakilinya) di kala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”

Menurut al-Qurtubi, seorang wanita ketika berada di suatu wilayah
yang kaum muslim berkuasa di dalamnya dan tidak didapati seorang wali
bagi dirinya, maka boleh baginya menguasakan urusan pernikahan dirinya
kepada tokoh atau orang lain yang ia percayai sebagai wali bagi dirinya di
tempat tersebut. Sebab, perkawinan merupakan ibadah yang sangat
dibutuhkan dan karenanya perlu dilakukan segala sesuatu yang terbaik agar
terlaksana dengan baik juga.62

Jika antara wali nasab dan wali hakim terjadi perpisahan, maka
perizinan wali nasab bisa diganti melalui perizinan dari wali hakim. Untuk
konteks Indonesia, terkait wali hakim ini telah diatur dalam peraturan

%1 Hamdani, Risalah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995,
hal. 87.
®2 M. Bagir Al Habsyi,, Figih Praktis..., hal. 68.
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menteri Agama, No. 1, 1952, jo. No. 4, 1952. Berdasarkan hukum Islam,
pembagian wali terbagi menjadi dua.

Wali nasab, anggota keluarga berjenis kelamin pria dari pihak
wanita, yang sedarah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini
digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali
hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.®
Adanya dua orang saksi yang adil, golongan Shafi‘i, mengatakan apabila
perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya,
maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di
kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana
kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui
terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh
karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga
ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya
setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak
terp6e4ngaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap
sah.

Menurut jumhur vlama perkawinan yang tidak dihadiri oleh para
saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan
cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat
sahnya pernikahan, bahwa Imam Shafi‘i, menyatakan bahwa saksi dalam
akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan
oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan
memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.%

Sighat (ijab-gabul) merupakan rukun yang pokok dalam perkawinan,
ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat
hidup berkeluarga karena rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat
dilihat dengan mata kepala. Karena itu, harus ada pertimbangan yang tegas
untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri.
Pelambangan itu diutarakan dengan katakata oleh kedua belah pihak yang
melaksanakan akad. Pengucapan: sighat (yakni pengucapan i7jab yang
mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan gabul yang
mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).®® Para ahli fikih
mensyaratkan ucapan 7jab gabul itu dengan lafal f7‘il madi (kata kerja yang
telah lalu) atau salah satunya dengan 77/ madi dan yang lain £ ‘il mustagbal
(kata kerja sedang)

> M. Dawud, Hukum Islam dan Perdilan Agama, Bandung: Trigenda Karya, 1996,
hal. 13.

® Slamet Abidin, Figih ,Juz I..., hal. 101.

%% Slamet Abidin, Figih ,JuzI..., hal. 99.

% sayyid Sabig, Figih, Juz VI..., hal. 60.
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Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1, dirumuskan
pengertian berikut, yakni perkawinan adalah jalinan lahir batin lelaki dan
perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membangun tatanan
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

1. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa
perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini
menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh
beberapa Negara Barat.

2. Suami istri berarti perkawinan tersebut adalah pertemuan dua jenis
kelamin dalam satu rumah tangga, dan tidak sekadar hidup bersama.

3. Melalui definisi tersebut, terdapat perkawinan yang tujuannya adalah
membangun rumah tangga bahagia dan sekaligus menafikan perkawinan
mut ‘ah sebagai perkawinan temporal dan perkawinan tah/il.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa perkawinan dalam Islam
merupakan peristiwa agama dan dilaksanakan dalam rangka menaatai
perintah agama.®’

Menurut Soemiyati, menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini
mengandung 3 karakter khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dilakukan tanpa kerelaan dari kedua pihak.

2. Kedua pihak yang terikat janji perkawinan memiliki hak masing-masing
dalam memutuskan jalinan perkawinan atas dasar ketentuan yang
berlaku.

3. Persetujuan perkawinan mengatur batasan hukum terkait hak dan
kewajiban keduanya.

Pada dasarnya, persetujuan perkawinan tidak sama dengan
persetujuan lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
Dalam pandangan Wirjono Prodjojodikoro, perbedaan antara persetujuan
perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak
berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan
peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan
isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.®

®7 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, Jakarta : Kencana, 2003, hal. 75-76.

% Noviana, Lika. "Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Dispensasi
Kawin Dalam Keadaan Hamil Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Perkara Nomor
0324/Pdt. P/2019/Pa. Kab. Kdr)." (2021), Sulasina, Serli, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli
Kurniasihal. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa
Hibah Harta Bersama dalam Perkawinan." dalam Social Pedagogy: Journal of Social
Science Education 1, no. 2, Tahun 2020, hal. 137-149.

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986, hal. 9.
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Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa
dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan:
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang
suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.”’ Lebih lanjut
disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1947
pasal 6 ayat 1) Tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa:
“Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi
perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan istri,
misalnya perkawinan di bawah umur itu menjadi tidak sah dan bertentangan
dengan ketentuan Islam dan perundang-undangan terkait persyaratan
perkawinan.

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk mengajukan
permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1)
undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suami istri saling setuju.

2. Ada keyakinan dan kepastian; suami dapat menjamin segala kebutuhan
hidup istri dan anak-anaknya.

3. Ada jaminan sikap adil dari suami terhadap istrinya.”"

Selanjutnya terkait dengan pernikahan dini dalam UU Perkawinan
No.l tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam
Belas) tahun”. Jika usianya tidak tercapai, maka perkawinan dapat
diselenggarakan, kecuali pengadilan atau pejabat lain memberikan
dispensasi, dan ini dilakukan kedua wali dari pihak keduanya. Sebagaimana
dijelaskan dalam UU pasal 7, ayat 2: “Dalam hal penyimpangan terhadap
ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
lain yang diajukan oleh kedua tua pria atau wanita”. Tentang batas umur
perkawinan di Indonesia pada pasal 7 UU perkawinan (No.l Tahun 1974
pasal 7) yang berbunyi:

Ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(Enam Belas) tahun”.

Ayat 2: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh

" Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan..., hal.
101.

"1 HAS. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Islam, Jakarta : Pustaka Imani, 1975,
hal. 271.
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kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Batasan usia tersebut, dalam

Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1) dijelaskan, berdasarkan atas

pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Perkawinan tersebut searah dengan prinsip Undang-undang
Perkawinan, yaitu calon pasangan kedua-duanya harus matang jiwa dan
raga, agar keduanya mampu menciptakan tujuan perkawinan itu sendiri
dengan baik. Selain itu juga, perkawinan memiliki kaitan erat dengan
persoalan kependudukan. Sebab faktanya, batas usia dini bagi perempuan
untuk melangsungkan perkawinan, menyebabkan tingkat kelahiran menjadi
tinggi. Kendati begitu, masih saja terjadi pernikahan di bawah usia di
sejumlah daerah. Faktor yang menyebabkannya, antaranya:

a. Wilayah yang umumnya itu adalah wilayah pertanian, orang tua
memerlukan tenaga anak untuk membantunya mengurusi segala sesuatu
yang dianggapnya penting, apalagi jika orang tua tersebut tidak memiliki
anak gadis. Sebagai cara cepat, orang tua menjodohkan atau menikahkan
anaknya dengan cepat.

b. Pernikahan di bawah umur disebabkan faktor ekonomi. Faktor ini paling
banyak, sebab kondisi miskin orang tua perempuan, sehingga tidak lagi
menjadi beban bagi kehidupan orang tuanya.

c. Ketidakmampuan orang tua mengawasi anaknya. Hal ini disebabkan
kekhawatiran manakala mereka tidak mampu menjaga anaknya dari
pengaruh negatif pergaulan, dan akan memalukan nama baik kedua orang
tuanya.

Dengan demikian, mencegah perkawinan usia muda, juga dapat
mengurangi terjadinya perceraian dini. Sementara itu, faktor yang
menyebabkan terjadinya pernikahan dini, antaranya:

a. Faktor Sosial

Pada dasarnya, perkawinan yang merupakan ikatan suami istri untuk
tetap hidup bersama, bukan hubungan statis, tetapi justru membuka pintu
peluang bagi mereka untuk berkembang dan berinteraksi. Namun, memang
tidak seutuhnya berjalan harmonis. Utamanya ketika pernikahan
dilangsungkan pada usia muda, yang bisa jadi karena sebab terpaksa untuk
menikah, mereka akan juga terpaksa memutus sekolahnya di tengah proses
yang sedang berjalan.

Di samping itu, pergaulan remaja yang tidak terkontrol cenderung
bebas. Fakta lain banyak siswa sekolah dasar yang merokok, dan
kemungkinan besar juga mengarah kepada minuman keras. Ada pula dan ini
kerap terjadi, pergaulan mereka dengan remaja dewasa dalam bermain kartu
dengan taruhan uang. Mereka juga mengenal pergaulan pacaran dengan
teman sebaya dengan mereka.
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Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain
pengaruh budaya luar. Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan adat
istiadat yang ada di lingkungannya.

b. Faktor Ekonomi

Sekarang banyak pasangan yang menikah hanya melangsungkan
akad pernikahan dahulu dan nanti melangsungkan resepsi usai
pendidikannya diselesaikan. Akhirnya, mereka tinggal bersama orang
tuanya. Kapan saja mereka mau untuk melakukan hubungan seksual dengan
alat kontrasepsi untuk menunda hamil, dan seakan mereka tidak mau
tertanggug dengan beban sebagai orang tua. Sebagian asumsi di masyarakat
pedesaan, terjadinya pernikahan dini, bakal adanya tambahan finansial
untuk bekerja di bidang pertanian atau sektor lain.

c. Faktor Biologis

Pernikahan di usia dini, kerap disebabkan hubungan yang sudah lama
terjalin, terlebih antar orang tua. Tentu ini akan memengaruhi cara berpikir
hidup, yaitu jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi peristiwa
yang tidak dikehendaki mereka. Ketakutan yang demikian merupakan
ketakutan psikologis, terlebih bagi orang tua yang memiliki anak gadis.
Selain itu juga, muncul tren di masyarakat terkait pendidikan agama tidak
seindah pendidikan umum. Hal ini membuat orang tua tidak menghendaki
anaknya masuk ke pesantren.

Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan,
membagi penduduk Indonesia menjadi dua; penduduk beragama Islam dan
penduduk beragama di luar Islam. Warga negara beragama Islam yang
berasal dari suku dan kelompok apa saja (pengelompokan IS 131), asalkan
mau tundukkan hukum perkawinan sebelum pemberlakuan undang-undang
perkawinan (Eropa, Timur Asing, dan penduduk asli) melakukan
perkawinan berdasarkan Hukum Islam, maka perkawinannya akan tercatat
di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi penduduk yang bukan Islam,
melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah
ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak
dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua)
orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).
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Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara
banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di
masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini
saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan
mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaits di India.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya
dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan ‘“harus
dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang
bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari
seorang.

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami
istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik
tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan
sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini
menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia
berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara
dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum (2) dari Undang-Undang

72 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawianan Islam (Suatu Analisis dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara,
2004, hal. 54-55.

3 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo 2000, hal.
56-57.
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Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam /ndiesche Staats
Regeling (ISR) yaitu Peraturan Ketatanegaraan India pasal 163 yang
membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa
(termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur
Asing, kecuali yang beragama Kristen.™*

Sejumlah hukum perkawinan yang berlaku sebelum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, bagi sejumlah warga negara dan daerah, seperti di
bawabh ini:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
agama yang telah di resepsi ke dalam hukum adat.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, seperti,
orang Bali Hindu, yang agama dan adanya telah terintegrasi, maka
pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat dengan upacara agama
Hindu-Bali yang sudah dipegangnya.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S. 1933 nomor 74.
Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.

4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan
Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah
tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia
keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa
(Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu
Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang
Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga
yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.”

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

* Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama), Bandung: Masdar Maju, 2007, hal. 4.

> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama)..., hal. 5.
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Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta
tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithagan
ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-
undangan di atas dicermati dengan saksama, terdapat garis perbedaan yang
cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan
yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada
ijab-qabul ( ‘aqdun nikah) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam
anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam
meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih
mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata mithagan ghalizan yang terdapat
sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, Tetapi,
lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad
nikah.”®

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita’,
menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau
antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang
terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya
ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Kanada.
Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini
sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan
kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-
undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan
perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan
kekal.” Sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri
dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan
seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum
dan fikih memasukkan bahasan munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab)
muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek
muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah
sungguh pun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang
cukup sakral dalam perkawinan.”’

’® Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 46.
”’ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. .., hal. 47.
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Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari
berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai
dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak
sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang
ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan
pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat |1 menyatakan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu’.

Dalam konsep HAM barat yang dewasa ini sangat digencarkan,
pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu
Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM), tepatnya pada
pasal 16 dalam 3 ayat, yaitu: laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa
dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak
untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka memiliki hak yang
sama terkait perkawinan, baik masa dan saat perceraian.

Perkawinan hanya dilaksanakan sesuai pilihan bebas dan persetujuan
keduanya. Sedangkan keluarga merupakan kesatuan alamiah dan
fundamental suatu komunitas masyarakat sehingga berhak mendapatkan
dilindungi. Dalam konsep tersebut, HAM diartikan memberi kebebasan
untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini
bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus
dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini
kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999. Dalam pasal 50
UU ini, tercantum klausa bahwa “Wanita dewasa dan atau telah menikah
memiliki hak bertindak hukum sendiri, kecuali ditentukan lain dari pihak
hukum agama.”

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu
instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan
tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang
memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem
hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara
yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta
UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar
HAM. Namun, tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan secara
filosofis mengenai HAM, dan DUHAM sendiri merupakan kodifikasi
rasional manusia terhadap HAM. Sama halnya UU No. 39 Tahun 1999, UU
No 1 Tahun 1974, dan UUD 1945.

Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu
sangat penting artinya. Dalam pengertian HAM dalam kajian ini terdapat
dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua
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menurut konsepsi Islam. Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat
menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat
manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan,
umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam
bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya.

Berdasarkan pada pengertian kedua konsep tersebut di atas, terdapat
beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan.
Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat
manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih
lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas
dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM
merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.
Pernikahan dalam DUHAM yang berlandaskan rasionalisme dan liberal,
membuahkan paham sekuler yang dapat memisahkan antara dunia dan
agama, sehingga memunculkan kawin beda agama.

Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan
dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka
menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu
melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang
akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya. Penjabaran makna
pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika
mengingat dasar filosofis pengadaannya. DUHAM mengakui keberadaan
Tuhan sang pemberi hak, tetapi kenapa agama sebagai ajaran-Nya tidak
menjadi landasannya.

Anak itu belahan jiwa dan daging dari orang tua.”® Pentingnya
keberadaan jiwa tersebut sebagai simbol keabadian. Untuk itu, Allah Swt
menurunkan syariat pernikahan. Pensyariatan pernikahan bertujuan
antaranya adalah mendapatkan keturunan yang baik, menjaga nasab,
menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.”
Pernikahan beda agama yang terjadi antara dua insan manusia, tentunya
memiliki dampak atau implikasi pada status anak di kemudian hari.

Implikasi tersebut dapat diidentifikasikan dengan status anak yang
bukan menjadi anak kandung, karena dalam pembahasan di atas hukum
pernikahan beda agama dalam Islam adalah dilarang (haram) Status anak
‘haram’ akibat pernikahan beda agama pada prinsipnya, penulis tidak
sependapat dengan istilah tersebut, karena di samping istilah itu tidak

® Yusuf al-Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu,
1976, hal. 256-158.

”® Wahbah al- Zuhailiy, Al-Figh al- Islamiy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr,
1997, cet. Ke-2. hal. 11.
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dikenal dalam hukum positif, juga terdengar kurang etis bagi yang

bersangkutan. Munculnya anak di dunia tidak pernah berasal dari kemauan

anak itu sendiri. Ia muncul akibat keinginan sadar dari orang tua yang
melahirkannya. Anak lahir akibat hasil dari luar perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai ciri anak sah
atau anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana
dalam Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam: “Anak yang sah adalah anak yang
lahir dari perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang di luar
rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut,”® juga dikenal anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100
Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”."'

Dalam pasal 42 Bab IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga
dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal
ini adalah:

a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang
sah.

b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan
tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan
dengan melahirkan bayi.

c. Anak yang lahir dari perempuan dalam hubungan perkawinan yang masa
waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan dan kelahirannya tidak
diingkari suaminya.

Salah satu implikasi terhadap status anak yang lain yang dilahirkan
melalui proses pernikahan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda
agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak hasil
perzinahan. Hasanayn Muhammad Makluf, membuat terminologi anak zina
sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang
tidak sah. Yang dimaksud hubungan suami dan istri yang tidak sah adalah
hubungan sanggama (wati’) antara dua orang yang melalui ikatan
perkawinan dengan unsur-unsur rukun dan syarat pernikahan yang
ditentukan.®

Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan
melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak

80 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010, hal. 226.

8 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, hal. 226.

82 Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1999, hal. 40.
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mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di
dalamnya. Hal ini bertujuan supaya anak dari hubungan perzinahan tidak
menjadi objek hukum sosial, dicela, dan lainnya, sehingga melekat
kepadanya dosa besar orang tuanya, dan selain itu juga bertujuan bahwa
Islam tidak kenal dengan sematan dosa warisan.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak hasil zina” di
atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini
adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari
perbuatan zina, maupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah,
sebagai akibat dari pernikahan beda agama.

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah adalah anak yang
dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.
Maksud anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama adalah hubungan
pria dan wanita yang beda agama, yang melahirkan keturunan. Sementara
itu, hubungan keduanya tidak berada dalam hubungan perkawinan yang sah
berdasarkan hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Mengenai status anak, berdasarkan hukum syariah, bahwa anak hasil
perzinahan itu suci dari dosa orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam hadis nabi Muhammad Saw yang artinya: Semua anak dilahirkan atas
kesucian/kebersihan (dari segala dosa/ noda) dan pembawaan beragama
tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang
menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. (Hadis
riwayat Abu Ya‘la, al-Tabrani dan al-Bayhaqi dari al-Aswad bin Sari®).
Oleh sebab itu, anak hasil perzinahan tetap harus diperlakukan dengan baik,
diberikan pendidikan dan keterampilan agar bermanfaat baginya di tengah
masyarakatnya.

B. Diskursus AA/ al-Kitab dan Kafir

Dari sekian banyak konsep yang terdapat dalam al-Qur’an, menurut
Nurcholish Madjid,® terdapat salah satu konsep ajaran Islam yang sangat
khas, yaitu konsep tentang para pengikut kitab suci atau ah/ al-kitab.**
Konsep ini dalam pemaknaan operasionalnya dipahami sebagai sebuah sikap
yang memberi pengakuan tertentu pada penganut agama lain yang memiliki
kitab suci. Yang termasuk bagian dari pengakuan tersebut adalah pengakuan
terhadap hak komunitas ah/ al-kitab untuk melaksanakan syariat dan

# Nurcholish Madjid, /s/am Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 59.

® Kata ahl kitab disebut 31 kali. Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, al-Mu‘jam al-
Mufahras Ii Alfaz al-Quran al-Karim, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987, hal. 95-96.
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toleransi dalam relasi sosial. Konsep tersebut diakui Criyl Glasse, sebagai
konsep pertama dan belum ada sebelum Islam datang.®*

Konsep ahl al-kitab dan permasalahannya cukup banyak diungkap
dan eksplorasi dalam al-Qur’an. Islam sebagai agama yang datang sesudah
kemunculan agama-agama Ibrahim atau semitik, sudah barang tentu harus
mempunyai suatu konsep kerukunan dan toleransi dalam hal berinteraksi
dengan agama-agama sebelumnya. Sebab Islam tidak hadir sebagai realitas
tunggal dan eksklusif dalam aras interaksi sosial. Secara umum, Yahudi dan
Nasrani adalah dua komunitas agama yang termasuk ke dalam cakupan
terma ahl al-kitab ini. Dua komunitas agama tersebut mempunyai hubungan
akidah dengan Islam, karena berasal dari rumpun agama semitik atau
agama.

Fazlur Rahman,*® seorang intelektual muslim yang disegani dalam
blantika studi Islam mengatakan, bahwa inti pesan yang dibawa Islam pada
hakikatnya sama dengan rangkaian pesan yang disampaikan oleh Nabi-nabi
terdahulu.”” Hal ini dapat dibuktikan, bahwa Allah sendiri telah
menegaskan, bahwa diturunkannya al-Qur’an sebagai kitab suci berfungsi
“membenarkan” terhadap sebagian ajaran Taurat dan Injil serta
“mengoreksi” sebagian ajaran lainnya.* Pada awal perkembangan Islam,
terma ahl kitab selalu menunjuk kepada dua komunitas agama Yahudi dan
Nasrani.*” Tetapi, dalam perkembangan sejarah keumatan muncul
perbedaan pendapat akan makna dan cakupan ah/ al-kitab tersebut.

Perdebatan para ulama terlihat dalam pembahasan tentang apakah
ahl al-kitab hanya terbatas interpretasinya pada dua komunitas agama di
atas atau tidak. Ataukah interpretasinya lebih meluas cakupannya kepada
beberapa agama yang kitab sucinya “diduga keras” berasal juga dari Tuhan,
dan diakui sebagaimana agama samawi dan disamakan seperti ahl al-kitab.
Penafsiran yang berbeda di kalangan ahli tafsir dan ahli fikih mengenai
makna dan cakupan ahl al-kitab menjadi memiliki varian dan multi
interpretasi.

Hemat penulis, perdebatan pertama terkait ahl al-kitab umumnya
tentang batasan cakupannya. Pada konteks ini, perbedaan disebabkan oleh
kecenderungan pemakaian metode dalam penggunaan interpretasi yang

® Criyl Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj. Ghufron A. Mas’udi, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 15.

# Fazlur Rahman, “Sikap Islam terhadap Yahudi”, dalam Mochtar Pabottinggi
(ed.), Islam Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1986, hal. 171.

¥ M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an: TafSir Sosial Berdasarkan Konsep-
konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 87.

# Lihat Surat Ali ‘Imran/3: 3, Surat al-Ma’idah/5: 48 dan Surat al-An’am/6: 92.

# Lihat Surat al-‘ Ankabut/29: 46.
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berbeda. Yakni, kecenderungan di satu sisi yang lebih menitikberatkan
kepada pemahaman yang bersifat tekstual-normatif dan di sisi lain kepada
pemahaman yang bersifat interpretasi historis-kontekstual.

Pada tataran perdebatan berikutnya barulah merambat pada
kontroversi tentang kebolehan memakan makanan ah/ al-kitab dan
kebolehan orang ulama klasik umumnya, berpegang pada pemahaman
tekstual dari makna ahl/ al-kitab yang hanya memaknai dua komunitas
agama di atas, atau hanya beranjak pada penafsiran tambahan dengan
memasukkan agama Majusi dan Sabi’in. Pemahaman tekstual klasik ini
pada perkembangannya sampai saat ini berdampak kepada pandangan ulama
dan umat Islam terhadap ah/ al-kitab menjadi eksklusif. Fakta ini dikuatkan
oleh pernyataan Alwi Shihab, yang mengatakan bahwa, sangat jarang para
mufasir yang mengapresiasi konsep ini secara positif.”’

Dalam pengamatannya, bahwa pandangan positif tentang ah/ al-
kitab dalam literatur tafsir yang diapresiasi masih sangat terbatas secara
kuantitatif. Ia hanya menyebut ada tiga kitab tafsir; yakni a/-Manar karya
bersama dua modernis Muhammad Abduh dan muridnya Sayyid
Muhammad Rashid Rida, a/-Mizan, karya Muhammad Husayn al-
Tabattaba‘i, dan a/-Mubin, karya Jawad Mughniah. Sebab itu, wajar bila
ulama klasik dan umat Islam berpandangan eksklusif atas komunitas ah/ al-
kitab tersebut.

Pandangan Muslim yang eksklusif pada kenyataan faktual dan
empiris dalam relasi sosial beragama tampaknya tidak cukup kuat untuk
membangun fondasi sebuah konstruk paradigma hidup dalam pluralitas
agama sebagaimana halnya dalam konteks keindonesiaan. Padahal jika
dipahami lebih mendalam, realitas pluralitas adalah sesuatu yang niscaya
atau sunnatullah, termasuk pluralitas agama. Oleh karena itu, untuk
memperkuat basis hidup dalam suasana plural itu diperlukan suatu
“paradigma baru” yang konstruktif dengan dilandasi tentunya oleh
semangat al-Qur’an yang lapang untuk memahami konsep ahAl al-kitab
secara luas.

Dalam pandangan ini, masih ada kemungkinan untuk mengkaji ulang
dan mendiskusikan terma ah/ al-kitab tidak hanya terbatas kepada kedua
agama semitik tersebut, tetapi menjangkau agama di luarnya bahkan sampai
kepada agama yang diyakini “diduga kuat” mempunyai kitab suci.”’ Oleh
sebab itu, makna ah/ al-kitab yang diperluas dan diapresiasi secara positif,

% Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung:
Mizan, 1999, hal. 57.

°! Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur‘an, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka,
1983, hal. 239.
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menjadi sesuatu yang harus dilakukan kajian, terutama di Indonesia dengan
tingkat pluralitas berbagai bidang; sosial, politik, budaya, dan agama.’*

Kata ah/ terdiri dari tiga huruf alif; ha’ dan /am yang secara literal
mengandung pengertian; ramah, senang atau suka.”> Kata ahli juga
mempunyai arti; keluarga, sebuah masyarakat atau sebuah rumah tangga.”
Selain itu digunakan juga untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai
hubungan yang sangat dekat, seperti ungkapan ah/ al-rajul, yaitu orang yang
menghimpun mereka, baik karena hubungan nasab maupun agama, atau hal-
hal yang setara dengannya, seperti profesi, etnis dan komunitas.” Kata
‘ahli’ juga dikatakan sebagai keluarga yang memiliki hubungan nasab,
misalnya kalimat ah/ al-bayt, suatu sebutan atas seseorang yang memiliki
hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Talib dan Fatimah.

Kata ah/ dalam al-Qur’an digunakan secara bervariasi yang
disebutkan sebanyak 125 kali.”® Misalnya, menunjuk kepada suatu
kelompok tertentu, seperti ah/ al-bait (Surat al-Ahzab/33: 33), yang
ditunjukkan kepada keluarga Nabi Muhammad Saw. Kata ah/ juga
menunjuk pada suatu penduduk (Surat al-Qasas/28: 45), keluarga (Surat
Hud/11: 40) dan juga ditujukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang
menganut paham dan ajaran tertentu (Surat al-Baqarah/2: 105).

Kata kitab yang hurufnya terdiri dari kaf, ta’ dan ba’, memiliki arti
buku atau surat.”” Sedangkan kata kitab juga berarti tulisan atau rangkaian
berbagai lafal. Sebab itu, firman Allah Swt™® kepada rasul-Nya bisa disebut
kitab (kitab Allah atau al-kitab), karena memuat himpunan sejumlah lafal.
Al-Qur’an menggunakan terma ah/ al-kitab dengan ragam bentuknya dan
terdapati sebanyak 319 kali” dengan varian arti, yang mencakup makna
tulisan kitab, ketentuan, dan kewajiban.m0 Sementara itu, kata al-kitab
merujuk kepada kitab suci dari Allah dan penggunaannya tampak bersifat
umum. Itu berarti, segala sesuatu yang Allah turunkan, seperti kitab suci

%2 Komaruddin Hidayat, “Membangun Teologi Dialogis dan Inklusivistik”, dalam
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama,
Jakarta: PT. Gramedia, 1998, hal. 3.

% Bandingkan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1993, hal. 11.

% Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pondok
Pesantren al-Munawwir, 1984, hal. 49.

% Al-Raghib al-Ashfihani, Mu’jam Mufiadat Alfazh al-Quran..., hal. 25.

°® Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras. .., hal. 121-123.

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir..., hal. 1275.

% Lihat Surat al-Baqarah/2: 282.

% Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, al-Mu‘jam al-Mufahras. .., hal. 591-595.

1% Al-Raghib al-Ashfihani, Mujam Mufiadat Alfazh al-Quran..., hal. 440-445.
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kepada nabi Musa, kepada nabi Dawud, kepada nabi Isa, dan kepada nabi
Muhammad Saw.'"'

Berdasarkan penjelasan tentang makna dan terma ah/ al-kitab yang
diuraikan secara terpisah tersebut, kiranya secara umum makna terma ah/
al-kitab tersebut bila digabung menjadi satu, maka dapat dipahami dengan
berbagai pengertian di antaranya; orang yang ahl al-kitab, sebutan bagi Bani
Nazir dari kaum Yahudi dan Nasrani, orang Masehi (Nasrani)'”® para
pengikut kitab suci, atau orang yang berpegang pada kitab suci, atau orang
yang berpegang pada kitab suci selain al-Qur’an.'” Dengan kata lain, ah/ al-
kitab merupakan sebutan untuk mereka yang menganut agama dengan kitab
sucinya yang berasal dari Tuhan.'™ Terma ahl al-kitab tersebut merujuk
kepada pengertian agama yang dialamatkan kepada kelompok pemeluk
agama dengan kitab suci yang telah diwahyukan Allah kepada nabi dan
rasul.

Pada umumnya para ulama telah sepakat dalam masalah ini, bahwa
yang termasuk dalam kategori ah/ al-kitab adalah komunitas Yahudi dan
Nasrani. Hanya para ulama berbeda pendapat dalam memahami, adakah
kaum ahl/ al-kitab, selain dari dua komunitas tersebut. Setelah mengalami
perkembangan dalam hal penafsiran tentang ah/ al-kitab, para ulama banyak
mengalami perbedaan dalam menafsirkan konsep tersebut dengan berbagai
argumentasi yang diajukan, terutama mereka berbeda dalam menafsirkan
surat al-Ma’idah/5: 5, mengenai boleh atau tidaknya makan dari sembelihan
ahl al-kitab dan kawin dengan wanita dari kalangan mereka yang masih
menjaga kehormatan dirinya (muhsanat), juga dalam menafsirkan cakupan
dan rincian ah/ al-kitab selain kaum Yahudi dan Nasrani.

Awal perkembangan Islam, terma ah/ al-kitab diperuntukkan bagi
pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Selain keduanya, seperti pemeluk
agama Majusi, tidak dinamakan ahA/ al-kitab, kendati agama Majusi sudah
dikenal di masa rasul dan para sahabat. Namun, meski tidak dinamakan ahA/
al-kitab, nabi Muhammad Saw tetap memberikan anjuran agar
memperll%lgukan orang Majuzi atau zoroaster) layak perlakuan terhadap ah/
al-kitab.

' [ ihat misalnya: Surat Al-Baqarah/2: 53 dan Surat al-Isra’/17: 2.

102 pjys A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya:
Arkola, 1994, hal. 12.

103 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia...,
hal. 11.

104 Harun Nasution (ed.). Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992,
Jilid I, h.75.
1% 1 jhat uraian “Kata Pengantar” Nurcholish Madjid dalam Komaruddin Hidayat
dan Ahmad Gaus AF. (eds.), Passing Over: Melintasi Batas Agama, Jakarta: Gramedia,
2001, hal. Xxx.
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Pada masa tabiin, sebutan bagi ahl/ al-kitab, terkhusus kaitannya
dengan ruang lingkup, rincian, dan batasan siapa pun yang disebut sebagai
ahl al-kitab, mengalami perkembangan makna. Imam al-Shafi‘i (W. 204 H),
misalnya dalam a/-Umm, menerima riwayat terkait Ata’ (seorang tabiin)
berkata: “Orang Kristen Arab bukan termasuk ah/ al-kitab. Kaum yang
disebut ahl al-kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang
yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil.”

Sementara itu, orang lain (selain Bani Israel) yang berpegang kepada
agama Yahudi dan Nasrani, dianggap tidak masuk kategori ahl al-kitab.
Argumentasi terkait penjelasan ini, berlandaskan ayat al-Qur’an tentang
nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel (Surat al-Saffat/61: 6). Ayat
ini juga mengisyaratkan terbatasnya apa yang dibawa oleh nabi Isa hingga
datangnya Nabi Muhammmad Saw. Dengan demikian, ahl/ al-kitab
dipahami al-Shafi‘i, sebagai komunitas etnis, bukan komunitas agama,
sebagaimana dibawa nabi Musa dan nabi Isa.

Bagi imam al-Tabarri (224-310 H), ahl al-kitab adalah pemeluk
agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan mana pun dan siapa pun mereka,
baik dari keturunan bangsa Isracl maupun bukan dari bangsa Israel.'®
Adapun Imam Abu Hanifah (80-150 H) dan ulama Hanafiyah lainnya
menyatakan bahwa yang disebut ahl al-kitab adalah siapa pun yang
mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan
Allah Swt, tidak terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Dengan
demikian bila ada yang percaya kepada suhuf Ibrahim atau kitab Zabur,
maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ah/ al-kitab ini."”’ Selain
itu, sejumlah ulama salaf berpandangan, umat yang memang secara valid
mempunyai kitab suci, bisa disebut ah/ a/-kitab, misalnya orang Majusi.108

Al-Shahrastani (1086-1158 M), dalam menggolongkan termasuk
atau tidaknya suatu komunitas disebut ah/ al-kitab, ia terlebih dahulu
mengurai tipologi menjadi dua kelompok berlandaskan parameter kitab suci
dalam suatu komunitas agama tertentu. Pertama, bahwa pemeluk agama
Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab suci yang muhagqgaq
disebut dengan ah/ al-kitab. Kedua, mereka yang memiliki serupa (shibh)
kitab suci namun mereka tidak termasuk ah/ al-kitab, Tetapi disebut sebagai
shibh ahl al-kitab.'™ Sedangkan Ibnu Hazm (384-456 H) memahami terma

106

Ibn Jarir ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1992, Jilid III, hal. 321.

17 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai
Persoalan Umat..., 367.

108 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai
Persoalan Umat..., hal. 367.

109 Asy-Syahrastani, a/- Milal wa an-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 209.
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ahl al-kitab hampir sama dengan yang dikemukakan oleh ulama Salaf, tetapi
Ibnu Hazm mengatakan, bahwa kaum Majusi termasuk dalam kelompok aA/
al-kitab.""’

Al-Qasimi (1907-1996 M), mengemukakan, arti dari terma ah/ al-
kitab hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Shafi‘i, namun al-
Qasimi, memasukkan etnis selain Bani Israel yang menganut agama Y ahudi
dan Nasrani ke dalam terma ahl/ al-kitab, sampai diutusnya Rasulullah
Saw.'"! Penafsiran terma ah/ al-kitab yang dilakukan oleh sebagian ulama,
terutama ulama kontemporer mengalami perkembangan yang lebih luas,
sehingga mencakup penganut agama lain, yakni seperti Majusi, Sabi’in,
Hindu, Budha dan Shinto. Semua itu termasuk dalam cakupan ah/ al-kitab.
Pendapat tersebut ditegaskan Muhammad ‘Ali, bahwa penganut agama
Majusi, Sabi’in, Hindu, dan Budha termasuk kategori ah/ al-kitab.

Kendti terdapat kesyirikan, tetapi pemeluknya harus diperlakukan
layaknya ahl al-kitab, dan bukan orang musyrik.''? Oleh sebab itu, pemeluk
agama yang ada sekarang, termasuk selain Yahudi dan Nasrani, bisa
dikatakan ajaran mereka dan kitab sucinya merupakan wahyu yang
diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu, tetapi sudah terjadi perubahan
menyesuaikan dinamika zamannya. Bahkan agama Nasrani yang jaraknya
relatif tidak jauh dengan agama Islam pun telah terjadi perubahan.

Al-Tabattaba‘i (1903-1981 M), menyatakan, bahwa penggunaan
terma ahl/ Sabi’in dalam al-Qur’an hanya merujuk pada kaum Yahudi dan
Nasrani.'”  Adapun Fazlur Rahman (1919-1988 M) pada dasarnya
mengartikan istilah ah/ Sabi’in sebagai kaum yang mengikuti para nabi
yang memperoleh kitab suci dari Allah Swt semenjak dulu sampai Nabi
Muhammad Saw''* di Mekah dan Madinah. Mereka disebut dalam al-
Qur’an sebagai pemilik wahyu yang lebih awal.'"

Menurut Rashid Rida (1865-1935 M), konsep ahl Sabi’in sebenarnya
lebih bersifat umum dan tidak hanya tertuju kaum Yahudi dan Nasrani dari
bangsa Israel semata, namun meliputi suku bangsa lain juga. Menurut Rida,
ahl al-kitab bisa meliputi agama selain Yahudi dan Nasrani, misalnya
Majusi, Sabi‘in, Hindu, Budha, dan Shinto.
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Menurut Rashid Rida, walaupun al-Qur’an mengidentifikasi Yahudi
dan Nasrani sebagai ah/ al-kitab, namun bukan berarti kelompok agama di
atas tidak diakui sebagai ahl/ al-kitab. Argumen yang dikemukakan Rashid
Rida, bahwa memang dalam al-Qur’an tidak ada agama-agama kuno India
dan Cina, sebab orang Arab kurang mengenal istilah keduanya. Ini
menunjukkan, al-Qur’an menghindari sesuatu yang asing kepada
audiensinya.''°

Sedangkan Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M), berbeda pendapat
dengan Rida yang notabene adalah muridnya, sebagaimana tertera dalam
tafsir Juz ’Amma-nya yang menyatakan, bahwa ahl al-kitab mencakup
penganut agama Yahudi, Nasrani dan Sabi’in, sebagaimana diungkapkan
secara implisit dalam Surat al-Baqarah/2 62.""7 Sayyid Qutub (1906-1966
M) dalam Tafsir fi Zilal al-Qur’an-nya menyatakan, ahl al-kitab adalah
orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai
sekarang, dari zaman kapan pun dan dari suku bangsa mana pun.''®
Pendapat ini juga dipegang oleh Quraish Shihab yang menyatakan, ah/ al-
kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani kapan, di mana
pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Pendapat Quraish tersebut
dilandasi penggunaan al-Qur’an atas kata ah/ al-kitab yang hanya pada dua
golongan Yahudi dan Nasrani sebagai golongan yang ada ketika itu.'"?

Penjelasan terkait status ah/ al-kitab, yaitu apakah masuk kategori
kafir atau musyrik, menjadi penting untuk dikaji, agar didapatkan deskripsi
yang tepat, terutama deskripsi perspektif ulama Islam. Para ulama
kebanyakan berpendapat bahwa ahAl al-kitab termasuk dalam kelompok
orang-orang kafir. Seperti yang telah diinformasikan oleh al-Qur’an, bahwa
predikat kafir terlihat secara eksplisit diberikan kepada mereka (Q.S. al-
Bayyinah/98: 1). Hal tersebut didasari oleh batasan dan pengertian umum
ulama, yaitu mereka adalah orang yang menolak kenabian Muhammad Saw
dan ajarannya.”

Hal yang sama dijelaskan al-Ghazali (W. 1111 H), makna kafir yang
terdapat dalam keyakinan ah/ al-kitab adalah sikap mendustakan nabi
Muhammad Saw dan ajarannya. Karena itu, menurut al-Ghazali, orang
Yahudi dan Nasrani itu kafir lantaran mendustakan nabi Muhammad

116 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, 1393H/1973M, Jilid I11, hal.
258 dan VI, hal. 272.

" Muhammad Abduh, 7afsir Juz ‘Amma, terj. Muhammad Bagir, Bandung;
Mizan, 1999, hal. 272.

"8 Sayyid Quthub, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, Beirut: Dar al-‘Arabiah, t.t., Jilid I,
hal. 135 dan Jilid 11, hal. 199.

"5 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas pelbagai
persoalan umat..., hal. 368.
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Saw.'?’ Tetapi perdebatan kembali muncul, mengenai apakah ahl al-kitab

termasuk kelompok musyrik atau tidak. Karena dalam posisi ini, ada
perbedaan dalam terma teologis antara kafir dan musyrik. Al-Tabattaba’i
(1903-1981 M) menyatakan, syirik pada dasarnya terbagi atas dua macam,
yaitu: syirik zahir dan syirik khafi.

Pembagian syirik ini didasarkan pada tingkat kejelasan terhadap
perilaku syirik itu sendiri. Mereka yang menganggap Tuhan itu berbilang,
menjadikan patung dan berhala sebagai sesembahan, adalah syirik zahir.
Sedangkan yang termasuk ke dalam perilaku shirik khafi dari ahl al-kitab
adalah tidak mengakui kenabian, sebab menganggap kedudukan Isa al-
Masih sebagai anak Tuhan, dan ini merupakan bentuk syirik. Yang masuk
ke dalam shirik khafi tidak dilabeli syirik secara tegas.'*'

Dalam konteks ini, dikarenakan al-Qur’an sendiri tidak
mengungkapkan secara eksplisit, maka wajar para ulama berselisih pendapat
tentang posisi ahl al-kitab sebagai kelompok musyrik atau tidak. Sebagian
ulama ada yang tidak memasukkan mereka dalam kategori musyrik, Tetapi,
mayoritas ulama lainnya malahan menyatakan bahwa terma musyrik
mencakup pula orang-orang kafir dari kalangan ah/ al-kitab.

Termasuk pendapat terakhir berasal dari al-Razi (251-323 H), bahwa
terma musyrik meliputi orang kafir dari ah/ al-kitab'** yang didasarkan
kepada Surat al-Tawbah/9: 30-31. Menurut Rashid Rida (1865-1935 M), ahl
al-kitab dari Yahudi dan Nasrani tidak masuk kategori musyrik.
Menurutnya, pengertian musyrik dalam ayat al-Qur’an adalah orang
musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci atau sekurangnya ‘semacam’
kitab suci. Karena itu, mereka dinamakan dengan wummiyun; orang yang
belum pernah mengenal kitab suci dari Allah. Berdasarkan pengertian
tersebut, Rida berpandangan, orang Sabi’in, Majusi, dan kelompok agama
yang pernah memiliki kitab suci atau sejenisnya, seperti Hindu, Budha, dan
Konfusius bukan termasuk musyrik.123

Pendapat Rashid Rida tersebut didasarkan pada penafsiran sejumlah
ayat al-Qur’an, misalnya Surat al-Baqarah/2: 105, Surat al-Bayyinah/98: 1,
Surat al-Hajj/22: 17; yang memuat kata a/-mushrikun bersamaan dengan
kata ahl al-kitab atau dengan golongan Yahudi, Sabi’in, Nasrani, dan
Majusi, yang memakai huruf ‘ataf wawu (dan). Huruf ‘ataf (kata
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penghubung), mengisyaratkan makna perbedaan antara sesuatu yang
dikaitkan tersebut.

Indikator dalam ayat tersebut menunjukkan perbedaan antara
mushrikun dan ahl al-kitab atau kelompok Yahudi, Nasrani, Sabi’in dan
Majusi. Argumentasi dalam al-Qur’an, (Surat al-Tawbah/9: 31), golongan
ahl al-kitab mempunyai sifat kemusyrikan lantaran menjadikan rahib dari
kalangan mereka sebagai Tuhan (arbab), dan bagi Rida, itu tidak membuat
ahl al-kitab sebagai musyrik. Kendati mereka mempunyai sifat syirik, sifat
kemusyrikannya merupakan bentuk a/-shirk i al-rububiyah, yaitu membuat
ketetapan agama dari para rahib dan bukan berasal dari wahyu. Selain itu,
ahl al-kitab sebenarnya percaya kepada Allah dan para nabi terdahulu.
Berbeda dengan orang musyrik dengan sifat al-shirk fi al- uluhiyah; percaya
kepada segala kekuatan tuhan-tuhan selain Allah.'**

Sayyid Qutb (1906-1966 M) berbeda pendapat dengan Rashid Rida,
yakni ahl al-kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani bagian dari orang
musyrik. Menurut Qutb, mereka hampir sama dengan musyrik Arab yang
percaya kepada mitos dan menganggap Allah memiliki anak. Menurutnya,
musyrik Arab dulunya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang
menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Allah, menyembah patung
dan membuat nama-nama perempuan misalnya Latta, ‘Uzza dan Manat,
dalm rangka mendekatkan diri kepada Allah.'*

Pendapat yang sama dijelaskan Wahbah al-Zuhayli (1932-2015 M),
secara eksplisit ah/ al-kitab, sama dengan orang kafir sebagaimana orang
musyrik (Surat al-Bayyinah/98: 1). Kata kufi dalam ayat tersebut
menurutnya adalah orang yang menolak kerasulan nabi Muhammad Saw.
Sangat jelas kekafiran ahl al-kitab dalam ayat tersebut, dan begitu juga
orangizénusyrik, dalam artian sama-sama menolak ajaran nabi Muhammad
Saw.

Kata kafir berasal dari bahasa Arab kafara-yakfuru-kufian-kufuran-
kufranan yang berarti satara wa ghatta (menyembunyikan dan menutupi).'”’
Ibn Faris, menjelaskan kata kafara bermakna al-satr wa al-taghtiyah
(menutupi dan menyembunyikan). Sementara kata a/-kufr antonim dari kata
al-iman. Sebab, menyembunyikan kebenaran (taghtiyah al-hagq)."*® Tbn al-

124 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Jilid 11..., hal. 349 dan Jilid VI..., hal. 186,
Jilid V..., hal. 147. Harifiddin Cawidu, Konsep Kufi dalam Al-Qur’an..., hal. 167
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Athir, menjelaskan, makna asal kufi adalah menutup rapat sesuatu
(taghtiyah al-shay’ taghtiyah tastahlukuh).”'*

Al-Tahir Ahmad al-Razi,(630-750 H.) dalam Qamus al-Muhit, kata
kafara memiliki arti satara atau ghatta, artinya menutupi. Sedangkan kata
kuft (dammah harakatnya) berarti did al-iman (lawan keimanan). Sementara
kata kafir berarti al-jahid Ii an‘um Allah (orang yang mengingkari nikmat
Allah Swt)."® Kata yang berarti menutupi itulah yang kemudian digunakan
al-Raghib al-Asfahani, dalam Mu‘jam Mufradat Alfaz al-Qur’an."”' Berbeda
dengan Munir Ba‘albaki, dalam a/-Mawrid, yang ia mengartikan kata kafir
dengan arti unbeliever; orang yang tidak beriman.'*>

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Islam, kata kafir memiliki arti
menghapus atau menutupi, maksudnya menyembunyikan sesuatu yang
berguna. Kata kafir ada juga yang berarti ungrateful; tidak mau berterima
kasih. Pengertian ini banyak terdapat dalam syair Arab kuno dan dalam al-
Qur’an, misalnya Surat Ibrahim/13: 7 dan Surat al-Rum/30: 34, yaitu
mereka tidak mau berterima kasih atas nikmat yang telah Allah
anugerahkan kepada mereka. Kata kafara mulanya ditujukan kepada kaum
kafir di Mekkah (unbelieving Meccans), mereka kerap berupaya menyangkal
dan mencela Nabi Saw.'*?

Kata kufi, dalam bahasa Arab, digunakan dalam beragam arti, tetapi
seluruhnya merujuk kepada satu makna, sebagaimana penjelasan di atas.
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kafir merujuk
kepada orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya.134 Adapun
kata kufur itu sendiri merujuk kepada sikapnya, yakni sikap yang tidak
percaya kepada keduanya.'*

Kata kufrjuga berarti debu, sebab menutupi sesuatu yang terletak di
bawahnya, dan juga berarti mengecat kapal, sebab berwarna hitam yang

2% Abii al-Sa‘adati al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari ibn al-Athir, a/-Nihdyah
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Gramedia Pustakan Utama, 2008, Cet 1, hal. 601.
B Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa..., hal. 751.
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digunakan untuk menutupi.'*® Kata kafir juga berarti air atau minyak, yang

terdapat dalam Surat al-Insan/76: 5:

1538 a1 5s 08 S Ge 03058 S &)
Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas (berisi
minuman) yang campurannya adalah air kafur.”

Syakh Nawawi al-Bantani, menjelaskan makna air dengan makna
khamr yang dicampur mata air kafur. Kapur itu sendiri adalah nama sumber
air di surga yang warnanya lebih putih dari kapur, beraroma harum dan
sejuk, namun, rasa dan efek kafur yang berbahaya tidak ada di dalamnya,
tidak seperti kafur yang ada di dunia.””’ Air kapur tersebut, sebagaimana
penjelasan al-Qur’an tadi, mirip seperti kapur (CaCO3) di dunia, yaitu di
Barus, Sumatera Utara, kendati kandungannya berbeda. Asal kata kafur atau
kapur barus itu sendiri dari kata kafi-yang berarti membasmi atau menutupi.
Sementara dalam ilmu kedokteran, aroma kapur barus itu harum, dingin,
dan segar. Namun, makna yang dimaksud adalah makna pertama tadi;
membasmi."*®

Kapur barus atau kamper, ketika itu sebagai komoditi sebagian besar
dunia. Asal usulnya sulit ditelusuri, sebab sumber tertulisnya berancka
ragam dan berbeda-beda. Namun, masuk akal dari yang disimpulkan sarjana
Perancis, Claude Guillot,"”’ dengan penelitiannya terhadap kapur barus.
Penelitian pertamanya mengandung teks prasasti dengan bahasa Tamil.
Penelitian keduanya mengenai perjalanan maritim ke Asia Timur jauh
dengan bahasa Armenia di awal abad II. Penelitian ketiganya mengenai
sejumlah sumber Tionghoa lama.

Tulisan sejumlah ilmuwan sepanjang abad menunjukkan kapur
dipakai untuk pengobatan dan aroma. Hampir semua buku ilmu kedokteran
menjelaskan mengenai kamper kering dan dingin pada tahap ketiga. Sekadar
contoh, buku ilmu kedokteran berisi sifat obat-obatan karya Ibn Sarabiyun
pada abad X M dijelaskan, kamper yang memiliki mutu tinggi (a/-riyahi)
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adalah bahan alami berjenis kamper terbaik, teringan, terputih, termurni,
dan paling mengkilap.'*’

Sementara buku Ibn Baytar (1197-1248 M), dijelaskan, kamper bisa
digunakan sebagai obat panas dan obat untuk sakit kepala karena liver. Al-
Kindi dan Avicenna, juga menjelaskan, kamper bisa membuat suhu tubuh
yang tinggi menjadi dingin, kamper mempunyai efek menenangkan dan
menguatkan yang diikuti dengan aroma keharumannya.'*' Sedangkan
pengertian yang dijelaskan Ibn Hazm,'*> bahwa kata kufi secara istilah
syariat berarti mengingkari ketuhanan dan kenabian salah satu para nabi
dalam al-Qur’an.”'®

Penjelasan al-Qarafi (1228-1285 M), bahwa makna kufi asalnya
adalah bentuk pelecehan khusus atas kemuliaan rububiyah, baik
ketidaktahuannya atas eksistensi Tuhan atau sifat-Nya. Kufi bisa dalam
bentuk tindakan, misalnya melempar mushaf ke area kotoran atau bersujud
kepada berhala atau mendatangi gereja berkali-kali dengan pakaian khas
orang Nasrani ketika hari keagamaan mereka atau mengikuti ritual di
dalamnya, atau juga mengingkari suatu hal sudah ditetapkan sebagai bagian
ajaran inti agama (ima ‘/um min al-din bi al-darurah)."*

Toshihiko Izutsu (1914-1993 M), menjelaskan dalam, Ethico-
Religious Concepts in the Quran, tentang struktur konsep kufi. Menurutnya,
kata kafara, jika dilihat dari ilmu filologi, berarti tutup atau penutup. Dalam
konteks, kata ini sebenarnya berarti menutupi. Maksunyda, mengabaikan
secara sengaja, kenikmatan sudah didapatkan, tetapi tidak ada ungkapan
terima kasih. Kemudian sikap enggan berterima kasih terkait rahmat dan
kebaikan Tuhan tersebut tercerminkan lewat cara paling radikal dan positif
melalui takdhib; mendustakan Tuhan, rasul-Nya, dan wahyu.'*> Karena kuff
berdasarkan dua aspek penting yang dimilikinya; ‘tidak berterima kasih dan
tidak percaya’, hanya akan terhenti dengan penolakan atas keesaan Tuhan,
yang pada hakikatnya ada sesuatu yang dapat disejajarkan dengan
politeisme atau jika menggunakan istilah yang dikenal, syirik.'*

0 Claude Guillot, Lobu Tua: Sejarah Awal Barus..., hal. 228.
! Claude Guillot, Lobu Tua: Sejarah Awal Barus..., hal. 229-230.
Mahmud ‘Ali Himayah, /bn Hazm wa Manhajuhu fi Dirdsah al-Adyan,Kairo:
Dar al-Ma‘arif, 1983, hal. 41.

13 Al-Imam Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad Ibn Hazm al-Dhahiri, a/-Fisal 1i al-
Milal waal-Ahwa’ wa al-Nihal, Bayrit: Dar al-Jail, 1996, Jilid 3..., hal. 253.

% Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Shanhaji al-Qarafi, a/-Furliq: Anwar al-
Buruq fi Anwa’ al-Furig,Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, Jilid 4, hal. 258.

%> Toshihiko Izutsu, Ethico Religious Concepts In The Quran, Canada: McGill
UniversityPress, 1966, hal. 119-120

' Toshihiko Izutsu, Ethico Religious Concepts in the Quran..., hal. 130.
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Farid Esack, dalam Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic
Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression menjelaskan
kata kufr melalui pengutipan Surat Ali ‘Imran/3: 21-22, yakni teks tersebut
menyatukan yang sifatnya doktrinal (kuff) dengan sesuatu yang sifatnya
sosio-politis (keadilan) lebih jauh ketimbang wacana liberal. Tidak sekadar
mencela kufi dan pihak-pihak yang menghalangi keadilan, teks tersebut
juga menjanjikan siksaan pedih dan kehilangan dukungan kepada mereka.'"’

Dalam studi semantik,'*® kata kafir dapat dibedakan antara makna
yang bersifat mendasar dan makna yang bersifat relasional. Makna yang
dimaksud pertama adalah sesuatu yang senantiasa menempel pada kata.
Sementara kata kafir, asalnya dari kata kafara yang berarti tidak
mensyukuri. Tentu saja ini kontradiksi dengan kata shakara. Kata tersebut
bermakna lazim yang berasal dari kata kafara sebagai kata kerja dalam
konteks linguistik Arab yang lebih luas.

Makna dasar kata kerja tersebut tidak berubah, baik penggunaannya
dari kalangan orang Arab Muslim atau pun bukan, dan kata tersebut populer
di kalangan penutur bahasa Arab. Di samping itu, makna dasar kata tersebut
begitu adanya sejak pra-Islam sampai sekarang.'*’

Sementara makna yang bersifat relasional adalah sesuatu konotatif
yang ditambahkan ke dalam makna yang sudah ada dengan memosisikannya
pada bidang khusus dan berada pada hubungan berbeda dengan seluruh kata
penting lainnya. Dalam sejarah, terjadi pergeseran makna, yakni kata kafara
sebagai kata kerja atau kata kufi sebagai nominal berubah dari makna
mulanya, yaitu ‘tidak mensyukuri’ dan menjadi lebih dekat kepada makna
‘tidak meyakini’ sebagai wujud penolakan terhadap keimanan.'*’

Kufr dalam al-Qur’an dan wacana di kalangan muslim, menjadi kata
penuh kehinaan mereka yang tertolak. Kata tersebut juga diserap ke dalam
bahasa Turki dan Perancis. Sedangkan kata yang berasal dari bentukannya;
kafir, masuk ke dalam term rasialis di Afrika Selatan, sebagai ekspresi
menghinakan di kalangan sebagian besar kulit hitam. Dalam penjelasan
seorang ahli sejarah Afrika Selatan, Leonard Thompson (1908-1935 M),

Y Farid Esack, Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of

Interreligious Solidarity against Oppression, England: Oneworld Publications, 1998, hal.
134

'8 Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap
Al-Qur’an, terj. Agus Fahri Husein dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, hal. 2.

MM Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis
terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, dalam Jurnal llmu
Ushuluddin, Vol. 1, No. 2, Tahun 2015, hal. 249. Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan
Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur’an..., hal. 12-14.

B0M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis
terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, hl. 250.
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bahwa disebut cafres, sebab terkandung di dalam kata tersebut “tidak
adanya tanda-tanda keyakinan atau kepercayaan dalam diri mereka.”

Al-Qur’an mendeskripsikan kufr sebagai tindakan mensyukuri yang
sifatnya aktif dan dinamis dan menjurus kepada penolakan kebenaran dan
anugerah dari Tuhan yang disengaja. Berkaitan dengan hal ini, secara
intrinsik berkaitan dengan tingkah laku menindas dan arogan, dan umumnya
orang kafir bertindak melakukan penindasan terhadap pihak-pihak yang
lemah (Q.S. al-Nisa/4: 168; Q.S. Ibrahim/14: 13)."*!

Terdapat sejumlah hal yang turut menjadi perhatian ketika menelisik
dimensi doktrinal kufi dalam al-Qur’an, agar tidak bersikap tidak adil
kepada mereka yang bukan muslim, yaitu pertama, ketika al-Qur’an
menghubungkan kufr dengan dimensi doktrinal, itu dalam situasi sosiologis
historis yang realistis dan berbasis keyakinan bahwa iman yang benar-benar
kepada keesaan Allah dan meyakini akan ada pertanggungjawaban akan
mengarah kepada konsekuensi logis terwujudnya keadilan di tengah
masyarakat. Kedua, gambaran al-Qur’an mengenai orang kafir sebagai
orang yang mengetahui akan keesaan Tuhan dan mengakui kenabian nabi
Muhammad, dan tetapi lebih memilih sikap tidak mengakuinya. Ketiga,
penjelasan al-Qur’an terkait kufr berarti sikap dan perilaku yang memusuhi
Islam dan pemeluknya. Keempat, al-Qur’an menjelaskan secara spesifik
terkait motif keputusan kuffar atas keyakinan yang dipegangnya.'>*

Hemat penulis, sejumlah definisi yang ada, bahwa makna kafir tidak
jauh dari makna awalnya; menutup, dan ini dapat ditelusuri mengenai
penjelasan al-Qur’an menganai petani dengan kata yang digunakannya
adalah kuffar, misalnya dalam Surat al-Hadid/57: 20:
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Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu banya]ab pennaman dan
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-

tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di

B! Farid Esack, Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of

InterreligiousSolidarity Against Oppression, hal. 135-137.

> Al-Imam ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zar’i al-
Dimashqi, Madarij al-Salikin: Baina Manazil lyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in,
Riyad: Dar al-Sam1’1, t.t, hal. 909.
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akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-
Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.”

Hal di atas dijelaskan Hamka secara tegas, kafir dalam ayat tersebut
bermakna menimbun, lihat misalnya dalam Surat al-Baqarah/2: 6. Pasalnya,
kata tersebut adalah makna asli dari kufur, yang berarti menyembunyikan
atau menimbun sehingga tidak tampak. Ayat di atas juga menggambarkan
petani yang takjub diikuti harapannya terhadap sesuatu dengan rasa cemas.
Manakala turun hujan, tanaman subur, di mana yang mulanya kering
menjadi tumbuh menghijau, sehingga muncul harapan nanti akan
mendapatkan hasil yang diharapkan. Begitu juga halnya, setelah kering
akibat matahari yang begitu terik selama berhari-hari.'>

Dalam pemakaiannya dalam al-Qur’an, kata tersebut mempunyai
sejumlah makna yang bervariasi menyesuaikan konteks ayatnya. Kafir yang
dimaksud al-Qur’an bisa jadi berbeda dengan maksud yang dipahami
seseorang ketika menginterpretasinya. Dalam Lisan al-‘Arab, Ibon Manzur
(1233-1311 M), membagi kata kufi menjadi delapan jenis:">* Kufi- al-inkar,
mengingkari Tuhan melalui hati dan lisan, dan tidak mengenali tauhid. Kufr
ini merupakan bentuk pengingkaran atas keberadaan Tuhan, rasul-Nya, dan
seluruh ajaran yang dibawanya.

Dari sisi akidah, orang yang demikian adalah orang yang sama sekali
tidak meyakini Tuhannya sebagai Pencipta dan Pengatur semesta. la
mengingkari para rasul, mendustakan ayat-Nya, menolak semua perkara
gaib; kiamat, hari kebangkitan, surga, neraka, dan lainnya.'” Orang yang
mengingkari prinsip-prinsip akidah, dapat dikategorikan sebagai penganut
a‘[eisme,15 materialisme, dan naturalisme. Hakikatnya, orang tersebut
percaya kepada sesuatu yang bersifat material, alamiah, empiris, dan
mekanis. Jika dari mereka meyakini sesuatu yang bersifat inmaterial,
misalnya paranormal, telekinesis, telepati, dan sejenisnya, tetapi mereka
menganggap semua itu bisa diurai melalui cara-cara ilmiah dan tidak
dihubungkan dengan Tuhan."”’

Al-Qur’an menjelaskan, orang yang seperti itu, berkeyakinan bahwa
kehidupan ini berlangsung secara alamiah tanpa intervensi dari pihak

'3 Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 7afsir al-Azhar, Juz 27..., hal. 296.

% Aba al-F adl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzir al-Misr, Lisan
al-‘Arab, hal. 144.

> Harifuddin Cawidu, Konsep Kufi Dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis
Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, Cet 1, hal. 105

156 Joseph McCabe, Atheism.: The Logic of Disbelief, Arizona, See Sharp Press,
2006, hal. 8-10.

" Harifuddin Cawidu, Konsep Kufi Dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis
DenganPendekatan Tafsir Tematik, hal. 106.
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eksternal. Kehidupan yang nyata adalah dunia ini dan tidak ada kehidupan
lain, dan yang menghidupkan atau mematikan hanyalah waktu atau a/-dahr.
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Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di duma
saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain
masa.” Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah
menduga-duga saja.

Ciri paling kentara orang yang demikian itu adalah memiliki
orientasi kepada dunia semata. Tenaga, waktu, usia, dan pikirannya hanya
diperuntukkan semata-mata menggapai dunia. Dalam Surat al-Baqarah/2:
212, dijelaskan, kehidupan dunia memang indah dan menggiurkan bagi
orang kafir.
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Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang
kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-
orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari Kiamat. Dan Allah
memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.”

Cinta terhadap dunia yang berlebihan merupakan dampak logis dari
ketidakpercayaan atas kehidupan setelah dunia, sehingga yang menjadi
tumpuan perhatiannya hanyalah dunia. Orang yang demikian sebenarnya
orang dengan kepribadian yang penuh materialistis dan hedonistis, yang
hanya menghargai hal-hal yang sifatnya material dan membuatnya senang
dengan dunia yang dinikmatinya secara jasmani."”®

Sedangkan kufi al-juhud, berasal dari kata juhud dalam al-Qur’an.
Menurut Ibn Manzur, kafir yang seperti ini yaitu seseorang dengan hatinya
mengakui kebenaran dan ajaran rasul, namun ingkar dengan lisannya.'”
Misalnya, Firaun, yang dalam al-Qur’an dijelaskan, ia dan sekutunya
berkeyakinan, meyakini ayat yang dibawa Nabi Musa itu benar. Namun,
disebabkan kesombongannya, keyakinannya tidak berwujud dalam tindakan

% Harifuddin Cawidu, Konsep Kufi Dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis

DenganPendekatan Tafsir Tematik, hal. 106-107.
1% Aba al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzir al-Misr, Lisdn
al-‘Arab..., hal. 144.
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dan perbuatan. Bahkan, justru memusuhi dan melakukan pembangkangan.'®

Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Naml/27: 13-15
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Maka ketika mukjizat-mukjizat Kami yang terang itu sampai kepada
mereka, mereka berkata, “Ini sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya
karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini
(kebenaran)nya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang berbuat kerusakan’.

Umumnya, pada masa Rasulullah Saw, orang yang seperti itu berasal
dari orang Mekah dan Yahudi Madinah. Sikap juhud orang Yahudi,
ditunjukkan al-Qur’an dalam Surat al-Baqarah/2: 89, yakni mereka
mengenal nabi Muhammad Saw melalui Taurat yang telah dijanjikan Tuhan
kepada mereka. Namun, karena beliau bukan dari bangsa mereka, muncul
dengki dan angkuh yang mereka tunjukkan, sehingga berlanjut kepada
tindakan pengingkaran atas kenabian Muhammad Saw."®!

Dengan demikian, &kufi al-juhud, bukanlah disebabkan oleh
ketidaktahuan atau ketidakpercayaan atas kebenaran, tetapi disebabkan
suatu hal yang pada akhirnya membuat tidak percaya, baik secara lisan atau
pun secara tindakan.

Contoh konkret dari kufi al-juhud adalah iblis. Pada dasarnya, iblis
mengetahui dan meyakini Tuhan. Apalagi, pernah melakukan dialog
dengan-Nya, yaitu ketika diminta bersujud kepada nabi Adam. Karena
kesombongan dan kedengkian lebih menguasai dirinya, ia membangkang
kepada-Nya dan membuatnya masuk ke dalam penjelasan ini, yaitu
terkategorikan dengan kekafiran (juhud).'®

Kufr al-Mu‘anadah, mengenal Tuhan dengan hati, mengakui-Nya
dengan lisan, namun tidak sampai kepada tingkat keyakinan, karena muncul
kedengkian dan permusuhan di dalam diri. Kufi al-nifag; mengakui Tuhan,
rasul, dan ajarannya dengan lisan, namun hatinya ingkar. Jenis kekufuran
ini, oleh al-Baghawi (436-516 H), didefinisikan sebagai pengikraran lisan

1% Harifuddin Cawidu, Konsep Kufi Dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis

DenganPendekatan Tafsir Tematik..., hal. 122.
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yang tidak disertai keyakinan dalam hati.'® Lebih jelas, Ibn al-Qayyim

(691-751 H), mengemukakan, kekufuran ini berarti menunjukkan iman
melalui lisan dan pada saat yang sama menyimpan kedustaan dalam hati.”"®*

Ibn Taymiyah, (661-728 H) menjelaskan, pemicu timbulnya nifag
adalah kedustaaan. Orang munafik itu berbeda antara yang tampak dan yang
tersembunyi, dan antara yang zahir dan batin.'® Sementara menurut Ibn al-
Qayyim, tumbuhan nifaq terletak di antara dua batang; batang dusta dan
batang riya’. Keduanya berawal dari hati dan tekad yang tidak kuat.'®® Kufy
al-Shirk;, tindakan yang menyekutukan Tuhan, dengan cara menyembah,
memuja, dan menggantungkan harapan. Syirik ini termasuk bentuk
kekufuran, karena mengingkari Tuhan yang Esa dan Maha Berkuasa dengan
segenap kesempurnaan-Nya.'®’

Orang musyrik dalam al-Qur’an terkadang disebut dengan kata kafir
dan terkadang kata musyrik. Syirik yang kerap disinggung al-Qur’an adalah
syirik berbentuk paganisme yang merupakan bentuk syirik besar. Misalnya,
umat nabi Nuh yang kedapatan menyembah berhala untuk dipuja-puja,
yakni berhala wudd, suwa’, yaguth, ya‘uq dan nasr (Surat Nuh/71:23).
Sementara umat nabi Hud, yakni kaum °‘Ad, juga banyak menyembah
sesuatu yang dianggap mereka sebagai tuhan-tuhan (Surat Hud [11]: 53).
Bahkan, nabi Ibrahim, seorang nabi yang ayahnya pemahat dan penjual
patung berhala (Surat al-An‘am/6: 74; Surat al-Anbiya’/21: 52), dan
seterusnya sampai masa nabi Muhammad, penyembahan kepada berhala
juga berlangsung. Jadi, kemusyrikan dengan cara menyembah berhala
menjei(élg ciri masyarakat terdahulu yang dilakukan pada masa nabi dan
rasul.

Kufr al-ni ‘mah; suatu bentuk sikap yang tidak mensyukuri nikmat
yang diberikan Allah. Bumi yang telah diciptakan ini adalah satu kesatuan
yang satu sama lainnya saling berhubungan, termasuk manusia yang hidup
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di dalamnya, karena ia bagian dari alam semesta.'®” Semesta yang telah
diciptakan ini diperuntukkan bagi manusia (Surat al-Baqarah/2: 29). Semua
itu ternyata ada manusia yang tidak mensyukuri dan mengingkari atas
seluruh apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka. Untuk
menjelaskan kekufuran jenis ini, al-Qur’an menggunakan kalimat zalum
kaffar dalam Q.S. Ibrahim/14: 34 dan kafur mubin. Kalimat kufur nikmat
berarti menyalahgunakan segala pemberian Tuhan dan tidak menggunakan
nikmat-nikmat tidak pada jalan yang diridai-Nya.'”

Kufr al-irtidad atau yang disebut dengan murtad atau keluar dari
Islam; yaitu sikap kembali kepada kekufuran yang sebelumnya beriman.
Istilah tersebut asalnya dari kata radd yang artinya kembali. Kemurtadan ini
dalam bentuk ucapan, niat, atau tindakan.'"! Kufi al-Bara ‘ah; yaitu
melepaskan dari sesuatu atau melepaskan diri dari tanggung jawab yang
dibebankan, sebagaimana setan. Allah menjelaskan hal ini dalam Surat
Ibrahim/14 : 22:
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Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, “Sesungguhnya
Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah
menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan
bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu
mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi
cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak
dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu
mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” Sungguh, orang yang
zalim akan mendapat siksaan yang pedih.”

“[}n‘r s\a

C. Fikih Klasik dan Kontemporer Tentang Perkawinan Beda Agama
Fikih muncul guna merespons pertanyaan seputar keseharian,
terutama dalam rangka menjalin ulang relasi antar agama yang sejak lam

19'N. J. Greenwood, J. M. B. Edwards, Human Environments and Natural
Systems, Massachusetts: Duxbury Press, 1979, hal. 18.

70 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr Dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Teologis
Dengan Pendekatan Tafsir Tematik..., hal. 375, 148.

1 Muhammad Mutawalli, “Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan
Beragama,” OSF, (Oktober 2017), diakses pada tanggal 15 Desember 2020 di
https://osf.io/hsmkc/.
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mengalmi kesenjangan. Dalam konteks ini, ada tiga level yang harus ada
dalam pembaruan fikih.'”

Pertama, pembaruan metodologis. Pembaruan ini memiliki
kesamaan dengan para ahli fikih, seperti penafsiran terhadap teks fikih
secara kontekstual, metodologis, dan verifikatif antara yang pokok (usul)
dan yang cabang (furu‘). Pembaruan tersebut tidak mesti mengabaikan fikih
klasik, tetapi yang dilakukan adalah kontekstualisasi dan verifikasi. Karena
fikih itu seperti hutan belantara yang sangat luas, dan karena itu perlu
dilakukan pembaruan yang bersumber dari tradisi fikih (muhatazah ala al-
gadim al-salih wa al-akhdhu bi al-jadid al-aslah). Dalam konteks pembaruan
mitologis tersebut, dibutuhkan dua tahap; tahap pertama, dilakukan
dekonstruksi (al-gati al-ma‘rifivah) dan tahap kedua, dilakukan
rekonstruksi (al-tawasul al-ma ‘rif]).

Maksud dari keduanya adalah membaca fikih klasik sesuai dengan
semangat dan konteks zaman yang melingkupinya. Kemudian membaca
secara kritis dan dekontruksionis untuk menelusuri sejumlah kepentingan
dan ideologi yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Setelah itu, dilakukan
kontekstualisasi fikih klasik dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang
dihadapi. Contoh, ketika melihat relasi antara agama, fikih harus mampu
melihat keberagamaan yang ada dalam masyarakat dan juga menaruh
perhatian kepada yang bukan muslim, agar fikih dapat menyesuaikan
dengan situasi zamannya dan membangun citra positif bagi fikih itu sendiri.

Kedua, pembaruan etis. Perlu dilakukan pembaruan fikih daam
konteks fikih etika sosial. Sekurangnya khazanah fikih tidak selalu
menghidangkan hal-hal yang sudah baku dan terkesan produk yang
dihasilkan fikih itu bersifat formalistik dan legalistik. Fikih tidak sekadar
menjelaskan halal dan haram, tetapi juga menjelaskan panca jiwa fikih atau
yang disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, yang isinya adalah
perlindungan terhadap agama (/4ifz al-din), perlindungan terhadap akal (Aifz
al-‘aql), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap
harta (hifz al-mal), dan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasab).
Semua itu dibangun atas semangat dalam memerhatikan manusia dengan
agama, ras, dan suku yang ada di dalamnya.

Ketiga, pembaruan filosofis. Fikih membuka diri terhadap teori-teori
sosial dan filsafat agar fikih mampu menangkap realitas sosial secara utuh.
Fikih yang sepanjang ini bersumber dari wahyu, diharapkan fikih menjadi
basis teori sosial modern yang menjadi rujukan dalam proses penentuan
hukum. Misalnya, konsep kewarganegaraan dan demokrasi. Dengan
membuka diri diharapkan fikih mampu berinteraksi dengan konsep-konsep

2 Nurcholish Madjid dkk, Figih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusit-

Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2005, hal. 8.
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modern. Dengan begitu fikih tidak lagi menafikan konsep lain dan bahkan
justru menjadi ruh bagi teori-teori modern. Oleh sebab itu, yang
dikedepankan dalam konteks ini adalah visi kemaslahatan syariat. Ini
artinya problem kemanusiaan harus tersentuh oleh nilai-nilai yang dapat
memihak kepada persoalan masyarakat dan kemanusiaan yang kerap
dilupakan ulama klasik (a/-maskut ‘anhu).

Pembaruan atas fikih menjadi sesuatu yang penting. Terjadi
beberapa hal bila fikih tidak mengalami pembaruan, yaitu fikih menjadi
stagnan dan bahkan fikih dapat saja menjadi komoditi kontestasi
kekuasaan.'” Fikih mesti membuka diri dan memiliki semangat progresif.
Hal ini harus diutamakan agar sketsa kemanusiaan dapat dipotret oleh fikih.
Bila pembaruan dilakukan secara maksimal, maka pembaruan tersebut dapat
menjadikan fikih sebagai mediator perekat relasi antar agama, sehingga
produk-produk hukum yang dihasilkannya dapat memberikan keleluasaan
untuk agama lain.

Fikih yang progresif dan terbuka mengandalkan pemahaman teologi
pluralis. Fikah yang menutup diri dan lebih mengutamakan sikapnya
terhadap komunitas lain adalah bentuk produk fikih teologis eksklusif. Atas
dasar itu, Nurcholish dan sejumlah tokoh membuat perspektif baru terkait
fikih  progresif-kontemporer yang dapat menyentuh problematika
kemanusiaan, misalnya mengenai relasi agama yang kemudian menjadi
produk pelegalan kawin beda agama.

Wawasan pemikiran Nurcholish merupakan benang merah yang
menghubungkan peneliti kepada latar historis dan konstruksi epistemologi
terkait pembolehan kawin beda agama yang dituangkan dalam buku fikih
lintas agama, yaitu mengonstruk masyarakat yang inklusif dan pluralis.

Ide tersebut kemudian menyasar kepada wilayah fikih yang memang
bersinggungan langsung dengan kehidupan keseharian seseorang. Fikih
menjadi alat yang bersifat teknis untuk mengarahkan seseorang kepada jalan
kepada Tuhannya dan alat tersebut sesungguhnya menjadi penerjemah atas
ajaran yang ada dalam al-Qur’an yang dapat dinikmati umat Islam. Saking
urgennya kedudukan fikih, maka selayaknya sifat yang dimilikinya adalah
sifat yang kompleks, fleksibel, dan general.

Dalam konsep klasik'” dan kontemporer, perkawinan seorang
muslimah dengan lelaiki yang bukan muslim disepakati keharamannya.

'3 Nurcholish Madjid dkk, Figih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusit-
Pluralis. .., hal. 14.

17 M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,
Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000, hal. 109-110; Moenawwar Cholil, Biografi Empat
Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990, hal. 11; Martin van
Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Bandung: Mizan, 1999, hal. 117-123;
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Sementara pernikahan antara seorang muslim lelaki dengan perempuan
bukan muslimah masih terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebab itu,
ketentuan antara lelaki muslim dan perempuan yang bukan muslim,
dijelaskan berikut ini:

1. Hukum Nikah Laki-laki Muslim dengan Wanita bukan AA/ al-Kitab
Dalam pandangan Wahbah al-Zuhayli (1932-2015 M), dalam

mazhab Shafig,'” dijelaskan, pernikahan lelaki muslim dengan perempuan

kafir di luar dari ah/ al-kitab, misalnya dari kalangan majusi, penyembah

berhala, matahari atau bulan, dan murtad hukumnya tidak sah, sesuai surat
al-Baqarah/2: 221:

w
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Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman)
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman
lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar
mereka mengambil pelajaran.”

Larangan menikah dialamatkan juga kepada orang ateis. Hal ini
dijelaskan ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam dan ‘Abd al-Wahhab Sayyed
Hawwas, perempuan ateis tidak boleh dinikahi dan begitu juga wanita yang
percaya kepada selain agama samawi tidak boleh dinikahi, misalnya agama
yang dibuat manusia; agama Majusi, yaitu agama yang penganutnya
menyembah api, agama wathaniyah yang pengikutnya menyembah berhala,
sabi’ah yang penganutnya menyembah bintang dan benda langit dan Hindu
yang penganutnya menyembah sapi. Larangan menikahi juga berlaku bagi
pria muslim, ia dilarang menikah dengan perempuan beragama campuran;

Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, alih bahasa
Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999, hal. 390.

175 Wahbah az-Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1997,
Juz IX, hal. 6613.
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ahl al-kitab dan Majusi, kendati ayahnya beragama ahl/ al-kitab karena
memenangkan keharaman.'’®

Dalam pandangan al-Maraghi (1883-1952 M), wanita musyrik yang
haram dinikahi pria muslim, sebagaimana Surat al-Baqarah ayat 221 di atas,
yaitu musyrik secara umum; dari kalangan Arab atau bukan Arab. Lain
halnya, jika mereka percaya kepada Allah dan nabi-Nya. Tidak ada toleransi
ketika mereka masih menganut kepercayaannya, untuk berhubungan secara
kekeluargaan dan apalagi dalam jalinan pernikahan.'”” Lebih jelas al-
Maraghi menyatakan, budak perempuan beriman lebih utama daripada
menikah dengan perempuan musyrik, kendati banyak kelebihan yang
dimilikinya.

Al-Maraghi, menambahkan, pasangan yang agamanya baik dan
wajah yang cantik dapat mendatangkan kesempurnaan dan kebahagiaan,
sehingga ini bisa jadi lebih bagus. Namun, ketika dihadapkan pilihan
keimanan dan kecantikan, maka keimanan lebih didahulukan. Jika
kecantikan yang lebih didahulukan, bisa jadi akan berdampak buruk. Sebab,
iman lebih utama daripada cantiknya wajah dan iman merupakan
segalanya.'”®

Terkadang wanita musyrik tidak mementingkan benar atau salah
atas tindakannya, sehingga ketika durhaka kepada suami akan dianggap
biasa saja. Sebab itu, juga ada anggapan menikahi wanita musyrik dapat
mengantarkan seseorang ke dalam neraka.'”’

Lebih tegas lagi al-Shirazi (1928-2001 M), menjelaskan dalam a/-
Muhadhdhab, lelaki muslim diharamkan menikahi wanita non ah/ al-kitab,
seperti wanita yang menyembah berhala dan murtad. Hal ini berasaskan
Surat al-Baqarah/2: 221.1% Sedangkan al-Malibari, menjelaskan kriteria
muslimah atau kitabiyah Khalisah sebagai syarat bagi lelaki menikah
dengan wanita.'®'

Al-Jaza’iri (1808-1883 M), juga menandaskan argumennya dengan
Surat al-Baqarah/2: 221. Itu artinya lelaki muslim tidak boleh menikahi

V¢ Lihat, ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam dan ‘Abd al-Wahhab Sayyed
Hawwas, al-Usrah wa Ahkdmuha fi al-Tashri‘ al-Islami, terjemahan Figh Munakahat,
Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 169.

7 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Mesir : Mathba’ah alHalabiy,
1946, Cet. 1, Jilid 11, hal. 151-152.

'8 Ahmad Musthafa al-Maraghi, TafSir al-Mar4ghi, Cet. 1, Jilid I1...., hal. 151-152.
Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Mardghi, Cet. 1, Jilid II..., hal. 153.

¥ Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, al-
Muhadhdhab fi Figh Madhhab al-Imam al-Shati ‘i, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz II..., hal.
61

179

181 7ain ad-Din ‘Abd al-*Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in, Semarang: Toha Putera,

t.t., hal. 101.
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perempuan musyrik manapun, kecuali ia masuk ke dalam agama Islam.
Namun, ayat di atas di fakhsis dengan Surat al-Ma’idah [5]: 5, dan itu
artinya boleh menikahi perempuan dari a ah/ al-kitab kendati masih
meyakini Tuhannya itu adalah al-Masih.'®* Dalam Surat al-Maida/5: 5
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Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi
mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka
untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk
menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka
sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang
rugi .

Pendapat serupa dikemukakan Ibn Qudamah (541-620 H), yang
menyatakan, mengenai bolehnya menikah dengan wanita dari aA/ al-kitab di
kalangan ulama tidak terdapat perbedaan.'®® Tegasnya, sebagaimana
dinyatakan al-Jassas, dari kalangan sahabat dan tabiin tidak ada yang
menyatakan menikah dengan ah/ al-kitab itu haram.'™

Para sahabat melakukan praktik menikahi perempuan dari kalangan
ahl al-kitab. Dalam sejarah misalnya, sejumlah perempuan yang bukan
muslim dinikahi sahabat. Sekadar menyebut, sahabat Hudhayfah ibn Yaman
menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Talhah ibn ‘Ubayd Allah
menikah dengan warga Syam dari perempuan Yahudi, ‘Uthman ibn ‘Affan
menikah dengan wanita Nasrani bernama Naylah bint al-Qarafisah al-
Kalabiyah,'® dan Jabir ibn ‘Abd Allah menikah dengan wanita dari
kalangan ahl al-kitab. Walaupun begitu, ‘Umar ibn al-Khattab dan Ibn
‘Umar tetap melarang menikah dengan perempuan dari ah/ al-kitab.

82 Abd ar-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah, Beirut:

Dar al-Fikr, 2002, Juz, IV, hal. 61.

'8 Tbn Qudamah, A/-Sharh al-Kabir ‘ald Matn al-Mughni, Suriah: Dar al-Bayan,
t.th, Jilid VII, hal. 500.

184 Abu Bakr al-Jassas, Ahkdm al-Qur’an, Jilid I..., hal. 393.

'85 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatub, Jilid IX..., hal. 6653.
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Dalam pandangan ‘Umar ibn al-Khattab, jika ruang pembolehan
menikahi perempuan dari ah/ al-kitab dibuka lebar, akan muncul
kekhawatiran efek negatif yang tidak dikehendaki, sehingga lelaki muslim
tidak akan melirik perempuan muslimah dan tidak menikahinya. Tentu,
kondisi ini berpotensi munculnya berbagai bahaya atas keberadaan Dawlah
Islamiyah, misalnya rahasia negara bakan terbongkar. Bisa jadi muncul
kekhawatiran perempuan muslimah akan dirusak agama dan akhlaknya.

Tidak heran jika ‘Umar sebagai kepala negara ketika itu menyatakan
mengenai segala hal yang dapat mengantarkan kepada munculnya bahaya
maka pintu ke arahnya harus ditutup rapat. Berdasarkan anggapan itulah
muncul pelarangan dari ‘Umar agar para sahabat tidak menikah dengan ah/
al-kitab, yang kemudian dibuktikan dengan pelayangan suratnya kepada
gubernur Yaman, Khudhayfah ibn Yaman, yang isinya agar ia menceraikan
istrinya yang berasal dari kalangan ah/ al-kitab."™

Penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pernyataan ‘Umar ibn al-
Khattab itu bukan keharaman menikah dengan perempuan dari kalangan aA/
al-kitab, sebab al-Qur’an juga tidak menyatakan haram. Namun, yang ia
tegaskan adalah pencegahan untuk tidak terjadinya tindakan dari kaum
lelaki yang lebih suka dengan perempuan dari kalangan ah/ al-kitab
ketimbang perempuan muslimah."’

Sementara itu, larangan yang ditujukan kepada Khudhayfah ibn
Yaman, itu tidak lebih karena seorang gubernur harus menjadi teladan bagi
warga muslim lainnya. Pasalnya, warga muslim lainnya akan mengikuti
jejak Khudhayfah ibn Yaman jika perintah untuk menceraikan itu tidak ia
keluarkan, sehingga ini bisa berdampak dan menjadi jejak yang akan diikuti
muslim lainnya sepanjang hidup. Jika dilihat dari sisi hukum, menikah
dengan ahl al-kitab itu makruh. Hukum tersebut jika merujuk kepada
mazhab Hanafi, Shafi‘i, dan Maliki.

Lain halnya jika meruju kepada mazhab Hanbali yang hukumnya itu
terdapat khilaf di dalamnya. Sebab, ‘Umar ibn al-Khattab pernah
memerintahkan agar para sahabat untuk menceraikan istri mereka dari
kalangan ahl al-kitab yang statusnya adalah dhimmi. Otomatis setelah
adanya perintah itu, semua shabat menceraikan istri mereka, kecuali
Khudhayfah. Beda halnya ketika perempuan dari kalangan ah/ al-kitab itu
statusnya harbi, yang dalam pandangan mazhab Hanafi menikahinya haram
ketika berada di wilayah dar al-harb. Namun, bagi kalangan yang menganut
mazhab Shafii dan Maliki, hukumnya haram.'™®

'8 ihat Rusli Hasbi, Rekonstruksi Hukum Islam..., hal. 154-155.
'87 Lihat Rusli Hasbi, Rekonstruksi Hukum Islam..., hal. 155-156.
'88 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islami wa Adillatub, Jilid IX..., hal. 6654.
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Pandangan haram juga dikemukakan ‘Abd al-Rahman al-Jaziri
(1882-1941 M) yang mendasarkan kepada mazhab Hanafi, wanita dari
kalangan ahl al-kitab yang berada di wilayah dar al-harb haram untuk
dinikahi. Sementara bagi mazhab Maliki hukumnya makruh, baik wanita itu
berstatus dhimmi atau pun bersatus harbi. Tetapi, yang lebih makruh adalah
perempuan dari kalangan ah/ al-kitab yang berada di wilayah dar al-harb.
Pendapat ini senada dengan mazhab Shafig.'"

Sementara dalam pandangan Muhammad Jawad Mughniyah, telah
terjadi kesepakatan mengenai kebolehan menikah dengan perempuan dari
ahl al-kitab di kalangan empat mazhab, yaitu perempuan Yahudi dan
Nasrani, namun tidak sebaliknya.'*

Di sisi lain, muncul ketidakbolehan perempuan muslimah menikahi
lelaki dari kalangan ah/ al-kitab, dari mazhab Imamiyah. Namun, mazhab ini
membolehkan lelaki muslim menikah dengan wanita dari kalangan ah/ al-
kitab. Sebagian mereka berpandangan, hal tersebut dipandang tidak baik
dalam bentuk pernikahan da’im atau mut ‘ah. Dalih mereka adalah surat al-
Mumtahanah/60 ayat 10:
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin
datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.
Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;, jika kamu telah
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu
kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka).
Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak
halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah
mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu
bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada
tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu
minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap
kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar

'8 Abd al-Rahman al-Jazirl, Kitab al-Figh ‘ala Madhahib al-Arba‘ah, Bayrit: Dar

al-Fikr al-‘Ilmiyah, t.t., Jilid I'V..., hal. 73.
%% Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, Jakarta: PT. Lentera
Basritama, 1999, Cet. IV..., hal. 336.
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(kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah
yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.”

Sedangkan kelompok Imamiyah lainnya membolehkan menikah
dengan perempuan dari kalangan ah/ al-kitab secara sementara, tidak dalam
bentuk pernikahan da’im. Pasalnya, kelompok ini mengambil jalan
kompromi atas dalil larangan dan dalil kebolehan. Dalil larangan itu
ditujukan kepada pernikahan da’im dan dalil kebolehan ditujukan kepada
pernikahan sementara.'”’

Terdapat beda pandangan mengenai tafsiran atas ah/ al-kitab.
Sebagian besar ulama berpendapat, ahl/ al-kitab itu Yahudi dan Nasrani.
Pendapat tersebut berlandaskan kepada Surat al-An‘am/6: 156. Sementara
sebagian pendapat lain, ah/ al-kitab meliputi mereka yang menganut kepada
Suhuf Ibrahim, Shis, dan Zabur, yang itu berarti mereka sama dengan
mereka yang berpegang Kitab Allah, layaknya orang Yahudi dan Nasrani.

Sementara itu, dalam pandangan Ahmad dan Shafi‘i (1916-2020 M),
kaum Sabi’un itu satu golongan dengan Nasrani. Kalau kaum Majusi, dalam
pandangan Abu Tawr dan Ibn Hazm al-Zahiri, itu satu golongan dengan ah/
al-kitab. Pendapat ini berlandaskan kepada hadis nabi: “Perlakukanlah orang
Maijusi layaknya kalangan ah/ al-kitab’.

Berbeda dengan pandangan ahli fikih, bahwa Majusi tidak masuk ke
dalam kategori ahl al-kitab. Golongan agama Yahudi, Samirah, dan
golongan agama Nasrani, Sab’iah, dalam pandangan Abu Hanifah dan
mazhab Hanbali, bukan kategori ah/ al-kitab."”

Ulama berbeda pandangan mengenai pemahaman terhadap al-
muhsanat min ahl al-kitab. Dalam pandangan Imam Shafi‘i, a/-muhsanat itu
wanita merdeka, sehingga dampak hukukmnya adalah tidak boleh menikah
dengan ahl al-kitab. Menurutnya, dua faktor yang menyebabkan dilarang
menikah dengan wanita dari kalangan ah/ al-kitab; kafir dan budak.
Sementara dalam pandangan Abu Hanifah, a/-muhsanat itu perempuan yang
menjaga kehormatan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Karena itu,
menurutnya, boleh menikah dengan perempuan dari kalangan ah/ al-kitab."”

Terkait status dhimmi dan harbi, terdapat silang pendapat. Misalnya,
menurut Sa‘id Musayyab, boleh menikah dengan perempuan dari kalangan
ahl al-kitab, dhimmi ataupun harbi, dan pendapat ini dijelaskan dalam al-
Qur’an. Tentu saja, pendapat tersebut bertolak belakang dengan pandangan
sebagian besar ulama yang melarang menikah dengan perempuan dari

'*! Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab..., hal. 337.
92 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IX..., hal. 6655-6656.
1% Rusli Hasbi, Rekonstruksi Hukum Islam. . ., hal. 154-155.
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kalangan ahl al-kitab yang statusnya harbi, dan jika statusnya dhimmi itu
dibolehkan."* Alasannya, jika statusnya itu adalah perempuan ah/ al-kitab
yang harbi dapat membahayakan bagi umat Islam.

Wahbah al-Zuhayli, (1932-2015 M) menjelaskan, lelaki muslim yang
menikah dengan perempuan musyrikah atau wathaniyah (perempuan yang
menyembah selain Allah) tidak dibolehkan. Sebab, kalangan ulama dari
mazhab Hanafiyah dan Shafi‘iyah dan lainnya, berpendapat bahwa murtad
dan musyrik itu sama, sehingga dari situ muncul kesimpulan ketidakbolehan
menikah dengan perempuan, seperti wathaniyah dan Majusiyah, karena
tidak memiliki kitab suci.'”

Dalam pasal mengenai penghalang pernikahan yang disebabkan
kekufuran, Ibnu Rushd'® menjelaskan, berdasarkan kesepakatan ulama,
lelaki muslim tidak dibolehkan menikah dengan perempuan wathaniyah."’
Pendapat tersebut senada dengan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy (1904-
1975 M), yakni tidak boleh menikah dengan perempuan wathaniyah
(penyembah berhala), karena imam mazhab telah sepakat mengenai hal
itu.

2. Hukum Nikah Laki-laki Muslim dengan Wanita AhA/ al-Kitab

Seluruh imam mazhab sepakat, lelaki muslim boleh menikahi
perempuan dari kalangan ahl/ al-kitab. Tbnu Rushd menadaskan, telah
menjadi kesepakatan di kalangan ulama, lelaki muslim boleh menikah
dengan perempuan kitabiyah yang merdeka.'”” Hal ini juga dipertegas oleh
al-Shirazi dalam a/-Muhadhdhab, dibolehkan lelaki muslim menikahi wanita
dari kalangan ahl al-kitab yang merdeka, wanita Yahudi, Nasrani, dan
wanita yang masuk ke dalam agama mereka sebelum adanya pengubahan

(tabdil).*®

%% Rusli Hasbi, Rekonstruksi Hukum Islam. . ., hal. 154-155.

"9 Wahbah az-Zuhaili, a/-Fighu al-Islami..., hal. 6651-6652.

'%® Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid, Beirut: Dar al-Fikr,
1995, Juz 11, hal. 36.

" Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam, Jakarta:
Khairul Bayan, 2003, hal. 43-44. Pandangan Ibn Rushd, ulama sepakat, menikah dengan
perempuan musyrikah, haram, dan tanpa ada perdebatan pendapat.

%% M. Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1991, hal. 167. Lihat juga hasil Muktamar NU dalam Solusi Problematika Aktual
Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999M), Surabaya:
LTN NU Jawa Timur & Diantama, hal. 304.

" Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid..., hal. 36.

Abu Ishaq Ibrahim Ibn ‘Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syirazi, A/-
Muhadhdhab..., hal. 61.
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Al-Malibari, menjelaskan, syarat wanita boleh dinikahi oleh lelaki
muslim adalah apakah ia islam dan termasuk ah/ al-kitab atau tidak.””' Lain
halnya penjelasan al-Jaza’iri, tidak ada syarat orang tua perempuan ah/ al-
kitab itu harus benar dari kalangan ah/-kitab. Berbanding berbeda dengan
pandangan kalangan al-Shafi‘lyah dan Hanabilah, bahwa orang tuanya
harus dari kalangan ah/ al-kitab.***

Menurut Wahbah al-Zuhayli (1932-2015 M), ulama sepakat, boleh
menikah dengan perempuan dari kalangan kitabiyah (perempuan yang
berpegang kepada agama samawi; Yahudi dan Nasrani). Yang dimaksud ah/
al-kitab itu ahlu al-Tawrah dan Injil, dan tidak ada persyaratan unutk
menikahinya. Tetapi, dalam pandangan mazhab Shafi‘iyah, perempuan dari
kalangan Isra’iliyah boleh dinikahi, asalkan moyangnya itu beragama
Yahudi sebelum terjadi nasakh dan perubahan, dan jika ada keraguan maka
tidak dibolehkan.””’

Sedangkan halalnya menikahi wanita nasraniyah, syaratnya nenek
moyangnya masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinasah dan sebelum
ada perubahan (zafrif). Tetapi, Wahbah Zuhayli, jumhur ulama yang tidak
membuat persyaratan atas dibolehkannya menikah dengan wanita kitabiyah
dipandang lebih kuat (rajih) ketimbang pandangan kalangan mazhab al-
Shafiyah.”*

Muslim modernis merujuk pendapatnya kepada pendapat
Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rashid Rida.””> Muhammad ‘Abduh
(1849 — 1905 M), yang diadopsi pendapatnya oleh Rashid Rida,
membolehkan menikah dengan perempuan selain perempuan mushrikah
Arab. Pendapat tersebut bertolak kepada tafsiran atas kata mushrikah dalam
Surat al-Baqarah/2: 221.

Dalam ayat tersebut ditegaskan, yang tidak boleh dinikahi adalah
wanita mushrikah Arab.””® Dalam pandangan ini, lelaki muslim dibolehkan

201 Zayn ad-Din ‘Abd al- Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in.. ., hal. 101.

292 < Abd ar-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Figh..., hal. 61.

2% Abu Bakr, Hasiyah I’anah at-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Jilid IV, hal.
339.

2% Wahbah az-Zuhaili, al-Fighu al-Islami..., hal. 6655-6656.

2% Hamim Ilyas, “Pandangan Muslim Modernis terhadap Non-Muslim (Studi
Pandangan Muhamad Abduh dan Rasyid Rida terhadap Ahli Kitab dalam Tafsir al-
Manar)”, Disertasi, Y ogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

29 Nuhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, 7afsir al-Manar, Beirut: Dar
al-Ma’rifah, t.t., Juz II dan IV, hal. 193; M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an TafSir
Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat..., hal. 367-368; Mun’im A. Sirry (ed.), Figih
Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2004, hal.
160; M.M. Galib, Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 33
dan 35.
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menikahi perempuan mushrikah yang bukan Arab, misalnya India, Cina,
dan Jepang, karena masuk golongan ahli kitab).*"’

Sementara itu, pernikahan pria muslim dengan perempuan dari
kalangan kitabiyah dibolehkan. Pandangan ini mengacu kepada Surat al-
Ma’idah/5: 5:°%
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Pada hari ini d1'ba]a]ka11 bagimu segala yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi
mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka
untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk
menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka
sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang
rugi.

Dalam pandangan ‘Abduh,*” ah/ al-kitab itu meliputi orang yang
beragama Yahudi, Nasrani, dan Sabi’in. Ditambahkan Muhammad Rashid
Rida, b ahl al-kitab itu meliputi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi’in,
Hindu, Budha, Shinto, dan Kong Fu Tse (Konghucu). Kriteria yang
digunakan Rida, dalam penetapan apakah seseorang itu ahl/ al-kitab atau
bukan adalah apakah ia memiliki kitab suci atau mengikuti nabi dalam
tradisi agama Ibrahim atau bukan.*'’

Dapat diambil pernyataan bahwa boleh dilakukan praktik pernikahan
lelaki muslim dengan perempuan yang bukan muslim yang masuk ke dalam
kategori makna ahl/ al-kitab dan asalkan juga perempuanitu bukan wanita
musyrik Arab. Ini berarti dalam pandangan kaum modernis, perempuan
yang bukan muslim, yang ia memegang agama Yahudi, Nasrani/ Kristen,

207 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta: Haji
Masagung, 1994, hal. 5.

298 \fuhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar..., hal. 351.
Muhammad Abduh, 7afsir al-Qur’an al-Karim Juz ‘Amma, Kairo: Dar wa
Mathabi’ al-Sya’b, t.t., hal. 101.

219 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, 7afsir al-Manar, hal. 188-
190; Hamim Ilyas, “Pandangan Muslim...”, hal. 142-143.
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Hindu, Budha, Konghucu, Shinto, Majusi dan Sabi’in, boleh dinikahi oleh
lelaki muslim Indonesia.

3. Hukum Nikah Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim

Ulama sepakat, Islam tidak membolehkan praktik perkawinan
perempuan muslimah dengan lelaki yang bukan muslim. Ketidakbolehan ini
mencakup lelaki yang bukan muslim yang memiliki kitab suci, misalnya
Yahudi dan Kristen, atau yang memiliki yang serupa kitab suci, misalnya
Budhisme dan Hinduisme, atau yang tidak memiliki kitab suci atau yang
serupa dengannya, atau juga yang memiliki kepercayaan, misalnya penganut
animisme, ateisme, politeisme dan lainnya.

Sejumlah landasan yang dipakai ulama terkait larangan perkawinan
tersebut adalah Surat al-Baqarah/2: 221 dan ijmak. Tetapi, yang menjadi
problem adalah, siapakah yang dimaksud mushrikin dan ahl al-kitab?
Tampaknya tidak ada kesepakatan mengenai kedua hal itu. Pasalnya, ada
yang membedakan antara keduanya dan ada juga yang mengategorikan ah/
al-kitab itu sebagai orang musyrik, dan yang kedua ini yang dipegang Ibn
‘Umar, sebab ia menganggap wanita yang meyakini Isa sebagai tuhan itu
merupakan bentuk syirik yang berat.

Sementara itu, Rashid Rida, membedakan antara musyrik dengan ah/
al-kitab, dan ini senada dengan pandangan Mahmud Shaltut, Muhammad
‘ Abduh.*'* Dipertegas lagi oleh ahli tafsir tabiin, Qatadah, dan ini juga yang
diadopsi Rashid Rida, bahwa musyrik yang terdapat dalam surat al-
Baqarah/2: 221 adalah orang yang menyembah berhala ketika masa al-
Qur’an diturunkan. Itu sebabnya, ayatnya tidak menyinggung secara tegas
mengenai larangan menikah dengan orang musyrik di luar Arab, misalnya
Cina, Konghucu, Budha, atau lainnya.”"> Apalagi, Rida mempertegasnya
dengan sejumlah ayat dalam Surat Fatir/35: 24, Surat al-Ra‘d/13: 7, Surat
al-Hadid/57: 16 dan Surat al-Mu’min/23: 78, yang menurutnya, penyembah
api seperti Majusi dan penyembah bintang seperti Sabi’in, mulanya mereka
memiliki kitab dan nabi, tetapi karena sudah terlalu lama masanya berlalu
dan tidak diketahui lagi keberadaan kitab sucinya yang asli.

Hal ini yang menyebabkan Negara Pakistan menyandarkan
ketentuan negaranya kepada argumentasi tersebut. Terlebih ada pandangan
dari penganut mazhab Shafi‘iyah, bahwa kalangan ah/ al-kitab yang boleh
dinikahi itu adalah yang berpegang kepada agama moyangnya sebelum
diutusnya nabi Muhammad, dan setelahnya tidak lagi disebut sebagai ah/ a/-

2! Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, Mekah: Dar Al-Qur’an,
1972, hal. 536.

212 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar..., hal. 186-187.

B Rasyid Ridha, Tafsir al-Mandr..., hal. 190.
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kitab?" Yang jelas dalam al-Figh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, al-Jaziri,

membuat pembedaan terkait kalangan yang bukan muslim kepada tiga:

a. Kalangan yang tidak berpegang kepada kitab samawi atau yang serupa
dengannya, yaitu mereka yang menyembah berhala.

b. Kalangan yang berpegang kepada kitab samawi, yaitu mereka bergama
Majusi yang menyembah api dan kalangan sabi’in yang menyembah
bintang-bintang).

c. Kalangan yang memercayai kitab sucinya itu adalah kitab suci samawi,
yaitu kaum Yahudi dan Nasrani.*"

Berbeda dengan pandangan di atas, Yusuf al-Qaradawi,
mengategorikannya menjadi lima; musyrik, mu/hid, murtad, baha’i dan ahli
kitab. Pertama dan kedua dikategorikan musyrik oleh al-Jaziri. Sementara
mulhid, murtad, baha’i, dikategorikan musyrik menurut Yusuf al-Qaradawi.
Sesuai pernyataan al-Qur’an, ulama sepakat mengharamkan pernikahan
orang muslim dengan orang musyrik. Mengenai lelaki muslim yang menikah
dengan perempuan dari kalangan ahl/ al-kitab dan perempuan muslimah
menikah dengan lelaki dari kalangan ah/ al-kitab masih problematis dalam
perdebatannya.

Secara tekstual normatif dalam yurids Islam. Dalam artian
berdasarkan Surat al-Ma’idah/5: 5, tidak ada perdebatan terkait keharaman
perempuan muslimah yang menikah dengan lelaki yang bukan muslim.
Alasannya adalah bahwa objek ayat tersebut adalah memang perempuan
yang dinikahi lelaki, sehingga hikmah yang tercakup di dalamnya adalah
supaya tidak terjadi perzinahan, bukan karena faktor keinginan
mengumpulkan perempuan sebagai selir.

Mayoritas ulama yang membolehkan lelaki Muslim menikah dengan
wanita dari ah/ al-kitab. Sementara untuk kasus perempuan Muslimah yang
dinikahi lelaki dari ahl al-kitab, ulama sepakat tidak membolehkannya.
Berdasarkan Surat al-Ma’idah/5: 5, Allah Swt menegaskan “makananmu
halal-bagi mereka.”” Redaksinya tidak menggunakan “wanita-wanitamu
halal bagi mereka.” Redaksi teks tersebut yang oleh al-Sabuni, menjadi
indikator kasus hukumnya tidak setara. Dengan katan lain, mereka
dibolehkan saling memberi dan menerima. Pasalnya, persoalan persoalan
pernikahan wanita muslimah dan lelaki yang bukan muslim lebih memiliki
urgensi yang sangat tinggi daripada persoalan saling memberi makanan, dan
karena itu juga memiliki dampak yang sangat luas.*'®

21 Ali al-Sayis, TafSir Ayat al-Ahkdm, Mesir: Matba’ah Muhammad °‘Ali Sabih
wa Auladuh, 1953, hal. 168.

215 A1-Jaziri, Kitab al-Figh ala al Mazhahib al-Arba’ah, Bayrut: Dar Thya al-Turas
al-’ Arabi, 1996, hal. 75.

2 Muhammad *Ali al-Sabuni, 7 afsir Ayat al-Ahkam. .., hal. 536.
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Dalam  kasus di  atas, al-Maraghi  (1883-1952 M)
menjelaskan, praktik menikahkan perempuan Muslimah dengan lelaki yang
bukan Muslim diharamkan. Hal ini berlandaskan hadis Nabi dan ijmak. Dari
pendekatan psikologi, larangan tersebut disebabkan istri tidak memiliki
wewenang layaknya seperti suami, bahkan keyakinan untuk memaksa istri
agar mengganti keimanannya sesuai keyakinan suami.*"’

Adanya larangan perkawinan wanita Muslimah dengan yang bukan
Muslim bertujuan memelihara kelestarian kebahagiaan rumah tangga dan
akidahnya. Penjelasan ini berdasarkan prinsip kaidah fikih: “Sesuatu yang
diharamkan sebab faktor yang menjadi landasannya adalah faktor sadd
dhar7‘ah maka dibolehkan sepanjang maslahatnya lebih besar.”*'®

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan kaidah fikih tadi, sebagai
kepala negara, Presiden dapat mengambil langkah penetapan atas polemik
yang terjadi di tengah masyarakat, melalui pengambilan salah satu pendapat
dengan prinsip landasannya adalah sadd al-dhari‘ak’”’ dan memberikan
kemaslahatan kepada umat.

Berdasarkan pemaparan pendapat para ulama tersebut, penulis

akan memfokuskan pada pernikahan beda agama antara aki-laki muslim
dengan wanita ahl/u al kitab, bahwa pada dasarnya syariat membolehkan
perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut tidak beraku secara
mutlak masih harus disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah,
terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Syarat-sayarat tersebut dapat
digali dan difahami dari ayat-ayat perkawinan beda agama.
Syarat subyektif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang
akan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Ada tiga syarat
subyektif yang harus dipenuhi. Pertama, para pihak harus memiliki
moralitas yang baik (ahlak yang baik), syarat ini dapat difahami dari kata
al Muhshanat wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya,
syarat ini berlaku juga bagi pihak laki-laki walaupun kata a/ muhshanat
bentuknya muannash dengan perinsip al musawah atau persamaan yang
merupakan bagian dari perinsip maqashid al syariah.

Syarat yang kedua, para pihak harus memiliki komitmen untuk
saling menghormati keyakinan agama masing-masing dan menjamin
tidak akan mengganggu prinsip kebebasan beragama. Syarat ini dapat
difahhami dari prinsip kebebasan beragama (huriyah al itigad) yang
merupakan bagian dari maqashid al syariah tentang menjaga agama

27 A1-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hal. 153.

218 Rachmat Syafei, llmu Ushiil Figh, Jakarta: Pustaka Setia, 1999, hal. 256
Al-Shawukani, [Irshad al-Fuhul ila Tahgiq min ‘Ilm al-Usul, Surabaya:
Maktabah Ahmad ibn Sa’ad ibn Nabhan, t.th., hal. 246.
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(hitdhu al din) sebagaimana dikemukakan Ibnu ‘ashur dalam kitabnya
“maqashid al syariah a Isamiyah” dan prinsip “/aa ikraha fi al din’
Syarat ketiga, adalah, bahwa perkawinan tersebut akan membawa
pada kebahagiaan atau dampak positif bagi kelurga tersebut. Ini
tercermin dari diizinkannya pernikahan beda agama dalam syariat Isam
karena Syar’i (Allah) tidak menetapkan hukumnya melainkan untuk
kebaikan dan kebahagiaan umatnya.
Yang kedua, syarat obyektif. Syarat obyektif adalah syarat yang
mencerminkan kondisi obyektif di suatu negara atau wilayah dimana
para pihak tinggal. Ada dua syarat obyektif yang harus terpenuhi agar
perkawinan beda agama dapat dilangsungkan. Pertama, di negara atau
wiayah tersebut tidak sedang terjadi konflik keagamaan atau perang
agama. Syarat ini tercermin dari adanya relasi atau hubungan antara
muslim dan non muslim dalam hubungan sosial termasuk hubungan
perkawinan yang dikukuhkan setelah terbentuknya Piagam Madinah (a/
shahifah al madinah) yang mengatur tentang kehidupan bersama antar
warga madinah dan juga mengakomodir pendapat yang mensyaratkan
kebolehan menikahi ahl/ alkitab harus ahlu al dzimmah, maka haram
hukumnya menikahi ah/u al kitab al harby (musuh).
Syarat obyektif yang kedua, bahwa konstitusi negara dimana para pihak
tinggal, membolehkan melakukan perkawinan beda agama. Oeh karena
itu perkawinan beda agama di Indonesia belum dapat dilaksanakan
karena konstitusinya menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda
agama yaitu Undang-Undang Perkawinan no. 1/1974 dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) no. 1/1991 yang keduanya tidak mengzinkan adanya
perkawinan beda agama.



BAB V
AYAT PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
MAQASID AL-SHARI'AH

A. Identifikasi Ayat dan Makna Perkawinan Beda Agama

Menentukan pasangan hidup tidak mungkin disekat oleh batas etnis,
geografis, suku, atau bahkan agama. Masa dulu, terjadi perkawinan lintas
wilayah, seperti kabupaten, dianggap jauh, dan Kini telah banyak terjadi
perkawinan lintas negara. Ada yang melangsungkan pernikahan berdasarkan
kesatuan etnis, tetapi sekarang berbeda etnis sudah banyak. Misalnya, orang
Jawa menikahi wanita Minang, dan sebagainya.

Globalisasi memiliki konsekuensi logis terjadinya pertemuan orang-
orang yang memiliki agama berbeda-beda. Fenomena ini menyebabkan
hampir tidak ada lagi sekat agama dan memberikan akses kepada siapa saja
untuk mudah berinteraksi dan berkomunikasi. Pada gilirannya, terjadi rasa
cinta yang berakhir kepada terjadinya perkawinan beda agama yang tidak
bisa terhindarkan lagi. Perkawinan beda agama merupakan fenomena
problem klasik yang kerap didiskusikan. Hasil hukumnya kerap saling
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bertentangan. Dalam sejarah diketahui, praktik perkawinan beda agama
dilakukan nabi Muhammad Saw yang menikahi Nasrani berkebangsaan
Mesir, Mariyah al-Qibtiyah.! Kendati pendapat lain menyatakan beliau
menikahinya pasca Mariyah masuk ke dalam Islam.?

Ada beberapa sahabat yang melakukan perkawinan beda agama,
misalnya ‘Uthman bin ‘Affan dan Hudhayfah ibn al-Yaman. Kendati begitu,
Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab justru melarang.® Pada dinamikanya, para
ahli  fikin berbeda pandangan; membolehkan, memakruhkan, dan
mengharamkan. Perhelatan yang sama juga terjadi di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama.
Majelis Tarjih Muhammadiyyah mengharamkan pada situasi khusus, dan
sikap ini cenderung moderat. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
belum menetapkan hukum perihal perkawinan tersebut. Sementara itu, aturan
perundang-undangan mengenai perkawinan, baik UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, mengharamkan
perkawinan jenis ini.*

Sebenarnya, al-Qur’an tidak berarti tidak mencantumkan terkait
aturan perkawinan beda agama. Secara lahiriah, ayat tentang itu tampak
berlawanan, namun memang ada ayat yang disebutkan. Yang tampak
berlawanan itulah yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang relatif
ekstrem di kalangan ahli hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sejarah,
yang mengakui ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat terakhir turun,
membuat hukum yang dihasilkannya memiliki kesan kaku. Metode yang ini
kemudian disebut dengan nasikh-mansukh.

Pengaplikasian teori nasikh-mansukh belum maksimal untuk
membuat problema ayat perkawinan beda agama mnejadi cair. Pasalnya,
hasil hukumnya kerap memunculkan produk diskriminatif dan berlawanan
dengan prinsip dasar kebebasan beragama. Tentu saja, ikhtiar ini tidak boleh
terhenti. Pendekatan yang menggunakan basis misi syariat atau magasid al-
shari ‘ah dibutuhkan sebagai upaya alternatif ketika memahami ayat tentang
ayat perkawinan beda agama. Pendekatan ini memiliki asumsi dasar, yaitu
boleh memiliki penafsiran berbeda lantaran menyesuaikan situasi, hamun
tujuan syariat juga harus terwujud, karena ini spirit yang luhur.

' Suhadi, Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS,
2006, hal. 47.

2 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih, Ciputat: Lentera Hati, 2014, hal. 832.

3 Abdullah Saeed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab,
Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 62-63.

* Suhadi, Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam..., hal. 45-50.
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Berdasarkan studi atas sumber-sumber fikih terkait persoalan
perkawinan beda agama, penulis mendapatkan sekurangnya tiga ayat dalam
al-Qur’an yang menjelaskan relasi perkawinan antara seoarang muslim dan
yang bukan muslim, berikut ini:

a. Surat al-Bagarah/2: 221:

j;i&ﬁ&jﬁ&yu‘yj unyu_mu_\SM’\ \935.\.1\21}
23;1\ é\ \ P i\ﬂ\; JLJ\ L;\ uj’cl\ d.dj\ 6‘5"”‘ JSJ d/

guJ)SJu ?@J:J u»\.\ﬂ@\ )'”} 4.1&1_1 JQMS‘)
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrlk sebelum mereka
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan
yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-
laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak
ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangk

b. Surat al-Ma’idah/5: 5:
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Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi
mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin
mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan
untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa Kkafir setelah
beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia
termasuk orang-orang yang rugi.”
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c. Surat al-Mumtahanah/60: 10:
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan
mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka
janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-
suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami)
mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu
menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan
janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar
yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka
meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan
istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-
Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Langkah awal dalam melakukan menentukan makna, penulis merujuk
sejumlah terma yang merupakan inti pembahasan, yang semuanya itu
mengacu kepada komunitas agama atau kepercayaan di luar Islam; al/-
mushrik, ahl al-kitab, dan al-kafir. Kata al-mushrik adalah istilah bagi
seseorang yang tidak meyakini agama tauhid. Orang musyrik disebut orang
yang ingkar terhadap agama tauhid, sebab telah menyembah berhala sebagai
sesembahan baru sebagai bentuk mendekatkan diri kepada berhala tersebut
yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tentu ajaran tersebut kondtradiksi dengan
agama tauhid.®

Terma kedua adalah ah/ al-kitab. Mereka merupakan pengikut ajaran
yang berlandaskan kepada kitab suci. Ada tiga kelompok yang disebutkan
dalam al-Qur’an; ah/ al-kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Sabi’ah.® Terma

> M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih..., hal. 83-84.

® Surat al-Baqarah/2: 62: “Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabl ’in, siapa saja diantara mereka yang
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ketiga, yaitu ‘kafir.” Dulunya, orang Arab tidak tahu dengan istilah ‘kafir’
secara semantik teologis.

Sebelum turun al-Qur’an, kata ini memiliki arti tidak mau berterima
kasih. Kemudian, setelah turun al-Qur’an, kata tersebut masuk ke wilayah
semantik teologis, dan kata tersebut juga kontradiksi dengan terma ‘iman,’
sehingga kata ‘kafir’ memiliki arti tidak meyakini.’

Masyarakat Arab pra-Islam, terbagi kepada tiga golongan terkait
urusan agama, mushrikin, ahl al-kitab, dan hanifiyun. Kelompok hanifiyun
mengaku sebagai pemegang risalah Ibrahimiyah. Ketiga kelompok tersebut
menyebar ke sejumlah wilayah. Mayoritas penyembah berhal, tersebar di
wilayah Mekah, dan kaum hanifiyun sebagai kelompok minoritas. Sementara
itu, ahl al-kitab menyebar ke tiga wilayah, yaitu Madinah yang didominasi
kaum Yahudi, Syam dengan dominasi kaum Nasrani, dan Iraq yang
didominasi penganut agama Sabi‘ah.®

Setelah kehadiran Islam, peta kepercayaan penduduk terjadi
perubahan. Sebagian masyarakat Mekah mengikuti ajaran nabi dan tentu
mereka berada pada titik yang berlawanan dengan orang musyrik. Sebab itu,
al-Qur’an mulai memperkenalkan kata ‘kafir’ yang merujuk kepada kaum
musyrikin.® Peta penduduk terjadi pergeseran setelah peristiwa hijrah, yaitu
para pengikut Muhammad semakin banyak. Mereka melakukan kerja sama
dengan pihak-pihak dari ahl al-4itab. Pada periode ini, masyarakat terbagi
menjadi oposisi dan koalisi.

Oposisi adalah orang yang menentang kebijakan nabi Muhammad,
dari pihak kafir dan munafik.!® Sementara itu, koalisi adalah masyarakat
yang terikat dengan janji setia dengan Muhammad, dari kalangan muslim
atau ahl al-kitab. Koalisi dalam ‘Piagam Madinah,” dikenal dengan sebutan
‘al-ummah.’

benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan
menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak
(pula) mereka bersedih hati.”

7 Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-
Qur’an, terj. Agus Hari Husein, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997, hal. 14-15.

8 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih..., hal. 81-108.

° Abii alFida’ Isma’1l ibn Kathir al-Dimashqi, Taf3ir al-Qur’dn al-‘Azim, Qahirah:
Mu’assasah Qurtubah, 2000, Jilid XIV, hal. 486.

19 Syrat. al-Munafiqun ayat 1. Lihat Muhammad *All as-Sabiini, Safivah at Tafasir,
Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1981, Jilid III..., hal. 385.

' Kata al-ummah dituliskan dalam Piagam Madinahal. Arti wmmah berarti
masyarakat Madinah yang terhubung ikatan perjanjian dengan nabi Muhammad Saw yang
komponen masyarakatnya dari kalangan warga berbagai macam agama. Sebab itu, tepat
jika dikatakan bahwa Piagam Madinah itu sebagai kontrak sosial masyarakat Madinah, jika
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Ini berarti terjalin kemitraan secara lintas agama di Madinah, dan
termasuk pendukung dan penentang nabi Muhammad Saw di dalamnya.
Dalam sejarahnya, ketiga ayat terkait perkawinan beda agama turun pada
periode Madinah. Itu artinya ayat tersebut turun ketika masyarakat berasal
dari kelompok yang pro dan yang kontra terhadap Muhammad. Ayat
pertamanya adalah Surat al-Bagarah/2 ayat 221. Ayat keduanya adalah surat
al-Mumtahanah/60 ayat 10. Ayat ketiganya adalah Surat al-Ma’idah/5 ayat 5.

Avyat pertama diperkirakan turun pada awal masa hijrah.? Ayat ini
turun berkenaan dengan permintaan Marthad al-Ganawi (W. 4 H), kepada
rasul untuk menikah dengan ‘Anaq, seorang wanita yang melacurkan diri di
zaman Jahiliah. Permintaan itu tidak direspons, dan sebagai respons turunlah
ayat ini.”® Ketika itu, situasinya mencekam setelah terjadinya perang antara
pasukan dari kaum Muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Dalam situasi
Pada kondisi yang dapat mengancam keamanan, larangan perkawinan
dengan pihak musuh dianggap langkah yang tepat. Kaum musyrikin sering
melakukan ancaman kepada kaum Muslimin agar kembali mengikuti kaum
musyrikin.t*

Avyat kedua turun di sela terjadinya perjanjian hudaybiyah®® dan Fath
Makkah.’® Ayat itu mengisyaratkan terjadinya migrasi wanita Mekah dalam
jumlah besar ke Madinah dalam rangka melakukan baiat kepada rasul.
Peristiwa tersebut terjadi setelah perjanjian hudaybiyah.!” Dalam ayat
tersebut, rasul dilarang menyerahkan wanita tersebut kepada kelompok

dibandingkan sebagai perjanjian antar pemeluk agama. Argumentasinya adalah karena di
dalamnya memuat sejumlah pasal mengenai pengaturan hak dan tanggungjawab warga
masyarakat, misalnya, orang beriman harus melawan pihak-pihak yang melakukan
kejahatan dan memusuhi serta melakukan pengrusakan. Sumber: Zakiyuddin Baidhawy,
“Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan
Bernegara,” dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk, Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam
Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepimpnan Non-Muslim, Bandung: Mizan
Pustaka, 2015, hal. 136.

12 Shihab, Membaca, hal. 559. Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah:
Sejarah Hidup Nabi Muhammad, terj. Agus Suwandi, Jakarta: Ummul Qura, 2015, Cet. Ke-
8, hal. 526-528.

13 Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, a/-Jami’ Ii
Ahkdm al-Qur’an, Jilid II1, hal. 393.

4 Muhammad ‘Izzah Darwazah, a/-Tafsir al-Hadith Tartib al-Suwar Hasab al-
Nuzil, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 2000, Jilid VI, Cet. Ke-2, hal. 393.

5 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadis-hadis Sahih. .., hal. 789.

16 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih..., hal. 789-897.

17 Martin Lings, Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasar Sumber Klasik, terj.
Qamaruddin S.F, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014, Cet. Ke-15, hal. 396-397.



279

musyrik, kendati sudah memiliki suami. Alasannya khawatir mengalami
tindakan diskriminasi dan pemaksaan terhadap agama mereka. Karena itu,
rasul menentangnya.

Ayat yang turun setelah penaklukan gerakan separatis pengganggu
keamanan dari kaum Yahudi ini, merupakan ayat ketiga yang menjelaskan
mengenai kondisi yang lebih aman.'® Penaklukan ini memengaruhi situasi
keamanan, sehingga berpotensi terjalinnya kerja sama muslim dan yang
bukan muslim, vyaitu dari kalangan ahl al-4itab, termasuk hubungan
perkawinan.

Uraian di atas, menggambarkan struktur masyarakat Arab sebelum
Islam, yang dibagi menjadi tiga kelompok keagamaan; musyrikin, ahlulkitab,
dan hanifiyun. Mereka menyebar ke sejumlah wilayah dan Mekah saat itu
dikuasai orang musyrikin. Namun, ada juga komunitas hanifiyun. Bagi
kalangan ahlulkitab, juga menyebar ke sejumlah wilayah. Agama dan orang
Yahudi menguasai wilayah Madinah, dan kaum Nasrani menyebar ke
wilayah Syam.

Sementara kaum al-Sabi’ah banyak menyebar ke wilayah Iraq.°
Terjadi perubahan pasca turun al-Qur’an, yaitu ketika periode Mekah.
Penduduk Mekah, sebagian mengikuti pengikut nabi dan berseberangan
dengan komunitas musyrikin. Dari situ, label ‘kafir’ mulai dikenalkanlah al-
Qur’an yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, yang disebabkan
tindakan mereka yang memusuhi pengikut nabi.?

Dalam periode Madinah, struktur tersebut mengalami dekomposisi.
Nabi Muhammad beserta para pengikutnya yang kian bertambah, menjalin
hubungan kerja sama dengan pihak-pihak ahl al-kitab. Al-Qur’an mengakui
sebagian mereka sebagai mukminin. Namun di sisi lain, al-Qur’an tidak
menggeneralisir label ‘mukminin’ kepada seluruh yang beragama Islam.
Mereka diceritakan dalam Surat al-Hujurat/49 ayat 14.2

Pada masa ini, masyarakat dikelompokkan menjadi dua; menentang
dan mendukung. Yang menentang terdiri dari mereka yang menentang
kebijakan-kebijakan yang diambil nabi Muhammad dan terdiri dari orang

'8 Muhammad ‘Izzah Darwazah, al-Tafsir al-Hadith Tartib al-Suwar Hasab al-
Nuzil, Jilid IX..., hal. 45.

19 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih. .., hal. 81-108.

20 Ibn Kasir, Tafsir, Juz 14. .., hal. 486.

2l Terjemahan: “Orang-orang badui itu berkata: “Kami telah beriman”.
Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi Katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu
belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak
akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang."
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kafir dan munafik.?? Sedangkan yang mendukung terdiri dari mereka
terhubungan dengan ikatan perjanjian dengan nabi Muhammad, baik
kalangan Islam maupun kalangan ahl al-kitab, dan mereka itulah yang
dinamakan al-Ummah.? Ini berarti terjadi hubungan mitra lintas agama di
Madinah, baik itu dari pihak yang mendukung atau yang menentang.

Uraian terkait struktur masyarakat ini menjadi urgen untuk
dijelaskan, guna mengidentifikasi relasi lintas agama pada saat itu telah
terbangun. Selain itu, penting juga untuk dijelaskan terkait yang terjadi
dibalik relasi tersebut. Beberapa negara mengatur ketentuan perkawinan
beda agama, misalanya Yaman Utara, Irak, Yordania, dan Aljazair. Di
Yaman Utara, misalnya, perkawinan beda agama diatur Undang-undang
Hukum Keluarga (Qanun al-Usrah) No. 31978/, yang dalam Pasal 47
dijelaskan:

“Jika suami yang bukan Muslim masuk ke dalam Islam dan istrinya
yang bukan dari ahl al-kitab tidak masuk ke dalam Islam atau agama
ahl al-kitab, maka perkawinannya bisa dibatalkan. Jika istri yang
bukan Muslim masuk ke dalam Islam dan suaminya tetap bukan
Muslim, perkawinan bisa dibatalkan. Jika di antara suami atau istri
keluar dari agama Islam, maka perkawinan dapat dibatalkan”.

Pengaturan perkawinan beda agama di Yaman Utara masih
memandang bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan non-
Muslim dan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan wanita ah/ al-
kitab. Sehingga dalam Hukum Keluarga Yaman Utara ditetapkan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan ketika suami (yang non-Muslim) masuk Islam,
sedangkan istrinya (yang bukan ahl al-kitab) tidak masuk Islam atau tidak
beragama ahl al-kitab. Begitu pula sebaliknya ketika sang suami tetap non-
Muslim, sementara istrinya masuk Islam, perkawinan dibatalkan. Hal ini

22 Al-Sabuni, Safwah at-Tafasir, Juz 3..., hal. 385.

2 Zakiyuddin Baidhawy, “Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip
Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara,” dalam Fikih Kebinekaan:
Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-
Muslim, ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk., Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hal. 136.
Berikut beberapa pasal yang menyebutkan adanya kerja sama tersebut: a) Pasal 1: “Atas
Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad saw,
antara mu’minin dan muslimin dari Quraisy dan Yasrib, dan siapa pun yang mengikuti,
bergabung, dan berjuang bersama mereka.”; b) Pasal 2: “Bahwa mereka adalah satu ummah,
berbeda dari yang lain; c) Pasal 25: “Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu ummat
dengan mu’minin. Bagi Yahudi dan muslimin, bagi mereka agama mereka masing-masing.
Seperti itu juga para penganut Yahudi, selain Bani ‘Auf’. Lihat: Shafiyyurahman al-
Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad, terj. Agus Suwandi
Jakarta: Ummul Qura, 2015, hal. 352-354.



281

berarti hukum perkawinan beda agama mengikuti pendapat fikih bahwa
perkawinan harus didasarkan pada prinsip, “suami harus beragama Islam
atau istri beragama ahl al-kitab.

Sebagian besar penduduk Yaman Utara adalah pengikut Syiah.?*
Dimaklumi bila perkawinan beda agama di Yaman Utara pengaturannya
seirama dengan ulama Syi’ah yang berpandangan lelaki muslim boleh
menikah dengan perempuan dari ah/ al-kitab. Sebagian dari mereka hanya
berpendapat, lelaki muslim yang menikah dengan perempuan dari ahl/ al-
kitabtidak baik jika dilakukan secara nikah da’im atau mut ‘ah.

Kendati demikian, pandangan mazhab Shafi‘i mengenai perkawinan
beda agama, yang banyak dipegang di Yaman Utara, terlihat tidak sejalan.
Dalam mazhab Shafi‘i, makruh menikah dengan ah/ al-kitab jika berada di
wilayah dar al-Islam. Akan sangat makruh jika berada di wilayah dar a/-
harb. Hal tersebut menunjukkan, Yaman Utara bertolak dari pandangan
mazhab Shafi’i, sebab hukum keluarga di Yaman Utara tidak menafikan
kawin dengan wanita ah/ al-kitab. Makruh dalam fikih tidak berarti
pelarangan mutlak, tetapi kendati demikian, harus muncul upaya untuk
menghindari kemakruhannya.

Hukum Keluarga di Yaman Utara menafsirkan al-Qur’an (Surat al-
Ma’idah/5: 5) secara tekstual tanpa mempertimbangkan mudarat dari
perkawinan beda agama. Ditegaskan ‘Umar ibn al-Khattab, menikah dengan
ahl al-kitab dapat berpengaruh negatif, misalnya lelaki Muslim lebih suka
kepada wanita ahl al-kitab daripada muslimah.

Metode yang digunakan ‘Umar terkait hukum perkawinan dengan ah/
al-kitab adalah metode sad al-dhari‘ah, dalam artinya mencegah bahaya
yang akan terjadi atas suatu perbuatan. Perkawinan beda agama di Yordania
diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (Qanun al-Ahwal al-
Shakhsiyah) 1976 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 251977/
atau Qanun al-Ahwal al-Shakhsfyah.®® Sementara dalam Undang-undang,
pasal 33, dijelaskan: “Perkawinan dapat batal ketika: 1) Wanita Muslimah
menikah dengan lelaki yang bukan Muslim; 2) Lelaki Muslim menikah
dengan wanita yang bukan dari ahl al-kitab.” Dalam pasal tersebut
ditegaskan, dibolehkan perkawinan beda agama jika lelaki muslim menikah
dengan wanita dari ahl a/-kitab. Pernikahan dapat dibatalkan bila wanita

24 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries..., hal. 166. Barbara Freyer
Stowasser dan Zeinab Abul-Magd, T7Tahlil Marriage in Shari’a, Legal Codes, and the
Contemporarey Fatwa Literature, dalam Yvonne Yazbeck Haddad dan Barbara Freyer
Stowasser, Is/amic Law and the Challenges of Modernity, Walnut Creek: Altamira Press,
2004, hal. 176.

25 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries. .., hal. 74-75.
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muslimah menikah dengan lelaki yang bukan muslim dari ahl al-kitab.
Prinsip ini sama dengan ijmak mengenai hukum perkawinan beda agama atas
ahl al-kitab.

Yordania yang penduduknya mayoritas Sunni berpegang kepada
mazhab Hanafi, yang menurut mazhab ini makruh menikah dengan
perempuan dari kalangan ah/ al-kitab. Bahkan, haram, dalam mazhab
Hanafi, sebagaimana dijelaskan ‘Abd al-Rahman al-Jaziri (1882-1941 M),
jika ahl al-kitab berada di wilayah dar al-harb. Kendati terhukum makruh
dalam pandangan mazhab Hanafi, tetapi dalam Hukum Keluarga Yordania
tetap melarang menikah dengan perempuan dari kalangan ahl al-kitab.

Tidak tegasnya larangan menikah di Yordania dengan perempuan
dari kalangan ahl al-kitab itu disebabkan Hukum Keluarga Yordania tidak
begitu condong kepada pendapat yang menghukuminya makruh. Kendati
dalam fikih hukum makruh sebisa mungkin dihindari. Ini berarti, perkawinan
beda agama yang terjadi di Yordania, hukumnya menandaskan kepada surat
al-Ma’idah/5 ayat 5, yakni boleh lelaki muslim menikah dengan perempuan
dari kalangan ahl al-kitab, tetapi haram bagi perempuan muslimah menikah
dengan lelaki dari kalangan ahl al-4itab. Oleh sebab itu, muncul ketegasan
pembatalan dalam Hukum Perkawinan di Yordania, jika lelaki muslim
menikahi perempuan yang bukan dari kalangan ahl al-kizab atau perempuan
muslimah menikah dengan lelaki dari kalangan ahl al-4itab. Muncul
keambiguan, yakni Hukum Keluarga di Yordania tidak tegas dan jelas
mengenai pengertian dari ahl al-kitab, lantaran pengertian mengenai ahl al-
kitab masih debatabel di kalangan imam mazhab, yang umumnya pendapat
para imam mazhab seputar Yahudi dan Nasrani yang masih mempunyai
Taurat dan Injil untuk menjelaskan siapa itu ahl/ al-kitab.

Mengenai Perkawinan beda agama, dijelaskan dalam Undang-undang
Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (Civil Code), pasal 31, di Aljazair,
wanita muslimah tidak bisa menikah dengan lelaki yang bukan muslim.
Pernyataan dalam pasal tersebut sama dengan pendapat mayoritas ulama
yang membolehkan lelaki muslim menikah dengan perempuan dari kalangan
ahl al-kitab. Masyarakat Aljazair yang banyak menganut mazhab Maliki,
dijelaskan dalam mazhab tersebut, yakni makruh menikah dengan
perempuan dari kalangan ahl al-kitab. Pandangan ini senada dengan yang
ada dalam mazhab fikih Hanafi dan Shafi‘i. Dengan demikian ada perbedaan
antara materi hukum mengenai perkawinan beda agama yang terdapat dalam
Hukum Keluarga dan pendapat mazhab Maliki.

Perkawinan beda agama di Aljazair diatur oleh satu pasal, yaitu
mengenai larangan wanita muslimah menikah dengan lelaki yang bukan

26 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries..., hal. 16-17.
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muslim, dan ini artinya lelaki muslim dibolehkan menikah dengan
perempuan dari kalangan ah/ al-kitab. Tidak ada penjelasan mengenai
pembatalan atas pernikahan wanita yang telah menikah dengan lelaki yang
bukan muslim. Sementara di Irak, perkawinan beda agama diatur oleh
Undang-undang Hukum Keluarga (Code of Personal Status) tahun 1959,
yang terjadi perubahan oleh Undang-undang No. 11,
1980/155/1980/57/1978/21, 1963/1981/125/1980/189/ dan 341983/. Pasal 17
menyebutkan, “Perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan ahl al-kitab
adalah sah, tetapi perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-
Muslim tidak diperbolehkan”.

Atas penjelasan di atas, wanita muslimah tidak boleh menikah
dengan lelaki yang bukan muslim, dan jika sebaliknya dibolehkan. Sebab itu,
ketetapan hukum perkawinan beda agama di Irak tidak seutuhnya menganut
pendapat mazhab Hanafi yang jelas-jelas menghukumi makruh lelaki muslim
menikahi perempuan dari kalangan ah/ al-kitab. Padahal, kebanyakan warga
Irak penganut beraliran Syiah dan Sunni (Hanafi).?” Hukum perkawinan
beda agama di Irak, justru menganut mazhab Syiah, yakni membolehkan
lelaki muslim menikah dengan perempuan dari kalangan ah/ al-kitab.

B. Eksplorasi Magqasid al-Shari ‘ah

Kata al-maqasid secara etimologi, bentuk plural dari kata a/-magsad.
Sedangkan kata a/-magsad itu sendiri berasal dari kata gasada, yang artinya
adalah bertolak ke suatu arah, lurus, mudah, pertengahan, keseimbangan.
Sedangkan kata al/-shari‘ah, sebagaimana dijelaskan al-Raysuni, itu berarti
aturan praktis, baik terkait konsep akidah atau pun legislasi hukum.? Sebab
itu, penyatuan kata ‘al-maqasid dan ‘al-shari‘al’ membuahkan pengertian
secara operasional dari kalimat maqgasid al-shari ‘ah, yakni tujuan dan rahasia
yang dilabelkan Shari‘ ke dalam ketentuan hukum syariat, demikian
penjelasan dari ‘Allal al-Fasi (w. 1974).”%°

Pemahaman terkait maqasid al-shari‘ah akan berakhir kepada tujuan
pemberlakuan syariat. Teori magasid al-shari‘ah di awal kehadirannya, tidak
mempunyai tawar menawar ketika memahami nass. Karena studi terhadap
nass itu kerap dihubungan dengan studi linguistik, sehingga studi usul fikih

27 Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet, Encyclopedia
of the Modern Middle East, Vol. 2..., hal. 881.

2 Ahmad al-Raisini, al-Fikr al-Magasidi Qawa iduhiu wa Fawa iduhu, Ribat:
Matba’ah an-Najah, 1999, hal. 10.

2 <Allal al-Fasi, Magasid asy-Syaii’ah al-Islimiyyah wa Makarimuhda, Beirut:
Dar al-Garb, 1993, hal. 7.
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berbasis linguistik itu selangkah lebih maju ketimbang studi maqasid al-
shari‘ah menjadi wajar adanya.*

Embrio kajian maqasid al-shari‘ah dikenalkan oleh Abu al-Ma’ali al-
Juwayni. Kajian ini diinisiasi oleh ide al-Juwayni. Menurutnya, nas}s} yang
terbatas tidak bisa mengatasi problem yang terjadi. Untuk itu, sebagai
patronnya dalam membuat rumusan sejumlah aturan aktual, ia
mempromosikan mengenalkan konsep al- ‘ismah (penjagaan). Sebab itu, lima
hal yang mesti dipelihara dalam hidup; keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan
harta.

Teori tersebut dikonstruk kembali oleh al-Ghazali (1917-1996 M). la
tidak cuma mempertas teorinya itu saja, tetapi lebih dari itu ia membuatnya
menjadi kausa legal. Argumentasi yang dibangunnya adalah bahwa karena
semua Kketentuan syariat tujuannya adalah melindungi atas kelima hal
tersebut, itu berarti misalnya, diharamkannya minum minuman keras itu
disebabkan dapat merusak akal.32

Kajian yang dilakukan oleh al-Ghazali, kemudian disempurnakan
oleh al-Shatibi (720-790 H). Kontribusi penting yang banyak dikenal orang
adalah membuat pembagian kebutuhan manusia menjadi kebutuhan primer,
sekunder, dan tersier. Selain itu, konsep terkait penjagaan, kemudian
diadopsi menjadi kebutuhan primer bagi manusia, yang disebut dengan al/-
daruriyah al-khamsah,** lima kebutuhan prinsipil bagi manusia. Kontribusi
penting lainnya adalah idenya mengenai kedudukan magqgasid al-shari‘ah.
Baginya, magqgasid al-shari‘ah tidak sekadar sebagai hikmah atas ketentua
syariat, tetapi lebih dari itu, yakni visi yang mau dicapai oleh syariat. [tulah
sebabnya, al-Shatibi menawarkan maqasid al-shari ‘ah dapat dijadikan basis
pemahaman terhadap syariat. Selain itu, pandangannya itu bertolak kepada
suatu keyakinan dalam dirinya bahwa visi syariat itu niscaya, sebab
didukung oleh sejumlah dalil yang niscaya pula.®*

30 Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar
Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd Al-Salam
(w.660 h),” dalam Jurnal Tazkir Vol. IX No. 2 Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan,
2014, hal. 173.

3Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law , London: IIIT,
2007, hal. 17.

32 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach,... , hal. 18.

33 Ahmad al-Raisuni, Muhadarat i Magasid asy-Syari’ah, cet. ke-3 Cairo: Dar
alKalimah, 2014, hal. 158-160

34 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach,... , hal. 53-54.
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Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H) dianggap sebagai penggagas
magqasid al-shari‘ah, dengan teori yang ditawarkannya, yaitu magqgasid al-
shari‘ah, dalam magnum opusnya, al-Muwafagat. Semata sebagai
penggagas yang dialamatkan kepadanya itu didasari oleh karena; Pertama,
ia mengintrodusir magqgasid al-shari‘ah sebagai disiplin ilmu yang otonom.
Kedua, ia menjadikannya sebagai pijakan dasar dalam penetapan hukum.
Ketiga, ia meyakinkan bahwa maqasid al-shari‘ah dapat dipastikan bisa
menjadi dasar hukum. Keempat, ia menetapkan lima kebutuhan dasar bagi
manusia; perlindungan atas agama, perlindungan atas jiwa, perlindungan atas
keluarga, dan perlindungan atas harta.®®

Pasca wafatnya al-Shatibi, studi terhadap maqasid al-shari‘ah
mengalami kebekuan, dan situasi ini dianggapnya telah selesai. Kemudian,
muncul al-Tahir ibn ‘Ashur (1879-1973 M), membangun kembali teori
tersebut dengan menawarkan konsep a/-daruriyah (kebutuhan pokok) yang
lebih luas, dengan menambahkan poin kesetaraan, kebebasan, toleransi,
kesucian, dan keadilan yang harus dilindungi sebagai bagian dari kebutuhan
manusia.®*®* Membangun kerja sama antara pihak muslim dan pihak yang
bukan muslim, tidak sebatas perkawinan. Kongkretnya, Piagam Madinah
menjelaskan sejumlah pasal tentang jalinan kerja sama tersebut; a) Kerja
sama pembayaran penebusan tawanan; b) Kerja sama mengusir penjajah; c)
Kerja sama menanggung biaya perang; d) Kerja sama menjaga kerukunan
beragama; e) Kerja sama menjaga konstitusi.

Al-Qur’an telah membuat tuntunan terkait sikap saling menolong
tanpa didasari oleh latar agama, dan contohnya adalah perkawinan beda
agama. Sebab, perkawinan merupakan puncak kemitraan atau kerja sama
antara dua pihak. Bila perkawinan tersebut dibolehkan, pastinya kerja sama
dalam bidang lain pun dibolehkan, asalkan masing-masing hak tidak
dizalimi. Ada dua kategori maqasid al-shari‘ah yang harus dilakukan kajian
terkait perkawinan beda agama, yakni maqgasid al-shari‘ah dalam
perkawinan dan magasid al-shari‘ah dalam kemitraan lintas agama. Terkait
dengan penelitian ini, perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai tujuan
perkawinan.

Bagaimana pun bentuk perkawinan, tentu merupakan bagian dari
syariat yang Allah Swt turunkan dan memiliki tujuan. Sementara kaitan
dengan dua pihak dengan agama yang berbeda dalam perkawinan, masuk ke

35 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach,... hal. 20-21.

36 Al-Tahir ibn ‘Ashir Magasid al-Shari’ah al-Islimiyyah, ‘Amman: Dar al-
Nafa’is, 2001, hal. 174.
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dalam problem kontemporer, dan ini yang menjadi inti pembahasan dalam
penelitian ini.

Praktik perkawinan sudah lama dikenal sebelum Islam dan menjadi
ajaran yang universal. Namun, dalam prosesnya banyak terjadi
penyimpangan. Diturunkannya al-Qur’an guna menata kembali praktik
tersebut menjadi suatu tatanan perkawinan yang manusiawi. Sebelum
bersentuhan dengan al-Qur’an, masyarakat Arab penyembah berhala sudah
mengenal hubungan yang tidak bermoral antara pria dan wanita. Misalnya
saja, 1) Perkawinan cepat antara pria dan wanita, yang dikenal dengan
mencari ‘bibit unggul’ dari keturunan prianya; 2) Poliandri; 3) Poligami; 4)
Nikah al-sighar, perkawinan silang tanpa disertai mahar; 5) Nikah al-badal,
hubungan seks pasangan suami-istri atau lebih; 6) Nikah al-sirr, perkawinan
yang menjadikan wanita sebagai simpanan; 7) Nikah al-maqt, perkawinan
yang dapat diwariskan; dan 8) Nikah al-mut ‘ah atau kawin kontrak. Selain
itu, ada juga perkawinan yang dianggap sah dan berlangsung sampai
sekarang.®

Terdapat alasan al-Qur’an menghapus praktik perkawinan tersebut.
Saat itu, di kalangan penyembah berhala atau pagnisme, hak wanita terhadap
dirinya sendiri sama sekali tidak ada dan hanya dianggap sebagai komoditi
transaksi saja. Situasi yang demikian berlawanan dengan ajaran al-Qur’an
yang memosisikan manusia itu sederajat dan setara. Karena itu, turunnya al-
Qur’an mulai merubah paradigma tersebut dan menganugerahi sejumlah hak
kepada para wanita. Hak atas hasil kerja yang dilakukan wanita, wak atas
warisan, dan hak menjadi saksi. Begitulah yang ditegaskan oleh al-Qur’an.
Salah satu tujuan al-Qur’an, yang intinya adalah mengangkat kedudukan
wanita. Melalui perkawinan yang bermoral, visi dan tujuan tersebut dapat
terealisasikan.

Perkawinan juga memiliki tujuan khusus, selain tujuan umum.
Tujuan khusus ini yang menjadikan tujuannya tercapai, yakni melalui
perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Surat al-Rum/30 ayat 21:

% -8 8

§55 280 Jea ) \MB\}J\M\L}A?SJLSS;U\‘L};\UAJ
0308 o 1 ¢y Jﬁuﬁufimu

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

37 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadishadis Sahih,..., hal. 113-115.
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kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kata kunci yang harus ditelusuri lebih jauh, yaitu pemahaman
terhadap kata ‘zawj’ dan ‘sakinah’ yang terdapat dalam ayat tersebut.Kata
zawj dan kata nikah merupakan dua kata dalam al-Qur’an yang ditujukkan
untuk perkawinan yang sah. Kata zawj itu sendiri artinya berpasangan dan
kata nikah artinya penyatuan.

Penggunaan kedua terma tadi mengharusnya menyatunya dua jiwa
menjadi insan yang berpasangan. Kesatuan masing-masing menjadikan
keduanya sempurna karena telah berpasangan. Perkawinan ideal ini yang
akhirnya memunculkan suasana sakinah. Untuk terma ‘sakinah’ itu sendiri,
berasal dari kata ‘sakana-yaskunu’, yang menurut Quraish Shihab,®
memiliki arti ketenangan yang penuh dinamis. llustrasi yang digambarkan
dengan sebuah tiang. Tiang tersebut tenang, namun ketenangannya dalam
sikap statis. Untuk itu, sakinah merupakan ketenangan yang sebelumnya
terjadi suasana gejolak dan guncangan. Ini yang menjadi tujuan dasar
perkawinan, yaitu ketenangan. Kendati ketenangan; sakinah ini memiliki
tujuan yang bersifat subjektif, yaitu tujuan yang hanya berkaitan untuk
dirinya sendiri.

Terlebih lagi, ada tujuan besar, yaitu menciptakan generasi baru hasil
pasangan suami istri. Suatu ikatan lahiriah yang berasal dari ikatan
perkawinan, yang menyatukan hubungan besan dan darah, mampu
menciptakan kekuatan membangun suatu komunitas sosial. Jadi, tidak hanya
kehidupan manusia yang berlangsung, namun juga tatanan kehidupan sosial
yang juga turut dilestarikan.

Tujuan perkawinan berhubungan erat dengan kehidupan individual
dan komunal. Namun, perlu diperhatikan, tidak sekadar menyalurkan
kebutuhan biologis saja, dan sebab itu Islam juga mengajarkan cara
menentukan pasangan ideal bagi pemeluknya. Karena itu, ini menjadi
penting, karena perkawinan merupakan sebuah bangunan kemitraan yang
terjalin antara dua pihak untuk saling bekerja sama dan bahkan kemitraan
yang melibatkan dua agama yang berbeda.

C. Kontekstualisasi Makna

Peneliti sebelum mengontekstualisasikan makna, harus memastikan
tujuan syariat yang telah didapatkan sebelumnya selaras dengan ajaran Islam.
Dalam hal ini, kawin beda agama merupakan bagian dari berbagai model

3 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-
anakku. .., hal. 61-62, 80-81.
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dari relasi lintas agama. Al-Qur’an juga menjelaskan beberapa ketentuan
terkait relasi antar agama, selain penjelasan terkait perkawinan. Memang
terlihat tidak adanya konsisten ketika al-Qur’an menyebutkan tentang relasi
antar agama, yakni adanya keharusan bersikap toleran di satu ayat, sementara
pada ayat lain sebaliknya, sehingga secara general, yang disajikan oleh al-
Qur’an dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua; ayat terkait toleran dan
ayat terkait intoleran. Sebab itu, peneliti diharuskan mencermati kedua tipe
ayat tersebut dalam melihat problem kemitraan lintas agama, agar tujuan
syariat di dalamnya tercapati dan didapatkan.

1. Ayat-ayat Intoleran

No Tema Ayat Al-Qur’an

1 | Perang terhadap non-Muslim Q.S. al-Bagarah/2: 190
5 Larangg[] me.njidlkan non-Muslim Q.S. al-Ma’idah/5: 51

sebagai ‘awliya
3 | Hukuman bagi orang yang murtad Q.S. al-Bagarah/2: 217

Bagi kalangan tertentu, ayat pertama di atas dijadikan alat untuk
mendakwakan bahwa Islam adalah agama teroris. Pasalnya, ayat Madaniyah
ini, merupakan salah satu ayat yang diturunkan pertama kali terkait persoalan
perang. Tentunya, perang dibolehkan ketika muncul kejahatan yang merusak
tatanan hak asasi manusia; seperti pembunuhan, pengusiran, penganiayaan,
agresi, dan penindasan. Pembolehan ini, tidak untuk ekspansi Islam atau
untuk sebagai aksi balas dendam. Karena itu, perang tersebut ditujukan untuk
aksi penyelamatan kemanusiaan dari penindasan. Merdeka dalam segala hal
dan kebebasan beragama merupakan tujuan fundamental dalam aksi
peperangan.®

Sementara itu, larangan merajut relasi dekat dengan non-muslim,
terdapat dalam ayat kedua. Dalam kajian tematik atas ayat-ayat yang sejenis,
larangan ini, lagi-lagi, tidak bisa disamaratakan. Sejumlah argumentasi al-
Qur’an yang merefer kepada tindakan tidak simpati kepada non-muslim.
Namun, bila dicermati, ada indikasi stabilitas keamanan tidak terwujud di
suatu tatanan masyarakat, yang menjadi latar atas larangan tersebut turun
sebagai konteksnya.

39 Maulana Muhammad Ali, “Sikap Lapang Dada Terhadap Agamaagama Lain,”
dalam Mukadimah Quran Suci: Terjemah dan Tafsir, terj. M. Bachrun, Jakarta: Darul
Kutubil Islamiyah, 2006, xxxiv.
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Dalam situasi yang sangat tidak kondusif, muncul larangan menjalin
relasi dengan pihak non-muslim yang dianggap sebagai musuh. Pihak yang
menjalin kerja sama dengan musuh pantas diperlakukan sebagai musuh.
Kerja sama itu sekadar memberikan musuh keuntungan, karena bisa jadi
dapat dimanfaatkan dalam melawan kekuatan orang muslim. Alasan hukum
atau yang disebut dengan ratio legal atas larangan itu, tidak semata persoalan
beda agama, tetapi tindakan penganiayaan dari pihak lawan.*

Ayat ketiga tentang konsekuensi dari kemurtadan. Sementara ada
yang memahami bahwa seseorang yang keluar dari Islam dihukumi mati.
Ayat di atas dan ayat lain yang sama, sebenarnya tidak menjelaskan tentang
hukuman tersebut, tetapi Allah menyiapkan balasan bagi orang yang keluar
dari agama-Nya nanti di akhirat. Hukuman bagi yang murtad merefer kepada
sejumlah hadis, yang semuanya terkait situasi perang. Sebab itu, dapat
disimpulkan bahwa hukuman bagi yang murtad, itu bukan disebabkan pindah
agama, tetapi pengkhianatan terhadap pasukan muslim atau yang disebut
dengan desersi dan berpihak kepada musuh.*

Generalisasi hukum berupa eksekusi mati kepada semua orang yang
berpindah agama, tidak hanya berlawanan dengan hadis terkait penjelasan
bahwa orang murtad tidak semuanya dihukum, namun berlawanan dengan
ketentuan dasar Islam terkait kebebasan beragama. Atas dasar, penjelasan
sejumlah ayat ‘kesannya intoleran’ tersebut, bahwa sikap ini hanya pada
situasi tertentu.

Pengambilan sikap tersebut dalam rangka menjaga hak asasi
manusia. Pemahaman yang demikian merupakan sikap untuk mengcounter
atas pemahaman menyimpang, misalnya perang dalam rangka menyebarkan
agama, keengganan berinteraksi lantaran agama yang berbeda, dan
memvonis seseorang sebab pindah agama.

Adanya penindasan yang menyebabkan tindakan perang boleh
dilakukan, dan boleh dilakukan ketika hanya dalam rangka menegakkan
kemerdekaan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan pihak non-muslim
tidak dilakukan sepanjang pihak tersebut menyatakan sikap berperang
kepada kaum muslim. Karena ini bisa merusak tatanan ketahanan pasukan
Islam. Penghukuman terhadap orang murtad, bisa dilakukan lantaran adanya
tindakan pengkhianatan dan sikap merongrong kemerdekaan kaum muslim.
Ketiga hal ini tidak bertalian sama sekali dengan sentimen keagamaan.

40 Muhammad Ali, Quran Suci..., hal. 306.
4l Muhammad Ali, Quran Suci..., hal. 110-111.
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2. Ayat-ayat Toleransi

No Tema Ayat Al-Qur’an

1 Tidak ada paksaan dalam beragama | Q.S. al-Bagarah [2]: 256
Perlindungan tempat ibadah semua .. .

2 agama Q.S. al-Hajj [22]: 39-40

Dilarang melarang memaki

sesembahan agama lain

3 Q.S. al-An‘am [6]: 108

Sejumlah riwayat menerangkan sebab turunnya Surat al-Bagarah/2
ayat 256, yang seluruhnya terkait tindakan kesewenangan dalam bentuk
pemaksaan atas agama.*? Ayat tersebut merupakan bagian dari beberapa
bagian ayat yang mengajarkan tentang prinsip dasar dalam kebebasan
beragama. Islam memperjuangkan kebebasan beragama, baik ketika itu
Islam di Mekah dalam nominal yang minoritas, ataupun ketika di Madinah
Islam dalam nominal yang mayoritas.

Pada dasarnya, ayat kedua dapat dikategorikan ke dalam tema
kebebasan beragama, karena di dalamnya membahasa perizinan perang.
Perang yang dimaksud adalah perang dengan tujuan kemanusiaan, tidak
dengan tujuan sentimen agama.*® Sebab, jika tujuan sentimen agama yang
dijadikan latar belakang terjadinya perang, tentu terjadi ketidakkonsistenan
atau kontradiksi dengan perintah menjaga tempat ibadah agama lain dalam
perang. Ayat ketiga memuat larangan untuk tidak melakukan cacian terhadap
agama lain. Pemahamannya tidak berarti boleh melakukan cacian dan
makian terhadap agama lain manakala Islam dan umatnya sudah kuat.
Keamanan yang tidak stabil di tengah masyarakat dapat saja dipicu oleh isu-
isu agama. Padahal, tujuan utama ayat tersebut adalah menjaga dan membina
kerukunan masyarakat yang beragam.**

Setelah mencermati ayat di atas, tentu dapat disimpulkan, al-Qur’an
menaruh perhatian serius dan konsisten tentang kebebasan beragama dalam
kondisi sedikit atau banyak, atau dalam kondisi damai atau perang.
Keseriusan ini mengisyaratkan bahwa kebebasan beragama menjadi salah
satu konsen utama syariat. Logika dasar mengonstruksi pemahaman ayat
perkawinan beda agama mesti berlandaskan kepada nilai universal yang

42 Muhammad ‘Izzah Darwazah, a/-Tafsir al-Hadith Tartib al-Suwar Hasab al-
Nuzil, Jilid VI..., hal. 470-471.

4 Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran: Arabic Text, English Translation,
and Commentary..., hal. 656.

4 Muhammad ‘Izzah Darwazah, a/-Tafsir al-Hadith Tartib al-Suwar Hasab al-
Nuzil, Jilid IV..., hal. 434.
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dimiliki al-Qur’an, yaitu mengenai kebebasan beragama. Karena itu,
konsekuensinya, al-Qur’an tidak pernah mengajarkan sesuatu yang
bertabrakan dengan prinsip nilai tersebut, terlebih tidak mungkin terjadi
saling menegasikan antara dua sesuatu yang universal (ku//i). Kendati
andaikan ada, sesuatu yang berbeda harus dipahami secara juz’7 (parsial),
dan karena ia parsial, maka keberlakuanya bersifat kasuistik, artinya sebatas
pada kondisi tertentu saja. Keberlakuan ketentuan yang parsial berbeda
dengan kuili, itu dalam rangka memperkukuh unsur yang universal (ku/li).

Sejatinya, larangan perkawinan beda agama di saat situasi kondisi
normal, dapat melanggar logika di atas. Sebab itu, sesungguhnya,
perkawinan tersebut, oleh al-Qur’an, tidak dipermasalahkan.*® Terjadi
problem, ketika dikaitkan dengan situasi darurat membuat nilai-nilai
kebebasan beragama menjadi ke arah degradasi.*® Jika bukan dalam situasi
yang demikian, perkawinan beda agama dikembalikan kepada prinsip
dasarnya. Di sinilah letak fleksibilitas al-Qur’an.

Pembahasan terkait perkawinan lintas agama, tidak hanya dibatasi
oleh persoalan kemitraan, tetapi juga harus berkembang ke arah aspek tujuan
perkawinan itu sendiri; membangun tatanan keluarga sakinah dan
membangun tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan acuan terhadap
ketentuan eksplisit dan implisit dalam al-Qur’an, dapat diungkap syarat
perkawinan beda agama, yang kemudian dibagi menjadi dua; syarat subjektif
dan syarat objektif.

Syarat subjektif, yaitu syarat yang mutlak ada ada oleh semua pihak.
Sementara objektif, yaitu suatu ketentuan yang tidak terjangkau oleh semua
pihak, tetapi memiliki hubungan erat dengan perkawinan beda agama. Oleh
sebab itu, setelah ayatnya dilakukan kajian terhadapnya, sekurangnya
muncul tiga syarat subjektif; 1) Semua pihak mempunyai moral baik; 2)

4 Mahmoud Muhamed Taha, dalam al-Na’im, ketika mengomentari larangan
perempuan muslimah melakukan perkawinan dengan lelaki yang bukan muslim pada masa
nabi, melihat adanya alasan perwalian dalam hukum tersebut. Istri di bawah perwalian
suami. Sedangkan seorang muslim tidak boleh berada di bawah perwalian yang bukan
muslim. Alasan lainnya, jenis perwalian jenis ini tidak diterima saat ini, karena berdasarkan
konsensus internasional menolak diskriminasi yang mengatasnamakan jender dan agama,
dan ini lebih selaras dengan maqasid al-syari’ahal. Al-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, hal.
300.

4 Al-Qur’an melarang perkawinan antara muslim dengan musyrik, disebabkan
kekhawatiran adanya pengabaian hak atas kebebasan beragama. Terutama perempuan
muslimah, kembali kepada paganisme, membuat jiwa dan kehormatan digadaikan.
Sedangkan bolehnya lelaki muslim menikahi wanita ahlulkitab, itu erat hubungan dengan
usahaya yang dilakukan rasul dalam membangun dasar-dasar kesatuan umat. Sebab itu,
perkawinan menjadi salah satu alat memperkuat kerukunan heterogenitas masyarakat
Madinah.
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Semua pihak mempunyai komitmen saling memelihara hak kebebasan
beragama; 3) Perkawinan mamu berdampak secara positif terhadap semua
pihak. Sementara itu, syarat objektif perkawinan beda agama; 1) Situasinya
tidak di tengah konflik keagamaan; 2) Kehidupan berbangsa dan bernegara
berbasiskan konstitusi.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perkawinan beda
agama adalah moralitas. Syarat ini dapat ditelusuri dari kata a/-muhsanat
dalam ayat 5, Surat al-Ma’idah. Kata ini berasal dari kata dasar hasana-
yahsunu yang berarti terhalangi. Wanita yang menyandang predikat ini, bisa
dimaknai sebagai wanita yang terjaga dari segala sesuatu yang membuatnya
tidak ternormat. Keterpeliharaannya dapat saja terjadi sebab karakternya
merupakan karakter yang menjaga diri dan bermoral. Sikap tersebut juga
diakibatkan oleh ikatan perkawinan sah yang disandangnya. Sementara itu,
sejumlah penafsir memahaminya wanita merdeka. Sebab merdekanya itu
yang membuatnya mempunyai hak yang penuh terhadap dirinya, sehingga
ini yang membuatnya memelihara dirinya sendiri.*’ Dalam konteks
perkawinan beda agama, al-muhsanat dapat berarti lebih spesifik, sebagai
perempuan dengan ketinggian moral.

Komitmen sikap saling menghormati agama lain kemudian menjadi
syarat berikutnya yang dapat ditangkap pesannya dalam Surat al-Ma’idah/5,
ayat ke-5. Dia menyebut a/-khasirin, sebagai predikat orang yang merugi,
karena mengubah keimanan gara-gara perkawinan beda agama. Adanya
keharaman perkawinan beda agama, karena kekhawatiran ulama akan terjadi
pindah agama.*® Tingkat probabilitas konversi agama sebenarnya dapat
diturunkan, ketika kultur toleransi dibangun di tengah keluarga. Syarat ini
terintegral dari syarat pertama, sebab bagi yang mempunyai ketinggian
moral, komitmen sikapnya bisa diandalkan atau dapat dipegang dan
komitmennya harus diwujudkan dalam bentuk akta autentik sehingga
berkekuatan hukum. Bila diperlukan, dituangkan ke dalam janji perkawinan.

Perkawinan dua pemeluk agama yang berbeda yang dibangun
mesti.*® Syarat ini dibuktikan dengan dibolehkannya pria muslim kawin

47 Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2..., hal. 480.

48 Qetiawan Budi Utomo, Figih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer
Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 261.

49 Bandingkan dengan Al-Kitab dalam Kitab Ulangan ayat (7:3) “Janganlah engkau
kawin-mengawin dengan mereka; anakmu wanita jangan kau berikan kepada anak laki-laki
mereka, ataupun anak wanita mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki”. Maulana
Muhammad Ali, mufasir dari Ahmadiyah, menjelaskan, salah satu keunggulan ketentuan
perkawinan dalam Islam adalah adanya izin dalam perkawinan beda agama, dan ini tidak
ada dalam selain Islamn. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Lihat:
Muhammad Ali, Quran Suci..., hal. 288.
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dengan wanita dari pihak ahl al-kitab. Sebaliknya, al-Qur’an tidak melarang
perempuan muslimah nikah dengan pihak ahl a/-kitab, lantaran akan terjadi
hilangnya hak mereka yang sudah mereka peroleh dalam Islam.%° Selain
syarat subjektif di atas, ada juga dua syarat objektif. Syarat tersebut
berhubungan dengan situasi aman tidaknya suatu wilayah. Syarat ini pula
ditelusuri dari kaitan teks dengan konteks Surat al-Ma’idah/5 ayat 5 yang
turun ketika situasinya kondusif, sudah terjalin sikap tenggam rasa sesama
umat beragama.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dibingkai dalam Kkonstitusi.
Persyaratan tersebut diambil dari gaya Rasulullah Saw mengatur masyarakat
Madinah ketika itu. Dalam konteks itu, Rasul sebagai sosok kepala negara
dan masyarakat Madinah dengan keragamannya sebagai warganya. Secara
eksplisit, beliau sebagai kepala negara, tidak melandaskan al-Qur’an sebagai
dasar untuk bernegara, namun beliau menuangkannya ke dalam konstitusi,
yang disebut dengan ‘Piagam Madinah’.®* Dengan demikian, al-Qur’an
benar-benar menjiwai di dalam konstitusi.

Pertanyaan yang muncul, mungkinkah ketentuan tersebut
diimplementasikan di negara Indonesia? Sebab perkawinan beda agama
dipraktikkan oleh masyarakat tanpa kejelasan payung hukum. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan Kkajian serius, meski
memungkinkan untuk dapat diterapkan, seperti terjadi di sejumlah negara.
Maksud pemberlakuan di sini adalah menjadikan perkawinan beda agama
legal melalui regulasi yang telah diatur, dan menimbulkan keraguan seperti
saat ini.>

Pemerintah dapat berperan, seperti melakukan penentuan atas layak
tidaknya suatu secara syarat subjektif. Kendati syarat ini berhubungan
langsung, tetapi pemerintah bisa membuat regulasi agar tidak terjadi
tindakan yang sewenang-wenang, sebagaimana pengalaman ini dipraktikkan
‘Umar ketika melakukan larangan terhadap perkawinan beda agama.®®
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini pengadilan, dapat mengadopsi

30 Muhammad Ali, Quran Suci..., hal. 288-289.

51 Baidhawy, “Piagam Madinah dan Pancasila”..., hal. 135.

52 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi turunan
konstitusi, tidak mengakui perkawinan beda agama pada satu sisi. Tetapin, perkawinan beda
agama di luar negeri, dapat tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan diakui
sebagai perkawinan legal pada sisi lain. Lihat: Tim Penyusun. Pengkajian Hukum tentang
Perkawinan Beda Agama, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan HAM RI, 2011, hal. 89. Ini bukti bahwa aturan perkawinan di Indonesia belum
sepenuhnya memenuhi hak konstitusional warganya.

53 Sebagai kepala negara, ‘Umar bin Khattab, pernah merilis larangan perkawinan
beda agama, dan bahkan meminta orang muslim menceraikan istri yang bukan muslim.
Lihat: Abdullah Saeed, A/-Qur’an Abad 21..., hal. 63.
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pengalaman tersebut. Pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan beda
agama harus memperoleh izin dari pengadilan melalui majelis hakim, dan
dispensasinya bisa melihat persyaratan subjektif di atas. Dalam sisi yang
berbeda, terjadi kesamaan kultural antara masyarakat Madinah dan
masyarakat Indonesia. Kesamaannya keduanya benar-benar heterogen dan
mempunyai konstitusi. Indonesia begitu plural, karena menganut banyak
agama dan juga mempunyai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara,
landasan untuk hidup bersama tanpa ada sikap yang membeda-bedakan suku,
ras, dan agama.

Ada dua hal yang menyebabkan praktik perkawinan beda agama
belum dapat diberlakukan di Indonesia. Pertama, sensitivitas masyarakat
terhadap isu agama. Kedua, Undang-undang Perkawinan dan regulasi yang
menjadi turunan belum dapat memberikan akses dalam persoalan
perkawinan beda agama.>* Ini yang kemudian menjadi kondisi khusus,
sehingga perkawinan beda agama belum dapat merujuk kepada prinsip
dasarnya.

>4 Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang dianggap menghambat perkawinan beda
agama, pada dasarnya pernah dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah
Konstitusi, sebab mendiskriminasi hak warga negara, dan tidak sesuai dengan
konstitusi/UUD ’45. Tetapi, Majelis Hakim menolak dengan Putusan No. 68/PUU-X11/2014,
pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini sudah sesuai dengan pasal 28J
UUD ’45, yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Lihat: Achmad
Muchaddam F. “Hukum Perkawinan Beda Agama,” Info Singkat Kesejahteraan Sosial:
Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini No. 23, tahun 2014, hal. 10; Lihat juga: Agus
Sahbani, “Inilah Babak Akhir Judicial Review Kawin Beda Agama,” diakses dari
http://www.hukumonline.com tanggal 02/03/2021. Dalam agama selain Islam, juga menolak
menolak perkawinan beda agama. Misalnya, dalam Katolik, ada aturan mengenai
perkawinan yang dilakukan antara dua pemeluk agama berbeda dianggap tidak sahal.
Kendati Uskup dapat menghadiahi dispensasi kepada calon suami dan isteri yang mau
menikahal. Asalkan pasangan yang beragama Katolik tetap dalam keimanannya, dan
bersedia mendidik anaknya dengan ajaran Katolik. Misalnya lagi, Protestan. Aturan
perkawinan dalam Protestan, tidak berbeda dengan ajaran Katolik, yaitu membolehkan
perkawinan beda agama, tetapi dengan syarat seperti tadi. Yang lain, Hindu. Aturan
perkawinan dalam Hindu, menutup pintu perkawinan beda agama. Hindu hanya
mengizinkan perkawinan seagama. Bila berlainan agama, pasangan yang bukan Hindu,
harus menandatangani Sudi Vadhani; pernyataan masuk agama Hindu. Yang lain, Budha.
Agama Budha, tidak mengatur secara eksplisit tentang aturan perkawinan beda agama.
Negara-negara seperti India, aturan perkawinan mengikuti aturan agama Hindu, atau
mengikuti hukum adat dan hukum positif yang ada. Lihat: Karsayuda, Perkawinan Beda
Agama..., hal. 85-87.
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D. Problem Penafsiran Ayat Perkawinan Beda Agama

Ayat mengenai perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan
menjadi ayat kontradiksi. Sekurangnya, ada tiga ayat: 1) Surat al-Bagarah/2:
221; 2) Surat al-Mumtahanah/60: 10; dan 3) Surat al-Ma’idah/5: 5. Dua ayat
pertama, secara tekstual melarang perkawinan beda agama, dan ayat terakhir
sisanya membolehkannya. Kalimat ‘ayat kontradiktif® terdiri dari kata ayat
dan kontradiktif. Ayat secara bahasa artinya tanda. Ayat dalam pengertian di
sini yaitu rangkaian huruf hAija’7yah yang menjadi struktur kalimat yang
menjadi bagian dari al-Qur’an. Kata ‘kontradiktif” adalah kata sifat, yang
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pertentangan dua hal yang
sangat bertolak belakang.>> Jadi, ayat kontradiktif adalah ayat yang saling
bertolak belakang.

Dalam bahasa arab, ada kata yang searti dengan terma ‘kontradiksi’;
al-ikhtilaf, al-tanaqud, dan al-ta‘arud. Ketiga kata tersebut dalam usul fikih,
berarti pertentangan dua dalil atau teks yang saling meniadakan. Teks yang
satu melarang dan teks yang satu lagi membolehkan. Sebagian besar ulama
melakukan mekanisme menghadapi ayat-ayat tersebut, yaitu dengan cara,
pertama; jam‘ wa tawfiq, kedua; tarjih, ketiga; naskh, keempat; tasaqut.>®
Cara mekanisme pertama adalah menemukan poin temu antar ayat yang
saling bertentangan. Terkadang cara seperti ini menyasar ke arah kaidah
kebahasaan, alih-alih memahaminya sebagai dua hal dalam konteks yang
berbeda. Manakala ayat yang satu berisi larangan dan ayat yang satu lagi
berisi pembolehan, maka sesuatu itu berarti sesuatu yang boleh tetapi tidak
dianjurkan yang dikenal dengan sebutan ‘makruh’.

Penekanan dalam mekanisme kedua adalah kepada keabsahan teks
yang berlawanan. Jaid, bila ayat al-Qur’an itu yang bertentangan, maka dasar
yang dijadikan rujukan dalam pentarjihan adalah kevalidan redaksi, dan
konsep yang digunakan dalam mekanisme ini adalah ‘amm-khass, mutlag-
muqayyad, ‘ibarah-isharah, muhakkam-mufassar. Penggunaan mekanisme
tersebut membuat ayat yang berlawanan menanggalkan tujuan dan konteks
di dalamnya.

Sementara itu, penekanan dalam mekanisme ketiga adalah sisi sebab
turunnya ayat. Sebagai konsekuensinya, ayat yang belakangan turun
menghapus ketentuan ayat yang pertama turun, sehingga kemudian

55 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008, hal. 751.

3¢ Bandingkan dengan mekanisme yang dianut kalangan Hanafiyah berikut: 1) a/-
Naskh; 2) alTarjih; 3) al-Jam’ wa al-Taufig, dan 4) al-Tasagut. Lihat: Wahbah al-Zuhaili,
Usiil al-Figh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, Jilid I, hal. 1176-1180.
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memunculkan problem tersendiri terkait ketentuan dalam ayat yang dihapus
tersebut. Untuk mekanisme paling terakhir yaitu mekanisme yang akan
digunakan ketika ayat-ayat yang kontradiksi itu tidak dapat menemukan
uraian yang bersifat solutif. Dampak dari itu semua, akan memunculkan
kesan al-Qur’an banyak memuat kontradiksi di dalamnya.>’

Mekanisme yang ditempuh di atas adalah mekanisme yang berbasis
studi kebahasaan dan acapkali mekanisme ini menyebabkan ketimpangan
antara teks dan konteksnya. Sebenarnya, ayat yang tampak saling
berlawanan itu merupakan sebuah satu kesatuan, baik sesama ayat yang
saling berlawanan maupun seluruh ayat dalam al-Qur’an, atau bahkan
berlawanan dengan konteks al-Qur’an itu diturunkan. Pemahaman ini
sebagai skema penyelesaian kontradiksi ayat berlandaskan magasid al-
shari ‘ah.

Studi terhadap maqasid al-shari‘ah memperoleh titik akumulasinya
pada masa kini pasca banyak para pemikiran yang bermunculan dan menaruh
perhatian serius dalam bidang ini. Umumnya, mereka menegaskan kepada
empat aspek:

Pertama, Kklasifikasi, yaitu magqgasid al-shari‘ah dalam format
hierarkis yang saling terkait dengan struktur ‘ammah (umum), khassah
(khusus), dan juz7yah (parsial). Kedua, tujuan, yaitu tujuan syariat yang
tidak hanya memuat proteksi, tetapi juga kepada tingkatan pengembangan.
Ketiga, jangkauan objek atau pihak yang diliputi, yaitu cakupan magasid al-
shari‘ah yang meluas hingga kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan
dunia. Keempat, sumber basis argumentasi, yaitu rujukan magasid al-
shari ‘ah yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis.>®

Jasser Auda, seorang pemikir yang konsen terhadap maqasid al-
shari‘ah mempromosikan pendekatan suatu sistem dalam memahami
ketentuan syariat. Cara kerjanya adalah mengaplikasikan enam fitur sistem
yang memuat sifat kognitif, terbuka, holistik, interrelasi antar hierarki,
multidimensi, dan kebermaksudan.

Enam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda di bawah ini, akan
dipakai sebagai episteme untuk menyelesaikan kontradiksi beberapa ayat
yang terjadi. Berikut penjelasan operasional enam fitur tersebut:

Pertama, sifat kognisi, dalam artian memahami penafsiran atas al-
Qur’an sesuai kompetensi penafsir, yang pada gilirannya memunculkan
penafsiran yang beragam. Terlebih menafsirkan ayat yang kontradiktif, yang

57 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach. .., hal. 219-221.
>8 al-Tahir ibn ‘Ashir Magasid al-Shari “ah al-Islimiyyah..., hal. 174.
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konsekuensinya akan dipahami dengan keragaman pemahaman. Kontradiksi
ayat menghasilkan dua pemahaman yang pasti berbeda.

Kedua, holistik. Fragmen-framen dalam al-Qur’an sebenarnya
merupakan suatu kesatuan yang masing-masing saling berkelindan,*
terutama ayat dengan tema bahasan yang sama, kendati tampak zahirnya
kontradiksi. Karena itu, suatu ketentuan tidak mungkin dipahami melalui
satu dalil parsialitik saja. Hal yang sama juga berlaku bagi ayat kontradiktif,
sehingga tidak begitu saja memahaminya dari satu kelompok ayat dengan
menafikan ayat lainnya yang juga memiliki kesamaan tema.

Ketiga, keterbukaan. Untuk mendapatkan produk yang tampak
menyegarkan dan layak dinikmati, maka fitur yang harus ada ketika
memahami kontradiksi ayat adalah fitur keterbukaan. Harus dipahami bahwa
ayat yang saling kontradiksi sejatinya adalah teks yang membuka diri untuk
dipahami dengan keragaman perspektif, sehingga memunculkan keragaman
makna. Munculnya horizon cakrawala teks dan pembaca dapat terjadi bila
keterbukaan juga muncul.

Keempat, hierarki yang saling memengaruhi. Keterhubungan antar
hierarki adalah ciri suatu sistem. Para ahli memetakan tujuan dalam al-
Qur’an kepada tiga bagian; umum, khusus, dan spesifik. Tujuan umum, yaitu
yang ingin dicapai al-Qur’an secara menyeluruh. Sedangkan tujuan khusus,
yaitu yang hendak digapai sejumlah ayat yang bertemakan sama. Tujuan
spesifik, yaitu yang terdapat dalam suatu ayat tertentu. Sebab itu,
keterhubungan antar ketiganya saling berpadu dan tidak saling menafikan.
Dengan demikian, bila pola berpikirnya adalah seperti itu, maka tidak ada
antar ayat yang saling berlawanan. Jika tujuannya spesifik-nya berbeda,
tetapi pada dasarnya tujuan tersebut terjaring oleh tujuan-tujuan khusus dan
umum tadi.

Kelima, multidimensi.  Fitur yang  diperuntukkan  untuk
mengeksplanasi sejumlah ayat-ayat yang kontradiktif. Pemahaman yang
mengandalkan basis multidimensi tidak menyimpulkan suatu ayat beroposisi
berlawanan, tetapi jika dilihat dari sisi redaksi bisa jadi tampak berlawanan.
Yang paling penting adalah kekuatan hAujjah suatu ayat tidak semata-mata
ditentukan oleh redaksi yang jelas, tetapi sejauh mana penyandaran
argumentasinya kepada konsistensi al-Qur’an mengurai tema yang sama
dengan ayat yang digunakannya.

Keenam, kebermaksudan. Dalam artian seluruh sistem akan bermuara
kepada satu titik temu, yaitu produk atau hasil. Produk atau hasil adalah
ketentuan hukumnya. Terjadinya pembacaan terhadap ayat yang kontradiksi,

59 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach.. ., hal. 5,45-47.
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meski inputnya sama, tetap saja hasil atau produk pemahamannya akan
berbeda. Itu diakibatkan oleh perbedaan cara pengolahan. Namun, yang
terpenting adalah maksud ayat tersebut telah didapatkan.®® Pemahaman ini
bukan berarti produk dari pengolahan sehingga menghasilkan hukum
menjadi tidak penting, namun justru yang perlu diperhatikan adalah antara
ketentuan hukum dan maksud yang diinginkan itu senada.

Dengan demikian, konsep di atas, menurut penulis dapat diekstrak
menjadi langkah operasional guna mengurai sejumlah ayat yang kontradiksi
melalui pendekatan magasid al-shari‘ah®® yaitu dengan cara; pertama,
mengidentifikasi ayat yang kontradiksi. Pasalnya langkah ini penting, karena
memengaruhi terhadap validitas kesimpulan yang akan diambil. Kedua,
mengidentifikasi makna ayat. Makna yang diidentifikasi tidak hanya
redaksinya semata, tetapi juga dihubungkan dengan konteks yang ada.
Dengan begitu, maka akan muncul maqasid al-shari‘ah yang masih tarap
parsial. Ketiga, mengeksplorasi maqasid al-shari ‘almya. Maqasid al-shari‘ah
pada tarap parsial tadi disenadakan dengan magqasid al-shari‘ah pada level
yang lebih tinggi, baik khusus ataupun umum. Yang khusus diperoleh dari
penelusuran terhadap kausa final atas beberapa ayat yang memiliki kesamaan
pola. Yang umum, bagi penulis, mengikuti beberapa pemikiran yang
berkembang. Keempat, membuat konklusi atas ayat yang telah dipahami
berdasarkan kesesuaian dengan konteks turunnya unutk kemudian
direfleksikan. Kedudukan magqasid al-shari‘ah adalah sebagai cakrawala
yang dapat menghubungkan antara wawasan pembaca dan wawasan teksnya.

Pada hakikatnya, alur penyelesaian terhadap ayat yang kontradiktif
bisa dimasukkan ke dalam kategori metode tarjih. Hanya saja metode
tersebut memiliki perbedaan dengan metode rarjih Klasik, yang letak
perbedaannya adalah metode rarjih berbasis maqasid al-shari‘ah melihat
aspek konteks pembaca dan tujuan syariat, di samping melihat aspek
linguistiknya.

60 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Aproach. .., hal. 47-53.

61 Pendekatan sistem yang meniscayakan fitur komprehensif menawarkan
konsekuensi logis, yakni tidak mungkin ada sub-sistem yang saling bertabrakan. Begitu juga
al-Qur’an, seluruh bagian di dalamnya berpadu integral, sehingga ketika ayat secara redaksi
tampak kontradiksi, harus dipandang ‘sepaket’ dengan konteks yang dimilikinya. Karena
itu, setelah pemetaan ayat, maka dilakukan pemaknaan ayat sesuai konteksnya. Sedangkan
penelusuran magqasid al-shari’ah menjadi ciri khas dalam metode penyelesaian ayat yang
kontradiktif dengan berlandaskan kepada maqgasid al-shari’ahal. Dengan demikian, ayat
yang dapat diaplikasikan adalah ayat yang mampu menghasilkan tujuan syariat.
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E. Penarikan Kesimpulan

Secara eksplisit, al-Qur’an menjelaskan relasi perkawinan antara
muslim dan yang bukan muslim dalam tiga ayat, yang secara literal, ketiga
ayat itu terlihat bertentangan, tetapi seluruhnya bertolak kepada asas
kebebasan beragama sebagai ajaran mendasar dalam al-Qur’an. Ayat-ayat
‘kontradiktif® itu mesti dipahami dalam perspektif keragaman konteks.
Sebenarnya, praktik perkawinan beda agama tidak menjadi problem bagi al-
Quran, yang sama dengan perkawinan pada umumnya.®> Bedanya,
kebolehannya bersifat relatif, yang disertai sejumlah persyaratan tertentu.

Dua dimensi dalam aturan perkawinan beda agama yang dijelaskan
al-Qur’an; dimensi al-hifz (penjagaan) dan dimensi al-tanmiyah
(pengembangan). Dimensi pertama tampak jelas terkait larangan perkawinan
beda agama, yang larangan tersebut memiliki tujuan perlindungan terhadap

2 Ciri tafsir magqasidi berlandaskan sistem adalah memungkinkan adanya
penafsiran berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Misalnya, ‘Umar bin Khattab, pernah
melarang masyarakat lelaki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Sahabat lain
keberatan, yaitu Huzaifah ibn al-Yaman, yang meminta agar Umar memberikan nass yang
menjadi landasannya. Namun, ‘Umar tidak menjelaskannnya, ia mengatakan: “Saya
khawatir, lelaki muslim dapat melakukan tindakan yang sama dan memilih calon istri dari
ahlulkitab, karena sebab cantik, dan ini merugikan perempuan muslimahal. ” Ini
menunjukkan bahwa ‘Umar melihat pertimbangan magqasid al-shari’ah terkait formulasi
hukum perkawinan beda agama. Saeed, A/-Qur’an Abad 21, hal. 63. Kendati begitu,
sejumlah masih ada yang menikah beda agama, seperti ‘Usman ibn ‘Affan menikah dengan
Naylah bint al-Farafisah al-Kalbiyah, perempuan Nasrani, tahun 28 HAL. Sementara itu,
ada sahabat lain, menikah dengan perempuan ahlikitab setelah ‘Umar berfatwa demikian,
yaitu Mu’awiyah bin Abi Sufyan, yang menikah dengan Maysun bint Bahdal al-Kalbiyah,
yang nantinya melahirkan putera bernama Yazid, seorang khalifah dari Bani Umayyahal.
Philip K. Hitti, History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah
Peradaban Islam, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi
Ilmu, 2010, hal. 242. Dalam sejarah, fatwa Umar tidak begitu mengikat orang Islam, dan
ini diindikatori dengan masih terjadinya perkawinan beda agama pasca masa sahabat,
misalnya, perkawinan ‘Abd al-‘Aziz bin Musa bin Nusair, dengan Egilona, wanita Kristen.
Lihat: Hitti, History of the Arabs..., hal. 640. Pandangan terkait perkawinan lintas agama,
dijelaskan juga oleh Yusuf al-Qaradawi. Ia berbeda pandangan dengan para ahli fikih yang
mengklaim murtad sebagai alasan untuk bercerai. la melakukan proses tarjih maqasidi
terhadap pandangan ahli fikih tersebut. Baginya, pandangan yang membolehkan pasangan
suami-istri berada dalam jalinan perkawinan, kendati di antara keduanya murtad dengan
hak dan kewajiban masih melekat, karena memberikan aspek kemaslahatan untuk masing-
masing keduanya. Lihat: Mawardi, Figh Minoritas..., hal. 172. Sementara itu, fatwa
Majelis Tarjih Muhammadiyyah dalam Muktamar Tarjih XXII, 1989, menetapkan
perkawinan beda agama tidak sahal. Fatwa MUI dalam Keputusan Fatwa MUI No.
4/MUNASVII/MUI/8/2005 terkait Perkawinan Beda Agama, menolak mengesahkan
perkawinan beda agama dengan segala formatnya, dengan dilatari alasan a/-maslahat al-
‘ammah atau kemaslahatan masyarakat. Sedangkan Nahdlatul ‘Ulama, belum merilis fatwa
resmi terkait hal ini. Lihat: Suhadi, Kawin Lintas Agama..., hal. 45-50.



300

siapa saja dari tindakan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak memberikan
ruang atas kebebasan beragama. Sementara itu, bolehnya perkawinan beda
agama, mengukuhkan prinsip kebebasan beragama, yang merupakan salah
satu fondasi konstruksi masyarakat majemuk.

Pemahaman ini, bisa dipromosikan sebagai problem solving terhadap
fenomena perkawinan beda agama di Indonesia. Pemerintah harus
menawarkan solusi atas fenomena ini, yang kian lama tidak dapat terkontrol.
Salah satu tindakannya adalah membuat rumusan regulasi terkait perkawinan
berdasarkan asas kebebasan beragama. Dengan demikian, dapat diambil
konklusi bahwa kontradiksi yang terjadi antara ketiga ayat tersebut mengenai
kawin beda agama, dapat dieksplanasikan ketika dihadapkan dengan masing-
masing konteksnya. Karena itu, dasar yang menjadi alasan dalam ayat
tentang larangan kawin beda agama adalah muncul kekhawatiran akan
mengganggu kebebasan beragama yang telah dipelihara dalam Islam. Begitu
juga landasan yang menjadi prinsip ayat tentang pembolehan kawin lintas
agama adalah akan muncul sikap saling menghargai kebebasan beragama.

Kondisi di suatu negara sangat menentukan boleh atau tidaknya
praktik perkawinan beda agama. Karena itu, penulis memetakannya ke
dalam dua kondisi; pertama kondisi syarat subjektif dan kondisi syarat
objektif. Syarat subjektif adalah hal-hal internal yang berkaitan dengan
sejumlah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat objektif adalah
hal-hal eksternal yang berhubungan dengan perkawinan. Hemat penulis, ada
empat syarat subjektif yang ditemukan: pertama; pihak dengan moralitas
yang baik. Kedua; pihak dengan kemampuan memberikan jaminan atas
kebebasan beragama. Ketiga; dampak positif perkawinan terhadap kedua
pasangan dan pihak-pihak terkait dengan keduanya. Sementara itu, syarat
objektif memiliki dua kondisi: pertama; situasi negara aman atau tidak
terdapat konflik berbasis isu agama. Kedua; kehidupan bernegara berasaskan
kepada konstitusi.

Kapasitas moralitas sebagai syarat sudah diformulasikan para ahli
fikih yang pandangannya membolehkan kawin beda agama. Syarat ini
diambil dari kata muhsanat dalam Surat al-Ma’idah/5 ayat 5. Aspek
moralitas harus menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam perkawinan
beda agama, sehingga tidak hanya memenuhi faktor fisik semata. Sebab itu,
dapat dimaklumi Khalifah ‘Umar membuat regulasi terkait larangan
perkawinan beda agama dengan pertimbangan dasarnya yaitu mencegah
munculnya kekhawatiran terhadap kaum lelaki muslim yang menikah dengan
perempuan dari kalangan ahl al-kitab lantaran faktor jasmani semata.

Syarat selanjutnya adalah sikap saling menghargai masing-masing
agama. Syarat tersebut dapat ditelusuri dalam Surat al- Ma’idah/5, ayat 5,
yang pesannya adalah kewaspadaan bagi orang muslim untuk tidak
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terjerembab ke jalan kekufuran lantaran sebab relasi perkawinan. Ditambah
juga terkait lintas agama yang terdapat dalam Piagam Madinah yang
mengikat hubungan masyarakat dengan berbagai agama. Oleh karena itu,
perkawinan yang dilaksanakan antar dua pemeluk agama yang berbeda mesti
memiliki dampak positif.

Al-Qur’an menyebut syarat tersebut secara implisit, yang muatannya
adalah mengizinkan lelaki muslim menikah dengan perempuan dari kalangan
ahl al-kitab. Perizinan tersebut tampaknya disebabkan dampak yang
diakibatkan oleh perkawinan tersebut terhadap kedua pasangan. Dibalik itu,
penyebutan perempuan muslimah yang hendak menikah dengan lelaki dari
kalangan ahl al-4itab tidak secara tegas, dan ini dapat dipahami bisa jadi
dampak yang ditimbulkan terhadap perempuan muslimah tersebut sangat
rentan, sehingga berpotensi kehilangan hak khusus sebagai orang beragama
Islam. Karena itu, kausa legal yang mencuat ke permukaan adalah ada atau
tidaknya kerugian terhadap masing-masing pihak atas perkawinan tersebut.

Ada syarat lain di luar ketiga syarat subjektif di atas, yang tentu saja
dapat dilakukan melalui bantuan berbagai pihak, karena bertalian dengan
kondisi masyarakat lintas agama di satu negara, yaitu syarat keamanan suatu
negara. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dalam situasi
dan kondisi yang kondusif dan aman.

Syarat lainnya, yaitu kontrak sosial yang mewujud dalam bentuk
konstitusi. Dilihat dari sejarahnya, Piagam Madinah menjadi prinsip dasar
kehidupan bermasyarakat warga Madinah, yang dapat disetarakan dengan
konstitusi saat ini. Konstitusi berlaku dan diakui masyarakat sebagai
landasan kehidupan semua warga, termasuk ahl al-kitab. Di Indonesia,
konstitusi termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, yang menjadi landasan kehidupan bersama warga Indonesia,
dengan melepaskan perbedaan suku, agama, dan ras. Dalam konteks syarat
objektif, sebagaimana dijelaskan di atas, tampak belum terpenuhi dalam
konteks Indoensia. Kendati konstitusi menjadi tali perekatnya, tetapi
Undang-undang perkawinan sebagai turunan dari Kkonstitusi, tidak
mengizinkan praktik perkawinan beda agama.

Praktik perkawinan beda agama sebenarnya diamini oleh al-Qur’an.
Tentu masih bersifat relatif, sehingga ketentuannya tidak bersifat general.
Penerapan perkawinan tersebut bisa dilakukan jika syarat subjektif dan
syarat objektif terpenuhi. Idealnya, penetapan syarat subjektif dilakukan
pemerintah, seperti lembaga pengadilan. Untuk syarat objektif dilakukan
secara akomodatif oleh pemerintah guna mewujudkan kepentingan
masyarakat sebagai warga negara. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat
perkawinan beda agama, dapat diambil konklusi bahwa pada dasarnya
syariat membolehkan perkawinan tersebut. Hanya saja, pembolehannya
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dilandaskan kepada sejumlah syarat yang memuat syarat subjektif dan syarat
objektif. Sebab itu, perbedaan dalam penentuan hukumnya berdasarkan
kepada sejumlah ayat harus dipahami secara utuh. Secara holistik,
pelarangan atau perizinan atas praktik perkadinan tersebut sebagai bentuk
penegasan terhadap prinsip kebebesan beragama, yang menjadi bagian dari
umum syariat Islam (magqasid al-shari’ah al- ‘ammabh).

Praktik perkawinan beda agama belum tepat dilaksanakan di
Indonesia, sebab konstitusi tidak membuka kemungkinan terwujudnya
perkawinan tersebut. Bagi sejumlah negara, misalnya Singapura dan
Australia, praktik perkawinan beda agama mungkin dapat dilakukan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian terhadap pemikiran para fugaha dan penafsiran para
mufassir terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama maka dapat
disimpulkan bahwa, hukum perkawinan beda agama adalah sebagai
berikut : Pertama, hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan
wanita bukan ahlu al kitab. Para ulama sepakat, bahwa laki-laki muslim
haram menikahi wanita non muslim baik dari golongan musyrik
penyembah berhala (wathaniyah), atheis maupun kafir lainnya se/ain ahlu
al kitab berdasarkan firman Allah surat al Baqarah/2: 221 dan surah al
Mumtahanah/60: 10.

Kedua, Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu al
kitab. Paling tidak terdapat dua kelompok pendapat utama, terkait
perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ah/u al kitab,yaitu :
Pertama: Perndapat yang menolak secara mutlak terhadap pernikahan seorang
muslim dengan non muslim dari golongan ah/u al kitab karena memandang
mereka adalah musyrik. bahwa term al-mushritat (QS.al-Baqarah/2: 221)
adalah umum, mencakup semua jenis kemusyrikan, Pandangan ini,
dikemukakan oleh Abdullah binUmarr.a(w.73 H/692 M),
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Kedua. Pendapat yang membolehkan dengan berbagai variannya,
berdasarkan firman Allah surah a/ Maidah/5: 5 yang mentakhsis surah a/
Bagarah/2: 5. Pendapat ini, berasal dari Ibn Abbas r.a, yang diikuti kalangan sahabat
lain,1 seperti, Usman bin Affan r.a, Sa’ad bin Abi Waqqas, Jabir, Talhadan Hudhaifah,
Malik binAnas, SofyanThauri Al- Awzai

Ketiga, Hukum Pernikahan Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non
Muslim. Ulama sepakat, Islam tidak membolehkan praktik perkawinan
perempuan muslimah dengan lelaki yang bukan muslim. Baik dari ahlu al
kitab maupun non ahlu al kitab berdasarkanSurat al-Baqarah/2: 221 dan
ijmak.

Berdasarkan  pemaparan  kesimpulan tersebut, penulis
memfokuskan pada pernikahan beda agama antara laki-laki muslim
dengan wanita ahlu al kitab, bahwa pada dasarnya syariat membolehkan
perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut tidak beraku secara
mutlak masih harus disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah,
terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Syarat-sayarat tersebut dapat
digali dan difahami dari ayat-ayat perkawinan beda agama. . Oeh karena
itu perkawinan beda agama di Indonesia belum dapat dilaksanakan
karena konstitusinya menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda
agama yaitu Undang-Undang Perkawinan no. 1/1974 dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) no. 1/1991 yang keduanya tidak mengzinkan adanya
perkawinan beda agama.

Keberadaan pendekatan tafsir magasidi merupakan satu di antara corak
baru tafsir terhadap al-Qur’an, yang berfokus kepada pewujudan tujuan
syariat. Corak tafsir tersebut dilatari oleh fakta bahwa terdapat sejumlah
hasil tafsir yang ‘gagal’ mengintegrasikan wawasan teks, konteks, dan
realisasi kontekstualisasi. Asumsi dasarnya yaitu bahwa hasil atas
pemahaman terhadap teks harus mencerminkan tujuan teks itu sendiri.
Adapun konstruksi tafsir magasidi dibangun dengan menerapkan enam
fitur maqasid al-shari‘ah, yang memuat sifat kognitif tafsir, keutuhan,
keterbukaan, interelasi hierarki, memiliki multidimensi, dan memiliki
tujuan dalam proses penafsiran al-Qur’an itu sendiri.

Keenam fitur tersebut di atas, merupakan hal yang menjiwai lima
langkah operasional tafsir maqasidi, berupa: 1) mengindentifkasi ayat; 2)
mengidentifikasi makna; 3) mengeksplorasi maqgasid al-shari‘ah; 4)
mengontekstualisasikan makna; dan 5) mengambil konklusi.

Dsertasi juga membuktikan bahwa pendekatan tafsir magasidi
dapat digunakan untuk mengonstruk penafsiran atas ayat tentang
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perkawinan beda agama dan menghasilkan implikasi hukum yang
berbasis kepada tujuan syariat dan konteks keindonesiaan.

Operasionalisasi atas tafSir magqasidi yang diterapkan dalam
kaitannya dengan ayat perkawinan beda agama dilakukan dengan cara
mengindentifkasi ayat; mengidentifikasi makna; mengeksplorasi maqgasid
al-shari‘ah; mengontekstualisasikan makna; dan konklusi. Analisis yang
digunakan dalam disertasi ini menggunakan metode analisis isi (content
analysis) dan analisis sistem (system analysis), untuk memahami
sejumlah karya tafsir, ‘w/um al-qur’an, maqasid al-shari‘ah, fikih, usul
fikih, dan keilmuan lainnya, dengan mengikuti nalar berfikir Jasser Auda
yang menjadikan magqasid al-shari‘ah sebagai basis landasan filosofis
melalui pembacaan hermeneutik.

B. Implikasi

Dari kesimpulan dan temuan di atas, maka diharapkan implikasi dari
disertasi ini dapat membantu berbagai pihak dalam upaya memahami isu
perkawinan beda agama melalui perspektif tafsir magasidi, yaitu:

Pertama, bagi masyarakat secara umum agar dapat menjadi
masyarakat yang bijak menghadapi isu perkawinan beda agama, khususnya
di Indonesia. Pemamahan yang baik tentang isu tersebut akan
mendatangkan kerukunan dan harmoni.

Kedua, pemerintah menjadi lebih bijaksana dan tanggap terhadap
gejala sosial dan kebutuhan masyarakat, yang merindukan suasana aman,
damai sejahtera terutama dalam isu pernikahan beda agama.

Ketiga, pemerhati dan peneliti al-Qur’an lebih memahami tentang
konsep perkawinan beda agama melalui penafsiran maqasid al-shari‘ah
terhadap al-Qur’an.

C. Saran

Pemikir kontemporer telah mengembangkan terobosan penafsiran
yang berbasis magqgasid al-shari‘ah, dan ini tentu merupakan cita-cita besar.
Kesenjangan yang terjadi antara teks, konteks, dan cara implementasi, yang
menjadi problematika tersendiri dalam perspektif tafsir, dapat mengambil
pendekatan tafsir ini sebagai cara untuk mengatasinya. Karena tujuan
syariat memiliki peran penting dalam konsep yang ‘relatif baru’ ini.

Memang, terkumpulnya data-data empiris dirasakan begitu
membantu dalam proses pemahaman terhadap al-Qur’an. Namun, menjadi
hambatan ketika data-data tersebut tidak tersedia. Karena itu, sikap
keterbukaan bagi mufasir terhadap data-data yang menjadi acuan tersebut
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mutlak dimiliki. Pasalnya, tafsir magasidi memang menawarkan pembacaan
progresif atas al-Qur’an

Tidak dapat dihindari, bahwa wawasan hukum sangat kental dalam
penelitian ini. Kendati begitu, berbagai wawasan lain yang belum tersentuh
juga masih ‘berserakan’, misalnya dalam aspek teknologi kesehatan, dan
lainnya, yang fikih klasik terkait kesehatan dapat dijadikan worldview
dalam proses memahami al-Qur’an. Selanjutnya, pengetahuan dari
kedokteran modern dapat menjadi rumusan atas wawasan baru terkait
kehalalan produk makanan atau minuman, pembuktian relasi biologis atau
pembuktian atas pidana seksual, atau lainnya.
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